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BAB III 

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 

Perencanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral 

dari perencanaan pembangunan daerah karena kebijakan pembangunan 

harus menyesuaikan dengan kemampuan pendanaannya. Dalam penentuan 

pagu indikatif program prioritas, gambaran pengelolaan keuangan daerah dan 

kerangka pendanaannya menjadi dasar utama penentuan target sasaran 

maupun program pembangunan. Dalam upaya memprediksi dengan baik 

sumber-sumber penerimaan di masa datang maka diperlukan gambaran 

umum kinerja keuangan melalui realisasi APBD sekurang-kurangnya dalam 3 

(tiga) tahun di masa lalu. 

Pengelolaan kemampuan daerah yang baik perlu dilakukan melalui 

prinsip efektivitas, efisien, ekonomis, adil, bermanfaat, wajar, tertib, taat 

peraturan perundang-undangan, transparan dan dapat dipertanggung

jawabkan. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sub-sistem dari sistem 

pengelolaan keuangan negara dan juga merupakan elemen pokok dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik 

adalah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan 

suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan 

kualitas pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah dengan kewenangan 

yang didasarkan pada otonomi daerah melahirkan tantangan tersendiri dalam 

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kota Madiun mengacu 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah 

dijabarkan secara lebih rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Norn or 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Demi 

mencapai upaya prioritas pembangunan seluruh kegiatan pada rencana 

pembangunan lima tahunan melalui RPJMD, perlu ditetapkan gambaran 

pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan. Kedua hal tersebut 

perlu ditetapkan agar pengelolaan keuangan daerah dapat digunakan secara 

efektif dan efesien untuk masyarakat umum. Arab gambaran pengelolaan 

keuangan daerah dan kerangka pendanaan meliputi kinerja keuangan masa 

lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan. 
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3. 1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui 

kinerja kondisi keuangan beberapa tahun terakhir. Dari analisis kinerja 

beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi 

kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya 

dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro 

ekonomi (PDRB/laju petumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat 

juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan 

daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah. 

Perkem bangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari 

batasan pengelolaan keuangan daerah. Batasan tersebut diatur dalam; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; 

3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 l0 ten tang Sistim Akuntansi; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 

Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan 

Pem bangunan Dan Keuangan Daerah. 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Telrn.is Pengelolaan Keuangan Daerah. 

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 

Kinerja pelaksanaan APBD dilihat dari perkembangan pendapatan, 

belanja dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa APBD terdiri dari 

aspek pendapatan, belanja dan pembiayaaan. Aspek pendapatan daerah 

terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, 

belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sedangkan 

pembiayaan terdiri penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. 
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Gambar 3 .1 
Stru ktur APBD 

3 . 1.1.1 Realisasi Pendapatan Dae rah 
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Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih daerah. Pendapatan Daerah 

Provinsi/ Kabupaten/ Kota dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

Realisasi pengelolaan pendapatan daerah Kata Madiun terdiri dari Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) , Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang 

Sah. Pendapatan Asli Daerah bersumber pada Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dip1sahkan dan Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan pendapatan transfer 

diantaranya berasal dari Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana 

Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) . Sedangkan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah berasal dari Hibah, dana darurat, dan 

pendapatan lainnya. Gambaran realisasi pendapatan daerah ini diharapkan 

dapat membantu dalam mendorong berbagai kebijakan, program dan belanja 

daerah. 
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Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021 

Gambar 3.2 

Capaian Realisasi terhadap Target APBD Kota Madiun Tahun 2016-2020 

Sampai dengan tahun 2018, capaian realisasi pendapatan terhadap 

target yang ditetapkan mengalarni trend yang semakin meningkat. Bahkan di 

tahun 2017 dan 2018, capaian realisasi pendapatan melebihi 100 persen. 

Na.mun untuk tahun 2019 dan 2020, capaian realisasi pendapatan terhadap 

target pendapatan dalam RPJMD mengalami trend yang menurun bahkan 

mencapai sebesar 90,43 persen tahun 2020. Penurunan tersebut tidak 

terlepas dari dampak covid-19 yang terjadi di tahun tersebut. Ringkasan 

capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2019 dan 2020 terhadap target 

RPJMD 2019 - 2024 dapat dilihat dalarn tabel berikut : 
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Tabel 3 . 1 
Capaian Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Target RPJMD 

Pada Tahun 2019 clan 2020 

Kinerja Anuann 
Capalan 

RPJMD2019 R2019 
2019 RPJMD2020 R2020 

l.119.169.654.600,00 1.056.906.304.000,00 94,44 1.171 .755.147.812,00 1.059.913. 793.139,59 

226.307.943.600,0C 235.504.941.000,00 104,06 24 l.576.128.230,00 248.944.404.487,59 

77 .000.000.000,00 85.000.000.000,00 110,39 84.700.000.000,00 90.291.466.033,07 

17.220.952.600,00 18.762.439.600,00 108,95 18.943.047.860,00 15.619.539.7 19 ,00 

12.086.991.000,00 14.934.446.400,00 123,56 12.933.080.370,00 15.2 16.268.562,40 

120.000.000.000,oo I 16.808.055 .000,00 97,34 125.000.000.000,00 127.817. 130. 173, 12 

730.009.511.000,00 671.425.330.000,00 91,97 763.680.748.502,00 632.559.647. 797,00 

25.371.694.000,00 22.423.248.000,00 88,38 25.980.614.656,00 34.444.290.949,20 

Capaian 
2020 

90,43 

102,93 

106,60 

80,72 

117,65 

102,2q 

82,83 

132,58 
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KlnerjaAnuu,,.n 
UraJan Capalan 

R.PJMD 2019 R2019 
2019 

R.PJMD 2020 R2020 

Dnna bagi 
hosil bukan 83.445.154.000,00 31.021.504.000,00 37,18 85.447 .837 .696,00 51.666.436.423,80 
oaiak 
Dane Alokasi 522.596.024.000.00 527.916.797.000,00 101,02 548.725.825.200,00 473.852.439.000,00 Umum 
Dono Alokasi 85.477 .493.000,00 76. 136.504.000,00 89,07 89. 75 1.367 .650,00 72.596481.424,00 khusus 
Dane Bag, 13, 119 146.000,00 13.927 .277 .000,00 106,16 13.775. 103.300,00 has,1 rukai 0 
LaJn-laln 
pcndapatan 162.852.200.000,00 149.976.033.000,00 92,09 166.498.271.080,00 178.409. 740.855,00 daerah yanc 
aah 

Iii bah 19.356.661.000,00 19.399.600.000 00 100,22 15.000.000.000,00 20.029.980.000,00 

Bagi hasil 
pajak darl 
provms1 dan 86.960.763.000,00 64.366.614.000,00 74,02 92. I 78.408. 780,00 84.049.652.855,00 dari 
pemcrmtah 
daerah lainva 
Dana 
pcnyesuaian 55.542. 726.000,00 65 095.240.000,00 117,20 58.319.862.300,00 73.313.029.000,00 dan otonom1 
khusus 
Bantuan 
kcuangan dari 
provinsi ateu 992.050.000,00 1.114.579.000,00 112,35 l .000.000.000,00 1.0 17 .079.000,00 pcmcrintah 
dacrah 
lainnve 

Sumber. BKAD Kota Madzun, 2021 

Dari tabel diatas, secara umum dapat dikatakan bahwa capaian realisasi 

pendapatan daerah tahun 2019 dan 2020 masih di bawah target RPJMD. 

Realisasi terhadap target pendapatan daerah adalah 94,44 persen tahun 2019 

dan 90,43 persen tahun 2020. Jika dilihat dari komponen pendapatannya, 

realisasi PAD melampaui target RPJMD tahun 2019 dan 2020 dengan nilai 

masing - masing sebesar 104,06 persen dan 102,93 persen. 
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Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021 

Gambar 3 .3 
Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2016-2020 
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Pertumbuhan pendapatan nominal Kota Madiun sampai dengan 

tahun 2019 menunjukan tren yang semakin meningkat. Realisasi 

pen dapatan pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebesar 5,20 persen , 

dim ana pada tahun sebelumnya, nilainya turun sebesar 4,07 persen. Pada 

tahun 2019, realisasi pendapatan daerah menunjukkan pertumbuhan sebesar 

8,63 persen. Pada tahun 2020, sebagai dampak pandemi Covid-19 pendapatan 

daerah mengalami penuruan secara nominal dan juga pertumbuhannya 

sebesar -3, 17. 
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Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021 

Gambar 3 .4 
Perkembangan PAD Kota Madiun Tahun 2016-2020 
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Pertumbuhan PAD tahun 2019 mengalami peningkatan yang relatif 

tinggi dibandingkan tahun 2018. Tahun 2019 merupakan capaian 

p ertumbuhan PAD tertinggi dengan nilai pertumbuhan sebesar 9,18 persen. 

Kemudian PAD terns tertekan dengan pertumbuhan -1,35 pada tahun 2020 

sebagai dampak pandemi Covid-19. Namun jika dilihat dari grafik diatas, 

penurunan PAD tahu n 2020 tidak terlalu parah. Dari sisi nominal PAD pada 

tahun 2020 masih lebih tinggi dibandingkan sebelum tahun 2019. Kondisi ini 

mengindikasikart bahwa pandemi Covid-19 tidak terlalu berpengaruh terhadap 

PAD. Selanjutnya, perkembangan pendapatan transfer dapat dilihat dalam 

grafik beriku t: 
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2018R 2019R 

Pendapatan Transfer O Pertwnbuhan 

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021 

Gambar 3 .5 

2020R 

Perkembangan Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2016-2020 

10 

Realisasi pendapatan transfer tahun 2018 menunjukan tren yang 

meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase peningkatan 

pendapatan transfer tahun tersebut sebesar 6,82 persen namun selanjutnya 

pendapatan transfer terus turun hingga sebesar -3,9 1. Penurunan pendapatan 

transfer sejalan dengan kebijakan realokasi dan refocusing dari pemerintah 

pusat dalam upaya penangan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-

19. Selanjutnya, perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 3 .6 
Perkembangan Pcrtumbuhan Lain-la.in Pendapatan Daerah yang Sah 
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Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan 

perkembangan sampai dengan tahun 2020. Pertumbuhan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah pada tahun 2020 sebesar 4 ,38 persen. Nilai 

pertumbuhan yg positif ini adalah posisi terbaik selama lima tahun terakhir. 

Selanjutnya, mengenai perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) 

dapat dilihat dalam gambar berikut: 
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Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021 

Gambar 3 .7 
Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (dalam %) 

Kata Madiun Tahun 2016-2020 

23.47 

2020R 

Derajat desentralisasi fiskal mengalami peningkatan dalam tiga tahun 

terakhir. Pada tahun 2020, derajat desentralisasi fiskal sebesar 23,47 persen 

lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 23,03. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian daerah, teru tam a dalam 

kontribusinya terhadap pendapatan daerah di era pandemi Covid-19. 

Meskipun mengalami peningkatan, namun kemandirian fiskal masih terbatas. 

Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi peningkatan pendapatan daerah. 

Namun demikian, dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dihadapkan 

pada berbagai pennasalahan sebagai berikut: 

• Kondisi perekonomian mengalami kontraksi yang mengakibatkan 

kelesuan usaha,sehingga pendapatan daerah mengalami penurunan. 

• Masih perlu ditingkatkannya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi 

pengelolaan pendapatan daerah khususnya dalam penggalian potensi 

pendapatan daerah; 
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• Masih terbatasnya kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah dalam 

membayar kewajibannya bagi pembangunan daerah; 

• Masih perlu ditingkatkannya kapasitas sumber daya manusia dalam 

berbagai bidang tugas peningkatan pendapatan asli daerah; 

• Masih perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana pendukung dalam 

mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah; 

• Belum optimalnya keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam 

memberdayakan potensi ekonomi daerah serta perannya dalam 

peningkatan pendapatan asli daerah. 
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Tabel 3.2 
Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah J<ota Madiun 2016 - 2020 

REALISASI 

Kode Uraian 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 
Rata-rata 

Pertumbuhan 

Rp Rp. %P Rp. %P Rp. o/oP Rp. %P % 

1 
PENDAPATAN 998.282.330.537,80 
DAERAB 

957.624.973.325,14 -4,07 1.007 .446.240. 137,64 5,20 l.094.367.497.996,59 8 ,63 1.059.913. 793.139,59 -3,17 1,65 

01.01 
Pendapatan Asll 173.235.929.827,80 230.608. 717 .369, 14 33,12 230.847.977.146,73 0,10 252.048.754.413,59 9 , 18 248.944.404.487,59 -1,35 10,26 
Daerah 

01.01.0 I Pajak daerah 64.045.559.079,36 75.224.831 .585,44 17,46 83.454.704.361 ,4 I 10,94 91.077.191.655,45 9,13 90.291.466.033,07 -0,87 9,17 

Reulbusi daerah 16.762.538.293,00 18.407.218.016,50 9,81 19. 138.960.648,50 3,98 20.301.325.919,00 6,07 15.619.539.719,00 
. 

- 1.20 
01.01.02 24,68 

Pengelolaan kekayaan 
13.320.249.415,39 19,23 13.365.402.573,59 8 ,26 

01.01.03 daerah yang I I.I 72.031. 994 ,51 0,34 14.641.711.340,55 9,55 15.216.268.562,40 3,92 

dipisahkan 

01.01.04 
Lain-lain pendapatan 8 J .255.800.460,93 J 23.656.418.351,8 l 52,18 l 14.888.909.563,23 -7 ,09 126.028.525.498,59 9,70 127.817.130.173, 12 1,45 14,06 
asU daerah yang sah 

01.02 Pendapatan Transfer 825.046.400. 710,00 727.016.255.956,00 -11,88 776.598.262.990,91 6,82 823.129.463.583,00 5,99 790.939.408.652,00 -3,91 -0,75 

01.02.01 
Pendapatan Transfer 758.944.056.206,00 646.473.881.834,00 -14,82 678.417.066.007,00 4,94 737.079.907.650,00 8,65 705.872.676. 797,00 -4 ,23 -1,37 
Pemerintah Pusat 

1.2.1.0l.Ol.1 Dana bagi hasil pajak 34.049.572.850,00 27.325.331.947,00 -19,75 25.390. 798.853 ,00 -7,08 16.076.390.385,00 
. 

34 .444 .290. 949 ,20 
114,2 12,69 

36,68 5 

Dona bagi hasil bukan I 8.880.139.043,00 18.680.122.868.00 -1,06 67.464.332.495,00 261.16 52.685.578.633,00 
. 

51 .666.436.423,80 - 1,93 59,06 
1.2.1.01.01.2 pajak 21 ,91 

. 

1.2. 1.0 l.O l.3 Dana Bagi hasil cukai 12.409.333.957,00 13.308.934. 159,00 7.25 13 .119.146.000,00 - 1,43 13.939.983.813,00 6,26 0,00 100,0 -21 ,98 
0 

1.2.1.01.0 l.4 Dana A/1)/casi Umum 5 I 1.375.289.000,00 502.392.070.000,00 -1,76 50 I .753.246.649,00 --0,13 522.596.024.000,00 4 ,15 4 73.852 .439.000,00 -9 ,33 -1 ,76 

1.2.1.01.01.5 Dana Alokasi khusus l 40.84 7 .099.356.00 77 .267.422.860,00 -45,14 70.689.542.0 I 0 ,00 -8 ,51 76.239.204.819,00 7 ,85 72.596.481 .424 ,00 -4 ,78 - 12.65 

1.2.1.01.02 Dana lnsentif Daerah 4 I .382.622.000,00 7 .500.000.000,00 -81 ,88 0 - 100,00 55.542.726.000,00 0,00 73.313.029.000,00 3 1,99 -37,47 

1.2.1.01.03 
Dana Otonomi 0 0 0.00 0 0 ,00 0 0 ,00 0 0 ,00 0,00 
Khusus 

. 
Pendapatan Transfer 

01.02.02 66. 102.344.504,00 80.542.374.122,00 21,84 98.181.196.983,91 21,90 86.049.555.933,00 12,3 85.066. 731.855,00 -1 ,14 7 ,56 
Antar Daerah 6 

1.2.2 .01 
Pendapatan Bagi 
Hasil 

64.431.714.504,00 79.825.524. 122,00 23,89 79.153.128.616,00 -0 ,84 84.934.976.933,00 7,30 84.049,652.855,00 - 1,04 7 ,33 

Bantuan keuangan 
dari provms1 atau I .670 .630.000,00 7 16.850.000,00 -57.09 1.2.2.02 pemerintab daerah 

19.028.068.367,91 2.554.40 l.114.579.000,00 
. 

94 ,14 
l.017.079.000,00 -8,75 598,60 

lainnya 
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REALISASI 

Kode Uralan 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 
Rata-rata 

Pertumbuhan 

Rp Rp. o/oP Rp. %P Rp. %P Rp. %P % 

01.03 
Lain-lain pendapatan o,oo 0,00 0,00 4,38 1,10 
daerah yang sab . . . 19 189.280.000,00 20.029.980.000,00 

01.03.01 Hibah 0.00 0 .00 0,00 0.00 0.00 19. 189.280.000,00 0,00 20.029.980.000,00 4,38 1,10 

01 .03.02 Dana darurat 0.00 0 .00 0 ,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0 .00 0,00 0,00 

01.03.03 Pendapatan Lainnya 0.00 0 .00 0,00 0.00 0 ,00 0.00 0 ,00 0.00 0,00 0,00 

Sumber : BKAD Kota Madtun, 2021; 

Keterangan : %P adalah persentase pertumbuhan 
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3 .1.1.2 Realisasi Belanja Daerah 

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja sesuai PP 12 Tahun 2019 meliputi 

belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer. 

Belanja operasi rnerupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari 

Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari 

belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; 

belanja hibah; dan belanja bantuan sosial. 

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset 

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode 

akuntansi. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang 

dilaku kan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal 

melipu ti: belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; belanja peralatan dan 

mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup 

mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan 

peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 

(dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; belanja bangunan dan 

gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup 

seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai 

dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap 

dipakai; belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan 

jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang 

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/ a tau dikuasai oleh 

Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; belanja aset tetap lainnya, 

digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap 

yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh 

dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Femerintah Daerah dan dalam 

kondisi siap dipakai; dan belanja aset lainnya, digunakan untuk 

menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional 

Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di 

pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 
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Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban 

APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak 

dapat diprectiksi sebelumnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran 

anggaran atas Behan APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan 

mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan 

Daerah tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, belanja transfer merupakan 

pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya 

dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer 

dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan. 
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Sumber: BKAD Kota Madiun, 202 1 

Gambar 3 .8 
Ca paian Realisa si Belanja Daerah terhadap Target APBD 

Kota MadiunTahun 2016-2020 
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Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian realisasi belanja daerah 

terhadap target APBD relatif rendah. Capaian tertinggi hanya terjadi pada 

tahun 2019, dimana nilai realiasinya sebesar 96,15 persen. Sedangkan pada 

tahun 2020, capaian realisasi belanja daerah terhadap target belanja RPJMD 

hanya mencapai 75,88 persen. Rendahnya pencapaian tersebut diakibatkan 

oleh pandemi Covid-19 yang mengharuskan setiap daerah untuk merealokasi 

dan merefokusing anggaran dalam upaya pemulihan dampak Covid-19. 

Ringkasan capaian realisasi belanja daerah tahun 2019 dan 2020 terhadap 

target RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut : 
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Tabel 3 .3 
Capaian Realisasi Belanja Daerah terhadap Target RPJMD pada Tahun 2019 dan 2020 

Klnerja A.Duua.a. 

Ho, Uralao 
RJ'.JIID 2019 R2019 Cap al an 2019 RJ'JII D 2020 R2020 CapalUI 2020 

2 BELAHJA 1, 194.552.988,508,00 1.148.511.321.3155, 715 96,lS 1.336.799,891.335,00 1 .014.631.224. 1152,20 

02.01 
BalU1ja Tldak 484.105.379.319,00 402.432.149.206,46 83,57 505.424.220.335,00 
La.a..-aUO&' 

403.213,660.624,53 

02.01.01 Be.lanja Pcgawal 447.356.400.319,00 371.056.454.264,38 82,94 469,724.220.335.00 371 .359.200.247 ,00 

02.01.04 Bdanja Hibah 16.277.528.500,00 15.603-619.810,08 915,86 16.000.00u.OOO,OO 11,938.091.671.53 

02.01.05 
Bclanja Bantuan 16.843.600.000,00 
Somal 15.001.277.870,00 

101 ,63 16.000.000.000,00 12.854.873.000,00 

Bclanja Bagi Huil 
Kepoda 

02.0J.06 Provinsl/Kab/ Kota 0.00 o.oo o,oo o.oo 
dal\ Pcmerintah 
Oesa 

Bcl11.nja Banman 
Krunngon Kcpoda 

OJ 01.07 l'rovtnsl/ 627.851.000,00 651.920.000,00 103,83 100.000.000.00 700.062.000,00 

Knb/ Kol a dan 
1-tcmcnlnhan Oesa 

OJ.01.08 
lklnnj• T1dak 3.000.000.000,00 118.877.262,00 3 ,96 3.000.000.000,00 6.361.433. 706,00 
Tcrtlu1rn 

0:1.0:1 Bellll.ltja La.n1a,u2.1 710.447.608. 6 89,00 746.245,38:1,711,92 104,72 831.375,671.000,00 611.417.1563.1527,67 

Ol.OJ.01 ll<l•nJ• l~gaw,u 80.751.200.451,00 69.165.928.315,00 85,65 84.788 .760.474,00 70.381.629.872,00 

OJ.OJ.02 

OJ.OJ.03 

Urlnn,Ja Borang 354.068.3<7.460,00 
dnn ~htsa 369.278.712.052.86 

103,65 371.771.764.833,00 349.956.080.581 , IO 

lldrulJA Mui.laJ 275.628.060,778.00 307.800.742.344,06 111,67 374.815 145,693.00 191.079.853.074 ,57 

Surplu• / Defi..ait -715.383.333.908,00 -54.310.033.921, 79 1:11, 15:1 , 165.044.743.1523,00 44.994. 3157.:1159,12 

Sumber: BKAD Kota Madiun, 202 1 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian realisasi belanja daerah 

terha dap target RPJMD pada tahun 2019 dan 2020 tidak memenuhi target. 

Realisasi belanja daerah tahun 2019 sebesar 96,15 persen, sedangkan tahun 

2020 hanya sebesar 75,90 persen. Rendahnya capaian realisasi tahun 2020 

terhadap target RPJMD dikarenakan adanya realokasi dan refokusing 

anggaran tahun 2020 untuk penanganan Covid- 19. Hal ini juga bisa dilihat 

dari realisasi baik belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing -

masing hanya sebesar 79,78 persen dan 73,54 persen tahun 2020. 

Secara umum selama lima tahun terakhir, jumlah belanja Pemerintah 

Kota Madiun terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan 

kapasitas fiskal daerah, kecuali di tahun 2020. Gambar 3 .9 menunjukkan 

jumlah nominal dan rata -rata pertumbuhan total belanja daerah dari tahun 

2016 sampai dengan tahun 2020. Jumlah nominal belanja daerah Kota 

Madiun pada tahun 2016 mencapai sebesar Rp 1,031 triliun yang kemudian 

meningkat menjadi sebesar Rp. 1,148 trilyun tahun 2019 dan mengalami 

penurunan hingga Rp 1,014 trilyun pada tahu n 2020 dengan rata-r a ta 

pertumbuhan sebesar 0,06 persen. 

715,90 

79,78 

79,06 

74,61 

80,34 

0 ,00 

100,01 

212,015 

73,54 

83,01 

94,13 

110,98 

-27,26 
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Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021 

Gambar 3 .9 
Perkembangan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun 

Tahun 2016-2020 
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Pertumbuhan belanja daerah pada Tahun 2020 mengalami penurunan 

sekitar 11,68 persen dari tahun sebelumnya. Secara nominal, belanja daerah 

tahun 2019 merupakan belanja daerah tertinggi dalam lima tahun terakhir 

yaitu sebesar 1,148 triliun dengan tingkat pertumbuhan 10,79 persen. 

Penurunan belanja daerah tertinggi, terjadi pada tahun 2020 yang dengan 

nilai nominal sebesar Rp 1.014,39 miliar. 
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Sumber: BK.AD Kota Madiun, 2021 

Gambar 3 . 10 
Perkembangan Komposisi Belanja Daerah (dalarn %) Kota Madiun 

Tahun 2016-2020 
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Komposisi belanja daerah selama lima tahun terakhir masih didominasi 

oleh belanja operasi yaitu sebesar 80,48 persen di tahun 2020. Belanja modal 

menjadi komponen terbesar kedua dalam belanja daerah dengan proporsi 

sebesar 18,83 tahun 2020. Angka tersebut mengalami penurunan di 

bandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 26,80 persen. Sedangkan belanja 

tak terduga dan transfer masing - masing hanya sebesar 0,62 persen dan 0 ,07 

persen. 
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Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021 

Gambar 3 . 11 
Perkembangan Pertumbuhan Belanja Operasi Kota Madiun 

Tahun 2016-2020 
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Dalam lima tahun terakhir, belanja operasi mengalami perkembangan 

yang fluktuatif. Pada tahun 2020, belanja operasi mengalami penurunan 

hingga -2,81 persen atau sebesar 816,36 milyar. Pertumbuhan belanja operasi 

tertinggi terjadi di tahun 2018 dengan nilai sebesar 10,93 persen. Nilai 

tersebut mengalami penurunan di tahun setelahnya sebesar 8 ,32 meskipun 

secara nominal jumlah belanja operasi mengalami peningkatan. 

Perkembangan persentase belanja operasi Kota Madiun tahun 2016-2020 

dapat dilihat dalam gambar berikut: 
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Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021 

Gambar 3 . 12 
Perkembangan Komposisi Komponen Belanja Operasi (daJam %) 

Kata Madiun Tahun 2016-2020 
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Komposisi Belanja operasi dari tahun ke tahun memiliki tren yang relatif 

sama. Meskipun secara nominal nilainya berubah dari tahun ke tahun, 

komposisi terbesar terdapa t pada belanja pegawai. Persentase belanja pegawai 

pada Tahun 2022 sebesar 54,10 persen. Angka tersebut lebih tinggi di 

bandingkan tahun 2019 namun lebih rendah dibandingkan sebelum tahun 

2019 baik secara persentase maupun secara nominal. 
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Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021 

Gambar 3 . 13 
Perkembangan Pertumbuhan Belanja Modal Kata Madiun 

Tahun 2016-2020 

Belanja modal cenderung mengalami penurunan dalam lima tahun 

terakhir. Dampak pandemi Covid- 19 pada tahun 2020 memberikan tekanan 

yang dalam terhadap belanja modal sebagai akibat adanya realokasi dan 

refokusing anggaran. 
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Pertumbuhan belanja modal mengalami kontraksi sebesar -37, 94 atau 

sebesar 191,01 miliar. Nilai tersebut jauh berkurang dibandingkan tahun 

sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sampai dengan 18,80 persen 

dengan nilai belanja modal sebesar 307,80 miliar. Angka tersebut merupakan 

belanja modal tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. 
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4-r--------------------------4 
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■ BELANJA TAK TERDUGA Pertumbuhan 

Sumber: BK.AD Kota Madiun, 202 1 

Gambar 3 . 14 
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Belanja tak terduga mengalami peningkatn drastis sebagai dampak dari 

adanya Covid-19. Pada tahun 2020 belanja tak terduga sebesar 6 ,32 miliar 

atau meningkat sebesar 5217 ,38 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan 

tahun 2019, belanja tak terduga hanya sebesar 0 ,12 miliar denagn 

pertumbuhan mendekati nol. Peningkatan Belanja Tidak Terduga terjadi 

karena digunakan untuk penanganan Covid-19 di tiga cluster, baik untuk 

penanganan Kesehatan, Pemulihan Ekonomi Nasional maupun Jaring 

Pengaman Sosial. Dimana semuanya dianggarkan di Belanja Tidak Terduga 

karena penanganan Pandemi pada tahun 2020 belum bisa di rencanakan dan 

kejadiannya ketika tahun anggaran sudah berjalan. Untuk bisa 

menganggarkan di Belanja Tidak Terduga itupun harus melakukan refocusing 

dan realokasi dari pagu anggaran belanja yang sudah dianggarkan. Jadi 
' kenaikan anggaran Belanja Tidak Terduga adalah posting anggaran untuk 

penanganan pandemic covid-19 
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Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021 

Gambar 3.15 
Perkembangan Pertu.mbuhan Belanja Transfer Kota Macliun 

Tahun 2016-2020 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

-20 

-40 

-60 

-80 

'I! 

Pertumbuhan belanja transfer mengalami perkembangan yang fluktuatif. 

Belanja transfer pada tahun 2018 sebesar 2, 13 miliar mengalami penurunan 

hingga 0, 70 miliar tahun 2020. Jika dibandingkan antara tahun 2020 dan 

2019, belanja transfer mengalami pertumbuhan hingga 7 ,38 persen atau 

secara nominal meningkat dari 0,65 miliar tahun 2019 menjacli 0,70 miliar 

tahun 2020. 

Berdasarkan uraian perkembangan belanja daerah diatas, dapat 

disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut 

1. Program pemulihan daerah sebagai dampak covidl 9 telah menyebabkan 

serapan anggaran relatif cukup rendah. 

2 . Komposisi belanja daerah masih clidominasi oleh belanja operasi dengan 

nilai lebih dari 70 persen. Dimana sebagain besar penggunaan belanja 

operasi diperuntukan bagi belanja pegawai sekitar lebih dari 50 persen. 

3. Belanja modal sebagai motor utama pembangunan hanya memiliki 

proporsi sekitar 25 persen dari total belanja daerah. Pandemi Covid-19 

menyebabkan anggaran belanja modal clialihkan untuk program penangan 

Covid-19. Sehingga beberapa program pembangunan mengalami stagnasi. 

Selanjutnya, perkembangan nilai dan pertumbuhan belanja daerah Kota 

Macliun tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 
Re ar 1sas1 an R ata-R ata p ertum b h u an Bl ah e an1a D aer di Kota M a un Tahun Anggaran 2016-2020 

REALISASI 

Kode Uraian 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 
Rata-rata 

Pertumbuhan 

Rn Rn. %P Rn. o/oP Rp. %P Rn. %P 1%1 

2 BELANJA DAERAH l.031.564.193.296,44 954.991. 703.029,81 -7,42 l.036.658.830.595,88 8,55 l.148.496.711.114,00 10,79 1.014.391.890. 792, 10 -11,68 0,06 

05.01 BELANJA OPERASl 785. 169.488.575,44 699.013. 726.516,58 -10,97 775.443.371.637,41 10,93 839.925.171.507,94 8 ,32 816,358. 776.801,53 -2,81 1,37 

05.01.01 Belanja Pegawai SI 1.243.214.266,00 391 .631.558.502 ,00 -23,40 435.126.974 .606,00 11 , 11 440.222.382.579,38 I, 17 44 l .683.138.649,00 0 ,33 -2,70 

05.0 1.02 
Belanja Barang dan 257 .954 .754.292,44 280.472.821.815,27 8 ,73 305.475.751.519,41 8 ,91 369.278.712.052,86 20,14 349.882.673.481,00 -4,66 8 ,28 
Jasa 

05.01.03 Belanja Bunga 0 0 0,00 0 o.oo 0 0 ,00 0 ,00 0,00 

05.01.04 Belanja Subsidi 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 ,00 0,00 

05.01 .05 Belanja Hibah 7 .013.671.600,00 I I. 924 .689 .389 ,31 70,02 21 .318.545.231 ,00 78,78 15.422.819.810,08 -26,81 11 .938.091 .671,53 -23,49 24,62 

05.01.06 
Belanja Bantuan 
Sosial 

8 .957.848.417,00 14.984 .656 .810,00 67,28 13.522. 100.281 ,00 -9,76 I 5 .001.277.870,00 26 ,59 12.854 .873.000,00 -24,90 14,80 

05,02 BELANJA MODAL 246.394. 704. 721,00 255.977.976.513,23 3,89 259.087.612.258,47 1 ,21 307 .800. 742.344,06 18,80 191.011.897.074,57 -37,94 -3,51 

05.02.01 Belanja Modal Tanah 0 0 0 ,00 0 0 ,00 0,00 0 ,00 0 0 ,00 0.00 

05.02.02 
Belanja Modal 62. 160.897.084,00 103.557.504.743,'18 66,60 '17 .310.430.082,75 -54,31 68.460.669.520,00 44,71 47 .752.974.268.64 -30,25 6 ,68 
Perala tan dan Mesin 

Belanja Modal 
05.02.03 Oedung dan 53.614.816.421,00 43.416.541.452,75 - 19.02 64.833.894.806,80 49,33 48.758.211.485.26 -24,80 38.202.379.414,91 -2 1,65 -4 ,03 

Bangunan 

05.02.04 
Belanja J alan . lrigasi 127.909.902.613,00 
dan Jaringan 

102.648.521 .200,00 - 19,75 138.27 I .368.268,92 34,70 I 84.022.541 .935,80 33,09 I 00.281 .245.964, 15 -45,51 0,63 

05.02.05 
Belanja Modal 
Tetap Lainnya 

Aset 463.668.600,00 3.188.874.942,00 587,75 3.542.965.670,00 11 ,10 2.888.082.876,00 - 18,48 4 .775.297.426,86 65,34 161,43 

05.02.05 
Belanja Modal 
Lainnya 

Aset 2.245.420.003,00 3. 166.534.175,00 41 ,02 5. 128.953.430,00 61 ,97 3.671 .236.527,00 -28,42 0,00 0 ,00 18.64 

BELANJA TAK o,oo 0,00 0,00 5 .217,38 1.304,34 
05.03 TERDUGA - - . 118.877.262,00 6.321.154.916,00 

05.03.01 
Belanja Tidal< 0 0 0,00 0 0 ,00 118.877.262,00 0.00 6 .321.154.916,00 5.217,38 1.304 ,34 
Terduga 

05.04 
BELANJA o,oo o,oo -69,36 7 ,38 -15,49 
TRANSFER - - 2.127 .846. 700,00 651.920.000,00 700.062.000,00 

5.4 . l 
Belanja Transfer Ke 0 0,00 2 .127 .846.700,00 
Daerah Lain 

0,00 65 1 .920.000,00 -69,36 700.062.000,00 7,38 - 15,49 

JUM.LAB BELANJA l.031,564.193.296,44 954.991.703.029,81 -7 ,42 l.036.658.830.595,88 
DAN TRANSFER 

8,55 l.148.496.711.114,00 10,79 1.014.391.890. 792, 10 -11,68 0,06 

SURPLUS I -33.281.862.758,64 
(DEFISIT) 

2 .633.270.295,33 -107,91 -29,212.590.458,24 

Sumber: BPPKAD Kata Madtun, 2021; Persentase adalahpersentasepertumbuhan 

-1.209,37 -54.129.213. 117,41 85,34 45.233.690.619,22 -183,54 -353,87 
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3.1.1.3 Realisasi Pembiayaan Daerah 

Berdasarkan PP 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

pembiayaan daerah didefinsikan sebagai semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun angga;-an yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan 

pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan 

pem biayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik 

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan 

diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada 

tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup 

defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan 

defisit, ditetapkan sumber pen erimaan pembiayaan untuk menutup defisit 

tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan 

anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil 

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan 

penerimaan kembali pemberian pmJaman atau penerimaan piutang. 

Sedangkan ketika APBD diperkirakan su rplus, diutamakan untuk pembayaran 

pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman 

kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan 

belanja peningkatan jaminan sosial . 
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Gambar 3 .16 
Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Netto Tahun Berjalan 

Kota Mad.iun Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah) 
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Dari sisi pembiayaan, realisasi penerimaan pembiayaan menurun 

mencapru -19,49 persen pada tahun 2020 dibanclingkan tahun sebelumnya. 

Komponen utama penerimaan pembiayaan masih bersumber dari Silpa tahun 

sebelurnnya. Sedangkan Pernbiayaan netto pada Tahun 2020 juga mengalami 

penurunan hingga Rp 223,64 miliar. Beberapa hal yang perlu rnenjadi 

perhatian rnenganai pernbiayaan adalah sebagai berikut 

1. Silpa tahun lalu masih relatif tinggi. Hal ini bisa menunjukan kelemahan 

dalam perencanaan pembangunan tahunan. Namun disisi lain, silpa yang 

tinggi bisa jadi akibat adanya efisiensi belanja maupun penangguhan 

kegiatan pembangunan. 

2. Pembiayaan pembangunan masih bertumpu kepada APBD, sehingga 

kedepan diperlukan pembiayaan alternatif seperti KPBU, CSR dan lain 

sebagainya. 

Selanjutnya, rincian perkembangan nilai penerimaan dan pengeluaran 

pembiayaan, serta pembiayaan netto Kota Madiun tahun 2016 sampai dengan 

proyeksi tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 3 .5 
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2016-2020 

Uraian 2016R 2017R 

Ro Ro. 

PEMBIAYAAN 

PENERJMAAN 339. 139.349.352, 77 305.857 .486.594, 13 
PEMBIAYAAN 

Pen.,crunaan SiLPA 339.135. 179.352,77 305.857.486.594,13 

Pencairan Dana 
Cadan11:an 

0 0 

Hasil Penjualan 
Kekayaan Daerah 0 0 
vanl!: Dioisahkan 

Penerimaan 0 0 
Piniaman Daerah 

Penerimaan Kembali 4 .170.000,00 0 
Pemberian Piniama.., 

PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN - -

Pembentukan Dana 0 0 
Cadan11:an 

Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah 

0 0 

Pembayaran Pokok 0 0 
Utan11: 

Pemberian Pinjaman 0 0 
Daerah 

PEMBIAYAAN 339.139.349.352,77 305.857 .486.594, 13 
NETTO 

Sisa Lebih 
Perhitungan 3 05.857 .486.594, 13 308.490.756.889,46 
An..,..,aran ISiLPAI 

Sumber 

Keteran.gan 

: BKAD Kota Madiun, 2021 ; 

: %P adalah persentase pertumbuhan 

REALISASI 

2018R 2019R 

o/oP Rn. o/oP Rp. o/oP 

-9 ,81 308.491.416.889,46 0,86 279.278.826.431,2 -9 ,47 
2 

-9,81 308.490.756.889,46 0,86 279.278.826.431,22 -9,47 

0 ,00 0 0,00 0 0,00 

0 ,00 0 0 ,00 0 0 ,00 

0 ,00 0 0,00 0 0 ,00 

- 100,00 660.000,00 0,00 0 - 100,00 

o,oo 0 ,00 0 ,00 - 1.500.000.000 00 

0 ,00 0 0 ,00 0 0,00 

0,00 0 0,00 1.500.000.000,00 0 ,00 

0 .00 0 0 ,00 0 0 ,00 

0,00 0 0 ,00 0 0 ,00 

-9 ,81 308.491.416.889,46 0,86 
277. 778.826.431,2 

-9 ,96 
2 

223.635.003.072,0 
0 ,86 279.278.82 6 .431,22 -9 ,47 -19,9 2 

6 

2020R 
Rata-rata 

Pertumbuhan 
Ro. o/oP 1%1 

223.635.003.072,0 -19,92 -9 ,59 
6 

223.635.003.072,06 - 19,92 -9 ,59 

0 0 ,00 0,00 

0 0 ,00 0,00 

0 0,00 0,00 

0 0,00 -50,00 

-100,00 -25,00 -
0 0,00 0 ,00 

0 -100,00 -25,00 

0 0,00 0,00 

0 0 ,00 0 ,00 

2 23.635.003.072,0 -19,49 -9,60 
6 

268.868.693.691,2 20,23 -2,08 
8 
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3.1.2 N era ca Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan 

keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat 

penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka 

memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, 

tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam 

rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah 

secara efisien dan ef ektif. 

Gambaran umum perkembangan neraca daerah pada periode tahun 

2016-2020 menunjukkan bahwa jumlah nilai total nominal Aset daerah 

mengalami peningkatan seiring dengan dinamika pengelolaan keuangan 

daerah Kota Madiun. Pada tahun 2016 , nilai total aset daerah mencapai 

sebesar Rp 2 ,38 triliun yang kemudian meningkat menjadi sebesar Rp 2 ,40 

triliun pada tahun 2017. Pada tahun 2018, nilai total asset kembali meningkat 

sebesar Rp 2,53 triliun. Hingga tahun 2020 nilai total a set Kota Madiun 

mencapai 2,75 triliun. 

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan 

dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi 

dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang 

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam s atuan 

moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset 

tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya. 

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau 

tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan 

informasi tentang utang p emerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim 

pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban 

Jangka Panjang. Pada pos kewajiban daerah terlihat bahwa sepanjang tahun 

2016-2020, jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kata 

Madiun terdistribusi kedalam kewajiban jangka pendek. 

Pada sisi lain, selama periode tahun 2016-2020, nilai ekuitas dana Kota 

Madiun juga mengalami peningkatan. Ekuitas Dana merupakan selisih antara 

aset dengan kewajiba.11 pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas 

Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. 

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka 

pendek. 
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Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi 

permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) 

dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan 

merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana 

cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. 
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Tabel 3 .6 
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah, Kota Madiun Tahun 2016-2020 

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 
Rat.a-rat.a 

Pertumbuhan 

1 ASET 

1.1 ASET LANCAR 

1.1.1 Kas 

Kas di Kas Daerah 275.264,59 39.929,24 37.960,62 203.192,16 230.933,57 157.456 

Kas di Bendahara Pengeluaran - - - - - -
Kas di Bendahara Penerimaan 20,39 41,69 7.07 2,11 1,81 13,2 

Kas di BLUD RSUD 28.036,19 23.695,74 14.145,09 11.466,24 29.262,96 21.321,24 

Kas di BLUD ?uskesmas/JK.N 2.536,32 3.527,55 5 .779,79 7 . 160,29 6.899,78 5180,75 

Kas Lainnya 2.672,07 1.296,53 1.480,43 1.877,79 1.835,06 l.832,38 

Deposilo berjangka 1 bulan 0 240.000,00 220.000,00 - - 92.000 

Investasi Jangka Pendek 

1.1.2 Piutang 

Piutang Pajak 3.433,17 4.062,93 5.147,92 9.834,98 8 .748,31 6.245,46 

Piutang Retribusi 1.292,72 1.930,53 2.192,59 3 .051,85 5.543,99 2.802,33 

Bagian Lancar Tagihan Penjualan 
270,59 215,55 176,62 134,86 124, 17 148,39 

Angsuran 

Piutang Lain-Lain 30.636,06 35.482,42 23.021 ,78 32.039,14 1.169,19 24.469,72 

Penyisihan Piutang 

Persediaan 12.648,25 11.908,19 16.671,48 17.001,49 17.752,06 15.196,29 

Belanja Dibayar Dimuka l.521 ,88 2.502,47 2 .725, 16 2.657,86 19.008,00 5.683,07 

Jumlah Aset Lancar 358.332,23 364.592,85 329.308,64 285.335,48 299.326,03 327.379 

INVESTASIJANGKAPANJANG 

Investasi Non Permanen 

lnvestasi Dana Bergulir 21.282,51 22.535,72 23.268,81 24.042,03 24.563,73 23.138,56 



- 268 -

Uraian 2016 2017 2018 2019 202 0 
Rata-rata 

Pe rtumbuhan 

Penyisihan Investasi Dana Bergulir -4.033,23 -4.282,74 -4.517 ,76 -4.532 ,36 -4.839,30 -4.441 ,08 

Investasi Permanen 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 127.812,96 124.924,04 131.473,92 129.781,91 134.595,28 129.717,6 

Jumlah Investasi Jangka Panjang 145.062,24 143.177,02 150.2 2 4 ,97 149.291,58 134.595,27 144.470,2 

1.2 ASET TETAP 

1.2. l Tanah 746.929,75 706.768,92 704.996,32 709.974,67 723.583,59 718.450,7 

1.2.2 Peralatan dan Mesin 392.197,74 425.595,97 472.721,59 536.073,04 601.640,70 485.645,8 

1.2.3 Gedung dan Bangunan 715.435,06 647.411,66 730.922,73 779.408,09 809.892,28 736.614 

1.2.4 Jalan, lrigasi dan Jaringan 705.169,61 800.578,58 951.310,51 1.134.991,90 1.212.978,74 961.005 

1.2.5 Aset Tetap Lainnya 4.770,70 4.806,74 5.751,21 5.915,704 6.141,44 5.477,16 

1.2.6 Konstruksi dalam pengerjaan 45.425,93 48.322,38 6.106,39 4.916,06 7.607,04 22.475,56 

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap -787.931,45 -841.927,31 - - - -325.972 

Jumlah Aset Tetap 1.82 1.997,34 1.791.556,94 1.917.628,09 2 .090.514,51 2.158. 740,82 1.956.088 

DANA CADANGAN 

Dana Cadangan - - - - - -

1.3 ASET LAINNYA 

1.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran - - - - - -

Tuntutan Perbendaharaan - - - - - -

1.3.2 Tuntutan Ganti Rugi 2.925,74 155,65 155,65 155,65 121,44 702,83 

1.3.3 Kem.itraan dengan Pihak Ketiga 31.979,76 88.411,76 119.532,90 119.532,90 119.532,90 95.798,04 

Bangun Guna Serah (Built of Transfer) - - - - - -
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Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 
Rata-rata 

Pertumbuhan 

1.3.4 Aset Tak Berwujud 2.673,16 1.768,02 2.202,96 3.410,65 3.251 ,33 2.661,22 

Aset Lain-lain 20.891,86 23.096,00 23.299,76 24.743,31 32.817,02 2.543.514 

Jumlah Aset Lainnya 58.470,52 99.086,05 130.898,44 133.599,73 136. 105,40 111.632 

TOTAL AKTIVA 2 .383.862,33 2 .398.412,87 2 .528.060,14 2.658. 741,30 2 .748.491,96 2 .543.514 

2 KEWAJIBAN 

2 . 1 KEWAJIBANJANGKAPENDEK 

2.1.1 Hutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - - 94 49 - 28,6 

Hutang Sunga - - - - - -
· -.____ 

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri -
- - - - - -

Pemerintah Pusat 

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri -
- - - - - -

Pemerintah Lainnya 

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - LK 
- - - - - -

Bank 

Bagian Lancar Utang Oalam Negeri -
- - - - -

Lembaga Keuangan 

Bukan Bank. - - - - - -

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri -
- - - - - -

Obligasi 

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang 
- - - - - -

Lainnya 

Pendapatan Diterima Dimuka 3.948,53 4.963,94 6.039,49 5.782,08 4.482,21 5.043,25 

Utang Belanja 28.426,00 5.440,68 11.050,9 7.999,16 12.297,55 
8.571 
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Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 
Rata-rata 

Pertumbuhan 

Utang Jangka Pendek Lainnya 166,39 164,78 
56 

- - 77,43 

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 32.540,92 10.569,39 14.759,90 16.882.06 12.481,37 14.070,32 

KEWAJlBAN JANGKA PANJANG 

Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - - - - - -

Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah 
- - - - - -

Lainnya 

Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan 
- - - - - -

Bank 

Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan 
- - - - - -

Bukan Bak 

Utang Dalam Negeri - Obligasi - - - - - -

Utang Jangka Panjang Lainnya - - - - - -

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - - - - - -

JUMLAH KEWAJIBAN 32.540,93 10.569,40 14.759,90 16.882,06 12.481,37 17.446,73 

3 EKUlTAS DANA 

3 . 1 EKUITAS DANA LANCAR 

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SfLPA) 305.857 308.490 279.278 223.635 268.868 277.225,6 

Pendapatan yang ditangguhkan - - - - - -

3 .1.2 Cadangan Piutang - - - - - -

3.1.3 Cadangan Persediaan - - - - - -
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Uraian 2016 2017 2018 2 0 19 202 0 
Rata-rata 

Pertumbuhan 

Cadangan Belanja Dibayar Dimuka - - - - - -

Cadangan Pendapatan Diterima Dimuka - - - - - -

Dana yang harus disediakan untuk 
- - - - - -

pembayaran utang 

Jangka Pendek - - - - - -

Jumlah Ekuitas Dana Lancar - - - - - -

3 .2 EKUITAS DANA INVESTASI 

3.2.1 Diinvestasikan dalam Aset Tetap - - - - - -

3.2.2 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya - - - - - -

Dana yang harus disediakan untuk 
- - - - - -

pem bayaran u tang 

Jangka Panjang. - - - - - -

Ju.mlah Dana lnvestasi - - - - - -

EKUITAS DANA CADANGAN 

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - - - - - -

RK PPKD 736.059,69 742.163,33 - - - -

RK SKPD -736.059,69 -742.163,33 - - - -

JUMLAH EKUITAS DANA 2 .351.321 ,39 2 .387.843,4 7 2 .513-300,24 2.641.859,24 2 .736.010,58 2.526.067 

TOTAL UTANG DAN EKUITAS DANA 2.383.862,31 2 .398.412,87 2 .52 8 .060,14 2.658.74 1,30 2 .748.491,96 2.543.514 

Sumber: Neraca Daerah Kota Mad1un, 2016-2020 
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Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan 

p emerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan ras10. Rasio 

salvabilitas adalah rasia untuk men gukur kemampu an Pemerintah Daerah 

dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca 

keu angan daerah, rasia solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban 

terhadap aset dan rasia kewajiban terh adap ekuitas. Rasia kewajiban terhadap 

aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasia kewajiban 

terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasia Lancar 

digun akan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kata Madiun dalam 

m elunasi h u tang jangka pendeknya. Semakin besar rasia yang diperoleh, 

sem akin lancar hutang pembayaran jangka p endeknya. 

Tabel 3.7 
Analisis Rasia Neraca Daerah Kota Madiun, 2016-2020 (Rp juta) 

Rasio Ru.mus 2016 2017 2018 2019 2020 

Aset Lancar 358.332,23 364.592,85 329.308,64 285.335,48 299.326,03 

Kewajiban 

Jangka 32.540,92 10.569,39 14.759,90 16.882.06 12.481,37 

Rasio 
Pendek 

Likuiditas Rasio Lancar 11,01 34,50 22,35 16,90 23,98 

Aset Lancar -

Persediaan 345.683,98 352.684,66 312.637,16 268.333,99 281.573,97 

Kewajiban 

Jangka 32.540,92 10.569,39 14.759,90 16.882.06 12.481,37 

Pendek 

Quick Ratio 10,62 33,33 21,19 15,89 22,56 

Total Hutang 32.540 ,93 10.569,40 14.759,90 16.882,06 12.481,37 

Total Aset 2.383.862,31 2.398.412,87 2.528.060,14 2.658.741,30 2.748.491,96 

Rasio Total 
1,37% 0 ,44% 0 ,59% 0 ,64% 0 ,46% 

Hutang (% ) 
Rasio 

Solvabilitas 
Total Hutang 32.540,93 10.569,40 14.759,90 16.882,06 12.481,37 

Total Ekuitas 2.351.321,39 2.387.843,47 2.513.300,24 2.641.859,24 2.736.010,58 

Rasio 

Hutang/ Moda 1,38% 0 ,44% 0,59% 0 ,64% 0 ,46% 

1 (%) 

Sumber: Neraca Daerah Kota Madiun, 2016-2020 (d1olah) 
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Tabel diatas menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kata Madiun 

tahun 2016 sampai dengan 2020 yang dilihat dari rasio likuiditas dan 

solvabilitas. Hitungan rasio likuiditas berupa rasio lancar selama periode 

tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat mengalami iluktuasi seiring dengan 

dinamika perubahan komposisi kewajiban jangka pendek daerah. Demikaian 

juga dengan quick rasio yang mengalami tren fluktuatif selama lima tahun 

terakhir seiring dengan pemenuhan kewajiban jangka pendek daerah. Namun 

demikian secara keseluruhan terlihat bahwa cukup tingginya kemampuan 

keuangan daerah Kata Madiun dalam memenuhi kewajiban jangka pendek 

adalah cukup tinggi. 

Kemudian jika dilihat kemampuan keuangan Kata Madiun dalam 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya dapat terlihat dari rasio solvabilitas. 

Sepanjang tahun 2016-2020, rasio total hutang terhadap aset dan rasio 

hutang terhadap ekuitas mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2016 rasio 

hutang sebesar, 1,38 persen, pada tahun 2017 menurun drastis hingga 

mencapai 0,17 persen. Pada tahun 2018-2019 kembali meningkat hingga 

sebesar 0,64 persen. Pada tahun 2020 perlahan menurun hingga mencapai 

0 ,44 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah hutang 

jangka panjang daerah relatif kecil jika dibandingkan dengan kekayaan yang 

dimiliki oleh daerah. 

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah 

Daerah Kata Madiun mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan 

mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau 

kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu, perlu diperhatikan nilai rasio 

lancar sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai rasio yang tidak stabil dapat 

menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi 

kewajibannya juga mengalami peru bahan dari tahun ke tahun. 

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (current ratio}, 

dikarenakan Quick ratio telah mempertimbangkan persediaan dalam 

perhitungannya. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai quick ratio ncraca 

keuangan Pemerintah Daerah Kata Madiun menunjukkan bahwa kemampuan 

aset lancar daerah setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan 

yang kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendelmya walaupun nilainya 

mengalami tren yang fluktuatif. 
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Current ratio dan quick ratio atas keuangan Pemerintah Kota Madiun 

adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset relatif kecil, 

seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Madiun relatif kuat dalam pelunasan 

kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih 

relatif besar bila akan dilakukan peminjaman dana untuk pembangunan

pembangunan, terlebih yang bersifatjangka panjang. 

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini: 

a . Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar 

untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang 

bersangku tan. 

b. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi 

pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang 

bersangku tan. 

c. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi 

pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

d. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan 

untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan 

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

perekonomian. 

e. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah 

harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

f. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah 

menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan 

fundamental perekonomian daerah. 

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang 

terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan/ pemeriksaan sampai 

pelaksanaan APBD yang ciitetapkan 

perundang-undangan. 

pada pertanggungjawaban atas 

berdasarkan ketentuan peraturan 
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Kebijakan Umum Pendapatan Daerah 

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun yang disepakati setiap tahunnya, 

maka secara umum kebijakan umum pendapatan daerah Kota Madiun tahun

tahun anggaran sebelumnya sebagai berikut: 

a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum 

daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah 

daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali 

oleh daerah. 

b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto 

mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak 

boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka 

menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian 

pemerintah pusat/ daerah lain dalam rangka bagi hasil. 

c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan 

dapat dicapai u,ntuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat 

azas dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Madiun 

menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut: 

1. Pendapatan Asli Daerah 

a . Dalam upaya merencanakan target pendapatan asli daerah 

dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi 

penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi 

yang dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah serta 

optimalisasi pencapaiannya. 

b . Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan 

pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta 

memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 

berkenaan. 

c. Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, 

pemerintah daerah tidak memberatkan dunia usaha dan 

masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh 

melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi 

pemungutan pajak dan retribusi daerah, law enforcement dalam 

upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah 

serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan 

pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi 

yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, 

ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah. 
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d. Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/ deviden 

atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya yang dapat 

ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai 

kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun 

barang sebagal penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah 

rencana penerimaan yang dianggarkan dari hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, telah mencerminkan rasionalitas 

dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan 

kembali ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan) . 

Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah 

mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan 

belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan 

pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal 

pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah. 

2. Dana Perim bangan 

Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kota Madiun 

terdiri dari; Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) , 

Dana Bagi Hasil Pajak (DBH-Pajak) dan Sumber Daya Alam (SDA). 

a. Pendapatan dari DBH-Pajak dianggarkan sesuai Peraturan Presiden 

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 

berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN 

Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran berkenaan belum 

ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan 

pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir; 

b. Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian 

APBN Tahun berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai 

Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, 

pengang~aran pendapatan dari DAU dan DAK didasarkan pada 

realisasi pendapatan DAU dan DAK selama 3 (tiga) tahun terakhir. 
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3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

a. Hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD 

dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah 

daerah dan pemberi hibah. Sumbangan yang diterima dari 

organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang 

tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan 

kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam 

peraturan daerah. 

b. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana 

penyesuaian dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang 

sah. 

Kebijakan Umum Be,anja Daerah 

Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang 

belanja daerah Kota Madiun Tahun 2011-2015, sebagai berikut: 

a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang terdiri dari 

urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan. 

b . Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk 

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya 

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan 

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum 

yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 

c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang 

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal 

terse but bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan 

anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 

d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas 

pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung 

jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh 

setiap Organisasi Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan 

peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
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3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran 

3.2.1.1 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja 

Belanja operasi memiliki proporsi terbesar dalam belanja daerag dengan 

rata-rata proporsi selama lima tahun terakhir sebesar 75,54 persen. Belanja 

tersebu t diikuti oleh belanja modal dengan proprsi rata-rata sebesar 24,26 

persen. Proprosi belanja terendah adalah belanja tak terduga dan transfer 

dengan nilai rata - rata proporsi rnasing - masing sebesar 0,13 persen dan 

0,07 persen. Perkembangan proporsi belanja daerah dapat dilihat dalam tabel 

berilrut: 

Tabel 3 .8 
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kota Madiun, 2016-2020 

Uraian 2 016 2017 20 18 2 019 2020 Rerata 

BELANJA OPERAS! 76, 11 73,20 74,80 73,13 80,48 75,54 

Belanja Pegawai 65,11 56,03 56,11 52,41 54,10 56,75 

Belanja Barang dan Jasa 32 ,85 40,12 39,39 43,69 42,86 39,78 

Belanja Sunga 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Belanja Subsidi 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 

Belanja Hibah 0 ,89 1,71 2,75 1,86 1,46 1,73 

Belanja Bantuan Sosial 1,14 2,14 1,74 2,04 1,57 1,73 

BELANJA MODAL 23,89 26,80 24,99 26,80 18,83 24,26 

Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 

Belanja Modal Peralatan dan 
25,23 40,46 18,26 22,24 25,00 26,24 

Mesin 

Belanja Modal Gedung dan 
21,76 16,96 25,02 15,84 20,00 19,92 

Bangunan 

Belanja Jalan, lrigasi dan 
51,91 40,10 53,37 59,79 52,50 51,53 

Jaringan 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,19 1,25 1,37 0,94 2,50 1,25 

Belanja Modal Aset Lainnya 0,91 1,24 1,98 1,19 0,00 1,06 

BELANJA TAK TERDUGA 0,00 0,00 0,00 0,01 0,62 0,13 

Belanja Tidak Terduga 0,00 0 ,00 0,00 100,00 100,00 40,00 

BELANJA TRANSFER 0 ,00 0,00 0 ,21 0,06 0,07 0,07 

Belanja Transfer Ke Daerah Lain 0 ,00 0,00 100,00 100,00 100,00 60,00 

JUMLAH BELANJA DAN 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

TRANSFER % % % % % % 

Sumber: Laporan Real1sas1 APBD Kot a Mad1un, 2016- 2020 (diolah) 

3 .2 . 1.2 Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 

Dalam kerangka untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan 

pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan sumber 

pembiayaan overhead cost bagi sumber daya pegawai maupu n barang jasa 

serta kebutuhan lainnya. 
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Dalam konteks penganggaran daerah, overhead cost pemerintah m1 

diletakkan pada berbagai pos pembelanjaan belanja tidak langsung dan 

belanja langsung. Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasi.kan 

mengenai propors1 belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kota 

Madiun tertuang pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3 .9 
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, Tahun 2016 - 2020 (Rp juta) 

URAIAN 
2016 2017 2018 2019 2020 

IRal IRPI IRPI !Roi (Rpl 
Belanja Tldak 319.592. 121.409,00 250.060.682.678,3 l 324.807.335.8b3,00 325.250.812.396,0S 307 .373. 774. 797,53 
Lanl[aUDI[ 

Bclanja Oaji do.n 303.399.209.708,00 226.393.833.947,00 ll2.510.284.513,00 225.712,878.659,00 221.623.558.333,00 
Tunianaan 
Bclanja 2.999.290.000,00 3.310.593.550,00 4.4 14.005.000,00 -1.454.496.650,00 4 .5-15.272.900,00 
Pcncrimaan 
Anggota dan 
Pimpinan DPRD 
scrta Opcrasional . 
lillH/ WKDH 
Bclania Bunan 
Bclanja Bagi Hnsil 

Lnscntif 3.214,958.401 ,00 3.014.975.014,00 4.563.509.829,00 3.992.809.987 ,00 3.817.429 733,00 
Pcmungut.an Pajak 
Dacrah 
lnscntif 892. 744 .078,00 
Pcmungutan 
Rc1ribusi Dacrah 
Tu njangan Profcsi 57.829.152.600,00 60.014.609.420,00 51.89-1.487.160,00 
Guru 
B<lnn1a llibah 4.895. 131.600,00 I 1.924.689.389,31 21.318.545.231,00 15.422.8 19.810,08 11.938.091.671,53 

Brlnnja Bantuan 4.455.685.000,00 3.896.000.000,00 12.043.991.990,00 15.001.277.870,00 12.854.873.000,00 
Sosial 
lklunja Bnntuan 627.846.700,00 627.846.700,00 2.127.846.700,00 651.920.000,00 700.062.000,00 

l\ruenaan 
Pemblayaau 339.139.349. 3112,77 305.857.486.594,13 308.491.416.889,46 279.278.826.431,22 223.650.613. 313,8 l 

Pen•eluaran 
l'rmbrntu kan 
J>n1111 C11tlnnl!11n 
l'rmbaynran Pokok 
UIA0U 
Pt"ncnmnnn 4.170.000,00 660.000,00 1.000.000.00 

!\rm buli l'cm bcrian 
l'oniamnn 
Pc ndnp11111n AsU 14.759.189.827,80 

D11r111h 

Dnne Pcrimbangan 
(62.257,2 I 8. 794,00) 

Loan-Loan 4.199.693.504,00 

Pcn depouin 
Dncreh van2 Seh 
B<lanin 339,135. I 79.352,77 349.155.822.056,33 308.490.756.889,46 279.278.826.431.12 223.649,613.313,8 I 

PD, Anckn Usaha 
1.soo.000.000,00 

TOTALIA+BI 658. 731.◄70,761,77 555.918. 169.272,4◄ 633.298.752. 752,46 604.529.638.827,30 531.024.388,111,3◄ 

Sumber : BKAD Kota Madzun, 2021 

RATA RATA 
PER 

itJMBUHAN 

1%1 
105,8 

1.02 

0,98 

1,05 

1,16 

1,29 

1,17 

93,12 

124,87 

0,00 

124,87 

113,84 
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Tabel 3 . 10 
Realisasi Belanja Pernenuhan Kebutuhan Aparatur, Tahun 2016 - 2020 (Rp juta) 

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 

BELANJA l .031 .564. 193.296,44 954.991.703.029 81 l.036.658.830.595,88 1. 148.496.711. 114 00 1.014.6 3 1.224.152 2 0 

BELANJA OPERASI 785.169.488.575 44 699.013.726.516,58 775.443.371.637 41 839.925.171.507 94 816.557.831.371 63 

Belania Pevawai 511.243.214.2 66.00 3 91.631.558.502.00 435. 126.974.606 00 440.222.361.775 00 441.740.830.119 00 

Dinas Pendidikan 309.888.670.825 00 190.667. 725.306 00 188.392.661.089 00 190.598.262.380 00 174.792.378. 157 00 

Dinas Kesehatan dan Keluar11a Berencana 25.854.939.831 00 29.478.458.362 00 34.821.126.933 00 34.902.936.663 00 37.008.693.188 00 

RSUD 17 .058.483.673,00 18.121.145.987 00 24.000.063.885 00 26.891.041.812 00 28.400.006.313 00 

Dinas Pekeriaan Urnum dan Penataan Ruang 7.180. 172.987 00 7 .139.040.557,00 10.132.708.471 00 10.252.671.794,00 8.744.217 .456,00 

Dinas Perumahan R"""at dan Kawasan Permukiman . 3.763.249.708 00 5.203.929.512.00 5 .265.542.820,00 5.633.900.438,00 

DKP 10.284.328.415,00 

Satuan Palisi Pamon" Praia 3.939.250.867,00 6 . 136.502.599 00 6.926. 109.921,00 7.039.951.936 00 8 . 151 . 783.648,00 

BPBD 2 .057.707.835,00 1.046.778.306,00 1.151.970.296 00 1.174.721.906 00 l.367.637.708,00 

Dinas S0s1al , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 4.352. 723.468,00 4.522.137.531,00 4.661.065.597,00 4.526.201.295,00 . 
Anak 

Dinas Tenae:a Keria Kooerasi Usaha KeciJ dan Menen11;ah 4.114.957.456,00 3.027. 192 .588,00 3 .492. 130.226,00 3 .448.385.833 00 3.800.017.709,00 

Dinas Ketahanan Panean dan Pertanian 3.598.634.955,00 5.117.732.126 00 5 .023.791.156 00 5 .021.091 .735,00 

Dinas L.inekunean Hiduo 1.723.335.204 00 9. 996.330.551,00 12.927.368.492 00 12.669.999.211 ,00 12.858. 999.568,00 

Dinas Dukcaoil 3.500.081. 902,00 3 .669.964.657 00 3.892.052.695,00 4.045.559.954 00 3 .816.623.191,00 

Dinas Perhubunean 8.544.802.598,00 6 .518.188.768 00 7 .825.283.871,00 7 .593.403.732,00 8 . 192.811 .571 ,00 

Dinas Komunikasi dan lnJormatika . 3 .798.279.607,00 4 .663.942.133,00 4 .910. 728.226,00 4 .580.348.886,00 

Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu 1.895.541.856,00 3 .231 .946.318,00 4.304 .380.668 00 4.162.051.362 00 4 .090.955.679 00 

Dinas Kebudavaan, Pariwisata Kepemudaan dan Olahra"a 4 .089. 186.986 00 3 .594.891.953,00 3 .406.259.426,00 3 .347.198.454,00 4.178.015.160,00 

Dinas Pemustakaan dan Kearsioan 1.752.853.548,00 1.982.907.306,00 2 .440.049.6G9,00 2.593.258.260,00 3 .303. 713.338,00 

KDH dan Wakil KOH 726.229.228 00 561.900.334 00 659.314.045,00 629.404.684 00 705.267.744 00 

DPRD 6.796.418.337 00 8.223.883.860,00 

Sekretariat Daerah 16.304.636.330,00 15.054.347.984,00 16.046.794.687,00 17.021.915.077 00 5 . 163.056.258 00 

Bannelitbaneda 6. 192.831.237 00 4.779.555.122 00 4.905.377 .524.00 4.991.143.746 00 5 .762.592.782,00 

Bakesbanvnol 3 .275.795.140 00 3.215.943.249,00 3.515.004 .868,00 3.238.532.219,00 3 .631.686.789 00 

Sekretariat DPRD 2.261.542.566,00 2.667 .863.632,00 14. 742.708.233,00 15.084.343.422,00 14 .964.304.663 00 

BPKAD 15.014.563.097 00 12.248.563.325 00 13.224.955.231,00 13.277.159.465 00 18.945.617.600,00 



- 281 -

Uraian 2016 2 0 17 2018 2019 20 20 

lnsoektoral 4.303.853.446 00 3.701.872.435 00 4. 193.843.815,00 4.873.610.991 00 6.426.127 .009,00 

Kecamatan Kartoh .. rio 8.170.491.295,00 7.302.913.570,00 9.957.214.856,00 9.395.694.869,00 9.498.941.202 00 

Kecamatan Taman 8.185.646.415 00 7.596.632.802 00 11.272.962.717 ,00 10.740.745.115 00 11.450.377.254,00 

Kecamatan Man011hario 8.076.055.284,00 7.202.044.987 00 10.573.283.182 00 9.606.829.953,00 11.782.442.267,00 

BKPSDM 3.954.880.312 00 3.651.914.114 00 4.675.889.320,00 5.125.067 .843,00 5.108.831.947,00 

Dinas Perdae.ane.an 7.953.477.279 00 8.114.296.163 00 9.457.522.228 00 9.434.870.937 00 8.923.980.416 00 

BAPENDA 7.636.437.272 00 6.9 17.873.681,00 8.682.196.956 00 8.222.472.358 00 7.748.998.522 00 

Belan.ia Bar""" dan Jasa 257.954.754.292 44 280.472.821.815 27 305.475.751.519 41 369.278.712.052 86 350.024.036.581.10 

Belanla Buns!'.a . . . . . 

Belanla Subsidi . . . . . 

Belania Hibah 7 .013.671.600 00 11.924.689.389 31 21.318.545.231.00 15.422.819.810.08 11.938.091.671 53 

Belanja Bantua.n Sosial 8.957.848.417 00 14.984.656.810,00 13.522.100.281,00 15.001.277.870 00 12.854.873.000.00 

Belania Bantuan Sosial keoada Ore.anisasi Kemasyarakalan . . . . . 

Belania Banluan Sosial Kelomook Masvarakat 3.046.240.000 00 2.428.950.000,00 5.203.221.415,00 7 .841. 779 .870,00 6.732.010.000,00 

Belania Bantuan Sosial Ano-o-ota Masvarakat 1.334 .445.000,00 1.290.050.000,00 6.695.930.575,00 7.092.630.000,00 6.036.763.000,00 

Bancuan Sosial Yane. Tidak Daoat Direncanakan 75.000.000 00 177.000.000,00 144.840.000,00 66.868.000 00 86. 100.000,00 

BELANJA MODAL 246.394.704.721.00 255.977.976.513 23 259.087.612.258,47 307.800.742.344 06 191.011.897.074,57 

Belania Modal Tanah 1.972.500.000.00 

Belania Modal Peralatan Dan Mesin 62.160.897.084 00 103.557.504.743,48 47.310.430.082 75 68.460.669.520 00 68.549.937.238 00 

Belania Modal Gedune. Dan 8anP'l1nan 53.614.816.421 00 43.416.541.452 75 64.833.894.806 80 48.758.211.485 26 35.326.461.602 57 

Belania Modal Jalan lrio-asi Dan Jarine.an 127.909.902.613 00 102.648.521.200 00 138.271.368.268.92 184.022.541.935 80 80.633.932.839.00 

Belania Modal Aset Tetao Lainnva 463.668.600.00 3.188.874.942 00 3 .542.965.670.00 2 .888.082.876 00 1.521.068.895.00 

Belania Modal Aset Lainnva 2 .245.420.003.00 3 . 166.534.175,00 5.128.953.430.00 3.671.236.527 .oo 2 .807.996.500 00 

BELANJA TIDAK TERDUGA . . . 118,877.262 00 6 .361.433.706 00 

BELANJA TRANSFER . . 2.127.846.700 00 651.920.000 00 700.062.000,00 

Sumber: BKAD Kota Madtun , 2021 
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Berdasarkan tabel berikut, terlihat bahwa Pr oporsi Belanja Pemenuh an 

Kebutuhan Aparatur secara men galami pasang surut. Pada tahu n 2013, 

proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai sebesar 48, 17% 

yang kemu dian menurun menjadi sebesar 38,23% pada tahun 20 16. 

Kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi scbesar 43,3 1% dan kembali 

mengalami penurun an menjad i sebesar 34,86% pada tahu n 2018. 

Tabel 3.11 
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Madiun, 

Tahun 2016-2020 (Rp juta) 

Belanja (Untuk Pemenuhan Total Pengeluaran (Belanja + 
No. Uraian Kebutuhan Aparatur) Pembiayaan Pe ngeluaran) Persentase 

l. 

2. 

3 . 

4. 

5. 

(a) ( b I (a) / (b) X 100% 

Tahun Anggaran 2016 511.243.214.266,00 1.370. 703.542.649,21 37,30 

Tahun Anggaran 2017 391.631.558.502,00 1.260.849.189.623,94 31,06 

Tahun Anggaran 2018 435. 126.974.606,00 1.345.150.247.485,34 32,35 

Tahun Anggaran 2019 440.222.361. 775,00 1.427. 775.537.545,22 30,83 

Tahun Anggaran 2020 441. 740.830. 119,00 1.238.281.837.466,01 35,67 

Sumber: Laporan Realzsas, APBD Kota Mad,un, 2016- 2020 (dzolah) 

3.2.2 Analisis Pembiayaan 

Berdasarkan PP Norn or 12 Tahun 2019 mengenai Pedoman Pengelolaan 

Keu angan Daerah, pembiayaan daerah didefinsikan sebagai semua 

p en erimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupu n pada 

tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan 

d ibagi m enjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan 

daerah. Penerimaan pem biayaan m erupakan semua p en erimaan yang perlu 

dibayar kem bali baik pa da tahu n anggaran yang bersangkutan maupun p ada 

tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran p embiayaan adalah 

pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahu n anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahu n -tahu n anggaran berikutnya. 

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keu angan u n tuk menu tup 

defisit atau untuk mem anfaatkan surplus. Dalam hal APBD dip erkirakan 

defisit, ditetapkan sumber pen erimaan pembiayaan untuk menutup defisit 

tersebut yang di antaranya dapat ber sumber dari s isa lebih p erhitungan 

anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil 

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pen erimaan pinjaman, dan 

pen erimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. 
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Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk 

pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian 

pinjaman kepada pemerintah pusat/ pemerintah daerah lain dan/ atau 

pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Analisis pembiayaan 

bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan 

daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/ defisit 

belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan 

dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan 

pembangunan daerah. Surplus/ Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah 

dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan 

daerah. Surplus/ Defisit riil APBD Kota Madiun selama kurun waktu tahun 

2016-2020 disajikan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 3.12 
Realisa si Pembiayaan Kota Ma diun Tahun 20 16-2020 

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 

Pendapaum 

Docrah 998.282.330.537,80 957.624.973.325, 14 1.007 A-16.240. 137,64 1 094.367.-197.996,59 I 059.625.581 A 11 32 

Bclanjo Dacrah 1.031.564. 193.296,44 954.991.703.029,8 l l .036.658.830.595,88 I. 148.511 32 1.355,75 1.0 14.391.890 792, 10 

Surplus/ DcfisiL -33.281.862. 758,64 2.633.270.295,33 -29.2 12.590.458,24 -54. 143.823.359, 16 45.233.690.6 19,22 

Pembiayean 

doerah 

Pcnerimaan 

Pcmbiayaan 339. 139.349.352,77 305.857.486.594, 13 308.49 1.416.889,46 279 .278.826.431,22 223.635.003.072,06 

Doerah 

Pengcluaran 

Pcmbiayeen 1.500.000.000,00 . . . 
Decrah 

Pembiayeen 

NeLLO 
339. 139.349.352,77 305.857.486.594, 13 308 .491.416.889,46 277 .778 .826.431, 22 223.635.003 .072,06 

S ise 

Lt'bih/ Ku rang 

l'r mbiyaoan 

Tnhun 
305.857.486.594, 13 308.490. 756.889,46 279.278.826.431,22 223.635.003.072,06 268.868.693.69 1, 28 

Bcrkeniwn 

Sumber: Laporan Realtsas1 APBD Kota Madiun, 2016- 2 020 (dwlah) 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2016-2020, 

secara garis besar terjadi peningkatan pembiayaan netto pada setiap tahunnya 

sampai tahun 2018. Sedangkan tahun 2019 dan 2020 pembiayaan netto 

cenderung menurun. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain 

berasal dari pelampauan pendapatan, penghematan belanja, kewajiban pada 

pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan 

dan sisa dana lanju tan. 



NO 

1 

2 

3 

- 284 -

Selama tiga tahun terakhir, SilPA tahun anggaran seb elumnya relatif 

tinggi. Pada tahun 2020, SilPA mengalami peningkatan yang cukup tinggi, 

setelah ditahun 2019 mengalami penurunan yang tinggi pula di bandingkan 

tahun sebelumnya. Perencanan pembiayaan mutlak dilakukan untuk 

mengoptimalkan SilPA khususnya untuk anggaran tahun berikutnya. 

Tabel 3 . 13 
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Mad.iun Tahun 2016-2020 

URAlAN 
2016 2017 2018 2019 20 20 
(Roi IRol IRol IRol IRol 

Saldo Kas Neraca 308.529.553.683,83 68.490.756.889,46 279 .373.090.431,22 223.698.605.054,8 I 268.933. 182.301,20 
Daerah 
Dtkurangt : 

Kewajiban kepada 3.2.540.925.644,25 10.569.398.509,44 14. 759.8~9.497,48 16.882.059.880,05 12.481.370.812,44 

pihak ketiga sarnpai 
dengan akhrr tahun 
belum terselesai.kan 
Kegiatan LanJutan 

Sisa Leblh (Riil) 275.988.628.039,58 57.92 1.358.380,02 264.613.190.933,74 206.816.545. 174,76 256451.8 11.488,76 

Pembiayaan Anggaran 

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2016-2020 (diolah) 
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Tabel 3 .14 
Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kota Madiun Tahun 2016-2020 

No Ural.an PToporsi Dari Total Devisit Rill 
12 0161 % 120171 % 120181 % 120191 % 120 201 % 

1 Sisa Lcbih Perhitungan Anggaran 305.857.486.594,13 308.490. 756.889,46 279.278.826.43 l,22 223.649.613.313,81 268.933.182.301,00 
(SiLPAI Tahun An°0 aran sebelumnva 

2 Pencairan Dana CadanPan 0 0 0 0 0 

3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 0 0 0 0 0 
Yam! di Pisahkan 

4 Penerimaan Piniaman Daerah 0 0 0 0 0 

5 Penerimaan Kembali Pemberian 4. 170.000,00 0 660.000,00 0 1.000.000,00 
Piniaman Daerah 

6 Penerimaan Piutan11 Daerah 0 0 0 0 0 

Sumber: Laporan Realisasr APED Kota Madrun, 201er2020 (d1olah) 

Tabe! 3.15 
Realisasi Sisa Le bih Perhitungan Anggaran Kota Madiun Tab un 2016-2020 (Rp ju ta) 

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 

No % darl % darl % darl % dari % darl 
Rp s ilpa 

Rp sili>a Rp silna 
Rp silna 

Rp s ilDa 

1 Jumlah SiLPA 305.857.486.594, 13 308.490.756 889,46 279.278.826.431 ,22 223.649.613.313.8 l 268.932.182.301 20 

Pelampauan 14.759.189.827,80 
oenerimaan PAD 

4,83 38.595.466.369, 14 12,51 24.674.582.191 ,73 8,84 25.600.672. 907 ,59 11,45 26. 178.521.061,59 9,73 

Pelampauan 
22.847.186.797,00 8,50 

penerimaan d,ma 0 0 0 0 5 .011.357.623,00 1,79 0 0 

oerimbanean 
Pelampauan 
pen erimaan lain- 3 .783.304.504,00 1,24 19.177.114. 122,00 6 ,22 663.457.367,91 0,24 0 0 20.313.418.855,00 7 ,55 
lain pendapatan 
daerah yang sah 
Sisa penghematan 
belanja atau akibat 287.3 14.992.262.33 93.94 250. 7 18. 176.398,32 81,27 248.929.429.248,58 89,13 198.048. 940.406,22 88,55 199.593.055.587 ,61 74,22 

lainnva 
Kewajiban kepada 
pihak ketiga 0 
sampai dengan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

akhir tahun belum 
terselesaikan 
Kegiatan lanjutan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber: Laporan Realtsas1 APED Kota Madtun, 201 er 2020 (dwlah) 
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Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan 

kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain: 

• Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) 

harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan 

mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 

sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran 

pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak 

tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus 

diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 

berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. 

• Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA 

Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk 

penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume 

program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/ atau pengeluaran 

pembiayaan. Dalam hal perh itungan SILPA Tahun Berjalan negatif, 

pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan 

pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, 

pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/ a tau 

pengurangan volume program dan kegiatannya. 

3.3 Kerangka Pendanaan 

Setelah menguraikan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu 

sampai tahun 2020, maka selanjutnya dapat digambarkan proyeksi kapasitas 

riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pe.::nbangunan daerah dari 

tahun 2021 hingga tahun 2024 mendatang. 

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah 

Proyeksi pendapatan Kota Madiun dilakukan berdasarkan proyeksi 

asu msi makro yang disesuaikan dengan asumsi makro nasional dan juga 

perkembangan data dalam beberapa tahun sebelumnya. Asumsi makro 

nasional dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 3.16 
Kerangka Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2024 

2020 2021f* 2022f* L~t• 2024f* 

Pertumbuhan Ekonomi -2,1 5,0 _ _:-6,0 ~ -6,l 
5,2- 6,3 

(%, YoY) 

lnvestasi -4,9 4,3 6,5-7,2 ~ -9,1 5,8-7,0 



Ekspor 

lndustri Pengolahan 

Jasa-Jasa 

Stabilitas Makro-Ekonomi 

lnflasi (%, akhir periode) 

Nilai Tukar (USD/ IDR) 

Defisit Transaksi 
Berjalan (% PDB) 

Cadangan Devisa (USO 
Millar) 

Sumber: Kemenkeu,2021 
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2020 2021f* 

-7,7 7,3 

-2,9 5,2 ----
-1,4 6,0 

202~ 2023f* ___ 2_0_2_4f_*_ 

6,5-7,1 

5,6-6,3 

6,2-6,9 

5,6-6,5 

5,2 -6,2 

5,9 - 6,9 

5,2-6,3 

5,2 - 6,4 

6,0 - 7,1 

1,7 

14.577 

2,5--r 2,0 - 4,0 --3to -_4..;..,o __ _,1,'-5_-_3..;_,5_ 

14.450 13.900 _ I 13.800 _ 13.600 _ 

-0,5 
_ 1,0 

135,9 

15.000 15.000 15.000 ------: I (1,6) - I (1,8) _ (2,2) _ 

- (1,7) -1 (2,!L_ (2,7) 

136,1 138,2 - 138,5 - 140,3 -
141,4 144,4 141,2 

Sejalan dengan asumsi makra n a sianal, proyeks i p endapa tan dan belanja 

daerah juga mempertimbangkan proyeksi makra di Kata Madiun. Proyeksi 

makra dengan berbagai skenaria dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 3 . 17 

I<erangka Makro I<ota Madiu n 2020-2024 

lndlkator 
2020 

2021 2022 2023 2024 
Makro Pesunis Moderat Ortimis Pesimls Moderat Qptimis Pes1m1s Modcrat Ottimis Fi:i.1mis Modcrat 

Pertwnruhan 
-3,39 -1,67 0,00 1,10 2,69 3,04 3,95 -l,65 0,02 1.13 2,71 3,06 3,97 -1,62 0,05 1,15 2,73 3,08 3,99 ·1,60 0,07 1,17 2,76 

Ekonomi 
Kcmiskman 
TPr 
Q1ru Rasio 
lnflasi 

4,98 5,34 5,19 4,91 4,97 4,32 4,38 5,34 5,19 4,91 4,97 4,32 4,38 5,32 5,17 4,89 4,95 4,30 4,36 5,30 5,14 4,87 
8,32 8,26 8,38 5,62 5,74 3,79 3,83 8,26 8,38 5,62 5,74 3,79 3,85 8,24 8,36 5,60 5,72 3,77 3,83 8,21 8,34 5,5i 
0,39 0,44 0,42 0,37 0,35 0,35 0,34 0,44 0,42 0.37 0,36 0,35 0,34 0,42 0,40 0,35 0,33 0,33 0,32 0,39 0,37 0,32 
1,86 4,90 4,78 2,87 2,63 1,98 1,86 4,90 4,66 2,87 2,63 1,98 1,86 4,87 4,76 2,84 2,61 1,95 1,84 4,85 4,73 2,82 

Sumber: Data Proyeksi Bapelitbangda, 2021 

Pada proyeksi makra di Kata Madiun terdapat 3 kelampak yaitu pesimis, 

maderat dan aptimis. Dengan asumsi sebagai berikut: 

1. Kandisi Pesimis adalah apabila : 

a. Target Vaksin 100% belum dapat dicapai di Tahun 2022 

b. Terjadi lanjakan kasus Cavid-19 yang diikuti dengan Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

2 . Kandisi Maderat adalah apabila : 

a . Target Vaksin 100% belum dapat dicapai di Tahun 2022 

b. Kasus Cavid- 19 masih ada, namun perkembangannya cenderung stabil 

3 . Kandisi Optimis adalah apabila : 

a. Target Vaksin 100% terselesaikan di Tahun 2021 

b. Kasus Cavid- 19 mengalami penurunan, bahkan tidak terjadi 

perkem bangan yang sigifikan. 

4,92 
5,70 
0,30 
2,59 

0!11011s 

3,11 4,02 

4,28 4,33 
3,74 3.80 
0,30 0.29 
1,93 1,81 
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Selain mempertimbangkan asumsi makro ditingkat nasional dan lokal, 

dilakukan juga penyesuaian dan penilaian terhadap pertumbuhan pos 

pendapatan daerah selama tahun 2016-2020 dan perkiraan pertumbuhan 

ekonomi Kota Madiun dalam periode lima tahun yang akan datang, dengan 

kondisi awal APBD Kota Madiun tahun 2019 dan realisasi APBD Kota Madiun 

Tahun 2020. APBD tahun 2021 sudah di sahkan pada tahun 2020. Sehingga 

proyeksi yang dilakukan adalah mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 

2024. Berdasarkan penghitungan tersebut, pendapatan daerah pada APBD 

tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp 1,003 triliun, dan meningkat menjadi Rp 

1, 111 triliun pada tahun 2024. 

Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan 

dari pendapatan transfer yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Seiring 

dengan perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah juga akan 

mengalami peningkatan, dari sebesar Rp 1,129 triliun pada tahun 2022 

kemudian meningkat menjadi sebesar Rp 1, 164 triliun pada tahun 2023. Pada 

akhir periode RPJMD Madiun tahun 2024 ini, belanja daerah diperkirakan 

akan meningkat menjadi sebesar Rp 1,206 triliun. 

Tabel 3.18 
Proyeksi Balanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama 

Kota Madiun Tahun 2019-2024 

Data Tahun Dasar Tingkat Pro• eksl 
URAIAN 2020 Pertumbuhan 2021 2022 2023 2024 

IRol (% ) (Rp) /Rp) (RPI IRnl 
Belanja Tldak 307 .373. TT 4.797 .53 105.82 306.989.694.737,80 306.682.430.690,01 306.426.377 .316,85 306.225.675.086,08 
Lanosuno 
Belanja Gajl dan 221 .623.558.333,00 1,02 219 068.069.227.53 217 023.677.943,16 215 320.018.539,51 214 184.245.603,75 
TunlanQan 
Belanja Penerimaan 4.545.272.900,00 0,98 4.593.584 865.63 4 632.234.438, 13 4 664.442 415,21 4 685 914 399,93 
Anggota dan Pimpinan 
DPRD serta 
Operaslonal 
KOHM/KOH 
Belanla Bunoa 0 00 0,00 0,00 0,00 0 00 O,OJ 
Belanla Baal Hasll 000 0 00 0,00 0,00 0 00 0.00 
lnsenllf Pemungutan 3.817 429.733,00 1,05 3.836.256.962, 13 3.851 .318 745,43 3 863.870 231 ,00 3.872 237 888,00 
Palak daerah 
lnsentif Pemungutan 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0.00 
Retribusl Daerah 
Tunjangan Profesl 51.894.487.160,00 1,16 53.516.189.883, 75 54.813.552.062,75 55 894.697.211 ,92 56 615 443.978 
Guru 
BelanJa Hlbah 11 938.091 .671,53 1,29 12.158.184 173,77 12.334.258.175,55 12.480.986.510,00 12 578 805 400,26 

Belanja Bantuan Soslal 12.854.873.000,00 1,17 13117.347 625,00 13 327 .327 .325,00 13.502.310.408,33 13 618 965,797,22 

Belanja Bantuan 700 062.000,00 93,12 700.062 000,00 700.062.000 700.062.000 700.062 000 
Keuanaan 
Pengeluaran 223.650.613.313,81 124,87 220.040.689.375,00 217 .634.740.082,61 215.830.278.113,26 214.386.708.537,TT 
Pemblavaan 
Pembentukan Dana 0,00 0.00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 
Cadanaan 
Pembayaran Pokok 0.00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 
Utana 
Penenmaan Kemball 1.000.000.00 0,00 0,00 0 ,00 0.00 0.00 
Pemberian Plnlaman 
Pendapatan Asll 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Daerah 
Dana Penmbanaan 0 00 0 00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 

Lain-laln Pendapatan 0,00 0 ,00 0.00 0,00 0,00 0 ,00 
Daerah vana Sah 
BelanJa 223.649.613.313,81 124,87 220.040.689.370,00 217.634.740.082,61 215.830.278.113,26 214.386.708.537,77 

PD, Aneka Usaha 

TOTAL 531.024.388.111,34 113,84 527 .030.384 112,89 524.317.170 772,62 522.256.655.430.11 520.642.383.605.85 

Sumber: Laporan Real1sas1 APBD Kota Mad1un, 2016-2020 (dzolah) 
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Tabel 3.19 
Realisasi dan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 

JUMLAH 
Pe rtumbuhan 

Kodc Uraian (%) 2019R 2020R 2021A 2022P 2023P 2024P 

1 
PENDAPATAN 3,28 1.094.367 .497 .996,59 l.059.625.581.411,32 l .003.822.143.093,00 1.004.999.753.910,00 1.037 .508.736.351,40 1.067. 757 .683.350,44 

DAERAH 

01.01 
Pcndapatan Asli 13,00 252.048.754.413,59 248.656. 192. 759,32 2 26.891.939.093,00 246.298.823.859,00 256.478.047 .876,63 266.375.505.880,08 

Dacrah 

01.01.01 Pajak daerah 
16,96 91.077.191.655,45 90.286.840.987,07 76.978.000.000,00 86.255.000.000,00 90.567.750.000,00 93.284.782.500,00 

01.01.02 Retribusi daerah 
9,95 20.301.325.919,00 15.291.324.019,00 16.731.224.667 ,00 17 .841. 94 7 .807 ,00 18.198.786.763,14 19.145.123.674,82 

01.01.03 
Pengelolaan kekayaan 7 ,68 14.641.711.340,55 15.216.268.562,40 15.092.455.426,00 15.216.268.562,00 16.281.407.361,34 17.258.291.803,02 

daerah yanl!' dioisahkan 

01.01.04 
Lain-lain pendapat.an 11,53 126.028.525.498,59 127.861.759.190,85 118.090.259.000,00 126.985.607.490,00 131.430.103.752,15 136.687.307 .902,24 

asli daerah vanl!' sah 

01 .02 Pcndapatan Transfer 0 ,45 823. 129.463.583,00 790.939.408.652,00 757 .530.604.000,00 739.301.330.051,00 761.631.088.474,77 781.982.577.470,36 

01.02.01 
Pc ndapatan Trans fe r 0 ,79 737 .079.907 .650,00 705.872.676. 797,00 692.146.911.000,00 677.911.879.000,00 698.2 21.826.870,08 716.775.410.888,62 

Pemerintah Pusat 

1.2.1.01.01.1 Dana bagi hasil pajak 
8,58 16.076.390.385,00 34.444.290.949,20 19.174.345.664,00 19. 174.345.664,00 20.133.062.947,20 23. 153.022.389,28 

1.2.1.01.01.2 
Dana bagi hasil bukan 3 ,72 52.685.578.633,00 5 l.666.436.423,80 43.349.063.336,00 43.349.063.336,00 44.649.535.236,08 46.882.011. 997 ,88 

rmiak 

1.2. 1.01.01.3 Dana Bagi hasil cukai 2 ,35 13.939.983.813,00 0,00 16.345.513.000,00 16.345.513.000,00 16.508.968.130,00 17.334.416.536,50 

1.2. 1.01.01.4 Dan.a Alokasi Umum 0,42 522.596.024.000,00 4 73.852.439 .000,00 480.897 .030.000,00 480.897.030.000,00 481.493.342.317,20 486.356.425.074,60 

1.2. 1.01.01.5 Dan.a Alokasi khusus 1 ,67 76.239.204.819,00 72.596.481.424,00 79.356.096.000,00 79.356.096.000,00 79.760.812.089,60 82. 919 .340. 248,35 

1.2. 1.01.02 Dana lnsentif Daerah 6 , 13 55.542.726.000,00 73.313.029.000,00 53.024.863.000,00 53.024.863.000,00 55.676.106.150,00 60.130.194.642,00 

1.2.1.01.03 Dana Otonomi Khusus 0 0 0 0 0 0 

01.02.0 2 
Pendap atan Trans fe.r 3 ,13 86.049.555.933,00 85.066. 731.855,00 65.383.693.000,00 61.389.451.051,00 63.409.261.604,69 65.207. 166.581,74 

Antar Daerah 

1.2.2.01 Pendapatan Bagi Hasil - 3 ,29 84.934.976.933,00 84.049.652.855,00 64.366.614.000,00 60.321.518.101,00 62.319.969.995,69 64.096.089. 140,56 

Bantuan keuangan dari 

1.2.2.02 
provinsi atau 7,1 1 1.114.579.000,00 1.017.079.000,00 LO 17 .079.000,00 1.067 .932.950,00 1.089.291.609,00 1.111.077.441, 18 

pemerintah daer!lh 
lainnva 

01.03 
Lain-lain pendapatan -
dacrah yang se.h 19. 189.280.000,00 20.029.980.000,00 19 .399.600.000,00 19.399.600.000,00 19.399.600.000,00 19.399.600.000,00 

01.03.01 Hibah - 19. 189.280.000,00 20.029.980.000,00 l 9.399.600.000,00 19.399.600.000,00 l 9.399.600.000,00 19.399.600.000,00 
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JUMLAH 
Pertumbuhan 

Kode Uraian (%) 2019R 2020R 2021A 2022P 2023P 2024P 

01.03.02 Dana darurat 0.00 0 .00 0 .00 0,00 0,00 0,00 

01.03.03 Pendapatan Lainnya 0.00 0 .00 0.00 0 ,00 0,00 0 ,00 

2 BELANJA DAERAH . 0,22 l.148.511.321.355,75 1.014.391.890. 792, 10 1.140.822.143.093,00 1.129.999.753.910,00 1.137 .474.067.834,07 1.147.336.615.545,94 

05.01 BELANJA OPERASI 2 ,71 839.939.781.749,69 816.358.776.801,53 939.902.569.530,00 9 59 .324.726 .172,00 966.093.763.849,82 970.640.962.947,82 

05.01.01 Belanja Pegawai 
3,94 440.222.382.579,38 441.683. 138.649,00 478.425.879.983,00 485.258.678.433,00 499.476.757.711,09 507. 118.752 .104,07 

05.01.02 
Belanja Barang dan 3,68 366.995.675.620,23 349.882.673.48 l ,OO 425.059.231.54 7 ,00 436.594.527.46 J ,OO 440.960.472.735,61 444.532.252.564,77 
Jasa 

05.01 .03 Belanja Sunga 0 0 0 ,00 - . 

05.01.04 Belanja Subsidi 0 0 0,00 . . 

05.01.05 Belanja Hibah 
. 21,37 15.603.619.810,08 l l. 938.091.671,53 13.765.706.000,00 13.572.686.278,00 10.600.267.983, 12 8 .300.009.830,78 

05.01.06 Belanja Bantuan Sosial 
. 26,94 17.118.103.740,00 12.854.873.000,00 22.651.752.000,00 23.898.834.000,00 l 5.056.265.420,00 10.689. 948.448,20 

05.ll2 BELANJA MODAL 
. 13,78 307.800.742.344,06 191.011.897.074,57 197.738.448.365,00 165.395.287.479,00 170.380.303. 984 ,26 175.695.652.598, 13 

05.02.01 Belanja Modal Tanab 0,00 0 0 ,00 0 ,00 . -

05.02.02 
Belanja Modal - 39 ,55 68.460.669.520,00 47.752.974.268,64 50.500.943.323,00 28.304.237.988,00 30.568.577 .027,04 32. 708.377 .418,93 
Peralatan dan Mesin 

05.02.03 
Belanja Modal Gedung · 28,50 48.758.21 l.485,26 38.202.379.414,91 56.229.035.949,00 39.281.239.379 ,00 40.066.864. 166,58 41.268.870.091 ,58 
dan Bane:unan 

05.02.04 
Belanja Jalan, Jrigasi 9 ,72 184.022.541.935,80 100.281.245.964, 15 88 . 97 4 .356.300,00 95.695.457. 752 ,00 97.609.366.907,04 99.561.554.245,18 
dan Jarine:an 

05.02.05 
Belanja Modal Aset 4 ,99 2.888.082.876,00 4 .775.297.426,86 2 .034.112.793,00 2.114.352.360,00 2. 135.495.883,60 2 .156.850.842,44 
Tetao Lainnva 

05.02.05 
Belanja Modal Aset 3 .671.236.527 ,00 0,00 0,00 0,00 . 

Lainnva 

. 

05.0 3 
BELANJA TAK - 23,72 
TERDUGA 118.877 .262,00 6 .32 1 .154.9 16,00 3 .181.12 5 . 198,00 5 .279. 740.259,00 1 .000.000.000,00 1.000.000.000,00 

05.03.01 Belanja Tidalc Terduga · 23,72 118.877.262,00 6 .321.154.916,00 5.279.740.259,00 l .000.000.000,00 1.000.000.000,00 
3.181.125.198.,00 

05.04 BELANJA TRANSFER 651.920.000,00 7 00.062.000,00 . . - -

5.4. l 
Belanja Transfer Ke 651.920.000,00 700.062.000,00 0 ,00 0 0 0 
Daerah Lain 
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JUMLAH 
Pertumbuhan 

Kode Uraian 
(o/ol 2019R 2020R 2021A 2022P 2023P 2024P 

JUMLAH BELANJA - 0,22 1.148.511.321.355,75 1.014.391.890. 792, 10 1.140.822. 143.093,00 1.129. 999. 753.910,00 1.137 .474 .067 .834,07 1.147.336.615.545,94 

DAN TRANSFER 

SURPLUS / (DEFISITI - 25,90 -54.143.823.359,16 45.233.690.619,22 -137 .000.000.000,00 -125.000.000.000,00 -99.965.331.482,68 -79.578.932. 195,50 

3 PEMBIAYAAN 

03.01 
PENERIMAAN - 62,24 279 .278 .826.431,22 223.635.003.072,06 268.868.693.691,28 125.000.000.000,00 99.965.331.482,68 79 .578. 932. 195 ,50 

PEMBIAYAAN 

- 62,24 
; 

268.868.693.691,28 
03.01.01 Penggunaan SiLPA 279 .278.826.431,22 223.635.003.072,06 125.000.000.000,00 79.578.932. 195,50 

99.965.331.482,68 

03.01.02 Pencairan Dana 0 0 0 0 0 0 

Cadanl!an 
Hasil Penjualan 

03.01.03 Kekayaan Daerah yang 0 0 0 0 0 0 

Dioisahkan 

03.01.04 
Penerimaan Pinjaman 0 0 0 0 0 0 

Daerah 

03.01.05 
Penerimaan Kembali 0 0 
Pemberian Pinjaman 

0 - - -

03.02 
PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN 1.500.000.000,00 - - - - -

03.02.01 
Pembentukan Dana 0 0 0 0 0 0 

Cadanean 

03.02.02 
Penyertaan Modal 1.500.000.0CO,OO 
Pemerintah Daerah 

0 0 0 0 0 

03.02.03 
Pembayaran Pokok 0 0 0 0 0 0 

Utane: 

03.02.04 
Pemberian Pinjaman 0 0 0 0 0 0 

Daerah 

PEMBIA Y AAN NETTO - 62,24 277. 778.826.431,22 223.635.003.072,06 268.868.693.691,28 125.000.000.000,00 99.965.331.482,68 79.578.932.195,50 

Sisa Lebih 
03.03 Perhitungan Anggaran 

- 100,00 223.635.003.072,06 268.868.693.691,28 131.868.693.69 l ,28 0 ,00 o,oo o,oo 

ISlLPAI 
Sumber. BKAD Kota Madiun, 2021 
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Gambar 3.17 

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Madiun 

Tahun 2019-2024 (Millar Rupiah) 
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Secara nominal, pendapatan daerah diproyeksikan akan mengalami 

peningkatan sampai akhir periode RPJMD tahun 2024. Setelah mengalami 

penurunan pendapatan sebagai dampak Covid19, pendapatan daerah 

diperkirakan mulai meningkat pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. 

Nilai proyeksi pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp. 1,067 triliun. 
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Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021 

Gambar 3 . 18 

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun 

Tahun 2019-2024 (Millar Rupiah) 
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Sebagai salah satu komponen pembentuk pendapatan daerah, PAD Kota 

Madiun diproyeksikan mengalami peningkatan mulai tahun 2022. 

Peningkatan tersebut akan terns berlangsung sampai akhir periode RPJMD 

dengan nilai nominal sebesar 266,38 Milyar dengan pertumbuhan sebesar 

3 186 persen. Peningkatan tersebut cukup moderat ditengah ketidakpastian 

kondisi ekonomi baik global maupun nasional sebagai dampak Covid-19. 

c.. 1.200 
a: ... 
~ :: 1.150 
~ 

1.100 
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Sumber. BKAD Kota Madiun, 2021 

Gambar 3.19 

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Madiun 

Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah) 
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Belanja daerah diproyeksikan meningkat seiring dengan peningkatan 

pendapatan daerah. Realisasi belanja daerah tahun 2020 seebsar 1,014 triliun 

diproyeksikan akan mengalami peningkatan hingga 1,147 triliun pada tahun 

2024. Pertumbuhan belanja daerah diakhir periode RPJMD diproyeksikan 

sebesar 0,87 persen. 

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan 

Langkah pertama yang dilakukan dalam menghitung kerangka 

pendanaan daerah adalah menentukan kapasitas riil kemampuan keuangan 

daerah yang merupakan hasil proyeksi total penerimaan daerah1 baik yang 

bersumber dari pos pendapatan daerah maupun pos pembiayaan daerah. 

Selanjutnya total proyeksi penerimaan daerah tersebut dikurangi dengan hasil 

proyeksi total belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat. 
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Sesuai dengan kondisi tersebut, proyeksi pendapatan daerah Kota 

Madiun tahun 2019-2024 dihitung berdasarkan asumsi pertumbuhan 

moderat, hal ini didasarkan pada data realisasi yang juga moderat selain itu 

dampak pandemi covid-19 juga berpengaruh terhadap turunnya pendapatan 

daerah. Kemudian pada tahun 2022-2024 diproyeksikan bahwa ti.dak akan 

ada SiLPA tiap tahunnya. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa 

tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan 

akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu 

menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD. 

Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan efektifitas belanja daerah 

maka perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan 

daerah ke dalam tiga kelompok prioritas; 

a. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai 

belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan 

pelayanan dasar; 

b. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai 

belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah 

c. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai 

belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. 

Tabel 3.20 
Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pe~biayaan Anggaran I<ota Madiun Tahun 2019-2024 

Data Tahun Dasar nngkat Proyeksl 

URAIAN 
2020 Pertumbuhan 

2021 2:>22 2023 2024 

(Rp) (%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

Saldo Kas 268 933.182.301 ,20 83,18 186.398.81186307 168.051 911 606,15 132.389.044 046,84 110 095 793.937,81 
Neraca Daerah 
Dlkurangl 

Kewajiban 12 481 .370 812,44 135,26 11 129.878.680,77 10.034.384.712,83 9.231 026.519,94 8 .972.635 920.29 
kepada pihak 
ketiga sampai 
dengan akhlr 
tahun belum 
terselesalkan 
Keglatan 
Lanlutan 
Slsa Leblh (Rfil) 256 451 .811 488,76 80,65 175.268.933 182,30 158.017 .526.893,32 123 158.017 526,89 101 123 158.017,53 
Pemblayaan 
Anooaran 

Sumber: BKAD Kota Madzun, 2021 
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Tabel 3.21 
Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kata Madiun Tahun 2019-2024 

No. Uraian 
2019R 

01.00 Pendapatan 1.094.367 .497. 997 

02.00 Pencaiaran dana cadangan (sesuai Perda) -

03.00 Sia Lebi!' Riil Perhitungan Anggaran 279.278.826.431 

- 1.3 73.646.324.42 8 Jumlah Penerimaan 

Dikurangi 

04.00 Belanja Operasi* 472.944.106.129 

05.00 Pengeluaran Pembiayaan l.500.000.000 

Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Dae rah 899.202.2 18 .298 

*BelanJa operast d1/uar belanJa barang dan1asa 

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021 

2020R 

1 .059.625.581.411 

-
223.635.003.072 

1.283.260.584.483 -

466.476.103.321 

0 

816.784.481.163 

Tabel 3.22 

PROYEKSI 

2021 2022 2023 2024 

1.003.822.143.093 l .004.999.753.910 1.037.508.7 3 6 .351 1.067. 757 .683.350 

- - -
268.868.693.691 125.000.000.000 99.965.331.483 79.578.932.196 

1.272.690.836. 784 1.129.999,753.910 1.137 .474.067 .834 1.147.336.615.546 

514.843.337.983 522.730.198.71 1 525.133.291.114 526. 108.710.383 

0 0 0 0 

757.847.498.801 607.269.555. 199 612.340.776.7 2 0 621.227.905. 163 

Renea.Ha Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 

PROYEKSI 
Uraian 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah 899.202.218.298 816. 784.481.163 757 .84 7.498.801 607 .269 .555.199 612.340.776.720 621.227 .905.163 

Prioritas I 395.648.976.051 359.385.171.712 333.452.899.473 267.198.604.288 269.429.941.757 273.340.278.272 

Prioritas fl 377.664.931.685 343.049.482.088 318.295.949.497 255.053.213.184 257.183.126.222 260.915.720.168 

Prioritas Ill 125.888.310.562 114.349.827.363 106.098.649.832 85.017.737.728 85.727.708.741 86.971.906.723 

Sumber: BKAD Kota Madtun, 2021 
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3 .3.3. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pada bidang pendapatan, 

belanja dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah memberikan 

gambaran tentang arah dan upaya dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Optimalisasi penerimaan dan pembiayaan daerah serta efesiensi dan efektifitas 

belanja daerah menjadi upaya prioritas dalam arah kebijakan keuangan 

daerah mendatang. 

Selain pendanaan yang bersumber dari APBD baik yang bersumber dari 

PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, 

pendanaan non APBD seperti dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat 

serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Uraikan lebih lanjut 

menganai kebijkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dalam tabel 

berikut 

KEBIJAKAN 

Kebijakan 
Pendapatan 
daerah 
(umum) 

Tabel 3.23 
Perbandingan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah 

RPJMD 
SEBELUM PERUBAHAN 

Pendapatan daerah meliputi 
semua penerimaan uang melalui 
kas umum daerah yang 
menambah ekuitas dana lancar 
sebagai hak pemerintah daerah 
dalam 1 (satu) tahun anggaran 
yang tidak perlu dibayar kem bali 
oleh daerah. 
Seluruh penerimaan daerah 
dianggarkan dalam APBD secara 
bru to mempunyai malrna bahwa 
jumlah pendapatan yang 
dianggarkan tidak boleh 
dikurangi dengan belanja yang 
digunakan dalam rangka 
menghasilkan pendapatan 
tersebut dan/atau dikurangi 
dengan bagian pemerin tah 
pusat/ daerah lain dalam rangka 
bagi basil. 
Pendapatan daerah meru pakan 
perkiraan yang terukur secara 
rasional clan dapat dicapai untuk 
setiap sumber pendapatan. 

RPJMD 
SETELAfIPERUBAHAN 

Peningkatan target pendapatan 
daerah sesuai dengan kondisi 
perekonomian dan peraturan 
yang berlaku; 

Peningkatan kapasitas SOM 
pengelola pendapatan daerah; 

Peningkatan kesadaran 
masyarakat dalam memenuhi 
kewajibannya membayar pajak / 
retribusi untuk peningkatan 
pembangunan · 
Penanganan ekonomi daerah 
sebagai dampak Covid-19 
membutuhkan relaksasi 
kebijakan pendapatan daerah 
khususnya bagi masyarakat 
maupun dunia usaha. Oleh 
karena itu dibutuh.kan insentif 
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RPJMD 
SEBELUM PERUBAHAN 

Dalam upaya merencanakan 
target pendapatan asli daerah 
dilakukan secara rasional dengan 
mempertimbangkan realisasi 
penerimaan tahun lalu, potensi 
dan asumsi pertumbuhan 
ekonomi yang dapat 
mempengaruhi penerimaan 
pemerintah daerah serta 
ontimalisasi oencapaiannva. 
Penetapan target pajak daerah 
dan retribusi daerah didasarkan 
pada data potensi pajak daerah 
dan retribusi daerah serta 
memperhatikan perkiraan 
pertumbuhan ekonomi pada 
tahun berkenaan. 
Dalam upaya peningkatan 
penerimaan pendapatan asli 
daerah, pemerintah daerah tidak 
memberatkan dunia usaha dan 
masyarakat. Upaya peningkatan 
pendapatan asli daerah ditempuh 
melalui penyederhanaan sistem 
dan prosedur administrasi 
pemungutan pajak dan retribusi 
daerah, law enforcement dalam 
upaya membangun ketaatan wajib 
pajak dan wajib retribusi daerah 
serta peningkatan pengendalian 
dan pengawasan atas 
pemungutan pendapatan asli 
daerah untuk terciptanya 
efektifi tas dan efisiensi yang 
dibarengi dengan peningkatan 
kualitas, kemudahan, ketepatan 
dan kecepatan pelayanan dengan 
biava murah. 
Melakukan upaya peningkatan 
penerimaan bagian laba/ deviden 
atas penyertaan modal atau 
investasi daerah lainnya yang 
dapat ditempuh melalui 
inventarisasi dan menata serta 
mengevaluasi nilai kekayaan 
daerah yang dipisahkan baik 
dalam bentuk uang maupun 
barang se bagal penyertaan modal 
(investasi daerah). Jumlah 
rencana penerimaan yang 
dianggarkan dari hasil 
pengelolaan kekayaan daerah 
yang dioisahkan. 

RPJMD 
SETELAH PERUBAHAN 

fiscal dalam bentuk relaksasi 
pajak, susnset policy maupun 
penangguhan atau pembebasan 
pajak/ retribusi sesuai dengan 
perkembangan kondisi 
nenanganan Covid-19 
Sejalan dengan kebijakan 
penanganan COV1D19, 
kebijakan peningkatan PAD di 
folruskan pada upaya 
instensifikasi pajak/ retribusi, 
salah satunya melalui updating 
database perpajakan melalui 
pemanfaatan sistem informasi 
dan telmologi. 

Optimalisasi pengelolaan aset
aset daerah ataupun kerjasama 
dengan pihak ketiga; 

Optimalisasi BUMD yang dapat 
berkonstribusi terhadap 
peningkatan PAD 

Peningkatan upaya penegakan 
hukum terhadap wajib pajak 
dan wajib retribusi yang 
melakukan pelanggaran 
Peraturan Daerah. 
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telah mencerminkan rasionalitas 
dibandingkan dengan nilai 
kekayaan daerah yang dipisahkan 
kembali ditetapkan sebagai 
penyertaan modal (telah 
diinvestasikan). Dalam upaya 
peningkatan PAD, pemerintah 
daerah mendayagunakan 
kekayaan daerah yang belum 
dipisahkan dan belum 
dimanfaatkan untuk di.kelola atau 
dikerjasamakan dengan pihak 
ketiga sehingga menghasilkan 
pendapatan. Penyertaan modal 
pada pihak ketiga ditetapkan 
dengan oeraturan daerah 
Pendapatan dari DBH-Pajak 
dianggarkan sesuai Peraturan 
Presiden mengenai Rincian APBN 
Tahun Anggaran berkenaan atau 
Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai Alokasi DBH-Pajak 
Tahun Anggaran berkenaan. 
Apabila Pera tu ran Presiden 
mengenai Rincian APBN Tahun 
Anggaran berkenaan a tau 
Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai Alokasi DBH-Pajak 
Tahun Anggaran berkenaan 
belum ditetapkan, penganggaran 
pendapatan dari DBH-Pajak 
didasarkan pad a Realisasi 
pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) 
tahun terakhir 
Pendapatan Dana Alokasi Umum 
(DAU) dan Dana Alokasi Khusus 
(OAK) dianggarkan sesuai 
Peraturan Presiden mengenai 
Rincian APBN Tahun berkenaan. 
Apabila Peraturan Presiden 
mengenai Rincian APBN Tahun 
Anggaran berkenaanbelum 
ditetapkan, penganggaran 
pendapatan dari DAU dan DAK 
didasarkan pada realisasi 
pendapatan DAU dan DAKselama 
3 (tiga) tahun terakhir. 
Pendapatan dari DBH-Pajak 
dianggarkan sesuai Peraturan 
Presiden mengenai Rincian APBN 
Tahun Anggaran berkenaan atau 
Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai Alokasi DBH-Pajak 
Tahun Anggaran berkenaan. 
Apabila Pera tu ran Presiden 
mengenai Rincian APBN Tahun 
Anggaran berkenaan a tau 
Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai Alokasi DBH-Paiak 

RPJMD 
SETELAH PERUBAHAN 

Peningkatan koordinasi dan 
sinkronisasi program maupun 
kegiatan yang bersumber dari 
Dana Alokasi Khusus (OAK) 

DAU khususnya pada saat 
pandemic diprioritaskan pada 
pada program yang sangat 
prioritas dan selaras dengan 
kebijakan pemerintah pusat. 

peningkatan DID melalui 
Rencana aksi yang jelas dan 
terukur didukung oleh 
perencanaan program dan 
kegiatan yang berkualitas. 

Selain itu, pemerintah kota 
Madiun perlu meningkatkan 
koordinasi secara aktif dengan 
pemerintah provinsi untuk 
mendukung program 
pembangunan melalui bantuan 



KEBIJAKAN 

Lain-Lain 
Pendapatan 
Daerah Yang 
Sah 

Kebijakan 
Belanja 
daerah 
(umum) 

- 299 -

RPJMD 
SEBELUM PERUBAHAN 

RPJMD 
SETELAH PERUBAHAN 

Tahun Anggaran berkenaan keuangan, hibah, dan bantuan 
belum clitetapkan, penganggaran sosial. 
pendapatan dari DBH-Pajak 
didasarkan pad a Realisasi 
pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) 
tahun terakhir 
Hibah yang cliterima berupa uang 
harus dianggarkan dalam APBD 
dan didasarkan atas naskah 
perjanjian hi bah antara 
pemerintah daerah dan pemberi 
hibah. Sumbangan yang diterima 
dari organisasi/ lembaga 
terlentu/ perorangan atau pihak 
ketiga, yang tidak mempunyai 
konsekuensi pengeluaran 
maupun pengurangan kewajiban 
pihak ketiga/pemberi sumbangan 
diatur dalam peraturan daerah. 
Lain-lain pendapatan yang 
clitetapkan pemerintah termasuk 
dana penyesuaian clianggarkan 
pada lain-lain pendapatan daerah 
vanf! sah. 

Belanja daerah diprioritaskan 
dalam rangka pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Pemerintah 
Kota yang terdiri dari urusan 
wajib dan urusan pilihan yang 
ditetapkan berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan. 
Belanja dalam rangka 
penyelenggaraan urusan wajib 
digunakan untuk melindungi dan 
meningkatkan kualitas kehidupan 
masyarakat dalam upaya 
memenuhi kewajiban daerah yang 
cliwujudkan dalam bentuk 
peningkatan pelayanan dasar, 
pendidikan, kesehatan, fasilitas 
sosial dan fasilitas umum yang 
layak serta mengembangkan 
sistem jaminan sosial. 
Belanja daerah clisusun 
berdasarkan pendekatan prestasi 
kerja yang berorientasi pada 
pencapaian hasil dari input yang 
direncanakan. Hal terse but 
bertujuan untuk meningkatkan 
akuntabilitas perencanaan 
anggaran serta memperjelas 
efektivitas clan efisiensi 
penggunaan anggaran. 

Meningkatkan koordinasi 
dengan pemerintah provmsi dan 
pusat mengenai kepastian 
danahibah; dana darurat; dana 
penyesuaian dan otonomi 
khusus, dan bantuan keuangan 
dari provinsi, yang diperoleh 
Kota Madiun; 

Meningkatkan kerjasama antar 
OPD Pemerintah Kota Macliun 
dengan Pemerintah Pu sat 
maupun Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur seca.i-a intensif. 

Konsolidasi anggaran dengan 
menekankan pada paradigma 
anggaran berbasis kinerja yang 
berientasi pada output dan 
outcome 

Belanja daerah perlu difokuskan 
dalam rangka percepatan 
recovery dan penanganan 
dampak atas pandemi COVID-19 
pada semua bidang khususnya 
yang strategis. 

Belanja daerah cliarahkan untuk 
membiayai belanja program
program prioritas mengarah 
pada pemulihan ekonomi, 
penanggulangan kemiskinan 
dan pengangguran, pemenuhan 
dan peningkatan infrastruktur, 
dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat; 
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Penyusunan belanja daerah 
cliprioritaskan untuk menunjang 
efektivitas pelaksanaan tugas dan 
fungsi Organisasi Perangkat 
Daerah dalam rangka 
melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah yang 
menjadi tanggung jawabnya. 
Peningkatan alokasi anggaran 
belanja yang direncanakan oleh 
setiap Organisasi Perangkat 
Daerah harus terukur yang 
diikuti dengan peningkatan 
kinerja pelayanan dan 
peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 

RPJMD 
SETELAH PERUBAHAN 

Belanja daerah difokuskan 
dapat memenuhi mandatory 
spending atau belanja-belanja 
yang sudah di-eannark, seperti 
pendiclikan 20%, kesehatan 
10%, dana transfer umum 
penggunaannya diarahkan 25% 
untuk belanja infrastruktur, 
anggaran fungsi pengawasan, 
dan alokasi dana kelurahan. 
Selain itu, belanja daerah 
cliarahkan untuk 
menyelenggarakan urusan wajib 
dan urusan pilihan dengan 
berpedoman pada peraturan 
yang berlaku dan sesuai dengan 
Standar Pelayanan Minimum 
(8PM); 

Efektivitas dan efisiensi belanja 
daerah, melalui pemanfaatan 
sesuai prioritas daerah (money 
follow program prioritas);efisiensi 
belanja daerah dengan 
memerhatikan asas kepatutan, 
kewajaran, dan rasionalitas 
dalam pencapaian sasaran 
program dan kegiatan. 
Mengendalikan belanja 
perjalanan dinas, rapat dan 
honor-honor pegawai 

Mengalokasikan 
belanja operasi, 
modal secara 
terarah. 

kebutuhan 
dan belanja 

terukur dan 

Diarahkan untuk tetap 
memberikan pemenuhan belanja 
pegawai, peningkatan 
kesejahteraan ASN dengan tetap 
memerhatikan efisiensi dan 
efektivitas anggaran, serta 
sensitivitas pada dinamika yang 
berkembang 

Difokuskan untuk mendanai 
program dan kegiatan berkaitan 
dengan prioritas pembangunan 
daerah,yang terangkum pada 
masing-masing OPD; 

Penggunaan belanja modal 
diarahkan dalam mendukung 
sasaran dan prioritas 
pembangunan daerah 
khususnya pencapaian visi dan 
misi 
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Penganggaran Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran Tahun 
Sebelumnya (SiLPA) harus 
didasarkan pada penghitungan 
yang cerrnat dan rasional dengan 
mempertimbangkan perkiraan 
realisasi anggaran Tahun 
Anggaran sebelumnya dalam 
rangka menghindari 
kemungkinan adanya 
pengeluaran pad a Tahun 
Anggaran berjalan yang tidak 
dapat didanai akibat tidak 
tercapainya SiLPA yang 
direncanakan. Selanjutnya SiLPA 
dirnaksud harus diuraikan pada 
obyek dan rincian obyek sumber 
SiLPA Tahun Anggaran 
berkenaan. Pemerintah daerah 
dapat melakukan pinjaman 
daerah berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dibidang 
oinjaman daerah. 
Dalam hal perhitungan 
penyusunan Rancangan APBD 
menghasilkan SiLPA Tahun 
Berjalan positif, pemerintah 
daerah harus memanfaatkannya 
untuk penambahan program dan 
kegiatan prioritas yang 
dibutuhkan, volume program dan 
kegiatan yang telah dianggarkan, 
dan/ atau pengeluaran 
pembiayaan. Dalam hal 
perhitungan SiLPA Tahun 
Berjalan negatif, pemerintah 
daerah melakukan pengurangan 
bahkan penghapusan 
pengeluaran pembiayaan yang 
bukan merupakan kewajiban 
daerah, pengurangan program 
dan kegiatan yang lrurang 
prioritas dan/atau pengurangan 
volume oro2ram dan keeiatannya. 

RPJMD 
SETELAH PERUBAHAN 

Mengoptimalkan penerimaan 
pembiayaan daerah yang 
diperkirakan diperoleh dari Sisa 
Lebih Perhitungan Anggaran 
Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang 
bersumber dari pelampauan 
penerimaan pendapatan daerah 
maupun sisa penghematan 
belanja; 

Peningkatan Manajemen 
Pembiayaan Daerah dalam 
rangka akurasi, efi.siensi, 
efektifi.tas, dan profitabilitas; 

Peningkatan pembiayaan non
APBD melalui kerjasama dengan 
pihak swasta, melalui Corporate 
Social Responsibility (CSR). 
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BAB IV 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 

4.1 Permasalahan Pembangunan 

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya disebabkan karena 

adanya peiuang (potensi daerah) dan kekuatan yang belum dimanfaatkan 

secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum 

dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. 

Pada penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD Kata Madiun yang nantinya 

akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan P-RPJMD Kata Madiun 

Tahun 2019-2024, perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan 

pembangunan daerab agar rencana pembangunan yang disusun dapat 

meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. 

Permasalahan tersebut merupakan masalah prioritas utama yang menjadi 

agenda rencana pembangunan dalam periode 2019-2024. Berbagai 

permasalahan tersebut sesuai salah satunya diidentifikasi di bab II. 

Permasalahan pembangunan di Kata Madiun selama beberapa tahun 

terakhir akan di identifikasi berdasarkan aspek kesejahteraan rakyat, aspek 

layanan umum, dan aspek daya saing. Khusus untuk aspek layanan umum 

akan diurai berdasarkan urusan pemerintah daerah. Urusan pemerintah 

daerah yang diidentifikasi permasalahannya meliputi urusan Pendidikan, 

Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat dan 

kawasan permukiman, Ketenteraman dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat, Sosial, Tenaga kerja, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan hidup, Administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil, Pem berdayaan masyarakat dan, 

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi 

dan informasi, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah 

Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kelautan 

dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Industri, Transmigrasi, 

Urusan penunjang perencanaan, Keuangan, Kepegawaian pendidikan dan 

pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta urusan penunjang lainnya. 

Hasil identifikasi permasalahan Pembangunan di Kata Madiun dapat dilihat 

dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.1 
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kota Madiun 

No 
ASPEK/BIDANG 

I Permasalahan 
URUSAN 

A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASY ARA.KAT 
1) Meningkatnya angka kemiskinan sebagai dampak Covid-19 
2) Indeks Pembangunan Manusia relatif tinggi namun dengan peningkatan yang lambat 

3) Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang dalam sebagai akibat Covid-19 
4) Masih terjadi kesenjangan pendapatan antara kelo~pok masyarakat yang di indikasikan 
oleh lrini ,asio 
5) Kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur perkotaan masih perlu ditingkatkan 
6) Manajemen bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup masih perlu ditingkatkan dan 
dijaga kelestariannva 
7) Masih perlu ditingkatkannya lercapainya target indeks reformasi birokrasi dan Tata kelola 
pemerintahan daerah perlu terus untuk ditinllkatkan 
8) Ketentraman, ketertiban dan keharmonisasi kebidupan masyarakat yang perlu terus 
dijaga 

B. ASPEK LAYANAN·UMUM 
B.l Fokus Urusan Wajib Layanan Dasar 

a. Pandemic Covid-19 menyebabkan pembelajaran di lakukan dengan 
online / daring sehingga dapat menrunkan kualitas pembelajaran 

b. Masih perlu ditingkatkannya target Harapan Lama Sekolah (HLS) 
dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

c. Masih perlu ditingkatkannya jumlah lenaga pendidik SD/Ml dan 

1. Pendidikan SMP /MTS yang memiliki sertifikat pendidik 
d. Masih perlu ditingkatkannya tenaga pendidik SD/MJ dan 

SMP/MTS dengan lulusan Sl/S2/S3 
e. Masih perlu ditingkatkannya jumlah tenaga pendidik Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAVO) yang memiliki sertifikat pendidik 
f. Masih perlu ditingkatkannya kualitas penyelenggaraan pendidi.kan 

kesetaraan 
a. Penangan pandemi covid membutuhkan pembiayaan dan tenaga 

medis dan medis serta sarana dan prasarana keseha tan yang 
memadai 

b. Masih perlu ditingkatkannya ketercapaian target SPM pelayanan 
bidang kesehatan sesuai standar Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 100 Tahun 2018 temang Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal 

c. Masih terdapatnya balita stunting 
d. Masih terdapatnya angka kematian bayi 
e. Masih perlu ditingkatkannya imunisasi dasar lengkap bagi balita. 

2. Kesehatan f. Masih perlu ditingkatkannya capaian Rumah Tangga Sehat 
g. diperlukannya pencegahan dan penanganan terhadap penyakit 

menular seperti Tuberculosis (TB), HIV/ AIDS, Demam Berdarah 
dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, serta 
penguatan surveillance penyakit yang berpotensi wabah dan re-

emerging disease 

h. Masih perlu ditingkatkannya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
(STBM) melalui perubahan perilaku masyarakat; 

i. Masih perlu ditingkatkannya pelayanan kesehatan rujukan di 
Rumah Sakit Umum Daerah Kata Madiun 

a. Realokasi dan refokusing anggaran tahun 2020 untuk pemulihan 
dampak Covid-19 menyebabkan tertundanya berbagai proyek 
infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan b. Terdapat jalan yang menjadi kewenangan Kata Madiun dalam 

3. kondisi rusak. 
Penataan Ruang c. Masih terbatasnya kawasan pejalan kaki/pedestrian/trotoar yang 

menunjang aktivitas masyarakat. Kawasan pejalan 
kaki/pedestrian/trotoar banyak dipakai oleh pedagang kaki Ii.ma; 



No 

4. 

5. 

6. 

ASPEK/BIDANG 
URUSAN 

Perumahan dan 
Pemukiman 

Ketentraman, 
Ketertiban Umum, 
dan Pelindungan 
Masyarakat 

Sosial 
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d. Masih perlu ditingkatkannya sistem drainase kota yang 
disebabkan oleh tingginya tingkat sedimentasi pada saluran 
drainase, sempadan saluran yang dimanfaatkan oleh masyarakat, 
serta banyaknya plengsengan saluran yang rusak; 

e. Masih perlu ditingkatkannya pengendalian pemanfaatan ruang 
sehingga pencapaian indikator penataan ruang tidak tercapai. 

f. Masih perlu ditingkatkannya penyediaan Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) Publik karena terbatasnya jumlah lahan yang dapat 
dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. 

g. Masih perlu ditingkatkannya memadainya pemahaman pelaku 
pembangunan daerah terhadap perencanan yang berbasis pada 
perspektif tata ruang di wilavah Kota Madiun. 

a. Masih terdapatnya rumah tidak layak hun.i meskipun dengan rasio 
kurang dari 1 persen 

b. Masih perlu ditingkatkannya sarana san.itasi pada rumah tinggal 
c. Masih terdapatnya kekurangan kebutuhan kepemilikan rumah 

(backlog) dalam rangka penyediaan perumahan 
d. Masih perlu ditingkatkannya penyediaan Prasarana Sarana dan 

Utilitas Umum (PSU) dalam lingkungan perumahan dan kawasan 
permukiman; 

e. Masih perlu ditingkalkannya legislasi daerah terutama tataran 
operasional terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman; 

f. Masih perlu ditingkatkannya pengelolaan sarana dan prasarana 
aset Pemerintah Kota Madiun, yaitu sarana dan prasarana 
pemakarnan sebanyak 83 lokasi pemakaman; 

g. Cakupan layanan penerangan jalan permukiman perlu 
ditingkatkan seiring dengan perkernbangan perumahan dan 
permukiman dengan memperhatikan pemeliharaan, penaLaan 
iluminasi serta peralatan dan utilitas pendukung lainnya; 

h. Masih perlu ditingkatkannya ketersediaan dan kualitas RTH 
publik Kota Madiun hingga 20% dari luas kota. 

a. Kesdaran masyarakat akan protokol kesehatan masih perlu di 
tingkatkan 

b . Masih perlu ditingkatkannya penegakan Perda dan Perwal oleh 
masyarakat; 

c. Meningkatnya persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, 
Ketentraman, Keindahan) yang ditf'mukan; 

d . Sumber Daya Manusia (SDM) petugas perlindungan masyarakat 
(Linrnas) rendah; 

e. Meningkatnya kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran 
(WMK). 

f. Masih terdapatnya potensi bencana di Kota Madiun; 
g. Masih perlu ditingkatkannya kapasitas aparatur daerah dalam 

penanggulangan bencana; 
h. Masih perlu ditingkatkannya ketersediaan sarana dan prasarana 

pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam 
dan bencana sosial; 

i. rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman 
terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 

a. Menurunya ketahanan sosial (kemiskinan meingkat) sebagai 
dampak dari Covid-19 

b. Penanganan PMKS belum 100 persen 
c. Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang 

menerima bantuan sosial belum memenuhi target SPM 
d. Masih terbatasnya jumlah tenaga yang terdidik/terlatih dalam 

menangani masalah kesejahteraan sosial; 
e. terbatasnya sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial dan 

pelayanan sosial; 



No 

B.2 

l. 

2. 

3. 

4. 

ASPEK/BIDANG 
URUSAN 
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f. Masih perlu ctitingkatkannya pemberian bantuan dan 
pemberdayaan sosiaJ pada masyarakat; 

g. Meningkatnya populasi penyandang penyakit sosiaJ 
kemasyarakatan cli wilayah perkotaaan; 

h. Masih terbatasnya perhatian akan pentingnya pengembangan 
modal sosial, kesetiakawanan sosial, kearifan lokal, dan semangat 
kegotonirroyongan cli masyarakat. 

Fokus Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar 

Tenaga Kerja 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Pangan 

Pertanahan 

1. Meningkatnya Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) sebagai 
dampak Covid-19 

2. Masih terbatasnya angkatan kerja dengan kualifikasi penctidikan 
tinggi. Angkatan kerja sebagian besar clidominasi lulusan 
pendidikan menengah dan pendidikan dasar 

3. Kurang optimalnya penyerapan tenaga kerja 
4. Masih perlu ditingkatkannya otimalnya peningkatan kesempatan 

kerja 
5. Masih perlu ditingkatkannya pemetaan/ data dukung kebutuhan 

tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan yang 
berinvestasi sehingga belum dapat direncanakan secara baik 
kebutuhan tenaga kerja yang berasal dari Kota Macliun 

1. Masih terdapatnya kasus KDRT 
2. Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah masih 

terbatas 
3. Masih terdapatnya terjadinya kasus kekerasan daJam rumah 

tangga 
4. Masih terbatasnya akses sumber daya dan peran serta perempuan 

dalam pembangunan 
5. Masih terbatasnya peranan perempuan untuk mewujudkan dan 

mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia dalam 
pembangunan 

6. Masih terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan 
anak; 

7 . Masih cukup tingginya tingkat tenaga kerja anak/ pekerja bawah 
umur. 

8. Masih perlu clitingkatkannya pemahaman tentang 
pengarusutamaan gender dalam pembangunan berbagai bidang 
pem ban gun an daerah 

9. Masih terbatasnya peranan organisasi perempuan dan lembaga 
terhadap perlindungan perempuan dan anak; 

10. Masih perlu ditingkatkannya perangkat daerah dalam Penyusunan 
Penganggaran Responsif Gender (PPRG). 

1. Diversifikasi surnber pangan. lokal relatif terbatas; 
2. Peningkatan akses pangan masyarakat mensyarakatkan akses 

terhadap inovasi dan telmologi pengolahan pangan berbasis 
surnberdaya lokal dan sudah berkembang tapi belum maksimal; 

3. rendahnya kapasitas SOM pelaku/petani pengolah pangan 
sebagai salah satu penentu kapasitas penyediaan bahan pangan; 

4. terbatasnya jumlah dan kapasitas petugas keamanan pangan 
segar dan olahan untuk mendorong terseclianya pangan yang 
sehat; 

5. Peningkatan keamanan pangan dengan promosi dan kampanye 
sudah dilaksanakan tapi belum maksimal; 

6. Pola pangan harapan yang belum optimal 

1. Tingginya permintaan perubahan penggunaan tanah sebagai 
dampak pertumbuhan ekonomi; 

2. Adanya kecenderungan pertumbuhan investasi berdampak pada 
permintaan izin lokasi untuk perolehan tanah dalam rangka 
investasi; 

3. Adanya potensi konllik pertanahan seiring meningkatnya 
kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum 



No 

5. 

6. 

7. 

8. 

ASPEK/BIDANG 
URUSAN 

Lingkungan Hidup 
(dan Bencana Alam) 

Ad.ministrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

Perhubungan 
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l. Masih terdapatnya usaha/kegiatan yang belum memenuhi 
persyaratan ad.ministrasi dan belum tersedianya teknis 
pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang sesuai 
prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2. belum taatnya para pelaku usaha/kegiatan terhadap pengelolaan 
lingkungan; 

3. Masih perlu ditingkatkannya pemahaman dan kesadaran 
masyarakat maupun aparatur terhadap peraturan perundang
undangan di bidang lingkungan hidup sehingga berdampak pada 
Masih terbatasnya penegakan aturan di bidang lingkungan hidup; 

4. Masih perlu ditingkatkannya pelayanan penanganan pengaduan 
dan penyelesaian sengketa lingkungan; 

5. Masih perlu ditingkalkannya pelayanan penerapan izin 
lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan h.idup; 

6. Masih terdapat usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen 
lingkungan dan usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen 
lingkungan belum membuat laporan pemantauan dan pengelolaan 
lingkungn hidup; 

7. Kurang kesadaran/partisipasi masyarakat untuk mengelola 
sampah pada sumber sampah sehingga target pengurangan 
sampah pada sumber sampah belum sesuai target/harapan 
dengan Masyarakat berpola pikir bahwa penanganan sampah 
menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pemerintah Kota Madiun; 

8. I<urang optimalnya kualitas pengelolaan Bank Sampah seh.ingga 
masyarakat perlu di dorong untuk mengolah dan memilah sampah 
pada sumber sampah; 

9. Kapasitas/daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 
Winongo Madiun mendekati over load. 

10. Belum mernpunyai tenaga fungsional pengawas Lingkungan Hidup 

1. Belum optimalnya 1.ertib administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil 

2. Belum opti.malnya koordinasi dan validasi data kependudukan 
dengan pihak terkait 

3. I<urang optimalnya sosialisasi pernanfaatan data SIAI< kepada 
lnstansi/ OPD 

4. Kurang optimalnya sinkronisasi/ konsolidasi antara daerah dan 
pusat 

5. Kura.ngnya sosialisasi terkait pelayanan di rnasa pandemi 

1) 

2) 
3) 

4) 
5) 

1) 

2) 

3) 
4) 

5) 

Belum adanya penyusunan Grund Design Kependudukan 5 aspek 
dan pemanfaatannya bagi perangkat daerah; 
Masih terdapatnya keluarga pra sejahtera dan sejahtera I 
Masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan cakupan 
peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif dengan Metode Kontrasepsi 
Jangka Panjang (MKJP) 
Masih terdapatnya usia kawin pertama di bawah 20 tahun; 
Masih terdapatnya Unmeet Need KB 

Masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan di 
jalan raya; 
banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh 
banyaknya pelajar yang menggunakan sepeda motor untuk ke 
sekolah; 
Fungsi Sub Terminal Kota Madiun belum optimal; 
Perlengkapan jalan yang belum banyak menggunakan teknologi 
(Belum adanya Area Traffic Control System dan Intelygent 
Transport System di Dishub Kota Madiun); 
Belum tercukupinya kebutuhan rambu lalu lintas sesuai 
standart; 



No 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

ASPEK/BIDANG 
URUSAN 

Komunikasi dan 
Informatika 

Koperasi dan UKM 

Penanaman Modal 

Kepemudaan dan 
Olah Raga 

Statistik 

Persandian 

Kebudayaan 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

1) 

2) 

3) 

4) 

1) 
2) 

3) 

1) 
2) 

3) 
1) 

2) 

3) 

4) 

1) 

2) 

3) 

4) 

1) 
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Masih perlu ditingkatkannya pelaksanaan keterbukaan informasi 
publi.k di lingkungan pemerintah Kota Madiun; 
Masih perlu ditingkatkannya penyebarluasan informasi citra 
positif pemerintah di media masa untuk menangkal berita 
bohong/h.oax; 
Masih terbatasnya ruang informasi publi.k yang memadai untuk 
akses informasi bagi masyarakat; 
lnformasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum 
tersosialisasi dengan baik di masyarakat; 
Masih perlu ditingkatkannya partisipasi masyarakat dalam 
penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah; 
Masih perlu ditingkatkannya pelaksanaan standar layanan 
informasi publik di bidang publik lingkungan pemerintah Kata 
Madiun; 
Masih perlu ditingkatkannya penggunaan Teknologi lnformasi 
Komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 
Masih perlu ditingkatkannya pemerataan fasilitas akses informasi 
publi.k dan internet sehat; 
Masih perlu ditingkatkannya pemanfaatan teknologi informasi 
dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang 
produktif berbasis online menuju e-commerce; 
Masih perlu ditingkatkannya reguJasi daerah dalam pelaksanaan 
SPBE dan terwujudnya Smart City; 
terbatasnya sumber daya yang memadai dibidang layanan 

komunikasi dan informatika. 
Masih perlu ditingkatkannya fungsi koperasi, dimana sebagian 
besar koperasi bergerak pada kegiatan simpan pinjam; 
Masih perlu ditingkatkannya terbangunnya jaringan kemitraan 
antara UKM dengan pelaku usaha secara maksimal; 
Kualitas produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih 
terbatas dalam memenuhi standar nasional karena rendahnya 
penerapan teknologi dan inovasi produksi; 
rendahnya kemampuan SDM koperasi dalam pengembangan 

koperasi. 
Jumlah dan nilai investasi masih perlu ditingkatkan 
Masih perlu ditingkatkannya pelaporan Laporan Kegialan 
Penanaman Modal (LKPM) dari pelaku usaha 
Proses periijinan yang terbit tepat waktu masih perlu 
dipertahankan 
Masih terbatasnya ketersediaan sarana prasarana olahraga; 
Masih terbatasnya prestasi olahraga di tingkat regional, nasional 
bahkan ke tingkat internasional; 
Kurang optimalnva oeran serta ocmuda 
Masih perlu ditingkatkannya sistem integrasi data-data statistik 
sekloral daerah; 
Masih perlu ditingkatkannya ketersediaan data-data statistik 
sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah; 
Masih terbatasnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan 
data statistik pembangunan daerah; 
Masih perlu ditingkatkannya kapasitas sumber daya manusia 
dalam pendataan dan statistik daerah. 
Masih perlu ditingkatkannya penyelenggaraan keamanan 
informasi di lingkungan pemerintah Kota Madiun; 
Masih perlu ditingkatkannya perangkat daerah yang 
menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis 
informasi yang wajib diamankan; 
Masih perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana jejaring 
persandian daerah dan informasi; 
Masih terbatasnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan 
oersandian daerah. 
Masih terbatasnya pelestarian seni tradisi masyarakat Kata 
Madiun· 



No 

16. 

B.3 

l) 

2) 

3) 

ASPEK/BIDANG 
URUSAN 

Perpustakaan dan 
Kearsipan 

Fokus Urusan Pilihan 

Kelau tan dan 
Perikanan 

Pariwisata 

Pertanian 

2) 
3) 
4) 
5) 
1) 

2) 

3) 

4) 
5) 

1) 
2) 

3) 

4) 
5) 
6) 
7) 
1) 
2) 
3) 

4) 

1) 

2) 

3) 

4) 
5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 
12) 
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Masih terbatasnya pembinaan pelaku seni; 
Masih terbatasnya optimalisasi revitalisasi cagar budaya; 
Perlu adanya museum daerah Kota Madiun; 
Masih terbatasnva pembinaan seiarah lokal daerah . 
Masih perlunya dilakukan peningkatan pada sistem pelayanan 
perpustakaan untuk menghadapi era digitalisasi dan dinamika 
perkembangan teknologi infonnasi; 
Masih terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan sehingga 
masyarakat kurang memiliki minat untuk berkunjung; 
Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SOM pengelola 
perpustakaan dan kearsipan. 
Belum optimalnya pengelolaan arsip di Perangkat Oaerah 
Belum optimalnva Sosialjsasi peroustakaan dan kearsipan 

Keterbatasan lahan untuk pengembangan budidaya perikanan; 
terbatasnya SDM, permodalan, dan infrastruktur di bidang 
perikanan dan industri perikanan; 
terbatasnya penerapan teknologi tepat guna untuk 
mengembangkan produk dengan daya saing tinggi berbasis usaha 
rakyat (masyarakat lokal); 
Rendahnya margin keuntungan pembudidaya ikan; 
rendahnya konsumsi makan ikan masyarakat; 
Menurunnya SDI (Sumber Daya Ikan) di perairan umum; 
rendahnya kelembagaan dan sistem periiinan usaha perikanan. 
Masih terbatasnya pengelolaan destinasi pariwisata; 
Kurang optimalnya pemasaran pariWlsata; 
Masih perlu ditingaktkannya prasarana ruang kreatif sebagai 
ruang ekpresi, promosi bagi masyarakat kreatif Kota Madiun; 
Masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pariwisata 
dan ekonorni kreatif. 
Keterbatasan lahan untuk pengembangan sektor pertanian 
mengingat wilayah kota yang kecil; 
Tingginya alih fungsi lahan sektor pertanian menjadi kawasan 
industri, perdagangan dan permukiman penduduk; 
Produksi dan produktivitas komoditas pertanian pangan dan 
hortikultura belum optimal karena belum diterapkannya sistem 
pertanian yang modem; 
rendahnya kapasitas SOM petani dalam meningkatkan produksi; 

Kegiatan layanan pelatihan dan pendampingan oleh penyuluh 
sangat terbatas; 
Keterbatasan kemampuan petani memanfaatkan prasarana dan 
sarana pertanian yang dimiliki; 
Tingginya ketergantungan petani terhadap penggunaan pestisida 
kimia dan pupuk kimia; 
Keterbatasan akses petani terhadap permodalan yang 
berkelanju tan; 
Petani belum mendapatkan keuntungan maksimal karena 
panjangnya tata niaga produk pertanian; 
Terjadinya fiuktuasi iklim yang tidak menentu yang banyak 
menimbulkan kerugian bagi petani; 
Keterbatasan petani dalam mengakses pupuk bersubsidi; 
Masih perlu ditingkatkannya pengawasan produk hasil temak 
yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) karena keterbatasan 
petugas yang merniliki kompetensi di sektor Kesehatan 
Masyarakat Veteriner (Kesmavet); 

13) Peningkatan fasilitas permodalan untuk sektor peternakan 
(terutama petemak kecil yang tidak mempunyai agunan); 

14) Masih terbatasnya promosi pemasaran hasil petemakan; 
15) Masih terbatasnya obat-obatan hewan baik jenis maupun 

jumlahnya; 
16) Masih terbatasnya peralatan laboratorium dan kesehatan hewan; 
17) Masih terbatasnya tenaga petugas pemeriksa daging untuk 

Rumah Potong Hewan (RPH). 



No 

4) 

5) 

6) 

B.4 

B4.1. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
6) 

7) 

8) 

9) 
10) 

11) 
12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

ASPEK/BIDANG 
URUSAN 

Perdagangan 

Perindustrian 

Transmigrasi 

1) 

2) 

3) 
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Behun maksimainya revitalisasi pasar rakyat dan pengembangan 
kapasitas paguyuban pedagang; 
Masih perlu ditingkatkannya penerimaan PAD dari retribusi tera 
dan/atau tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang clan 
Perlengkapannya (UTTP); 
Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang 
cukup dan harga yang terjangkau serta terhindar dari praktik
praktik perdagangan yang tidak sehat. Selain itu, hal yang 
mendorong terjadinya praktik yang tidak sehat tersebut adalah 
belum maksimainya tingkat kesadaran konsumen dalam 
menggunakan haknya sebagai konsumen; 

4) Pemberdayaan pedagang dengan pelaksanaan penataan Pedagang 
kaki Lima (PKL); 

5) Masih perlu ditingkatkannya informasi jurnlah dan volume usaha 
oerdagangan baik oerdagangan formal dan informal. 

1) Masih terbatasnya akses permodalan untuk industri kecil dan 
menengah; 

2) Masih perlu ditingkatkannya pemanfaatan kawasan industri; 
3) banyak potensi sumber daya lokal yang belum diolah secara 

maksimal dalam skala industri; 
4) Kualitas SOM yang bergerak di bidang industri kecil belum 

ootimal sehinP-P-a lemah dalam oeneraoan teknolom oengolahan. 
1) Masih terbatasnya motivasi dan rendahnya minat masyarakat 

untuk menmkuti program transmiirrasi 
Fokus Unsur Penunjang 
Urusan Pemerlntahan Fungsi Penunjang Ad.ministrasi Pemerintahan 
Indeks Kepuasan Masyarakat cenderung fluktuatif. 

Perlunya revitalisasi nilai dan budaya kerja yang profesional, jujur , dan bersih di setiap 
jenjang birokrasi; 
Belum maksimainya penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat; 
adanya permasalahan pada kelembagaan seperti tumpang tindih tugas pokok fungsi yang 

mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal; 
Belum meratanya beban kerja antar dan intra perangkat daerah. 
Masih perlu ditingkatkannya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah; 
Masih perlu ditingkatkannya system administrasi untuk mendukung kinerja pimpinan; 
Masih perlu ditingkatkannya daya dukung perlengkapan untuk mendukung kinerja 
pimpinan; 
Masih perlu ditingkatkannya pelayanan keprotokolan kepada pimpinan; 
Kurang Akuratnya data dalam penyusunan laporan kinerja pemerintahan; 
Kurang tertibnya administrasi kecarnatan/kelurahan; 
Belum maksimainya penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 
Belum tersedianya data Rupa bumi yang terbaru; 
Sering terjadinya permasalahan tentang batas wilayah; 
Belum ditindal<lanjutinya MoU dengan Perjanjian Kerja Sama; 

adanya permasalahan pada kelembagaan, seperti adanya tumpang tindih kewenangan yang 
mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal; 
Belum adanya dukungan ketersediaan data kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan dan 
Analisis Beban Kerja (ABK); 
Masih perlu ditingkatkannya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah; 
Belum dimulainya penerapan pelaporan kegiatan Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi 
(LPUK) berbasis online menggunakan sistem aplikasi; 
Masih perlu ditingkatkannya koordinasi dan kerjasama antar-unit kerja serta antar-instansi; 
Prinsip money follow function, money follow organization harus mulai ditinggalkan, menjadi 
money follow programme; 
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan selama ini belum sepenuhnya melibatkan ci.vil 

soci.ety; 
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23) Masih perlu ditingkatkannya layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; 

Masih perlu ditingkatkannya ketersediaan data yang akurat dan komprehensif untuk 
24) pembangunan daerah; 

25) 
Masih perlu ditingkatkannya kinerja Tim Pemantauan dan Pengendalian Inllasi Daerah (TPID) 
Kota Madiun Dalam Rangka mengenc.alikan laju inflasi daerah; 

26) 
Masih perlu ditingkatkannya Kontrihusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 3 (tiga) BUMD 
yang ada; 

27) Belum Terpenuhinya SOP Dalam Pembinaan BUMD; 

28) 
Masih perlu ditingkatkannya Kualitas Produk Hukum Daerah, Pelayanan dan Kesadaran 
Hukum serta Publikasi; 
Kuanlitas, Kapabilitas dan Kualitas SOM Sekretariat DPRD kurang optimal, sehingga perlu 

29) ditingkatkan melalui training, supervise dan rekruitmen pegawai sesuai kebutuhan 
organisasi; 
Optimalisasi ketersediaan saran.a dan prasarana serta pengembangan kelembagaan 

30) Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga 
perwakilan; 

31) 
Belum tersedianya standar atau pedoman secara menyeluruh dalam rangka penyelenggaraan 
pelayanan dan dukungan sesuai standar terhadap penyelenggara tugas dan fungsi DPRD; 
Makin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan serta dukungan, 

32) yang dibebankan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun untuk 
peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya; 

B4.l. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Pembangunan 

] ) Masih perlu ditingkatkannya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di 
iaiaran Peram?:kat Daerah; 

2) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas Aparatur Pengawasan 

B4.2 . Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perenc anaan Pembangunan 

1) Belum terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan 
integratif an.tar wilavah serta sektor oerekonomian daerah; 

2) Masih perlu ditingkatkannya kualitas penyusunan dokumen perencanaan baik pada lingkat 
daerah maupun Perangkat Daerah; 

3) 
Masih perlu ditingkatkannya kordinasi an.tar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran 
horizontal dengan Perangkat Daerah maupun dengan pemerintah Pusat dan Provinsi; 

4) 
Masih perlu di tingkatkannya ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam 
oenvusunan dokumen oerencanaan oembarnrunan Kota Madiun yang berkualitas· 

5) 
Masih terbatasnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 
daerah· 

6) Masih perlu ditingkatkannya kuantitas dan kualitas sumber daya perencanaan di daerah; 

7) 
masih perlu ditingkatkannya pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian 
oembanirunan. 

B4.3. Urusan Pemerintahan F'ungsi Penunjang Keuangan 

1) 
Ketergantungan pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat yang 
mencapai 66 73% pada tahun 2017· 

2) Belum akuratnya database pajak dan retribusi daerah; 

3) Masih perlu ditingkatkannya penggalian potensi dan pemetaan potensi pendapatan daerah; 

4) Masih perlu ditingkatkannya manajemen pengelolaan pajak daerah; 

5) Perlunya komitmen mempertahankan opini WTP; 
Belum adanya pemahaman yang sama terkait mekanisme pemberian hibah dan bantuan 

6) sosial· 
7) Masih perlu ditingkatkannya pengelolaan aset daerah. 

B4.4 . Urusan Pemerintahan Fun.gsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 

Masih perlu ditingkatkannya sistem reward dan punishment dalam penyelenggaraan 
1) oemerintahan daerah · 
2) Penempatan pegawai belum berdasarkan kompetensi dan prest.asi kerja; 

3) 
Jumlah pegawai yang ada kurang dari jumlah pegawai yang dibutuhkan sesuai perhitungan 
ABK; 

4) 
Masih perlu ditingkatkannya kapasitas sumber data manusia aparatur dalam menjalankan 
tugas dan fungsi oemerintahan. 
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B4.5. Urusan Pemerlntahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan 

1) 
Masih perlu ditingkatkannya inovasi pembangunan daerah untuk peningkatan pelayanan 
bam. masvarakat· 

2) Terbatasnya sumber daya aparatur dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah; 

3) Belum dimanfaatkannya h asil penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 
kebiiakan daerah 

B4.6 . Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik 

1) 
Masih terbatasnya kesadaran masyarakat dalam memahami kehidupan berbangsa dan 
bemegara; 

2) Masih terbatasnya pemahaman generasi muda khususnya para pelajar SMP dan SMU/SMK 
tentang pentinimva Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara; 

3) Masih terbatasnya semangat Bhinneka Tunggal lka masyarakat yang berbeda suku, adat, ras 
dan etnis· 

4) Masih terbatasnya pembinaan dalam pelayanan aliran kepercayaan yang ada ; 

5) 
Masih lerbatasnya pemahaman masyarakat khususnya generasi muda dan pelajar dalam 
mengantisipasi dan menani:nrulangi bahaya narkoba dan kenakalan remaia; 

6) Masih terbatasnya rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan generasi 
muda· 

7) rendahnya peran serta masyarakat dalam menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif 
dalam kehidupan sosial di masvarakat; 

8) Masih terbatasnya keterpaduan dan sinkronisasi pencegahan antar aparat dalam penanganan 
konllik sosial ; 

9) Masih terbatasnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik; 

10) 
rendahnya pemahaman masyarakat dan Onnas/ LSM dalam ikut berpartisipasi sebagai salah 

satu steakholder dalam oemban1runan daerah dan kemasvarakatan. 
B4.7. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penunjang kecamatan 

Belum adanya pemetaan potensi wilayah kelurahan sehingga usaha ekonomi yang 
1) dikembangkan masyarakat di kelurahan tidak optimal. Kapasitas masyarakat dalam 

melakukan usaha-usaha oroduktif rendah · 

2) 
Masih perlu ditingkatkannya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat dan kelompok 
masvaraka t pembangunan · 

3) 
Semangat kepedulian nilai-nilai kegetongroyongan semakin menurun sebagai akibat dari 
berkembani:mva semangat materialistis dan individualistis di tim!'kat kelurahan· 
Menurunnya semangat kepedulian dan kemauan dari warga masyaraka t dalam 

4) pem berdayaan dan berpartisi pasi dalam pembangunan daerah sebagai akibat dari 
berkembanirnva semangat materialistik dan individualis· 
Masih perlu ditingkatkannya SDM di kelurahan dalam mengelola data dan aplikasi prom serta 

5) monografi kelurahan sehingga pemetaan potensi wilayah kelurahan belum tersajikan dengan 
baik. 

6) Saran.a dan prasarana kecamalan belum optimal dalam pelayanan kepada masyarakat; 

7) terbatasnya kemampuan SDM di kecamatan dan kelurahan. 

C. ASPEK DAYA SAING 
1) Masih terbatasnya kemandirian fiskal daerah yang ditunjukkan dengan masih reoalif 

rendahnya Deraiat Desentralisasi Fiskal (DDF) 
2) Kualitas infrastruktur perkotaan seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi masih 

perlu terus ditingkatkan 
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Terdapat lima pokok masalah pembangunan Kota Madiun 

berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan. Lima masalah pokok 

permasalahan pembangunan tersebut adalah 1. masih perlu ditingkatkannya 

kualitas sumber daya manusia; 2. Keter sediaan dan kualitas infrastruktur 

dengan kondisi sangat baik perlu ditingkatkan; 3 . Pembangunan ekonom i 

perlu didorong untuk lebih berkualitas dan marnpu pulih secepatnya sebagai 

dampak Covid-19; 4. Reformasi birokrasi mengalami p eningkatan narnun 

m asih perlu ditingkatkannya sesuai target; dan 5. Perlunya peningkatan 

kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonisasi. Hasil pemetaan 

tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut. 

1. masih per! u 
ditingkatkannya kualitas 
sumber daya manusia; 

2. Ketersediaan dan 
kualitas infrastrul<tur 

engan kondisi sangat baik 
perlu ditingkatkan; 

I 

3. P.embangunan ekonomi 
erlu didorong untuk lebih 
berkualitas dan mampu 

pulih secepat-nya sebagai 
dampak Covid 19; 

4. Reformasi birokrasi 
mengalami peningkatan 

namun masih perlu · 
1 

ditingkatkan sesuai target; I 

. 'da~ / 

; 5. Pe)-lunya peningkatan 
kehidupan masyarakat 

yang tentram dan 
harmonisasi. 

Gambar 4.1 
Lima Masalah Pokok Pembangunan Kata Madiun 

Dalam upaya mengatasi permasalahan pokok pembangunan, perlu 

diidentiflkasi faktor penyebab (akar masalah) masalah pokok yang telah 

diidentiflkasi. Permasalahan pokok masih perlu ditingkatkannya kualitas 

sumberdaya manusia, disebabkan oleh capaian 1PM yang lambat meskipun 

1PM Kota Madiun tertinggi ketiga di Jawa Timur. Selain itu peningkatan 

kemiskinan dan permasalahan kesehatan akbiat Covid-19 perlu juga menjadi 

perhat ian dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. Masih terbatasnya 

pencapaian ekonomi daerah yang inklusif disebabkan oleh masih rendahnya 

pertumbuhan ekonomi sebagai dampak Covid-19 dan relatif tingginya 

ketimpangan pendapatan. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya nilai 

investasi dan nilai tam bah sektor unggulan, serta masih perlu ditingaktkannya 

infrastruktur ekonomi daerah dan kemampuan keuangan daerah. 
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Hasil pemetaan tersebut sudah sejalan dengan tabel 2.160 2 ln tabel 261 

di bab II. Hasil pemetaan masalah pokok pembangunan lebih rinci dapat 

dilihat dalam tabel berikut. 

Tabe l 4.2 
Hasil Pemetaan Masalah Pokok berdasarkan Identifikasi Permasalahan Pembangunan 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 
Masih perlu ditingkatkannya 
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan 
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

Indek Masih perlu ditingkatkannya 
Pembangunan tenaga pendidik SD/ MI dan 
manusia sudah SMP /MTS dengan kualifikasi 

masih 
sangat tinggi lulusan Sl/S2/S3 

terbatasnya 
namun belum Belum terpenuhinya target SPM 
mencapai target pelavanan bidang kesehatan 

1. kualitas RPJMD Masih perlu ditingkatkannya sumber daya 
manusia 

pelayanan kesehatan rujukan di 
Rumah Sakit Umum Daerah Kota 
Madiun 
Pandemic Covid-19 menyebabkan 

Meningkatnya 
tingkat kemiskinan meningkat 
Meningkatnya jumlah PMKS 

tingkatkemiskinan 
Masih terbatasnya jaring 
pengaman sosial 
Masih perlu ditingkatkannya 
indeks kenvamanan kota 
Perencanaan pembangunan 
infrasL-uktur masih perlu 

Kuantitas dan 
ditingkatkan dan direncanakan 
secara komprehensif 

kualitas Masih terdapat jalan berkualitas 
infrastruktur masih 

Ketersediaan perlu peningkatan 
buruk 

dan kualitas Masih terbatasnya indeks 

infras truktur infrastruktur ekonomi daerah 

perkotaan dan Proporsi Belanja modal relatif 
2. pengelolaan rendah meskipun mengalami 

lingkungan peningkatan 

hidup perlu Masih perlu ditingkatkannya 

ditingkatkan sanitasi dan penyediaan air dan 
udara yang bersih 

Masih terbatasnya Penurunan kualitas lingkungan 

pengelolaan Kesiapsiagaan dan m.itigasi bencana 
kota lingkungan hidu p Pengelolaan limbah dan 
persampahan 
Sanitasi dan penvediaan air bersih 
Alih fungsi lahan pertanian 

Pembangunan 
Pandemic covid 19 masih belum 
pasti kapan akan diatasi 

ekonomi perlu Menurunnya 
Pembatasan mobilitas akibat 

3 didorong untuk pertumbuhan 
Covid-19 dan menurunnya 

lebih ekonomi tingkat konsumsi 
berkualitas 
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 
Industri utama di Kota Madiun 
terdam pak Covid-19 sehingga 
mengalami oenurunan oroduksi 
Nilai tam bah sektor unggulan 
masih terbatas 
Masih perlu ditingkatkannya 

Ketimpaangan 
infrastruktur ekonomi daerah 
Masih terjadinya ketimpangan Penclapatan 
antar wilayah khususnya antar 
kelurahan 
Masih terbatasnya penggalian 

Kapasitas fiskal ootensi PAD 
daerah terbatas Penentuan target pendapatan 

masih clalam skema oesimis 

Tata kelola 
Incleks reformasi birokrasi belum 

pemerintahan 
ootimal 
Masih terbatasnva kualitas ASN 

Reformasi 
dalam 

Kualitas pelayanan terhadap pelaksanaannya 
birokrasi 

belum optimal masyarakat masih perlu 
mengalami ditingkatkan 

4 
peningkatan Masih perlu Masih terbatasnya kualitas 
namun masih ditingkatkannya aoaratur 
perlu tata kelola 
ditingkatkannya pemerintahan yang 

Masih perlu ditingkatkannya sesuai target baik berbasis 
sistem informasi 

kapasitas pengeloalan 

dan teknologi 
pemeritahan 

/ digitalisasi 
Masih terdaoatnva kriminalitas 
Masih rawannva konllik sosial 

Perlunya Masih perlu Masih perlu ditingkatkannya 
peningkatan ditingkatkannya kesadaran masyarakat dalam 
kehidupan harmonisasi clan menjaga ketertiban, ketentraman 
masyarakat stabilisasi clan keindahan serta masih perlu 

5 yang tentram kehidupan ditingkatkannya tingkat 
dan masyarakat penyelesaian pelanggaran K3 
harmonisasi (ketertiban ketentraman, 
kehidupan keindahan) 
bermasyarakat 

Masih rendahnya 
Masih terbatasnya 

IPG dan IDG 
pengarusu tamaan gender dan 
oerlindune:an anak 

Su.mber: bab 11 (diolah, 2021) 

4 .2 Isu Strategis 

4.2.1 Identifikasi Isu-isu Strategis 

Penentuan isu-isu strategis merupakan langkah utama dalam 

menentukan arah kebijakan kedepan. Isu strategis merupakan kondisi yang 

perlu diperhatikan berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal 

sebagaimana digambarkan dalam urruan kondisi, permasalahan, dan 

tantangan pembangunan Kata Madiun. 
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Analisis isu-isu strategis didefinisikan berdasarkan berbagai 

permasalahan pembangunan daerah yang yang terjadi dan akan terjadi 

termasuk memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan. 

Isu strategis juga disusun berdasarkan berbagai hal yang dapat dimanfaatkan 

sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk 

mengantisipasi berbagai ancaman. 

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal 

yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruh yang besar, 

luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada Uma 

tahun mendatang sampai dengan berakhirnya masa perencanaan jangka 

menengah. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diproritaskan 

penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan 

pada sisa waktu pelaksanaan lima tahun mendatang akan lebih besar dan 

lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran 

menjadi sulit tercapai dan apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan 

akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat dalam jangka panjang. Penetapan isu-isu strategis pembangunan 

Kota Madiun berdasarkan hasil analisis terhadap lingkungan eksternal berupa 

permasalahan/ agenda/ aspek yang menjadi isu pada tingkat internasional, 

nasional dan regional yang berpengaruh luas. Disamping itu, dilakukan juga 

analisis terhadap kondisi lingkungan internal berupa permasalahan 

pembangunan yang dihadapi dan harus ditangani selama lima tahun 

mendatang. Adapun isu pada tingkat internasional, nasional, regional, dan 

permasalahan internal yang berpengaruh signifikan dapat dilihat dalam tabel 

berikut 
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Tabel 4 .3 
Identifikasi Isu-isu Strateeis Daerah Kota Madiun 

No Tingkat lsu / Dinamika 
Isu Strategis 

Pembangunan Daerah 
Dampak Pandemic Covid-19 terhadap ekonomi global dan vaksinasi global 
Sustainable Development Goals (SDGs) dicetuskan untuk meneruskan Milenium Development 
Goals (MDGs) agar lebih terarah dan berkelanjutan. SDGs diharapkan dapat dicapai pada 
tahun 2030 dan memiliki 5 pondasi utama meliputi: manusia, planet, kesejahteraan, 
perdamaian dan kemitraan dengan 17 target sasaran utama, yaitu: 

1 Tanpa Kemiskinan: Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh 
penjuru dunia. 

2 Tanpa Kelaparan: Tidak ada lagi kelaparan, rnencapai ketahanan pangan, 
perbaikan nutrisi, serta rnendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. 

3 Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan: Menjarnin kehidupan yang sehat 
serta mendorong keseiahteraan hidup untuk seluruh masvarakat di segala umur. 

4 Pendidikan Berkualitas: Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan 
meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan 

1 INTERNASIONAL yang inklusif dan berkeadilan serta rnendorong kesernpatan belajar seumur 
hidup bagi semua orang. 

5 Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum 
ibu dan perempuan. 

6 Air Bersih da.n Sanitasi: Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang 
berkelanjutan untuksemua orang. 

7 Energi Bersih dan Terjangkau: Menjamin akses terhadap sumber energi yang 
terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang. 

8 Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak: Mendukung perkembangan 
ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan 
produktif, serta pekeriaan yang layak untuksemua orang. 

9 Industri , lnovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang 
berkualitas, mendorong peningkatan industryyang inklusif dan berkelanjutan 
serta mendorong inovasi. 
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No Tingkat lsu / Dinamika 
lsu Strategis 

Pembangunan Daerah 
l0Mengurangi Kesenjangan: Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah 

negara maupun di antara negara-negara di dunia. 

llKeberlanjutan Kota dan Komunitas: Membangun kota-kota serta pemukiman 
yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan bekelanju tan. 

12Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab: Menjamin keberlangsungan 
konsumsi dan pola produksi. 

13Aksi Terhadap lklim: Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan 
dampaknya. 

14Kehidupan Bawah Laut: Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan 
kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang 
berkelaniutan. 

15Kehidupan di Darat: Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan 
keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara 
berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi 
penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta 
menghentikan kerueian keanekaragaman hayati. 

161nstitusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian: Meningkatkan perdamaian 
termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses 
untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab 
untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang ef ektif, akuntabel, dan 
inklusif di seluruh tingkatan. 

17Kemitraan untuk Mencapai Tujuan: memperkuat implementasi dan 
menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang 
berkelanju tan. 

Pemulihan ekonomi nasional dampak dari Covid-19 
Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan -

2 NASIONAL Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta 
Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Diperlukan klasterisasi wilayah 
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No Tingkat lsu / Dinamika 
lsu Strategis 

Pembangunan Daerah 
Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar 
Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman 
Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, 
pariwisata dan jasa produktif lainnya 
Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan surober daya air 

-
Stabilitas keamanan nasional dan kesu'ksesan pemilu nasipnal dan daerah 
Konsep pembangunan berbasis Smart City dengan pen gin tegrasian teknologi untuk 
menciptakan efisiensi, tr.em perbaiki pelayanan public dan peningkatan kesej ahteraan 
masyarakat melalui : 
1. Pemanfaatan Teknologi lnformasi yang inovatif; 
2. Terobosan pada sektor unggulan; 
3. Terobosan dalam penyelesaian masalah; 
4. Penggunaan data sebagai pengambil kebijakan atau keputusan; 
5. Kolaborasi antar bidang dalam penyelenggaraan pembangunan. 
Dimensi pembangunan berbasis Smart City meliputi : 
1. Smart Governance, meliputi unsur pelayanan public, birokrasi dan kebijakan public; 
2. Smart Branding, meliputi unsur membangun ekosistem pariwisata, daya saing bisnis dan 

industry kreatif serta penataan wilayah kota; 
3. Smart Economy, meliputi unsur penataan industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dan membangun ekosistem keuangan; 
4. Smart Living, meliputi unsur pembangunan lingkungan, menjamin fasilitas dan pelayanan 

kesehatan serta membangun transportasi dan logistik; 
5. Smart Society, meliputi unsur membangun masyarakat yang smart, membangun system 

edukasi, kearoanan & keselamatan; 
6. Smart Environment, meliputi unsur perlindungan sosial, tata kelola sampah dan limbah serta 

membangun daya saing energi yang berkelanjutan. 
Pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat akibat 

3 PROVINSI JAWA TIMUR pandemic Covid-19 
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No Tingkat lsu / Dinamika 
lsu Strategis 

Pembangunan Daerah 
Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial 
Peningkatan lapangan kerja melalui Millineal Job Center dengan cara memberikan job training, 
pendidikan vokasi, membantu starting-up usaha, membantu promosi bagi usahawan muda, 
dan membantu pembiayaan usaha pada tahap awal usaha 
Peningkatan pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas 
Pembangunan infrastruktur dalam kerangka pengembangan wilayah terpadu, dan keadilan 
akses bagi masyarakat pesisir dan terluar seperti Kawasan Lingkar Wilis, Lingkar Bromo, 
Lingkar Ijen, Gerbang Kertasusila, Koridor Maritim Pantura Jawa-Madura, Koridor Maritim 
Selatan Jawa. 
Pemberian tunjangan kehormatan bagi imam masjid di kampung, pesisir, dan pulau terluar. 
Kemudian perluasan tunjangan kehormatan bagi hafidz-hafidzoh. Penguatan peran pondok 
pesantren dalam mendorong partisipasi sekolah 
Peningkatan sektor pertanian, peternakan, perikanan darat dan laut, kehutanan, perkebunan 
untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan. 
Penguatan ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong 
pemberdayaan pemerintahan. 
Penyelenggaraan pemerin tahan yang bersih, efektif, dan anti korupsi. Peningkatan budaya 
meritokrasi, menyelenggarakan complain handling system, budaya birokrasi yang melayani dan 
efektif, menjaga clean government, sound governance, perluasan dan pelayanan berbasis IT. 
Penguatan harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup. 
lsu strategis berdasarkan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

• Meningkatkan pengelolaan potensi ekonorni daerah secara optimal 

• Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan1 kesehatan dan pelayanan 

~ KOTAMADIUN sosial 

• Mewujudkan kepemerintahan yang baik dalam situasi yang tertib, aman dan 
damai. 
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No Tingkat Isu / Dinamika 
lsu Strategis 

Pembangunan Daerah 

• Meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik di 
tingkat daerah, nasional maupu n internasional 

• Melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan men erapkan prinsipprinsip 

pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi 

- masyarakat 
Isu strategis berdasarkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah: 

• Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah dalam rangka mendorong peluang 
investasi dan pemerataan wilayah 

• Keseimbangan Fungsi Budidaya dan Fungsi lindung dalam Upaya membentuk 
Daerah vane: berkelaniutan 

• Pusat kegiatan wilavah dan Penetapan kawasan-kawasan stratee:is Kota 
• Pusat-ou sat pelavanan ekonomi skala ree:ional 
• Pene:embane:an pusat pelayanan kegiatan memperkuat hubungan antar kawasan 
• Pengembane:an ke2i.atan pertanian perkotaan 
• Peningkatan aksesib ilitas dan keterkaitan antar pusat kee:iatan 
• Pelestarian kawasan cagar budava 
• Pengembangan kawasan budidaya terbangun yangs}~}mempertimbangkan efisiensi 

pemanfaatan ruane: 
• Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan 

oermukiman 
Isu strategis berdasarkan Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLUS) 

• Penvediaan air minum dan sanitasi lingkungan 
• Penane:e:ulane:an kriminalitas dan keamanan 
• Peningkatan kesehatan masvarakat 
• Pengelolaan limbah dan sampah 
• Penamrnulangan kemis.kinan dan Penangguran 
• Penurunan kualitas lingkungan hidup 
• Kualitas pendidikan belum merata 
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No Tingkat Isu / Dinamika 
lsu Strategis 

Pembangunan Daerah 
• Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana 
• Kesetaraan gender dan oerlindungan anak 
• Pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah 
• Penvediaan Ruang Terbuka Hiiau fRTH) 
• Sarana dan prasarana oerkotaan 

Isu StrateE!is umum lainnya meliouti 

• Pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat 
akibat oandemi Covid-19 

• Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya 
saing 

• Peningkatan ekonomi daerah yang inklusif dan pengembangan Kawasan 
oertumbuhan ekonomi baru oeran vane: mandiri 

• Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan 
secara komprehensif 

• Penguatan tata kelola pemerintahan dan yang transparan, akuntabel dan 
berorientasi pada pelavanan oublic 

• Peningkatan harmonisasi kehiduoan bermasvarakat 

• Kolaborasi, kerjasama dan Sinergi dengan daerah baik secara vertical maupun 
horizontal 

• Klasterisasi wilavah sesuai ootensi soial ekonomi 



No 

1 

2 

- 322 -

4.2.2 Penetepanan Isu Strategis Pembangunan Daerah 

Isu strategis yang dapat dirumuskan dalam RPJMD ini ditetapkan 

berdasarkan kriteria-kriteria dalarn tabel di bawah. Setiap kriteria akan 

dikalikan dengan angka maksimum 100. 

Tabel 4 .4 
Kriteria Pembobotan [su-isu Strategis Daerah Kota Madiun 

No Krlteria Bobot 

1 Memiliki pengaruh yang besar / signifikan terhadap 15 
pencapaian sasaran pembanirunan nasional dan daerah 

2 Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah 20 
Daerah 

3 Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah 15 
dan masvarakat 

4 Memiliki daya ungkit yang sigiiflkan tcrhadap 20 
pem ban mm an daerah 

5 Kemunizkinan atau kemudahannva untuk ditangani 15 

6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 15 

Total 100 

Dari berbagai isu startegis pada sub bab sebelumnya kemudian 

dikelom pkan dan di ranking 

Tabel 4.5 
Hasil Perankingan Isu-isu Strategis Daerah Kota Madiun 

Isu Strategis Isu Strategis 
Nilai Skala Kriteria ke-

Total 
Ranking 

berdasarka.n 
utama 1 2 3 4 5 6 Skor 

pengelompokan 
Sumberdaya 
manusia 
Pencapaian SDGs 
Meningkatkan 
aksesibilitas dan Peningkatan 
kualitas pembangunan 
pendidikan, Sumber Daya 

90 90 80 
kesehatan dan Manusia yang 

90 80 80 85,5 3 

pelayanan sosial berkualitas dan 

Kesetaraan gender berdaya saing 

dan 
mem berdayakan 
kaum ibu dan 
perempuan. 
Pembangunan Percepatan 
Ekonomi pemulihan 

Pemulihan ekonomi daerah 
ckonomi nasional untuk 
sebagai dampak mencapai 90 85 90 90 85 85 87,5 1 

Pandemic Covid- ekonomi daerah 

19 terhadap yang inklusif 

ekonomi global melalui 
pen gem bangan 
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lsu Strategis Isu Strategis 
Nilai Skala Krlteria ke- Total 

Ranking 

No berdasarkan utama 1 2 3 4 5 6 Skor 
pengelompokan 
Perpres 80/2019 kawasan 
tentang pertumbuhan 
Percepatan ekonomi 
Pembangunan 
Ekonomi di 
Kawasan Gresik -
Bangkalan -
Mojokerto -
Surabaya -
Sidoarjo -. 
Lamongan, 
Kawasan Bromo -
Tengger - Semeru, 
serta Kawasan 
Selingkar Wilis 
dan Lintas 
Selatan. 
Diperlukan 
klasterisasi 
wilayah 
Penguatan 
ekonomi 
kerakyatan 
dengan berbasis 
UMKM, koperasi, 
dan mendorong 
pemberdayaan 
pemerintahan 
Meningkatkan 
pengelolaan 
potensi ekonomi 
daerah secara 
optimal 
Peningkatan 
ekonomi daerah 
yang inklusif dan 
pengem bangan 
Kawasan 
pertumbuhan 
ekonomi baru 
peran yang 
mandiri 
Klasterisasi 
wilayah sesuai 
potensi soial 
ekonomi 
Peningkatan nilai 
tambah ekonomi 
dan penciptaan 
lapangan kerja 
melalui pertanian, 
industri, 
pariwisata dan 
jasa produktif 
lainnya 
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Isu Strategis Isu Strategis 
Nilai Skala Kriteria ke- Total 

Ranking 

No berdasarkan utama 1 2 3 4 5 6 Skor 
pengelom pokan 

Infrastruktuur 
dan lingkungan 

Pembangunan 
infras tru ktu r 
dalam kerangka 
pengembangan 
wilayah terpadu, 
dan keadilan 
akses bagi 
masyarakat 
Melestarikan 
fungsi lingkungan 
hidup dengan Peningkatan 

menerapkan 
pembangunan 

prinsipprinsip 
infrastruktur 
kota dan 

3 
pencegahan, lingkungan 90 85 90 85 85 85 86,5 2 
penanggu langan hidup yang 
dan pemulihan berkualitas dan 
dengan berkelanju tan 
melibatkan secara terpadu 
partisipasi 
masyarakat 
Pemantapan 
ketahanan energi, 
pangan, dan 
sumber daya air 

Penguatan 
harmoni sosial 
dan alam dengan 
melestarikan 
kebudayaan dan 
lingkungan hidup 

Sosial 
kemasyarakatan 
Penguatan harmoni 
sosial dan alam Peningkatan 
dengan keamanan dan 

4 
melestarikan ketentraman 85 90 80 85 80 85 84,5 5 
kebudayaan dan 
lingkungan hidup 

kehidupan 

Peningkatan 
bermasyarakat 

harmonisasi 
kehidupan 
bermasyarakat 
Pemerintahan dan Penguatan tata 

Tata Kelola kelola 

pem bangunan pemerin tahan 

berbasis Smart daerah yang 

City transparan, 

5 Mewujudkan akuntabel dan 85 90 80 85 85 85 85,25 4 

kepemerintahan berorientasi 

yang baik dalam pada pelayanan 

situasi yang public berbasis 

tertib, aman dan system 

damai. informasi dan 
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Isu Strategis 
Isu Strategis 

Nilai Skala Krlteria ke-
Total 

Ranking 
No berdasarkan 

utama 1 2 3 4 5 6 Skor 
pengelompokan 
Meningkatkan telmologi serta 
kerja sama antar inovasi 
pemangku 
kepentingan 
pembangunan, 
baik di tingkat 
daerah, nasional 
maupun 
in ternasional 

Sesuai dengan kriteria diatas, terdapat lima isu strategis 

pembangunan daerah. Selain itu, berpijak pada analisis atas kondisi daerah 

dan masukan dari para pemangku kepentingan, maka isu strategis yang 

menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kota Madiun pada tahun 

pelaksanaan rencana jangka m enengah daerah 2019-2024 adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 4.2 
Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Madiun 
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1. Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk mencapai ekonomi daerah 

yang inklusif melalui pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi. 

Kondisi perekonomian daerah Kota Madiun perlu ditingkatkan 

ditengah pemulihan ekonomi daerah akibat pandemi Covid-19. Peningkatan 

tersebut dapat dilakukan dengan fokus pada peningkatan industri 

pengolahan, ekonomi lcreatif dan perdagangan, serta pertumbuhan sektor 

pariwisata. Struktur perekonomian daerah Kota Madiun masih didominasi 

oleh sektor tersier. Sampai dengan tahun 2020 sektor yang paling dominan 

berkontribusi terhadap perekonomian adalah sektor perdagangan besar 

dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Rata-rata kontribusi sektor 

tersebut lebih dari 25 persen terhadap PDRB. Sektor perdagangan besar 

dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor yang 

menjadi mata pencaharian sekaligus menyerap banyak tenaga kerja. Agar 

menjadi pilar pertumbuhan daerah sekaligus pemulihan dan peningkatan 

ekonomi yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan 

pertumbuhan sektor unggulan daerah. 

Peningkatan sektor unggulan dapat dimulai dengan peningkatan 

pertumbuhan sektor pengolahan dapat didukung dengan peningkatan 

ekonomi kreatif melalui proses produksi yang dilakukan pengerajin batik, 

kayu, souvenir, anyaman dan pengolahan makanan. Hasil pengolahan 

tersebut dapat diperdagangkan sekaligus meningkatkan pendapatan dan 

pertumbuhan sektor perdagangan. Dalam rangka pengembangan sektor 

pengelolahan dan perdagangan Pemerintah Kota Madiun harus 

memyiapkan lahan untuk pengembangan sektor industri serta 

mempercepat pemulihan dan peningkatan ekonomi da erah. Selain sektor 

unggulan tantangan dalam mempercepat pemulihan ekonomi ditengah 

pandemi yang berlangsung adalah pengembangan pariwisata. Perlu 

dilakukan upaya-upaya meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata 

dengan cara mempromosikan lokasi wisa~ di Kota Madiun yang memiliki 

nilai jual dan layak dipromosikan seperti; kawasan wisata spiritual, 

kawasan wisata kuliner, kawasan wisata cagar budaya dan kawasan wisata 

belanja/ shopping centre. Dengan pengembangan potensi kawasan wisata, 

diharapkan dapat memberikan dampak ganda dalam rangka mempercepat 

pemulihan ekonomi dan pembangunan Kota Madiun. Selain itu basis 

pengembangan ekonomi perlu dilakukan di masing - masing kelurahan. 

Sehingga setiap kelurahan bias mandiri dan menjadi pusat Kawasan 

pertumbuhan ekonomi baru. 
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2. Peningkatan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan hidup yang 

berkualitas dan berkelanjutan secara terpadu. 

Salah satu aset paling penting dalam pembangunan daerah adalah 

infrastruktur. Secara umum kondisi infrastruktur di Kota Madiun cukup 

bail<. Hal ini diindikasikan oleh indeks infrastruktur Kota Madiun tahun 

2020 sebesar 96%. Selain itu, persentase panjang jalan dapat 

menggambarkan kondisi infrastruktur daerah, kondisi panjang jalan dalam 

keadaan bail< Kota Madiun pada tahun 2020 meningkat sebesar 94,02% 

dari total panjang jalan sepanjang 433,485 km. Meningkatnya 

pembangunan infrastruktur juga ditandai dengan meningkatnya sarana 

panjang jalan di Kota Madiun yang telah memiliki trotoar yaitu sepanjang 

92,74 km. Namun demikian, secara keseluruhan indeks sarana prasarana 

Kota Madiun tahun 2020 sebesar 86,62 persen. 

Perlu dilakukan peningkatan dari sisi kuantitas dan kualitas 

diseluruh wilayah Kota Madiun. Pada sisi lain, intensitas yang tinggi dalam 

peningkatan pembangunan infrastruktur <lapat menimbulkan dampak 

negatif pada kelestarian lingkungan hidup (perubahan iklim mikro, 

menyusutnya daerah serapan air, berkurangnya sumber mata air, 

menurunnya kualitas air. Terwujudnnya infrastruktur kota juga ha.rus 

memperhatikan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. 

Kualitas lingkungan hidup dapat diukur dengan Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH terdri dari Indeks Kualitas Udara, Indeks 

Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Laban. Berdasarkan pengukuran IKLH 

Kota Madiun menunjukkan perbail<an dengan terus mcingkatnya nilai 

indeks setiap tahun hingga pada tahun 2020 sebesar 65,42. Indeks 

Kualitas Air Kota Madmn juga meningkat sebesar 78,50, peningkatan 

kualitas air selaras dengan peningkatan Indeks Kualitas Udara hingga 

sebesar 87,94. Sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Kota Madiun 2020 

hanya sebesar 38,87. 

Selain IKLH kualitas lingkungan hidup dapat dilihat persentase 

ruang yang dimanfaatkan, pada tahun 2020 pemerintah Kota Madiun telah 

berhasil memanfaatkan ruang sebesar 100 persen. Dapat dikatakan 

pemerintah Kota Madiun telah meningkatkan kualitas penataan ruang 

sekaligus pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas. Lingkungan 

hidup yang berkualitas dan berkelanjutan juga dapat menanggulangi 

bencana alam yang sering terjadi di Kota Madiun yaitu banjir. 
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3. Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan 

berdaya saing. 

Indikator utama kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari 

lndeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia dapat 

dihitung berdasarkan tiga aspek dasar yaitu aspek kesehatan, aspek 

pendidikan, dan aspek ekonomi. Selama lima tahun terkahir kualitas 

sumber daya manusia di Kota Madiun menunjukkan peningkatan. 1PM 

Kota Madiun pada tahun 2020 meningkat hingga mencapai 80, 91. Hal 

tersebut menunjukkan trend yang sangat positif, pada tahun sebelumnya 

1PM Kota Madiun termasuk dalam kategori tinggi pada tahun 2020 

berubah menjadi kategori sangat tinggi. Kota Madiun menduduki posisi 

tiga 1PM tertinggi dibandingkan dengan wilayah karisidenan Madiun 

bahkan di Provinsi Jawa Timur. 

Beberapa faktor yang menyebabkan IPM Kota Madiun berada di 

posisi 3 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur diantaranya adalah cukup 

meratanya jumlah kualitas pelayanan dasar masyarakat, terutama di 

bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Pada bidang 

pendidikan harapan lama sekolah telal1 mencapai sebesar 14,40 tahun 

atau harapan penduduk untuk bersekolah telah mencapai jenjang 

perguruan tinggi. Rata-rata lama sekolah Kota Madiun telah mencapai 

11, 14 tahun dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk di Kota Madiun 

mampu menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMA. Selain pendidikan, 

derajat kesehatan masyarakat di Kota Madiun cukup tinggi yang 

diindikasikan dengan indeks kesehatan sebesar 0,81 satuan indeks. 

Pemerintah Kota Madiun juga mampu menurunkan angka kematian ibu 

dan bayi dengan dibuktikan oleh tidak adanya angka kematian ibu dan 

kematian bayi yang tercatat pada tahun 2020. Hal tersebut mempengaruhi 

tingginya umur harapan hidup masyarakat Kota Madiun. 

4. Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel 

dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis system informasi dan 

teknologi serta inovasi. 

Tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pem bangunan harus 

dibarengi dengan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, akuntabel, 

dan berorietasi pada publik. Perkembangan kinerja tata kelola 

pemerintahan Kota Madiun selama lima tahun terakhir cukup baik. Hal ini 

dapat dilihat dari indikator kinerja keuangan melalui opini BPK dengan 

status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang konsisten selama lim.a tahun 

terakhir. 
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Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat kota Madiun telah mencapai 

89, 12%. Fungsi penunjang administrasi pemerintah reformasi birokrasi 

dan nilai hasil evaluasi kinerja penyelanggaraan pemerintah daerah telah 

mencapai target. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah selama lima 

tahun terakhir mendapatkan nilai B dan ditargetkan pada akhir periode 

RPJMD 2019-2024 telah mencapai target dengan nilai A. 

Perbaikan dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik 

tetap perlu dilaksanakan secara terus-menerus, terutama meliputi 

kelembagaan, manajemen aparatur, manajemen perencanaan dan 

penganggaran, prosedur operasi standar (SOP/ standart operation 

procedure), dan keterbukaan informasi pu blik yang memadai serta 

peningkatan pelayanan publik berbasis IT. Perlunya perbaikan dan 

peningakan kualitas SDM aparatur masih perlu ditingkatkan dalam rangka 

peningkatan kinerja pelayanan publik serta pengembangan tata kelola 

pemerintahan berdasarkan kerangka pikir bahwa kinerja birokrasi 

pemerintahan yang baik dan profesional serta penerapan prinsip-prinsip 

good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi 

faktor kunci keberhasilan pembangunan di Kota Madiun. 

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan 

profesional juga dilaksanakan melalui peningkatan kualitas perencanaan, 

pembangunan, pengendalian dan penganggaran daerah dengan melakukan 

evaluasi kinerja. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin 

maju, maka proses evaluasi kinerja dapat melalui melalui e-govemment 

yang meliputi e-planning, e-budgeting, dan lain sebagainya. Selanjutnya 

perlu juga melakukan optimalisasi pendapatan daerah melalui 

Pengembangan Potensi Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan 

Local Taxing Power, Opti.maliasi penerimaan dana perimbangan dari DAK 

yang bersifat buttom up, dalam mendukung pengembangan infrastruktur 

daerah; Optimaliasi Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan; Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak 

dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah. 

5. Peningkatan keamanan dan ketentraman kehidupan bermasyarakat. 

Keamanan dan ketentraman kehidupan bermasyarakat dapat 

diindikasikan oleh tingkat kriminalitas, rasa tentram dan jumlah 

pelanggaran perda. Angka k:riminalitas yang tertangani di Kota Madiun 

menunjukkan penurunan. 
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Pada tahun 2016 angka kriminalitas mencapai 14,93 persen 

menurun secara signifikan pada tahun 2018 sebesar 4,06 persen. Semakin 

rendah angka kriminalitas semakin tinggi rasa aman suatu daerah. Indeks 

ketentraman Kota Mactiun tahun 2020 mencapai 75% dan ctitargetkan pada 

akhir periode RPJMD 2019-2024 ak:an mencapai 85%. Tingkat 

keberhasilan penegakan Perda suatu daerah dapat diukur dengan indikator 

persentase penegakan Perda. Persentase penegakan perda tahun 2020 cti 

Kota Madiun telah mencapai 100%. Sedangkan, pelanggaran K-3 pada 

tahun 2020 mengalami penurunan dan pelanggaran K-3 yang berhasil 

ctitangani sebanyak 2051 kasus. 

Peningkatan keamanan dan ketentraman juga ak:an meningkatkan 

toleransi dalam bermasyarakat. Disisi lain, toleransi masyarak:at yang 

masih rendah mengenai pentingnya menjaga kebersamaan dan 

keharmonisan kehidupan sosial bermasyarakat akan memicu terjadinya 

konllik sosial. Partisipasi masyarak:at dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya perlu dioptimalkan. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan upaya sistematis, berkesinambungan, 

konsisten untuk meningkatkan toleransi dan peran/partisipasi masyarakat 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pem bangunan, menciptak:an 

keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta mengurangi angka 

kriminalitas dan penggunaan NAPZA. 
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Perubahan isu-isu strategis pada P-RPJMD dari RPJMD mumi dapat dilihat 

dalam tabel berikut 

Tabel 4 .6 
Perbandingan Isu Strategis RPJMD 2019-2024 dengan Ranwal RPJMD Perubahan 2019-2024 

NO RPJMD 2019-2024 
sebelum erubahan 

NO RPJMD Perubahan 2019-2024 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Peningkatan Kualitas Sekolah 
pada Semua Jenjang 
Pendidikan; 

Peningkatan Pelayanan 
Kesehalan; 

Penyelenggaraan Tata 
Pemerintahan yang Baik; 

Pengembangan Kota Madiun 
sebagai Pusat Pengembangan 
Jawa Timur Bagian Barat; 

Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan; 

Perce pa tan Pen gem bangan 
A oindustri· 
Peningkatan Kualitas 
Lingkungan Perumahan dan 
Permukiman Kota· 
Peningkatan Kualitas dan 
Kuantitas RTH serta 
Pengendalian 
Pemanfaatan Ruan Kota 
Tujuan Pembangunan 
Berkelanj utan ( Sustainable 
Deuelo ment Goals · 

Percepatan pemulihan ekonomi 
daerah untuk mencapai ekonomi 
daerah yang inklusif melalui 
pengembangan kawasan 

ertumbuhan ekonomi 
Peningkatan pembangunan 
infrastruktur kota dan lingkungan 
hidup yang berkualitas dan 
berkelan'utan secara te adu 
Peningkatan pembangunan 
Sumber Daya Manusia yang 
berkualitas dan berdaya sain 
Penguatan tata kelola 
pemerintahan daerah yang 
transparan, akuntabeldan 
berorientasi pada pelayanan publik 
berbasis system informasi dan 
teknolo · serta inovasi 
Peningkatan keamanan dan 
ketentraman kehidupan 
bermasyarakat 

10 Penguatan Pola Pembangunan 
Partisi atif· 

11 Peningkatan Kemampuan 
Keuan an Daerah. 

Berdasarkan tabel diatas, sebgaian isu-isu strategis dalam RPJMD mumi 

hampir semuanya bisa dikelopmokan dalam berbagai isu startegis dalam P

RPJMD. Sehingga bisa dikatakan isu-isu strategis dalam P-RPJMD merangkum 

secara eksplisit isu strategis dalam RPJMD mumi. Sleain itu, capaian indikator 

kinerja pada beberapa aspek isu strategis RPJMD murni sudah tercapai seperti 

pada peningkatan kualitas sekolah yang diindikasikan oleh indeks pendidikan 

yang mengalami peningkatan, peningkatan kemampuan keuangan daerah yang 

diindikasikan oleh derajat desentralisasi fiskal pun sudah mengalami 

peningkatan meskipun masih perlu terus diupayakan agar dapat mandiri 

secara fiskal . 
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Sedangkan beberapa isu-isu staretgis yang lainnya sudah tidak relevan, 

seperti pengembangan kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur 

Bagian Barat. Hal ini dikarenakan kebijakan pusat dan provinsi yang 

berorientasi pada pengembangan kawsaan selingkar wills. Dimana Kota 

Madiun diarahkan pada pengembangan industri dan wisata. Selanjutnya, 

banyaknya isu strategis dalam RPJMD mumi berakibat pada kurang fokusnya 

arah kebijakan pembangunan daerah. 
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BABV 

VISI, MISI, TU JUAN, DAN SASARAN 

5.1 Visi 

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah 

yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun mendatang. Visi juga harus 

menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/ atau isu strategis yang 

harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah 

pembangunan jangka panjang daerah. Visi yang ditetapkan dapat memberikan 

motivasi kepada selurun aparatur serta masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Dengan 

m empertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan 

yang dihadapi serta isu-isu strategis pada bab sebelumnya maka rumusan Visi 

Kota Madiun tahun 20 19-2024 adalah: 

"Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat 

Sejahtera" 

Terdapat Tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kota 

Madiun 2019-2024. Dalam menuju masyarakat Kota Madiun yang sejahtera 

diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif, sehingga visi 

tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kota Madiun diatas serta 

perubahan kondisi dan situasi baik internal dan ekstemal yang akan dihadapi 

pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Madiun dapat lebih berperan 

dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional terkhusus di Provinsi Jawa 

Timur, tingkat nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap 

Visi dimaksu d, menghasilkan pokok-pokok Visi yang diterjemahkan 

pengertiannya, sebagaimana Gambar 5.1. 

• 
VIS I: 
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PEMERINTAHAN 

BERSIH 
BERWIBAWA 
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pemerintahan vane 
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pelayanan prima yanc 
dldukunc oleh 

profeslonallsme aparatur, 
transparansl dan 

akuntabel 
I 

I - · • 

' I 

· Berwibawa · i 
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~ ' . 

Penyelenepraan 
pemerlntahan yang 

mampu mendenp rkan 
asplrasl masyarakat, 

mencedepankan 
keterbukaan lnformasi 

p:.ibllk, dan adanya 
kepemlmplnan publlk 
yanc dlhormatl dalam 

mendorong penlnckatan 
klnerja 

Gambar 5 . 1 

Kondlsl masyarakat yang 
mampu melangsungkan 

kehldupan lndlvldu 
rnaupun kelompok secara 
layak, sehat dan produktlf, 

adanya ketenteraman 
lal,lr batln seru tldak 
dlllputl oleh rasa takut 

Visi Pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024 
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Rumusan Visi RPJMD Kota Madiun 2019-2024 memiliki keterkaitan 

dengan visi RPJPD Kota Madiun 2005 - 2025, visi RPJMD provinsi Jawa 

Timur 2019-2024, dan visi RPJP Provinsi Jawa Timw- 2005-2025. Dalam 

upaya menjamin konsistensi, sinergitas antara rencana pembangunan jangka 

menengah daerah dengan RPJMN dan RPJPD, penjelasan visi harus 

menggambarkan keterkaitannya dengan RPJPD dan RPJPN untuk RPJMD 

provinsi dan keterkaitannya dengan RPJPD provinsi untuk RPJMD Kota 

Madiun. Keterkaitan visi Kota Madiun dengan RPJPD Kota Madiun 2005-2025, 

RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 5 . 1 
KeterkaHan Visi dengan RPJMD dan RPJP Provinsi 

Vis i RPJP Jatim Visi RPJMD Jatim 2019- Visi RPJPD Kota 
Visi RPJMD Kota 

2005-2025 2024 Madiun 2005-2025 
Madiun 

2019-2024 

Terwujudnya Jawa Timur 
Terwujudnya Jawa yang adil, sejahtera, Terwujudnya kota Terwujudnya 

Timur sebagai pusat unggul dan berakhlak Madiun sebagai Pusat Pemerintahan 
agribisnis dengan tata kelola pengembangan Jawa Bersih Berwibawa 

terkernuka, berdaya pemerintahan yang Timur bagian barat Menuju 
saing global dan partisipatoris inklusif yang maju dan Masyarakat 

berkelanjutan melalui kerja bersama sejahtera Sejahtera 
dan gotong royong 

5.2 Misi 

Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi 

pembangunan Kota Madiun tahun 2019 - 2024. Rumusan misi merupakan 

penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang 

harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi 

tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan 

jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. 
Tabel 5 .2 

Keterkaitan Pokok-Pokok Visi, Panca Karya, dan Rumusan Misi 

No. 
Pokok- Panca Karya (Janji 

Misi 
pokok Visi Politik) 

KARYA 2: Madiun 
Bersih Kota MELA Y ANI Mewujudkan pemerintahan yang 

1 
Berwibawa KARYA 5: Madiun baik (good governance) 

Kota TERBUKA 
KARY A 1: Madiun Meningkatkan kualitas hidup 
Kota PINTAR masyarakat Kota Madiun 
KARYA 3: Madiun Mewujudkan pembangunan yang 

Sejahtera 
Kota MEMBANGUN berwawasan lingkungan 

2 Mewujudkan kemandirian ekonomi 
KARYA 4: Madiun dan memeratakan tingkat 
Kota PEDULI kesejahteraan masyarakat Kota 

Madiun 
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Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan 

strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, 

kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pem bangunan daerah. 

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan 

dalam rangka mencapai perwujudan visi. Rumusan misi juga memperhatikan 

janj i politik kepala daerah pada saat kampanye yang tercermin dalam Panca 

karya. Panca karya ini akan menjiwai setiap misi yang dirumuskan, namun 

beberapa Panca karya di fokuskan pada beberapa misi seperti terlihat dalam 
tabel: 

02. lnfrastruktur 
Mewujudkan Pembangunan 
vane berwawasan 
llngkunpn 

Mewujudlcan Kemandirlan 
Ekonoml dan Memeratalcan 

Tlngkat Kesejahteraan Masyarakat 
Kota Madlun 

PEMBANGUNAN:DAERAH 

Gambar 5.2 

01. Tata Kelola 
Pemerintahan 

Mewujudkan Pemerintahan vani 
Balk (Good Govemanr.e) 

03. SOM dan Kualltas 
Hidup 
Meninckatkan kualltas hldup 
Masyarakat Kata Madlun 

Misi Pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024 

Empat misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang 

telah ditemakan dalam bentuk Visi pembangunan daerah Kota Madiun 
2019-2024. Dalam upaya penyamaan persepsl terhadap m isi tersebut serta 

mengurangi potensi ambiguitas dalam m emahami butir misi, maka penjabaran 

Misi diatas dapat d ijelaskan dalam tabel sebagai berikut: 
Tabel 5 .3 

p erumusan d P . I an enie asan 1S1 

No. 
Pokok-pokok 

Misi Penjelasan Misi 
Visi 

Dimaksu dkan untuk mewujudkan 
pelayanan birok:rasi pemerintah 
Kota Madiun yang prima, 
menjalankan fungsi birokrasi 

Mewujudkan sebagai pelayan masyarakat yang 

Bersih pemerintahan didukung dengan kompetensi 
1 

Berwibawa yang baik (good aparat yang professional dan 
governance) system modern berbasis informasi 

teknologi (IT) menuju tatakelola 
pemerintahan yang baik ( Good 
Governance) dan pemerintahan 
yang bersih ( Clean Government) 
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No. 
Pokok-pokok 

Misi Penjelasan Misi 
Visi 

Mewujudkan pembangunan 

Mewujudkan 
infrastruktur serta pengendalian 

pembangunan 
pemanfaatan ruang yang 

yang berwawasan 
berkualitas dengan 

lingkungan memperhatikan daya tampung 
dan daya dukung lingkungan 
secara berkelanjutan 

Meningkatkan Mewujudkan manusia yang 
kualitas hidup cerdas, sehat dan mandiri; 
masyarakat Kota meningkatnya pembangunan 
Madiun responsive gender. 

Meningkatkan pem bangunan 
ekonomi, kesempatan kerja dan 
perlindungan tenaga kerja, 

2 Sejahtera 
menciptakan iklim usaha yang 
kondusif, mengembangkan 

Mewujudkan 
koperasi dan UMKM, mewujudkan 

kemandirian 
pariwisata yang berdaya saing dan 

ekonomi dan 
berkelanjutan, Meningkatkan 

memeratakan 
ketahanan pangan. Selain itu 

tingkat 
kesejahteraan masyarakat dapat 

kesejah teraan 
dilihat dari tingkat kemiskinan 

masyarakat Kota 
dan ketimpangan yang menurun; 

Madiun 
menurunnya jumlah Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS); tingginya peran pemuda 
dalam pembangunan, dan 
meningkatnya prestasi olah raga 
tingkat nasional dan 
in ternasional. 

5.3 Tujuan dan Sasaran 

Sesuai dengan visi dan misi yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut: 

5 .3 . 1 Tujuan dan Sasaran Misi pertama 

Dalam rangka pencapaian misi 1. Mewujudkan Pemerin tahan yang Baik 

(Good Governance), maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut: 

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional 

yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities, dengan 

sasaran pembangunan sebagai berikut: 

S 1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah 

S2. Meningkatnya kualitas pelayanan public 
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Tujuan dan Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui 

desain kerangka logis p encapaian Misi-1 sebagai berikut: 

MISI 1 Mewujudkan Pemerintahan yang Baik 
(Good Governance) 

I 
I 
I 

-?:r-n rjf, ,; ',,,,- ;.";'1 :C-PM.'r;f~-- ,~. - . - \~f:,-"f 1~,, ;~I, ~.-;,f;-:ri,;i,q r-:-;-;r-. 
> 1·.-;r:f~Ti, ·,i:,;~i,zjf~ 0o1 ~, ,1 '·, :rs, ;n, r.~,T~ ;-. ;f ri: 

lndikator : Ihde ks Reformasi Birokrpsi 

Meningkatnya Akuntabilitas , 
Penyelenggaraan Pemerintah Daeran 

Nolal Akuntab,htas 
Kincrjn lnttans1 

PemL'finlah (A~IP) 

. . 
N1la1 Lapornn 

Perlanggun111awaban 
Pcmerlntah Dacrah 

(LPP.0) 

lndck•S~em 
• Pemcnntah;in 
Bcrb,uls Ei<'~-tronll

(SPBE) 

Meningkatnya kualitas 
pelayanan publik 

lnd~ks Kepuasan 
rxiasvarakat (IKMJ 

lruJek, lnovas, 
Dac,rah 

[ _________ ] 
Gambar 5.3 

Kerangka Logis Pencapaian Misi-1 Tujuan 1 

5 .3.2 Tujuan dan Sasaran Misi kedua 

Dalam rangka pencapaian misi Mewujudkan Pembangunan yang 

berwawasan lingkungan, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai 

berikut: 

2. Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, 

berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, dengan sasaran 

pembangunan sebagai berikut: 

S3. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota 

S4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 

Kerangka logis pencapaian misi kedua sesuai dengan tujuan dan sasaran 

diatas dapat diuraikan dalam gambar berikut: 

MISI 2 Mewujudkan pembangunan yang 
berwawasan lingkungan 

I 
I 
I • 

Meningkatnya l<ualitas 
,layanan lnfrastruktur l<ota 

Meningkatnya kualitas · 
lingkungan hidup 

lndeks lnfrastruktur ·. lndeks Kualitas 
· Lingkung_an Hidup 

Gambar 5 .4 
Kerangka Logis Pencapaian Misi-2 Tujuan 2 
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5.3.3 Tujuan dan Sasaran Misi ketiga 

Dalam rangka pencapaian misi Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat 

Kota Macliun, maka tujuan pembangunan clitetapkan sebagai berikut: 

3. Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas 

dan berdaya saing, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut: 

S5. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat 

S6. Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat 

S7. Meningkatnya Pemberdayaan Gender 

Tujuan dan Sasaran kemuclian dapat dengan mudah dipahami melalui 

Desain kerangka logis Pencapaian Misi ketiga yang disajikan sebagai beriku t: 

M ISI 3 Meningkatkan Kualitas Hidup 
Masyarakat Kofa Madiun 

~7.1'r",)Jl1(.~ •~?'Jii1h-:1~:-fr.1i;i~ 7n,;;:·. "fi'F.Ti I ;[,;F -,-:-r1 .· 

• ·::r-:..f:1 ~~t:1,f(~F-;ri) :.~ ;;)-.,y,;, :~"c·, (, r:. 
lndikotor: lndeks Pembangunan Manusia don lndeks Pembangunan ~nder 

Meningkatnya kualitas Pend1dikan 
masyarakat · 

Harapan Lama 
Sekolah 

·, 

Rata-Rata Lama < 
Sekolah . . 

Gambar 5 .5 

Meningkatnya 
DeraJat Kesehatan 

Masyarak~t 

f'ngka Harapan · 
H1dup. 

. ' 

Kerangka Logis Pencapaian Misi-3 Tujuan 3 

5.3.4 Tujuan dan Sasaran Misi keempat 

Meningkafnya 
Pemberdayaan 

Gender 

lndeks , 
Pemberdayaan 

Gender 

Dalam rangka pencapaian misi Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan 

Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun, maka tuJuan 

pembangunan clitetapkan sebagai berikut: 

4 . Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif, dengan sasaran 

pembangunan sebagai berikut: 

S8. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka 

S9. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi 

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemuclian 

dapat dengan mudah dipahami melalui desain kerangka logis Pencapaian Misi 

keempat yang clisajikan sebagai berikut: 
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MISI 4 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi don 
Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 

I 
I 
I 

•~f~•~. 
• - .. --.~. , •• ,.~_ ........ 1. __ .. - • 

-:-~'TIJ11:-!iWi•~,"ct~ 'cl~ ;-;f ·r,1·,trri;, . 

• lndikator: lndeks Pemba
0

ngunan Effkonoml lnklusif 

Menurunnya Tingkat 
Peng~ngguran :rerbuka 

Tingkat Pengangguran 
, Terbuka 

Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan 
' Ekonomi · 

Persentase 
Pertumbuhan PDRB 
Sektor Perdagangan 

Gambar 5 .6 

Persentase 
Pertumbuhan PDRB 

Sektor Jasa 

Kerangka Logis Pencapaian Misi-4 Tujuan 4 

5. Terwujudnya Pemerataan Kesejateraan dan Stabilitas Kehidupan 

Sosial Masyarakat, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut: 

S 10. Pengurangan Kemiskinan 

S 11. Meningkatnya stabilitas kehidupan social masyarakat 

Pemahaman terhadap lfr1ieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat 

d en gan m u dah dipahami melalui desain kerangka logis Pencapaian Misi 

keempat tujuan ke 5 yang disajikan sebagai berikut: 

MISI 4 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi don 
Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 

I 
I 
I 

~ • • H • • I 
;-(:1-;••i•)I• ;r,;'r-,:~·lr:F.Ti 1'.i::---:Jf:liil?l- ,,1·, :. I• ::;·1;·,1~,01. ·\' 1·;·.;, · · 

,·/;r1..~,,;-1;..-1'r.~ . . . 
· lndikator : lndeks Ketentraman don lndeks Gini • 

Pengurangan 
Kemiskinan 

Angka 
Kemiskinan 

' 

· . Meningkatnya Stabilitas l<ehidupan 
· Sosial Masyarakat 

lndeks 
· Kerukunan . 

Gambar 5 .7 

lndeks• Rasa 
Aman 

Kerangka Logis Pencapaian Misi-4 Tujuan 5 
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Secara u mum terdapat perubahan tujuan dan sasaran pembangunan 

dalam dokumen perubahan RPJMD 20 19 - 2024 . Tujuan pembangunan 

mengalami peru bahan dari yang sebelumnya terdapat em pat tujuan menjadi 

lima tujuan dengan narasi yang berubah. Tambahan 1 tujuan tersebut adalah 

Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif. 

Selanjutnya sasaran pembangunan mengalami perubahan dari 14 menjadi 11 

sasaran. Perubahan tersebut sejalan dengan refocusing pembangunan sesuai 

dengan perkem bangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terkini. 

Tabel 5 .4 

Tujuan Sasaran Sebelum dan Sesudah 

MISI 1: Mewujudkan Pemerintahan vane: Baik (Good Governance) 
RPJMD P-RPJMD 

Tujuan ' Sasaran Tujuan Sasaran 
Meningkatnya Tata 
Kela la Pemerin tah Terwujudnya tata 
Meningkatnya kelola Meningkatnya Pengelalaan pemerintahan yang akun tabili tas 

Terwujudnya Keuangan dan baik, bersih, dan 
penyelenggaraan 

Pemerintahan Pengawasan profesional yang 
pemerintah daerah 

yang Baik Penyelenggaraan berorientasi pada 
Pemerintahan pelayanan publik 
Daerah berbasis smart 
Meningkatnya cities 
Partisipasi Meningkatnya 
Masyarakat dan kualitas pelayanan 
Pemangku public 
Kepentingan 

MISI 2: Mewujudkan Pembangunan yan2 berwawasan lin2kun2an 
RPJMD P-RPJMD 

Tujuan Sasaran Tujuan Sasaran 
Meningkatnya 
Kualitas Terwujudnya Meningkatnya 

Terwujudnya Infrastruktur, Pembangunan kualitas layanan 
Infrastruktur sarana transpartasi infrastruktur Kota inf rastruktur kata 
Kota yang kata dan yang Maju, 
Berwawasan Permukiman berwawasan 
Lingkungan Meningkatnya lingkungan, dan 

Kualitas Penataan berkelanjutan Meningkatnya 
Ruangdan kualitas 
Pengelalaan lingkungan hidup 
Lingkungan Hidu p 

MISI 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun 
RPJMD P-RPJMD 

Tujuan Sasaran Tuiuan Sasaran 
Meningkatnya Terwujudnya Meningkatnya 

Terwujudnya Kualitas Kesehatan Pembangunan kualitas 
Masyarakat Kota Masyarakat Kata Sumber Daya pendidikan 
Madiun yang Madiun Manusia yang masvarakat 
berkualitas baik Meningkatnya 

berkualitas dan Meningkatnya 
berdaya saing Derajat kesehatan 

Kualitas Pendidikan Masyarakat 
Masyarakat Kata 
Madiun 
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Meningkatnya 
pemberdayaan 
Gender 

MISI 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat 
Kesejahteraan Mas "arakat Kota Madiun 

RPJMD P-RPJMD 
Tujuan Sasaran Tuiuan Sasaran 

Terwujudnya llilim 
Menurunnya Investasi yang 

Kondusif, dan tingkat 
Terwujudnya peningkatan pengangguran 
Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Terwujudnya 

terbuka 
Ekonomi dan 
Pemerataan 

Kerja Pembangunan 

Kesejahteraan Meningkatnya ekonomi inklusif Meningkatnya 

Masyarakat 
Pertumbuhan Pertumbuhan dan 
Sektor Unggulan perkembangan 
Daerah ekonomi 
stabilitas 
Ketersediaan 
Pangan dan 
Pemerataan 
Kesejahteraan 
Masvarakat 
Meningkatnya 
Kerukunan 

Terwujudnya Kehidupan Terwujudnya Pengurangan 
Stabilitas Masyarakat yang Pemerataan Kemiskinan 
Kehidupan Berbudaya dan Kesejahteraan dan 
Masyarakat yang Pemudayang Stabilitas 
Dinamis dan Berprestasi Kehidupan Sosial 
Kondusif Meningkatnya Masyarakat Meningkatnya 

Keamanan dan stabilitas 
Kenyamanan kehidu pan sosial 
Lingkungan masvarakat 

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam perubahan RPJMD 

Kota Madiun 2019-2024 menjadi tun tu tan yang perlu diperhatikan. 

Konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran 

menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat 

pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Walikota Terpilih. Berangkat 

dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan, 

dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut m1: 
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Tabel 5.5 
Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2019-2024 

Kondisi Tare:et Caoaian 
Misi/Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Satuan Awal 2021 2022 I 2023 2024 

Kondisi Akhir 
120201 

Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) 

Terwujudnya tata 
kelola pemerintahan 
yang baik, bersih, Indeks 

T. l dan profesional yang ITl.l Re formasi Indeks (BJ 65,55 (B) 67 (B) 68 (B) 69 (BB) 70,01 (BB) 70,01 
berorie ntasi pada Birokrasi 
pelayanan publik 
berbasis smart cities 

Nilai 
Akuntabilitas 

ISl. l Kinerja Skor BB (70,01) BB (73) BB (76) BB (79) A (80,01) A (80,01) 
Pemerintah Kota 
Madiun IAKlPl 
Nilai Laporan 

1S1.2 Penyelanggaraan Skor 3,385 Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Sangat Tinggi Pemerintah (linggi) Tinggi 
Daerah ILPPDl 

Meningkatnya lndeks Sistem Tidak ada 
S.l 

akuntabilitas Pemerintahan penila.ian 2,83 2,85 2,87 
penyelenggaraan 1S1.3 Berbasis lndeks 2,90 (Bi\JK) 2,90 (BAIK) 
pemerintah daerah Elektronik 

tahun (BAIK) (BAlK) (BAIK) 

(SPBEl 2020 

Opini BPK WTP WTP - - - - WTP 

Persentase 
Kelurahan yang 
mendapatkan % 18,51 - - - - 18,51 
klasifikasi 
Swasembada 
Indeks Kepuasan 

1S2.1 
Masyarakat lndeks 85,501 82,85 

83 (baik) 85 (baik) 86 (baik) 86 (baik) 
Meningkatnya (IKM) Pemerintah (baik) (baik) 

S.2 kualitas pelayanan KotaMad.iun 
public lndeks lnovasi 1892 1892 1900 1925 1950 1950 

1S2.2 Daerah 
lndeks 
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Kondiai Tare:et Capaian 
Mls1/Tujuan/Sasaran Indl.kator Kinerja Satuan Awal 

2021 2022 2023 2024 
Kondlai Akhir 

120201 

M1si 2 : Mewujudkan Pembangunan yang berwawaaan llngkungan 

Terwujudnya 
Pembangunan Indeks 
lnfrastruktu.r Kota Kenyamanan 

T.2 yang Maju, IT2.1 Kota (livable Indeka 86,67 87,78 88,19 88, 60 89,01 89,01 
berwawasan city) 
llngkungan, dan 
berkelanfutan 
Meningkatnya lndeks 
kualitas layanan 1S3.1 

infrastru ktu r 
Indeks 96,85 98,06 98,25 98,42 98,59 98,59 

infrastruktur kota 
Indeks Sarana-

S.3 Prasarana Indeks 87,12 - - - - 87,12 

Permukiman 

Kinerja Ruas % 0,38 -
Jalan 

- - - 0,38 

Meningkatnya lndeks Kualitas 
kualitas lingkungan 1S4.1 Lingkungan lndeks 60,15 57,69 57,77 57,85 57,93 57,93 
hidup Hidup 

S.4 Persentase 
Ruangyang % 100 - - - - 100 
dimanfaatkan 
RTRW 

Mla1 3 : Mening.Jmtlran kualltas hidup Maayarakat Kota Mad1u.n 

Terwujudnya 
Indeka 

IT.3.1 Pembangu.nan lndeks 80,91 81,25 81,70 82,15 82,35 82,35 
Pembangunan Manuala 

T.3 
Su.mber Daya 
Manualayang Indeka 
berkualltas clan IT.3.2 Pembangu.nan Indeks 94,38 94,40 94,44 94,49 94,51 94,51 
berdaya aal.ng Gender 

1S5.1 
Harapan Lama Tahun 14,39 14,40 14,41 14,42 14,43 14,43 Meningkatnya Sekolah 

S.5 kualitas penclidikan 
masyarakat 1S5.2 

Rata-rata Lama Tahun 11, 14 11 , 14 11, 15 11, 16 11,17 11 , 17 
Sekolah 
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Kondlsl Tuget CapaJan 
Misi/Tujuan/Sasaran lndikator Kinerja Satuan Awal 

2021 2022 2023 2024 
KondJai Akhir 

(2020) 

lndeks lndeks 0,77 0 ,77 
Pengetahuan 

. - - . 

Prestasi Pemuda 
dan Olahraga 

Kali ditingkat regional 
79 . . - . 79 

dan nasional 
Meningkatnya Derajat 1S6.1 Angka Harapan Tahun 72,81 72,81 72,8 1 72,81 72,81 72,81 

S.6 
kesehatan Masyarakat Hidup 

lndeks lndeks 0,81 0,81 
Kesehatan 

Meningkatnya 
lndeks 

S.7 1S7.1 Pemberdayaan Indeks 77,18 77,07 77,20 77,2 1 77,22 77,22 
Pemberdayaan Gender Gender 

M.isi 4: Mewajudkan Kemandirlan Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun 

Indeks 

IT4. l Pembangunan lndeka 6 ,69 6,38 6,40 6,42 6,44 6,44 
Terwujuclnya Ekonomi 

lnklusif T.4 Pembangunan 
Pertwnbuhan ekonomi inkluaif % -3,39 -3,39 
PDRB 

. - . . 

PDRB Perkapita Juta 52,57 . - - . 52,57 

Tingkal 
Menunmnya tingkat S9 .1 Pengangguran % 8,32 8,15 5,74 5 ,12 5,00 5,00 

S.8 pengangguranterbuka Terbuka 

ICOR % -0,91 . - - . -0 ,91 

Persentase 

1S8.1 
pertumbuhan 

% -10,83 2, 16 4,81 5 ,69 6,91 6,91 
PDRB sektor 
perdagangan 

Meningkatnya 
Persentase 

1S8.2 pertumbuhan % -0,93 0 ,58 0,76 2,78 3 ,42 3 ,42 
Pertumbuhan dan PDRB sektor iasa 

S.9 perkembangan Persentase 
ekonomi Pertumbuhan 

Sektor 
% -12,84 - . . . 12,84 

Pengolahan 
Persentase 
Pertumbuhan % 8,7 . . . . 8,7 
Sektor Pariwisata 
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Kondisi Tar2'.et Caoaian 
Misl/Tujuan/Sasaran lndikator Kinerja Satuan Awal 

2021 2022 2023 2024 
KondlsiAkhir 

(2020) 

Terwujudnya IT5. l Indeks Indeks 76,87 76,95 77,05 77,15 77,2 77,2 
Pemerataan Ketentraman 

T.5 Kesejahte raan dan 
Stabilitas Kehidupan 1T5.2 Indek Gini lndeks 0,39 0,38 0 ,37 0 ,36 0,35 0 ,35 
Sosial Masyarakat 

1S10.1 
Angka 

% 4,98 4,97 4,96 4,95 4,94 4,94 
Kemiskinan 

Pengurangan Rasio 
S.10 Kemiskinan Ketersedian 

Pangan Utama Rasio 1,38 - - - - 1,38 
dan Konsumsi 
Pangan 

B skor B skor 74,30 8 skor 76,40 B skor 78,40 8 skor 80,00 8 skor 80,00 

Meningkatnya IS 11.1 
lndeks lndeks 74,0306 (Harmonis) (Harmonis) (Harmonls) (Harmonls) (Ha•monis) 
Ken1kunan (Harmonis) S.11 stabilitas kehidupan 

sosial masyarakat 
1S11.2 

lndeks rasa 
aman 

lndeks 76,05 76,15 76,2 76,27 76,35 76,35 
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BAB VI 

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN DAERAH 

6.1 Strategi Pembangunan 

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang sudah 

ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi 

pem bangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi 

adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan 

daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang 

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya 

diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan 

dirumuskan Kata Madiun sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan 

sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) 

tahu n. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dalam konetks ini 

melingkupi perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada 

pencapaian visi dan misi pem bangunan daerah dan perencanaan operasional 

berupa perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada 

tiap urusan. 

Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi 

kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala sesuatu yang secara langsung 

dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap 

strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk 

mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan 

secara lebih rind kedalam masing-masing misi berdasarkan pendekatan 

u rusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Adapun arah kebijakan 

merupakan acuan untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar 

selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap periode waktunya. 

Penetapan arah kebijakan menjadi fokus yang sesuai dengan pengaturan pada 

level pelaksanaannya. Secara lebih detil strategi dan arah pembanguanan kota 

madiun dapat dilihat pada tabel beriku t: 

Tabel 6 . 1 
Strategi dan Arab kebijakan P-RPJMD Kota Madiun 

Misi/Tujuan/ Sa saran Sasaran Strategi 

Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baile (Good Governancel 

Terwujudnya tata Meningkatnya 1 
Peningkatan Akuntabilitas 

kelola pemerin tahan Kinerja dan Anggaran 
akuntabilitas 

T. l yang baik, bersih, S.l penyelenggaraan Peningkatan kapasitas fiscal 
dan profesional yang pemerintah daerah 2 daerah 
berorientasi pada 
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Misi/ Tujuan / Sasaran Sasaran Strategi 

pelayanan pu blik 
S.2 Meningkatnya kualitas 3 Peningkatan kualitas dan 

berbasis smart cities pelayanan pu blik manajemen pelayanan publik 

Misi 2: Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan 
Meningkatnya kualitas Peningkatan kualitas 

Terwujudnya 
S.3 

layanan infrastruktur 
4 infrastruktur dan sarana 

Pem bangunan kota prasarana kota dan 
infrastruktur Kota Permuk:iman 

T2 yang Maju, Meningkatnya kualitas 
5 

Peningkatan kualitas 
berwawasan lingkungan hidup oenataan ruane: 
Iingkungan, dan S.4 Peningkatan kualitas 
berkelanju tan 6 lingkungan hidup 

Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun 
Meningkatnya kualitas Peningkatan aksesibilitas dan 

Terwujudnya 
S.5 pendidikan masyarakat 7 kualitas pendidikan 

Pem bangunan Meningkalnya Derajat Peningkatan kualitas 
T.3 

Sumber Daya S.6 kesehatan Masyarakat 8 
oelavanan kesehatan Manusia yang 

Meningkatnya Peningkatan kuantitas dan berkualitas dan 
berdaya saing S.7 

Pemberdayaan Gender 
9 kualitas pembangunan 

berbasis kesetaraan dan 
keadilan gender 

Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan 
Masyarakat Kota Madiun 

Menurunnya ~gkat 10 Perluasan kesempatan kerja 
S.8 pengangguranterbuka 

Peningkatan kondusifitas 
11 iklim berinvestasi 

Penga.mbangan kebudayaan 

Terwujudnya 12 yang berbasis kearifan Iokal 

T.4 Pembangunan untuk peningkatan kualitas 

ekonomi inklusif Meningkatnya hiduo masyarakat 

S.9 
Pertumbuhan dan Peningkatan konstribusi 
perkembangan ekonomi 13 sector unggu Ian dalam 

oerekonomian 
Peningkatan produktivitas dan 

14 daya saing IKM, Usaha Mikro 
dan kooerasi 
Peningkatan kualitas dan 

15 kuantitas ketersediaan 
pangan 

S.10 
Pengurangan 

16 
Penurunan tingkal 

Terwujudnya Kemiskinan kemiskinan 
Pemerataan Peningkatan Perlindungan 
Kesejahteraan dan 17 dan Pemberdayaan 

T.5 Stabilitas Keseiahteraan Sosial 
Kehidupan Sosial Peningkatan peran serta 
Masyarakat Meningkatnya stabilitas 18 

masyarakat dala.m menjaga 
S.11 kerukunan, ketenteraman dan 

kehidupan sosial ketertiban 
masyarakat Peningkaten mitigasi resiko 

19 dan ketanl!'sruhan bencana 

Berdasarkan tabel 6.1 maka perumu san strategi pembangunan dan arah 

kebijakan pada tahun 2019 - 2024 dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Strategi 1: Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran. 
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Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran merupakan salah satu strategi 

pendukung perubahan dalam percepatan Reformasi Birokrasi suatu proses 

peru bahan besar dalam paradigm a tata kelola pemerin tahan yang 

mengarah pada area akuntabilitas serta pola pikir Pemerintahan Daerah. 

Strategi percepatan reformasi birokrasi pemerintahan daerah merupakan 

salah satu cara untuk memperkuat daerah dalam rangka menjalankan tata 

kelola kepemerintahan dan fungsinya. Lebih lanjut, pemerintah Daerah 

Kota Madiun sebagai daerah otonom, diberikan hak untuk mengurus proses 

bisnis kepemerintahan dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan, dan 

pembangunan daerah, berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas. Untuk 

itu, daerah perlu menggali sumber daya yang dimiliki agar dapat 

dimanfaatkan dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui 

penyediaan pelayanan, meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan 

potensi daerah serta dikelola secara demokratis dan akuntabel. 

Untuk mencapai hasil yang maksimal Kota Madiun melaksanakan hak 

dan kewajiban berdasarkan asas-asas kepemerintahan yang bai.k (good 

Governance). Untuk mewujudkannya, dibutuhkan komitmen yang konsisten 

dari semua pihak bai.k aparatur pemerintah, masyarakat maupun pihak 

swasta. Dalam strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran 

juga diperlukan perubahan perilaku terkait etika pemerintahan penegak 

hukum yang efektif serta pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan dapal berlangsung secara berdaya guna 

dan berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab. 

2. Strategi 2 : Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah. 

Pada era otonomi daerah, pemerintah mendapatkan kewenangan yang 

luas untuk mengatur, mengurus, mengembangkan dan memajukan daerah 

yang dikelola. Oleh karena itu keutamaan pelaksanaan otonomi daerah 

adalah terdapatnya keleluasaan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, 

kreativitas dan peran aktif masyarakat. Tantangan yang dihadapi Kota 

madiun saat ini adalah potensi ekonomi daerah yang masih perlu 

dioptimalkan dan uncenrtainty yang tinggi akibat pandemic covid-19. 

Daerah yang kurang potensi ekonominya akan menghadapi kesulitan untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga menimbulkan 

ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat sebagai salah 

satu sumber pembiayaan di daerah. Oleh karea itu untuk mewujudkan 

pengelolaan keuangan daerah yang mandiri, upaya optimalisasi potensi PAD 

dan upaya lainya diperlukan dalam rangka meningkatkan kemandirian 

fiscal daerah. 
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3. Strategi 3 : Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik. 

Pelayanan publik merupakan salah satu pelaksanaan fungsi 

pemerintahan daerah dengan cara pemberian layanan (melayani) keperluan 

masyarakat terkait kepentingan tertentu sesuai dengan regulasi dan tata 

cara yang telah ditetapkan. Upaya peningkatan kualitas dan manajemen 

pelayanan terhadap publik rnerupakan persoalan penting dalam 

pelaksanaan dan penyelenggaraan program pemerintahan di mana fungsi 

utama dari pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya 

adalah pemberian pelayanan publik yang optimal agar kepentingan 

masyarakat umum dapat terpenuhi. Untuk mencapai pelayanan yang 

berkualitas, perlu disusun suatu aturan ataupun ketentuan mengenai 

pelayanan kepada masyarakat yang efisien Hal ini dilakukan agar 

pelayanan yang diberikan lebih terarah dan memiliki proses yang terukur. 

Dalam perkembangannya, isu permasalahan lrualitas layanan muncu] dari 

masih lemahnya proses pelayanan publik yang diberikan pemerintah 

sehingga belum dapat memenuhi ekspektasi yang diharapkan masyarakat. 

Lebih jauh hal tersebut dapat ditandai dengan masih adanya keluhan 

masyarakat ataupun opini public yang buruk, sehingga dapat menimbulkan 

citra yang kurang baik terhadap pemerintah daerah. 

4. Strategi 4: Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana kota 

dan Permukiman. 

Upaya meningkatkan sistem penyediaan dan pengelolaan infrastruktur, 

sarana prasarana dan pemukiman kota yang berkualitas dilakukan melalui 

beberapa pendekatan diantaranya seperti pembenahan sistem jaringan 

drainase perkotaan; pengembangan sistem jaringan jalan yang terpadu dan 

kualitas prima; peningkatan kualitas manajemen dan rekayasa 

transportasi; akeses perumahan dan pemukiman; serta upaya - upaya 

penciptaan lingkungan perumahan yang sehat. 

5. Strategi 5: Peningkatan kualitas penataan ruang. 

Perkembangan membawa konsekuensi pada pemanfaatan pola tata 

ruang kota untuk berbagai kegiatan usaha maupun permukiman. 

Peningkatan pengelolaan ruang kota merupakan upaya mengendalian ruang 

kota agar pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang. SeJain itu, 

peningkatan pengelolaan ruang kota diarahkan pada peningkatan upaya 

pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. 

Dengan demikian, strategi ini perlu didukung oleh tata ruang mencakup 

ketersediaan produk hukum dan regulasi terkait pengaturan tata ruang 

yang dapat dijadikan acuan dalam membangun ruang kota, peningkatan 

kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan 

mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ruang dan daya 

dulrung lingkungan. 
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6 . Strategi 6: Peningkatan kualitas lingkungan hidup 

Pada dasarnya, peningkatan kualitas lingkungan hidup dilakukan 

melalui kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

Upaya tersebut dilakukan dengan mencegah terjadinya pencemaran clan 

kerusakan lingkungan hidup dengan penerapan siklus perencanaan, 

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharan, pengawasan dan penegakkan 

hukum terkait lingkungan hidup. Selain itu, strategi ini dilakukan 

mengoptimalkan ruang terbuka hijau agar dimanfaatkan secara 

berkesinambungan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan saat ini 

tetapi juga kebutuhan sumber daya di masa yang akan datang. 

7. Strategi 7: Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. 

Pendidikan merupakan aspek fundamental pembentukan pola pikir dan 

kepribadian manusia. Oleh karena itu keberadaan sistem pendidikan yang 

baik sangat krusial sehingga diharap dapat menghasilkan Sumber Daya 

Manusia yang berkualitas, terampil dan berdaya saing. Arah upaya - upaya 

yang dilakukan diantaranya adalah terkait peningkatan mutu dan kualitas 

pendidikan, seperti pengembangan layanan pendidikan anak usia dini, balai 

masyarakat, Lembaga pendidikan non-formal hingga optimalisasi 

pelaksanaan wajib belajar serta upaya pencapaian SPM bidang pendidikan. 

8. Strategi 8: Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. 

Kesellatan j;uga berpengaruh pada kualitas pembangunan manusia di 

mana masyarakat yang sehat mampu beraktivitas secara produktif dan 

berpartisipasi dalam proses pembangunan. Untuk itu strategi peningkatan 

kualitas kesehatan perlu didukung oleh upaya penyediaan layanan 

kesehatan berkualitas bagi semua kalangan baik dari sisi infrastruktur 

kesehatan, tenaga kesehatan, sampai dengan penyediaan informasi 

kesehatan terpadu. 

9 . Strategi 9: Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis 

kesetaraan dan keadilan gender 

Pengarus utamaan gender menjadi salah satu strategi pembangunan 

baik ditingkat nasional maupun daerah dalam upaya meningkatkan 

pembangunan yang berkualitas. Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas 

pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender, salah satunya 

dapat dilakukan melalui Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat responsif gender. 
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10. Strategi 10: Perluasan kesempatan kerja. 

Strategi peningkatan kesempatan kerja dilakukan dengan intervensi 

pasar kerja baik pada unsur tenaga kerja maupun industri yang memberi 

pekerjaan.Kesempatan kerja yang luas dapat memberikan dampak langsung 

terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.Adanya kesempatan kerja 

melalui industri ditunjukan dari peningkatan penyerapan tenaga kerja 

secara merata dari berbagai kalangan.Upaya tersebut dilaksanakan melalui 

peningkatan jaringan tenaga kerja, serta peningkatan keterampilan 

masyarakat agar siap kerja. 

Disisi lain, peningkatan keterampilan masyarakat diarahkan pada 

optimalisasi jejaring pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi serta 

pelatihan berbasis kewirausahaan. 

11. Strategi 11: Peningkatan kondusifitas iklim berinvestasi. 

Kondusifitas iklim berinvestasi adalah upaya yang dalam rangka 

perbaikan pelayanan investasi kepada investor agar mendapat kemudahan 

dalam merah peluang investasi di berbagai sektor ekonomi daerah. 

Cakupan peningkatan kemudahan berinvestasi dilakukan melalui upaya

upaya penyederhanaan prosedur berinvestasi, promosi investasi, dan 

penataan jaringan usaha investasi. Adapun peningkatan kemudahan 

berinvestasi diarahkan pada penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro 

investasi dengan prosedur yang pendek dan efisien. 

12. Strategi 12: Pengambangan kebudayaan yang berbasis kearifan lokal 

untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Peningkatan kualitas hidup masyarakat pada dasarnya merupakan 

strategi yang megupayakan penciptaan kehidupan sosial masyarakat yang 

berbudaya. Upaya itu dilakukan dengan memanfaatkan potensi budaya dan 

kearifan lokal yang ada di wilayah Kota Madiun dan wilayah sek:itarnya agar 

tetap lestari. Kemudian budaya lokal dijadikan branding daerah agar 

warisan dari leluhur dieksplorasi secara optimal. 

Adapun untuk pelestarian seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal, 

diarahkan melalui pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya serta 

situs budaya serta peranan lembaga seni budaya. Kemudan, dari sisi 

kelompok masyarakat, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam 

kondisi sosial masyarakat yang rukum dan berbudaya di Kota Madiun. 

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dilakukan dengan 

kebijakan yang mengarah pada peningkatan pemberdayaan masyarakat 

berbasis komunitas dan gender, peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan serta peningkatan partisipasi aktif pemuda. 
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13. Strategi 13: Peningkatan konstribusi sector unggulan dalam perekonomian. 

Pembangunan perekonomian melalui penguatan sektor unggulan 

merupakan strategi yang bertujuan untuk mendorong, merangsang, 

memelihara aktivitas usaha untuk dapat berkembang sehingga 

menciptakan lapangan pekerjaan bagi rnasyarakat dan meningkatkan nilai 

tambah perekonomian.Pengembangan produk ekonomi unggulan diarahkan 

pada pengembangan sentra-sentra usaha serta produk ekonomi dari sisi 

perdagangan dan jasa berbasisi keunggulan lokal, ekonomi kreatif, 

pariwisata, sarana prasarana perdagangan hingga upaya menuju 

masyarakat ekonomi digital . 

14. Strategi 14: Peningkatan produktivitas dan daya saing IKM, Usaha Mikro 

dan koperasi. 

Industri kecil menengah, Usaha Mikro dan koperasi merupakan 

penyangga ketahanan perekonomian masyarakat dan sumber pendapatan 

rumah tangga mikro. Kebijakan penguatan dan pengembangan IKM, Usaha 

Mikro, dan koperasi diarahkan pada peningkatan produktivitas Industri 

Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro. Adapun arah strategi 

pembangunan koperasi adalah pada dasarnya peningkatan kelembagaan 

koperasi yang berkelanjutan sehingga mampu bernilai ekonomi tinggi dan 

mensejahterakan anggotanya. 

15. Strategi 15: Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan. 

Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan 

merupakan faktor penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Lebih 

lanjut, penyediaan pangan diperlukan dalam lingkup untuk memenuhi 

kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga hingga individu secara 

berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan ketersediaan 

pangan dilakukan melalui peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan 

akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi 

seimbang dan aman. 

16. Strategi 16 : Penurunan Tingkat kemiskinan 

Permasalahan kemiskinan masih menjadi isu krusial di Kota 

Madiun.Sebelum pandemic Covidl 9 kemiskinan di Kota Madiun telah 

mengalami penurunan yang relative baik sekitar 4 persen. Namun Covid 19 

berdampak pada peningkatan kemiskinan dengan besaran mendekati 5 

persen. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya p enurunan kemiskinan 

khususnya tipe kemiskinan yang sangat miskin 
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17. Strategi 17: Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan 

Sosial. 

Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial merupakan upaya 

yang berkaitan dengan upaya mengurangi keterlantaran Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) . Kelompok PMKS yang tidak 

direhabilitasi secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang 

semakin meluas, melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta 

meningkatnya penduduk yang rentan (vulnerable). Ole karena itu, 

perlindungan sosial diarahkan pada peningkatan pelayanan dan rehabilitasi 

sosial bagi PMKS, termasuk bagi penduduk lanjut usia terlantar, 

penyandang cacat, dan anak terlantar. 

18. Strategi 18: Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga 

kerukunan, ketenteraman dan ketertiban. 

Ketenteraman dan ketertiban merupakan wujud dari masyarakat yang 

modem dan maju di mana hal tersebut menjadi tanggung jawab bagi 

seluruh pihak di Kota Madiun. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan 

peran serta masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban 

diantaranya pemberdayaan masyarakat serta peningkatan masyarakat agar 

senantiasa tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. 

Pelaksanaan tersebut dapat diarahkan pada penegakan peraturan 

perundang-undangan daerah, peningkatan cakupan penanganan gangguan 

ketentraman, ketertiban dan kenyamanan umum. Selain itu, peningkatan 

ketentraman dan ketertiban diarahkan keberadaan petugas perlindungan 

masyaralcat dan pemberdayaan masyarakat yang menjalankan fungsi 

penjagaan kenyamanan lingkungan. 

19. Strategi 19: Peningkatan mitigasi resiko dan ketangguhan bencana. 

Pada dasamya strategi ini berupaya mempersiapkan kejadian bencana 

yang tidak dapat diperkirakan. Dengan upaya kesiapsiagaan masyarakat 

baik fisik mapun non fisik dalam mengahadapi bencana maka dampak 

negative dari bencana dapat menimimalisasi berdasarkan resiko di setiap 

area lokasi rawan bencana. Upaya peningkatan ketangguhan bencana 

dilakukan melalui kebijakan peningkatan ketangguhan pemerintah dan 

masyarakat terhadap bencana. 
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6.2 Arah kebijakan Pembangunan 

Strategi dan arah kebijakan harus dipandang sebagai satu kesatuan 

skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Strategi terdiri dari tema

tema yang secara simultan sating melengkapi membentuk cerita atau skenario 

strategi, yang selanjutnya menj adi arah kebijakan pembangunan untuk tiap 

tahunnya. Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan 

strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam 

m encapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 

pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema 

pembangunan dan prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap 

tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan 

pemetaan strategi yang telah dirumuskan. 

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga 

memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam upaya 

memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap 

tahu n dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam 

agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas 

dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar 

RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD.Selanjutnya, tahapan- tahapan 

dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD. 

Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD 

memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan 

sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kata Madiun 

dapat dilihat pada Gambar berikut 

i<onsolidHl 
ln1plo.....,lall PAHCA 

KAAYA unt&ak 
......,ujudllan ,-,.,.,,,,..,t..,, ..,.,h 

P•nlnsJo,au,n 
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Gambar 6 .1 
Terna RPJMD/ Arah Kebijakan Pemerintah Kota Madiun 2019 · 2024 
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Tabel 6.2 
Arah kebijakan Pembangunan Kota Madiun 

ARAH KEBIJAKAN 

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

Konsolidasi Penguatan Peningkatan Pengutan Peningkatan Pemantapan 
implementasi kapasitas Pem bangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan 
PANCA KARYA pem berdayaan dan Ketahanan dan Ketahanan Ekonomi Ekonomi 

untuk masyarakat untuk SosiaJ Ekonomi SosiaJ Ekonomi lnklusif Menuj u Inklusif 
mewujudkan percepatan Menuju menuju Masyarakat Menuju 
Pemerintahan pertumbuhan Masyarakat Masyarakat Sejahtera Masyarakat 

Bersih yang berkualitas Sejahtera Sejahtera Sejahtera 
Berwibawa 

Menuju 
Masyarakat 
Sejahtera 

Pada perubahan RPJMD Kota Madiun ini, agenda / tema pembangunan 

pada tahun 2021 adalah peningkatan pembangunan dan ketahanan sosial 

ekonomi menuju masyarakat sejahtera. pada tahun 2022 adalah Penguatan 

Pembangunan dan ketahanan sosial ekonomi menuju masyarakat sejahtera. 

Selanjutnya pada tahun 2023 yaitu Peningkatan pembangunan ekonomi 

ink.lusif menuju masyarakat sejahtera. Sedangkan agenda pembangunan akhir 

masa periode RPJMD adalah Pemantapan pembangunan ekonomi inklusif 

menuju masyarakat sejahtera. S esuai dengan agenda pembangunan tersebut, 

arah kebijakan dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi di 

setiap tahunnya sebagai berikut: 

Tabel 6.3 
Penjelasan OperasionaJ Arah kebijakan Pembangunan Kota Madiun 

Strategi 
Penjelasan Operasional 

Arab Kebijakan 
2021 2022 2023 2024 

Peningkatan 1 Peningkatan 
Akuntabilitas kualitas 
Kinerja dan perencanaan ✓ ✓ ✓ ✓ 

Anggaran pembangunan 

2 Peningkatan dan 
pengintegrasian 
kualitas 
penyelenggaraan ✓ ✓ ✓ ✓ 
pemerintahan 
berbasis e-
ovemment 

3 Peningkatan 
pengawasan dan 
pengendalian 
penyelenggaraan 

✓ ✓ ✓ ✓ 

pemerintahan 
daerah 

4 Peningkatan peran 
dan kinerja lembaga 
pengelolaan ✓ ✓ ✓ ✓ 
keuangan daerah 
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Strategi 
Penjelasan Operasional 2021 2022 2023 2024 Arah Kebijakan 

2 Peningkatan 5 Optimalisasi potensi ✓ ✓ ✓ ✓ kapasitas fiscal PAD 
daerah 6 Peningkatan 

kemandirian fiscal ✓ ✓ ✓ ✓ 
daerah 

7 peningkatan DID 
melalui Rencana 
aksi yang jelas dan 
terukur ctidukung 

✓ ✓ ✓ ✓ oleh perencanaan 
program dan 
kegiatan yang 
berkualitas 

8 Peningkatan 
✓ ✓ ✓ ✓ Profesionalisme ASN 

3 Peningkatan 9 Penerapanlayanan 
kualitas dan public berbasis s1stem 
manajemen informasi dan ✓ ✓ ✓ ✓ 
pelayanan publik telrnologi ( e-

ovemment te adu 
10 Peningkatan 

penyelenggaraan 
pelayanan publik ✓ ✓ ✓ 
yang professional dan 
mela ani 

4 Peningkatan 11 Peningkatan 
kualitas kualitas layanan 

✓ ✓ ✓ ✓ infrastruktur dan moda transportasi 
sarana prasarana umum 
kota serta 12 Manajemen dan 

✓ ✓ ✓ ✓ Permukiman reka asa trar. ortasi 
13 Peningkatan 

kualitas ✓ ✓ ✓ ✓ 
infrastruktur · alan 

14 Optimalisasi 
jaringan drainase ✓ ✓ ✓ ✓ 

erkotaan 
15 Peningkatan 

kualitas perumahan ✓ ✓ ✓ ✓ 
dan ermukiman 

5 Peningkatan 16 Peningkatan upaya 
kualitas penataan pemanfaatan dan ✓ ✓ ✓ ✓ ruang pengendalian tata 

ruan 
17 Penguatan kualitas 

koordinasi, 
pembinaan dan ✓ ✓ ✓ ✓ pengawasan serta 
sinergi pemanfaatan 
ruan 

6 Peningkatan 18 optimalisasi Ruang ✓ ✓ ✓ ✓ 
k-ualitas Terbuka Hi"au RTH 
lingkungan hidup 19 Peningkatan tata 

kelola sampah dan ✓ ✓ ✓ ✓ 
lirn bah secara 
berkelan ·utan 

I 20 Pengendalian 
pencemaran dan ✓ ✓ ✓ ✓ 
kerusakan 
lin kun an 

7 Peningkatan 21 Peningkatan 
aksesibilitas dan Harapan Lama ✓ ✓ ✓ ✓ 
kualitas Sekolah 
pendidikan 22 Peningkatan 

kualitas manajemen ✓ ✓ ✓ ✓ 
sekolah 

23 Peningkatan kualitas 
proses pembelajaran 

✓ ✓ ✓ ✓ untuk memenubi 
target SPM bidang 

endidikan 
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Strategi 
Penjelasan Operasional 2021 2022 2023 2024 

Arah Kebijakan 
24 Pengembangan 

layanan penclidikan ✓ ✓ ✓ ✓ 

anak usia dini 
25 Pengembangan 

layanan pendidikan ✓ ✓ ✓ ✓ 

inkulisif 

8 Peningkatan 26 Peningkatan akses 
kualitas serta kualitas ✓ ✓ ✓ ✓ 
pelayanan pelayanan 
kesehatan kesebatan te 

27 Peningkatan 
sumberdaya dan ✓ ✓ ✓ ✓ 

informasi kesehatan 
28 Peningkatan 

Promosi, upaya 
Kesehatan ✓ ✓ ✓ ✓ 

Masyarakat dan 
Lin kun an 

29 Peningkatan 
pelayanan ✓ ✓ ✓ ✓ 
kesehatan primer 
dan ru·ukan 

30 Peningkatan 
Advokasidan 
Penggerakan 
Program Bangga 
Kencana dan 
Penguatan Sistem 
Informasi Keluarga ✓ ✓ ✓ ✓ 

serta Penguatan 
Pemaduan dan 
Sinkronisasi 
Kebijakan 
Pengendalian 
Penduduk 

, 31 Pening.katan akses 
dan kualitas 
penyelenggaraan ✓ ✓ ✓ ✓ 

KBKRyang 
kom rehensif 

32 Peningkatan 
ketabanan dan 
kesejahteraan 
keluarga yang holistik 

✓ dan integratif sesuai ✓ ✓ ✓ 

siklus hidup, serta 
menguatkan 
pembentukan 
karakter di keluar a 

9 Peningkatan 33 Peningkatan 
kuantitas dan pembangunan dan 
kualitas pem berdayaan 
pem bangunan masyarakat ✓ ✓ ✓ ✓ 

berbasis responsif gender 

kesetaraan dan 
keaclilan ender 

10 Perluasan 34 Penin&katan 
kesempatan kerja kompetensi dan ✓ ✓ ✓ ✓ 

ketrampilan 
masyarakat 

35 Peningkatan 
jaringan tenaga ✓ ✓ ✓ ✓ 

ker·a 

11 Peningkatan 36 Penyediaan 
kondusifitas iklim kebijakan ramah ✓ ✓ ✓ ✓ 

berinvestasi investasi 
37 Penyederhanaan 

prosedur pendukung ✓ ✓ ✓ ✓ 
perijinan dan 
investasi 
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Strategi 
Penjelasan Operasional 2021 2022 2023 2024 

Arah Kebijakan 

12 Pengambangan 38 Pelestarian Seni dan 
kebudayaan yang Budayayang ✓ ✓ ✓ ✓ 
berbasis kearifan berbasis kearifan 
lokal untuk lokal 
peningkatan 39 Peningkatan 
kualitas hidup partisipasi aktif ✓ ✓ ✓ ✓ 

masyarakat pemuda 

13 Peningkatan 40 Peningkatan 
konstribusi sektor konstribusi sector ✓ ✓ ✓ ✓ 
unggulan dalam perdagangan dan 
perekonomian asa terhada PDRB 

41 Pengembangan 
sentra-sentra 
usaha/produk 
ekonomi lokal ✓ ✓ ✓ 
(produk khas 
daerah) berba sis 
kelurahan 

42 Peningkatan 
Pengelolaan ✓ ✓ ✓ ✓ 

Pariwisata 
43 Peningkatan sarana 

dan prasarana ✓ ✓ ✓ ✓ 
perdagangan yang 
re resentatif 

44 Pengembangan 
ekonomi kreatif 

✓ ✓ ✓ ✓ 

45 Pengembangan 
ekonomi digital ✓ ✓ ✓ ✓ 

masyarakat 

14 Peningkatan 46 Peningkatan 
produktivitas dan Produktivitas IKM ✓ ✓ ✓ ✓ 

daya saing IKM, dan Usaha Mikro 
Usaha Mikro dan 47 Pengembangan 
koperasi Sistem Pendukung 

Kewirausahaan dan ✓ ✓ ✓ ✓ 
Keunggulan 
Kompetitif Usaha 
Mikro 

48 Peningkatan 
kelembagaan ✓ ✓ ✓ ✓ 
koperasi 

15 Peningkatan 49 Peningkatan ✓ ✓ ✓ ✓ 
kualitas dan ketersediaan 
kuantitas 50 Peningkatan 
ketersediaan Diversifikasi dan ✓ ✓ ✓ ✓ 

pangan Ketahanan Pangan 
Mas arakat 

51 Peningkatan akses 
pangan dan perilaku 
pangan masyarakat 

✓ ✓ ✓ ✓ 
yang beragam, 
bergizi , seimbang 
dan aroan. 

16 Penurunan 52 Peningkatan 
tingkat database ✓ ✓ ✓ 
kemiskinan kemiskinan berbasis 

RT/ RW 

53 Peningkatan jejaring ✓ ✓ ✓ ✓ 
sosial 

54 Penguatan program 
pengentasan ✓ ✓ ✓ ✓ 
kemiskinan 
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Strategi 
Penjelasan Operasional 2021 2022 2023 2024 

Arab Kebijakan 

17 Peningkatan 55 Peningkatan 
Perlindungan dan pelayanan dan ✓ ✓ ✓ ✓ 
Pemberdayaan rehabilitasi sosial 
Kesejahteraan ba . PMKS 
Sosial 56 Perungkatan 

' Kualitas Hidup 
Perempuan dan ✓ ✓ ✓ ✓ 
Anak serta 
Rehabilitasi Sosial 

18 Peningkatan 57 Peningkatan 
peran sena masyarakat yang ✓ ✓ 
masyarakat tertib dan patuh 
dalam menjaga terhada 
kerukunan, 58 Pening 
ketenteraman ketentraman dan ✓ ✓ ✓ ✓ 
dan ketertiban ketertiban 

59 Penguatan peran 
masyarakat dalam ✓ ✓ ✓ ✓ membangun 
Kerukunan 

19 Peningkatan 60 Peningkalan 
mitigasi resiko ketangguhan 
dan ketangguhan pemerintah dan ✓ ✓ ✓ ✓ 
bencana masyarakat 

terhadap bencana 



I 
I Sasaran I 

Meningkatnya 
Tata Kelola 
Pemerintah 
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Tabel 6.4 
Persandingan Strategi, Sasaran dan Arah Kebijakan Antara 
RPJMD 2019-2024 Dengan Perubahan P-RPJMD 2019-2024 

RPJMD 2019-2024 P-RPJMD 2019-2024 
Stratevi I Arah Kebiiakan Sasaran Stratelti Arah Kehiiakan 

Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Gove rnance ) 

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Tidak spesifik Meningkatnya Peningkatan peningkatan kualitas perencanaan 
(Good Governance) untuk peningkatan kinerja birokrasi akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja pembangunan 
melalui peningkatan kualitas perencanaan penyelenggaraan dan Anggaran 
pembangunan daerah serta pelaporan kinerja pemerintah daerah 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan 
pengintegrasian pada sistem akuntabilitas kinerja yang 
beroihak pada kebutuhan masyarakat. 
Meningkatkan kualitas pelayanan publik rnelalui Tidak spesifik Peningkatan dan pen gin tegrasian 
penguatan Sistem lnovasi Daerah (SIDA) pada seluruh kualitas penyelenggaraan 
pelayanan publik perangkat daerah. pemerintahan berbasis e-

government 
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola Tidak spesifik Peningkatan pengawasan dan 
pemerintah melalui pen gin tegrasian sistern yang pengendalian penyelenggaraan 
berbasis E-governrnent, E-planning, E-budgeting, E- pemerintahan daerah 
Contract dan E-Monev. 

Penerapan Wilayah yang telah terintegrasi teknologi Tidak spesifik Peningkatan peran dan kinerja 
inforrnasi dan kornunikasi dalam tata kelola sehari-hari lembaga pengelolaan keuangan 
untuk mempertinggi efisiensi, memperbai.ki pelayanan daerah 
publik dan meningkatkan kesejahteraan warga (Smart 
City) di Kota Madiun 

Optirnalisasi Program satu RT satu free will untuk Tidak spesifik Meningkatnya Peningkatan kapasitas Optimalisasi potensi PAD 
peningkatan pembelajaran online dan pengernbangan Kapasitas fiscal daerah 
ekonomi masyarakat berbasis internet. keuangan daerah 

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan Tidak spesifik Peningkatan kemandirian fiscal 
keterbukaan informasi publik melalui daerah 
pengintegrasiannya dalarn Sistem Akuntabilitas lnstansi 
Pemerintah ISAKIPI. 

peningkatan DID melalui Rencana 
aksi yang jelas dan terukur 
didukung oleh perencanaan 
program dan kegiatan yang 
berkuolitas 



Sasaran 
Meningkatnya 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Pengawasan 
Penyelenggaraa 
n Pemerintahan 
Daerah 
Meningkatnya 
Partisipasi 
Masyarakat dan 
Pemangku 
Kepentingan 

Meningkatnya 
Kualitas 
lnfrastruktur, 
sarana 
transportasi 
kota dan 
Permukiman 

Meningkatnya 
Kualitas 
Penataan Ruang 
dan Pengelolaan 
Ling)cungan 
Hidup 

RPJMD 2019-2024 
Strateiti 

Meningkatkan dan mengembangkan kualitas 
pengelolaan keuangan Daerah melalui pembinaan 
maturitas penerapan sistem pengendalian internal 
Pemerintah, penguatan prosedur standar pengelolaan 
keuangan serta peningkatan komitmen seluruh jajaran 
di Perangkat Daerah dalam peningkatan kualitas 
oene:elolaan keuangan daerah. 
Menguatkan kualitas mekanisme peningkatan 
partisipasi masyarakat dan pemangku k~pentingan 
dalam pembangunan Kota Mad.iun melalui 
pengembangan ide atau gagasan inovatif masyarakat 
untuk peningkatan ekonomi masyarakat Kota Mac!iun. 
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Arah Kebiiakan 
Tidak spesifik 

Tidak spesifik 

Sasa.ran 
Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
publik 

P-RPJMD 2019-2024 
Strategi Arah Kebifakan 

Peningkatan kualitas i-.:..P.:::e::::nm::::· ~lf:c,:ka=t:!::an~Pr:..,;.:o:.:.fe::::s::.:i.::o:.:n=ali=·.:::sm=e:...;A..:.S=-cN--1 
dan manajemen penerapan layanan public berbasis 
pelayanan publik sistem informasi dan teknologi (e-

government) terpadu 

Peningkatan penyelenggaraan 
pelayanan pu blik yang professional 
dan melavani 
Peningkatan dan Pengintegrasian 
kualitas penyelenggaraan 
pemerintahan berbasis e-
e:ovemment 

Misi 2: Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan 

Meningkatl--.an Indeks Daya Saing Infrastruktur melalui Tidak spesifik Meningkatnya Peningkatan kualitas 
penguatan koordinasi dan sinergi vertikal dan horizontal kualitas layanan infrastruktur dan 
dan peoguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan infrastruktur kota sarana prasarana kota 
pengawasan, yang meliputi jalan dan jembatan; air dan Permukiman 
minum; penyehatan lingkungan perumahan; dan 
aksesibilitas masyarakat terhadap perumahan dan 
oermukiman. 
Menurunkan d.isparitas wilayah lingkup Kota Mad.iun Tidak spesifik 
yang sinergis dengan kebijakan pengembangan wilayah 
Provinsi Jawa Timur melalui penguatan prioritas 
oembanllllnan infrast:ru.ktur. 

Meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengelolaan 
lingkungan hidup melalui penguatan lrualitas 
koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi 
pemanfaatan ruang dan peogelolaan lingkungan hidup 
secara berkesinambungan dan melalui optimalisasi RTH 
dan peningkatan peran seluruh stakeholder dalam 
mcninP-katkan keasrian !inalmne:an. 

Tidak spesifik meningkatnya 
kesesuaian 
pemanfaatan ruang 

Peningkatan kualitas 
penataan ruang 

Peningkatan kualitas layanan 
moda transportasi umum 

Manajemen dan rekayasa 
tranportasi 

Peningkatan kualitas infrastruktur 
ialan 
Optimalisasi jaringan drainase 
perkotaan 
Peningkatan kualitas perumahan 
dan permukiman 

Peningkatan upaya pemanfaatan 
dan pengendalian tata ruang 
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RPJMD 2019-2024 P-RPJMD 2019-2024 
Sasaran Stratevi Arah Kebiiakan Sasaran Stratesti Arah Kebiiakan 

penguatan kualitas koordinasi, 
pembinaan dan pengawasan serta 
sinergi oemanfaatan ruane: 
optimalisasi Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) 

Meningkatnya Peningkatan kualitas Peningkatan tata Kelola Sampah 
kualitas lingkungan hidup dan Limbah Secara Berkelaniutan 
lingkungan hidup Pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan 

Misi 3 : Menine::katkan kualitas hiduo Masyarakat Kota Madiun 

Meningkatnya Meningkatkan kualitas penctidikan melalui peningkatan Tidak spesifik Meningkatnya Peningkatan Peningkatan Harapan Lama 

Kualitas aksesibili las, kualitas manajemen sekolah, serta kualitas aksesibilitas dan Sekolah 
Pendidikan kualitas proses pembelajaran untuk memenuhi target penctidikan kualitas Pendidikan 
Masyarakat SPM bidang penctictikan. masyarakat 
Kota Madiun 

Meningkatkan Harapan Lama Sekolah masyarakat Kota Tidak spesifi.k Peningkatan kualitas manajemen 
Mactiun melalui peningkatan kualitas koordinasi dengan sekolah 
Pemerintah Provinsi. 
Meningkatkan kapasitas ASN aparatur melalui Tidak spesifi.k Peningkatan kualitas proses 
optimalisasi penctidikan dan pelatihan, beasiswa khusus pembelajaran untuk memenuhi 
serta mempercepat dan mempermuclah pengembangan target SPM bidang pendidikan 
karir ASN. 

Pengembangan layanan 
oendidikan anak usia clini 
Pengembangan layanan 
oenctidikan inkulisif 

Meningkatnya Menine:katkan kualitas kehiduoan masvarakat Tidak spesifik Meningkatnya Peningkatan kualitas Peningkatan akses serta kualitas 

Kualitas melalui peningkatan pembuday!Uill paradigma sehat di Derajat kesehatan pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan terpadu 
Kesehatan masyarakat serta peningkatan keberdayaan masyarakal Masyarakat 
Masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatannya. 
Kota Mactiun 

Peningkatan kualitas koordinasi, pembinaan dan Tidak spesifik Peningkatan sumberdaya dan 
pengawasan, kemitraan dan sinergi para pihak terkait infonnasi kesehatan 
untuk mewuiudkan Mactiun Kota Sehat. 
Peoingkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan Tidak spesifi.k Peoingkatan Promosi, upaya 
terpadu bagi warga Kola Mactiun. Kesehatan Masyarakat dan 

Lin11:kun2an 
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RPJMD 2019-2024 P-RPJMD 2019-2024 

Sasaran Strateri Arah Kebiiakan Sasaran StrateJti Arab Kebijakan 
Peningkatan pelayanan kesehatan 
orimer dan ruiukan 
Peningkatan Advokasi dan 
Penggerakan Program Bangga 
Ke;icana dan Penguatan Sistem 
lnformasi Keluarga serta 
Penguatan Pemaduan dan 
Sinkronisasi Kebijakan 
Pene:endalian Penduduk 
Peningkatan akses dan kualitas 
penyelenggaraan KBKR yang 
komorehensif 
Peningkatan ketahanan dan 
kesejahteraan keluarga yang 
holistik dan integratif sesuai siklus 
hidup, serta menguatkan 
oembentukan karakter di keluarga 

Peningkatan kuantitas Peningkatan pembangunan dan 
dan kualitas pem berdayaan masyarakat 
pem bangunan berbasis responsif gender 
kesetaraan dan 
keadilan 11.ender 

Misi 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masvarakat Kota Madiun 

Terwujudnya Meningkatkan daya saing iklim investasi Kota Madiun Tidak spesill.k Meningkatnya Peningkatan Pengembangan sentra-sentra 

Ilclim Investasi melalui peningkatan kualitas koordinasi, pembinaan pengelolaan sektor konstribusi sector usaha/ produk ekonomi lokal 

yang Kondusif, dan pengawasan dan sinergi para pihak dalam unggulan dan unggulan dalam (produk khas daerah) berbasis 

dan meninekatkan iklim investasi. ekonomi kreatif oerekonomian kelurahan 

peningkatan Peningkatan kontribusi sector 

Penyerapan perdagangan dan jasa terhadap 

Tenaga Kerja PDRB 
Meningkatkan penciptaan lapangan kerja sektor formal Tidak spesifik Peningkatan Pengelolaan 
dan non formal melalui penyesuaian kompetensi tenaga Pariwisata 
kerja sesuai dengan karakteristik Kota Madiun dalam 
konteks wilayah Provinsi Jawa Timur. 

Mengem bangkan ekonomi kreatif yang disinergikan 
dengan penyelenggaraan Seni Budaya Mingguan. 

Tidak spesifik Peningkatan sarana dan prasarana 
perdagangan yang representatif 

Mengoptimalkan bantuan modal dan pengembangan Tidak spesifik Pengembangan ekonomi kreatif 
SOM UKM Kota Madiun. 
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RPJMD 2019-2024 P-RPJMD 2019-2024 
Sasaran Stratee:i Arah Kebiiakan Sasaran Stratee:i Arah Kebliakan 

Mengembangkan sektor perdagangan melalui 1'idak spesifik Pengembangan ekonomi digital 
optimalisasi kualitas pelayanan Bis Wisata gratis masyarakat 
kelilinl?. Kota Madjun. 

Meningkatnya Peningkatan kualitas Pelestarian Seni dan Budaya yang 
kerukunan hidup bermasyan.kat berbasis kearifan lokal 
kehidupan yang berbudaya Peningkatan partisipasi aktif 
masyarakat yang pemuda 
berbudaya 

Mengembangkan pemasaran produk unggulan lokal Tidak spesifik Meningkatnya Peningkatan Peningkatan Produktivitas lKM 
yang ada di wilayah Bakorwil 1 Madiun melalui penguatan daya produktivitas dan daya dan Usaha Mikro 
pengembangan Madiun Display. saing usaha mikro saing IKM, Usaha 

dan koperasi Mikro dan kooerasi 
Meningkatnya Meningkatkan peran Kota Madiun sebagai pusat Tidak spesifik Pengembangan Sislem Pendukung 
Pertumbuhan perdagangan dan jasa melalui peningkatan kualitas Kewirausahaan dan Keunggulan 

Sektor koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi Kompetitif Usaha Mikro 
Unggulan para pihak terkait pengem bangan sektor unggulan 
Daerah daerah. 
slabilitas Peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi para pihak Tidak spesifik Peningkatan kelembagaan 
Ketersediaan dalam penyediaan pangan dan pemerataan koperasi 
Pangan dan kesejahteraan masyarakat. 
Pemerataan 
Kesejahteraan 
Masyarakat Optimalisasi s ubsidi pupuk bagi petani kurang mampu Tidak spesift.k Meningkatnya Peningkatan Penyediaan kebijakan ramah 

dan potensial sertu subsidi listrik dan air bersih bagi realisasi investas i kondusifitas ik1im investasi 
pengembangan ekonomi masyarakat. dan penyerapan berinvestasi 

Meningkatkan dan Mengoptimalkan Program dan Tidak spesifik tenaga kerja Penyederhanaan prosedur 
Kegiatan Penanl?.l?.Ulanl?.an Kemiskinan periiinan dan investasi 

Perluasan kesempatan Peningkatan kompetensi dan 
keria ketrampilan masvarakat 

Peningkatan iarim!an tenaga keria 
Pengurangan Penurunan Tingkat Peningkatan database kemiskinan 
Kemiskinan Kemiskinan berbasis RT /RW 

Peningkatan Jeiarinl?. Sosial 
Penguatan Program Pengentasan 
Kemiskinan 

Peningkatan Peningkatan pelayanan dan 
Perlindungan dan rehabilitasi sosial bairi PMKS 
Pem berdayaan Peningkatan Kualitas Hidup 
Kesejahteraan Sosial Perempuan dan Anak serta 

Rehabilitasi Sosial 
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RPJMD 2019-2024 P-RPJMD 2019-2024 

Sasaran Stratee:i Arah KebITakan Sasaran Strateri Arah Kebijakan 
Meningkatnya Peningkatan kualitas Peningkatan ketersecliaan pangan 
ketahanan pangan dan kuantitas 
daerah ketersediaan pangan 

Peningkatan Diversifikasi dan 
Ketahanan Pangan Masvarakat 
Peningkatan akses pangan dan 
perila.ku pangan masyarakat yang 
beragam, bergizi, seimbang dan 
a.man. 

Meningkatnya Meningkatkan peran masyarakat mela.lui peningkatan Tidak spesifik 
Kerukunan kualitas koorclinasi dan sinergi para pihak untuk 
Kehidupan penguatan peran masyarakat da.la.m membangun 
Masyarakat Kerukunan Kehidupan Masya.rakat yang Berbudaya dan 
yang Berbudaya Pemuda yang Berprestasi. 
dan Pemuda 
yang 
Bernrestasi 
Meningkatnya Meningkatka.n keberdayaan masya.rakat dalaro Tidak spesifik Meningkatnya Peningkatan peran Peningkatan masya.rakat yang 

Keamanan dan pengembangan aspek kea.manan dan kenyruna.nan kualitas serta masya.rakat tertib dan patuh terhadap 

Kenya.mana.n lingkungan mela.lui peningkata.n koordinasi dan sinergi ketenlra.man dan dala.m menjaga peratura.n 
Lingkungan oa.ra oihak. ketertiba.n kerukuna.n, 

masyarakal ketentera.man dan Peningkata.n ketentra.man dan 
ketertiban ketertiban 

penguata.n pera.n masyarakat 
dalam memba.ne:un Kerukunan 

Peningkatan mitigasi Peningkatan ketangguhan 
resiko dan pemerintah dan masya.rakat 
keta.neiruha.n bencana terhadao bencana 
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6.3 Program Pembangunan Kota Madiun 

Pengem bangan program pem bangunan Kota Madiun dilakukan dengan 

menjaga keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan dan rumusan 

indikator kinerja sasaran yang kebijakan yang dituju. Perumusan prioritas 

program pembangunan daerah merupakan rencana pembangunan dalam 

bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan visi dan 

misi pembangunan Daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan 

pembangunan, Pemerintah Kota Madiun menetapkan beberapa program yang 

menjadi prioritas sehingga wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kota Madiun. 
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Tabet 6.5 
Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan serta program prioritas/aksi (janji politis) 

PERANGKAT 

1 STRATEGI 2 ARAB KEBIJAKAN 3 PROGRAM RPJMD 4 
PROGRAM AK.SI/ JANJI DAERAH 

POLITIK PENANGGUNG 
JAWAB 

1 Peningkatan 1 Peningkalan kualitas 1 program perencanaan, ] Penguatan atas Badan Perencanaan, 

Akuntabilitas Kinerja perencanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan SAKIP (Sistem Penelitian dan 

dan Anggaran oembanirunan oemban01inan daerah Akuntabilitas Kinerja Pengembangan 
2 Peningkatan dan 2 program koordinasi dan lnstansi Pemerintah) Daerah 

pengintegrasian kualitas sinkronisasi perencanaan 
penyelenggaraan oemban011nan daerah 
pemerintahan berbasis e· 3 program penunjang urusan Sekretariat Daerah 
government pemerintahan daerah 

kabuoaten/ kota 
4 Pro1rram Pemzelolaan Arsio Dinas Perpu~takaan 
5 Program Perlindungan dan dan Kearsipan 

Penvelamatan arsio 
6 Proirram Aolikasi lnfonnatika 2 melaksanakan tata kelola Dinas Komunikasi dan 
7 Program Penyelenggaraan pemerintaban berbasis E- Informatika 

Persandian untuk Pengamanan govennent, e-planning, e-
lnformasi budgeting, e-contract dan 

e-monev 
3 Peningkatan pengawasan 8 program penyelenggaraan 3 Mengikutsertakan seluruh lnspektorat 

dan pengendalian pengawasan elemen masyarakat untuk 
penyelenggaraan pengawasan jalannya roda 
pemerintahan daerah pemerintahan sehingga 

terbangunnya budaya yang 
bebas dari korupsi, kolusi 
dan neootisme. 

9 program perumusan kebijakan, 
oendamoimzan dan asistensi 

10 program pemerintahan dan Sekretariat Daerah 
kesejahteraan rakyat 

4 Peningkatan peran dan 11 program pengelolaan barang milik 
kinerja Jembaga daerab Badan Keuangan dan 
pengelolaan keuangan Aset Daerah 
daerah 
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PERANGKAT 

2 ARAH KEBIJAKAN 3 PROGRAM RPJMD 4 PROGRAM AKSI/ JANJI DAERAH 
1 STRATEGI POLITIK PENANGGUNG 

JAWAB 
12 program pengelolaan keuangan 

daerah 
2 Peningkatan kapasitas 5 Optimalisasi potensi PAD 13 program pengelolaan pendapatan Sadan Pendapatan 

fiscal daerah daerah Daerah 
6 Peningkatan kemandirian 14 program perekonomian dan Sekretariat Daerah 

fiscal daerah pembangunan 
7 peningkatan DlD melaluj 

Rencana aksi yangjelas 
dan terukur didukung oleh 
perencanaan program dan 
ke,riatan yang berkualitas 

3 Peningkatan kualitas 8 Peningkatan 15 program kepegawaian daerah 4 Mempercepat dan Badan Kepegawaian 
dan manajemen Profesionalisme ASN mempermudah dan Pengembangan 
pelayanan pu blik oengembane:an karir ASN Sumber Daya Manusia 

16 program pengembangan sumber 5 Melaksanakan pendidikan 
daya manusia dan pelatihan untuk 

meningkatkan kualitas 
ASN 

9 Penerapan layanan public 17 Program lnformasi dan Komunikasi 6 Program Satu RT satu free Dinas Komunikasi dan 
berbasis sistem informasi Publik Wifi untuk pembelajaran lnformatika 
dan teknologi (e- online 
government) lerpadu 18 Program Penyelenggaraan Statistik 

Sektoral 
10 Peningkatan 19 Program Pendaftaran Penduduk 7 Memberikan pelayanan Dinas Kependudukan 

penyelenggaraan pelayanan 20 Program Pencatatan Sipil yang berpihak pada dan Pencatatan Sipil 
publik yang professional 21 Program Pengelolaan lnformasi kebutuhan masyarakat. 
dan melayaru 

Admmistrasi Keoendudukan 
22 Program Pelaksanaan Togas dan Sekretariat DPRD 

Fune:si DPRD 
23 Program Pelayananan Pemerintah Kecamatan 

dan Pelayanan Publik 

24 Program Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 

25 Program Pemberdayaan Desa dan 
Kelurahan 
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PERANGKAT 

1 STRATEGI 2 ARAH KEBlJAKAN 3 PROGRAM RPJMD 4 
PROGRAM AKSl/ JANJl DAERAH 

POLITIK PENANGGUNG 
JAWAD 

26 Program Koordinasi Ketentraman 
dan Ketertiban Umum 

8 Program Walikota Bersama Sekretarial Daerah 
Rakyat (WBR) Program 2 
(dua) hari bersama rakyat 
di kelurahan guna 
menampung aspirasi 
masvarakat 

9 Tersedianya layanan Dinas Komunikasi dan 
berkualitas bagi setiap Ir.form atika 
warga masyarakat Kola 
Madiun dalam 
memeperoleh informasi 
publik sesuai dengan 
ketentuan undang-undang 
vane: berlaku 

10 Tersedianya informasi Dinas Komunikasi dan 
publik oleh setiap lnformatika 
orgarusasi Perangkat 
Daerah (OPD) yang akurat 
secara terbuka, benar dan 
tidak menvesatkan. 

27 program penelitian dan 11 Menghasilkan gagasan Sadan Perencanaan, 
pengemt>angan daerah atau ide sehingga dapat di Penelitian dan 

desain sebagai basis Pengembangan 
program pemerintah Kota Daerah 
Madiun ke deoan. 

4 Peningkatan kualitas 11 Peningkatan kualitas 28 program penyelenggaraan lalu 12 Penyediaan Bis Wisata Dinas Perhu bungan 

infrastruktur dan layanan moda transportasi lintas dan angkutan jalan (llaj) Gratis Keliling Kola Madiun 
sarana prasarana kota umum 
dan Permukiman 12 Manajemen dan rekayasa 

tranoortasi 
13 Peningkatan kualitas 29 program penyelenggaraan jalan Dinas Pekerjaan 

infrastruktur jalan Umum dan Penataan 

30 program penataan bangunan Ruang 

2edun2 
31 program pengem bangan jasa 

kontruksi 
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PERANGKAT 

1 STRATEGI 2 ARAH KEBlJAKAN 3 PROGRAM RPJMD 4 PROGRAM AKSI/ JANJl DAERAH 
POLITIK PENANGGUNG 

JAWAB 
32 program penataan bangunan dan 

lingkungan 

33 program pengelolaan dan 
pengembangan sistem penyediaan 
air minum 

- 34 program pengelolaan sum ber daya 
air {sdal 

-
14 Optimalisasi jaringan 35 program pengelolaan dan 

drainase oerkotaan oen1?:emban11:an sistem drainase 
15 Peningkatan kualitas 36 program pengembangan Dinas Perumahan 

perumahan dan nerumahan Rakyat dan Kawasan 
permukiman 37 program kawasan permukiman Permukiman 

5 Peningkatan kualitas 16 Peningkatan u paya 38 orogram oen11:elolaan izin lokasi 
penataan ruang pemanfaatan dan 39 program penatagunaan tanah 

pengendalian tata ruang 40 program penyelesaian sengketa 
tanah garaoan 

41 program penyelenggaraan penataan Dinas Pekerjaan 

17 Penguatan kualitas ruang Umum dan Penataan 

koordinasi, pem binaan dan Ruang 

pengawasan serta sinergi 
pemanfaatan ruang 

18 optimalisasiRuang 42 program peningkatan prasarana, 13 Mewujudkan Madiun Dinas Perumahan 
Terbuka Hijau (RTH) sarana dan utilitas umum (psu) sebagai Kota Sejuta Sunga Rakyat dan Kawasan 

Permukiman 

6 Peningkatan kualitas 19 Peningkatan tl'\ta kelola 43 Program Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan 

lingkungan hidup sam pah dan lim bah secara Hidup 
berkelaniutan 

20 Pengendalian pencemaran 44 Program Perencanaan Lingkungan 
dan kerusakan lingkungan Hiduo 

45 Program Pengendalian Pencemaran 
dan/atau Kerusakan Lingkungan 
Hiduo 

46 Program Pengelolaan 
Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 
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PERANGKAT 

1 STRATEGI 2 ARAB KEBIJAKAN 3 PROGRAM RPJMD 4 
PROGRAM AKSI/ JANJI DAERAH 

POLITIK PENANGGUNG 
JAWAB 

47 Program Pengendalian Bahan 
Berbahaya dan Beracun (83) dan 
Llmbah Bahan 

48 Program Pero binaan dan 
Pengawasan Terhadap lzin 
Lingkungan dan Izin Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(PPLHI 

49 Program Peningkatan Pendidikan, 
Pelatihan dan Penyuluhan 
Lingkungan Hidup Untuk 
Masyarakat 

50 Program Penanganan Pengaduan 
Linekunean Hiduo 

7 Peningkatan 21 Peningkatan Harapan 51 Program Pengelolaan Pendidikan 14 Beasiswa ikatan dinas Dinas Pendiclikan 

aksesibilitas dan Lama Sekolah pendidikan tinggi untuk 
kualitas pendidikan mengganti ASN yang 

pensiun. 

15 Memberikan bantuan 
laptop atau notebook dan 
seragam gratis bagi siswa 
SD dan SMP n egeri-swasta 
se kota Madiun 

16 Program Outdoor learning 
Cantre 

22 Pengembangan layanan 
pendidikan anak usia dini 

23 Pengem bangan layanan 
oendidikan inkulisif 

24 Peningkatan kualitas 52 Program Pengembangan Kurikulum 
manaiemen sekolah 

25 Peningkatan kualitas 53 Program Pendidik dan Tenaga 17 Beasiswa Bagi Tenaga 
proses pembelajaran untuk Kependidikan Kependiclikan 
memenuhi target SPM 
bidang pendiclikan 
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PERANGKAT 

1 STRATEGI 2 ARAH KEBIJAKAN 3 PROGRAM RPJMD 4 PROGRAM AKSI / JANJI DAERAH 
POLITIK PENANGGUNG 

JAWAB 
54 Program Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan 

55 Program Pelestarian Koleksi dan Kearsipan 

Nasional dan Naskah Kuno 
8 Peningkatan akses 26 Peningkatan akses serta 56 program pemenuhan upaya 18 Pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan, 

dan kualitas kualitas pelayanan kesehatan perorangan dan upaya terpadu bagi warga Kota Pengendalian 
pelayanan kesehatan kesehalan teroadu kesehatan masvarakat Madiun. Penduduk dan 

27 Pen.ingkatan Promosi, 57 program pemberdayaan Keluarga Berencana 
upaya Kesehatan masyarakat bidang kesehatan -
Masyarakat dan 
Lingkungan 

28 Peningkatan sumberdaya 58 program pen.ingkalan kapasitas 
dan informasi kesehatan sumber daya manusia kesehatan 

29 Peningkatan pelayanan 59 program sediaan farmasi, alat 
kesehatan primer dan kesehatan dan makanan minuman 
ruiukan 

30 Peningkatan Advokasi dan 60 program pengendalian penduduk Dinas Kesehatan, 
Penggerakan Program Pengendalian 
Bangga Kencana dan Penduduk dan 
Penguatan Sistem Keluarga Berencana 
Informasi Keluarga serta 
Penguatan Pemaduan dmi 
Sinkronisasi Kebijakan 
Penc:endalian Penduduk 

31 Pen.ingkatan akses dan 61 program pembinaan keluarga 
kualitas penyelenggaraan berencana (kb) 
KBKR van!! komorehensif 

32 Peningkatan ketahanan 62 program pemberdayaan dan 
dan kesejahteraan keluarga peningkatan keluarga sejahtera (ks) 
yang holistik dan integratif 
sesuai siklus hidup, serta 
menguatkan pembentukan 
karakter di keluarga 

9 Peningkatan kuantitas 33 Pen.ingkatan pembangunan 63 program peningkatan kualitas Dinas Sosial, 
dan kualitas dan pemberdayaan keluarga Pemberdayaan 
pembangunan masyarakatresponsif 64 program pengelolaan sistem data Perempuan dan 
berbasis kesetaraan gender gender dan anak Perlindungan Anak 
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PERANGKAT 

1 STRATEGI 2 ARAH KEBIJAKAN 3 PROGRAM RPJMD 4 PROGRAM AKSI/ JANJI DAERAH 
POLITIK PENANGGUNG 

JAWAB 

dan keadilan gender 65 program perlindungan perempuan 

66 program pengarus u tamaan gender 
dan pemberdayaan perernpuan 

67 program perlindungan khusus 
anak 

68 program pernenuhan hak anak 
{ohal 

10 Perluasan kesempatan 34 Peningkatan kompetensi 69 program pelatihan kerja dan 19 Menghadirkantenaga Dinas Tenaga Kerja, 

kerja dan ketrampilan produktivitas tenaga kerja profesional yang kompeten Koperasi Usaha Kecil 
mas:varakat cli bidangnya untuk melatih dan Menengah 

masyarakat dalam 
merealisasikan ide atau 
gagasan yang bennanfaat 
bagi kesejahteraan 
rnasvarakat. 

35 Peningkatan jaringan 70 program hubungan industrial 20 Asuransi bagi Tenaga Kerja 
tenaga kerja Sektor Informal 

71 program penempatan tenaga kerja 21 Menciptakan lapangan 
kerja sektor formal dan non 
formal. 

72 program pembangunan kawasan Dinas Penanaman 
transmie:rasi Modal dan Pelayanan 

11 Peningkatan 36 Penyediaan kebijakan 73 program pengem bangan iklim Terpadu Satu Pintu 

kondusifitas ik1im ramah investasi oenanaman modal 
berinvt:stasi 37 Penyederhanaan prosedur 74 program prornosi penanaman 

pendukung perijinan dan modal 
investasi 75 program pelayanan penanaman 

modal 
76 program pengendalian pelak.sanaan 

oenanaman modal 
77 program pengelolaan data dan 

sistem informasi oenanaman modal 

12 Peningkatan kuali tas 38 Pelestarian Seni dan 78 program pengembangan 22 Menyapa Masyarakat Dinas Kebudayaan, 

hidup bermasyarakat Budaya yang berbasis kebudayaan dengan Seni Budaya Pariwisata, 

yang berbudaya kearifan lokal Mino011an Kepemudaan dan 
79 program pen gem bangan kesenian Olahraga 

traclisional 
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PERANGKAT 

STRATEGI 2 ARAH KEBIJAKAN 3 PROGRAM RPJMD 4 PROGRAM AKSI/ JANJI DAERAH 
1 POLITIK PENANGGUNG 

JAWAD 
80 program pelestarian dan 

pengelolaan cagar budava 
39 Peningkatan partisipasi 81 program pengembangan kapasitas 

aktif pemuda daya saing kepemudaan 
82 program pengembangan kapasitas 23 Program Peningkatan 

daya saing keolahragaan Kepedualian pada Bidang 
Olah Raga 

83 program pengembangan kapasitas Dinas Pendidikan 
kepramukaan 

13 Peningkatan 40 Peningkatan konstribusi 84 program perizinan dan pendaftaran Dinas Perdagangan 
konstribusi sector sector perdagangan dan perusahaan 
unggulan dalam jasa terhadap PDR!3 
perekonomian 41 Peningkatan sarana dan 85 program peningkatan sarana 24 Penghapusan retribusi 

prasarana perdagangan distnbusi perdagangan parkir untuk pasar 
yang reoresentatif lradisional. 

25 Penghapusan retribusi bagi 
Pedagang Kaki Lima (PKL) 
di Kota Madiun. 

86 program stabilisasi harga barang 
kebutuhan pokok dan barang 
penting 

87 program standardisasi dan 
perlindungan konsumen 

88 program penggunaan dan 
pemasaran produk dalam negeri 

42 Peningkatan Pengelolaan 89 program peningkatan daya tarik Dinas Kebudayaan, 
Pariwisata destinasi pariwisata Pariwisata, 

90 program pemasaran pariwisata Kepemudaan dan 
Olahraga 

43 Pengembangan ekonomi 91 program pengembangan sumber 
kreatif daya pariwisata dan ekonomi 

kreatif 

44 Pengembangan sentra- 92 program pengelolaan sistem 
sentra usaha/produk informasi industri nasional 
ekonomi lokal (produk 93 program perencanaan dan Dinas Tenaga Kerja, 
khas daerah) berbasis pembangunan industri Koperasi Usaha Kecil 
kelurahan 
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PERANGKAT 

1 STRATEGI 2 ARAB KEBIJAKAN 3 PROGRAM RPJMD 4 PROGRAM A.KSI / JANJI DAERAH 
POLITIK PENANGGUNG 

J AWAB 
45 Pengembangan ekonomi 94 program pen gem bangan umkm 26 Bantuan Modal dan dan Menengah 

digital masyarakat Pengembangan SOM untuk 
UKM Kota 

14 Peningkatan 46 Pengembangan Sistem 27 Madiun Display 
produktivitas dan Pendukung Kewirausahaan meningkatkan dan 
daya saing lKM, Usaha dan Keunggulan Kompetitif mengembangkan produk 
Mikro dan koperasi Usaha Mikro unggulan lokal yang ada di 

wilayah Bakorwil 1 
Madiun. 

47 Peningkatan Produktivitas 
[KM dan Usaha Mikro 

48 Peningkatan kelembagaan 95 program pendidikan dan latihan 
koperasi perkoperasian 

96 program pemberdayaan dan 
perlindungan koperal.i 

15 Peningkatan kualilas 49 Peningkatan ketersediaan 97 Program Penfr1gkatan Diversifikasi Dinas Ketahanan 
dan kuantitas pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat pangan dan Perta.nian 
ketersediaan pangan 98 Program Penyediaan dan 28 Subsidi Pupuk Bagi Peta.ni 

Pengembangan Sarana Perta.nian 
99 Program Penanganan Kerawanan 

Pangan 

50 Peningkatan Diversifika si 100 Program Pengawasan Keamanan 
dan Ketahanan Pangan Pangan 
Masvarakat 

51 Peningkatan akses pangan 101 Program Pengelolaan Perikanan 
dan perilaku pangan Budidava 
masyarakal yang beragam, 102 Program Pengolahan dan 
bergizi, seimbang dan Pemasaran Hasil Perikanan 
aman. 103 Program Pengawasan Sumber Daya 

Kelau tan dan Perikanan 
104 Program Penyediaan dan 

Pengem bangan Prasarana 
Pertanian 

105 Program Pengendalian Kesehatan 
Hewan dan Kesehatan Masyarakat 
Veteriner 
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PERANGKAT 

STRATEGI 2 ARAH KEBIJAKAN 3 PROGRAM RPJMD 4 
PROGRAM AKSI/ JANJI DAERAH 

1 POLITIK PENANGGUNG 
JAWAB 

106 Program Pengendalian dan 
Penanggulangan Bencana 
Pertanian 

107 Program Perizinan usaha Pertanian 

108 Program Penyuluhan Pertanian 

16 Penurunan tingkat 52 Peningkatan database 
kemiskinan kem iskinan berbasis 

RT/RW 
53 Peningkatan jejaring sosial 109 program pem berdayaan sosial 29 Subsidi Listrik dan Air Dinas Sosial, 

Bersih Bagi Masyarakat Pemberdayaan 
Kurane: mampu Perempuan dan 

110 program program perlindungan 30 Memberikan Bantuan Perlindungan Anak 
dan jaminan sosial Pemakaman bagi 

masyarakat tak berdaya 
54 Penguatan program 

17 Peningkatan pengentasan kemisk:inan 111 oroirram oenanganan bencana 
Perlindungan dan 112 program pengelolaan taman 
Pem berdayaan makarn oahlawan 
Kesejahteraan Sosial 55 Peningkatan pelayanan dan 113 program rehabilitasi sosial 31 Program peningkatan 

rehabilitasi sosial bagi kepedulian pada lansia, 
PMKS kaum marjinal, 

56 Peningkatan Kualitas perempuan, ibu dan anak 
Hidup Perempuan dan 
Anak serta Rehabilitasi 
Sosial 

18 Peningkatan peran 57 Peningkatan masyarakat Saluan Polisi Pamong 
serta masyarakat yang tertib dan patuh Praja 

dalam menjaga terhadap peraturan 
kerukunan, 
ketenteraman dan 58 Peningkatan ketentraman 114 program peningkatan 32 Memberdayakan Pesilat 
ketertiban dan ketertiban ketenteraman dan ketertiban untuk keamanan 

umu.m lingkungan di setiap 
kelurahan 
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PERANGKAT 

l STRATEGI 2 A.RAH KEBIJA.KAN 3 PROGRAM RPJMD 4 
PROGRAM AKSI/ JANJI DAERAH 

POLITIK PENANGGUNG 
JAWAB 

59 Penguatan peran 33 Santuan Perbaikan dan Sekretariat Daerah 
masyarakat dalam Sarana Prasarana Ibadah 
membangun Kerukunan 115 program penguatan ideologi Sadan Kesatuan 

oancasila dan karakter kebane:saan Sangsa dan Politik 
116 program peningkatan peran partai 

politik dan lembaga pendidikan 
melalui pendidikan politik dan 
pengembangan etika serta budaya 
oolitik 

117 program pemberdayaan dan 
pengawasan organisasi 
kemasvarakatan 

118 program pem binaan dan 
pengembangan ketahanan 
ekonomi, sosial dan budava 

119 program peningkatan kewaspadaan 
nasional dan peningkatan kualitas 
dan fasilitasi penanganan konllik 
social 

19 Peningkatan mitigasi 60 Peningkatan ketangguhan 120 program pencegahan, Satuan Polisi Pamong 

resiko dan pemerintah dan penanggulangan, penyelamatan Praja 

ketangguhan bencana masyarakat terhadap kebakaran clan penyelamatan non 
bencana kebakaran 

121 Program Penanggulangan Sencana Sadan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 
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Tabel 6 .6 
Program Prioritas Pembangunan daerah yang disertai Pagu lndikatif 

Mist Kondlsl Caoaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
Perangkat Daerah 

Kode 
Tu]uan 

lndlkator Klnerja 
Klnerja 

Rea llsasl 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 
Kondisl Klnerja Pada 

Penanggung I Sasaran Awai Akhlr Perlode RPJMD 
· Jawab I I ProRram RPJMD K Rp. K Rp. K Rn. K Rp. K Ro. K Rp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

- prioritas 1 I 
Mewujudkan Pemerlntahan yang 
Balk (Good Governance) 

Terwujudnya tata kelola lndeks Relormasl (B) 67,34 (B) (8)67 (8)68 (B) 69 (BB) (BB) 
pemerlntahan yang balk, Brlokrasl 65,55 70,01 70,01 
berslh, dan prcleslonal yang 
berorlentasl pada pelayanan 
publlk berbasls smart cities 

Menlngkatnya Nila! Akuntabllltas 
BB A 

A 
akuntabllltas Klner)a Pemerlntah 

(70,01) 
BB (73) BB(76) BB(79) 

(80,01) (80,01 
penyelenggaraan Kota Madlun I 
pemerlntah daerah Nllal Laporan 

3,385 Sangat Sangat Penyelanggaraan Tinggl Tinggl Tinggl 
Pemerlntah Daerah 

tlnggl tlnggl tlnggl 

lndeks Slstem 2,82 Tidak 2,83 2,85 2,87 2,90 2,90 
Pemerlntahan ada (balk) (balk) (balk) (balk) (balk) 
Berbasls Elektronlk penllal 
(5PBE) an 

tahun 
2020 

4 4 2 Program Penataan Jumlah Dokumen 6 6 817.968.835 . . . 6 817.968.835 Sekretariat Oaerah 
0 0 l)aerah Otonom Baru Pertanggungjawaban dokumen dokum doku (Bag1an l'dm1nistrasi 
l Kepala daerah yang en men Pemerintahan 

tepat Syarat Umum) 

Penyampalan LKPJ tepat tepat . tepat 
TepatWaktu waktu waktu waktu 

4 0 0 Program lndeks Kepuasan 80,08 . 80,08 Sekretariat Oaerah 
1 2 Pemerlntahan dan Masyarakat di Bldang nilal nllal (Bag,an 

Kesejahteraan Rakyat Pemerlntahan dan 30.614.876.05 Perekonomian dan 
Kesejahteraan Rakyat 7.921.937.450 8.642.113.582 KeseJahteraan 
Persentase Penyedlaan 6.849.063. 710 7.201.761.318 9 Rakyat) 
Data Bldang 

100% 100% 100% Pemerintahan dan 100% 100% 100% 100% 

Kese}ahteraan Rakyat 

4 4 2 Program Penataan Persentase Produk 100 100% 847.826.505 . . . 100% 847.826.505 Sekretanal Oaerah 
0 2 Peraturan Perundang- Hukumyang (Ba111an Hukum) 
1 Undangan berkualltas 
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Mlsl Kondisl ca11alan Klneria dan KeranR:ka Pendanaan 
Perangkat Daerah 

Tu uan Klnerja Kondlsl Klnerja Pada 
Kode 

I 
lndikator Klnerja 

Awai 
Realisasl 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 

Akhlr Periode RPJMD 
Penanggung 

Sasaran Jawab 
I I Program RPJMD K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4 0 0 Program lndeks Kepuasan 80,08 - - 80,08 Sekretariat Daerah 
1 2 Pemenntahan dan Masyarakat di Bldang mla1 nllal 3. 744.131. 160 (Bagian Hukum) 

K•••Jahteraan Rakyat PemermUihan dan 

Kesejahteraan Rakyat 
Persentase renyedlaan 658.490.000 941,759.300 953.535.800 1.048.890.000 
Data Bidang 

100% 100% 100% Pemerintahan dan 100% 100% 100% 100" 

Kesejahteraan Rakyat 

4 0 0 Program lndeks Kepuasan 80,08 80,08 9.236.399.000 Sekretanat Daerah 

1 2 Pemermtahan dan Masyarakat di Bldang nllal nllai (Baglan 

Kesejahteraa~ Rakyat Pemerlntahan dan 2,475,000,000. 2,495,000,000 Pe.merintahan) 
Kesejahteraan Rakyat 

1.524.570.550 2.202.809.000 00 .oo Persenta.se Penyediaan 
Data Bodang 

100% 100% 100% 100" 100% 100% 100% Pemerintahan dan 

Kese)ahteraan Rakyat 

4 4 2 Program Persentase Perangkat 79,41 94,12 534.955.154 - 94,12 534.955.164 Sekretanat Daerah 

0 3 Pengembangan Daerah yang tapain " " (Bagian Organlsasl) 

1 Ki nerja dan Kinerja (LK) Perangkat 
Kelembagaan Daerahj Bernllal 
Perangkat Daerah Sangat Balk (~100) 

4 4 2 Program Peningkatan Nilai Klnerja 2,4 (cukup 2,75 547.003.517 - - 2,75 5117.003.517 Sekretarlat Daerah 

0 4 Ketatalak.sanaan Penyelenggaraan dengan (Baglan Organisasi) 

1 Perangkat Daerah dan Pelayanan Publok catatan) 
Pelayanan Publlk 

4 0 0 Program Penunjang Nila, SAKIP Sekretariat 1,089.109.500 1.094.109.500 Sekretartat Daerah 

1 1 Uru.san Pemerinlahan Daerah 
74,25 75,88 

2.610.646.998 80,01 
U.195.341.6(, (Baglan Organlsasl) 

74,10 77,00 78,00 80,01 
Daerah 2.225.206.253 6 
Kabupaten/Kota 

4 4 l Program Penlngkatan Persentase K~iatan 100 100 1.018.377.0 - - - 100 1.018.377 035 Sekretariat Daerah 

0 7 Kuahtas Hodup Keagamaan yang 35 (Bagian Admlnlstrasl 

l Beragama dlfaslhtasl Perekonomlan dan 
Kesejahteraan 

Rakyat) 

4 4 1 Program Perencanaan Persentase Perangkat 100% 1.080.250.6 100% 1.080,250.652 Sadan Perencanaan 

0 5 dan Evaluasi Oaerah yang Ookumen 52 Pembangunan 

4 Pembangunan Daerah Perencanaannya Daerah 
sesual Ketentuan 
Persentase Pemerlntah 100% 100% - - 100% 
Kota yang c.ipalan 
kiner)anya leblh darl 
80% 
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Misi Kondisl Capalan Klner)a dan Kerangka Pendanaan 
Perangkat Oaerah 

Kode 
Tuluan 

lndlkator Klnerja 
Kinerja 

Reallsasl 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 
Kondisl Kinerja Pada 

Penanggung 
I Sasaran Awai Akhlr Periode RPJMO 

Jawab 
I I Program RPJMO K Ro. K Ro. K Rp. K Ro. K Rp. K Ro. 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 11 13 14 15 16 17 

4 4 l Program Perencanaan Persentase Capalan . 100% 355.497.949 . . 100% 355.497.949 

0 6 Ekonomi, Sosial dan target program 

4 Budaya pembangunan bldang 
ekonomi, sosil dan 
budaya 
Persentase Ookumen 100% 100% . . 100% 
Perencanaan 
pembangunan 
ekonomi, soslal dan 
budaya yang dapat 
dimanfaatkan 

4 4 I Proaram Perencanaan Persentase Capalan . 100% 515.325.581 . . . 100% 515.325.581 

0 7 Fisik dan Sarana target program 

4 Prasarana Kota pembangunan bldang 
prasarana wilayah 
Persentase Ookumen 100% 100% . . 100% 
Perencanaan 
pembangunan 
prasarana w1layah 
yang dapat 
dlmanfaatkan 

5 0 0 Program Perencanaan. Persentase Perangkat 100% 100% . 100% 100% 100% 100% 100% Sadan Perencanaan, 

1 2 Pengendallan dan Daerah yang dokumen Penelltlan dan 

Evaluasl perencanaan, 
1.579.333.325 1.317.008.885 1.669.300.135 6 .857.358.025 

Pengembangan 

Pembangunan Daerah pengendallan dan 1.669.300. 135 Oaerah 

evaluasl sesuai 
ketentuan 

2 2 1 Program Pengelolaan Persentase Pelayanan 25 33,04 . 33,04 9.342.188.500 Dlnas Komunikasi 

l 6 Aplikasi lnformatlka Publik yang sudah 9,342.188.5 dan lnformatika 

0 tenntegrasl 00 

2 l 0 Program Apilkas, Nllal Dom1ln Llyanan . 3,6 skor . . 3,6 

6 3 lnformatika SPBE Admlnlstrasl skor 
Pemerintahin 
Persentue Organ1sasl 100% 100% 100% 100% . 100% 
P•rangbt O.eroh (OPO) 
Vin& terhubung de.naan 
■bes 1nternet yang 11.510.000.00 11.860.000.00 
dlsedl1kln oleh Dinos 10.587 .483.00 43.717.933.60 
Komlnfo 

9. 760.450.600 0 
0 0 

P•rsentase peranght . 100% 100% 100% 100% 100% 0 

daerah yang saling 
t,rkoneksl di Jorln11n 
Intra Pemerlntah atliu 
menuunokln 1kses 
internet 'fin& dltrnankan 
varc dlsodllhn oleh 
Olnes Komlnfo 
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Mlsl Kondlsl capalan Klnerja dan Kerangka Pendanaan 
Perangkat Oaerah 

Tu uan Klnerja Kondlsl Kinerja Pada 
Kode lndikator Klnerja Realisasl 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 Penanggung 

I Sasaran Awai Akhlr Perlode RPJMD Jawab 
I I Program RPJMD K Rp. K Rp. K Rp. K Ro. K Rp. K Rp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 u 13 14 15 16 17 

Menlngkatnya kualltas lndeks Kepuasan 

pelayanan publlk Masyarakat (IKM) 82,85 82,85 
83 (balk) 

83 85 86 
Pemerlntah Kota (baik) (balk) (balk) (balk) (balk) 

Madlun 

lndeks lnovasl Daerah 1892 1892 1900 1925 1950 1950 

4 4 1 Program Persentase hasil 100% 100% 199.688.047 . . . 100% 199.688.047 Sadan Perencanaan 

0 5 Pengembangan Kajian penelitlan/ kajlan yang - Pembanaunan 

7 dan Penehtian dapat d1manfaalkan Oaerah 

5 0 0 Program Penelltlan persentase ha,11 100% 100% . 100% 100% 874.737.757 100% 100% 100% Badan Perencanaan, 

5 2 dan Pengembangan penehtian/kajlan yang Penelitlan dan 

Oaerah dapat dlmanfaalkan 727.489.507 1.220.033.946 
1.220.033.946 4.271.082.145 

Pengembangan 
Daerah 

4 4 1 Program Peningkatan Persentase 100 113% 113% 1.642.075.075 Badan Kepegawa,an 

0 9 Kapasitas Aparatur Tercukuplnya Usulan 1.642.075.0 Daerah 

6 Diklal Aparatur 75 

4 4 l Program Pemblnaan Persentase 99,6 112% 814.211.395 . . . . 112% 814.211.395 

0 7 dan Pengembangan pengembangan dan 

6 Aparatur aembinaan ASN 

4 4 1 Program Penataan Persentase 103,24 96% 288.459.697 . 96% 288.459.697 

0 8 Aparatur Penempatan PNS 

6 SesualSKM 

5 0 0 Program Kepegawaian Nilal IKM Pelayanan . Badan Kepegawalan 

3 2 Daerah Kepegawalan 
10.636.280.96 dan Pengembangan 

87,97 87,62 87,52 2.032.523.200 87,6 2.644-.572.260 87,7 2. 775.000.000 2.soo.000.000 87,7 87,7 0 Sumber Daya 
Manusla 

5 0 0 Program Persentase . 100% . . Badan Keaegawalan 

4 2 Pengembangan penlngkatan kapasitas dan Peneembangan 

Sumber Daya Manusla sesual dengan keahlian 
4.600.000.000 19.998.851.86 Sumber Daya 

2.648.819.070 4.426.619.390 4.600.000.000. 
dan kompetensl 5 Manusla 

Persentase Reailsasl . 
10% U% 

Pengembangan SOM 
13% 14% 14% 

2 2 1 Program Peneelolaan Persenta.se Sasaran 75 75 . 75 5.585.257.703 Dlnas Komunlkasl 

l 5 lnformasl dan Penyebaran lnformasl 5.585.257.7 dan lnformatlka 

0 Komunlkas1 Publlk Publlk 03 

2 l 0 Program lnformasl Persentase OPD yang . 75% 77" 80% 82% 82% 

6 2 dan Komunlkasl Publlk memenuhl standart 
75% 4.788.605.000 20.807 .883.00 

layanan lnformasi 4.619.278.000 
5.soo.ooo.ooo 5 .900.000.000 

0 

publik 

4 4 1 Program Penln&katan Persentase Usulan 10 100 273.741.424 . . . 100 273.741.424 Kecamatan 

0 7 Partisipasl Masyarakat Musrenbang Kartoharjo 

9 Oalam Pembangunan Kecamatan yana 

Kelurahan terakomodir dalam 
RKPD 

~~ 
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Mlsi Kondlsl Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
Perangkat Daerah 

Kode 
Tuiuan lndlkator Klnerja 

Klnerja 
Reallsasl 2020 Target 2021 Target 20U Target 2023 Target 2024 

Kondlsl Klnerja Pada Penanggung 
I Sasaran Awai Akhir Perlode RPJMD Jawab 
I I Proeram RPJMD K Rp. K Rp. K Rp. K Ro. K Ro. K Rp. 

l 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 u 13 14 15 16 17 

4 4 I Program Dana lndeks Perkembangan 0,73 . . 0,73 5.577.566.978 

0 8 Kelurahan Kelurahan S.577.566.9 

9 Persentase Kelurahan . 22" 78 . 22% 

yang mendapat 
klaslfikasl 
swuembada dl ·' 
Kecamatan 
Kartohar]o 

4 4 l Program Penlngkatan Persentase Usulan 10 10% 206.199.173 . . 10% 206.199.173 Kecamatan 

0 7 Part1sipasl Masyarakat Musrenbang Manguharjo 

9 Oalam Pembangunan Kecamatan yang 
Kelurahan terakomodlr dalam 

RKPD 

4 4 l Program Dana lndeks Perkembangan 0,73 . . . 0,73 5.531.574.554 

0 8 Kelurahan Kelurahan 5.531.574.5 

9 Prosentase 10% 54 . . 10% 

usulan masyarakat 
kecamatan 
Manguharjo 
vane terakomodrr 
dalam 
RKPD 
Prosentase . 30% . 30% 

masyarakat yang 
berpartisipasi dalam 
keglatan 
pemberdayaan 
masvarakat 

4 4 l Program Penlngkatan Persentase Usulan 10 . . . 10 198.987.534 Kecamatan Taman 

0 1 Partlslpasl Masyaralcal Musrenbang 198.987.534 

g Oalam Pembangunan Kecamatan vans 
Kelurahan terakomodir dalam 

RKPD 
Persentase . 100% . . 100% 
Peserta yang 
Memberrlcan 
Usulan 

4 4 l Pr01ram Dana lndek Perkembangan 0,73 100" 5.629.024.6 . . . 100% 5.629.024 604 

0 8 kelurahan Ke.lurahan ()4 

9 

7 0 0 Proaram lumlah Usulan 18 usulan 18 18 18 . 18 13.421.306.89 Kecamatan 

l 3 Pembe.rdayaan Priorltas Musrenbang usulan usulan usulan 3.052.276.276 usulan 5 Kartohar]o 

Mnvarakat De.sa dan Kecamatan yang 4 028.206.193 
3.465.000.000 3.480.750.000 

Kelurahan Terakomodir dalam 
RKPD 
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Misl Kondlsl Capalan KlnerJa dan Kerangka Pendanaan 
Perangkat Oaerah 

Kode 
Tujuan 

lndlkator Klnerja 
Klnerja 

Rea lisasi 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 
Kondlsl Klnerja Pada 

Penanggung 
I Sasaran Awai Akhlr Periode RPJMD 

Jawab 
I I Pro11ram RPJMD K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 u 13 14 15 16 17 

Penentase lembac• . 100% . 100% 100% 100% 100% 100% 
k.emasy11raUtan van1 
berpartlslpasl d1l1m 
pemberdoy11n 
masy.arabt diwilayah 
KeamotJon K1rtoharjo 

1 0 0 Program Jumlah Usulan Prlor1tas . 18 18 18 13.663.323.27 Keamatan 

1 3 Pemberdayaan Musrenbena Kecamatan usulan usulan 3.433.080.378 3.447.234.397 u.sulan 0 ManguharJo 

Masyarakat 0esa dan yang Terakomodlr dolam 

Kelurahan RKP0 
Persentue lemb.ga 100% 100% 4 ,743.071.967 100% 2.544.100.425 100% 100% 100% 
kemasyarak:lt3n yang 
berpartlslpasl d1l1m 
~mberdayaan 
masyarakat dlwilayah 
Kecamatan MancuharJo 

7 0 0 Program Jumlah Usulan Prlorita.s 90 usulan 90 18 18 . 18 5.305.579.331 Ke<amatan Taman 

1 3 Pemberdayaan Musrenban& Keamatan usutan usulan usutan usulan 
Masyarakat Desa dan yang Terukomc.dlr dalam 

Kelurahan RKP0 
Persentase lembaga 100% 100% 3.373.446.35 100% 3.210.061.090 100% 

3.370.S64.14S 100% 100" 
kemasvaraUtan yang 0 3.539.092.352 

berpartlslpasl d1l1m 
pemberdavaan 
masyarakat dlwllayah 
Kecamaun TarMn 

Mewujudkan Pembangunan yang 
berwawasan llngkungan 

Terwuj11dnya Pembangunan livable city 8S,32 86,67 87,78 88,19 83,60 89,01 89,01 
lnfrastruktur Kota yang Maju, 
berwawasan llngkungan, dan 
berkelanjutan 

Menlngkatnya kualltas lndeks lnfrastruktur 96,72 96,85 98,06 98,25 98A2 98,S9 98,S9 
layanan lnfrastruktur kota 
Menlngkatnya kualltas lndeks Kualltas 
Ungkungan hldup Ungkungan Hldup 60,15 57,69 57,77 57,85 57,93 57,93 

1 l 1 Pra&ram Pengelolaan Persentase RTH, 64,96 72,01 16.667.680. . 72,01 16.667 .680.61 Oinas Perumahan 

0 6 RTH, PJU dan Penerangan Jatan dan 618 8 dan Kawasan 

4 Permakaman Pemakaman yang Permuk1man 
dikelola 
lndeks . 74,59 . 74,59 
Pengelolaan RTH, PJU " " dan 
Permakaman 
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Mlsl Kondlsl Capalan Klnerja dan Kerangka Pendanaan 
Perangkat Daerah 

Tujuan KinerJa Kondlsi Kinerja Pada 
Kode lndlkator Klnerja 

Awai 
Reallsasl 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 

Akhlr Perlode RPJMD 
Penanggung 

Sasaran Jawab 
Program RPJMD K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 

1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 ll 13 14 15 16 17 

l 0 0 Program Penlngkatan Persentase . Dlnas Perumahan 

4 5 Prasarana, Sarana dan Penlngkat.1n 
22.490.417.23 99,688.535.5 7 Rakyat dan Kawasan 

Ut1htas Umum (PSU) Prasarana, Sarana dan 100" 100% 100% 19,023.618 74 100% 100% 27 000.000,00 100% 2800000000 100% 0 Permukiman 
u1,111as umum (PSUJ 0 0 0 0 

0 0 3 Program Penlngkat.1n Persentase 1009' 1009' 3.010.026.5 . . . . . 100% 3.010.026.500 Olnas Perhubungan 

Sarana dan Prasarana pemenuhan 00 
Aparatur kebutuhan sarana dan 

prasarana a paratur 

Menlngotkan kualltas hldup 
Masyarakat Kola Madlun 

Terwu)udnya Pembangunan lndeks Pembangunan 80,91 81,25 81,70 82,15 82,35 82,35 
Sumber Daya Manusla yang Manusla 
berltualltas dan berdaya salna lndeks Pembangunan 94,38 94,40 94,44 94,49 94,51 94,51 

Gender 
Menlngkatnya lndeks Pembertlayaan n,18 77,07 77,20 77,21 n.22 77,22 
pemberdayaan Gender Gender 
Menln&katnya kualitas Harapan Lama 14,39 14,40 14,41 14,42 14,43 14,43 
pendldlkan masyarakat Sekolah 

Rata--fate Lama 11,14 11,14 11,lS 11,16 11,17 11,17 
Sekolah 

1 1 1 Program Pendldlkan Angka Panispas1 Murnl 152,999' 132.26 104.431.nS . . . 132 26 104 431 ns 93 Oinas Pendldlkan 

0 7 Oasar S0/SMP " .931 " 1 

1 
1 1 1 Program Penlngkatan Persentase Pendldlk . . . . 

0 6 MUIU Pendidlk dan dan Tenaga 
100 1001(, 1~ 

1 Tenaga Kependidlkan kependidlkan yang 
lulus pelallhan 543.850.985 543850.985 
Persent.1se Jumlah . . . 
tenaga pendldlk yang 76,66 76,66 
bersertiflkasi 

1 0 0 Program Penun)ang Nllal Evaluasl 

1 1 Urusan Pemenntahan lmplementas1 Sakip 205.213.092.25 
202.l45 219.30 Askor 199,816.763.9 A>icor Askor 202.345.219.30 809.720.294.76 

Daerah Perangkat Oaerah 2 Askor 
0 

Askor 

Kabupaten/Kota 
17 0 9 

1 0 0 Program Pengelolaan Wajlb BelaJar 9 Tahun 1~ 100" . 
1 2 Pendldlkan 129.743.179.64 131.784.897.S 448.043.986.49 

100" ll9.094.6n. 7 100!6 67 .421.236.524 100!6 100!6 lom6 
ti4 3 63 4 

1 0 0 Program Pend1dlkan Persentase Tenaga 

1 4 dan Tenaga Pendldlk Bersert,flkasl 
78,98" 2°" 1.959.105.00 2o,i, 1.658.000.000 251(, 25" 2 450. 385.000 25% 8.517.875.000 

Kependldikan yang Berprestasl 
0 

2 450.385 000 
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Mlsl Kondlsl Capalan Klneria dan Keran2ka Pendanaan 
Perangkat Oaerah 

Tu uan Klnerja Kondisl Klnerja Pada 
Kode lndlkator Klnerja Realisasl 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 Penanggung 

I Sasaran Awai Akhlr Perlode RPJMD 
Jawab 

I I Program RPJMD K Ro. K Ro. K Rp. K RP, K Ro. K Rp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 u 14 15 16 17 

Menlngkatnya Derajat Angka Harapan Hldup 72,81 72,81 72,81 72,81 72,81 72,81 

kesehatan Masyarakat 

l 1 1 Program Pemblnaan Persentase penduduk 87,6 95.21 35.903.672 - - 95.07 35.903.672.68 Olnas Kesehatan dan 

0 8 Ungkungan 5oslal di Kata Madiun yang " 680 " 0 Keluarp 8erencana 

2 81dang Kesehatan menjad, peserta JKN 

1 1 l Program Upaya Persentase Kesehatan 16,67 25 6.093.820.6 - - - 25 6 .093.820.696 

0 9 Kesehatan Masyarakat Masvarakat yang 96 

2 sesuai standart 

I 1 2 Program Pencegahan Persentase Penurunan 100 (20 - 3.105.216.9 - 3.105.216,940 

0 0 dan Pengendalian Kasus Kejadlan Luar kasus) 1.940 40 1.940 

2 Penya kit Biasa " " 1 1 2 Program Pelayanan Persentase sarana 48,27 75 21.377.920. 7S 21377.920.54 

0 1 dan Sumber Daya pelayanan kesehatan 542 2 

2 Kesehatan yana terakreditasi 

1 1 1 Program Pengadaan, Persentase sarana dan 88,55 91,15 4.530.614.9 - 91,15 4.530.614.956 Rumah Sakit Umum 

0 s Peningkatan Sarana prasarana rumah saklt 56 Daerah 

2 dan Prasarana Rumah yang sesual standar 

Saklt 

1 1 I Program Penlngkatan Perse.ntase Pencaaian 100 60 80.943.28S. - - 60 80.943.285.68 

0 6 Pelayanan 8LUD Klnerja Badan Layanan 683 3 

2 Umum Daerah 

l l 1 Program Pemblnaan Persentase penyedlaan 88,55 91, 1S 6.295.049.4 - - 91,15 6.295.049,457 

0 8 Ungkungan Soslal di sarana/prasarana 57 

2 Bldang Kesehatan fasilltas kesehatan 
yang bekerja sama 
dengan Badan 
Penyelenggara 
Jamlnan Soslal 
Kesehatan 

1 0 0 Program Pemenuhan lndeks Keluarga Sehat Dlnas Kesehatan, 

2 2 Upaya Kesehatan 0,33 0,43 0,39 0,39 Pengendallan 

Perorangan dan Upaya Persentase lndlkator 82.687.756.54 
Penduduk dan 

Kesehatan Masyarakat SPM (Standar 1.974.015.88 162.988.308.9 99.820.515.62 478.806.069.05 Keluaraa Berencana 
66,67 

Pelayanan Minima!) 

" 
50,00% 7.78 66,67" 9 7S% 12 75" 4 75" 0 

Kesehatan mencapal 
target 

1 0 0 Pra&ram Peningkatan Persentase kualltas 91" 92% 92" 

2 3 Kapasltas Sumber SUmber Daya Manu,ia 

Daya Manu,la (SOM) Kesehatan yang 
80% 279.413.000 

225.252.245 232.009.8U 

Kesehatan sesual standar 89" 235.589.050 90% 
975.711.057 
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Mlsl Kondlsl tapalan Klnerja dan Kerangka Pendanaan 
Perangkat Daerah 

Kode 
Tujuan 

lndlkator Klnerja 
Klnerja 

Reallsasl 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 
Kondlsl Klnerja Pada 

Penanggung 
Sasaran Awai Akhir Periode RPJMD 

Jawab 
Program RPJMD K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 

1 0 0 Program Sedlaan Persentase Fasilltas 88" 89" 899' 
2 4 Farmasl, Alai Pelayanan Farmasl, 

Kesehatan dan lndustrl Rumah Tansga 226.563.000 233.359890 902.553.576 
Makanan Mlnuman Pangan (IRTJ>), Tempat 

240.360.686 

Pengelolaan Pangan 
859' 869' 

178.376.700 
879' 

(TPP) dan Depot Air 
Mlnum (DAM) sesual 
Standar 

1 0 0 Program Persentase Upaya -
2 s Pemberdayaan Kesehatan 62,50% 63,009' 63,00 

Masyarakat Bldang Bersumberdaya 60,38 

" Kesehatan M;asyarakat (UKBM) 
68,639' 61,509' 1.130.949.90 629' Z.492.754.000 1.157.179.250 Ll91.B94.628 11.526.646.87 

" yang mengalaml D • 
kenall(an strata 

Mewujudkan Kemandlrlan 
Ekonoml dan Memeratakan 

Tlnpat Kesejahteraan Masyarakat 
Kotl Madlun 

Terwujudnya Pembangunan lndeks Pemban1unan 6,78 6,69 6,38 6,40 6,42 6,44 6,44 
ekonoml lnkluslf Elconoml lnkluslf 

Menurunnva tlnpat Tlngkat Penpn11uran 3,85 8,32 8,15 5,74 5,12 5,00 5,00 
penganguran tert>uka Terbuka 

2 2 1 Program Perluasan Persentase pencari 79 73,04 350.882,216 - - 73,04 350,882.216 Dlnas Tenaga KerJa 

0 5 dan Pengembangan ker)a yang " " l Kesempatan Kerja dltempatkan 

Persentase lulusan 98 100 - - - 100 
pelat1han yang 
mempunyal sertlf1kat 
kompetensl dasar 

2 0 0 Program Pelatlhan Persentase Pencarl - 23" 23'11, - - 239' Dinas Tenaga Ker1a, 

7 3 Kerja dan Keria yang Dllatlh 21,759' 0,69" Koperasl Usaha Kecll 

Produkllvltas Tenaga 418.950.040 862,016.290 dan Menengah 

KerJa Persentase Jumlah - 209' 259' 30% l 345.000.000 35" 
1.345.000.000 

359' 
3.817.970.730 

peserta pelatlhan yang 

berbasos komperensl 

2 0 0 Program Hubungan Persentase Penurunan - - - 109' 109' - - 109' 
7 5 Industrial Kasus-kasus 

Perselislhan Hubungan 

Industrial 1.682.439,13 
1.719,214.240 2 274.134.040 7.949,921,450 

persentase - - 16" 0 2.274.134.040 
perusahaan yang 

169' 169' 16" 169' 
mengesahkan 
penituran perusahan 
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Mist Kondlsl Capalan Kl nerla d an Keran11ka Pend anaan 
Perangkat Daerah 

Kode 
Tu uan 

lndlkator Klnerja 
Klnerja 

Rea lisasl 2020 Target 2021 Targe t 2022 Target 2023 Target 2024 
Ko ndisl Klnerja Pada 

Penanggung 
I Sasaran Awai A khlr Periode RPJMD 

Jaw ab 

I I Pro11ram RPJMD K RD, K Ro, K Rp, K Rp. K RD. K Rp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I 
Menlngkatnya Persenwe 5,82 -10,83 2,16 4,81 5,69 6,91 6,91 

Pertumbuhan dan pertumbuhan PORB 

perkembangan ekonoml sektor oerdagangan 

Persentase --0,93 0,58 0,76 2,78 3,42 3,42 

pertumbuhan PORB 

sektor Jasa 

2 2 1 Program Penlngkatan Persentllse koperasl 98,05 98,7 612.897.052 . . . 9S,7 612.897.052 Oinas Penanaman 

1 5 Kualltas Kelembagaan aktlf Modal, Pelayanan 

1 !(operas! Terpadu Satu Pintu, 

2 2 1 Proc~m Pen1embanpn Pe.rsentase 0,4 0,42 505.342.n0 . 0,42 505.342.n0 Koperasl dan Usaha 

1 6 Sfrtem Penduk.une Pertumbuhan usaha Ml~ro 

1 
ICewlrausahun d.1n mlkro 
Keungul~n Kompetttif 
UYhai Mlkro 

2 1 0 Program Pendidikan Persentase koperasl 81,29 80,13% 86,50% . 86,50 Oinas Tenaga kerja, 

7 5 dan latlhan bersertfikat NIK 0 

" 
Koperaso Usaha Keel! 

Perkoperasian " dan Menengah 

Persentllse jumlah 500.318.900 n3.058.000 2.796.744.900 

koperasl yang dlsetujul 
750.310.000 773.058.000 

permohonan 
75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 

bersertfii<at NIK 

2 1 0 Program Perse11tase Usaha 

7 8 Pengembangan Mlkro terfasllltasl yang 7% 7 % 7% 

UMKM beromzet naik. 
829.985.000 309.850.000 

Persentase Usaha 715.000.000 
715.000.000 2.569.850.000 

Mikro dlblna yang 7% 7% 7,33% 8% 8% 

beromzet naik 

2 2 1 Program Pemb,naan Jumlah Pemuda 16 2 . . . . 2 

1 5 Pemuda dan Olahraga 8erprestasl yang orang orang Olnas Kebudayaan, 

3 dlklrlm kompetlsi 1.640.940.7 Parlwisata, 

Jumlah Atilt yang ikut 189 12( 45 
1.640.940. 745 Kepemuda an, dan . . 124 

kejuaraan di tingkat orang orang Olahraga 

Provlns1 dan Nasional 

2 1 0 Program Jumlah medali yang 50 mec!ali 79 3 3 33 35 35 265 Olnas Kebudayaan, 

9 3 Pengembangan d1raih di bidang medall medal! medall medal! medali medall 10.136.838.55 Pariwisat.a, 

Kapasltas Daya Samg olahraga 3.511.442.880 4,434.615.445 2.036.668. 700 
2.239.335.570 0 Kepemuda an, dan 

K•olahragaan Olahraga 

2 2 1 Program Pengelolaan Persentase Kekayaan 31,6 4% 1.901.047.9 . . 4" 1.901.047.967 Dlnas Kebudayaan, 

1 5 Kekayaan Budaya Budaya yan11 67 Parlwisata, 

6 dlpen13skan Kepemuda an, dan 
Olah Raga 

2 2 0 Program Jumlah SOM, lembaga lOOorang 100 100 100 123.886.145 100 242.000.000 100 266.200.000 500 [)jnas Kebudayaan, 

2 3 Pen11embangan dan pranata yang orana orana 123.886.145 orang orang orang orang Parlwlsata, 

Kesenlan Tradlsional dlbina 
928.200.000 

Kepemuda an, dan 
Olah Raga 
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Misi Kondisl Capaian Klnerja dan Kerangka Pendanaan 
Perangkat Oaerah 

Kode 
Tu uan lndlkator Klnerja 

Klnerja 
Realisasl 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 

Kondisl Klnerja Pada Penanggung 
Sasaran Awai Akhlr Periode RPJMO Jawab 

Program RPJMO K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 u 13 14 15 16 17 

3 3 1 Program Pongololaan Jumlah Omset Pasar 547.949 3,106,S 5. 113.702.4 . . 3,106,5 S.U3.702.485 Donas Perdagangan 
0 6 Pasar Rakyat Rakyat Juta(Rpl 54,387, 85 54,387. 

G 840 840 

3 3 0 Program Penongkatan Persentase pasar . 5,88% 5,88% Dlnas Perdagangan 

0 3 Sarana Distrlbusl sesual standar 
Perdagangan Persentase pasar yan11 100% 8.242.965.872 100% 6.26L231.818 100% 3.256.000.000 100% 3.256.000.000 

29.885.229.00 
100% 

dlkolola sarana 0 0 
0 

dlstrlbuslnya 

Terwu)udnya Pemerataan lndeks Ketentraman 76,87 76,95 77,05 77,15 77,2 77,2 
Kesejahteraan dan Stabllltas lndekGlnl 0,35 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,35 
Kehldupan Soslal Masyarakat 

Pengurangan Kemlsklnan Angka Kemlsklnan 4,35 4,98 4,97 4,96 4,95 4,94 4,94 

1 1 1 Program Perlindungan Porsontase 100 100 3.155.942.5 . . 100 3.155.942.559 Omas Soslal, 

0 5 dan Pomberdayaan Pen•1andang Masalah 59 Pemberdayaan 

6 Kesojahteraan Soslal KeseJahteraan SO'S1al Perempuan dan 
yang tertanganl Perllndungan Anak 

1 0 0 Program Persentase PSKS yang . 90% . 90% Dlnas Soslal, 

6 2 Pemberdayaan Soslal berporan aktif dala,n Pemberdayaan 
monyelenggarakan 

19.260.07136 
Perempuan dan 

kesojahtoraan soslal 3.860.177.515 4.375.378.420 4,812.916.262 Perllndungan Anak 
2.210.456.099 8 

Persentau PSKS yang . 

berperan aktll dalam 50% 58% 66% 66% 
Pomberdayaan Soslal 

1 0 0 Program Rehabllitasl Persentase PMKS yang . 18,7% . . 18,7% 

6 4 Soslal mondapatkan 
rehablhtasl sos,al 
Persentase PMKS yang . 1.508.844.750 100% 1.742.90L123 100% 2.049.045.215 100% 2.253.949.737 100% 6.045.896.075 
mendapatkan 
pelayanan rehabllltasl 
sosial 

l 0 0 Program Perllndungan Persentase PMKS yang . 100% 100% 100% 100% 100% 

6 5 dan Jamlnan Soslal mendapatkan 11.312.409.78 11.570.286.85 13.305.949.24 46.549.372.75 
perlindungan dan 
)aminan soslal 9.360. 726.880 0 0 0 0 

3 3 1 Program Penlngkatan Ponlngkatan 7,2 6,90 2.447.921.8 . . 6,90 2.447.921843 Dlnas Portanoan dan 

0 5 Kesejahteraan Petanl Produktivitas 43 Ketahanan Pangan 

3 Pertanlan 
Rasio 1,81 . . . . . 1,81 
Pondapatan Usaha 
Pertanlan dengan 
biaya 
Produksl 
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Mlsl Kondisl Capalan Klner]a dan KeranRka Pendanaan 
Perangkat Daerah 

Kode 
Tujuan lndlkator Klnerja 

Klnerja 
Realisasl 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 

Kondlsi Klnerja Pada 
Penanggung 

Sasaran Awai Akhlr Periode RPJMD 
Jawab 

RPJMD K RP, K RD. Prol!ram K Rp. K Rp. K RD. K Ro. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll u u 14 15 16 17 

3 2 0 Program Peny~laan Efekt1fitas Sarana . 50 55 60 65 65 14.556.809.20 Olnas Ketahanan 

7 2 dan Penaembangan Pertanlan l"l i .608.737.600 1.181.n1.600 0 
Pangan dan 

Sarana Pertanlan 0 0 5.608.150.000 Pertrn1an 
5.558.150,000 

Menlngkatnya stabllltas lndeks Kerukunan B (73,95) B skor 
Bskor B skor B skor 

kehldupan soslal harmonls 74,030 
B skor B skor 

masyarakat 6 
74,30 76.40 78.40 80,00 80,00 

(Harm 
(Harmon! (Harmo (Harmo (Harmo (Harm 

onis) 
s) nis) nls) nis) onls) 

lndeks rasa aman 73,55 76,05 76,15 76,2 76,27 76,35 76,35 

1 l I Proaram PemblnHn, Persentase Kasus K3 98,83% 97" 1.450.879.3 . . . 97% 1.450.879.321 

0 6 Peneniban din (wik.iHf (Kelert1ban, 21 

5 
dalam Pen'fllena,-araan Ketentraman, 
ICetenlban Umum dan 

Kelndahan) yang 
K~entrama" Mcyal'ilk.a1 

dlselesalkan 
Saluan Polisl Pamona 

1 1 l Program Peningk:alan Raslo petugas 1,3 orang 1,3 287.772.906 . . - . 287.n2.906 
Praia 

1,3 

0 7 Keamanan dan perllndungan tiap RT orang orang 

5 Kenyamanan masyarakat (Unmas) di llapRT tiap RT 

Ungkungan Kota 

1 0 0 Program Penlngkatan Persentas~ Kasus K3 Satuan Pohso Pamong 

5 2 Ketentraman dan (Ketertiban, 
Praja dan Pemadam 

Ketertlban Masyarakat Ketenteraman dan 
98" 

4.683.621.00 5.117.465.000 
22.565.746.00 Kebakaran 

97" 97% 97" 97% 7.587.413.000 97% 97% 
Ketertiban Umum 0 5.232.413.000 0 

dalam l (satu) Daerah 
Kabupateo/Kota 

Mlsl Kondlsl Capalan Klnerja d3n Kerangka Pendanaan 

Kode 
Tu)uan lndlkator Klnerja 

Klnerja 
Reallsasl 2020 Target202.l Target 2022 Target2023 Target 2024 

Kondlsl Klnerja Pada Perangkat Oaerah 

Sasaran Awai Akhlr Perlode RPJMO Penanggung Jawab 

Program RPJMO K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Ro. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 u u 14 15 16 17 

Driorltas 2 
Mewujudkan Pemerlntahan yang 

Balk (Good Governance) 

Terwujudnya tata kelola lndeks Reformasl (Bl 67,34 (B) (8)67 (8)68 (8)69 (BB) (BB) 

pemerlntahan yanc balk, Brlokrasl 65,55 70,01 70,01 

berslh, dan proleslonal yang 
bero:ientasl pada pelayanan 

oubllk berbasls smart dtles 

Menlngkatnya Nllal Akuntabllltas 
88 

A 

akuntabllltas Klnerta Pemerlntah 88(73) BB(76) 88(79) 
A 

(80,01 

penyelenggaraan kota Madlun 
(70,01) (80,01) 

l 

pemerlntah daerah Nllal Laporan 3,385 Sangat Sangat 
Penyelanggaraan nngg, Tini;g, Tlnggl 

Pemerlnt:ah Daerah 
(llnggi) tlnul tina1 
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Misl Kondlsl (apalan Klnerja dan Kerangka Pendanaan 
Perangkat Daerah 

Kode 
Tu]uan 

lndlkator Klnerja 
Klnerja 

Reallsasl 2020 Target 2021 Target ZOU Target 2023 Target 2024 
Kondlsl Klnerja Pada Penanggung 

I Sasaran Awai Akhlr Periode RPJMD Jawab 
I I Pro11ram RPJMD K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
lndeks Slstem 2,82 Tidak 2,83 2,85 2,87 2,90 2,90 
Pemerlntahan ada (balk) (balk) (balk) (balkl (baik) 
Berbasls Elektronlk penllal 

(SPBE) an 
tahun 
2020 

4 4 t Program Penlngkatan Pe~entase perangkat . 
0 s Fasllltasi Pengadaan daerah yang 

I BaranllfJasa melaksanakan 100 32,11 32,11 
Pemerintah pengadaan barang/ 

jasa sesual regulasl 493.425.44 7 493.425.447 
Prosentase . . 
jumlah pengadaan 

100% 100% baranlifjasa yang 
tereallsasi 

Sekretarlat Daerah 
4 4 2 Pmgram Pengendallan Persentase OPD yang . 

(Baglan Admlnlstrasl 
0 4 Pelaksanaan Keg.atan melaksanakan 100 100 Pembangunan) 
1 Pembangunan keg,atan sesuai Jadwal 

Jumlah dokumen . . 
Pengendallan 2 2 
Pelaksanaan Kegiatan dokum 

105.974.436 doku 
Pembangunan 105.974.436 en men 

Prosentase . . 
Jumlah tender yang 100% 100" 
terealisasl 

4 4 2 Program Penongkatan Jumlah PerJanjlan 
10 

. . . . . Sekretarlat Daerah 
KerJasama 5 kerja 10 (Baglan Admlnlstrasl 0 1 Kerjasama Antar 

kerjasa 186.458.697 kerjas 186.458.697 
I Daerah Pemerintah sama Pemerlntahan 

ma ama Umum) Daerah 
4 4 1 Program Soslalisasl Persentase Jumlah . . . 

0 9 Ketentuan di Bldang Kegratan soslalisasl 
77.840.DOO 

Cukai 8idang Cukai yang 100 100 
77.840.000 

1 100 
dilaksanakan 

Sekretarlat Daerah 

4 4 2 Program Pembinaan Persentase kelompok . . . . (Baglan Admlnlstrasl 
Perekonomlan dan 

D 5 Ungkungan Sosial di sosial ekonoml yang 
100 KeseJahteraan 

Bldang Ekonoml difasilitasl 100 
1 Rakyat) 

4 4 l Program 5tablllsasl Tongkat lnflasl . 
D 8 Ekonoml Oaerah 4% 1,8 189.597.882 189.597.882 
1 

4 4 l Program Penlngkatan Persentase Pelayanan . . . . . 

0 6 Pelayanan Kedlnasan Kedinasan Plmpinan 
100 

105.87 
593. 745.402 105,87 Sekretarlat Daerah 

1 Kepala Daerah dan " " 
593.745.402 

(Baglan Umum) 
Wakil Kepala Daerah 
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Mlsi Kondisl Capaian Kinerja dan Keran,:ka Pendanaan 
Perangkat Daerah 

Tu uan Klnerja Kondlsi Klnerja Pada 
Kode 

I 
lndlkator Klnerja Awai 

Realisasi 2020 Target 2021 Target 2022 Target 20U Target 2024 
Akhir Perlode RPJMD 

Penanggung 

Sasaran Jawab 

I I Program RPJMD K Ro, K Ro. K Rp. K Rp. K RP, K Rp. 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 11 13 14 1S 16 17 

4 0 0 Program lndek.s: Kepu■san 

1 3 Perekonomlan dan M1syarak11 di Bldana 80,98 80,98 Sekretarlat Daerah 

Pembangunan Pere.konomi1n den nll: i nllai 3.199.572.502 (Baglan Penpdaan 
Pembln11un1n 781.786.292 600. 700.000 830.000.000 915.000.000 ,00 Barang/Jasa dan 
Persentase Penyedlun Admlnlrtrasl 
Data Bidana 100% 100% 100% 
Perelconom,.n din 

100% 100% 100% 100% Pembangunan) 

Pe.mt>.naunan 

4 0 0 Program lndeks KepuaAn . 
1 3 Perekonomlan dan Masyaraht di Bldang 80,98 80,98 Sekretarlat Oaerah 

Pembangunan Perekonomlan dan nllal nilal (Baglan 
1.277.100.000 1393.200.000 4.160.033.600 

Pembangunan 623.733.600 866.000.000 Pere.konomlan dan 
Pen.entase Penyedlaan Kesejahteraan 
Dato Bldang 100% 
P~konomlan dan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% Rakyat) 

Pemban11u..1nan 

4 4 1 Program Opllmallsasl Persentase Ketersedlaa n 100 100% . . 100% 

0 9 Pengelolaan Pa)ak Basis Dato Pajak daerah Sadan Pendapatan 

5 Daerah Jumlah 118,26 211.988.000 118,26 211.988.000 Daerah 
pe:nerimaan pa11k "' "' dae~h 

5 0 0 Program Pengelolaan Pertumbuhan Pajak 1,5% 1,5% 
2 4 Pendapatan Oaerah Asll Oaerah 

Persenta.se 
Peningkatan Data 10% 10% 10% 

616. n1 .soo 10% 1.200.439.000 10% 10% 10% Sadan Pendapatan 

Polensl Wajlb Pajak 
1.447.675.000 1.499.358.000 4.995.628.000 Daerah 

Penmgkotan Gapalan . 
P•naglhan Pajak 37" 41% 41% 41% 42% 43% 43% 

Oaerah 

s 0 0 Program Koordlnasl persentase capalan 

1 3 dan Slnkronlsaso target program 100" l oo,/. Sadan Perencanaan. 

Percmainaan pembangunan da•rah 1.452.140.380 L887.650.000 2.376.650.000 8 279.198.640 
~e.nelltlan dan 

P,mbangunan Oaerah Persentase 100% 
2.376.650.000 Pengembangan 

Pelaluanaan Program 100" 100% 100% 100% 100% 100% Daerah 

Pembangunan oa, rah 

4 4 1 Poogram ~•nlngkatan Persentase penorbltan . . 

0 7 dan Pengembangan SP2D lepat waktu 100% 100% 217.944.427 100% 217.944.427 
5 Penatausahaan 

K•uangan oa,rah 

4 4 1 Program Pe.nlngkatan Penyampaian laporan 
Tepat Tepat 

. . . Badan Pengelolaan 
dan P•ngembangan pertanuungJawaban 

Tepat 
0 5 Waktu WaklU Waktu Keuangan dan Asel 

5 Peng,lolaan Keuangan APBD tepat waktu Oaotah 
Daerah Presentase OPD van11 

menyampalkan 
968.759.403 

. . . - . . 
968. 759.403 

laporan Keuanpn 100% 100% 100% 

sesual 
SAP 
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Mlsl Kondisi Capalan Klnerja dan Kerangka Pendanaan 
Perangkat Daerah 

TuJuan Kinerja Kondisl Kinerja Pada 
Kode I Sasaran 

lndikator Kinerja 
Awai 

Realisasl 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 
Akhlr Periode RPJMD 

Penanggung 
Jawab 

I I Program RPJMD K RD. K Rp. K Rp. K Rp. I( Rp. K RD. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4 4 l Program Pengelolaan Pengesahan Perda Tepat Tepat Tepat 
0 6 Anggaran Oaerah APBD Tepat Waktu Waktu w,ktu Waktu 
5 676.717.415 676.717.415 

Pengesahan - . 
Dokumen DPA dan 

Tepat Tepat Tepat 

OPPA 
Waktu Waktu Waktu 

4 4 l Program Penmskatan Kontrlbusl pengelolaan 
4,930.372. 

. . . . 4.930. 

0 8 dan Pengembangan aset terhadap PAD 
055 

372.05 

s Pengelolaan Asel s 
Oaerah Presenlase . . 

keakuratan data aset 100% 100% 

OPD 2 790.892.l 2.790.892.165 
Pre.sentase 65 

pentngkatan Nilai aset 6% 6% 

pemda 
Presentase aset . . 
yang diasuranslkan 

4 4 2 Program Penmgkatan Persentase . 
0 0 Manajemen Pajak Pertumbuhan 

1.5 
s Oaerah Penerimaan Pajak 

1.S 

daerah 453.729.000 453.729.000 
Sadan Pendapatan 

Persentase . oaerah 

PaJak Oaerah terhadap 
100% 100% 

Pendapatan Asli 
Oaerah 

5 0 0 Program Pengelolaan Realisas1 Kinerja 60.340.673.18 
11.270.987 .59 

7,505,329,560. 7,510,329,650 73.121.335.14 
2 2 l(euangan Oaerah Keuangan yan~ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5 9 00 .oo 8 Sadan Keuangan dan 
Memenuhi Target Aset oaerah 

5 0 0 Program Pengelolaan Pengelolaan Aset yang 
100% 100% 100% 3.748.942.400 100% 2.099.685.020 100% 

3,337,189,000. 
100% 

3,337,189,000 13.348.756.04 
100% 

2 3 Ba rang Mlllk Daerah berkondlsl baik 00 .00 0 

4 4 l Program Penlngkatan Persentase OPD yang . . . 

0 5 S1stem Pengawasan maturltas 5PI nya level 25 25 25 

3 Internal dan 3 

Pengendallan Persenlase . 
1.341.655.5 

. . . 
Pelaksanaan Kebijakan Temuan Hasil 81 

1.341.655.581 

KOH pengawasan 96,42 96,42 

yang ditmdaklanjuti " " lnspektorat 
.sesuai 
rekomendasl 

4 4 l Program Penlngkatan Persentase. aparatur . . . . 
0 6 Profes10nallsme pengawas yang 

3 Tenaga Pemeriksa dan bersertlfikat 100% 100% 372.911.909 100% 372.911.909 

Aparatur Pengawasan 
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Misi Kondisl Capaian Kinerja dan Keranrlca Pendanaan 
Perangkat Daerah 

Tu uan Kinerja Kondlsi Kinerja Pada 
Kode lndlkator Klnerja Realisasl 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Ta111et 2024 Penanggung 

I Sasaran Awai Akhlr Periode RPJMD 
Jawab 

I I Pro11:ram RPJMD K Rp. K RP. K Rp. K Rp. K Ro. K Rp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 u 13 14 15 16 17 

4 4 1 Program Penataan dan Persentase dokumen . . 
0 9 Penyempurnaan kebijakan dan slsdur 

3 Kebljakan dan Slsdur pengawasan yang 100% 100,; 5,996.400 100% 5.996.400 

Pengawasan terpenuhl 

6 0 0 Program Persentase OPO yana . 
1 2 Penyelenwraan matuntas SPlnya Level 25% 30% 848.332.295 35% 1.231.019.000 40% 1.428.000,80 45% 1.S33.500,00 4 5% 4 .728.339.000 

Pengawasan 3 

6 0 0 Program Perumusan Persentase Dokumen lnspektorat 

l 3 Ke bljakan, Kebljakan dan 5isdur 

Pendamplngan dan Pengawasan serta 100% 100% 1.019.621.160 100% 1.138.997.000 100% 100% 100% 4 .738.923.000 

Aslstensi Aslstensl yang 
1.327.550,00 1.381.500,00 

Terpenuhi 

2 2 1 Program Persentase PO yang . 

l 5 Penyelenggaraan mengimplementa.s1kan Olnas Komunlltasl 

5 Pengamanan keamanan lnformasi 8,8 25 486 . .210682 25 4ij6 210.682 dan lnlormatlka 
lnformasl Pemerintah 
Oaerah 

2 2 0 Program lndeks Keamanan II (duo) 
II 

1 2 Penyelenggaraan lnlormasi Level 
(dua) 

Persandian Untuk Level Olnas Komunlkasl 
Pengamanan Persentase OPO yana . 195.502.695 350.000.000 500.000.000 600.000.000 1.695.502.695 dan lnformallka 
lnformasl menggunakan layanan 

persand,an untuk 
100% 100" 100% 100% 100% 100% 100" 

pengamanan lnlormasl 

2 2 1 Program Jumlah Berkas Arslp 
55.323 56 .300 

. . . 
yang dikelola 426.396.352 

56.300 
I 5 Penyelamatan, berkas berkas berkas 
8 Peningkatan SOM dan 

Layanan Arsip Oaerah Jumlah Unit Oaerah . . 
Olnas Perpustaka an 

Kearsipan yang 426.396,352 dan Kearslpan 
menerapkan 
pengelolaan arslp 

5 unit 5 uM 

stt.ara 
baku 

2 2 0 Program Pengelolaan Jumlah berk"' arsip 57.615 60004 59.500 59.500 

4 2 Arsop yang dlkelola berkas berkas berkas berkas 

Tingkat ketersedlaan 
arslp sebagal bahan 
akuntabllltas klnerja, 
alat buktl yang sah dan 436.331.945 651.625.000 900.000.000 1.000 000.000 2.987.956.945 

Olnas Perpustaka an 

pertinggun&jawaban 
82" 84" 86" 88% 90% 

dan Kearslpan 

nas,onal) Pasal 40 dan 
9 0% 

Pasal 59 Undana• 
Undang Nomor 43 
Tahun 2009 tentang 
Kearslpan 
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Mlsl Kondisi Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
Perangkat Daerah 

Tuluan Kinerja Kondisl Kinerja Pada 
Kode lndikator Kinerja 

Awai 
Realisasi 2020 Target 2021 Target 20U Target 2023 Target 2024 

Akhlr Periode RPJMD 
Penanggung 

I Sasaran Jawab 

I Prouam RPJMO K RD. K Rp. K Rp. K Rp. K Ro. K Rp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 u 13 14 15 16 17 

2 2 0 Program Perllndungan Tingkal keberadaan . . 
4 3 dan Penyelamatan dan keutuhan arslp 

a ... lp sebagal bahan 
pertanggungjawaban 
setlap aspek 
kehldupan berbangsa 8,2 8,2 8,4 149.291.000 8,6 150.000.000 8,8 200.000.000 8,8 499.29LOOO 
dan bernegara unluk 
kepentlngan negara, 
pemerlntahan, 
pelayanan publik dan 
kese)ahteraan rakyat 

Menlngkatnya kualltas lndeks Kepuasan 
pelayanan publlk Masyarakat (IKM) 82,8S 82,85 

83 (balk) 
83 8S 86 

Pemerlntah Kota (balk) (balk) (balk) (balk) (baikJ 
Madlun 
lndeks lnovasl Daerah 1892 1892 1900 1925 19S0 19S0 

2 2 1 Program Penlngkatan Persentase Penerbltan -
0 s Pelayanan Ookumen 8l,03 82% 206.825.8S3 82% 206.825.853 
6 Adminlstrasl Kependudukan 

Kependudukan 

2 2 1 Program Penataan dan Persentase Penerb1tan . 
0 6 Pelayanan dokumen akta 92,00 1.332.303.6 92,00 

1.332.303.658 
Olnas Kependudukan 

6 Admlnistrasi pencatatan slpll " 58 " dan Pencatatan Slpll 

Pencatatan S1pil 

2 2 1 Program Pengelolaan Persentase Uptime . . - . 

0 7 Data Kependudukan database 
99 99% 330.025.~31 330.02S.931 99% 

6 dan lnovasl Pelavanan kependudukan dan 
pencatatan slpll 

2 1 0 Program Pendaftaran Presentase Penerbitan 93,33 

2 2 Penduduk Ookumen 99,18 84% 228.148.160 84% 233.627.050 84,50% 276.070.000 85% 303.160.000 85% 1.309.873 136 

Kependudukan " 
2 1 0 Program Pencatatan Persentase Penerb1t:3n 93,33 . 

Dlnas Kependu~ukan 
2 3 Slpll Ookumen Akta 100 94% S59.472.520 94,2S% 402.719.632 94,50% 551.590.000 94,75% 60S.5S0.000 

94,7S 2.266.229.296 

Pencataan Slpll " " dan Pencatatan Slpll 

2 1 0 Program Pengelolaan akurasl database . 

2 4 lnformasi Adminlstrasl kependudukan 99% 347.749.070 99,10% 362.506.923 99,15% 420. 780.000 99,20% 462.550.000 
99,20 

2..043.603.047 

" Kependudukan 

2 2 1 Program Soslallsasl di Persentase . . . . 
Dlnas Komunlkasl 

l 7 Bodang Cukai Penyebaran lnformasl 100 89 825.498.000 89 825.498.000 dan lnformatlka 
0 tentang Cukal 

2 2 1 Program Persentase data . 
1 s Penyelenggaraan staUstik sektoral yang 60 257.n3.734 

Olnas Komunlkasl 
so 60 257.n3.734 dan lnformatlka 

4 Stallstik Sektoral terintegrasi 
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Misi Kondlsl capaian Kinerla dan Keranl!ka Pendanaan 
Perangkat Daerah 

Kode 
Tuiuan lndikator Kinerja 

Kinerja 
Realisasi 2.020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 

Kondisi Kinerja Pada Penanggung 
I Sasaran Awai Akhlr Periode RPJMD Jawab 
l I Pro2ram RPJMD K Rp. K Ro. K Rp. K Ro. K Rp. K Rp. 

1 2 l 4 5 6 7 B 9 10 u 12 tl 14 l5 16 17 

2 2 0 Program Persentase data . 
0 2 Pe nyelenggaraan statl.stlk sektoral yang BO BO 

Statlstlk Sektoral terlntegrasl 

Persentase Organisasi 
Perangkat Oaerah 
(OPO)yang Dlnas Komunlkasl 
menggunakan data 

100% 100% 100% 3tl.27B.OOO 100% 499.250.000 550.000.000 550.000.000 100% 1.912.528.000 dan lnformatlka 
stalislik dalam 
menyusun 
perencanaan 
pembangunan daerah 
Jumlah kompilasl 
stalistik sektoral yang 1 1 1 1 l 

dllakukan 

4 4 I Program l.lyanan lndeks Kepuasan - . 

0 5 Perundang-Undangan, Masyarakat (IKM) 

2 Ookumentasi dan OPRO terhadap 
Rapa! layanan perundang- Bl 80 

14.070.912. 14.070.912.04 Sekretarlat DPRO BO 
undangan, 044 4 

Ookumentasl dan 
Rapal 

4 0 0 Program Oukungan lndeks Kepuasan 

2 2 Pelaksanaan Tugas Masyarakat (IKM) 
U .826.552.25 

14.587 .486.38 
19.318.960,08 TI546.774.11 

dan Fungsi OPRD OPRD terhadap 81,29 90.42 79 BO 81 
22.288.971.37 Sekretarlat OPRD 

5 
82 82 

layanan Tugas dan 
5 0 3 1 

Fungs1 

4 4 1 Program Peningkatan Persentase . . . 

0 5 Manajemen Pelayanan penyelesalan 

6 Kepegawaian admmistrasl 99 145% 197 .835.501 145% 197.835..501 

kepegawalan sesuai Badan Kepegawalan 
SOP Oaerah 

4 4 I Program Fas1htasi Persentase . . 

0 6 Kesejahteraan PNS penyelesalan SK terkalt 
107.4 108% 95.467.940 108% 95.467.940 

6 kesPjahteraan PNS 
yang sesual SOP 

7 0 0 Program persentase 

1 5 Penyelenggaraan kewenangan yang Kecamatan 
Urusan Pemerlntahan dija lankan kecamatan 100% 100% 100% 136,144.080 100% 173. 179.750 100% 231.335.276 100% 236.000.000 100% 755.449 767 

Kartoharjo 
Umum dan lldak dilaksanakan 

OPO lain 

7 0 0 Program persentase 

1 5 Penyelenggaraan kewenangan yang 191.022.819 200.573.960 Kecamatan 
Urusan Pemeuntahan d1Jalankan kecamatan 100% 100% 100% 181.926.494 100% 181.926.494 100% 100% 100% 834.642 042 manguharjo 
Umum dan tidak dllaksanakan 

I OPOlaln 
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Mlsl Kondlsl Capaian Klnerja dan Kerangka Pendanaan 
Perangkat Oaerah 

Kode 
Tu uan lndlkator Klnerja 

Klnerja 
Realisasl 2020 Target 2021 Target 202.2 Target 2023 Target 2024 

Kondisl Kinerja Pada Penanggung 
I Sasaran Awai Akhlr Periode RPJMD Jawab 
I I Program RPJMD K Ro. K Rp. K Rp. K Rp. K RD, K Rp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 0 0 Pro&ram persentase kewenangan . 
1 5 Penyelenagara,1n_ van& d\Jalankan 

100% 100% 100% 114.893.950 100% 156.717.790 633.972.483 Kecamatan Taman 
Urusan Pemerintahan kecam:tan din tk:tak 100% 164.553.680 100% 172.781.363 100% 

Umum dllak.sanakan OPD lain 

4 4 1 Program Persentase . 
0 5 Penyelenggaraan tenelesa,lkannya 

9 Kelurahan permohonan 
100% 100% 

5.114.048.3 Kecamatan 

rekomendasl di 55 
100% 5.114.048.355 KartoharJo 

kelurahan se.sual 
ketentuan 

4 4 1 Program Persentase . 

0 5 Penyelenggaraan terselesalkannya 

9 Kelurahan permohonan 
100% 100 

5.193.265.3 Kecamatan 

rekomendas1 di 39 
100 5.193.265.339 manguharjo 

kelurahan sesua, 
kelentuan 

4 4 l Program Persenta.se . 
0 5 Penyelenggaraan terselesalkannya 

9 Kelurahan permohonan 100% 100 
4.540.005.7 

rekomendasl d1 27 
100 4.540.005.727 Kecamatan Taman 

kelurahan sesual 
ketentuan 

7 0 0 Program lndeks Kepuasan 

1 2 Penyelendaraan Masyarakat 
87,56 87,7 87,7 7.476.445.846 87,75 6.902.855.400 87,8 6.118.927.554 87,85 

25.515.710.43 Kecamatan 

Pemerintahan dan Kecamatan Kartoharjo 
6.424.851.850 87,85 6 Kartoharjo 

Pelayanan Publik 

7 0 0 Program lndek Kepuasan 

l 2 Penyelenggaraan Masyarakal 
93,34 90,54 90,49 7.396.857.097 90,03 7.189.758.228 90,03 

6.553.593.481 €.881.273.156 24.096.928,6, Kecamatan 

Pemerlntahan dan Kecamatan 
90,03 90,03 2 manguharjo 

Pelayanan Publlk Manguharjo 

1 0 0 Proaram lndek Kepuasan 

1 2 Penyelenggaraan Masyarakal 88,30 88,29 88,U 8 .112.850A52 88,46 7 .030. 198.834 88,78 88,94 
25.551 736.00 Kecamatan Taman 

Pemerlntahan dan Kecamatan Tarnan 7.38L708.n6 7. 750.794.214 
88,94 8 

Pelayanan Publlk 

MewuJudkan Pembangunan yang 
berwawasan llngkungan 

Terwujudnya Pembangunan livable city 85,32 86,67 87,78 88,19 88,60 89,01 89,01 

lnfrastruktur Kota yang Maju, 
berwawasan llngkungan, dan 

berkelanju"3n 
Menlngkatnya kualltas lndeks lnfrastruktur 96,72 96,85 98,06 98,25 98,42 98,59 98,59 
layanan lnfrastruktur ko"3 

I I l Program Penlngkatan Persentase bangunan - . 
Dlnas Peker)aan 

0 5 Kualilas Pembangunan gedung sesual 15.595.185. 15.595.185.81 
100 95,04 95,04 Umum dan Tata 

3 Gedung dan ketentuan 816 6 Ruang 
lnfrastruktur Kola 
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Mlsl Kondisi Capaian Klnerja dan Kerangka Pendanaan 
Perangkat Daerah 

Tu uan Klnerja Kondisl Kinerja Pada 
Kode lndikator Kinerja Realisasl 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 Penanggung 

I Sasaran Awai Akhlr Periode RPJMD Jawab 

l l RPJMO K Rp. K ProRram Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp, 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 1 1 Program Persentase Panjang . 
0 1 Pef!'bangunan dan Jalan Kata dalam 92,41 

94.03 57.038.311. 94.03 57.038.311.37 

3 Pemellharaan Jalan Kond,si Baik " 374 " 4 

dan Jembatan 

1 1 1 Program Pe.rsentase Panjang . . . 

0 8 Pembangunan dan Qralnase dalam Kondlsl 
90,40 14.047.224. 14,047.224.71 

Pemellharaan 5aluran/ Balk/ Pembuangan air 89,75 
90,40 

3 

" 710 0 
Ora1nase/ Gorong- tldak tersumbat " 
gorong 

1 1 1 Proaram Pengendalian Jumlah Tltlk/ Lokasl 12 7.217.269.8 
. . 

0 9 Banjir Banjir/ Genangan 12 
12 

7.217.269.810 
Titlk 10 Tltlk 

3 
1 1 1 Program Pe.rsentne . - . . . 

0 6 Pengembangan Terlayanlnya air berslh 

3 l(]nerja Pengelolaan 94 94 

Air Minum dan Air 
Umbah 

1 1 2 Program Perencanaan, Ketaatan Terhadap 

0 0 Pengendallan dan RTRW 100% 86% 736.311.193 86% 736.31L193 

3 Pemanfaatan Ruang 

1 0 0 Program Pengelolaan Persentase rawan . 12.299.394.65 28.517.074.30 31.368.781.73 17,34 98.737.388.03 

3 2 5umberdaya Air banjlr/genangan 20,05% 19,09% 8.369.843.440 18,47% 17,34% 
0 0 0 " 0 

1 0 0 Program Pengelolaan Persentase Ru mah . 
3 3 dan Pengembangan Tangga yang terlayani 100% 100% 101.669.000 100% 111,835.900 100% 123.019490 100% 336.524.390 

Slstem Fenyediaan Air kebutuhan air mlnum 

Mlnum 

1 0 0 Program Pengelolaan Persentase Pan)ang 90,40 . 80,03% 80,06% 20.731.396.01 80,09% 80,12% 80,12 

3 6 dan Pengembangan Oralnase dalam Kondisl 90,96% 22.274.002.00 48.653.618.20 53.518.980.02 " 
165.621.452.2 

" 0 20 
Sistem Orainase Balk 0 0 0 

1 0 0 Program Penataan Persentase bangunan 100% 
20.89 .814.00 

18.746.270.00 
25.922.380.00 28.514.618.00 98.616.248.00 

3 8 Bangunan Gedung Gedung Sesual 100% 100% 
0 

100% 
0 

100% 100% 100% 
0 0 0 Olnas PekerJaan 

Ketentuan Umum dan Penataan 
1 0 0 Program Penataan Persentase Ban1unan 100% 

19.966.147.16 
14.499.606.27 Ruang 21.178.289.46 23.296.118.40 81.160.898.29 

3 9 Sangunan dan Se.$ua1 ketentuan 100% 100% 
0 

100% 100% 100% 100% 
0 2 8 0 

Ungkungannya 

1 0 1 Program Persentase jalan dalam 94,03 
58.330.391.46 

49.495.103.35 
109.548.668. 7 384.418.242.0 

Kandis! Mantab 93,64% 94,50% 95,00% 95,50% 
120.503.535.5 96,00 

3 0 Penyelenggaraan Jalan 

" 2 1 24 
96,00% 

96 " 32 

1 0 1 Program Persentase Pelaku Jasa . 
3 1 Pengembanaan Jasa Konstruksl yang 47,68% 500.000.000 62,83% 540.000.000 77,98% 594,000.000 94,95% 653.400.000 

94,95 
2.287.400.000 

Konstruksl m"menuhl standart " kompetensl 

1 0 1 Proaram Persentase Ketaatan 100" 

3 2 Penyelenggaraan terhadap RTIIW 100% 100% 1.280.982,460 100% 1.880.000.000 100% 2.068.000.000 100% 2.274.800.000 100% 1.n2.soo.ooo 

Penataan Ruan& 
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Mlsl Kondlsl Capalan Klnerja dan Keramzka Pendanaan 
Perangkat Daera h 

Kode 
Tuluan lndlkator Klnerja 

Klner)a 
Reallsasl 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 

Kondlsl Klnerja Pada Penanggung 

1 Sasaran Awai Akhlr Periode RPJMD Jawab 

I I Program RPJMD K RD. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Ro. 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 u 13 14 15 16 17 

1 1 1 Proaram Ungkungan Persentase Rumah -
0 5 Sehat Perumahan tlnggal layak hun, dan 99.26 99.65 99,65 Dlnas Perumahan 
4 Permukiman bersanit11si 1.969.696.1 dan Kawasan 

lndeks 72 
1.969.696.172 

- - Permuklman 
Perumahan 

99.65 99.65 

Permuklman " " 
1 0 0 Program Persentase 13.838.561.00 

4 2 pengembangan Pengembangan 100% 100% 100% 1.292.650.000 100% 2.745.911.000 100% 4.900.000.000 100% 4.900.000.000 100% 0 Dlnas Perumahan 
Perumahan Perumahan Rakyat dan Kawasan 

1 0 0 Program Kawasan Persentase Kawasan 
98,10 26.542.427 .42 Permuklman 

4 3 Permuklman Permuklman yang 100% 98,5°" 7.283.612.424 99% 5.618.815.000 99,50% 6 .no.000.000 100% 6.920.000.000 100% 

tldak Kumuh " 
4 

2 2 1 Program Penaendallan Persentase - - - -
0 s dan Pengamanan LAlu Pema.sangan Rambu• 74 80 

3.860. 798.5 
80 

9 Lintas rambu 1.alu Untas 
08 

3.860. 798.508 

Persent-ase 58% 
-

Perlengkapan Jalan 
58% 

Olnas Perhubungan 
2 2 1 Program Penmgkatan Jumlah orang yang 539.91 - - - - 539.91 

0 6 Pelaranan Angkutan terangkut angkutan 420.660 6 
1.760.306,2 

6 

9 umum orang 
99 

orang 1. 760.306. 299 

Klnerja angkutan 38% -
Umum 

38% 

2 l 0 Program Persentase 

5 2 Penyelenggaraan Lalu Peningkatan Sarana 10.562531.50 10.562.531.50 38.719.362.18 
Unllls dan Angkutan dan Pra.sarana, serta 84% 8.363,009.965 88% 9.178.999.000 92% 96% 96% Dina! Perhubungan 

Jalan (LLAJ) fas,lillls perlengkapan 
0 0 0 

lalu llntas 

Menlngkatnya kualltas lndeks Kualltas 
60,15 57,69 

llngkungan hldup Ungkungan Hldup 
57,77 57,85 57,93 57,93 

2 2 I Program Pelayanan Persentase Pelayanan 
100 100 

-
0 5 Pertanahan Pertanahan 

100 
Dlnas Perumahan 

Persentase 4 109.354.539 - 109.354.539 dan Kawasan 
Rekomendasi l;h1 
Pertanahan yang 

100 100 Permuklman 

dlterbitkan 

2 1 0 Program Pengelolaan Persentase 100% 
0 0 85.000.000 100% 349.901.600 100% 100% 464. 901.600 

Pengelolaan lun Lokasl 
1.5.000.000 1.5 .000.000 100% 

0 2 lzln LDkasl 

2 1 0 Prgram Penyelesalan Persentase 100% Dlnas Perumahan 

0 4 Sengketa Tanah Penyelesa,an sengketa 100", 100% 100% 36.200.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 86.200.000 Rakyat dan Kawasan 

Garapan tanah aarapan Permuklman 

2 1 1 Program Persentase 100% 
100% 

- 100% 120.000.000 100% 80.000.000 100% 80.000.000 100% 80.000.000 100% 360.000.000 
0 0 Penatagunaan Tanah Penatagunaan Tanah 
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Mlsl Kondisl Capalan Klnerja dan Kerangka Pendanaan 
Perangkat Oaerah 

TuJuan Klnerja Kondlsl Klnerja Pada 
Kode I 

I ndikator Klnerja 
Awai 

Reallsasl 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 
Akhir Perlode RPJMO 

Penanggung 
Sasaran Jawab 

I I Prol!ram RPJMO K Rp. K Rp. K RP, K Rp. K Rp. K Rp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2 2 l Program Penlngkatan Persentase data dan . . . 
0 s Kualltas dan Akses lnformasl sumber daya 

5 lnformas1 Sumber a lam dan llngkungan 58,97 64,01 445.978.043 64,01 445.978.043 

Daya Alam dan hidup yang tersedla 

llngkungan Hid up 

2 2 l Program Pengendallan Persentase titlk . . . 
0 6 Pencemaran dan Sample Kuahtas Air 44,7 53,19 747.189.821 53,19 747.189.821 
5 Perusakan Ungkungan dan Udara yang 

Hidup memenuhi baku mutu Dlnas Ung1wngan 

2 2 1 Program Penataan, Persentase pelaku . . . Hldup 

0 7 Pengawasan dan usaha/keglatan yang 

5 Peningkatan Kualitas taat terhadap 31,39 44,59 354.933.375 44,59 354.933.375 

Ungkungan Hidup peraturan llngkungan 

hidup 

2 2 1 Program Persentase . . . 
0 8 Pengembangan penanganan sampah 

5.528. 779.3 
5 Kinerja Pengelolaan rumah tangga dan 74,9 74,97 

45 
74,97 5.528 779.345 

Persampahan sampah sejenls 
sampah rumah tangga 

2 1 0 Program Perencanaan Persentase Data 
64,10 79,50 

1 2 Lingkungan Hldup Perentanaan LH yang 61,54% 69,23% 397.958.000 71,79% 419.892.000 79,49% 583.000.000 79,50% 642.000.000 2 230.000.000 

Tersedla " " 
2 1 0 Program Pengendalian Persentase tltik sampel 53,19 

1 3 Pencemaran dan/atau kualltas air dan udara 44,119% 48% 1.242.680.365 49% 1.161.745.000 50% 1.760.000.000 50,10% 1.937.000.000 
50,10 6.666.000.000 

kerusakan llngkungan yang memenuh, baku % " hidup mutu 

2 l 0 Program Pengelolaan Persentase . . 
1 4 Keanekaragaman Pengelolaan 96,83 96,83 96,83 

Hayatt (KEHATI) Keanekaragaman 200.000.000 225.000.000 675.000.000 
Hayatl 125.500.000 56.500.000 

Persentase jumlah . . 
spesies KEHATI Lokal 94,32~ 97,20% 100% 100% Dlnas Ungkungan 

Daerah Hldup 

2 1 0 Program Pengendallan Persentase 

1 s Bahan Berbahav• don pengendollan bahan 

llerocun (83) dan berbahoya dan beracun 70,96 71,0 257 U7.000 71,5 41.500.000 75% 200 000.000 78% 225.000.000 78% 640.000.000 
Umbah Elahan (83) don llmbah bahon 

Berbahaya dan Beracun berbahov• don beracun 

(limbah83l (llmbah831 

2 1 0 Pr01ram Pemblnaan Persentase pe:laku uQha 

1 6 dan Peng-aw1.san / ke1i1t1n yang taat 

Terhad■p ltin terhadap lzln llnakungan 44,59 681,549.200 88,20 
Ungkun11n dan ltln don ltln perllndunpn 40% 52,90% 336.516.400 64,70% 76,47% 532 000,000 88,20% 585.000.000 2,038. 762.500 

PerUndung1n dan dan pengelolHn " " 
Pengelolaan Ungkungan llngkunpn hidup (PPLH) 

Hidup (PPl.li ) 
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Mlsl Kondlsl Capalan Klnerja dan Kerangka Pendanaan 
Peranakat Daerah 

Kode 
Tujuan 

lndikator Klnerja 
Kinerja 

Reallsasl 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 
Kondlsl Klnerja Pada 

Penanggung 
Sasaran Awai Akhlr Periode RPJMD 

Jawab 
Program RPJMD K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 u 14 15 16 17 

z 1 0 Program Pen1nglcatan Persentase 

1 8 Pendidlkan, Pela11han peningkatan 

dan Penyuluhan pend1d1akan, pelallhan 
100" ~ 654.550000 100% 670.000.000 100% 851400.000 100% 1.040.000.000 100% 3.439 400.000 

Ungkungan Hldup dan penyuluhan 

untuk Masyarakat llnskungan hldup 
untuk masyarakat 

2 1 1 Prosram Penenganan Persentase 

1 0 Pengaduan penanganan 100% 90% 85.000.000 100% 94.000.000 100% 104 .000.000 100% 114000000 100% 397 000.000 
Ungkungan Hldup pengaduan hngkungan 

h1dup 

2 1 1 Program Pengelolaan Persentase . . 
1 1 Persampahan penanganan sampah 

74,97 47,928,000.00 61.190.000.00 127 268970 0 
rumah tangga dan 74% 8.S76.232.000 739' 7.951.800.000 729' 719' 71% 

" 0 0 00 
sampah seienls 
sampah rumah tangga 

Menln1gtkan kualltas hidup 
Masyarabt ICota Madlun 

Te,wujudnya Pembangunan lndeks Pembangunan 80,91 81,25 81,70 82,15 82,35 82,35 

Sumber Daya Manusla van& Manusla 
berkualltas dan berdaya salng lndeks Pembangunan 94,38 94,40 94,44 94,49 94,51 94,51 

Gender 
Menln1umya lndeks Pemberdayaan n,18 n,01 77,lO 77,21 77,22 77,ll 
pemberdayaan Gender Gender 

a 2 1 Program Penlngkatan Persentase partlslpasl . . . . 
0 5 Peran Serta dan Perempuan di 25.21 2 267.3733 25.21 2.267.373.362 
2 Kesetaraan Gender Lembaga " 62 " 

Dfnas Soslal, 

dalam Pembangunan Pemerlntahan I Pemberdayaan 

2 2 1 Program Pen,naltatan Persentue Penanganan - . . . Perempuan dan 

0 6 K1111lltas Hldup PengildUiln llndak 10()')(, 
8.793.3710 

100% 8.793.371.080 
Per11ndun1 an Anak 

2 Pttempuan din Anal< Kelterasan terhadap 80 
serta Rehabllitasl Sosial Peremouan aan Anak 

2 0 0 Program Persentase Alokasl 

8 z Penearusutamaan Ansgar.in APSD vans di 
846.501.000 Gender Dan ARG 10% 303.007.740 15% 20% 1.105.807 .150 30% 1.216.387.865 30% 3 471. 703. 755 

Pem~.-dayaan 
Ptrempuan 

2 0 0 Program Perlindungan Persentase . DfnasSoslal, 

8 3 Perempuan pemmgan•m 
419.590.865 

Pemberdayaan 
pengaduan t,ndak 10()')(, 22S 292.045 100% 100% 348.89S.OOO 100% 363.550.000 1009' 1.357.327.910 Pe.-empuan dan 
kekei.san terhadap Pertlndung an Anak 
perempuan 

2 0 0 Program Penfngkatan Persentase RT yang 

8 4 Kualltas Keluarga Memlllkl Data Keluarga 
5" 196.558.420 10% US.086.470 20" 1.178.847 140 30% 1.296.731.854 30% 3.507.223.884 

flerkualltas 
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M ist ICondlsl capala n Klneria d an Keran11ka Pendan aan Perangkat Daerah 

Kode 
Tuj uan lndlkato r Klnerja 

Klnerja 
Reallsasi 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 

Kondlsl Klnerja Pada Penanggung 

I Sasaran Awai Akhlr Perlode RPJMD Jaw ab 

I Proitram RPJM D K Rp. K Rp. K Ro. K Rp. K Rp. K Rp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2 0 0 Proeram Peneelolaan Jumlah dokumen Data . 
l l l l 

8 5 Sistem Data Gender Terpllah Gender dan 100% 113.615.510 dokume 229.549.UO dokume 353.814360 dokume 277.7SU36 doku 974.733.426 

dan Anak Anak n n n men 

2 0 0 Program Pemenuhan Persentase 

8 6 Hak Anak (PHA) penongkatan 
pelembagaan dan 100% . 100% 

penguatan 266.276.000 470.265.980 534.09S.OOO 602.000.000 2.112.564.040 
pemenuhan hak anak 

Persentase Lembasa 42,20 
yang aktif dalam 12,50% 22,43% 42,20% 

" Pemenuhan Hak Anak 

2 0 0 Program Perllndungan Persentase 

8 1 KhususAnak pelaksanaan keglatan 100% - 100% 
perllndungan khusus 
anak 
Prevaleso kasus 81.739.101 410.605.078 168.349.00() 734.126 420 
kekerasan terhadap 0,003 

171.000.000 
0,003 

anak 
Persentase kasus . 
kekerasan lerhadap 0,04 0,04 0,04 0,04 

anak 

Menlngkatnya kualitas Harapan lama 14,39 14,40 14,41 14,42 14,43 14,43 

pendldlkan masyarakat Sekolah 
Ra:a-rata Lama 11,14 11,14 11,15 11,16 11,17 11,17 

Sekolah 

1 1 l Program Manajemen Pengolahan database 

0 5 Pelayanan Pendldlkan lnformasl pendtdikan 100% 100% . . 100% 

1 dan evaluasl pelaporan 
berbastsTIK 239.807 .439 239.807.439 

Persentase Sekolah 
Standar Na'51onal 80 

. 80 

Pendldlkan 
Dlnas Pendldlkan 

1 1 1 Program Pendidlkan Angka Pantslpasl Kasar 98.48 4. 703.194.2 98.48 

0 8 Anak Usia Dtni PAUD 106,70% 

" 91 
. 4.703.194.291 

" 1 

1 1 1 Prosram Pendldlkan Jumlah Lembaga van& 

0 9 NonFormal terakredltasi 80 100% 464.060.253 . 100% 464.060.253 

1 
1 0 0 Program Persentase Sekolah 16.430.719.21 

1 3 Pengembangan yang Serkurikulum 100% 100% 100% 572.110.560 100% 3.480.307.628 100% 5.319.203.262 100% 5 .324.203.262 100% Dlnas Pendldlkan 
4 

Kurlkulum SNP 

2 2 l Program Jumlah Bahan Pustaloi U.568 
22.568 Dlnas Perpustaka an 

1 5 P~ngembangan y1n1 dtpinjam eksemplar 
944.202.757 . tksemp 944.202.757 dan Kearslpan 

i., 
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Misi Kondisl Capalan Klnerla dan Keram!ka Pendanaan 
Perangkat Oaerah 

Kode 
Tujuan 

lndlkator Klnerja 
Klnerja 

Realisasl 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 
Kondlsl Klnerja Pada 

Penanggung 

I Sasaran Awai Akhlr Periode RPJMD 
Jawab 

I I Pro~ram RPJMD K Rp. K Rp. K Rp. K RP. K Ro. K RP. 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

7 Budaya Baca dan Nilal IKM Pemustaka 

Pemblnaan lerhadap layanan . . 
Perpustakaan Perpustakaan 

Persenta.se 
peningkatan 33,2S 33,25 . . . . 
kunjungan " " perpustakaan 

2 2 0 Program Pembinaan Nllal IKM Pemustaka . 

3 2 Perpustakaan terhadap Lavanan 87.24 72 72 
U.784.187.30 

Perpustakaan 1.225.410.000 
Persentase 

1.661.S85.000 6.915.641.000 2.981.551.300 0 

perpustakaan sesuai 
5,35% S,95% S,9S% 5,95% 5,9S% 5,95% S,95% Olnas Perpustaka an 

standar naslonal dan Kearslpan 
perpustak.aan 

2 2 0 Program Pelestarlan Persentase koleksi 

3 3 Koleksi Nasional dan nasional dan naskah - 36% 37" 100.000.000 37% 260.000.000 38% 280.000.000 38% 640.000.000 
Naskah Kuno kuno yang dilestarikan 

Menlngkatnya Oerajat Angka Harapan Hldup 72,81 72,81 72,81 72,81 72,81 72,81 

kesehatan Masyarakat 

2 2 1 Program Persentase Peserta KB 

0 5 Kependudukan. Aktif MKJP 42. L856.462.4 Olnas Kesehatan dan 
42.73% 

42.88 1.856.462.422 
8 Keluarga Berencana 88 22 " 

Keluarga Berencana 
dan Pembangunan 

" Keluarga 

2 1 0 Program Penger.dallan Persentase Angka UKP 

4 2 Penduduk (Us,a Kawln Pertama) < 
5,58% 4,9S% 

S4.8% S4,7% S4,7% 

20 tahun 
455k 

755.101.420 686.573.713 707.170.924 !.375.972.396 
Menlngkatnya Jumlah . 8SSK 9SSK 9SSK 

SSK 4 SSK 7 SSK 
300.956.040 

Menlngkatnya - 3 3 4 s 6 6 

Kampung KC yang 
Kampu 

Kampun Kampun K~mpu 
Kampu ~mpu 

berstandar parlpurna gKB gKB ng KB 
ngKB ngKB ng KB Olnas Kesehatan, 

Pengendallan 

2 1 0 Program Ptmbinaan Menurunnya Unmet . 7,S0% 7,00% 7,00% Pend11duk dan 

4 3 Keluarga Berencana Need 4.2% 11,60 2.867.064.740 2.9S3.076.682 
11.108.317.32 

Keluarga Berencana 
16,93% 2.727.S76.000 8,00% 

(KB) " 2.S54.439.400 
2 

2 1 0 Program Menlngkatnya . 82,00% 83,00% 83,00 

4 4 Pemberdayaan dan kepesertaan anggota " Peningkatan Keluarga Trlblna PUS yang ber- 79,10% 82,25 
80,25% 257.495.200 81,00% 

5ejahtera (KS) KB 

" 1.331.867.514 784.633.813 808.172.827 3.13S.200.234 



- 403 -

Mlsl Kondlsl capalan Klnerja dan Kerangka Pendanaan 
Perangkat Daerah 

Kode 
Tujuan 

lndlkator Klnerja 
Klnerja 

Reallsasl 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 
Kondlsl Klnerja Pada 

Penanggung 
Sasaran Awai Akhlr Perlode RPJMO 

RPJMD K Rp. 
Jawab 

Program K Rp. K Rp. K Rp. I( Rp. K Rp. 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 u 13 14 15 16 17 

Mewujudkan Kemandlrlan 
Ekonoml dan Memeratakan 
Tlngkat Kesejahteraan Masyarakat 
Kota Madlun 

Tel'W\JJudnya Pembangunan lndeks Pembangunan 6,78 6,69 6,38 6,40 6,42 6,44 6,44 
ekonoml lnklusif Ekonoml lnklusll 

Menurunnya tlngkat Tlngkat Pengangguran 3,85 8,32 8,1S S,74 5,U S,00 5,00 
pen1.angguran terbuk.a Terbuka 

2 2 l Program Perllndungan Persl'ntase persellslha" - - - - - -
0 6 dan Pengembangan yang dlsetesa,kan 

98 100 100 
1 Kelembagaan melalul PerjanJlan 

Ketenagakerjaan Bersama 
Persenta.se perusahaan - . -
yang menerapkan 60 78,26 78,26 
oro•ram 8PJS 712.873. 503 712 .873.S03 
Persentas, tenasa k~• - - - . 
selctor informal yan1 
mendapatkan 

0 78 78 perlindungan program Dlnas Tenap Ker)a 

BPJS KetenagikerJaan 
darl PBIO 

2 2 1 Program Pertlndungan Persentase Tenaga - . . . . . 
0 7 Tenaga ~erJa Kerja yang terllndung, 60 60 
1 

2 2 1 Program Pembinaan Persentase lulusan . . . . . 
0 8 Ungkungan Sosial di pelatlhan yang 

80 80 
I Bldang berkompeten 

Ketenagakerjaan 
2 0 0 Program Penempatan Persentase Pencan S6,15 . . -

7 4 Tenaga Kerja KerJa yang 85,52% 79% 79% 7~ 
"' dltempatkan Olnas Tenap Kerj1, 

Persentase Pencarl . 272.466.690 548.266.522 722.465.142 722,465.142 2.26S.663.496 Koperasl Usaha Kedl 

Kerja yang 10% 109' 159' 1591. 159' 
dan Menencah 

d11empatkan melalul 
lnlormasl bursa kerja 

3 3 1 Program Persentase Pendaltar - -
0 5 Ketransm1gras1an transmlgrasl yang 8°" 80% 19.42S.615 809' 19 425.615 Dlnas Tenap KerJ,a 

8 terlasllltasl 
3 3 0 Program Persentase Pendaftar . 

2 3 Pembangunan Transm,gras, vang 39' 3" Dlnas Penanaman 
Kawasan Transmlgras1 Terlasihtasi 13500.000 31.335.000 34.968.500 Modal dan 

Persentase Penduduk . . 14.850.000 94 653500 Pel.ayanan Terp,du 
vang mendapatkan 

209' 40% 60'6 
5atu Plntt, 

sosJallsas, 809' 

ketra nsm11r.u1a n 
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Misi Kondisi CaDaian Kinerla dan KeranRka Pendanaan 
Perangkat Daerah 

Tuluan Klnerja Kondisi Klnerja Pada 
Kode I 

lndikator Kinerja 
Awai 

Realisasi 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 
Akhlr Perlode RPJMD 

Penanggung 
Sasaran Jawab 

I I Program RPJMD K RD. K RD. K RD. K Rp. K RD. K Rp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I 
Menlngkalnya Persentase 5,82 -10,83 2,16 4,81 5,69 6,91 6,91 
Pertumbuhan dan pertumbuhan PDRB 
perkembangan ekonoml sektor perdagannn 

Persentase --0,93 0,58 0,76 2,78 3,42 3,42 
penumbuhan PDRB 
sektor Jasa 

2 1 0 Program Presentase koperasl 

7 6 Pemberdayaan dan aktll dengan omzet 0 30% 30% 30% 30% 30% 30% Dlnas Tenaga KerJa, 
Perlindungan Koperasl menlngkat 148.050.000 224.161.900 170.000.000 170.000.000 712.211.900 Koperasl Usaha Kectl 

Persentase koperasl - - dan Menengah 
yang diblna dan Jenls 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 
usahanya bertambah 

2 2 1 Pro11ram Penlngkatan Perse.ntase tnvestor - - Olnas Penanaman 
1 5 lkllm lnvestasl dan yang mereallsaslkan 19,23 248.406.789 19,23 248.406.789 

Modal, Pelayanan 
2 Ralisasl lnvestllsl inve.sta.s, Terpadu Satu Plntu, 

2 2 1 Program Penlngkatan Persentase Pengaduan - - Koperasl dan Usaha 
l 6 Pelayanan Per\zinan Pelayanan Perizinan 100 475.791.083 100 475.791.083 Mlkro 
2 terselesaikan 

2 1 0 Program Persentase 

8 2 Pengembangan lklim kelersedlaan dokumen 
0 100% 161.250.000 100% 254 .312.500 0 116.587.500 342.150.000 

Penanaman Modal perencanaan 
0 

penanaman modal 

2 1 0 Program Promosi Persentase Investor 

8 3 Penanaman Modal yang Merealisaslkan 19,23 13% 373.118.200 26% 294.755.750 32% 300.550.865 39% 306.663.900 39% 1.275.188.715 

lnvestasinya Dlnas Penanaman 

2 1 0 Program PeJayanan Persentase pelayanan 
80% 876.549.000 85% 626.851.000 90% 696.500.000 95% 2.733.930.000 

Modal dan 
756.500.000 95% 

8 4 Penanaman Modal perizinan terselesalkan Pelayanan Terpadu 

2 1 0 Program Pengendallan Jumlah Perusahaan 80 100 100 100 100 Satu Plntu 
2.132.600.000 

8 5 Pelaksanaan yang melaporkan perusaha 525.800.000 perusah 525.800.000 perusah 535,000.000 perusah 546.000.000 perusa 

Penanaman Modal U<PM an aan aan aan haan 
,00 

2 l 0 Program Pengelolaan Persentase Jenls lzln 

8 6 Data dan Slstem yang dlproses secara 
90% 83 200.000 100% 174.061.400 100% 200.000.000 100% 210.000.000 100% 615.661.400 

lnformasi Penanaman elektronlk 

Modal 

3 3 l Program Penlngkatan Persentase - -
0 5 Kesejahteraan Pelaku Penlngkatan 

1 1 1 
1 Usaha Perlkanan Pendapatan Pelaku 

Usaha Penkanan 
Raslo Pendapatan - 496.518.752 - - - 496.518.752 

Dlnas Pertanlan dan 

pelaku Ketahanan Pangan 

usaha perlkanan 
2,25 2,25 

dengan blaya 
produksl 



- 405 -

Misl Kondisl Capalan Klneria dan Kerami:ka Pendanaan 
Perangkat Daerah 

Kode 
Tu uan 

lndlkator Kinerja 
Kinerja 

Realisasi 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 
Kondisi Kinerja Pada Penanggung I Sasaran Awai Akhlr Periode RPJMD 

I I RPJMD 
Jawab 

Program K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Ro. K Rp. 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3 2 0 Program Pengelolaan Prese.ntase . . . 
5 4 Perlkanan Budidaya Penlngkatan Produksl 5% 5% 

Perikanan 296.130.000 395,000.000 
Jumlah total produksl 

630,000.000 1.120.000.000 2.44Ll30.000 

perlkanan budldaya 274,8 275,3 ~77 230 285 290 290 
(ton) 

Din"' Ketahanan 
3 2 0 Program Pengawasan Jumlah total produksi 

Pangan dan 
5 5 Sumber Daya Kelautan perikanan tangkap 0 0 89 80.000.000 89 115.000.000 89 120.000.000 89 315.000.000 

Pertanlan 
dan Penkanan (ton) 

3 2 0 Program Pengolahan Ras lo Penda pata n . . 470,000,000 1,869,215,600 
5 6 dan Pemasaran Hasil Pelaku Usaha 1% 490,000,000 1% 

Perik-anan Perlkanan 459.215.000 422.732.000 

Tingkal Konsumsl lkan 15,4 
15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 15,9 (kg/kapita/tahun) 

3 3 l Program Jumlah Promosi dan . 
0 5 Pengembangan Penln11kata11 8 5 ~ Dlnas Kebudayaan, 
2 Pemasaran dan sumberdaya parlwlsata 

843.086.3J8 843.086.338 
Parlwlsata, 

Oestlnasl Pariwisata Persentase. . . . . Kepemuda an, dan 
Peningkatan Promos! 25 2% 2% Olah Raga 
yang dllaksanakan 

3 2 0 Program Peningkatan 
Jumlah ent1tas 2 

2 
2 

2 2 
6 2 Daya Tarlk Oestlnasi 

pengelolaan destinasl destlnasl 
deslin 

destinasl 
destinas destin 

Parlwisata asi I asl 265.000.000 489.048.300 453. 750.000 453.750.000 1.695.000.000 Persentase 
penlngkatan destlnasl °" 10% 20% 30% 30% 
wisata yang dlletapka11 

3 2 0 Program Pemasaran Jumlah promosl event 
3 

. 
4 

6 3 Parlwlsata daerah yang terlaksana 5 event 
event 

4 event 4 event Olnas Kebudayaan, 
d1 dalam negeri event Parlwlsata, 
Persentase 459 149.000 546.928. 7SO 907.500.000 907 .500.000 3.390.000.000 Kepemuda an, dan 
Peningkatan 

0 S% 10% 20% 20% 25% 
Olah Raga 

Pemasaran Parlwlsata 
yang diselenggarakan 

3 2 0 Program 18,68 
6 s Pengembangan Persentase SOM 18,68% 19,00% 19,50% 20% 20% 

Sumberdaya pariwlsata pembekalan " 328.410.595 386.173.000 726.000.000 726.000.000 2.712.000.000 
Pariwisata dan sektor kepariwlsataan 
Ekonoml Kreat1f 

2 1 0 Program Jumlah Pemuda 
10 10 

9 2 Pengembangan belJ)restasl 
16 orang 

2 2 orana 700.000.000 2 orana 475.000.000 8 orang 984 .500.000 1.082.950.000 3.662.450.000 
Kapasitas Daya Sain& orang orang orang Dlnas Kebudayaan, 
Kepemudaan Parlwlsata, 

2 1 0 Program Jumlah orianlsasl . . Kepemuda an, dan 
pemuda yang dlblna 1 1 1 Olah Raga 9 4 Pengembangan 

lembag 495.000.000 lembag 544 .500.000 lemba 1.489.500.000 Kapisatas 
a a ga Keoramukaan 
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Misl Kondisi Capalan Klnerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Oaerah 

Kode 
Tu uan lndlkator Kinerja 

Klnerja 
Realisasl 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 

Kondisl Klnerja Pada Penanggung 
I Sasaran Awai Akhlr Perlode RPJMO Jawab 
I I Program RPJMO K Rp. K Ro. K Rp. K Rp. K Ro. K Rp. 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1; 16 17 

2 2 0 Program Persenta.se senl 4" 15.083.250.00 
2 2 Pengembangan budaya yang 4" 4" 1.924. 765.097 35" 1.256.014.150 35" 3 .932.500.000 40% 4.325. 750.000 40% 

0 Olnas Kebudayaan, 
Kebudayaan dllestarlkan Parlwlsata, 

2 2 0 PrCJllram Pelestarlan Persentase benda/ 21" . Kepemuda an, dan 
2 5 dan Pengelolaan Cagar bana;unan capr 

21" 21" 200.000.000 21" 91.547.225 21" 242.000.000 21% 266 200.000 21" 928.200.000 Olahraga 
Budaya budaya yang 

dllestarikan 

3 3 l Program Penlngkatan, Persentase . . -
0 5 Pengembangan dan Penumbuhan 
6 Pengawasan Perda11angan Non 1,76" 861.719.402 1,76" 861.719.402 

Perdagangan Non Pasar Rakyat 
Pa<ar Rakyat Dlnas Perdagangan 

3 3 1 Program Jumlah Barang Kena . . 

0 7 Pemberantasan Cukai ilegal 
0 0 46.401.600 0 46.401.600 

6 Barang Kena Cukai 
llegal 

3 3 0 Program Penzinan dan Persentase . 

0 2 Pendaftaran peru.sahaan yang 100% 100% 100" 388.870.000 100" 107 .083.000 100% 155.000.000 100% 155.000.000 100" 600.100.000 

Perusahaan memperbarul perljlnan 

3 3 0 Program Stabll1sasl Persentase Bahan . 

0 4 Harga Barang Pokok dengan Harga 100% 100" 100% 

Kebutuhan Pokok dan Stabll 77,500.800 867.724.000 Banng Penting Perse.ntase 77.966.680 196.000.000 240.000.000 
pelaksanaan 
pengawasan bahan 100" 100% 100% 100" 100" 100" 100% 

pokok don barang 
pentlng Dlnas Perdagangan 

3 3 0 PrCJllram Standarlsasl Persentase UTTP dan 

0 6 dan Perllndungan BOKT VI tela h 216.946.035 
Konsumen melakukan tera dan 100% 100% 100% 342.050.000 100" 100% 287.000.000 100% 287 .000.000 100% 1.102.019.000 

pengawasa n BDKT 

3 3 0 Program Penggunaan Jumlah produk IS 15 
15 

0 7 dan Pemasaran perdagangan vang . 
produk produk 

. produ 

Produk Oalam Negerl dipromoslkan k 

Persentase produk 379.622.600 243.423.850 726.000.000 726.000.000 3.849.545.000 

perdagangan yang 
dlpromoslkan 

100" 100% 100% 100" 100" 100" 100" 

3 3 1 Program Persentase IKM yang . . . 

0 s Pengembangan berstandar1 17,09 
19,63 

440.979.658 
19,63 

440.979.658 
7 lndustrl Kecil " " Menengah Dlnas Tenaca Ker)a 

3 3 1 Program Pemblnaan Persentase IKM yan& . . . 

0 6 lndustrl melaksanakan GMP 
80 100% 41.523.000 100% 41.523.000 

7 (Good Manufacturing 
Practice) 
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Mlsl Kondlsl Capalan Klnerja dan Keran2ka Pendanaan 
Perangkat Daerah 

Kode 
Tufuan 

lndlkator Klnerja 
Klnerja 

Realisasl 2020 Target 2021 Target 2022. Target 202.3 Target 2024 
Kondisl Kinerja Pada Penanggung 

Sasaran Awai Akhlr Perlode RPJMD 
Jawab 

Proeram RPJMD K Ro. K Ro. K Rp. K Rp. K Ro. K Rp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u u u 14 15 16 17 

Program Perencanaan Persentase tersedlanya 

dan Pembangunan Ookumen lnduk 100% 1!10% 100% 100% 100% 
lndustrl Perlndustrlan 

3 3 0 persentase IKM yang 563.351.320 364.324.050 615.000.000 615,000.000 
1 2 mutu produk dan 2.945.151.320 

kapasltasnya 2,S% S% 5% 5% 5% 

menlngkal 

Program Pengelolaan Persentase IKM yang - Olnas Tenaga KerJa, 

5islem lnlormasl menglkutl Publlkasl 12,80% U ,80% 12,80% 12,80% 
12,80 Koperasl Usaha Kecll 

lndustrl Nasional Produk " 
dan Menengah 

407 .053.895 591.025.135 610.000.000 610.000.000 
3 3 0 persentase IKM yang 2.336.000.000 

l 4 mutu produk dan 10,0% 
kapasltasnya 

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

menlngkal 

Terwujudnya Pemerataan lndeks Ketentraman 76,87 76,95 77,05 77,1S 77,2 77,2 
Kesejahteraan dan 5tab111tas 
Kehldupan Soslal Masyarakat lndekGlnl 0,35 0,39 0,38 0,37 0,36 0,3S 0,35 

Pengurangan Kernlsklnan Angka Kemlsklnan 4,3S 4,98 4,97 4,96 4,9S 4,94 4,94 

2 2 1 Program Peningkalan 5kor Pola Pangan 
95,4 95,04 95,04 

0 5 Oiversifikasl dan Harapan Olnas Penanlan dan 

3 Ketahanan Pangan lndeks Ketahanan 707.485.783 707.485.783 Ketahanan Pangan 
Masyarakal Pangan 80,64 - 80,64 

2 0 0 Program Penmgkatan Penlngkatan 5kor Pola 95,8 -
9 3 o,verslflkasl dan Pang:an Harapan 

9S,8 

Ketahanan P•n5an Persentase Angka - - L287 .926.000 L095.000.000 1.287.200.000 1.307.500.000 4.977.626.000 

Masyarakat Kecukupan Energi (%) 100% 100% 100% 100% 100% 

2 0 Program Penanganan Persentase Oaerah 

9 Kerawanan Pangan Rentan dan Rawan - 2S% 60.000.000 22% 60.000.000 22% 120.000.000 Olnas Ketahanan 

Pangan Pangan dan 

2 0 0 Program Pengawasan Persentase - - Pertanlan 

9 5 Keamanan Pangan Penlngkatan Sample 80 80 
Pangan Aman yang 
TeruJI (%) 2.11.622.000 175.000.000 318.000.000 335,000.000 1.039.622.000 

Persentase Pangan -
Segar Aman yang 80 80 80 80 80 

Terujl (%) 

3 3 1 Program ~eningkatan Perse-ntase - -
0 6 Kesejahteraan Pelaku Peningkatan 

2 2 375.352.624 375.352.624 
Olnas Penanlan dan 

2 
3 Usaha Petemakan Pendapatan Pelaku Ketahanan Pangan 

Usaha Pelemakan 
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Misl Kondisl Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
Perangkat Daerah 

Tuluan lndikator Klnerja 
Klnerja 

Reallsasi 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 
Kondlsl Klnerja Pada Penanggung Kode Awai Akhlr Periode RPJMD I Sasaran Jawab 

I I Program RPJMD K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K RD. 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 u 13 14 15 16 17 

Raslo . -
pendapatan pelaku 
usaha peternakan 1.4 1.4 

dengan blaya produksi 

3 • 2 0 Program Penyediaan Persentase 8,900,653,000 

7 3 dan Pengembangan PengembanganPrasara 
0 0 50 29.653.000 50 S42.900.000 15 3. 750.000.000 100 4.950.000.000 100 

Prasarana Pertanlan na yang Berfun11sl 
dengan balk(") 

3 2 0 Program Pengendallan Persentase Jum1ah -
7 4 Ke.sehatan Hewan dan Hewan dan Produk 1,730,450,000 

Kesehatan Masyarakat asal Hewan yang 0 0 75" 75" 15" 

Veteriner Terawasi {") 
4 78.050.000 \75.000.000 533.700.000 S43.700.000 

Persentase Penurunan 
KeJadian dan Jumlah 

0 50,86 10 10 10 10 10 Olnas Ketahanan 
Kasus Penya kit hewan Pangan dan 
Menular {") Pertanlan 

3 2 0 Program Pengendallan Persentase Lahan -
7 5 dan Penanggulangan Aman Bencana 0 0 70 171.200.400 72 111.750.000 74 350,000.000 76 400.000.000 76 1.032.950.400 

Bencana Pertanian Pertanlan (") 

3 2 0 Program Perizlnan Persentase kelompok 

7 6 usaha Pertanian tani yang memlllki lzln 
Usaha Pertanlan (") 

0 0 - 10 so.000.000 12 100.000.000 15 150.000.000 15 300,000.000 

3 2 0 Program Penyuluhan Persentase Jumlah 1,885,840,400 

7 7 Pertanlan SOM Pertanlan Terlatih 0 0 15 131.363.000 20 148.837.400 20 800.000.000 20 800.000.000 20 

l" l 
1 0 0 Program Penanganan Persentase - -

6 6 Bencana Perllndungan dan 
Jamlnan Soslal pada 

1001' 100% 344.885.800 100" 628.979.400 100% 859.284.765 1001' 9S4.760.850 100" 2.787.910.815 
saat tanggap dan 
paska bencana bagt 

Olnas Soslal, korban bencana 

Program Pengelolaan Persentase - Pemberdayaan 
1 0 0 Perempuan dan 

6 7 Taman Makam Pencelolaan Taman 100" Perllndungan Anak 
Pahlawan Makam Pahlawan 

103.194.134 186.106.080 213.236.600 236.929.556 475.720.016 
Persentase - -
Pencelolaan Taman 

100" 100" 100" 100% 100% 
makam Pahlawan 
dalam kondlsl balk 
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Mlsl Kondisi Capaian Klneria dan Keran11ka Pendanaan Perangkat Daerah 

Tuluan Kinerja Kondisl Klnerja Pada 

Kode l 
lndlkator Klnerja 

Awai 
Reallsasl 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 

Akhlr Perlode RPJMD 
Penanggung 

Sasaran Jawab 

l I Pro11:ram RPJMD K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Ro. 

1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14 15 16 17 

Menlngkatnya stabllltas lndeks Kerukunan 8 (73,95) 8 skor 8 skor Bskor 8 skor Bskor 8 skor 
kehldupan soslal harmonls 74,030 74,30 76,40 78,40 80,00 
masyarakat 6 

80,00 

(Harmon! (Harmo (Harmo (Harmo (Harm 
(Harm 

5) nls) nis) nisl onls) 
onls) 

lndeks rasa aman 73,55 76,05 76,15 76,2 76,27 76,35 76,35 

1 1 l Program Pengawasan, Persentase kasus . 

0 5 Pengendallan dan Penegakan Perda yang 

5 Evaluasi Pelaksanaan dlselesaikan 100 100 276.423.739 100 276.423.739 

Peraturan Daerah dan Satuan Polis! 

Peraturan Wallkota Pamong PraJa 

1 1 l Program Penlngkatan Tingkat Waktu . . . 

0 8 Pencegahan dan Tanggap (response 
100" 100 

1.193.872.4 1.193.872.410 100 

5 Penanggulangan time rate) 10 

Bahaya Kebakaran 

l l l Program Pencegahan Persentase Korban 

0 9 Dini dan Bencana Alam yang 100 100" 100" 

5 Penanggulangan Tertanganl 
Karban Bencana Alam Persentase Tingkat . . . 

Pemenuhan atlu 
Kecukupan Sarana dan 100 100" 100" 
Prasarana 

Penanggulangan 1.485.457.0 
Sadan 

Bencana 21 
1.485.457 021 Penanggulangan 

Persentase Tingkat . . Bencana Daerah 

Waktu Tanggap 100"(, 100" 
(Respc,nse 
nme Ratel 
Persentase Early . . 
Warning System (EWS) 

100" 100% 
dl daerah rawan 
bencana 

1 0 0 Program Pencegahan, Pelayanan 

5 4 Penanggulangan, Penyelamatan dan Satuan Polls! 

Penyelamatan Evakuasl Karban 
1,285,321.00 

1.289.528.000 100% 100% 100" 100" 100" 2.336.187.0CO 100" 2.36L187.000 100" 8.2.93.882.000 Pamong Praja dan 

Kebakaran dan Kebakaran 0 Pemadam Kebakaran 

Penyelamatan Non 
Kebakaran 

1 0 0 Program PersentaR Korban 100% . 

5 3 Penanggulangan Bencana yang 100" 100% 100" 100% 100% 100" 

Bencana ditanganl Sadan 
Persentase Tingkat 100% 1.377.859.000 L717.005.000 2.030.000.000 2.275.000.000 7.41L174.0DO Penanngulangan 
Pemenuhan atau Bencana Oaerah 
Kecukupan Sarana Dan 100" 100% o" °" °" o" 
Prasarana 
Penanggulangan 
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Misl Kondisl Capalan Kinerja dan Kerangka Pendanaan 
Perangkat Daerah Tuluan 

lndlkator Klnerja Klnerja 
Reallsasl 2020 Target 20ll Target 20U Target 2023 Target 2024 Kondlsl Klnerja Pada 

Penanggung 
Kode 

Awai 
Akhlr Perlode RPJMD 

I Sasaran 

Jawab I I Program RPJMD K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 u 14 15 16 17 Bencana 
4 4 l Proeram Koorcllnosl, Persentase hasll 

0 6 Pembln11n din koordlnaso yana 
. . 

9 Penyelen111~1n dltmdaklanjutl 
Pemerlntahan, 

Kecamatan 
Pemberdayaan 

100% 100 129 785.839 
100 129.785.839 

Kartoharjo 
Masyorakat 
Pembanaun.n, 
KeseJ■hternn Sosbil 
dan Kete.ntram1n 
Keterbban Umum 

4 4 1 Proaram Koordinasl, Persentase hasll 
0 6 PemblnHn dan koordlnasl vane . 
9 Penyelengarun 

Pemerlntahan, 
d1t1ndaklanjuti 

Pemberdayun 

l.H.n5.000 
K:,camatan 100% 129 111.n5.ooo 

129 
mancuharjo 

M1syorah1 
Pembangunan, 
Kesejahteraan Soslal 
dan Ketentr1m1n 
Keten.iban Umum 

4 4 1 Program Koordln1S1, Persentase hasll 
0 6 Pem~nHndan koordmaso vane 
9 Penyelengaar11n 

Pemerlntahan, 
dotlndaklanjutl 

PemberdayHn 
100% 100 94.685.5U 

100 94.685512 K~camatan Taman 
Masyarakat 
Pembangunan. 
KeseJ•hteraan SOSIII 
dan Ketentrlman 
Ketertlban Umum 

7 0 0 Program Koordinasi persentase 
1 4 Ketentraman dan pengkoordonaslan 

Kecamatan 
Ketortlban Umum ketentraman dan 

100" 100% 100" 171.476.620 100" 700.192.835 100% 770.212.119 100" 847.233.330 100% 3. 707.258.105 
Kartoharjo 

ketertoban umum do 
kecamatan 

7 0 0 Proa:ram Koord1nast persentase 
1 4 Ketentn1man dan pengkoordlnaslan 

1.079.290.212 1.133.254.723 ketentraman dan 
815.576.400 Kecamatan 

Ketert1ban Umum 
100% 100% 100% 427.877.480 100% 100% 100% 100% 3.104.023.157 

mancuharjo 
ketertlban umum di 
kecamatan 

7 0 0 Proaram Koordlnasl persentase 
1 4 Ketentraman dan kewenangan vane 

191.022.819 200.573.960 KdertJban Umum dlJalankan kecamatan 
100% 100% 100% 181.926.494 100% 181.926.494 100% 100% 100% 834 642.042 kecamatan Taman dan t idak dolaksanakan 

OPD lain 
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Mlsl Kondisl capaian Kineria dan Keran11ka Pendanaan Perangkat Oaerah 

Kode 
Tuluan lndikator Klnerja 

Klnerja 
Realisasl 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 

Kondist Ktnerja Pada Penanggung 

I Sasaran Awai Akhtr Perlode RPJMO Jawab 

I I Program RPJMO K Rp. K Ro. K Rp. K Rp. K Rp. K Ro. 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 u 13 14 15 16 17 

4 4 1 Program Kemitraan Cakupan Pemblnaan 
100% 

0 5 Pengembangan Wasbang 
100% 

382.121.428 382.121.428 
8 Wawasan Kebangsaan cakupan Hubungan . . . 

Sosial 
100% 100% 

4 4 l Program Peningkatan Konnlk Homontal di 
. 

0 6 Pemahaman ldeologl dalam masyarakat 

8 dan HAM serta 0 0 

Pencegahan Konnlk 0 konnlk konnlk 
744.799.589 744.799.589 

konfllk 

Sosial 
Sadan Kesatuan 

Bangsa dan Polltlk 

4 4 1 Program Pendldlkan Persent.a.se Parpol dan . . 
0 7 Pohtlk Masyarakat dan orkemas yang 100% 100" 178.297.043 100% 178.297 .043 

8 Orkemas memahami regulas1 

4 4 1 Program Pemblnaan Persentase Orkemas 

0 8 Orkesmas daiam 72,37 72,37 
8 kehidupan demokrasl 

8 0 0 Program Penguatan Persentase 

1 2 ldeologl Pancaslla dan pemahaman 100% 100% 
Karakter Kebangsaan masyarakat dibldang 

politik 871.058.100 1.139.076.250 1.159.379.650 1.275.317.600 2.473.898.500 
Persenta5e pendidlkan 100% 100" 100% 100% 100" 100" 100" 

politlk kepada Partal 
Politlk Pemanang 
Pemilu 

8 0 0 Program Penlngkatan Persentase Orkemas 45" 

1 3 Peran Partai Politik berbadan hukum 40% 45" 

dan Lembaga 
81,8" 72,91 68" 71% 73% 77% 77% 

Pendidlkan Melalul Persentase Status . 222.985.000 399.677.300 4.359. 736.850 

Pendldikan Politik dan Kelembagaan Orkemas " 
272.985.000 363.343.000 Badan Kesatuan 

Pengembangan Etlka 8angsa dan Polltlk 

Serta Budaya Polilik 

8 0 0 Program Persentase koordlnasl 

1 4 Pemberdayaan dan yg dilakukan dengan 100% 100% 100% 100" 100% 100" 100% 
Pengawasan pemangku 536.633.650 

553.66L370 735.875.052 809.462.557 

Organisasl kepentmgan 1.454.339.864 1.803.048.050 2.094.339.450 2.303. 773.395 
1.366.317.150 ~-

Kemasyarakatan Konfllk honsontal di 0 
. 0 

dalam masyarakat Okonflik 
konfllk 

0 konfllk 0 konfllk . 
konlllk 

8 0 0 Program Pemblnaan Persentase konflik 

1 5 dan Pengembangan yang terfasilltasl 553.661.370 
Ketahanan Ekonoml, 

. 100% 484,692.000 
100% 100% 

735.875.052 100" 809.462.557 100" 2.699.006.929 

Sosial, dan Budaya 
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Mlsi Kondisl Capalan Kinerla dan Keran11ka Pendanaan 
Perangkat Oaerah 

Kode 
Tujuan lndikator Klnerja 

Klnerja 
Realisasl 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target 2024 

Kondisi Klnerja Pada Penanggung 
Sasaran Awai Akhlr Periode RPJMD Jawab 

Program RPJMD K Ro. K Ro. K Rp. K Rp. K Rp. K Ro. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8 0 0 Program Penlngkatan Persentase 

1 6 Kewaspadaan pemahaman 100% - 100% 
Nasional dan masyarakat dibldang 

Penlngkatan Kuahtas polltlk 871.058.100 1.139.076.250 1.159.379.650 1.275.317.600 7.805 255.850 
dan Fasilita• Persenta,e pend1d1kan 100% 100% 100% 100% 100% 100" 100% 

Penanganan Konmk politik kepada Parta, 
Soslal Politlk Pemenang 

Pemilu 
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BAB VII 

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM 

PERANGKAT DAERAH 

Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan 

keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan 

melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program 

perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu: 

1. pemenuhan pelayanan wajib dasar masyarakat berdasarkan Standar 

Pelayanan Minimal (8PM); 

2. penjabaran visi dan misi Walikota dan wakil Walikota terpilih; 

3. berbasis permasalahan serta isu strategis daerah; 

4 . peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, 

lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik 

dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup; 

5. peningkatan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah. 

Indikasi rencana program prioritas merupakan program penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi 

kepala daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024. Dalam rangka melaksanakan 

urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, pemerintah Kota 

Madiun menyusun berbagai program yang disesuaikan dengan prioritas dan 

kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Madiun. 

Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan 

target kinerja terukur yang akan dilaksanakan oleh semua Organisasi 

Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Madiun. 

Visi dan misi pembangunan Kota Madiun yang terdapat dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 

diimplementasikan melalui berbagai bentuk program pembangunan. Program 

tersebut harus mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak 

sehingga perlu dituangkan kedalam kebijakan umum dan program prioritas 

disertai kebutuhan pendanaan yang merupakan program unggulan Pemerintah 

Kota Madiun. Dengan demikian, kebijakan umum dan program unggulan yang 

disampaikan dalam RPJMD ini hanya yang bersifat prioritas, sementara untuk 

kebijakan umum dan program yang terkait penyelenggaraan maupun 

operasional pemerintahan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 

Perangkat Daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilahan program.

program pembangunan guna tersusunnya program prioritas yang berorientasi 

pada pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat serta pencapaian 

keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. 
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Program prioritas pembangunan daerah clibagi menjadi tiga prioritas, 

dian taranya : 

1. Prioritas I, yaitu dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib 

dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, antara lain 

kebutuhan urusan Penclidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman, Urusan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat 

serta Urusan Sosial serta Pemenuhan Urusan Wajib Bukan Pelayanan 

dasar dan Urusan Pllihan. 

2. Prioritas II, yaitu dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam 

rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan wakil Walikota Kota Macliun 

periode 2019-2024, yang merupakan program pembangunan daerah 

dengan tema atau program unggulan Kepala daerah sebagaimana 

diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/ kebijakan nasional yang definitif 

harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut 

harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat 

monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat 

yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya 

ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. 

3. Prioritas III, merupakan prioritas yang climaksudkan untuk alokasi 

belanja-belanja pada Urusan Pemerintah Lainnya. 

Rincian mengenai program prioritas beserta anggarannya dapat dilihat 

dalam tabel 7 .1. 
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Tabel 7.1 
Prioritas Alokasi Program Prioritas Kota Madiun Tahun 2019-2024 

PROYEKSI 
Uraian 2019R 2020R 2021 2022 2023 2024 

Kapasitas Riil 
Kemampuan Keuangan 899.202.218.298 816.784.481.163 757.847.498.801 607.269.555.199 612.340.776.720 621.227.905.163 

Daerah 
Prioritas I 395.648.976.051 359.385.171.712 333.452.899.473 267.198.604.288 269.429.941.757 273.340.278.272 

Prioritas II 377.664.931.685 343.049.482.088 318.295.949.497 255.053.213.184 257 .183.126.222 260.915.720.168 

Prioritas III 125.888.310.562 114.349.827.363 106.098.649.832 85.017.737.728 85.727.708.741 86.971.906.723 
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Kerangka pendanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan 

kapasitas riil kemampuan keuangan. Hal ini diperlukan untuk memastikan 

bahwa program pembangunan daerah dapat didanai dengan baik. Idealnya 

Kapasitas Rill suatu daerah harus mampu memenuhi kebutuhan program 

pembangunan (belanja langsung) dalam kerangka pendanaan. Tabel 7.2. 

menunjukan proyeksi Kapasitas Rill beserta proporsi belanja langsung dan 

tidak langsung Kota Madiun. 

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama periode 

2019-2024 diproyeksikan semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2019, kapasitas riil kemampuan keuangan sebesar 

Rp. 899.202.218.298 diprediksikan mengalami penurunan menjadi Rp. 

742.624.007.849 tahun 2024. Penurunan ini sejalan dengan 

kondisi perekonomian yang mengalami penurunan sebagai dampak Covid 19. 
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Tabel 7 .2 
Keran~ka Pendanaan Pemban2UJ1an Daerah Kota Madiun 2019 -2024 

2019R 2020R 2021 2022 2023 2024 

Kapasitas Rill Kemampuan keua ngan Daerah 899.202.218.2~8,35 816.784.481.162,85 757.847.498.801,28 607.269.555.199,00 612.340.776.719,87 621.2 27 .905.162,90 

BELANJA OPERASI 
839.939.781.749,69 816.358.776.801,53 939.902.569.530,00 959.324. 726.172,00 966.093. 763.849,82 970.640.962.947,82 

Belanja Pegawai 440.222.382.579,38 441.683.138.649,00 478.425.879.983,00 485.258.678.433,00 499.476. 757. 711,09 507 .118. 752.104,07 

Belanja Barang dan Jasa 366.995.675.620,23 349.882.673.481,00 425.059.231.547,00 436.594.527 .461,00 440.960.472. 735,61 444.532.252.564, 77 

Belanja Bunga - . - . - . 

Belanja 5ubsidi - . . . . -

Belanja Hlbah 15.603.619.810,08 11.938.091.671,53 13.765.706.000,00 13.572.686.278,00 10.600.267 .983, 12 8.300.009.830,78 

Belanja Bantuan Sosial 17 .118.103.740,00 12.854.873.000,00 22.651. 752.000,00 23.898.834.000,00 15.056.265.420,00 10.689.948.448,20 

BELANJA MODAL 
307.800.742.344,06 191.011.897.074,57 197 .738.448.365,00 165.395.287 .479,00 170.380.303.984,26 175.695.652.598,13 

Belanja Modal Tanah - - - - . . 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.460.669.520,00 47.752.974.268,64 50.500.943.323,00 28.304.237 .988,00 30.568.577 .027,04 32.708.377.418,93 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 48.758.211.485,26 38.202.379 414,91 56.229.035.949,00 39.281.239.379,00 40.066.864.166,58 41.268.870.091,58 

Belanja Jalan, lrigasi dan Jaringan 184.022.541.935,80 100.281.245.964,15 88.974.356.300,00 95.695.457. 752,00 97.609.366.907,04 99.561.554.245,18 

Belanja Modal AsetTetap Lainnya 2.888.082.876,00 4. 775.297.426,86 2.034.112. 793,00 2.114.352.360,00 2.135.495.883,60 2.156.850.842,44 

Belanja Modal Aset Lainnya 3.671.236.527,00 

BELANJA TAK TERDUGA 118.877 .262,00 6.321.154.916,00 3 .181.125.198,00 5.279. 740.259,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 

Belanja Tidak Terduga 
118.877 .262,00 6.321.154.916,00 3.181.125.198,00 5.279.740.259,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 

BELANJA TRANSFER 
651.920.000,00 700.062.000,00 . . . . 

Belanja Tra nsfer Ke Daerah lain 
651.920.000,00 700.062.000,00 - - . . 

JUMLAH BE.LANJA DAN TRANSFER l.148.511.321.355,75 l .014.391.890.792,10 1.140.822.143.093,00 1.129.999. 753.910,00 1.137.474.067.834,07 1.147.336.615.545,94 

% Kapasltas Rill terhadap Belanja 
78% 81% 66% 54% 54% 54% 
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Tabel 7.3 
Rincian Alokasi Program Prioritas Kota Madiun Tahun 2020-2024 

Bidang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klner)a Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator 
Kiner)• Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Periode RPJMD Oaerah 

Kode dan Program Klner)a Program 
RJMD (Tahun 

Penanggung 

Prlorltas (outcome) 2019) 
Klner)a Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Ja·.vab 

Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 l3 14 15 16 17 

PRIORITA51 

Urusan Pemerlntahan WaJlb 
Yang Berkaltan Oengan 

Pelavanan Dasar 
Urusan Pendldlkan 

Program Permendagrl 
l3 Tahun 2006 

1 l 1 Program Angka Partlspasl - -
0 P•nd,dlkan Dasar Murnl SD/SMP 1S2,99% 132.2.6% 104.431.TT8.931 

132.26 104.431.TT8.931 
7 " 1 

1 1 1 Program Persentase -
0 6 Penlngkatan Pendidik dan 

1 Mutu Pendldlk Tenaga 
100 100% 100% Dlnas 

dan Tenaga kependid1kan Pendldlkan 

K•pendidlkan yang lulus 543.850.985 543.8S0.985 

pelatihan 

Persentase - - -
Jumlah t enaga 

76,66 76,66 
pendldlk yang 
bersertiflkasi 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Pendldlkan 

Program Permendagrl 

90 Tahun 2019 

1 0 0 Program Nllal Evaluasi -
1 1 Penunjang lmplementasl 

Urusan Saklp Perangkat Askor Askor 205.2.13.092.2S2 Askor Askor 202.345.219.300 A skor 809.720.294.769 

Pemerintahan Daerah 199.816.763.917 202.345.219.300 

Daerah 

Kabupaten/Kota Dlnas 

1 0 0 Program Wajib B•lajar 9 100% 100% Pendldlkan 

1 2 Pengelolaan Tahun 100% 
119.094.672.764 

100% 67 .42.1.236.524 100% U9.743.179.643 100% 131.784.897 .563 100% 448.043.986.494 

Pendidlkan 

1 0 0 Program Pe.rsentase -
1 4 P•ndldlkan dan Tenaga Pendldik 

78,98% 20% 20% 1.658.000.000 25% 25% 2.450.385.000 25% 8.517 .875.000 

T•naga Bersert,flkasl 1.959.105.000 2.450.385.000 

Kependldlkan yang Berprestasi 

Urusan Kesehatan 

Program Permendagrl 

l3 Tahun 2006 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klner)a Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator 
Klner)a Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Period• RPJMD Daerah 

Kode dan Program Klner)a Program RJMD (Tahun 
Penanggung 

Prlorltas (outcome) 2019) 
Klner)a Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 1 1 Program Persentase 

0 8 Pembinaan penduduk Kota 

2 Ungkungan Sosial Madlun yang 87,6 95.07% 35.903.672.680 95.07% 35.903.672..680 

d1 Bidang men)adl peserta 

Kesehatan JKN 

1 l 1 Program Upaya Persentase - - -
0 9 Kesehatan Kesehatan 

2 Masyarakal Masyarakat 16,67 25 6.093.820.696 25 6.093.820.696 Dlnas 

yangse.suai Kesehatan dan 

standart Keluarga 

I I 2 Program Persentase - - - - Be.rencana 

0 0 Pencegahan dan Penunman 100 (20 
-L940% 3.105.216.940 -1.940% 3.105.216.940 

2 Pengendahan Kasus Kejadian kasus) 

Penya kit Luar Blasa 

1 1 2 Program Persentase - - - -
0 1 Pelayanan dan sarana 
2 Sumber Daya pelayanan 48,27 75 21.3n.920.542 75 21.3TT .920.542 

Kesehatan kesehatan yang 
terakredltasl 

- - -
1 l 1 Program Persentase - -

0 5 Pengadaan, sarana dan 

2 Penmgkatan prasarana 88.55 91,15 4.530.614.956 91,15 4.530.614.956 

Sarana dan 1umah sakit 

Prasarana Rumah yang sesual 

Saklt standar 

1 I 1 Program Persentase - - -
0 6 Peningkatan Pencaaian 

2 Pelayanan BLUD Kinerja Sadan 100 60 80.943.285.683 60 80.943.285.683 

Layanan Umum Rumah Saklt 

Daerah Umum Daerah 

1 1 1 Program Persentase - - - -
0 8 Pembinaan penyediaan 

2 Ungkungan Soslal sarana/prasaran 
di Bidang a fasilltas 

Kesehatan kesehatan yang 88,55 91,15 6.295.049.457 91,15 6.295.049.45 7 
beker)a sama 
dengan Sadan 

Penyelenggara 
Jamlnan Soslal 

Kesehatan 

Urusan Pemerintahan 
Bldang Kesehatan I Program Permendagrl 

90 Tahun 2019 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KlNERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klner)a Pada Akhlr Peran&kal 

Pemerlntahan lndlkator 
Klnerja Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun202l Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Daerah 

Kode dan Program Klnerja Program RJMD (Tahun 
Penanggung 

Prlorltas (outcome) 20191 
Klnerja Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Taraet Rp Target Rp jawab 

Pembangunan 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 0 0 Proaram lndeks Keluarga 

2 2 Pemenuhan Sehal 0,33 0.43 0,39 
- 0,39 

Upaya Kesehatan Persentase 
Perorangan dan lndlkator 5PM 
Upaya Kesehatan (Standar 1.974.015.887 .78 66,67% 82.687 .756.549 75% 162.9sa3o8.912 75% 99.820.515.624 75% 478.806.069.050 

Masyarakat Pelayanan 66,67% 50,00% 

M inimal) 
Kesehatan 

1 0 0 Program 

mencapal target 

Persentase 91% 92% 92% 

2 3 Peningkatan kualltas Sumber 

Kapasltas Sumber Daya Manusla 80% 89" 235.589.050 90% 
279.413.000 225.252.245 232.009.812 

Daya Manusoa (SOM) 
975.711.057 

Ke.se.hatan Kesehatan yang 
sesuai standar Olnas 

l 0 0 Program Sedlaan Persentase - 88% 89% 89% Kesehatan, 

2 4 Farmasl, Aalat Fasilltas Pengendallan 

Kesehatan dan Pelayanan 226.563.000 233.359.890 240.360.686 902.553.576 Penduduk dan 

Makanan Farmasl, Keluarga 

Mlnuman lndustrl Rumah Berencana 

Tangga Pangan 85% 86% 87" 
(IRTP), Tempat 178.376.700 

Pengelolaan 

Pangan (TPP) 

dan Depot Air 

Minum(DAM) 

sesuai Standar 

1 0 0 Program Persentase 

2 5 Pembe: dayaan Upaya 62,50% 63,00% 63,~ 

Masyarakal Kesehatan 2.492.754.000 1.157.179.250 1.191.894.628 11.526.646.878 

Bidang Kesehatan Bersumberdaya 68,63% 
Masyarakat 

60,38% 61,50% 
1.130.949.900 

62% 

(UKBM)yang 

mengalaml 
kenaikan strata 

Urusan Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permuklman 

Program Permendagrl 

13 Tahun 2006 

1 l I Program Persentase RTH, - - - - - - - Oinas 

0 6 Pengelolaan RTH, Penerangan Perumahan 

4 PJU dan Jaian dan 64,96 72,01 16.667 .680.618 72,01 16.667.680.618 dan Kawasan 

Permakaman Pemakaman Permukiman 

yang dikeloia 
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Bldang Urusan KINERJA DAN PENOANAAN Kondlsl Klner)a Pada Akhlr Per.,ngkat Kondlsl 
Pemerlntahan lndlkat0< Rullsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Oaer.,h 

Klner)a Awai 
Kode dan Progr.,m Klner)a Program 

RJMOfTahun Penanggung 
Prlorlt~s (outcome) 2019) 

Klner)a Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp )awab 
Pembangunan 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

lndeks . . . . . 
Pengelolaan 74,59" 74,59" 
RTH, PJU dan 
Permakaman 

Urusan Pemerlntahan 

Bldang Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permuklman 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

l 0 0 Program Persentase Olnas 

4 5 Peningkatan Peningkatan Perumahan 
Prasarana, Sarana Prasarana, 

100" 100% 100% 100" 100% 100% 100% 99.688.535.5 70 Rakyat dan 

dan Utlhtas Sarana dan 19.023.618.740 22.490.417 .230 27 .000.000.000 28.000.000.000 Kilwasan 

Umum(P5U) Utllitas Umum Permuklman 
(P5U) 

Urusan Ketentraman, 
Ketertlban Umum dan 
Ketertlban Masyarakat 

Program Permendagrl 
l3 Tahun 2006 

I I 1 Program Persentase . 

0 6 Pembinaan, Kasus K3 

5 Penertiban dan (Ketertiban, 

Evaluasl dalam Ketentraman, 
98,83% 97% l .450.879.321 97" 1.450.879.321 

Pen~elenggaraan Keindahan) 

Ketertiban Umum yang Satuan Pollsl 

dan Ketentraman dlselesalkan Pamong Pra)a 
Masyarakat 

1 1 l Program Raslo petugas . . . 

0 7 Peningkatan perllndungan 1,3 orang 1,3 orang 
1,3 

Keamanan dan masyarakat 287. 772.906 orang 287.TT2.906 
5 tlap RT tlap RT 

Kenyamanan (Lmmas) di Kota uapRT 

Ungkungan 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Ketentraman, 

Ketertlban Umum dan 
Perllndungan Masyarakat 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

l 0 0 Program Persentase Satuan Pollsl 

s 2 Penlngkatan Kasus K3 22.565.746.000 Pamong Pr.,Ja 

Ketentraman dan (Ketertiban, 98" 97% 97% 4.683.621.000 97% 5.117.465.000 97% 7.587.413.000 97% 
S.232.413.000 

97" dan Pemadam 

Ketertlban Umum Ketenteraman Kebakaran 
dan Ketertlban 
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BldangUrusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl KlnerJa Pada Akhlr Peranckat 

Pemerlntahan lndlkator IClner)aAwal 
Reollsasl Tahun 2020 Tahon 2021 Tahun 2022 Tahon 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Oaerah 

Kode dan Proeram KlnerJa Proeram RJMD(Tahun 
Penanggung 

PrlorltaS {outcome) 
201.9) 

KlnerJa Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pembangunan 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Umumdalam l 
{satuJ Daerah 
Kabupaten/Kota 

Urusan 5oslal 
Program Permendagrl 
13 Tahun 2006 

1 l l Program Persentase - Dlnas 5oslal, 

0 5 Perllndungan dan Penyandang 
Pemberdayaan 

6 Pemberdayaan Masalah 100 100 3.155.942.559 3.155.942.559 
Perempuan 

100 dan 
Kesejahteraan Kesejahteraan 

5osoal 5oslal yang 
Perllndungan 

Anak 
tertan11anl 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang 5oslal 

Program Permendagrl 
90 Tahun 201.9 

1 0 0 Program Persentase PSKS - 90% -
6 2 Pemberdayaan yang berperan 

Sosial aktlf dalam 
menyelenggarak 
an 
kesejahteraan 3.860.177.S1S 4.375.378.420 4.812.916.262 19.260.071.368 

soslal 2.210.456.099 

Persentase PSKS - - -
yang berperan 
aktlf dalam 50% 58% 66% 66% 

Pemberdayaan 
Soslal Dlnas Soslal, 

1 0 0 Program Persentase 18,7% - Pemberdayaan 

6 4 Rehablhtasl Sosial PMKSyang Perempuan 

mendapatkan dan 

rehabilltasl Perllndungan 

sosial 6.045.896.075 Anak 

Persentase 1.508.844.750 100% 1.742.901.123 100% 2.049.045.21S 100% 2.2S3.949.737 100% 

PMKSyang 
mendapatkan 
pelayanan 
rehabllitasl 
soslal 

1 0 0 Proeram Ptrsentase - 100% 100% 100" 100" loo,(, 

6 s Perlindunean dan PMKSyang 
Jamlnan Sosial mendapatkan 11312.409.780 U.S70.286.8SO 13.30S.949.240 

46549.372.750 

perllndungan 9.360.72.6.880 

danjamlnan 
soslal 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klne,Ja Pada Akhlr Pe,angkat 

Pemerlntahan lndlkator IClne,~Awal 
Reansasl Tahun 2020 Tahun202l Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Daerah 

Kode dan Program Kiner)• Program RJMD (Tahun 
Penanggung 

Prlorltas (outcome) 
2019) 

Kiner)• Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp ~wab 

Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I 
I 

Urusan Pemerlntahan Wa)lb 
Vang Tidak Berkaltan Oengan 

Pelayanan Dasar 
Urusan Tenaga Ker)a 

Program Permendagrl 
13 Tahun 2.006 

2 2 1 Program Pe.rse.ntase - - - - - - -
0 5 Perluasan dan pencari kerja 

1 Pengembangan yang 79 73,04% 73,04% 

Kesempatan Kerja ditempatkan 

Persentase 350.882.216 
- 350.882.216 

Olnas Tenaga 

lulusan 
Kerja 

pelatlhan yang 
mempunyai 98 100 100 

sertifokat 
kompetensl 
dasar 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Tenaga Ker)a 

Program Permendagrl 

90 Tahun 2019 

2 0 0 Program Persentase 23% 23% 23% 

7 3 Pelatihan Ker)a Pencari Kerja 21,75% 0,69% 

dan Produktlvltas yang Dllatlh ....... ....... 20% 25% 30% 
Tenaga Kerja Persentase - 418.950.040 862.016.290 

35% 35% 3.817.970.730 

jumlah peserta 
1.345.000.000 

1.345.000.000 

pelatihan yang 

berbasis 
kompetens1 

2 0 0 Program Persentase 10% 10% - 10% Dlnas Tenaga 

1 5 Hubungan Penurunan 
Kerja, Koperasl 

Usaha Kecll 
industrial Kasus•kasus 

Persel\sihan 
dan Menengah 

Hubungan 

L--'--
Industrial 1.682.439. 130 1.719.214.240 2.274.134.040 7.949.921.450 
perse.ntase - 16% 2.274.134.040 

perusahaan 

vans 16% 16% 16% 16% 
mensesahkan 
peraturan 

perusahan 
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8ld• n1 Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Kiner)• Pada Akhlr Peran1ut 

Pemerlntih• n lndlutor 
IClner)a Awai 

Reallsasl Tahun 2020 T•hun 2021 T•hun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 PerlodeRPJMD Daerah 
ICode dan Proeram l()ner)a Proeram 

RJMD ('Tahun Penanuung 
Prlorltis {outcome) 

2019) 
IClnerJa Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Urusan Perhubungan 

Program Permendagrl 
13 Tahun 2006 

0 0 3 Proaram Persen~se - - - - - -
Penlngkatln pemenuhan 

Sarana dan kebutuhan 
100% 100% 3,010.026.500 

Dlnas 

Prasarana sarana dan 
100% 3.010.026.SOO Perhubungan 

Aparatur prasarana 
aparatur 

Urusan Komunlkasl dan 
lnformatlka 

Program Permendagrl 
13 Tahun 2006 

2 2 1 Program Perse.ntase - - - -
1 5 Pengelolaan Sa.saran 
0 lnformasi dan Penyebaran 75 75 

5,585.257.703 
75 5.585.257.703 

Komunlkas1 lnformas, Pubhk Dlnas 

Publik 
Komunlkasl 

2 2 1 Program Persentase - - - - dan 

1 6 Pengelolaan Pelayanan lnformatlka 

0 Apllkasl Publlk yang 25 33,04 
9,342.188.500 

33,04 9.342.188.SOO 

lnformatlka sudah 
terint02rasl 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Komunlkasl dan 

lnformatlka 

Program Perme.ndagrl 
90 Tahun 2019 

2 1 0 Program Persentase OPD 75" 77" 80% 82" 82" 

6 2 lnformasl dan yang memenuhl 

Komunlkasl standart 75" 4.619.278.000 
4.788.605.000 5.500.000.000 5.900.000.000 20.807 .883.000 

Publlk layanan 
lnformasl publlk 

2 1 0 Proaram Apllkasl Nllal Domain - 3,6 skor - 3,6 skor 

6 3 lnformatika Layanan 5P8E Oinas 
Admlnlstrasl Komunlkasl 
Pemerintahan dan 
Persentase 100% 100% - 100% 100" 100% lnformatika 
Organlsasl 10587 .483.000 

11510.000.000 11.860.000.000 43.717.933.600 
Perangkat 9. 760.450.600 

Daerah (OPD) 
yang terhubung 
dengan akses 
Internet yang 
dlsedlakan oleh 

~~ 



- 425 -

Bldan1 Uru5a!n Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klnerja Pada Althlr Peransut 

Pemerlntohan lndllcator 
KlnerJa Awai 

Reallsast Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Petlode RPJMD Oaerah 

Kode dan Proeram Klnl!fJa Prasram RJMO (Tahun Penan11ung 
Prlorltas (outcome) 2019) 

KlnerJa Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 
Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 u 13 14 15 16 17 

Olnas Komlnfo 

- - Persentase . . 100% 100% 100% 100% 100% 

perangkat 
daerahyang 
sallng 
terkoneksl di 
Janngan Intra 
Pemerintah 

atau 
menggunakan 
akses Internet 
van& dlamankan 
yang disediakan 
oleh Olnas 
Kominfo 

Urusan Koperasl, Usaha 
Kedl dan Menengah 

Program Permendagrt 
13 Tahun 2006 

2 2 1 Pro1ram Persentase . . 

1 5 Pentnakatan koperasl aktif 

1 Kualltas 98,05 98,7 6U.897.052 98,7 612.897 .052 
Olnas 

kelembagaan Penanaman 
Koperasl Modal, 

2 2 1 Proaram Persenlase Petayanan 

1 6 Penaembangan Pertumbuhan Terpadu Satu 

1 Sistem usaha mikro Plntu, Koperast 

Pendukung 0,4 0,42 505.342.nO 0,42 505.342.770 dan Usaha 
Kewirausahaan Mlkro 

dan Keungg,Jlan 
Kompet,tif Usaha 

Mlkro 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Koperasl, Usaha 
Kecll dan Menengah 

Prasram Permendagrl 
90 Tahun 2019 

2 1 0 Proaram Persentase 80,13" 86,5°" . . 86,50% Olnas Tenaga 

7 5 Pendldlkan dan ~operas! 0 81,29" 750.310.000 
5D0.31a9DO 

773.058.000 
773.058.000 2,796.744.900 KerJa, Koperas! 

Latlhan bersertfikat NIK usaha Kecll 
._._ 
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BldancUrusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl ICln"')a Pada Akhlr Perangkat 

Pernerlntahan lndlkator 
ICln.,,JaAwal 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMO oa.,,ah 
Kode dan Proeram Kln.,,Ja Program RJMD (Tahun Penanccunc 

Prlorltas (outc<>me) 
2019) 

Kln.,,Ja Pendanaan Target angg;iran Target anuaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 
Pembangunan 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Perkoperasian Persentase: - dan Menengah 

Jumlah koperasl 

yan, diSl!lUJUI 7S,°" 7S,O" 7S,O" 7S,°" 7S,O" 
permohonan 

bersertfikat NIK 

2 1 0 Pro&ram Persentase -
7 8 Pengembangan Usaha Mlkro 

7" 7" 
UMKM terfasllitasl yang 

7% 

beromzet nalk 829.985.000 309.850.000 2.569.850.000 -- 715000.000 
715.000.000 

Persentase - -
Usaha Mlkro 
dlblna yang 

7% 7% 7,33% 8" 8% 

beromzet naik 

Urusan Kepemudaan dan 

Olah Raga 

Progra,., Permendagrl 

13 Tahun 2006 

2 2 1 Program Jumlah Pemuda - - - - -
J 5 Pemblnaan Borprestasl yang 

16 2 orang 
3 Pemuda dan dlklrlm Olnas 

Olahraga kompetisl Kebudayaan, 

JumlahAtlit 1.640.940. 745 - - - 1.640.940. 745 Parlwlsata, 

yang 1kut Kepemuda an, 

keJuaraan di 189 U4 orang dan Olahraga 

tlnakat Provinsi 

dan Nasional 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Kepernudaan dan 

Olahraga 

Program Pe<mendagrl 

90 Tahun 2019 

2 1 0 Program Jumlah medall 50 medall 79 medal! - 33 33 35 medall 35 medall 265 Dlnas 

9 3 rengembangan yang d lraih di medal! medal! medali Kebudayaan, 

Kapasltas Daya bldang olahraga 3...511.442.880 4.434.615.445 2.036.668. 700 
2.239.335.570 10.136.838.550 Parlwlsata, 

Salna Kepemuda an, 

Ke<>lahragaan dan Olahraga 

Urusan Kebudayaan 

Program Permendagrl 

13 Tahun 2006 

2 2 1 Program Persentz.se - - - Olnas 

1 5 Penaelolaan Kekayaan 31,6 4" 1.901 047 967 1.901.047.967 
Kebudayaan, 

6 Kekayaan Budaya Budaya yang P~rlwlsat., 

dlpentaskan Keoemuda an, 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klner)a Pad• Akhlr Perangkat 

Pemerlntalun lndlkator 
Klnerja Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Daerah 

Kode dan Program Klnerja Program 
RJMD (Tahun Penanggung 

Prlorltas (outcome) 2019) 
Klner]a Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Tarcet Rp Jawab 

Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

dan Olah Raga 

Urusan Pemerlntahan 
Bldanc Kebudayaan 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

2 2 0 Program Jumlah5DM, 100 orang 100 orang 100 100 123.886.145 100 orang 242.000.000 100 orane 266.200.000 500 Dlnas 

2 3 Pengembangan lembaga dan orang 123.886.145 orang oran1 Kebudayaan, 

Kesenlan pranata yang 928.200.000 Parlwlsata, 

Tradisional dlblna 
Kepemuda an, 
dan Olah Raga 

Urusan Pemerlntahan Plllhan 

Urusan Pertanlan 

Program Permendagrl 
13 Tahun 2006 

3 3 1 Program Penlngkatan . . . . . 

0 5 Peningkatan Produktlvltas 7,2 6,90 

3 K~sejahteraan Pertanian Dlnas 
Petanl Raslo . . . . . Pertanlan dan 

Pendapatan 2.447.921.843 2 447.921.843 Ketahanan 
Usaha 1,81 Pangan 
Pertanlan 

dengan b1ava 
Produksl 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Pertanlan 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

3 2 0 Program Efektifitas 50 55 60 65 65 Dlnas 

7 2 Penyedlaan dan Sarana 
14556.809.200 Ketahanan 

0 0 1.608.737.600 1.781.771.600 5.608.150.000 
Pengembangan Pertanian (%) 5.558.150.000 Pangan dan 

Sarana Pertanlan 
Pertanlan 

Urusan Perdagangan 

Program Permendagrl 

13 Tahun 2006 

3 3 1 Program Jumlah Omset . . . . 
0 6 Pengelolaan Pasar Rakyat 547 .949 Jura 3,106,554, 

5.113.702.485 5.113.702.485 
Olnas 

6 Pasar Rakyat (Rp) 387,840 Perdag;;ngan 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Perdagangan 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl lllnerja Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan indlkator 
Klnerja Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun ZOU Tahun 202.3 Tahun2024 Per!Ode RPJMD Daerah 
Kode dan Program Kiner)• Program 

RJMD (Tahun Penanggung 
Prlorltas (outcome) 

2019) 
KlnerJa Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

3 3 0 Program Persentase . 5,88% . 
0 3 Penlngkatan pasar sesual 

sarana OtStrlbusl standar Dlnas 
Perdagangan Persentase . 100% k.242.965.872 100% 6.26L2.31.8U 100% 3.256.000.000 100% 3.256.000.000 100% 29.885.229.000 Perdagangan 

pasar yang 
0 0 

dlkelola sarana 
dlstrlbuslnya 

Unsur Stal 
Program Permendagrl 

13 Tahun 2006 

4 4 2 Program Jumlah . . . . . . . 
0 0 Penataan Oaerah Ookumen 

1 Otonom Baru Pertanuungjaw 6 
6 Sekretarlat 

aban Kepala 
6dokumen 

dokumen 
dokume Daerah (Baglan 

daerah yang 817.968.835 
n 817.968.835 Admlnlstrasl 

1epat svarat Pemerlntahan 

Penyampalan . . . Umum) 

LKPj Tepal tepat waktu 
tepat 
waktu 

Waktu 

4 4 1 Program Persentase . - . . . - Sekretarlat 

0 7 Penmgkatan Keglatan Daerah (Baglan 

1 Kua rotas Hldup Keag·amaan Admlrlstrasl 

Beragama yang dilasllltasl 100 100 1.018.377.035 100 1.018.377.035 Perekonomlan 
dan 

Kesejahteraan 
Rakyat) 

4 4 2 Program Persentase - . 
0 2 Penataan Produk Hukum Sekretarlat 

1 Peraturan van11 berkuahtas 100 100% 847.826.505 100% 847 .826.505 Oaerah (Baglan 

Pe.rundang- Hukum) 

Undangan 

4 4 2 Program Persentase . -
0 3 Pen11embangan Perangkat 

1 Klnerja dan Oaerah yang Sekretarlat 
Kelembagaan CaFain Klnerja 

79,41 94,12% 534.955.164 94,12% 534.955.164 Oaerah (Baglan 
Perangkat Oaerah (LKJ Perangkat Organlsasl) 

Oaerah) Bemllal 
Sangat Balk 

(~100) 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl IClnerJa Pada Akhlr Perangkat 

Pernerl ntahan lndlkator 
Klner)a Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 202• Perlode RPJMD Daerah 
Kode dan Program Klner)a Program 

RJMD (Tahun Penanggung 
Prlorltas (outcome) 

2019) 
Klnerja Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4 4 2 Program Nllal Klnorja . . . 
0 4 Penlngkatan Penyelenggaraa 

2,4 (cukup 
l Ketatalaksanaan n Pelayanan denpn 2,15 547.003.517 2,75 547.003.517 

Perangkat Daerah Publik 
catatanl 

dan Pelayanan 

Publlk 

Unsur Pendukung Urusan 
Pemerlntahan 

Sekretarlat Daerah 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

4 0 0 Program lndeks Kepuasan . 80,08 . . . 80,08 

l 2 Pemerintahan Masyarakat dl nllal nllao 

dan Bldang 

Kll!:sejahteraan Pemerlntiihan 

Rakyat din 
Kesejahteraan 2,475,000,000.0 Sekretarlat 
Rakyat L524.570.5SO 2.202.809.000 0 

2,495,000,000.00 9,256,399,000.00 Daerah (Baglan 
Persentese Pemerlntan) 
Penyedlnn Data 
Bldan1 
Pemerlntahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

don 
Kesejahteraan 
RakYill 

4 0 0 Program lndek.s Kepuuan . . . 80,08 80,08 

1 2 Pemerintahan M1syarakat di nllal nllal 

dan B1dang 

Kesejahteraan Pemerintahan 
din 

Sekretarlat 
Rakyat 

Kesejahternn Daerah (Baglan 

R1kyat 6.849.063. 710 7.201.76L318 
7.921.937.450 8.642.113.582 30.614.876.059 Perekonomlan 

Persenta.se dan 

Penyedlaan Oat■ Kese)ahteraan 

Bldan1 Rakyat) 
Pemerlnaihan 100% 100% 100% 100% 100% 100% loo,/, 

don 
KeseJ■hteraan 

R■kYilt 

4 0 0 Program lndeks . 80,08 . - 80,08 

l 2 Pemerintahan Kepuasan nllai nllal 

dan Masvarakat dl Sekretariat 
~•Jahteraan 81dan1 Daerah (Baglan 
Rakyat Pemenntahan 658.490.000 941.759.300 953.535.800 1.048.890.000 3.744.131.160 Hukum) 

dan 
Kese]ahteraan 
Rakyat 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klnetja Pada Akhlr Petangkat 

Pemerlntahan lndlkator 
Klnetja Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 20U Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Daetah 
Kode dan Program Klnerja Program 

RJMD (Tahun Penanggung 
Prlorltas (outcome) 

2019) 
KlnerJa Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp )awab 

Pembangunan 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 u 13 14 15 16 17 

Persentase 
Penyediaan 
Data Bldang 
Pemerintahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

dan 

Kesejahteraan 
Rakyat 

4 0 0 Program NllalSAKIP 1.089.109,500 1.094.109.500 Sekretanat 

1 l Penunjang Sekretlrial 2.610.646.998 Oaerah (Bagian 

Urusan Oaerah 
74,lU 74,25 75,88 77,00 78,00 80,01 

80,01 11.195.341.606 
Organlsasl) 

Pemerintahan 2,22S.206.253 

Oaerah 
Kabuoaten/Kota 

Perencanaan 
Program Permendagrl 

13 Tahun 2006 

4 4 1 Program Persentase - - - - - - -
0 s Perencanaan dan Perangkat 

4 Evaluasi Daerah yang 

Pembangunan Ookumen 100% 100% 

Oaerah Perencanaannv 
a sesual 
Ketentuan 1.080.250.652 1.080.250.652 

Persentase . . 

Pemerintah 
Kot.a yang 

100% 
capalan 
klnerjanya leblh 
darl80% Badan 

4 4 l Program Perse.ntase . - Perenc:anaan 

0 6 Perencanaan capalan target Pembangunan 

4 Ekonoml, Soslal program 
Daerah 

dan Budaya oembangunan 100% 100" 
bidang 

ekonomi. sosll 
dan budaya 

Persentase - 355.497.949 - - - - - - 355.497,949 

Dokumen 
Perencanaan 
pembangunan 

100% 
ekonoml, ,os,al 
dan budaya 

yang dapat 
domanfaatkan 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondtsl Klnerja Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator 
KlnerJaA-1 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2.022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Daerah 
Kode dan Program Klnerja Program 

RJMD {Tahun Penanggung 
Prlorltas (outcome) 

2019) 
Klnerla Pendanaan Target anggaran Target ancgaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pembangunan 

l 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 u 13 14 15 16 17 

4 4 1 Program Persentase . . 
0 7 Perencanaan flslk Capalan target 

4 dan Sarana program 

Pra.sarana Kota pembangunan 100% 100% 

bldang 
prasarana 
wllayah 

Per5entase . S1S.32S.581 . . . . S1S.32S.581 

Dokumen 
Perenc:anaan 
pembangunan 

100% 100% 
pra.sarana 
wllayahyang 
dapat 
dlmanfaatkan 

Perenc:anaan 
Program Permendagrl 

90 Tahun 2019 

s 0 0 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1 2 Perentanaan, Perangkat 

Pengendallan dan Daerah yang Badan 

Evaluasl dokumen Perencanaan, 

Pembangunan perencanaan, l.S79.333.325 l.317 .008.885 
1.669.300.135 

1.669.300.13S 6.857.358.025 Penelltlan dan 

Daerah pengendallan Pengembangan 

dan evaluasl Daerah 

sesual 
ketentuan 

Unsur PenunJang Urusan 
Pemerlntahan 

Kepegawalan sena 
Pendldlkan dan Pelatlhan 

Program Permendagrl 

13 Tahun 2006 
4 4 1 Program Persentase . . . . 

0 9 Penlngkatan Tercukuplnya 
100 113% 113" 1.642.07S.07S 

6 Kapasitas Usulan Dlklat ! .642.075.075 

Aparatur Aoaratur 

4 4 l Program Persenta.se . . . . Badan 

0 7 Pembonaan dan peneembangan 
99,6 1U% 814.211.395 

Kepegawalan 

6 Pengembangan dan pembinaan 
1U% 814.211.39S 

Daerah 

Aparatur ASN 

4 4 1 Program Persentase . . . . . . 
0 8 Penataan Penempatan 103,24 96% 288.4S9.697 96% 288.459.697 

6 Aparatur PNS Sesual SKM 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klner]a Pada Akhlr Perangkal 

Pemerlntahan lndlkator 
KlnerJa Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 PerlodeRPJMO Daerah 
Kode dan Program KlnerJa Program 

RJMD (Tahun Penanggung 
Prlorllas (outcome) 

2019) 
KlnerJa Pendanaan Target anggaran Targel anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 u 13 14 15 16 17 

Kepegawalan 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

5 0 0 Program NllallKM Sadan 

3 2 Kepegawalan Pelayanan Kepegawalan 

Daerah Kepegawalan 
87,97 87,62 87,52 2.032.523.200 87,6 

dan 
2.644.572.260 87,7 2.n5.ooo.ooo 87,7 2.800.000.000 87,7 10.636.280.960 Pengembangan 

SumberOaya 
Manusla 

Pendldlkan dan PelaUhan 

Program Permendagrl 

90 Tahur. 2019 

5 0 0 Program Persenblit!: . 100% . 100% 

4 2 Pengembangan pen,ngkatan Badan 
Sumber Daya kapasitas sesual Kepegawalan 
Manusla den&an keahllan dan 

dan kompetensl 2.648.819.070 4.426.619.390 4.600.000.000. 4.600.000.000. 19.998.851.865 Pengembangan 
Persentase . SumberOaya 
Reallsasl 
Pengembangan 

10% 12% 13% 14" 14% Manusla 

SOM 

Unsur PenunJang Urusan 
Pemerln1ahan 

Penelltlan dan 
Pengembangan 

Program Permendagrl 
13 Tahun2006 

4 4 1 Program Persentase hasll . . 
Badan 

0 5 Pengembangan penelltian/ Perencanaan 
7 KaJlan dan kajlan yang 100% 100% 199.688.047 100% 199.688.047 

Pembangunan 
Penehtlan dapat Oaerah 

dimanfaatkan 

Penelltlan dan 
Pengemban .. n 

Program Permendagrl 

90 Tahun 2019 

s 0 0 Program persentase hasil 100% 100% . 100% 100% 874.737.757 100% 100% 100% Badan 

5 2 Penelltlan dan penelltlan/kaJla Perencanaan, 

Pengembangan n yang dapat 727 .489.507 1.220.033.946 
1.220.033.946 4.271.082.145 Penelltlan dan 

Oaerah dlmanfaatkan Pengembangan 
Daerah 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN P£NDANAAN Kondlsl Klnerja Pada Akhlr Perangkat 

Pernerlntahan lndlkator Klnerja Awai 
Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Oaerah 

Kode dan Program Klnerja Program 
RJMD (Tahun Penanggung 

Prlorltas (outcome) 
201.9) 

KlnerJa Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 
Pembangunan 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 l3 14 15 16 17 

Fungsl Penunjang 

Kecamatan 
Program Permendagrl 

13 Tahun 2006 

4 4 1 Program Persent.ase . . . 
0 7 Penlngkatan Usulan 

9 Partislpasl Musrenbang 

Masyarakat Kecamatan yang 10 100 273.741.424 100 273.741.424 

Dalam terakomodlr 

Pembang11nan dalam RKPD 

Kelurahan 

4 4 1 Program Dana lndeks . . . 
Kecamatan 

0 8 Kelurahan Perkembangan 0,73 Kartoharjo 
9 Kelurahan 

Prrsentase . . . . 
Kelurahan 5.577,566.978 
yang mendapat 

klasifikasl 22% 5.5n.566.978 22% 

swasembada di 

Kecamatan 

Kartoharjo 

4 4 1 Program Persentase . . . . . 
0 7 Penmgkatan Usulan 

9 Partlslpasl Musrenbang 

Masyarakat Kecamatan yang 
10 

Dalam terakomodir 
10% 206.199.173 10% 206.199.173 

Pembangunan dalam RKPO 

Kelurahan 

4 4 1 Proeram Dana lndeks . . . . . 
0 8 Kelurahan Perkembangan 0,73 

9 Kelurahan 

Persentase . . Kecamatan 
usulan 
masyar1klt 

Manguharjo 

kecamaun 
10% 

M1nguharjo 
5.53l.574.554 10% 

yans terakomodlr 5.531.574.554 
d1l1m 
RKPO 

Persenu.se . . . 
muynakat v•n.e 
berpartlslpasl 
d1l1m 30% 30% 

ke,Wltan 
pemberdayaan 
muvaraktt 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENOANAAN Kondisl Klner]a Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator 
Klner]a Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Daerah 
Kode dan Program Klnerja Program 

RJMD (Tahun Penanggung 
Prlorltas (outcome) 2019) 

Klner]a Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 
Pembangunan 

l 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 u 13 14 15 16 17 

4 4 1 Program Pers entase . 
0 7 Penlngkatan Usulan 

9 Partlslpasl Musrenbang 10 
Masvarakat Kecamatan yana 

10 

Dalam terakomod1r 198.987.534 
Pembangunan dalam RKPD Kecamatan 
Kelurahan Persentase . . . 

Taman 
Poserta yang 

100" 
Memberikan 

198.987.534 100" 

Usulan 

4 4 1 Program Dana lndek . . . . . 
0 8 Kelurahan Perkembangan 0,73 100% 5.629.024.604 100% 5.629.024.604 

9 Kelurahan 

Unsur Kewllayahan 

Kecamatan 

Program Permen~aCTI 
90 Tahun 2019 

1 0 0 Program Jumlah Usulan 18 usulan 18 usulan . 18 18 18 

1 3 Pemberdayaan Prlorltas usulan usulan usulan 

Masyarakat Desa Musrenbang 

dan Kelurahan Kecamatan yang 
Terakomodlr 
dalam RKPD ,__ - 100% 100% 100% 100% Persentase 100% 100% 

lembaga 3.052.276.276 3.465.000.000 3.480.750.000 Kecamatan 
kemasyarakatan 4.028.206.193 

13.421.306.895 
KartoharJo 

yang 
berpart1s1pasl 

dalam 
pemberdayaan 

masyarakat 
dlwilayah 
t(ec-amatan 
Kartoharjo 

1 0 0 Program Jumlah Usulan . 18 18 . 18 

1 3 Pemberdayaan Priorl tas usulan usulan 3.433.080.378 3.447.234.397 usulan 

Masyarakat Desa Musrenbang 

dan Kelurahan Kecamatan yang 
Terakomodlr 13.663.323.270 

Kecamatan 

dalam RKPD 4.743.071.967 2.644.100.42S Manguharjo 
- -

Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

tembaga 
kemasyarakatan 

yang 
berpartislpasi 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERIA DAN PENDANAAN Kondlsl l(Jnerja Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlnrahan lndlkator 
Klner)a Awai 

Reallsasl Tahun 2.020 hhun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Daerah 

Kade dan Program Klner)a Program RJMD(Tahun 
Penanuung 

Prlorlras (outcome) 
2019) 

l(Jner]a Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

dalam 
pember.dayaan 
masyarakat 
dlw1layah 
Kecamatan 
Manguhar]o 

7 0 0 Program Juml1h Usulan 90 usulan 90 U5Ulan 18 18 - - 18 

1 3 Pemberdayaan Prloritas usulan usulan usulan 

Masyarakal Desa Musrenbang 

dan Kelurahan Kecamabin yang 
Terakomodlr 

~ '--
dalam RKPD 
Penentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lembaga Kecamatan 

kemasvarakatan 3.373.446.350 3.210.06L090 3.370.564.145 3.539.092.352 5.305.579.331 Taman 

yang 
berpartislpasl 

dalam 
pemberdayaan 
masyarakat 
dlwllayah 
Kecamatan 
Taman 

PRIORITAS I TOTAL Rp. 341.376.427 .780 557 .689.380.055 533.600.798.818 539.560.122.056 551.299. 788.313 2.523.526.516.988 

% Terhadap Belanja Daerah 49 42 39 39 

I 
Bldang Urusan Kondlsl 

KINE.RJA DAN rfNDANAAN Kondlsl Klner]a ?ada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator Klner)a Awai 
Reallsasl Tahun 2020 Tahun2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun2024 Perlode RPJMD Daerah 

Kade dan Program Klner)a Pr11gram RJMD (Tahun 
Target Penanggung)a 

Prlorlras (outcome) 2019) 
Pendanaan anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp wab 

Pembangunan Klnerla 

I 

PRIORITAS II 

Urusan Pemerlntahan Wajlb 
Yang Berkaltan Dengan 
Pelayanan Dasar 

Urusan Pendldlkan 

Program Permendagrl 

13 Tahun 2006 

l 1 1 Program Pengolahan - -
0 5 Manajemen database 

1 Pelayanan lnformasl Dlnas 

Pendldlkan pendldlkan dan 100% 100% 239.807.439 l oo,(; 239.807.439 Pendldlkan 

evaluasl 
pelaporan 
berbas,s TIK 
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Bldang Urusan Kondlsl 
IUNERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klner]a Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator 
Klner]a Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Daerah 
Kode dan Program Klner)a Program 

RJMD (Tahun Penanggung 
Prlorltas (outcome} 2019) 

Klner)a Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 
Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Persentase -
Sekolah Standar 

80 80 
Na.s1onal 
Pendidlkan 

1 1 1 Program Angka 

0 8 Pendidlkan Anak Partlslpasl Kasar 106,70% 98.48% 4.703.194.291 98.48" 4.703.194.291 

1 Usla Dini PAUD 

1 1 1 Program Jumlah - - -
0 9 Pendldlkan Lembaga yang 80 100" 464.060.253 100" 464.060.253 

1 NonFormal t erakredltasl 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Pendldlkan 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

1 0 0 Program Persentase 

1 3 Pengembangan Sekolah yang Dina, 
100% 100% 100% 572.U0.560 100% 3.480.307 .628 100% 5.319.203.262 100% S.324.203.262 100" 16.430.719.214 

Kurlkulum Berkurokulum Pendldlkan 

SNP 

Urusan PekerJaan Umum 
dan Penataan Ruang 

Program Permendagrl 
13 Tahun 2006 

1 l 1 Program Persentase 
0 s Penlngkatan bangunan 

3 Kualitas gedung sesual 

Pembangunan ketentuan 
100 95,04 15595.185.816 95,04 1S59S.18S.816 

Gedung dan 
lnfrastruktur Kota 

1 1 1 Program Persentase 

0 7 Pembangunan Panjang Jalan 

3 dan Pemellharaan Kota dalam 92,41 94.03% 57.038311.374 94.03" 57.038.311.374 Dlnas 

Jalan dan Kond,s1 Bark Peker)aan 

Jembatan Umumdan 

1 l 1 Program Persentase - Tata Ruang 

0 8 Pembangunan Panjana 

3 dan Pemellharaan Orainase dalam 
89,75 90,40% 14.047.224 710 90,40% 14.047.224. 710 

Saluran/ Kondlsl Balk/ 

Oralnase/ Pembuangan air 

Gorong-gorong lldak tersumbal 

l 1 1 Program Jumlah Titik/ - - - - -
0 9 Pengendallan Lokul Banjlr/ l2 12 Tlllk 7.217.269.810 12 Tit lk 7.217.269.810 

3 Ban)lr Genangan 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klnerja Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator 
KlnerJa Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Daerah 
Kode dan Program Kiner)• Program RJMD (Tahun Penanggung 

Prlorltas (outcome) 
2019) 

Kiner)• Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 
Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 l3 14 15 16 17 

I 1 1 Program Persentase . . . 

0 6 Prngembangan Terlayaninya air 
3 Klnerja 

Pengelolaan Air 

bersih 
94 

Mlnum dan Alr 
Umbah 

1 1 2 Program Ketaatan . . 
0 0 Perencaoaan, Terhadap RTRW 

3 Pengendallan dan 100% 86% 736.311.193 86% 736.311.193 

Pemanfaamn 
Ruang 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

l 0 0 Program Persentase 

3 2 Pengelolaan 
Sumberdaya Air 

rawan 
banjlr/genangan 

20,05% ll.299.394.650 19,09% 8.369.843.440 18,47% 28.517.074.300 17,34% 31.368.781.730 17,34% 98 737.388.030 

(SDA) 

l 0 0 Program Persentase . . 
3 3 Pengelolaan dan Rumah Tan111:a 

Pengembangan yang terlayani 100% 100% 101.669.000 100% 111.835.900 100% 123.019.490 100% 336.S24.390 
S1stem kebutuhan air 

Penyedla3n Air m1num 

Mlnum 

1 0 0 Program Persentase 80,03% 80,06% 80,09% 80,12% 80,12% 

3 6 Peng~lolaan dan Paniang 90,96% 90,40% 20.731396.010 
48.653.618.200 53.518.980,020 165.621.452.220 

Pengembangan Orainase dalam 22.274.002.000 Dinos 
Sistem Oralnase kondisl Balk PekerJaan 

l 0 0 Program Persentase 100% Umumdan 
3 8 Penataan bangunan 100% 100% 20,857,814.000 100% 18.746.270.000 100% 2.5.922.380.000 100% 28.514.618.000 100% 98.616.248.000 Penataan 

Bangunan Gedung Sesual Ruang 
Gedung Ketentuan 

1 0 0 Program Persentase 100% . 
3 9 Penataan Bangunan 

100% 100% 19.966.147.160 100% 14.499.606.270 100% 21.178.289 462 100% 23.296.IIB.408 100% 81.160.898.290 
Bangunan dan Sesual 

Ungkungannva Ketentuan 

1 0 1 Program Persentase Jalan 

3 0 Penyelenuaraan dalam Kondisi 93,64% 94,03% 94,50% 58.330.391 462 9S,00% 49.495.103.351 95.50% 109.548.668.724 96,00% 120.503.535.596 96.00% 384.418.242.032 

Jalan Mantab 

1 0 1 Proaram Persentase 

3 1 Pengembangan Pelaku jasa 

Jan Konstruk51 Konstruk51 yang 47,68% 500.000.000 62,83% 540.000.000 77,98" 594.000.000 94,95% 6S3.400 000 94,95Y. 2.287.400.000 

memenuhl 
standart 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klnerja Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlltator 
Klne<)aAwal 

RHllsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun2024 Perlode RPJMD Daerah 

Kode dan Program Klnerja Proeram 
RJMD (Tahun Penanggung 

Prloritas (outcome) 2019) 
Klne,-)a Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp )awab 

Pembangunan 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 

kompelensl 

1 0 1 Program Persentase 100% . 
3 2 Penyelenggaraan Ketaatan 100% 100% l.280.982.460 100% l.880.000.000 100% 2068.000.000 100% 2274.800.000 100% 7.722.800.000 

Penataan Ruan:g terhadap RTRW 

Urusan Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 

Permuklman 
Program Permendagrl 

13 Tahun 2006 

l 1 I Program Persentase . . -
0 5 Llngkungan Sehat Rumah l lnggal 

99,26 99,65 99,65 Dlnas 

4 Perumahan layak hunl dan Perumahan 
Permuk1man bersanltasi 1.969.696.172 l.969.696.172 dan Kawasan 

lndeks . . . Permukiman 
Perumahan 99.65% 99.65% 

Permukiman 

Urusan Pemerlntahan 
Bidang Perumahan 
Rakyat dan Kawasan 
Permuklman 

Program Pe,-mendagrl 

90 Tahun 2019 

l 0 0 Program Persenta~ . 
4 2 pengembangan Pengembangan 100% 100% 100% 1.292.650.000 100% 2.745.911.000 100% 4.900.000.000 100% 4.900.000.000 100% 13.838.561.000 Oinas 

Perumahan ~erumahan Perumahan 

1 0 0 Program Kawasan Persentase Rakyat dan 

4 3 Permuldman l(awasan Kawasan 
Permukiman 100% 98,10% 98,50% 7.283.612.424 99% 5.618.815.000 99,50% 6 720.000.000 100% 6.920.000.000 100% 26.542.427.424 Permuklman 
yang lldak 
Kumuh 

Urusan Ketentraman, 
Ketertlban Umum dan 
Ketertlban Ma=rakat 

Program Permendagrl 

13 Tahun 2006 

l 1 1 Program Persentase . . . . 

0 5 Pengawa.san, kasus 

5 Pengendallan dan Penegakan 
100 100 276.423.739 276.423.739 

Satuan Polls! 

Evaluasl Perda yana 
100 Pamong PraJa 

Pelaksanaan diselesaikan 

Peraturan Dae.,,h 
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81dang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondl,I KlnerJa Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator 
Kiner)• Awai 

RullsaslTahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Daerah 
Kode dan Program Klner)a Program 

RJMD (Tahun Penanggunc 
Prlorltu (outcome) 

2019) 
KlnerJa Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pembangunan 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 l1 l2 l3 14 15 16 17 

dan Peraturan 
Walikota 

I 1 1 Program lingkat Waktu . . . . 
0 8 Pemn&katan Tanggap 

s Pencegahan dan (response tome 

Penanggulangan rate) 
100% 100 1.193.872.410 100 1.193.872.410 

8ahaya 
Kebakaran 

l l l Program Persentase . 
0 9 Pencegahan Om1 Korban Bencana 100 100% 100% 
s dan Alam yang 

Penanggulangan Tertanganl 

Karban Bencana Persentase . . . 
Alam lingkal 

Pemenuhan 
arau Kecukup2n 100 
Sarana dan 

100% 100% 

Prasarana Sadan 
Penanggulangan Penanggulanga 
Bencana 1.485.457.021 1.485.457.021 n Bencana 
Persentase . . . 

Daerah 
lingkat 
Waklu Tanggap 100% 100% 

(Response 
r,me Ratel 

Persentase Early . . . . -
Warning System 

(EWS) di 
100% daerah rawan 

100% 

bencana 

Urusan Pemerlnrahan 

Bldang Ketentraman, 
Ketenlban Umum dan 
Perllndungan Masyarakat 

Program Permendagrl 

90 Tahun 2019 

1 0 0 Pro&ram Pelayanan 

5 4 Pencegahan, Penyelamatan Satuan Polls! 
Penanggulangan, dan Evakuasl 1.285.321.000 8.293.882.000 Pamong PnJa 
Penyelamatan Korban 100% 100% 100% 100% 1.289.528.000 100% 2.336.187.000 100% 2.361.187 .000 100% dan Pemadam 
Kebakaran dan Kebakaran Kebakaran 
Penyelamatan 
llon Kebakaran 
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Bldang u ,wan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klne,ja Pada Akhlr Penngkat 

Pemerlntahan lndlkato, 
KlnerJa Awai 

Reallsasl Tlhun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun2023 Tahun2024 Perlode RPJMD on,ah 
Kode dan Program KlnerJa Program 

RJMDfTahun Penanggung 
Prlorltas (outcome) 

2019) 
Klnerja Pendanaan Target angpran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp jawab 

Pembangunan 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 0 0 Program Persentase 100% 

5 3 Penanuulangan Korban Bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Bencana yang d1tanganl 

Persenta.se 100% Badan 
Tingkat Penanggulanga 
Pemenuhan 1t1u 1.377.859.000 1.717.005.000 2.030.000.000 2.275.000.000 7.411.174.000 n Bencana 
Kec:ukup,n 100% 100% 0% 
Sarani Dan °" 0% 0% Daerah 

Pr1sar11n1 
Penanggulangan 
Sencana 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Soslal 

Program Permendagrl 

90 Tahun 2019 

1 0 0 Proaram Persentase 

6 6 Penanganan Perlindungan dan 

Bencana Jamlnan Soslal 
pada SI.It 100% 100% 344.885.800 100% 628.979.400 100% 859.284.765 100% 

954.760.850 
100% 

2.787.910.815 

unagapdan 
~ska beneana Dlnas Soslal, 
bagl korban 
bencana 

Pemberdayaan 

1 0 0 Program Persentase . Perempuan 

6 7 Pengelolaan Pengelolaan 
dan 

100% Pertlndungan 
Toman Makam Taman Makam 

Pahlawan Pahlawan 
Anak 

213 .236.600 
Persentas.e - 103.194.134 186.106.080 236.929.556 475.720.016 

Pengelolaan 
Taman makam 100% 100% 100% 100% 100% 

Pahlawan dalam 
kond1Sl balk 

Urusan Pemerlntahan Wajlb 
Yang Tidak Berkaltan Dengan 
Pelavanan Dasar 

Urusan Tenaga Kerja 

Prognm Permendagrl 
13 Tahun 2006 

2 2 1 Program Persentase . . . . 
0 6 Perllndungan dan persellslhan 

1 Pengembanaan van& Dlnas Tenaga 
Kelembagaan diselesalkan 98 100 712.873 503 100 7U.873.503 Kerja 
Ketenagakerjaan melalu1 

Perjanpan 
Bersama 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klnerja Pada Akhlr Peranckat 

Pemerlntahan lndlkator Klnerja Awai 
Reallsasl Tahun 2020 Tahun2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun2024 Perlode RPJMD Daerah 

Kode dan Program Klnerja Program 
RJMD (Tahun Penangung 

Prlorltas (outcome) 
2019) 

Klner)a Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 
Pembangunan 

I 2 3 d 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Persentase . 
perusahaan 

yang 60 78,26 78,26 

menerapkan 
program BPJ5 

Persentase . . . 
tenaga kerja 
sektor Informal 
yang 
mendapatkan 0 78 78 
perlmdungan 

program BPJS 
Ketenagakerjaa 
n darl PBID 

2 2 1 Program Persentase . . . 
0 7 Perllndungan Tenaga Kerja 60 60 

I T•naga Kerja yang terllndungl 

2 2 1 Program Persentas• . . . . . . 

0 8 Pemblnaan lulusan 

1 Ungkungan Soslal pelatlhan yang 80 80 

di Bidang berkompeten 

Ketenagaker1aan 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Tenaga Kerja 

Program Permendagrl 

90 Tahun 2019 

2 0 0 Program Persentase 

7 4 Penempatan PencariKerja 
85,52" 56,15" 79" 79" 79" 

Tenap Ker)a vane 
ditempatkan Dlnas Tenaga - - Persentase . 

2.265.663.496 KorJa, Koperasl 
Pencarl Kerja 272.466.690 548.266.522 722.465. 142 722.465.142 Usaha Kecll 
yanc dan Menengah 
dlt•mpatkan 10% '°" 15" 15" 15" 

melalul 
lnformasl bursa 
ker)a 

Urusan Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perllndungan Anak 

Program Permendagrl 
13 Tahun 2006 
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Bldang Urusan KINERIA DAN PENDANAAN Kondlsi KlnerJa Pada Akhlr Perancut Kondlsl PerlodeRPJMD Pemerlntahan lndlutor Reallsasl Tahun 2020 Tahun 202.l Tahun20U Tahun 2023 Tahun 2024 Oaenh 
Kode dan Program KlnerJa Program 

IClnerjaAwal 
Penanggung RIMD (Tahun 

Prlorltas (outcome) 
2019) 

Klnerja Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 
P<!mbangunan 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I 
2 2 l Program Persentase . 

0 5 Peningkatan part1sipas1 
2 Peran Serta dan Perempuan di 

25.21" 2.267.373.362 25.21" 2.267.373.362 
Ke.setaraan Lembaga 

Gender dalam Pemerlntahan Dlnas Soslal, 
Pembangunan Pemberdayaan 

2 2 l Program Persentase . . . . 
PeJempuan 

0 6 Penlngkatan Penancanan dan Perlindung 
2 Kualitas Hldup Pengaduan anAnak 

Perempuan dan T,ndak 
100" 8 793,371.080 100% 8.793.371.080 

Anakserta Kekerasan 

Rehabilitasl Soslal terhadap 

Perempuan dan 
Anak 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang PemLerdayaan 

Peremr~•n dan 
Perllndungan Anak 

Program Permendagrl 

90 Tahun 2019 

2 0 0 Program Persentase . 
8 2 Pengarusutamaa Alokasl 3.471. 703,755 

nGender Dan Anggaran APBD 10% 303.007.740 15" 846,501.000 20" 1.105.807.150 30% 1.2.16.387 .865 30% 

Pemberdayaan yang di ARG 

Perempuan 

2 0 0 Program Persentase . . 
8 3 Perllndungan penanganan 

Pe.rempuan pengaduan 1.357.327.910 
tmdak. 100% 225.292.045 100% 419.590.865 100% 348.295,000 100" 363.550.000 100% 

ke~erasan 
terhadap Dlnas Soslal, 
perempuan Pemberdayaan 

2 0 0 Program Persentase RT . . 
Perempuan 

8 4 Penlngkatan yang Memlllkl 3.507.223 884 dan Perllndung 5" 1.96.558.42(1 10% 835.086.470 20% 1.178.847.140 30% 1.296.731.854 30% 
Kualltas Keluarga Ollta Keluarga an Anak 

Berkualltas 

2 0 0 Program Jumlah 1 l 
8 5 Pengelolaan dokumen Data 113.615.510 dokume 229.549.120 

1 353.814.360 1 
2n.754.436 dokume 974.733.426 100% 

SIStem Data Terpllah Gender dokumen dokumen 
n n 

Gender dan Anak dan Anak 

2 0 0 Program Persentase . . 
8 6 Pemenuhan Hak peningkatan 

Anak(PHA) pelembagaan 100% 266.276.000 
dan penguatan 

470.265.980 534.095.000 602.000.000 100% 2.112.564.040 

pemenuhan hak 
anak 
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Bldanc Urusan Kondlsl 
KINERIA DAN PENDANAAN Kondlsl Klner)a Pad• Akhlr Peranskat 

Pemerlntahan lndlkator 
KlnerpAwal 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Period• RPJMD Durah 

Kode dan Prog.-.m Klnerp Prognm 
RJMD (Tahun Penanggung 

Prlorltas (outcome) 
2019) 

Klnerja Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 
Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Persentase . 
Lembaga yang 
akl1f dalam 12,50% 22,43% 42,20% 42,20% 

Pemenuhan Hak 
Anak 

2 0 0 Program Persentase . . 
8 7 Perllndungan pelaksanaan 

Khusus Ana~ keglatan 100% . 100" 

perllndungan 
khusus anak 

Prevalesl kasus . 81.739.101 410,605.078 168.349.000 177 .000.000 734.U6.420 

kekerasan . 0,003 . . 0,003 

terhadap anak 

Persentase . 
kasus kekerasan 0,04 0,04 0,04 0,04 

terhadap anak 

Urusan Pannn 

Program Permendagrl 
13 Tahun 2006 

2 2 l Program Skar Pola 95,04 
. . 

0 5 Penmgkatan Pangan Harapan 
95,4 95,04 Dlnas 

3 Olversif\kasl dan lndeks 707,485.783 
. 

707.485.783 
Pertanlan dan 

Ketahanan Ketahanan 80,64 
Ketahanan 

Pangan Pangan 
80,64 Pangan 

Masyarakal 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Pangan 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

2 0 0 Program Penmgkatan . . . 
9 3 Penlngkatan Skor Pola 95,8 95,8 

Oiversifikasl dan Ptngan Harapan 

Ketahanan Persentase . 1.287.926.000 1.095.000.000 L287.200.000 1.307.500 000 4.977626.000 

Pangan Angka 100% 100% 100% 100" 100% 
Masyarakat Kecukupan 

Ene~I (%) 
Olnas 

2 0 Program Persentase 
Ketahanan 

9 Penanganan Daerah Rentan . 25% 60.000.000 22" 60.000.0CO 120.000.000 
Pangan dan 

dan Rawan 
. 22% Pertanlan 

Kerawanan 
Pangan Panaan 

2 0 0 Program Persentase . 

9 s Pengawasan Penlngkatan 
211.622.000 175.000.000 

Keamanan Sample Pangan 80 318.000.000 335.000.000 80 1.039.622.000 

Pangan Aman yang 

TeruF {%) 
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Bldanc Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENOANAAN Kondlsl Klnerja Pada Akhlr Perangut 

Pemerlntahan lndlk:ator 
IOnerJaAwal 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD 
Da=h 

Kode dan Program IOnerja Program 
RJMO (Tahun Penanccunc 

Prlorltas (outcome) 
2019) 

Klnerja Pendanaan Target anggaran Target ancgaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 
Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Persentase 
Pancan Segar 80 80 80 80 80 
Amanyana 

Teru11 l"l 

Urusan Pertanahan 

Program Permendagrl 
U Tahun 2006 

2 2 1 Program Persentase - - - - -
0 s Pelayanan Pelayanan 100 100 100 Olnas 
4 Pertanahan Pertanahan Perumahan 

Persentase 109.354.539 - 109.354.539 dan Kawasan 
Rekomendasl 100 
ljln Pertanahan 

100 Permuklman 

yang dlterbitkan 

Urusan Pemerlntahan 

Sldang Pertanahan 
Program Permendagrl 

90 Tahun 2019 

2 l 0 Program Persenta~ 100" 

0 2 Pengelolaan ltln Pengelolaan lzin 0 0 85,000,000 100% 349.901.600 100" 15.000.000 100% 15.000.000 100" 464.901.600 

Lokasl Lokasl Olnas 
2 l 0 Prgram Persentase 100" - Perumahan 

0 4 Penyelesalan Penyelesaian 
100% 100" 100% 36.200.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100" 86.200.000 Rakyatdan 

Sengketa Tanah sengketa tanah Kawa!an 
Garapan garapan Permuklman 

2 1 1 Program Persentase 100% 

0 0 Penatagunaan Penata,gunaan 100% 100% 120.000.000 100" 80.000.000 100" 80.000.000 100% 80.000.000 100" 360.000.000 

Tanah Tanah 

Urusan Ungkungan Hlduo 

Program Permendagrl 

13 Tahun 2006 

2 2 1 Program Persentase dat'a - - -
0 5 Penlngkatan dan lnformasl 

5 Kualitas dan sumberdaya 

Akses lnformasl alam dan 58,!17 64,01 445.978.043 64,01 445.978.043 

5umber Daya llngkungan Olnas 
Alam dan hldupyang Ungkungan 
Ungkungan Hldup tersedia Hldup 

2 2 1 Program Persentase titlk - -
0 6 Pengendallan Sample Kualitas 

5 Pencemaran dan Air dan Udara 44,7 53.19 747.189.821 53,19 747.189.821 

Perusakan yang memenuhl 

Ungkungan Hldup baku mutu 
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BldangUrusan Kondlsl 
KINERIA DAN PENDANAAN Kondlsl Klnerl• Pad• Akhlr ~rancut 

Pemerlntahan lndlkator 
KlnerJa Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun2022 Tahun 2023 Tahun 2024 PerlodeRPJMD Daerah 

Kode dan Program KlnerJa Program 
RJMD (Tahun 

Penangcung 

Prlorltas (outcome) 2019) 
KlnerJa Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2 2 1 Pra&ram Persentase 
. 

0 7 Penataan, pelaku 

5 Pengawasan dan usahafl<egiatan 

Penlngkatan yang taat 31,39 44,59 354.933.375 44,59 354.933.375 

Kualitas terhadap 

Lingkungan H,dup peraturan 
llngkungan 
hldup 

2 2 1 Pra&ram Persentase . - - . -
0 8 Pengembangan penanganan 

5 Klnerja sampah rumah 

Pengelolaan tangga dan 74,9 74,97 5.528.779.345 74,97 s.s28. n9.345 

Persampahan sampah seJems 
sampah rumah 
tangga 

Urusan Peme.rlntahan 
Bldang Llngkungan Hldup 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

2 1 0 Program Persentase Data 

1 2 Perencanaan Perencanaan lH 61,54% 64,10% 69,23% 397 .958.000 71,79% 419.892,000 79,49% 583.000.000 79,50% 642.000.000 79,50% 2.230.000.000 

LlngkunRan Hidup yang Tecsedla 

2 1 0 Program Persentase titlk . 

1 3 Pengendal\an sampel kuahtas 

Pencemaran air dan udara 44,89% 53,19% 48% l .242.680.365 49% 1.161.745.000 50% 1.760000.000 50,10% 1.937.000.000 50,10% 6.666.000.000 

dan/atau yang memenuhl 

kerusakan baku mutu 

llngkungan h,dup 

2 1 0 Program Persentase - . 

1 4 Pengelolaan Pengelolaan 96,83 96,83 96,83 

Keanekaragaman Keanekaragama 

Hayatl (KEHATII n Hayatl 200.000.000 225.000.000 675.000.000 Dlnas 
125.500.000 56.500.000 

Persentase . . Ungkungan 

Jumlah spesles 94,32% 97,20% 
Hldup 

100% 100% 
KEHATI Lokal 

Daerah 

2 1 0 Program Persentase 

1 5 Pengendallan pengendalian 

Bahan Berbahaya bahan 

dan Beracun (83) berbahaya dan 

dan Umbah beracun (83) 70,96 71,0 257.U7.000 71,S 41.S00.000 75% 200.000.000 78% 225.000.00!l 78% 640.000.000 

Bahan Berbahaya dan limbah 

dan Beracun bahan 

(llmbah B3) berbahaya dan 
beracun (limbah 

B3) 



- 446 -

BldangUru>an Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl IClnl!fja Pa~ Akhlr P1!<3nlkal 

Pemerlntahan lndlkator 
Klner)a Awai 

Realtsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun2022 Tahun 2023 Tahun 202A Period• RPJMD Daerah 
Kode dan Prog,am IClnerJa Program 

RJMD (Tahun Penanggung 
Prlorltas (outcome) 

201.9) 
Klner]a Pendanaan Target anuaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pembangunan 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12. 13 14 15 16 17 

2 1 0 Program Persentase . 

1 6 Pemblnaan dan pelaku usaha / 

Pengawuan kegiatan yang 
Terhadap I.tin IHI lerhadap 

Ungkungan dan lzln lingkungan 
40% 44,59" 52.~ 336.516.400 

lzln Perllndungan dan l21n 
64,70% 681.549.200 76,47" 532.000.000 88,20% 585.000.000 88,20% 2.038. 762.500 

dan Pengelolaan perllndungan 

Llngkungan Hldup dan pengelolaan 

(PPLH) llngkungan 
hldup (PPLH) 

2 1 0 Program Persentase . 
1 8 Penlngkatan penlngkatan 

Pendldlkan, pendtdlakan, 
Pelatlhan dan pelatihan dan 

Penyuluhan penyuluhan 
100" 90% 654 .550.000 100" 670.000.000 100% 851.400.000 100" 1.040.000.000 100% 3.439.400.000 

Ungkungan Hldup ll11gkungan 

untuk Masyarakat hldup untuk 
masyarakat 

2 1 1 Program Persentase . 
1 0 Penenganan penanganan 

Pengaduan pengaduan 100% 90% 85.000.000 100% 94.000.000 100% 104.000.000 100% 114.000.000 100% 397.000.000 

Ungkungan Hidup llngkungan 
h1dup 

2 1 1 Program Persentase . . 
1 1 Pengelolaan penanganan 

Persampahan sampah run,ah 
tangga dan 74,97% 74% 8.576.232.000 73% 7.951.800.000 72% 47.928.000.000 71% 61.190.000.000 71% 127.268.970.000 

sampah sejenis 
sampah rumah 
tanlllla 

Urusan Admlnlstrasl 
Kependudukan dan 
Pencatatan Slpll 

Program Permendagrl 

13 Tahun 2006 

2 2 1 Program Persentase . . . . . 
0 5 Penlngkatan Penerbltan 

6 Pelayanan Dokumen 81,03 82% 206.825.853 82% 206.825.853 

Adminlstrasl Kependudukan Olnas 

Kependudukan Kependudukan 

2 2 1 Program Persentase . . . dan Pencatatan 

0 6 Penataan dan Penerbitan Slpll 

6 Pelayanan dokumen akta . 92,00% 1.332.303.658 92.~ 1.332..303.658 

l\dmlntstrasl pencatatan s1pil 

Pencatatan 5ipil 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN londlsl Klnerja Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator 
Klnerja Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Daerah 
Kode dan Program KlnerJa Program 

RJMD (Tahun Penanggung 
Prlorltas (outa>me) 

2019) 
Klner)a Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp )awab 

Pe.mbangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 17 

2 2 1 Program Persentase -
0 7 Pengelolaan Data Uptime 

6 Kependadukan database 
99 99" 330,025.931 99" 330.025.931 

dan lnovas1 kependudukan 

Pelayanan dan pencatatan 

slpll 

Urusan Pemerlntahan -
Bldang Admlnlstrasl 
Kependudukan dan 
Pencatatan Slpll 

Program Perme.ndagrl 
90 Tahun 2019 

2 1 0 Program Presentase -
2 2 Pendaftaran Penerbltan 99, 18 93,33" 84" 

Penduduk Ookumen 
228.148.160 84" 233.627.050 84,50% 276,070.000 85" 303.160.000 85" 1.309.873.136 

Kependudukan 

2 1 0 Program Persentase Olnas 
2 3 Pencatatan Slpll Penerbitan 

100 93,33" 94" S59.472.520 94,25" 402.719.632 94,50% S51.S90.000 94,75" 60S.550.000 94,75'!4 2.266.229.296 Kependudukan 
Ookumen Akta dan Pencatatan 
Pencataan Sipll Slpll 

2 1 0 Program akurasl -
2 4 Pengelolaan database 

tnformasi kependudukan 99" 347.749.070 99,10% 362.506.923 99,15" 420. 780.000 99,20% 462.550.000 99,20% 2.043.603.04 7 

Admlnistrasi 
Kependudukan 

Urusan Pengendallan 
Pe.ndudukan dan Keluarga 

Berencana 
Program Permendagrl 
13 Tahun 2006 

2 2 1 Program Penentase - -
0 5 Kependudukan, Pe.serta KB Aktof Dlnas 

8 Keluarga MKJP Ke.sehatan dan 
42.88" 1.856.462.422 42.88" 1.856.462.422 

Berenana dan Keluarca 

Pembangunan Berencana 

Keluarga 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Pengendallan 
Penduduk dan Keluarga 
Berencana 

Program Permendasrl 
90 Tahun 2019 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klnerla Pada Akhlr Peranakat 

Pemerlntahan lndlkator 
Klnerja Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 PtrlocleRPJMO Daerah 
Kode dan Program Klnerl• Program 

RJMD {Tahun Penanggung 
Prlorltas (outcome) 

2019) 
Klnerja Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2 1 0 Program Pe~entase . 
4 2 Pengendallan Angka UKP (Usla 

5,58% 4,95% S4.8% $4,7% S 4 7% 
Penduduk Kawin Putama) 755.10L420 686.573.713 707. 170.924 2.375.972.396 

< 20 tahun 
--

Meningkat.oya 4 SSk 8SSK 95SK 95SK 

Jumlah SSK 
4SSK 300.956.040 7 SSK -- Menlngkatnya 3 . 3 4 5 6 6 Dlnas 

Kampuna KB Kampung Kampun Kampun Kampung Kampung Kampu Kl!Sehatan, 
yana berstandar KB gKB g KB KB KB ngKB Pengendallan 
paripurna Penduduk dan 

2 1 0 Program Menurunnya . 7,50% 7,00% 7,001' Keluarga 

4 3 Pemblnaan Unmet Need 4.2% 11,60% 16,93% 2.727.576.000 8,00,t 
2.867.064.740 2.9S3.076.682 Berencana 

Keluarga 2.554.439.400 11.108.317 .322 

Berencana (KB) 

2 1 0 Program Meningkatnya B2,00% B3,00% 83,00% 

4 4 Pemberdayaan kepesertaan 

dan Penlnskatan anBSOta Tribina 79,10% 82,25% 80,25% 257.495.200 81,00% 

Keluarga PUS yang ber-Kl' 1.33L867.514 784.633.813 808.172.827 3.135.200.234 

Sejahtera (KS) 

Urusan Perhubungan 
Program Permendagrl 

13 Tahun 2006 

2 2 l Program Persentase . . . 
0 5 Pengendahan dan Pemasangan 

74 80 80 
9 Pengamanan Lalu R.ambu-rambu 

Llntas Lalu Llntas 3,860. 798.508 3.860 798.508 

Persentase . . . 
Perlenakapan 58% 58% Dlnas 
Jalan Perhubungan 

2 2 1 Program Jumlah orana 539.916 
. 

539.916 
0 6 Penlngkatan vana terangkut 420.660 

Pelayanan angkutan umum 
oran& orang 

9 1.760.306.299 1.760.306.299 
Anakutan Kinerja . . . . 

angkutan 38% 38% 

Umum 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Perhubungan 

Program Permenda&rl 
90 Tahun 2019 

2 1 0 Program Persentase . 
5 2 Penyelenggaraan Penlngkatan 

Lalu llntas dan Sarana dan 8.363.009.965 88% 
Dlnas 

84% 9.178.999.000 92% 10.S62.S31.500 96% 10.562.531.500 96~ 38.719.362.180 
Angkutan Jalan Prasarana, serta Perhubungan 

(UAJ) fasmtas 
perl•ngkapan 
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Bldang Urusan KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klnerja Pada Akhlr Perangkat 
Kondlsl Perlocle RPJMD 

Pemerlntahan lndlkator Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 0aerah 

Kode dan Program Klnerja Program 
KlnerJa Awai 

Penanggung 
RJMD (Tahun 

Prlorltas (outcome) 
2019) 

Kiner]• Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pembangunan 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 u 13 14 15 16 17 
1 

lalu lintas 

Urusan Komunlkasl dan 

lnformatlka 
Program Permendagrl 
13 Tahun 2006 Oinas 

2 2 l Program Persent:ase 
Komunlkasl 

1 7 Sosiallsasi di Penyebaran 
100 89 825.498.000 89 825.498.000 dan 

0 Bidang Cukal lnformasl lnformatlka 
tentang Cukal 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Koperasl, Usaha 
Keen dan Menengah 

Program Permendagrl 

90 Tahun 2019 

2 1 0 Program Presentase 

7 6 Pemberdayaan koperasl aktlf 
0 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

dan Perllndungan dengan omzet Dlnas Tenaga 

Koperasi menlngkat Kerja, Koperasl - - Persentase - 148.050.000 U4.16L900 170 .000.000 170.000.000 7U.21L900 Usaha Kedl 

koperasl yang 

dlbina dan Jenls 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 
dan Menengah 

usahanya 
bertambah 

Uru.san Pe.nanaman 
Modal 

Program Permendagrl 

B Tahun 2006 

2 2 1 Program Persentase - - Dlnas 

l 5 Penlngkatan lkllm lnvesto• yang 19,23 248.406.789 1.9,23 248.406. 789 Penanaman 

2 lnvestasl dan mereaUsasikan Modal, 

Rallsasl lnvestasl investasi Pelayanan 

2 2 l Program Perse-ntase - - - - - Terpadu Satu 

l 6 Penlngkatan Pengaduan 
475.791.083 

Plntu, Koperasl 

2 Pelayanan Pelayanan 100 475.791.083 100 dan Usaha 

Periztnan Penzinan Mlkro 

terselesa1kan 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Penanaman Modal 

Program Permendagrl 

90 Tahun 201.9 
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Bldang Urusan 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl KlnerJa Pada Akhlr Perangkat 

Kondlsl Perlode RPJMD 
Pemerlntahan lndlkator Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Daerah 

Kode dan Program KlnerJa Program 
Klnerja Awai 
RJMD (Tahun 

Penanggung 

Prlorltas (outcome) 
2019) 

KlnerJa Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2 1 0 Program Persentase -
8 2 P•ng,mbangan k.,tersedlaan 

lkllm Penanaman dokumen 0 100% 161.250.000 100% 254.312.500 0 116.587.500 0 342.150.000 

Modal perencanaan 
penanaman 
modal 

2 1 0 Program Promos! Persentase -
8 3 Penanaman Investor yang 19,23 13% 373.118.200 26% 294.755.750 32% 300.650.865 39% 306.663.900 39% 1.275.188.715 

Modal Mereallsaslkan 
tnvest.1s1nya Dlnas 

2 1 0 Program Persentase - Penanaman 

8 4 Pelayanan pelayanan 80% 876.549.000 85% 626.851.000 90% 696.500.000 95% 7S6.500.000 95% 2..733.930.000 Modaldan 

Penanaman perlzman Pelayanan 

Modal terselesaikan Terpadu Satu 

2. 1 0 Program Jumlah - Plntu 

8 5 Pengendallan Perusahaan 80 100 100 100 100 

Pelaksanaan yang perusaha 525.800.000 peru.sah 52.5.800.000 perusaha 535.000.000 perusaha 546.000.000 perusah 2.132.600.000,00 

Penanaman melaporkan an aan an an aan 

Modal LKPM 

2 1 0 Pro:ram Pe.rsentase Jenis - -
8 6 Pengelolaan Data izin yang 

dan s,stem dlproses secara 90% 83.200.000 100% 174.061.400 100% 200.000.000 100% 210.000,000 100% 615.661.400 

lnformas1 elektronlk 

Penanarnan 
Modal 

Urusan Pemerlntahan 

Bldang Kepemudaan dan 
Olahraea 

Program Permendagrl 

90 Tahun 2019 

2 1 0 Program Jumlah Pemuda 

9 2. Pengembangan berprestasl 10 
Kapasl tas Daya 16 orang 2 orang 2 orang 700.000.000 2 orang 475.000.000 8 orang 984.500.000 10 orang 1.082.950.000 3.662.450.000 Dlnas 

Salng 
orang Kebudayaan, 

kepemudaan 
Parlw1sata, 

Kepemuda an, 
Jumlah - -2 1 0 Program 1 dan Olah Raga 

9 4 Pengemban&an orianlsasi 1 lembaga 495.000.000 
1 

544 .500.000 lembag 1.489.500.000 

Kaplsatas pemudayang 
lembaga 

a 
Kepramukaan dlblna 

Urusan Statlstlk 

Program Permendagrl 

13 Tahun 2006 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERIA DAN PENDANAAN Kondlsl IOnerJa Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator Klnerja Awai 
Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 PerlodeRPJMD Daerah 

Kode dan Program KlnerJa Program 
RJMD (Tahun 

Penanggung 

Prlorltas (outcome) 
2019) 

KlnerJa Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 
Pembangunan 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2 2 1 Proaram Persentase data - - Dlnas 

1 5 Penyelenggaraan statlstlk sektoral 257 J73. 734 zs1.n3.734 
Komunlkasl 

50 60 60 
4 Statlstlk Sektoral yang 

dan 

lerlnt egrasl 
lnformatlka 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Statlstlk 

Program Permendagrl . 
90Tahun 2019 

2 2 0 Program Persentase data -
0 2 Penyelenggaraan staUstlk sektoral 80 80 

Statistlk Sektoral yang terlntearasi 

Persentase 
Organisasl 
Pen11ngkat 
0aerah (OPD) Dlnas 

yang 
313.278.000 499.250.000 1.911.528.000 

Komunlkasl 

menggunakan 100% 100% 100" 100% 550,000.000 5S0.D00.000 100% dan 

data staUstik lnformatlka 
dalam menyusun 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

Jumlah kompllasl 
statistlk sektoral 1 1 1 l 1 

"'"" dllakukan 

Urusan Persandlan 
Program Permendagrl 

13 Tahun 2006 

2 2 1 Program Persentase PO - - . - - Dlnas 

1 s Peoyelenggaraan yang Komunlkasl 

s Pengamanan menglmplementa 8,8 2S 486.210.682 2S 486.210.682 dan 
lnformasl s.lkan keamanan lnf0<matlka 
Pemerintah Oaer,h lnformas1 

Urusan Pemerlntahan 

Bldang Persandlan 
Program Permendagrl 

90 Tahun 2019 

2 2 0 Program lndeKS Keo1manan II (dua) II (dua) 

1 2 Penyelenggaraan lrdormasl Level Level 

Persandlan Untuk Persentase OPO Dlnas 

Pengamanan yang 
195.S02.69S 

Komunlkasl 

lnformasl menggunabn 3S0.000.000 500.000.000 600.000.000 l .64S.S02.695 dan 
l1yan1n 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% lnformatlka 
persandlan untuk 
pengamanan 
lnforma.si 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERIA DAN PENOANAAN Kondlsl KlnerJa Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator Klnerja Awai 
Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMO oaerah 

Kode dan Program Klnerja Program RIMD (Tahun 
Penanggung 

Prlorltas (outcome) 
2019) 

Klnerja Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 
Pe.mbangunan 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Kebudavaan 

Program Permendagrl 

90 Tahun 2019 

2 2 0 Program Persentase senl 4% 

2 2 Pengembangan budaya yang 4% 4% L924. 765.097 35% 1.256.014.150 35% 3.932.500.000 40% 4.325. 750.000 40% 15.083.250,000 
Olnas 

Kebudavaan dllestarlkan Kebudayaan, 

2 2 0 Program Persentase 21% Parlwlsata, 

2 5 Pelestarian dan benda/ Kepemuda an, 

Pengelolaan bangunan cagar 21% 21% 200.000.000 21% 91.547.225 21% 242.000.000 21% 266.200.000 21% 928.200.000 dan Olahraga 

cagar Budaya budaya yang 

dllestarikan 

Urusan Perpustakaan 
Program Permendagrl 

13 Tahun 2006 
2 2 1 Program Jumlah Bahan 

22.568 
. . . 22.568 

l 5 Pengembangan Pustaka yang eksemplar 
eksempl 

7 Budaya Baca dan d lpinjam ar 

Pembinaan Nilal lKM . . . . 

Perpustakaan Pemustaka Olnas 

terhadap 944.202..757 944.202.75 7 Perpustakaan 

layanan dan Kearslpan 
Perpustakaan 

Persentase . . . 
peningkatan 33,25% 33,25% 
kunjungan 
perpustakaan 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Perpustakaan 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

2 2 0 Program Nlla1IKM . . 

3 2 Pembinaan Pemustaka 

Perpustakaan terhadap 87,24 72 

Layanan Dinas 
Perpustakaan 1.225.410.000 

1661.585.000 
6.915.641.000 2.981.551.300 12.784.187.300 Perpustakaan 

Persentase dan Kearslpan 
perpustakaan 
se.sual st'andar 5,35% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 5,95% 

naslonal 
perpustakaan 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klner)a Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator Klner)a Awai 
Reallsasl Tahun 2020 Tahun 20:tl Tahun2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Oaerah 

Kode dan Program Klnerja Program 
RJMD fTahun Penanggung 

Prlorltas (outcome) 
2019) 

Klnerja Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 
Pe.mbangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 u 13 14 15 16 17 

2 2 0 Program Persentase 

3 3 Pelestanan koleksl naslonal 

Koleksl Nasional dan naskah 36% 37% 100.000.000 37% 260.000.000 38% 280.000.000 38% 640.000.000 

dan Naskah Kuno kunoyane 
dllestarikan 

Urusan Kearslpan 
Program Permendagrl 

13 Tahun 2006 

2 2 l Program Jumlah Berkas 
55.323 56.300 

. . 
56.300 

l 5 Penyelamatan, Arslpyang berkas ~erkas berkas 
8 Penlngkatan SOM dlkelola 

dan Layanan Jumlah Unit . . . Olnas 

Arsip Oaerah Oaerah 426.396.352 426.396.352 Perpustakaan 
Kearsipan vans dan Kearslpan 
menerapkan 5 unit 5 unit 

pengelolaan 
arsip secara 

baku 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Kearslpan 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

2 2 0 Program Jumlah berkas . 
4 2 Pengelolaan Arslp arslp yang 57.615 60.004 59.500 59.500 

rllkelola berkas berkas berkas berkas 

Tongkat . 

ketersediaan 
arsl p sebagai 
bahan 
akunlabllltas 
kiner)a, alat Dlnas 

bul<ti yang sah 436.331.945 651.625.000 900.000.000 1.000.000.000 
2.987.956.945 Perpustakaan 

dan dan Kearslpan 

pertanuungjaw 82% 84% 86% 88% 90% 90% 

aban naslonall 

Pasal40 dan 
Pasal 59 
Undang-Undang 
Nomor 43 

Tahun2009 
tentang 

Kearslpan 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klnerja Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator 
Klnerja Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Daerah 

Kode dan Program Klnerja Program 
RJMD (Tahun 

Penanggung 

Prlorltas (outcome) 2019) 
KlnerJa Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp )awab 

Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14 15 16 17 

2 2 0 Program Tlngkat -
4 3 Perlmdungan dan keberadaan dan 

Penyelamatan keutuhan arslp 

arsip sebagal bahan 
pertanggun&jaw 

aban seliap 
aspek 
kehidupan 

berbangsa dan 8,2 8 ,4 149.291.000 8 ,6 150.000.000 
499.291.000 

bernegara 
8,2 8,8 200.000,000 8,8 

untuk 
kepentln&an 
negara, 
pemenntahan, 
pelavanan 

publlk dan 
keseJahteraan 
rakyat 

Urusan Pemerlntahan Plllhan 

Urusan Kelautan dan 

Perlkanan 
Program Permendagrl 

13 Tahun 2006 

3 3 1 Program Persentase -
0 s Penlngkatan Peningkatan 

1 Kesejahteraan Pendapatan I I I 

Pelaku Usaha Pelaku Usaha Dinas 

Perlkanan Perlkanan Pertanlan dan 

Rasio 496.518.752 - 496,518.752 Ke.tahanan 

Pendapatan Pangan 

pelaku 2,25 2,25 
usaha perikanan 
dengan b1aya 
produksl 

Urusan Pe.me.rlntahan 
Bldang Kelautan dan 
Perlkanan 

Program Permendagrl 

90 Tahun 2019 

3 2 0 Program Pre..sentase - - Dlnas 

5 4 Pengelolaan Penlngkatan 296.130.000 395.000.000 630,000.000 1.120.000.000 2.441.130.000 Ketahanan 
5% 5" 

Perlkanan Produksl 
Pangan dan 
Pe.rtanlan 

Budldaya Perikanan 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klnerja Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator 
KlnerJa Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun2023 Tahun 2024 Period• RPJMD Daerah 

Kode dan Program Klnerja Program 
RJMDfTahun Penanggung 

Prlorltas (outcome) 
2019) 

Klnerja Pendanaan Target .inggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Targel Rp Jawab 
Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Jumlah total 
prO<'uksl 274,8 275,3 277 280 285 290 290 
perlkanan 
budldaya (ton) 

3 2 0 Program Jumlah total -
5 5 Pengawasan produksl 

Sumber Daya perikanan 0 0 89 80.000.000 89 115.000.000 89 120.000.000 89 315.000.000 

Kelautan dan tangkap (Ion) 

Perlkanan 

3 2 0 Program Raslo - - 470,000,000 490,000,000 1,869,215,600 

5 6 Pengolahan dan Pendapatan 1% 1% 
Pemasaran Hasll Pelaku Usaha 

Perlkanan Perik11nan 
459.215.000 422.732.000 

Tlngkat l(onsumsl 15,'-
lkan 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 15,9 

(kg/kaplta/tahun) 

Urusan Parlwlsata 

Program Permendagrl 
13 Tahun 2006 

3 3 1 Program Jumlah Promos! - - - -
0 5 Pengembangan dan 

2 Pemasaran dan Peningkatan 8 5 5 Dlnas 

Destlnasl sumberdaya 
Kebudayaan, 

P•riw1sata panw1sata 843.086.338 843.086.338 Par1wlsata, 

Persentase - - Kepemuda an, 

Penlngkatan 25 2% 2% 
dan Olah Raga 

Promo!Myane 
dilaksanakan 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Parlwisata 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

3 2 0 Program Jumlah entitas - 2 2 
2 

6 2 Peningkatan Daya pengelolaan 2 deslinasl 2 destinasl 
desllnasl destonasl 

destinas 

Tarik Oesllnasl destinasl I 

Parlwlsata Perse.ntase - 265.000.000 489.048.300 453.750.000 453. 750.000 1.695.000.000 
Dlnas 

penlngkatan 0% 10% 20% 30% 30% Kebudayaan, 
destinasl wlsatli Parlwlsata, 
yang dltetapkan Kepemuda an, 

3 2 0 Program Jumlah promosi - dan Olah Raga 
6 3 Pemasaran event daerah 

Parlwlsata yang terlaksana 5 event 3 event 4 event 459.149.000 4 event 546.928.750 907 .500.000 907 .500.000 4 event 3.390.000.000 

di dalam negerl 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENOANAAN Kondlsl Klne<Ja Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator 
Klne<Ja Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Daerah 
Kode dan Program Klnerja Program 

RJMD (Tahun Penanggung 
Prlorltas (outcome) 2019) 

Klnerja Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 
Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Persentase 
Penlngkatan 
Pemasaran 0 5% 10% 20% 20% 25% 

Parlwlsata yang 
dlselenggarakan 

3 2 0 Program Pers.,ntase SOM 

6 s Pengembangan par;wisata 18,68% 18,68% 19,00% 19,50% 20% 20% 
Sumberdaya pembekalan 328.410.595 386.173,000 726,000.000 726.000.000 2.712.000,000 

Parlwlsata dan sektor 
Ekonoml Kreatif keparlwlsataan 

Urusan Pertanlan 
Program Permendagrl 
13 Tahun 2006 

3 3 1 Program Persentase . . 
0 6 Pemngkatan Pen,ngkatan 

3 Kesejahteraan Pendapatan 2 2 2 

Pelaku Usaha Pelaku Usaha 

Peternakan Peteroakan Olnas 

Ras10 375.352.624 
. . 

375.352.624 
Pertanlan dan 

pendapatan Ketahanan 

pelaku 
Pangan 

usaha 1.4 1.4 

peternakan 
dengan biaya 
produksl 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Pertanlan 

Frogram Permendagrl 

90 Tahun 2019 
3 2 0 Program Persentase 8,900,653,000 

7 3 Penyedlaan dan Pengembangan 

Pengembangan Prasarana yang 0 0 so 29,653.000 so 542.900.000 75 3. 750.000.000 100 4.950.000.0C,O 100 

Prasarana Berfungsl 

Pertanian dengan balk (%1 

3 2 0 Program Persentase . 1,730,450,000 

7 4 Pengendalian Jumlah Hewan Dlnas 

Kesehatan Hewan dan Produk asal 0 0 75" 75" 75% Ketahanan 

dan Kesehatan Hewanyang Pangan dan 

Masyarakat Terawail (%) Pertanlan 

Vetermer Persentase . 4 78.050.000 175.000.000 533.700,000 543 700,000 

Penurunan 
Ke}adlan dan 0 50,86 10 10 10 10 10 
Jumlah Kasus 
Penyakit hewan 

Menular ("l 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klner]a Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator Klner]a Awai 
Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Daerah 

Kode dan Program Klner]a Program 
RJMO (Tahun Penanggung 

Prlorltas (outcome) 
2019) 

Klner]a Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 
Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3 2 0 Program Persent-ase 

7 5 Pengendallan dan LlhanAman 

Penanggulangan Bencana 0 0 70 171.200,400 72 lll.750.000 74 350.000.000 76 400.000.000 76 1.032.950.400 

Bencana Pert.anian (%) 

Pertanian 

3 2 0 Program Persentase . 
7 6 Porlzlnan usaha kelompok tani 

Pertanian yang memlllkl 0 0 10 50.000.000 12 100.000.000 15 150.000.000 15 300.000.000 

lzln Usaha 

3 2 0 Program 

Pertan\an (%) 

Persentase 1,885,840,400 

7 7 Penyuluhan JumlahSDM 
0 0 15 131.363,000 20 148.837.400 20 800.000.000 20 800.000.000 20 

Pertanian Pertanlan 
Terlatlh (%) 

Urusan Perdagangan 

Program Permendagrl 

13 Tahun 2006 

3 3 1 Program Persentase . . . 

0 5 Penlngkatan, Pertumbuhan 

6 Pengembangan Perdagangan . 1,76% 861. 719.402 1,76% 861.719.402 
dan Pengawasan Non Panr 

Perdagangan Non Rakyat 
Dlnas 

Pasar Rakvat 
Perdagangan 

3 3 1 Progr.im Jumlah Ba rang . . 
0 7 Pemberantasan Kena Cukal 

0 0 46.401.600 0 46.401.600 
6 Barang Kena llegal 

CJkal llegal 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Perdagangan 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

3 3 0 Program Persentase . 

0 2 Perlzman dan perusahaan 

Pendaftaran yang 100% 100% 100% 388.870.000 100% 107.083.000 100% 155.000.000 100% 155.000.000 100% 600.100.000 

Perusahaan memperbaru1 
perl]lnan 

3 3 0 Program Persentase 

0 4 Stablllsasl Harga Bahan Pokok 
Dlnas 

100% 100% 100% Perdagangan 
Barang dengan Haip 

Kebutuhan Pokok Stabil 77.500.800 240.000.000 867.n4.ooo 

dan Barang Persentase 77.966.680 196.000.000 

Penting pelaksanaan 
pengawa.san 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

bahan pokok dan 
barang pentln11 



- 458 -

Bldang Urusan KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klnerja Pada Akhlr Perangkat Kondlsl 
Pemerlntahan lndlkator 

KlnerJa Awai 
~allsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Oaerah 

Kode dan Program Klnerja Program 
RJMD {Tahun Penanggung 

Prlorltas (outcome) 
2019) 

Klner)a Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp )awab 
Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3 3 0 Program Persentase UTTP 

0 6 Standarlsasl dan dan BDKTV& 

Perllndungan tebih melakuk1n 
100% 100% 100% 342.050.000 100% 216.946.035 100% 287.000.000 100% 2B7.000.000 100" 1.102.019.000 

Konsumen ten dan 
pengawa.san 
BDICT 

3 3 0 Program Jumloh produk 

0 7 Penggunaan dan perdagan&an 15 produk 
15 . 15 . 

Pemasaran vans produk produk 

Produk Dalam dloromoslkan 

Negerl Persentase . 379.622.600 243.423.850 726.000.000 726.000.000 3.849.545.000 

produk 
perd•8•npn 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100" 
yang 
dloromoslkan 

Urusan Perlndustrlan 

Program Permendagrl 

13 Tahun 2006 

3 3 1 Program Persentase IKM . . . . . . 
0 5 Pengembang-an yang 

17,09 19,63% 440.979.658 19,63% 440.979,658 
7 lndustri Kecll berstandart 

Menengah 

3 3 1 Program Persentase IKM . Dlnas Tenaga 

0 6 Pembinaan yang KerJa 

7 lndustrl melaksanakan 
BO 

GMP(Good 
100% 41523.000 100% •1.523.000 

Manufacturing 

Practice) 

Urusan Pemerlntahan 

8ldang Perlndustrlan 

Program Permendagrl 

90 Tahun 2019 - -
3 3 0 Program Persentase 

l 2 Perenc.anaan dan tersedlanva 

Pembanaunan Dokumen lnduk 100" 100" 100" 100" 100% 

lndustri Perindustrian 

- - 563.35L320 364.324,050 615.000.0CO 615.000.000 2.945.15L320 
Dinas Tenaga 

persentase IKM . . 
yang mutu 

Ker)a, Koperasl 

produk dan 2,5" 5% 5" 5% 5% Usaha Kedl 

kapasitasnva 
dan Menengah 

meningkat 

3 3 0 Program Persentase IKM . 

1 4 Pengelolaan 
Slstem informasl 

yang menglkutl 12,8°"' 
Publlkasi Produk 

407 .053.895 12,80% 591.025.135 12,80% 610.000.000 12,80% 610.000.000 12,80% 2.336.000.000 

lndustrl Nasional 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klner)a Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlltator Klner)a Awai 
Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Daerah 

Kode dan Program Klner)a Program 
RJMD (Tahun Penancgung 

Prlorltas (outcome) 
2019) 

Kiner)• Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp )awab 
Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

persentase IKM 
yangmutu 
produk dan 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

kapasitasnya 
menlngkat 

Urusan Transmlgrasl 
Program Permendagrl 

13 Tahun 2006 

3 3 l Program Persentase. -
0 5 Ketransmigrasian Pendaftar 

80% 80% 19.425.615 80% 19.425.615 
Dinas Tenaga 

8 transm1grasl Ker)a 

vang terfasllitasl 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Transmlgrasl 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

3 3 0 Program Persentase - - - -
2 3 Pembangunan Pendaftar 

Kawasan Transmlgrasl 3% Dlnas 

Transmigrasl yang Penanaman 

Terfa.sll,tasl 13.500.000 
Modal dan 

14.850.000 
31.335.000 34.968.500 94.653.500 Pelayanan Persentase -

Penduduk yang 
Terpadu Satu 

mendapatkan 
Plntu 

20% 40% 60% 80% 
soslallsasl 
ketransmlgrasia 

n 

Unsur Stal 
Program Permendagrl 

13 Tahun 2006 

4 4 1 Program Persentase - - - - - -
0 s Peningkatan perangkat 

1 Fasllitasl daerah yang 

Pengadaan melaksanakan 100 32,11 32,11 

Barang/Jasa pengadaan Sekretarlat 
Pe.merintah barang/ jasa Oaerah (Baglan 

sesual regulasl 493.425.44 7 493.425.447 Admlnlstrasl 
Persentase - - Pembangunan) 
)umlah 
pengadaan 100% 1()0% 
barang/jasa 
yang 
terealisas1 
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Bldang Urusan KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl KlnerJa Pada Akhlr Peranckat Kondlsl 
Peme,lntahan lndlutor IOner)a Awai 

RHllsasl Tahun 2.020 Tahun 2021 Tahun 202.2 Tahun 2.023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Daerah 

Kode dan Program IOnerJa Procram 
RJMD(Tahun 

Penanggung 

Prlorltas (outcome) 
2.019) 

Klne<Ja Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 
Pembangunan 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4 4 2 Program Persentase OP0 . . . 

0 4 Pengendahan yang 

1 Pelak.sanaan melaksanakan 100 

Kegiatan keclatan se.sual 

P"mbangunan Jadwal 
Jumlah . 
dokumen 2 
P<!ngendahan 2 dokume 
Pelaksanaan dokumen n 
Kea1atan 105.974.436 105.974.436 
Pembangunan 

Persentase . . . 

Jumlah tender 100% 100% 
yang 
terealisasi 

4 4 2 Program Jumlah . Sekretarlat 

0 1 P"ningkatan Per)anjlan 10 Daerah (Baglan 

l Keqasama Antar l(.erJasama 
5 kerJ• sama 

10 
186.458.697 kcr)asa 186.458.697 Admlnlstrasl 

Daerah kerjasama ma Pemerlntahan 
Pemerintah Umum) 

Daerah 

4 4 l Program Persentase . 

0 9 Sosiallsasl Jumlah Kegiatan 

1 Ketentuan di soslallsasi 
100 100 n .840.000 100 77.840.000 

Bldang Cukal Bidane Cukai Sekretarlat 
yang Daerah (Baglan 
dllaksanakan Admlnlstrasl 

4 4 2 Program Persentase . . . 
Perekonomlan 

0 5 Pembmaan kelompok soslal dan 

1 Lingkungan Sosial ekonoml yang 100 100 KeseJahteraan 

di B1dang dltasmtasl Rakyatl 

Ekonoml 

4 4 l Program Tingkat lnflasl . . . . . 

0 8 Stabillsasl 4% 1,8 189.597.882 1,8 189.597.882 

l Ekonoml Daerah 

4 4 1 Program Perse:ntase 

0 6 Penlngkatan Pelayanan Sekretarlat 

l Pelayanan Kedlnasan 
100 105,87% 593. 745.402 

105,87 593. 745.402 Oaerah (Bagian 
Ked,nasan Kepala Plmplnan " Umuml 

Oaerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

Unsur Pendukung Urusan 
Pemerlntahan 

I Sekretarlat Oaerah 

I I Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 
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Bldang Urusan Koodlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl KlnerJa Pada Akhlr Perancltat 

Pemerlnta han lndlkator IOnerJaAwal 
Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Dae<11h 

Kode dan Program IOnerja Program RJMD (Tahun Penanggung 

Prlorltas (outcome) 
2019) 

IOnerja Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pembangunan 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4 0 0 Program lndeks 

1 3 PerekonomIan Kepuasan 
dan Masyarakat di 80,98 80,98 

Bidang 
Sekretarlat 

Pembangunan nilal nllal 
Perekonom1an Daerah (Baglan 

dan 3.199.572.502,00 
Pengadaan 

Pembangunan 781.786.292 600.700.000 830.000.000 915.000.000 Barang/Jasa 

Persentase - dan 

Penyedlaan 
Admlnlstrasl 

Data Bidang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Pembangunan) 

Perekonomian 
100% 

dan 
Pembangunan 

4 0 0 Program lndeks - -
l 3 Perekonomlan Kepuasan 

dan Masyarakat d i 80,98 80,98 
Pemh;,ngunan Bidang nllai nilal Sekretarlat 

Perekonomian Dae<ah (Baglan 
dan 1.277.100.000 1.393.200.000 4.160.033.600 Perekonomlan 

623.733.600 866.000.000 Pembangunan dan 
Persenta.se KeseJahteraan 

Penyedlaan Rakyat) 

Data Bidang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Perekonomian 
dan 
Pembangunan 

Unsur Pelayanan 
Admlnlstrasl dan 
Pemberlan Dukungan 

terhadap Tugas dan 
Fungsl DPRD 

Program Permendagrl 
13 Tahun 2006 

4 4 l Program Layanan lndeks - - -

0 5 Perundang• Kepuasan 

2 Undlngan, Masyarakat 

Dokumentasi dan (IKMJ DPRD 

Rapat terhadap 
Sekretarlat 

81 80 14.070.912.044 80 14.070.912.044 
layanan 

DPRD 

perundang· 
undanpn, 
Dokumentasl 
dan Rapat 

Unsur Pendukung Urusan 

Pemerlntahan 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klner)a Pada Akhlr Perancut 

Pernerlntahan lndlut0< 
Klnerja Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 PerlodeRPJMD Daerah 
Kode dan Program Klnerja Program 

RJMD (Tahun Penanggung 
Prlorltas (outcome) 

2019) 
Klnerja Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

SekTetarlat DPRD 
Program Permendagrl 
90Tohun 201.9 

4 0 0 Program Oukungan lndeks K.epu1san . 
2 2 Pelaksanaan Tuaas Muy1rakat (IKM) 

dan Fungsl DPRD DPRD terhad1p 81,29 90,42 79 12.826.552.255 80 14.587 .486.385 81 19.318.960.080 82 
Sekretarlat 

22.288.971.373 82 72.546.TT4.lll OPRD 
layanan Tugas 
dan Fungsl 

Unsur Penun]ang Urunn 
Peme.rlntahan 

Perencanaan 
Program Permendagrl 
90 Tahun 201.9 

5 0 0 Program pen entase 

l 3 KoordlnHI dan c.apalaii t1r1et 
Slnkronlsasi program 100% Badan 
Perencanaan pembangunan Perencanaan, 
Pembancunan daerah L452.140.380 1.887.650.000 2.376.650.000 2.376 650.000 8.279.198.640 Penelltlan dan 
Oaerah Persentase 100% Pengembangan 

Pelaksana:3n oaerah 
Program 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Pembangunan 
Oaerah 

Unsur Penun]ang Urusan 
Pemerlntahan 

Keuangan 
Program Permendagrl 
13 Tahun 2006 

4 4 1 Proa:ram Persentase . . 
0 7 Penlngkatan den penerbltan SP2D 

5 Pengembarcan 
Penatausahaan 

tepat wektu 100% 100% 217 .944.427 100% 217.944.427 

Keuangan Oaerah 

4 4 l Prosram Penyampalan . . 

0 5 Penlngkatan dan laporan Badan 

5 Pengembangan pertanggunlllawa 
Tepal Waktu 

Tepat Tepat Pengelolaan 

Penaelolaan bin APBO tepat W1ktu Waktu Keuan1an dan 

l(euangan Daerah waktu AsetDaenh 

968.759.403 968.759.403 
Presentase OPO . 

Y"ll8 
menY"mpalkan 1~ 
Laporon 

100% 100% 

Keuangan se.sual 
SAP 
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Bid a ng Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klnerja Pada Al<hlr Perancut 

Peme,lntahan lndlltator 
Klne<JaAwal 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun2024 PerlodeRPJMO Oaerah 
Kode dan Progn,m KlnerJa Progn,m 

RJMD (Tahun Penanggung 
Prlorltas (outcomel 

2019) 
KlnerJa Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Targe t Rp Jawab 

Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 

4 4 l Proenm Pen1e.sahan 
Tepat Tepat 

0 6 Pen1elolaan Perda APBD Tepat Waktu 
Waktu Waktu 

5 Anuarwn Oaerah Te.nat Walctu 
676.717Al5 676.717.415 

Penaes.han Tepat 
. 

Tepat 
DokumenOPA Tepat Waktu Waktu Waktu dan DPPA 

4 4 1 Program Kontrlbusl . . 

D 8 Pen1ngkatln dan pengelolaan aset 

5 Pen1embangan terhadap PAD 
Pengelotaan Asel Pre.sent1:se . . . . . . 
Oaerah k.eakuratan data 100% 100% 

asetOPD 
Pre..senlue . . 
penlngkallln Nllal 

6" 2. 790.892.165 6" 2,790.892.165 
aset 
pemda 
Presentase aset . . 
yang 
d1asuranslkan 

4 4 l Program Perwnt»e: . 
0 9 Optlmallsul Kete.rsedlaan 100 100% 100% 
5 Pengelolaan Pajak Buis Data Pajak Sadan 

!)aerah daerah 211.988.DOO 211.988.DOO Pe.ndapatan 

Jumlah . Oaerah 
penerimaan 118,26" 118,26" 
paJ•k daerah 

4 4 2 Proa:ram Persentase . . 

0 0 Penlngkat,n Pertumbuhan 1,5 
5 Manajemen Pajak Penerlmaan 

Daerah Palak daerah Badan 
Persenta~ 453.729.000 . . . 453.729.DOO Pe.ndapatan 
Pajak Daerah oaerah 
terhadap 100% 100% 
Pendapatan Asll 
Daerah 

Keuangan 
Prognm Permendagrl 
90Tahun 201.9 

5 0 0 Program Reollsasl Klnerja 

2 2 Pengelolaan Keuanaan yang 
100% 100% 100% 60.340 673,185 100% U .270.987.599 100% 7,505,329,560.00 100% 7,510,329,650.00 100% 73.121.335.148 

Keuangan Oaerah Momenuhl 
Tar .. t Sadan Keuangan 

5 0 0 Progn1m Pengelotaan Aset dan Asel Daerah 

2 3 Pengelolaan yang berkondlsl 100% 100% 100% 3.748.942.400 100% 2.099.685.020 100% 3,337,189,000.00 100% 3,337,189,000.00 100% 13.348.756.040 
Barana Mlllk balk 
01e111h 
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Bld•nc Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl KlnerJ• P•d• Akhlr Per•ncut 

PernerlnUh•n lndlutor 
KlnerJa Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Daerah 
Kode d,m Program Klnerja Prognm 

RJMD (Tahun Penanggung 
Prlorltas (outcome) 

2019) 
KlnerJa Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Targel Rp Target Rp )awab 

Pembangunan 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

s 0 0 Program Pertumbuhan 
l,S" 

2 4 Pengelolun P•l•k full Daenth 1.5" 

Pendapatan Persenuse 
Daerah Penlngkatan Data Sadan 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Po.,,nsl Wajlb 616.7TT.SOO 1.200A39.000 l .447.67S.000 1.499.3S8.000 4.99S.628.000 Pendapatan 
Pajak oaenh 
Penlngkatln 
C.palan 

37" 
Penaglhan Pajak 4l" 41" 41" 42" 43" 43" 

Oaeroh 

Unsur Penun)ang UruQn 
Peme.rlntahan 

Kepegawalan serta 
Pendldlkan dan Pelatlhan 

Program Permendagrl 
13 Tahun 2006 

4 4 1 Program Pene.ntue . 
0 5 Peningkatan penyelesalan 

6 Manajemen admlnlrtrasl 99 145" 197.835.501 14S" 197 .835.501 

Pelayanan kepegawalan Sadan 
Ken ... awai1n sesual SOP Kepegawalan 

4 4 1 Program Faslllta,sl Persentne . Oaerah 

0 6 KeseJahternn PN5 penyelesalan SK 
l~rkat\ l07,4 108% 9S.467.940 108" 95.467.940 

6 kesejahteraan PNS 
yanR 5e5,ual SOP 

Unsur Pengawas 
Penyelenggaraan 
Pemerlntahan Daen1h 

Progr1m Pe.rmendagrl 
13 Tahun 2006 

4 4 1 Pr01rem Persentase OPO . 

0 s Penlngkltan yang rn.aturltas 2S 2S 25 

3 Slstem SPI nva lew,I 3 

Pengawasan Persentase . . 
Internal dan Temuan Hasn 1.341.655.S81 l.341.65S.S81 
Pengendallan pensawa1.1n 

Pelaksanaan yang 96,42" 96,42" 

Kebljakan KOH d~lndaklanJUtl lnspektoral 
sesua.t 
rekomendasl 

4 4 1 Program Persentase . 
0 6 Penlngkataln IJ)lf'llUt 

3 Profeslonallsme pengawas yang 
100% 

T enaca Pemenksa bersertlflkat 
100% 372.981.909 100% 372.981.909 

dan Aparotur 
Pengawasan 
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Bidanc Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENOANAAN Kondlsl Klnerja Pad• Akhlr Perancbt 

Pernerlntahan lndlkator 
KlnerJa Awai 

Rullsasl Tahun 2020 Tahun202.1 Tahun 2022 Tahun2023 Tahun 2024 Perlode RPJMO Oaerah 
Kode dan Program KlnerJa Program 

RJMO (Tahun 
Penanuung 

Prlorltas (outcome) 
2019) 

Klnerja Pendanaan Target ang:garan Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4 4 1 Proaram Pen1ta1n Persenu.se: . 

0 9 dan dok;umen 

3 PenyempurNan kebl)okan d•n 

Kebl)1kln don stsdur 
100% 10CM S.996.400 100% S.996.400 

Sisdur Pen1awasan pengawasan v•na 
te-nuhl 

Unwr Pengawasan Urus;in 
Pemerlntahan 

lnspektorat Daerah 
Prog..-.m Permendagrt 
90 Tahun 201.9 

6 0 0 Proeram Persenta~ OPD 

1 2 Penyelenu.araan yang matuntas 25" 3°" 848.332.19S 3S" 1.237.01.9.000 4°" 1.428.000,80 4S" 1.533.S00,00 4S" 4.728.339.000 

Penaawuan SPlnyo Level 3 

6 0 0 Prot1ram Persentase 

1 3 Perumusan Ookumen lnspektoral 

Kebljakan, Kebl)akan dan 

Pendamplnean dan Slsdur 100% l OIM 1 019.621.160 100% 1.138.997.000 100% 1.327.SSO,OO 10CM 1.387.500,00 100% 4.738.923.000 

Aslst.ensl Pengaw1sart 
seru Aslstensl 
vane Terpenuh1 

Fungsl Penun)ang 
Kecamatan 

Program Permendagrl 
13 Tahun 2006 

4 4 l Program Persentase 

0 5 Penyelengg.,~an tersefesalklnnya 

9 Kelurahan permohonan 
10CM 100% S.U4.048.35S 100% S.U4.048.3S5 

rekomendasl di 
kelurihln sesual 
ketentuan 

4 4 l Program Persentase hHII . 

0 6 Koordinasf, koordlnasl yang 

9 Pembin,,n dan dltlndaklan)uti 
Kecamatan 

Penyelengganan 
KartoharJo 

Pemerlntahan, 
Pl!fflbe:rd1ya1n 
Masyarakat 

lOIM 100 129.785.839 100 U9.785.839 

Pembangun•~ 
Kesejahteraan 
SOslal dan 
Ketentr1m1n 
Ketertlbon Umum 



- 466 -

Bldang Urusan 
Kondlsl 

KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl l(Jner)a Pada Akhlr 
Perangkat 

~erlntahan lndlkator 
KlnerJa Awai Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMO 

Daerah 
Kode dan Program KlnerJa Program 

RJMD (Tahun Penanggung 
Prlorltas (outcome} 

2019) 
KlnerJa Pendanaan Target anuaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pembangunan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4 4 1 Proeram Persenta.se 

0 5 Penyelenggar11n tersel6alkannya 

9 Kelu~h•n permohonan 
100% 100 5.193.265.339 100 5.193.265.339 rekomendasl di 

kelurahal'I s.esual 
ketentuan 

4 4 1 Proeram Perse.ntase hasll . 
0 6 Koordinasl, koordlnasl yane 

9 Pemblnaan dan dltlndaklanjutj Kecamatan 

Penyelenuaraan manguhar)o 

Pemertntahan, 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

100% 129 137.775.000 129 137.775.000 

Pembangunan, 
Kesejahteraan 
SOslal dan 
Ketentraman 
l<etertlban Umum 

4 4 1 Program Persentase . 
0 5 Penyelenggaraan terselesaikannya 

9 Kelurahan permohonan 
100% 100 4.540.005.727 100 4.540.005.727 

re.komendasl di 
kelurahan sesual 
ketentuan 

4 4 1 Program Koordln;isJ, Perse.ntase hasll . 
Kecamatan 

0 6 Pembln.nn dan koordlnasl yang 
Taman 

9 
Penyelenapraan d lt indaklan)uti 
Pl!!merlntahan, 
Pembtrdayaan 100% 100 94.685.512 100 94.685.512 Masyarakilt 
Pt.mbanaunan, 
Kese}ahte:rnn Sosi.1 
da.n Ketentraman 
Ketertlban Umum 

Unsur Kewllavahan 

Kecamatan 

Program Pe:rmendagrl 
90 Tahun 2019 

7 0 0 Program lndeks Kopuasan 

1 2 Penyelenggaraan Masyarakot 87,56 87,7 87,7 7.476 445.846 87,75 6.902.855.400 87,8 6.118.927.554 
87,85 6.424.851.850 

87,85 25,515.710.436 
Pemtrintahan din Kecamat!ln 
Pol1Y11nan Publlk Kartoharjo 

Kecamatan 
7 0 0 Proa.ram pe.rsenta.se Kartoharjo 

1 4 Koordlna,I ponakoordlnaslan no.212.w 847.233.330 
Ketentraman dan ketentr1m1n dan 100% 100% 100% 171.476.620 100% 700.192.835 100% 100% 100% 3.707.258.105 
Kotortlban Umum kotertlban umum 

di kKBmatan 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENOANAAN Kondlsl Klnerjll Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator 
Klner)a Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun2021 Tahun2022 Tahun 2023 Tahun 2024 PerlodeRPJMO oaerah 

Kode dan Program Ktnerja Program RJMD (Tahun 
Penanggung 

Prlorltas (outcome) 
2019) 

Klnerja Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp )awab 

Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 u 13 14 15 16 17 

7 0 0 Proaram persentase 

1 5 Penye:lenggarnn kewen1n11n 
Urus:1n vane dljalankan 23L335.276 236,000.000 
Pemerlnt:ahan keam1tan den 100% lOO!I 100% 136,144.080 100% 173.179.750 100% 100% lOO!I 755,449.767 

Umum t idak 
dllaksanaluln 
CPD lain 

7 0 0 Pr01ram lndek Kepuasan 6.553.593.481 

1 2 Penyetena•~•n Masyarakat 93,34 90,54 90,49 7.396.857 097 90,03 7.189.758.228 90,03 90,03 
6.881.273.1.56 

90,03 24.096.928,692 

Pemerint1h1n dan Kecamatan 

Pel.ay1n1n Publik Manguharjo 

7 0 0 Program persenuise 1.079.290.212 

l 4 Koordlnu1 pengkoordln,~an 1.133.254.723 

Ketentraman dan ketentraman dan 100% 427.8TT 480 lOO!I 815.576.400 lOO!I 
Ketertlban Umum ketertiban umum l OO!I l OO!I 100% lOO!I 3.104.023.157 

Kec.amatan 
di kecamatan manguharjo 

7 0 0 Program perse.ntase 191.022.819 

1 5 Penyelenggat111n kewenan.gan 200.573.960 

Urusan vans dljalankan 
Pemerlnmhan keca:matan dan l OO!I lOO!I 100% 181.926.494 l OO!I 181,926.494 lOO!I 100% l oo,I 834.642.042 

Umum t ldak 
dllalwnakan 
OPDlaln 

7 0 0 Program lndek Kepuasan 

1 2 Penyelengaaraan Masvarakat 88,30 88,29 88,12 8 112.850.452 88,46 7.030.198.834 88,78 88,94 88,94 25.5S1.736.008 
Pemerintahan din kecamatlln 1.3s1.108.n & 7.7S0.794.214 

Pelav1nan Publlk Teman 

7 0 0 Program persent-.se 

1 4 Koordlnasl pengkoordlr.aslan 

Ketentraman dan ke.tentn1man den 100% lOO!I 100% 456693.990 100% 663.185.090 loo,I 696.344.34S 100% 731.161.562 1Dm' 3.466.97L520 

l(etertib,n Umum ketertlban umum Keumabn 
di keamatan Taman 

7 0 0 Pr01r•m persenase 

1 5 Penyelenggaraan kewenangan 

Uruun yang dllalankan 

Pemerlntahan kecamotan dan 

umum t1dak 100% lOO!I 100% 114.893.950 100% 156.717.790 1°'"' 164.5S3.680 100% 172.781.363 100% 633.9Tl.483 

dllalwnakJn 
OPDloln 

Fungsl Penunjang Kesatuan 
Bangsa dan Pollllk I Program Permendagrl 

13 Tahun 2006 
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Bldang Urusan 
Kondlsl 

KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl IClnerJa Pada Akhlr Perangkat 
Pemerlntahan lndlkator 

Klnerja Awai Reallsasl Tahun 2020 Tahun2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Daerah 
Kode dan Program Klnerja Program 

RJMD (Tahun Penanggung 
Prlorltas (outcome) 

2019) Klner)a Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
4 4 1 Program Kemltraan Ciikupan 

0 5 Pengembangan Pembina an lOOl' lOOl' 
8 Wawasan Wasbarnz 

Kebangsaan Olkupan 382.121.428 - 382.lll.428 

Hubungan Sosfal lOOl' 

4 4 1 Program Konfllk Horizontal -
0 6 Penlngkatan di dalam 

8 Pemah1m1n masyarakat 
ldeologl dan HAM 0 konfllk O konfllk 744. 799.589 o konfllk 744,799,589 
serta Pencegahan aadan Kesatuan 
Konfllk SOsJ1I 8angsa dan 

Polltlk 

4 4 1 Program Persentase -
0 7 Pend1dikln Polltlk Parpoldan 

8 Masyarakat dan orkemasvana l OOl' l OOl' 178.297 .043 lOOl' 178.297 .043 
Orke.mas me.mahami 

regulasl 

4 4 1 Program Persentase -
0 8 Pemblnaan Orkt·mas 

8 Orkesmas dalam 
kehldupan 

72,37 72,37 

demokrasl 
Uns-ur Pemerlntahan Umum 

Kesatuan 8angsil dan Politik 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

8 0 0 Program Persentase 

1 2 Penguat>n ldeologl masvarakat vana 
Pancaslla dan memahaml nllal~ lOOl' 1~ 
K.arakter n!lai 
Kehangwan Naslonallsme 

265.408.050 344.152.347 726.000.000 2.473.898.500 a.kupan 798.600.000 

pemb1naan 
ldeologl Panaslla lOOl' l OOl' lOOl' IOOl' 1~ IOOl' l OOl' 
dan Karakter 

Badan Kesatuan Kebanuaan 

Program Persentase 8ang,adan 
8 0 0 Polltlk 

1 3 Penlnskatln Peran pem1ham1n - lOOl' 100!' Parul Polltlk dan masyu1klt 
Lombac• dlbldom, ocl,nk 

Pendldlkan Melalul Persentase lOOl' lOOl' l OOl' 871.058.100 lOOl' 
1.139.076.250 lOOl' lOOl' l OOl' 

Pendldlkan Polltlk pendldlkan 1 .. 159.379.650 1.275.317.600 4.359.736.850 

don pollt lk kepada 
Pensembangan Portal Polltik 
Etlka Seru Buday• Pemenans 
Politik Pemllu 
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Bldang Urusan 
Kondlsl 

KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klnerja Pada Akhlr P•rangkat 
Pemerlntahan lndlkator 

Klnerja Awai 
Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJM0 0aerah 

Kode dan Program Klnerja Program 
RJMO (Tahun Penanggung 

Prlorltas (outcome) 
2019) 

Klnerja Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 
Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8 0 0 Pr01ram Persentase 45" 

1 4 Pe.mberdayaan dan Orke:mas 4°" 45" 
Pengawasan berbadan hukum 
Organl,.,1 272..98S.OOO 

222.985.000 
363.343.000 

399 677.300 1.366.317.150 
Persentase Status 81,2" ?i,91" 62" 71" 73" 77" 77% 

Kemasyorakatan Ke.lembagaan 
Orkemas 

8 0 0 Program Persentase 

1 5 Pemblnaan din koordlnasl \'8 
Peng~mbancan dllakukan dengan 
Ketah1nan pemangku 100% 100% 100% 536.633.650 100% 553.661.370 100% 735,875.052 100% 809.462.557 l<Xll' 2.699.006.929 

Ekonoml, Soslal, kepenllngan 
dan Budaya 

8 0 0 Prosram Konfllk horlsontal 

1 6 Penlngkatan dl dalam 
Kev,taspadaan masvarakat 0 konfllk 0 konfllk O konfllk O konfllk 0 konfllk 
Nask>nal dan 
Penlngkatan 1 454.339.864 1.803.048.050 2.094.339.450 2.303.773.395 7.805.255.850 
Kuallt.as dan Pe.rsenu.se -
Fasllltas konfllk y1ng 
Penanganan u,m,sllltul 100% 100% 100% 100% 100% 
Konfll k Sosial 

PRIORITAS IITOTAL Rp. 180.336.867.6!8 231.915.497.773 366.696.635.778 447.581.878.169 484.499.835.438 L711.030.714.775 

% Terhadap Belanl• Daerah 20 29 32 34 

Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN 

Kondlsl Klnerja Pada Akhlr Perangkal 
lr.dlkator Kiner)• 

Pemerlnt'ahan dan Kiner)• Awai 
Reallsasl Tahun 2020 

Tahun 2021 
Tahun 2022 Tahun 2023 

Perlode RPJMD Oaerah 
Kode Program Prlorltas 

Program RJMD (Tahun Tahun 2024 Pena nggung)aw 

Pembangunan 
(outrome) 

20191 Target ab 
Klnerla 

Pendanaan anggaran Tarret Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

PRlORITAS 111 

Urusan Pemerlntahan Wa)ib 
Yang Berkaltan Dengan 
Pelavanan Oasar 

Urusan Pendldlk.an 

Program Permendagrl 
UTohun2006 

0 0 1 Program Pelavanan Persent1se . . 
Admlnlstrul teriakslnan~ 100% 100% 3.267,693.851 l<Xll' 3.267 ,&93.851 
Perkantor1:n admlnlstrasl 

perkantoran Oinas 

0 0 2 Program Perse:ntase . Pendldlkan 

Pemellhin.an baran1 mlllk 
l <Xll' 100% 454.161.000 100% 454.161.000 

Barang Mllik doerah dalam 
Dae~h kondlsl balk 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klnet)a Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator 
Klnet)a Awai Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun202l Tahun2024 Pertode RPJMD Daetah 

Kode dan Program KtnerJa Program 
RJMD(Tahun Penanggung 

Prlorttas (outcome) 
2019) 

Klnet)a Pendanaan Target anuaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp jawab Pembangunan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 

0 0 3 Proeram Persentase 

Penlngkatan pemenuhan 
Sarana dan kebutuhan 

100% 100% 510.735.000 100% 510.735.000 Pra.sarane Aparatur sarana dan 
pnsarar,1 
aparatur 

0 0 " Proeram Persentase: -
Penlngutan, dokumen 
PengM1bang1n perenanaan/lap 

100% l OOl' 43.619.666 100% 43.619.666 51stem Pelaporan oran yang 

capalan Klnerja dlsusun tepat 
dan Keuangan waktu 

Urusan Kesehatan 
Program Permendagrl 
13 Tahun 2006 

0 0 1 Program PelayaNln Persentase 
Admlnlstrasl terfaksananya 

100% 100% 2,037.319.629 100% 2.037.319.62'3 Perhntoran admlnlstrasl 
perkantoran 

0 0 2 Program Persentase -
Pemellharnn barang mlllk 

100% 100% 241.003.270 100% 241,003.270 Barang Mlllk daerah dalam 
Oaerah kondlst baik 

0 0 3 Proaram Penentase - Olnas Kesehatan 
Penlngkatan pemenuh•n 

dan Keluarga 
Sarana dan kebutuhan 

100% 100% 0 Berencana 
Pras:arana Al,Atatur sarana dan 

prasarana 
apar■tur 

0 0 4 Procram Persentase 
Penlngkatan, dokumen 
Pengemban1an perencana■n/lap 

100% 100% 236.846.187 100% 236.846.187 
Slstem Pelaporan oran vane 
Cipalan Klnerja dlsusun tepat 
dan Kec.ang1n waktu 

0 0 1 Prograim Pelayan.n Persentase - -
Admlnlstrasl Terlaksananya 

100% 100% 1.149.200.000 100% 1.14-9.200.000 Perlcantofln admlnlstrasi 
per-ka ntora n 

0 0 3 Program Persentase Rum1h Saklt 

P•ntngkatan pemenuhan Umum Daerah 
Sarana dan kebutuh~n 

100% 100% 709.511.400 l~ 709.511.400 
Prnarana Aparatur sa~na dan 

pra.sarana 
aparuur 
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Bldang Urusan 
Kondlsl 

KINERJA DAN PENOANAAN Kondlsl Klnerja Pad a Akh Ir Perangkat 
Pemerlntahan lndlkator 

IClnerJa Awai 
Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD 

Oaerah 
Kode dan Program Klnerja Program 

RJMD (Tahun Penanggung 
Prlorltas (outcome) 

2019) 
KlnerJa Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp 

Jawab 
Pembangunan 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 
UrUJan Pemerlntahan 
Bldang Kesehatan 

Prognm Permendagrt 
90 Tahun 2019 

1 0 0 Pr01ram Nllal Hasil Dinn 

2 1 Penunjang Urusan Evaluasl Ke.sehaum* 
Pemerintahan lmplementasl Pengendallan 

Daerah Saklp Perongkot A skor 68.817.477.025 A skor 144.172.163.26B Askor 163.367.925.605 A skor Askor 539.562.195.363 
Penduduk dan 

Kabupot<n/Kon, Oaerah 177.304.750.594 Keluarga 
Be.renc.ana/ 
Rum•h Saklt 

Umum Oaerah 

Urusan Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruane 

Program Pe.rmendagrl 
13 Tahun 2006 

0 0 1 Program Pe:layanan Persenta.se - -
Admlnlstrasl terlaksananya 

100% 1~ 2.S47,836.748 100% 2.S47 .836 748 
Perkantoran adminlstrasl 

perkantoran 

0 0 2 Program Pe.rsentase -
Pemellharaan barang mlllk 

100% 100% 1.182.086.S23 100% 1.182.086.523 
Sarong Mlllk daenihdalam 
Oaerah kondlsl balk 

0 0 3 Program Persentaise - - - Olnas Peker!aan 
Penlngkatan pemenuhan Umum dan Tata 
Sanina dan kebutuhan 

100% 100% 149.347.797 100% 149.347.797 Ruang 
Prasarana Aparatur sarana dan 

prasar-ana 
aparatur 

0 0 4 Program Persentase - - -
Penlngkat.an. dokumen 

Pengembanaan perencanaan/lap 
100% 

Slstem Pelapon1n oran yane 
100% 24,155.280 100% 24,155.280 

Capolan Klnerja dlsu.sun tepat 
dan Keuangan wal<tu 

Urusan Peme:rlntahan 
Bldang Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruan1: 

Prognm Permendagrt 
90 Tahun 2019 

1 0 0 Prosrem Nllal Evaluasl -
3 1 Penunjang Urusan lmptementasl Dinas Pekerjaan 

Pemerlnmhan Saklp Perangkat ASkor 10.781.209.533 ASkor 10.888.336.546 ASkor 11.638.000.000 ASkor 12.801.800.000 ASkor 45.S74.481.S00 Umumdan 
Daerah Daer.ah Penataan Ruang 
Kab<Jpaten/Kota 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl KlnerJa Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator 
KlnerJa Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD oaerah 
Kade dan Program Klnerja Program 

RJMD(Tahun Penanggung 
Prlorltas (outcome) 

2019) Kiner!• Pendanaan Target anggaran Target angga~n Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 
Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Urusan Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permuklman 

Program Permendagrt 
13 Tahun 2006 

0 0 1 Program Pel.yanan Petsentase - - -
Admtntstrut terlabllmmya 

100% 100% 1.618.412.784,00 100% 1.618.412.784 
Perklntoran admlnlstrast 00 

perk1nt0n1n 

0 0 2 Pqram Persenta.se -
Pemellharaan barons mlllk 100% 100% 1418.155.843,00 100% 1.418.155.843 
Baran& Mlllk daerah dalam 00 
Da.erah kondlsl balk 

0 0 3 Pr01ram Persentase - Dlnas 

Penlngkatan pe.menuhan 
Pe.rumahan dan 

Sarana din kebutuhan 
Kawasan 

sarana dan 
100% 100% 2.985.645.750,00 100% 2.985.64S.750 Permulclman 

Pru1r1na Aparatur 00 
pra.sarana 
epannur 

0 0 4 Proeram Persentase 

Pentnakatan. dokumen 
Pengembangan perencanaan/lap 

100% 100% 100% 23,031.28S 
Slstem Pelaporan onin yang 23.031.285,0000 

C.pal1n Klnerja d1susun ~pat 

dan Keuannn waktu 
Urusan Pemerlnbhan 
8ldang Pe.rumahan Rakyat 
dan Kawas.1n f-ermuklman 

Prognim Permendagrl 
90 Tahun 2019 

1 0 0 Program Nllat Evaluasl - DtnlS 

4 1 PenunJang Urusan lmple.mentHI 
Perurrtahan 

Pemertntahan Sakip Peranakat Askor 9.312,818.310 
A skor 

U .021.276,047 
Ask.or 

12.482.880,000 
A sk.or A skor 46.430,854.351 Rakyat dan 

Daerah Daerah 
U.613.880,000 Kawuan 

Kabupaten/Kotll 
Permuklmiln 

Urus:an ketentraman, 
KetertJban Umum dan 
ketertlban Masvarakat 

ProCT11m Permendagrl 
13 Tanun 2006 

0 0 1 Proar1m Pebyanan Perse:ntase - -
Admlnlstrul terlaksananv, 

Perkantonin admtnlstrasl 100% 100% 2.648.978.709 100% 2.648.978.709 

perk.antoran Satuan Polls! 
Pamong p,.J• 

0 0 2 Procram Persent·ase . -
Pemellharaan ba"nl mlllk 100% 100% 438.981.387 100% 438.981.387 
S.rang Milik daerah dalam 

Daerah kond1~ balk 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klnerja Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator Klnerja Awai 
Reallsosl Tahun 2020 Tahun20ll Tahun2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Oaerah 

Kode dan Program Klnerja Program 
RJMD (Tahun 

Penanggung 

Ptlorltas (outcome) 
2019) 

Klnerja Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp jawab 

Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0 0 3 Program Persentase 

Penlnclman pemenuhan 
su-.nadan kebutuh1n 100% 100% 666.155.500 100% 666.155.500 
Prasarana Aparatur sarana dan 

prasarana 
apuatur 

0 0 4 Pr01ram Pe.r5entase -
Penlnakatan, dokumen 

Pencembant1•n perencanaan/lap 100% 100% 84.332.080 100% 84.332.080 
Slstem Pelapcnn oran yang 

capolan Klnerf• disusun tepat 

dan Keu1n1ran waktu 

0 0 1 Procram Pelal"'nan Persenta!e 

Admlnlstnsl terlaksanany1 100% 100% 436.894.218 100% 436.894.218 
Perkantoran admlnistrasi 

oerkantoran 

0 0 2 Program Persentase 
Pemeliharaan barang mlllk 

100% 100% 172.465.421 100% 172.465.421 
Baning Mlllk daerah dalam 

Oaerah k.ond1si ba1lc. 

0 0 3 Program Persentase - Baidan 

Penlngkatan pemenuhan Penanggulangan 

S.uana dan ke.butuhan wrzna 
100% 23.577.338 23.5n.338 Bencana. Oaerah 

dan prasarana 100% 100% 
Pra.sarana A,paratur 

a~r◄awr 

0 0 4 Program Persentase 

Penlngbtan, dokumen 

Pengembancan perencana■n/lap 100% 100% 18.776.380 100% 1e n6.380 
Slstem Petaporan oran v1ng 
capolan Klnerja disusun tepat 

dan Keuanean waktu 

Urusan Peme.rtnuhan 
Bldang Ketentraman, 
Ketertiban Urnum dan 
PerllndunHn Ma.svarakat 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

1 0 0 Program Nllal Ev,luasl Satuan Polrsf 

5 1 PenunJana Uruwn 1mp1ementasl Pamong Praja 

PemerJntahan Saklp P•ran&bl Askor 10.019.592.000 Askor 9.609.780,000 A skor 13,747.287.1100 Askor l4,0S2.26B.OOO A skor 51.887 .828.000 dan Pemadam 

Oaerah Oaerah Kebakaran 

Kabupoten/Kota 

l 0 0 Program Nllal Evalua.sl 

5 l Ptnunjang Urusan lmpleme.ntasi 
Badan 

Pemenntahan Sakop Penont1ht ASkor 1.950.082.000 ASkDr 2.082.695.000 A Skor 2 280.000.000 A Skor 2 456.000 000 A 5kor 8 857 767 .000 Pe.nanggulangan 

Oaerah Oaerah 
Bencana Daerah 

Kabupoten/Kota 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERIA DAN PENOANAAN Kondlsl KlnerJa Pada Akhlr Perangkat 

Pemer1nt11han lndlkator Klnerja Awai 
Reallsasl Tahun 2020 Tahun2021 Tahun2022 Tahun 2023 Tahun2024 Perlode RPJMO oaerah 

Kode dan Program Klnerja Program 
RJMD (Tahun Penanuung 

Prlorltas (outcome) 
2019) 

Klnerja Pe.ndanaan Tarcet anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 
Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Ur....,nSOslal 

Program Pe.rmendagrt 
13 Tahun 2006 

0 0 1 Progr1m Pelayanan Persentase . 
Admlnlstrasl t-erlakslnanya 

100!' 
Perkantoran 1dm1ni1trasl 

100% 1.422.363.218 100!' 1 422.363.21ll 

perkantoran 

0 0 2 Program Persentase . 
Pemellharaan barang m\lik 100% 
Barang Mlllk daerah dalam 

100% 245.516.984 100% 24S.516.984 

Oaerah kondlsl balk Olnas 5oslal, 

0 0 3 Program Perse.nt11.se . Pemberdayaan 
Penlnaltatan pemenuhan Perempuan dan 
Siirana dan kebutuhan 

100% 
Pe,llndung11n 

sarana dan 
100% 

Prasarana Apar1tur Anak 
priSarana 

aparatur 

0 0 4 ProS,ram Persentase . . . 

Peningkatain, dokumen 
Pe.ngembangan pe.renanun/lap 

100% 100% 64.748.000 100!' 64.748.000 
Siste.m Pelaporan ontn yana 
Capatan Klnerja dlsusun tepai 
dan Ke.uangan waktu 

Urusan Pemerlntahan 
8ldan• Soslal 

Program Permendagrl 
!IC Tahun 2019 

1 0 0 Procram Nll>I Evaluasl 
Olnas Soslal. 

6 1 Penunjanc urusan lmplemenuis1 8 .. 2.14.537,455 28.53S.339.008 
Pemberdayaan 

Pemerlntahan Saklp Peranelcat ASkor 6.442.90S.810 A Skor 6.830.143.535 A Skor 6.844.397.143 A Skor ASkor Perempuan dan 

Daerah o-.erah Perllndungan 

Kab<Joawi/Kota 
Anak 

Urusan Pemerlntahan Wajlb 
Yang Tidak Serkaltan Dengan 
Pe.~vanan Oasar 

Urusan Tenaga Kerja 
Prognm Permendagrl 
13 Tahun 2006 

0 0 l Pr01r1m Pelay1n1n Persentase . -
Admlnlstrasl terlak.saoanya 

100% 100% 7S8.33L623 100% 758.331.623 
Perk1ntoran admlnlstrasl 

-,1,antoran Olnas Tenap 

(I 0 2 Pr01r1m Per$ent11.Se . Kerja 

Pemetlhar11n baring mllik 
100% 

Baran1 Millk daerah dal>m 
100% 88.295.850 100% 88.295850 

"·--"' lon rvllcl hal .. 
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Bldang Urusan KINERJA DAN PENOANAAN Kondlsl Klner)a Pada Akhlr Perangkat 
Kondlsl 

Pemer1ntahan lndlkator Klnerja Awai 
Reallsasl Tahun 2020 Tahun2021 Tahun 2022 Tahun2023 Tahun 2024 Perlode RPJMO Daerah 

Kode dan Program Klner)a Program 
RJMO (Tahun 

Penanggung 

Prlorltas (outcome) 
2019) 

Klnerj.a Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 
Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0 0 3 Program Persentase 

Penln&otan pemenuhan 

Sarana dan kebutuhan 100% 100% 
Pruarana Aparuu, saran• din 

prasarana 
1puawr 

0 0 4 Program Persent.a.se . . 
Penlngkatan, dokumen 

Penaembangan perent1n11n/lap 
100% 100% 19,452.572 100% 19.452.Sn 

Slstem Pelapon,n or■n v•nc 
Clpal1n Klner)a d1susun tepat 
dan Keuan&an waktu 

urusan Pemerlnt-ahan 
Bldan1 Ten .. , Kerla 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

2 0 0 Pr01r1m Nll1I evaluasi Olnas Tenaga 

1 1 Penunlan.g Urusan lmplementasl 21.877 .935.660 Ker)a, Koperasl 

Pemerintahan saklp Perangkat ASkor 5.300.663.86S ASkor 5.238.330.795 ASkor 5.357.110.000 ASkor 5.981.831.000 ASkor Usaha Keen dan 

Oaerah Oaerah Menengah 

Kabupat:en/Kota 

Urusan Pangan 
Program Perme.ndagrl 
UTahun2006 

0 0 1 Program Pelayanan Perse.nta.se 
. . 

Admlnlstrasl U!!,laksananya 100% 100% 865.SU.108 100% 865.812.108 

Perklntoran 1dminlstrasl 
Dt!rkantoran 

0 0 2 Program Persentlse 
Pemellharaan baron& mlllk 100% 100% 186.483.850 100% 186.483.850 

Baran& Mlllk daerah dalam 

D1erah kondi,i balk 

0 0 3 Protrim Penentase 
. . Ofnas Pe~nl1n 

Penlngkatan pe:menuh1n dan Ketahanan 

S.rana dan kebutuhan 100% 100% Pangan 

Prasaran1 Ap1,ri.tur s,r1n1 dan 
prasar1na 
amratur 

0 0 4 Program Persentase 
. 

Penin1k1tan, dokumen 

Pengembangan perencanaan/lap 
100% 100% 133.675.637 100% 133.675.637 

Slstem Pelapon,n on1n vans 
C.palan Klnerja dlsusun t:epat 

dilnKeuanHn woktu 

Urusan Pemerlntahan 
Bldan• Pangan 

Prognim Permendagrt 
90Tahun2019 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klner]a Pada Akhlr Perangkllt 

Pemerlntahan lndlkator Klnerja Awai 
Reallsasl Tahun 2020 Tahun2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Daerah 

Kode dan Program Klnerja Program 
RJMD ITahun Penanggung 

Prlorltas (outcome) 
2019) 

Klnerla Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp jawab 
Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2 0 0 Proeram Nllal Evaluasl . 22,349,522,000 

9 1 P,.enunjan& Uru.Rln lmplementasi 
Olnas Ketahanan 

Pemerlntahan 5aklp Peran11tot ASl<or 5.287 .701.000 ASl<or 5.339.979.000 ASkor S.582.976.000 A Si<or 5.901.774.000 ASkor Pangan dan 

Daerah Dae.rah Pertanlan 

Kabupalen/Kota 

Uru.san Ungkungan Hldup 

Program Permendagrl 
13 Tahun 2006 

0 0 1 Program Pelavanan Persentase . . 
Admlnlstrasl terlak.sananya 

l~ 
Perkanto,-.n admlnlstrul 

1~ 1.286.187.243 1~ 1.286.187.243 

oerkantoran 

0 0 2 Program Persentase 

Pe,mellharaan baran1 mlllk 1~ 
8arang Millk daerah dalam 

1~ 1.04S.4 73. 700 1~ l.04S.473.700 

Oaerah kondisl balk 

0 0 3 Program Persentase Olnas 

Peninekatan pe,menuhan Ungkungan 

Sarana dan kebutuhan 1~ lOO'l' 134.723.700 1~ 134.723.700 HIJup 
Prasarana Aparatur sarana dan 

prasarana 
aparatur 

0 0 4 Program Persentase . . -
Penmgkatan, dokume.n 

Pengembal"II•" perencanaan/lap 
1~ 1~ 36.146.685 1~ 36.146.685 

Sistem Pelaporan oran yang 
Capa,an Klnerja dlsusun tepal 
dan Keuangan waktu 

Urusan Peme,lnuhan 
Bldana Untkunun Hlduo 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

2 1 0 Program Nllal Evaluasl 

1 1 Pe.nunJang Urusan lmplement:asl 
Dlnas 

Pemerlntahan 5aklp Perangkol A Skor 13.895.013.290 ASkor 16.042.269.915 ASkor 24.526150.000 ASkor 26.762.525.000 ASkor 87 .9S0.375.000 Ungkungan 

Daerah Oaerah 
Hldup 

~•bupaten/Kola 

Uruun Admlnlstn1s( 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sloll 

Program Permendaart 
13 Tahun 2006 

0 0 1 Program Pelayanan Persent:1.se . Dlnas 

Admlnlstrasi terlaksananya 
1~ 1~ 1..333.142.665 l OO'l' 1.333.142.66S 

Kependudukan 

Perkantoran admlnlstrasl 
dan PenaUtln 

perkantoran Sloll 



- 477 -

Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klner)a Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator 
Klner)a Awai 

Reallsul Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD oaerah 
Kode dan Program Klner)a Program 

RJMD (Tahun Penanggung 
Prlorltas (outcome) 

2019) 
Klner)a Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pembangunan 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0 0 2 Program Persenta.se . 
Pemellharaan barang mllik 

100% 
Barang Mlllk daerah dalam 

100% 248.902.352 100% 248.902.352 

Oaenih kondlsl balk 

0 0 3 Program . Persentase . 
Penlngkatan pemenuh1n 

Sarana dan kebutuhan 100% l~ 
Pruarana Aparatur sarana dan 

pruarana 
aparatur 

0 0 4 Program Persenta.se 
Pen1ngkatan, dokumen 
Peneembang1n perencanaan/lap 

100% l~ 57.876.645 l~ 57.876.645 
Sistem Pelaporan oran yang 

Capalan K1neqa dlsusun tepat 

dan l(euangan waktu 
Urusan Pemerintahan 
&ldang Admlnlsuasl 
Kependudukan dan 
Pencatatan Slpll 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

2 1 0 Program Nllal Evaluasl . Oinas 

2 l PenunJang Urusan lmplementui Kependudukln 
Pemumtahan Saklp Perangkat A Slcor 6.472.406.250 ASkor 5.60L555.935 ASkor 6.572.058.965 ASkor 7.300.944.853 ASkor 26.549.062.114 dan Pencatatan 
Dae.rah Oaenih Slpll 
Kabopaten/Koni 

Urusan Perhubungan 
Program Permendagrl 
13 Tahun 2006 

0 0 1 Program Pelayanan Pe.rsentase . . . 
Admlnistrul terlaksan1nya 

1~ 100% 2.730.773.052 100% 2.730.773 052 
Pertc.antoran admlnlstrnl 

~kantoran 

0 0 2 Program Pe.n:entase . 

Pemellharaan baranc mlllk 

&arang Mlllk daerah dalam 100% 100% 1.006.554.701 100% 1.006.554.701 Olnas 
Oaerah kondlsl balk Perhubungan 

0 0 4 Program Persentase: . . 

Peninahtan, dokumen 
Ptngembangan perencan11nflap 100% 1~ 116.917.346 100% 116.917.346 
SI.Um Pelaporan oren Vl"B 
capalan Klnerja disusun tepal 
dan Keuan1.an waktu 

Urusan Pe.merln~han 
Bldant Perhubung11n 
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Bldang Urusan 
Kondlsl 

KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klnerja Pada Akhlr 
Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator 
KlnerJa Awai 

Real~sl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD 
Daenh 

Kode dan Program Klnerja Program 
RJMD (Tahun Penanggung 

Prlorltas (outcome) 
20191 

Klnerja Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp 
Jawab 

Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

2 1 0 Proarem Nllol Evaluasl -
5 1 Pe.nunjang Urusan lmplementasl Olnas 

Pemerintahan Sakip Puangkat ASkor 11.195.093.061 ASko, 10.,n.689.aoo ASkor 11.425.250.000 ASkor 11.425.250.000 ASkor 45, 703.165.071 Perhubungan 
Oaerah Daerah 
Kabupaten/Koui 

Urusan Komunlkasl dan 
tnfOf'mitlka 

Program Permendagr1 
13 Tahur. 2006 

0 0 1 Proaram Pelayanan Persenose -
Adminlstrasl terlaksananva 

100% 
Perkantoran adm\nlstrasl 

100% 2.463.239.070 100% 2.463.239.C70 

perkantor1n 

0 0 2 Program Persentase -
Pemellharaan barang millk 

100% 100% 446.016.&58 100% 446.016.8S8 
Baran& Mlllk daerah dalam 
Daerah kondlsl balk 

0 0 3 Program Persentase - -
Penlnskat:an pemenuhan Dlnas 
Sarana dan kebutuhan Komun1kasi dan 
Prasarana Aparatur sarana dan 100% 100% 1.262.179.900 100% 1.262.179,900 lnlormatlk• 

pra.sarana 
aparatur 

0 0 4 Program Persentase - -
Penlngkatan, dokumen 
Pengembangan pe.renc:ainaan/lap 
Sistem Pelaporan oran yang 100% 100% 47.803.196 100% 47.803.196 

Cipalan Klnerja disusun tepal 
dan Keuangan waktu 

Urusan Pemerlntahan 
Bldang Komunlkasl d•n 
lnformatlka 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

2 1 0 Program Nll1I Evaluasl 

6 1 Penunjang Urusan lmplementasl Dlnas 

Pemerintahan Saklp Perangkat Asker 7 .830.965.000 Askor 6.946.339.000 A skor 8.050.000.000 A skor 8.305.000.000 A skor 31.132.304.000 Komuntkasl dan 

Daerah Daerah lnformatlka 

Kllbupaten/Kota 

Urusan K.operasl, Usaha 
Kedl dan Menennh 

Program Permendagrl 
13 Tahun 2006 



- 479 -

Bldang Urusan Kondlsl 
KINERIA DAN PENDANAAN Kondlsl Klner)a Pada Akhlr P•rangkat 

Pe.merlnU:han lndlkator 
Kln"-<ja Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Onnh 
Kode dan Program Klner)a Program 

RIMD (Tahun Penanggung 
Prlorltas (outcome) 

2019) 
Klner)a Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp )awab 

Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0 0 l Program Pelayanan Persentue . . 
Admlnlstra.si terlaksananya 

100% 
Perkentoran admlnlstrul 

100% 930.275.729 100% 930.275.729 

.-rltantoran 

0 0 2 Proeram Persentase . . 
Pemeliharaan barang mllik 

100% 100% 180.335.900 100% 180.335.900 Dinas 

Baran& Mlllk daerah dol1m Penanaman 

Daerah kondlSI balk Modal, 

0 0 3 Program Penentase . . Pelayanan 

Peningkatan pemenuhan Terpadu Satu 

Sarana dan kebutuhan sar1ni 100% 100% Plntu, Kopernl 

Prasarana Aparatur dan prnarana dan Usaha 
aparatur Mll<ro 

0 0 4 Prosram Persentase . 
Penln&katan, dokumen 

Pengembanaan perencanaan/lap 
100% 100% 42.937.880 100% 42,937.880 

Ststem Pelaporan oran vang 

Capalan Klnt!!rJI dlsusun tepat 
dan Keuangan waktu 

Urusan Peme.rintahan 
Bldang Penanaman Modal 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

2 l 0 Program Nllal Evaluasl Dfnas Penan1man 

8 1 PenunJ1ng Urusan lmplementasl 23.503,893.920 
Modal din 

Pemerintahan Saklp Perangkat Askor 5.085.389.120 A skor 5.420.298.000 A skor 5.893.386.800 A skor 6.629.000.000 A skor Pelay1n1n 

Oaerah Oaerah T.rpadu Satu 

Kabupaton/Kouo 
Plntu 

Urusan Kepemudaan dan 
Olah Ra«• 

Program Pennendagrl 
13 Tahun 2006 

0 0 1 Program Pelayanan Persentase - . - . 
Admlnlstrasl terlaksan1ny1 

100% 100% 1.977 .536.155 1~ 1.977.536.155 
Perkantoran admlnlstrasl 

oerkantoran 

0 0 2 Proeram Persentase . . 
Olnas 

Pemellharaan barons mlllk 100% 100% 277.041.980 100% 277 .041.980 Kebuday .. n, 
Sarong Mlllk daerah dalam Parlwlsata, 
Daerah kondlsl balk Kepemuda an, 

0 0 3 Program Persentase . . . dan Olahraga 
Penln&katan pemenuhan 

sarana dan kebutuhan 100% 1~ 
Prasarana Aparatur sarana dan 

prasarana 
aoaratur 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klne<]a Pada Akhlr Pl!rangkat 

Pemerlntahan lndlkator 
Kine<]• Awai 

Rl!allsul Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Dae<ah 

Kod!! dan Program Klne<Ja Program 
RJM D (Tahun 

Penanggung 

Prlorltas (outcom e) 
2019) 

Klnerja Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 
Pembangunan 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0 0 4 ProSram Persentase -
Peninakatan~ dokumen 
Pengembangen perenan11n/11p 

100% 100% 39.275.000 100% 39.275.000 

Slstem Pelaporin oran yana 
Capalan Klnerja dlsusun tepal 

dan Keuan•an walctu 

Urusan Pemerlntahan 
8\dan• Kebudavaan 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

2 2 0 Proeram Nllal Evoluasl 
Olnas 

2 1 PenunJang Urusan lmplementasl 
kebudayaan, 

Pemerlntahan Saklp Peran&kat Askor 5.748.993.860 Ask.or 6.054.839.300 Askor 7.210.103.230 Askor 7 .890.343.553 Askor 27.620.249.083 Parlwlsata, 

Dae.rah Daer-ah 
Kepemuda an, 

Kabupaten/Kota 
dan Olah Raga 

Urusan Perpustakaan 

Program Permendagrl 
13 Tahun 2006 

0 0 1 Program Pelayanan Persentase - -
Admlnlstrasl terlaksananya 

588.196.787 
Perkantoran admlnlstrasl 100% 100% 100% S88.196. 787 

perkant'aran 

0 0 2 Program Persentase 
Pemellharaan baran& mlllk 100% 100% 149,494.950 100% 149,494.950 

Barang Mlllk daerah dalam 
Oaerah kondlsl balk 

0 0 3 Proeram Persentue: - Dints 

Penlngkatan pemenuhan Perpustakaan 

Sarana dan kebutuhan 100% 
dan Kearslpan 

Prasarana Apar3tur sarana dan 
100% 

prasarana 
aparatur 

0 0 4 Program Perse:ntase -
Penln1katan, dokumen 

Pengembangan pe.rencanaan/lap 
100% 100% 34.500.125 100% 34.500.125 

Slstem Pelaporan oran yang 

C.palan Klnerja dlsusun tepat 

dan Keuanoan waktu 

Urusan Pemerlntahan 
Bld■nR Peroustakaan 

Program Permendagrl 

90 Tahun 2019 

2 2 0 Program Nila! EV1luasl 

3 l PenunJan1 Urusan lmplementasl 
DinH 

Pe.me.rlntahan Saklp Perangkat ASkor 3.546.179100 A Skor 4.542.772.847 ASkor 10.326.104.191 ASkor 
6.215.428.Ul 

ASkor 
24.630.484.249 Perpustakaan 

Dae.rah 0aerah 
dan t<earslpan 

Kabuoaten/Kota 
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Bldanc Uru.an Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klnerja Pada Akhlr Peranckat 

Pemerlntahan lndlkator IOnerja Awai 
Rullsasl Tahun 2020 Tahun2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMO Daerah 

Kode dan Program Klnerja Program RJMD {Tahun 
Penanccung 

Pflorltas (outcome) 
2019) 

Klnerja Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Tarcet Rp Jawab 
Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 l5 16 17 

I 
I 

Urusan Pemerlntahan Pl1ihan 
Urusan Perdagancan 

Program Pe.rmendagri 
13 Tahun 2006 . 

0 0 1 Proar11m Pel.ayan.n Persent.ue : 

Ad'l'lnlstrasl ter~ks.an1ny1 100% 100% 974.317.788 · 100% 974.317.788 
Perk.antor11n admlnlstrasl 

oerkantoran 

0 0 2 Program Persentue 
Pemellharaan baranamlllk 100% 
Sarong Mlllk daer11h d1lam 

100% 724.303.634 100% 724.303.634 

Daerah kondlsl balk 
-

0 0 3 Program Persentase . . 
Dlnas 

Penlngkatan pe.menuMn 
S.rana dan kebutuhan 

100% 100"-
Perdagangan 

Pr1san1n1 Aparatur sarana dan 
p,..saran1 
aparatur 

0 0 4 Program Persentase - . 
Penlngkatan, dokumen 
Pengembangan pereneanaan/lap 

100% ICXl1' 71.793.085 100"- 71.793,08S 

Slstem Pelaporan oran yang 

C.palan Klnorja d1susun tepat 

dan Keuan"an waluu 
Urunn Pe.merlntahan 
Bldan1 Perda•ann• 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

3 3 0 Program Nllal Evaluasl . 
0 1 Penunjang Urusan lmplementasl Olnas 

Pemerlnlllhan Sak1p Peran&kll ASkor 9.790 847.343 \ Skar 9,549,876.897 A51Cor 13.252.010.800 A Skar 10.66S.000.000 ASkor 43.632.226.000 Perdapngan 

Oeerah Oaerah 
Kabupaten/Kot> 

Un.surStaf 
Prognm Permendagrl 
13 Tahun 2006 

0 0 I Progntm Pe:tayanan Persentase 
Admln1strul terl1mnonva 100"- 100% 378.993.952 11Xn4 378.993.952 
Perkan·toran 1dm1nlstrasi 

Sekrebrlot 

0erkantoran 
Daerah (Bagl1n 

0 0 2 Pr01ram P!NMntase . . . . Admlnlstrul 

Pemellh1r11n boronc mlllk 100% 100% 109.939.801 IOD,4 109,939.801 
Pembangunan) 

Barone Millk daerah d■l■m 

Oaerah kondls1 balk 



- 482 -

Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klnerja Pada Akhlr Perangi<at 

Pe.merinUihan lndlkato< Klnerja Awai 
Realls.lsl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Daerah 

Kode dan Pror,am KlnerJa Program RJMD (Tahun Penanggung 
Prlorltas (outcome) 2019) 

Klnerja Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target RP Target Rp Jawab 
Pembangunan 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0 0 3 Prasram Perse.nta.se 
Peninakatan pemenuhan 
Sarana dan kebutukln 

100% 100% 
Prasar1na Aparatur sarana din 

prasanna 
aoa~tur 

0 0 4 Program Penenta.se 

Penlnckltan, dokumen 
Pengembangan perencanaan/lap 

100% 100% 31462.496 100% 31.462.496 
SI.stem Pelaporan or1n yang 

C.pal•n Kiner)• dlsusun tepat 

dan Keuangan waktu 

0 0 1 Pr01ram Pelayanan Persentase . 
Admlnlstrasi terlaksananva 

100% 
Perkantoran admlnlstrasl 

100% 262.645.714 100% 262.64S.714 

oerkantoran 

0 0 2 Pr01ram Persentase . 
Pemellharaan barang m\llk 

Barang Millk daerah dalam 100% 100% 31.758.800 100% 31.758.800 

Oaerah kond lsl balk Sekretarlat 

0 0 3 Program Persentase 
. Daerah (Baglan 

Penlnskatan pemenuhan Admlnlstrasl 

Sarani dan kebutuhan 100% 100% 
Pemerlntahan 

Prasarana Aparatur sarana dan Umum) 

prasarana 
aparatur 

0 0 ~ Program Persentase 
. . . 

Penlngkotan, dokume.n 
Pengembongan perencanaan/lap 

100% 100% 6.025.885 100% 6.025.88S 
Slstem Pelapon,n oran V11n1 
C.palan Klrerj• dlsusun tepat 
dan Keuanga" waktu 

0 0 1 Program Pelayanan Persentase . 

Admlnlstrasl tetlaksananya 1~ 1~ 32.2.S61.091 100% 322.561.091 
Perkantoran adm1nlstrasl 

perkantoran Sekretorlat 

0 0 2 Program Persentase Daerah (Bagl•n 

Pemellharnn borang millk 100% 1~ 26.896.800 100% 26.896.800 Admlnlstnsl 

8aranaMlllk daerah dalam Perelc.onomlan 

Dae.rah kondlsl balk dan 

0 0 3 Program Persentase . KeseJahternn 

Penlngkatan pemenuhon Rakyit) 
Sarana dan kebutuhan 100% 100% 
Pnsarana Aparatur sarana dan 

prasarana 
aoantur 
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Bldanc UruAn KINERJAOANPENOANAAN Kondlsl Klnerj• Paoda Akhlr Peunckat Kondlsl 
Pernerintahan 1ndlbtor 

Klnerja Awai 
Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMO Oaer•h 

Kode dan Progr.im IOnerja Procram 
RJMO (Tahun Penanggung 

Prlorltas (outcome) 
2019) 

Klnerja Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 
Pembangunan 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0 0 4 Proenm Persentase 

Peninghtan, dokumen 
Pengemblnaan pere.ncana1n/l1p 100% 10()% 16.250.060 100% 16.250.060 
Slstem Pelaporan Of"lin yan& 

C.poian Klnerj• disusun tepat 
dan Keuangan w11ktu 

., 

0 0 1 Prognm Pelayanan Persentase . . 

Adm1nlstrul terlaksananya 100% 100% 278.133.862 100% 278.133.862 
Pe.rkantonn 1dmln\strasl 

oerUntoran 

0 0 2 Progrom Persen~ase . 
Pernellharaan barang mlllk 100% 100% 80.347.350 100% 80.347.350 
8arang Mlllk daerah delam 
Oaerah kondlsl balk 

0 0 3 Program Persentne . . 
Sekretarlat 

Penlngkatan pemenuhan O.erah (8aglan 
sarana dtn lcebutuhan 

100% 100% Hukur.1) 

Prasarana Aparatur sarana dan 
pra.sarana 
aperatur 

0 0 4 Program Persentase . 

Peningkatan, dokumen 
Pengembangan perencanaan/lap 100% 100% 33.344.181 100% 33.344.181 
Slstem Pelapcnn oran yang 

C.polan Klnerj• dlsusun tepat 

dan Keuangan waktu 

0 0 1 Program Pelayanan Persentase . 
Admlnlstrasl tetlaksananva 100% 
Perkantoran admlnlstrasl 

100% 257.735.237 100% 257.735.237 

perk.antoran 

0 0 2 Program Persentase 
Pemellharun baran&mlll• 100% 10()% 32.222.901 100% 32.222.901 Sekretarl•t 
8ar1n1 Mlllk daer■h dalam O.erah (Baglon 
Oaerah kondlsl balk Organlsasl) 

0 0 3 Proaram Pers.entue . 
Penlngkotan pe.menuhan 

SJtrana dan kebutuhan 100% 100% 
Pruarana Aparatur sar11nad1n 

prasarana 
eparatur 

0 0 1 Program Pelayaoan Per~ntase . . . 
Sekretariat 

Admlnlstrasl terlakslnanya 
100% 100% 4.897.751.441 100% 4.897.751.441 Daerah (8aglan 

Perk■ntoran admlnlstrasl Umum) 
perk1nton1n 
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Bld•ncUrusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klner)a Pad• Akhlr Peran&bt 

PemerlnUh•n lndlkator 
Klnerja Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 202.1 Tahun 2022 Tahun 2023 T•hun 2.024 PerlodeRPJMD Dunh 
Kode d•n Program Klnerja Program 

RJMD (Tahun Penanggung 
Prlorltas (outcome) 

2019) 
Klnerja Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pe.mbangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0 0 2 Pr01ram Perse.ntase -
Pemellhar11n borang mlllk 100!(, 
s, ... n1 Mlllk daerah dalam 

100!(, 2.629.970.034 100!(, 2.629.970.034 

Oaenh kondlsl balk 

0 0 3 Prog"'m Persentase 
Pen\ngkatan pemenuhan 
S.rana dan kebutuhan 100!(, 100!(, 3339.441.172 3.339.441.172 
Prasanma Aparatur sarana dan 

100!(, 

prasarana 
apantur 

0 0 4 Program Persentase -
Penlnglc.atan, dokumen 
Pengembangan perencanaan/lap 100!(, 100!(, 116.897A05 100!(, 116 897.405 
Slstem Pelaporan oran yang 
C.palan klnerja dl.su.sun tepat 
dan Keuangan waktu 

Unsur Pendukung Urusan 
Pemedntahan 

Sekretarlat Oaerah 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

4 0 0 Program N\lalSAKIP Sekretarlat 

l 1 Penunjang Urusan Sekretariat oaerah (Baglan 

Pe.ml!rintahan Daerah 74,10 74,25 75,88 1.728.166.744 77,00 2.594.471.000 78,00 1.841.500.000 80,01 
S.077.051.534,00 Pengadaan 

Deerah 
1.985.000.000 80,01 8arang/Jasa dan 

Kabupaten/Kota 
Admlnlstrasl 

Pembangunanl 

4 0 0 Program Nila! SAKIP 

1 1 PenunJanc Urusan Sekretarlat Sekretariat 

Pemerlntahan Daerah 74,10 74,25 75,88 1.002.214.210 77,00 934.234.250 78,00 1.106.157.500 80,01 1.131.157.500 80,01 4.241.797.000 0aerah (Baglan 

Oaerah 
Pemerlntan) 

Kabupaten/Kota 

4 0 0 Program Nllal SAKIP Sekretariat 

1 1 Penunj11ng Urusan Sekretariat Dae"'h (Baglan 

Pemerlntahan Daerah 2.004.611.100 2.181.121.200 7.114.993300 Perekonomlan 

Daerah 74,10 74,25 75,88 1.164 160.000 77,00 1.207.275.500 78,00 80,01 80,01 dan 

Kabupaten/Kota KeseJahteraan 
Raky,lt) 

4 0 0 Prog~m Nllal SAKIP 

1 1 Penunjang Urusan Sekretarlat 7 .383.628.920 
Sekretarlat 

Pemerintahan Oaerah 74,10 1•,25 75,88 1.423.175.660 77,00 1.642.838.620 78,00 1,768.300.800 80,01 
l.&53.300.800 

80,01 oaerah (Baglan 

Daerah 
Hukum) 

Kabucaten/Kota 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl IOnerja Pad• Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator Klnerja Awai 
Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 PenodeRPJMD Oaenh 

Kode dan Program Klner)a Program RJMD (Tahun 
Penanggung 

Prloritas (outcome) 
2019) 

Kiner)• Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pembangunan 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

4 0 0 Program Nllol SAKIP 

l 1 PenunJang Urusan Sekretarlat 
Seluetarlat 

Pemer1nt:ahan O.eroh 74,10 74,25 75,88 24.544,397.355 77,00 38.232.357.L47 78,00 44.420.000.000 80,01 37 845.000.000 80,01 144.733.335.952,00 Daerah (Baglan 

Oaerah 
Umum) 

Kobupaten/Kot.1 

Unsur Pelayanan 
Admlnlstrasl dan Pembertan 
Oukungan lerhadap Tugas 
dan Funrsl DPRD 

Program Permendagrl 
13 Ta:1un 2006 

0 0 1 Program Pelayanan Persentue . - . . 
Admlnlmasi terlaksananya 

100% 100% 4.878.406.808 100% 4.878.406,808 
Pe,kantoran admlnistrnl 

pe1kantoran 

0 0 2 Program Persentase 
. 

Pemellharaan barans mlllk 100% 100% 1.409.043.278 100% 1.(09.043.278 

Sarans Millk daerah dalam 

Oaerah kondlsl balk 

0 0 3 Program Pe.rsentue . . 
Penlngkatan pemenuhan 

sekretarlat 

Sarana dan kebutuhan 599.860.431 
DPRD 

100% 100% 100% 599.860,431 
Prasarana Aparatur sarana dan 

prasarana 
aoaratur 

0 0 4 Program Persenta.se 
. . . 

Penlngk.atan, dokumen 

Pengembangan perencanaan/lap 
100% 100% 24,685.750 100% 24.685.750 

Slstem Pelapon,n oran yang 

Clpalan Klnerja disusun tepat 
dan Keuanoan waktu 

Unsur Pendukung Urusan 
Pemerlntahan 

Seluetariat DPRD 
Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

4 0 0 Program Nllal Evaluasl 

2 1 Penunjan1 Urusan lmplementasl 
Pemerlntahan 5aklp Peranekat 28.628.827351 30.818.263.079 Sekretarlat 

Daerah Oaerah ASkor 28.062.224.608 ASkor 26.626.426.832 ASkor A5kor A 5kor 124.656.398.476 DPRD 

Ka bu paten/Kot> 

Un.sur PenunJang Urusan 
Pemerlntahan 

Perencanaan 
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Bldang Urusan Kondlsl 
IUNERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klner]a Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator KlnerJa Awai 
Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 202.3 Tahun 2024 PerlodeRPJMD Daerah 

Kode dan Program Klnerja Program RJMD (Tahun Penanggung 
Prlorltas (outcome) 

2019) 
KlnerJa Pendanaan Target anggaran Target anuaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Program Permendagrl 
13 Tahun 2006 

0 0 1 Proa.ram PeLayanan Pe~ntase 

Admlnlstrasl terlaksan•nva loo,(, l!JO% 993.S97 .507 100% 993.597.507 
Perkantoran adm1n1strasl 

D@rkanton1n 

0 0 2 Program Persentase 
Peme.llharaan baran1 mlllk 100% 100% 131.735.900 100% 131.73S.900 
B1rang Mlllk daerahdalam 

Oaerah kondisl balk Badan 

0 0 3 Program Perwntase - Perenanaan 

Penin1kat-an pemenuhan Pembangunan 

Sarana dan tebutuhan sarana llllll' 100% 196.700.000 100% 196.700.000 Daenh 

Prasarana Aparatur dan prasJ1'11na 
aparatur 

0 0 4 Proeram Perse-ntase -
Penlngkatan, dokumen 

Pengembangan perencanaan/lap 
100% 100% 61.785.325 100% 61.78S.32S 

51st•m Pelapocan oran yang 

C.palan Klnerjo dl5usun tepat 

dan Keuangan waktu 
Perencanaan 

Program Permendagri 
90 Tahun 2019 

5 0 0 Program Nllal Evaluasl - Sadan 

1 l Penunjar,g Urusan lmplementu1 
Perencanaan. 

Pemerlntahan saklp Perangkat ASknr 7.267,072.443 A Skar 7.622.714.907 ASkor 8.614.81S.907 A Skor 8.614.815.907 A5kor 33.138.46S.814 Penelltlan dan 

Daerah Daerah 
Pengembangan 

Kabupaten/Kota 
oaenh 

Unsur Penunjang Urusan 
Pemer1ntahan 

Keuangan 
Prognm Permendagrl 
13 Tahun 2006 

0 0 1 Program Pelayanan Perse.ntase 

Admlnlstrasl terlaksananya 
100!4 100% 14.84S.730.133 100!' 14,845.730.133 

Perk■ntoran 1dmlnistrasi 
perk:antoran 

0 0 2 Program Persenta.se - -
Pemellharaan baron& mlllk 

Badan 
100% 100% 133.7S7.900 100% 133.7S7 .900 

Barons Mlllk daerah dalam 
Pengelolaan 

Doerah kondisl balk 
Keuangan dan 

0 0 3 Prot1rom Persentase - - - Asel Daeroh 

Penlnghtan pemenuhan 

Sar•n• dan kebutuhan 
100% 1~ 

Prasarana Aparatur urana dan 
pruarana 
aoaratur 



- 487 -

Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENOANAAN Kondlsl KlnerJa Pada Akhlr Peranckat 

Pemerlntahan lndlkator Klnerja Awai Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Pe<lode RPJMD Oaerah 
Kode dan Program KlnerJa Procram 

RJMDfTahun Penanggung 
Prlorltas (outcome) 

2019) 
KlnerJa Pendanaan Target anggaran Target anuaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pembangunan 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 

0 0 4 Proeram Persentase 

Penln&k1tan, dokumen 
Pengemblnaan perencan11n/l1p 

100% 100% 19.545.833 100% 19.545.833 
Sl:ste.m Pel1por1n on n yanc 
Cop,,lan Klnerja dlsuwn tepal 

din Keuan111n walct.u 

0 0 1 Program Pellyanan Pe rse.ntase . -
Admlnlstrasl terl1ks:an1nya 
Perkan1oran admlnlstrasl 

100% 100% 522.22&.025 522.228.025 

perlcantoran 

0 0 2 Prosr1m Persentas.e . - -
PemellhlrHn barang mlllk 

100% 100% 119.490.755 U9.490.755 
Barona Mlllk daerah dallm 
Oaerah kondlsl balk 

0 0 3 Prosram Persent1se Sadan 
Penin&k1tan pemenuhan Pendap1tan 
Sarani dan kebutuhln 100% 100% 625.2.-.0.400 625.250.400 Oaerah 
Pruuaoa Apar1tur ~rana din 

prasarana 
1parnur 

0 0 4 Program Persentase -
Ptnln&katan, dokumen 
Pengembarcan perenanaan/lap 

100% 100% 2.099.925 2.099.925 
Slstem Pelaporan oran van1 
C1pal1n KlnerJ• dlsusun tepat 
dan Keuang1n waktu 

Keuangan 
Program Pcrmend1grl 
90 Tahun 2019 

5 0 0 Program Nllal Evoluasl 

2 1 Pe.nunj1n1 Urusan lmplementasl 52,763,515,150.0 Badan tceuangan 
Pemerintlihan Saklp Peron&kll ASkor 51.021 944.546 A Skor 51.820.233.266 A 5kor A 5kor 52,985,016, 150.00 ASlcor 210.135,196.834 

0 dan Asel D•erah 
Oaerah Oaerah 
Kabupaten/Kotll 

s 0 0 Program Nllal Evaluasl 

2 l Pe.nu"Jang Urugn lmplementasl Sadan 

Pemerlnt1h1n Saklp Ptran&kat BBSl<or 9.451.784 500 BB Skor 9.957.607.000 88 5kor 11.283,907 .000 88 Skor 12.497.738.000 ASkor 43.706.984.000 Pendapat■n 

Dae.rah Daerah Oaerah 

K1bupaten/Ko ... 

Unsur Penun)an& Uru.san 
Peme.rtnuhan 

Kepegawalan seru 
Pendldlkan din Pelatlh•n 

Program Permendagrl 
13 Tahun 2006 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondisl Klner)a Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator Kiner)• Awai 
Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun2024 Perlode RPJMD Daerah 

Kode dan Program Kiner)• Program RJMD (Tahun Penanggung 

Prlorltas (outcome) 
2019) 

Klner)a Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 
Pembangunan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0 0 1 Progr11m Pelayanan Perse.ntase 

Admlnlstrasl teNkYnanv• 100% 100% L024.288.537 100% 1.024.288.537 

Perkanto~n 1dmmlmasl 
Dl!,kantoran 

0 0 2 Prosram Pervntase . 
Pemellharaan baran1 mlllk 100% 100% 209.307.S65 100% 209.307.S65 
Barang Mlllk dae.rah dalam 
Oaerah kondtsl balk Badan 

0 0 3 Progrzm Penent.a.se . . 
Penln1k1tan pernenuhan 

Kepegawalan 

Saran• dan ke.b.uuhan sarana 100% 100% 82.464.000 100% 82.464.000 Oaerah 

Prasafllnl Aparatur dan prasa~na 
1ruratur 

0 0 4 Program Pe1sentase . . -
Penln1katan1 dokurnen 
Pen1e.rnbangan perenc:anaan/~Por 100% 
Slstem Ptbporan an yangdlsUs.un 

100% 44.821.269 100% 44.821.269 

C.patan KtnerJa din leJPt waktu 
Keuanpn 

Kepegawalan 
Program Permendag,1 
90 Tahun 201.!l 

s 0 0 Prosram Nllal Evaluast 
Sadan 

3 1 PenunJang UruS1n lmplementasl 
Kepegawalan 

Pemerintahan Saklp Perangkll BB Skar 6.649.877.000 BBSkor Ask.or 25.S51.547.176 
dan 

BB 6.109.10L755 6.SOS.000.000 A skor 6.630.000.000 A skor Pengembangan 
Oaer11h Oaerah 
Kabupaten/Kot1 

5umber Oaya 
Manusla 

Unsur Pengawas 
Penyelengg-araan 
Pemerintahan Daerah 

Program Permendagrt 
13 Tahun 2006 

0 0 1 Proeram Pelayan,1n Pef'S4!1ntue 
. 

Adm1nfstrul te1lau.ln1ny1 100% 100% 676.154.854 l OO!I. 676.1S4.854 
Perkantoran 1dminlstrasl 

perkantoran 

0 0 2 Proar.1m Pe1senrase barana 
. 

P-emellharnn mllik daer.sh dalam 100% 100% 49.383.650 lOO!I. 49.383.650 

B,ar.ana MIBk Oaarah kondl,f balk 

0 0 3 Program P~sentlit 
Penln&katan Sair1rui pemenuhan lnspektorat 
dan Prasuan1 M!butuh1n sar.1na 100% lOO!I. 

Apair11tur dan prasarilnil 

,1~ratur 

0 0 4 Pqram Persentase . 
Penlnakati1n. dolwmen 
Pengembanean perenc::an1an,{bpo1 100% 100% 98.561.086 100% 98.S61.086 
Slstem Pelaporin an vans disusun 
Capaian K1nerj,1 dan teJ)iltW.l~U 

Keuangan 
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BldangUrusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENDANAAN Kondlsl Klnerja Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator 
Klnerja Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 20ll Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMO Oaerah 
Kode dan Program KlnerJa Program 

RJMD (Tahun Penanuung 
Prlorltas (outcome! 

20191 
Klnerja Pendanaan Target anggaran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pembangunan 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Unsur Pengawasan Urusan 
Pe.merlntahan 

lnspektoral o .. rah 
Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

6 0 0 Program Nllal Evaluosl 

1 1 Penunjang Urusan lmplementul 

Pemerintahan Slklp Peranskat Askor 7,491.696.106 Askor 9.516.293.200 Askor 10.026.190,40 Asko, 10,0S3.480,00 A skor 36.155.146.000 lnspektorat 

Oaerah Daerah 
Klbupaten/Koto 

Fungsl Penunjang 
t<ecamatan 

Program Pe.rmendagrl 
13 Tahun 2006 

0 0 1 Proaram Pelayanan Persentase -
Admlnlstrasl terlaksananya 

100% 
Perkantoran admlni.strasl 

100% 1.174,418.863 100% 1.174.418.863 

pe.rbntoran 

0 0 2 Program Persenta.se 
Pemellharaan borang mlllk 100% 
Saran& Mlllk daerah dalam 

100% 1.11.107 .233 100% 1.11.107.233 

Oaerah kondisl balk 

0 0 3 Pr01ram Per~ ntue - - Kecamatan 

Penlngkatan pemenuhan 

Sarana dan k.ebutuhan sara"a 100% 100% 231.123.600 100% 231.123.600 
Kartoharjo 

Prasarana Aparatur dan prasa~na 
apar3tur 

0 0 4 Proeram Persentase - -
Penlngkatan, dokumen 

Pengemba111an perenc.anaan/lap 
100% 100% 56.85S.545 1~ 56.855.545 

S1stem Pelaporan or1n <png 
C.palan Klnorja disusun tepat 
dan Keuangan waktu 

0 0 l Program Pelav,nan Persentase -
Admlnlstrasl tedaksananva 100% 
Perkant0r1in admln\strasl 

100% 883.825,773 100% 883.825.TT3 

perkantoran 

0 0 2 Program Persenta.se - - - - -
Pemellhartan borang mlllk 

100% 100% 
Borons Mlllk daerah dalam 

U4.253.927 100% 124.253.927 Kecamatan 
Manguharjo 

Daer-ah kondlsl boik 

0 0 3 Program PerM!ntue: -
Penlnahun pemenuhlin 

Sarana dan kebutuhan sar11na 100% 100% 183.296.500 100% 183.296.500 

Prasarana Aparnur dan prasa~na 
.apa~lur 
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Bldang Urusan Kondlsl 
KINERJA DAN PENOANAAN Kondlsl Klnerja Pada Akhlr Perangkat 

Pemerlntahan lndlkator 
Klnerja Awai 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Perlode RPJMD Daerah 
Kode dan Program KlnerJa Program 

RJMD (Tahun Penanggung 
Prlorltas (outcome) 2019) Klnerja Pendanaan Target an"aran Target anggaran Target Rp Target Rp Target Rp Jawab 

Pembangunan 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0 0 4 Program Persentase 
Penlngkatan, dokumen 
Pengembangan pe.renc:anaan/lap 

100% 100% 109.251.169 100% 109.2S1.169 
Slstem Pelaporan oran yang 

C.polan Klnerja dlsusun tepat 

dan K.euanRan waktu 

0 0 1 Proeram Pelayanan Persenta.se -
Admlnlstrasi terlall.sananya 

100% 
Perkantoran admlnlstrasl 

100% 904.837.383 100,,, 904.837 .383 

~rkantoran 

0 0 2 Program Persentue 
Pemellharaan baron& mlllk 

100% 
Bar-angMlllk daenh dalam 

100% 139.546.607 100% 139.546.607 

Oaerah kondlsl balk 

0 0 3 Program Perse.nQse - - Kecamatan 
Penlngkatan pemenuhan Tan,an 
Sarana dBn kebutuhan suana 100% 100% 193.332.000 100% 193.332.000 

Prasarana Aparatur dan prasarna 
aparatur 

0 0 4 Pr0&ram Persentase - - - - -
Penlnghtan, dokumen 

Pengembangan perencanaan/lap 
100% 100% 9S.130.738 100% 9S.130.738 

Slstem Pelaporan oran yang 
C.polan KlnerJa disusun tepat 

dan Keuangan waktu 

Un.sur Kewllavahan 
Kecamatan 

Program Permendagrl 
90 Tahun 2019 

7 0 0 Program NIia! Ev1lu1sl . 12.3S2.8S1.0S2 

1 1 PenunJ•nc Urusan lmplementasl U..536.794.ll~ 12.937.816.0S6 Kec.amatan 
Pemerlntahan Saklp Perangkat Asker 11-379.379.S67 A skor Asker Ask0< Askor 50.234.139.723 manguharjo 
Oaerah D1er1h ' 
Kabupoten/Kota 

7 0 0 Program NIia! Evoluul -
1 1 PenunJana Urusan lmplementasl Kecam,tan 

Pemerlnllhan Saklp Perangkat ASkor 10.930.705.433 A S~or 10.620.493.313 ASkor 10.619.477.978 ASkor 10.63S.336.0S6 ASkor 47,161.967.782 kartoharJo 
Oauah Oaerah 
Kabupoten/Kota 

7 0 0 Program Nllal Evatuasi 

1 1 Penunjang Urwan lmplementasl K.eamatan 
Pemer1ntahan Saklp Perangkat Askor 11.964.S23.606 A skor 11-329.439.485 Asker Ask.or Askor 49.139.68S.398 

U .895.911.459 U .490.707.032 Taman 
Daeroh Oaerah 
Kabupoten/Koco 



Bldang Urusan 
Kondlsl 

Pemerlntahan lndlkator 
KlnerJa Awai 

Kode dan Program klnerJa Program 
RJMO (Tahun 

Prlorltas (outcome) 
201.9) 

Pembangunan 

1 2 3 4 

Fung:sl PenunJanc Kesaluan 
Bann• dan PoUllk 

Program Permenda1rl 
13 Tahun 2006 

0 0 1 Pro1nm Petay:1nan Persentase 
Admlnlstrasl tert.akiananya 

100% . Petkantoran admlnlstn1si 
perkanto~n 

0 0 2 Proe.r1m Persentne 
Pemellh1ra1n borangmlllk 

100% 
Sarona MIil~ daerah dalam 
Oaerah kondlsl balk 

C 0 3 Proaram Persentise 

a Penlngkatan peme:nuhan 

Sarana dan kebututuu, sa~na 100% 

Pra.sarana Aparatur dan prasuana 
apanllur 

0 0 4 Program Pers@nta.se 
Penlngkatan, dokume" 
Pencembangan pere.ncanaan/lap 

100% 
Slstem Peloporan oran v•n1 
Capaian Klnerja dlsusun tepat 
dan Keuang-an waktu 

Unsur Pemerlntahan Umum 

8 

Kesatuan Bangsa dan Polttlk 

0 
1 

Prognm Permendagrl 
90 Tahun 2019 

0 Prog~m Nila1Enlua.s1 

1 Penun)ang Urusan lmplementa.sl 
Pe..merfntahan Saklp Peronskat 
Oaer-.h Oaerah 
Klbul)flen/Kota 

~RIORITAS Ill TOTAl Rp. 

% Terhadap BelanJa Daerah 

Keterangan Prioritas I 
Prioritas II 
Prioritas Ill 
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lllNERJA DAN PENDANAAN 

Reallsasl Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun2024 

Klnerja Pendanaan Target anuaran Target ilnggaran Target Rp Target Rp 

5 6 7 8 g 10 11 12 13 14 

100% 577.948.571 

. 
100% 67.374.100 

100% 90.150.000 

. 

100% 20.500.000 

A5kor 3,701 735.223 ASkor 3.852.008.697 A5kor 4.403.180.867 ASkor 4.667.497.867 

89.643,778,136 351.323,145,273 372.694.447.150 400.683.471.253 384,297.295.536 

31 29 29 27 

digunakan untuk belanja wajib mengikat dan pencapaian visi misi kepala daerah 
digunakan untuk pencapaian visi misi kepala daerah dan belanja wajib mengikat 
digunakan untuk belanja urusan pemerintahan lainnya 

llondlsl Kiner)• Pada Akhlr ~rangkat 
Perlode RPJMD oaerah 

Penanggung 
Target Rp Jawab 

15 16 17 

100% 577,948.571 

100% 67.374.100 

Sadan Ke.satuan 
Bangsa dan 

100% 90.150.000 Pollllk 

100,,, 20.500.000 

Badan Kesatuan 
ASkor 16.748.742.468 Bangso dan 

Polltlk 

l ,598,642.137,348 
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BAB VIII 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

8.1 Indikator Kinerja Utam a 

Indikator Kinerja Daerah merupakan alat ukur kuantitatif untuk 

mengevaluasi dampak dari pem bangunan daerah yang telah dilaksanakan. 

Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan 

gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat 

dikatakan sebagai Indikator Kinerja Uta.ma bagi Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan 

tercapai pada akhir pertiiode RPJMD. Indikator Kinerja Uta.ma (IKU) adalah alat 

ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran 

pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah. Tujuan dalam penetapan 

IKU Kepala Pemerintah Daerah adalah memberikan gambaran tentang 

keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome). 

Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian 

beberapa target indikator program. 

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran 

tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam 

pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah, 

yang meliputi aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini 

ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program 

pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat 

mandiri setiap tahun sehingga kondisi k:inerja yang diinginkan pada akhir 

periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah ditetapkan 

menjadi Indikator Kinerja Uta.ma (IKU) daerah dan indikator kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator 

Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. 

Indikator k:inerja utama pemerintah Kota Madiun memuat indikator 

kinerja tujuan dan/ atau sasaran sebagai lolok ukur penilaian k:inerja walikota 

dan Wakil walikota periode 2019-2024. IKU daerah dicapai dengan dukungan 

pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian 

IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebutlah secara tugas 

dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat 

daerah dalam pencapaian indikator k:inerja tujuan dan/ atau sasaran dari 

setiap misi pembangunan jangka menengah Kota Madiun. 

IKU daerah maupun IKU perangkat daerah merupakan indikator k:inerja 

dampak (impact) untuk mengukur tujuan dan/atau sasaran RPJMD. 

Penetapan IKU Kota Madiun tahun 2019 - 2024 dapat dilihat dalam label 

berikut 



- 493 -

Tabel 8.1 
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Madiun 

Kondisi Reallsasi Target* 
Kinerja 

No Indikator 
pada awal 

periode 2020 2021 2022 2023 2024 
RPJMD 
(2019) 

l Indeks Reformasi Birokrasi (B) 67,34 
(B) 65,55 {B) 67 {B) 68 (Bl 69 (BB) 70,0 1 (IRS) 

2 livable city (Indeks 85,32 86,67 87,78 88,19 88,60 89,01 
Kenyamanan Kota) 

3 Indeks Pembangunan 
80,88 80,91 81,25 81,70 82,15 82,35 Manusia (1PM) 

4 Indeks Pembangunan 
94,05 94,38 94,40 94,44 94,49 94,51 Gender (IPG) 

5 Indeks Pembangunan 
6,78 6,69 6,38 6,40 6,42 6,44 Ekonomi Tnklusif 

6 Indeks ketentraman - 76,87 76,95 77,05 77,15 77,2 
7 lndeks Gini 0,35 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 

•Angka proyeksi 

Terdapat 7 indikator kinerja utama dalam P-RPJMD Kota Madiun 2019-

2024. Penetapan tujuh IKU tersebut didasarkan kondisi objektif Kota Madiun 

untuk mencapai kesejahteraan pada masa yang akan datang. Tujuh IKU 

tersebut setidaknya dapat memberi gambaran kualitas pembangunan sampai 

akhir periode RPJMD tahun 2024 yang meliputi aspek kualitas sumber daya 

manusia, pembangunan ekonomi berkualitas, dan kondisi masyarakat yang 

harmonis, yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan 

tata kelola pemerintahan yang profesional. 

8.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Selain dari IKU, kinerja pemerintah Kota Madiun tahun 2019-2024 dapat 

dilihat dari target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

Kinerja penyelenggaraan UJUsan pemerintahan dapat dilihat dari tiga aspek 

utama yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan 

Aspek Daya Saing Daerah. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi kinerja 

ularna penyelenggaraan pemerintah daerah seperti Indeks Pembangunan 

Manusia, Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, dan lain 

sebagainya. Aspek Pelayanan Umum meliputi empat fokus yaitu Urusan Wajib 

Layanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar, Urusan Pilihan, dan 

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. 
Aspek Daya Saing Daerah meliputi empat fokus yaitu Kemampuan 

Ekonomi Daerah, lklim Berinvestasi, Fasilitas Wilayah/Infrastuktur, dan 

Sumber Daya Manusia. Rincian menganai indikator dan target capain tiap 

tahun kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat dalam tabel 

berikut 
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Tabel 8.2 
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Madiun 2019-2024 

Aapek/ Fokus/ Bldan& 
Kondl.sl Klnerja Realiaasl Kondisl Kl.nerja Pada Awal Target Capaian SetJap Tabun 

Nomor Uruaan/ Indi.kator Kinerja Saluan Periode RPJMD 
Klnerja Pada Akhlr Keterancan 

Pembancunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tabun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I 
ASPEK KESEJAHTERAAN 
MASY.ARAKAT 

a 
Fokus Kesejahteraan dan 
Pemerataan Ekonomi 

l LaJu Pertumbuhan Ekonomi % 5,69 -3,39 2 ,95-3,95 3,06-5, 11 3 ,08-5,75 3, ll-5,95 3, 11-5,95 
lndikator 

makro 

2 PDRB Per Kapita jut.a 60,01 52,57 59,78 60,01 65,34 70,34 70,34 
lndikator 

makro 

3 
lndeks Pembangunan lndeks 6,78 6,69 6,38 6,4 6,42 6,44 6,44 

Indikator 
Ekon omi lnkJusir Tuiuan Kota 

4 lndeks Gini lndeks 0,35 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,35 
lndikator 

Tuiuan Kota 

5 Angka Kemiskinan U/u 4,35 4,98 5,09 4,87 4,65 4,55 4,55 
!ndictor 

sasaran kota 

' 
b Fokus Kesejahteraan S0s1al 

1 
lndeks Pembangunan Indeks 80,88 80,91 81,25 81,70 82,15 82,35 82,35 

lndikator 
Manus1a {lPMl Tuiuan Kota 

I 
Uruaan Pemerlntaban 
Bidanl!'. Soalal 
Persentase PMKS yang dapat lndikator 

1 rerpenuhi kebutuhan dasar f}'n - 92,12% 91% 92% 93% 94% 94% Tujuan PD 
minimal 
Persentase PMKS yang lndikator 

2 mendapatkan perlindungan % - - - 93% 94% 95% 95% Sasaran PD 
dan iaminan sosial 

3 
Perscntase PMKS yang 'Ya 90% 91% 92"' 92% 

lndikator 
diberdavakan - - Sasaran PD 
Perscntase PMKS yang lndikator 

4 mendapatkan rehabihtas1 % - - - 19% 20% 21% 21% Sasaran PD 
sosial 
Persentase PSKS yang 

5 
berperan aktif dalam o/,J 90% 90% 

lndikator 

Menyelenggarakan 
- - - - - Program PD 

Keseiahteraan Sosial 

persentase PSKS yang lndikator 
6 berperan akt:u dalam % - - - 50% 58% 66% 66% Program PD 

Pemberdayaan SoSUl.l 

persentase PMKS yang Tndikator 
7 mendapatkan perlindungan % - - 90'1/u 90% 91% 9 1% 91% Program PD 

dan 1aminan sosial 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Koncilsi Kinerja Realisasl Kondisl Kinerja 

Pada Awai Target Capaian Setlap Tahun 
Nomor Urusan/ lndlkator Klnerja Sahian Periode RPJMD 

Klnerja PadaAkhlr Keterangan 

Pembangunan Daerah Pe riode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persentase PMKS yang lndikator 
8 mendapatkan rehabilitasi % - . 18,7% . - - 18,7% Program PD 

sosial 
Persentase PMKS yang lndikator 

9 mendapatkan pelayanan % - - . 100% 100% 100% 100% Program PD 
rehabilitasi sosial 
Persentase perlindungan dan 
Jaminan Sosial pada saat % 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 
10 tanggap dan paska bencana 

- - Program PD 

ba11:i korban bencana 
Persentase Pengelolaan % 100% 100% 

lndikator 
11 Taman Makam Pahlawan 

- - - - . 
Program PD 

Persentase Pengelolaan lndikator 
12 Taman makam Pahlawan % . - - 100% 100% 100% 100% Program PD 

dalam kondisi baik 
Persentase penyandang 
disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia 

13 terlantar dan gelandangan % 930 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

pengemisyang terpenuhi 
kebutuhan dasamya di luar 
oanti flndikator SPMI 
Persentase korban bencana 
alarn dan sosial yang 
terpenuhi kebutuhan 

14 dasarnya pada saat dan 0/~ 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

setelah tanggap darurat 
bencana daerah 
kabu oaten/ kota 

Jumlah layanan data dan 3 ( SLRT, WEB 
3 ( SLRT, WEB 

15 layanan dan Kotak 3 3 3 3 3 Lppd 
pengaduaan yang dimiliki dan Kotak Saran) 

Saran) 

Jumlah data penyandang 
disabilitas terlantar, anak 

16 
terlantar, lanjur usia 
terlantar dan gepeng yang 

orang . 800 810 820 830 840 840 Lppd 

untuk masuk dalam data 
terpadu FM dan OTM 

17 
Jumlah Tim Reaksi Ccpat tim 2 (PPT, SLRT) 2 (PPT, SLRT) 
yang dibentuk 

2 (PPT, SLRT) 2 (PPT, SLRT) 2 (PPT, SLRT) 2 (PPT, SLRT) 2 (PPT, SLRT) Lppd 

Jumlah penyandang 
disabilitas terlar,tar, anak 

18 terlantar, lanjut usia orang - 800 810 820 830 840 840 Lppd 

terlantar dan gepeng yang 
diianukau 
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Kondisi Kinetja Reallsasl Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi Kinetja Aspek / Fokus/ Bldang Pada Awal Kinetja Pada Akhir Ke terangan 

Nomor Urusan/ lndikator Kinerja Saruan Periode RPJMD Periode RPJMD Pembangunan Daerab 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tabun 2022 Tahun 2023 Tabun 2024 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jumlah kendaraan roda 
em pat yang akses khusus 

19 layanan kedaruratan yang 
unit - 4 4 4 4 4 4 Lppd 

dimiliki 

Jumlah penyandang 
disabilitas terlantar, anak 

170 Lppd tcrlantar, lanjut usia 800 165 160 165 170 20 orang -
terlantar dan gepeng yang 
menerima paket permakanan 
sesuai standar gizi 

Jumlah rnmah 2 (Shelter, 
2 Lppd singgah / she! ter / temp at Rumah Aman 2 2 2 2 21 unit -

tinggal s ementara yang PPTI 
dimiliki sesuai standar 

Jumlah penyandang 
disabilitas terlantar, anak 501 (Shelter 10 50 55 60 1.167 Lppd 

22 terlantar, lanjut usia orang - dan ngebrok) 
terlantar dan gepeng yang 
menerima paket sandang 

Jumlah penyandang 
disabilitas terlantar, anak 

23 terlantar, lanjut usia orang - 7 9 9 12 20 57 Lppd 

lerlan tar dan gepeng yang 
memanfaatkan alat bantu 

3 (Kursi roda, 
Jumlah alat bantu yang tandu, alat 5 7 9 11 11 Lppd 

24 tersedia di rumah unit - bantu 
singgah/ shelter jalan/ Krek I 

Jumlah paket perbekalan l l 1 1 l ] Lppd paket -25 kesehatan yang tersedia 

Jumlah penyandang 
disabilitas terlantar, anak 

175 Lppd terlantar, lanjut usia 24 161 165 170 175 26 orang -
terlantar dan gepeng yang 
memanfaatkan paket 
peruekalan kesehatan 

Jumlah tenaga kesehatan 
1 l 1 1 I Lppd 

27 yang disediakan di rumah orang - -
singgah 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Kondisl Klnerja Reallsasl KondJsi Kinerja 

Pada Awal Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ lndJkator Kinerja Satuan Periode RPJMD 

Kinerja Pada Akhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
473 (Peksos 

Jumlah pekerja sosial 
Profesional 5, TKSK 176 (Peksos 176 (Peksos 176 (Peksos 176 (Peksos 176(Peksos 176 (Peksos 

3, TKS 14, PSM Profesional 2, Profesional 2 , Profesional 2, Profesional 2 , Profesional 2 , Profesional 2 , 
. 28 

professional dan/atau TKS orang 135, Wanita TKSK3, TKS TKSK 3 , TKS I 3, TKSK 3, TKS 13, TKSK 3 , TKS 13, TKSK 3, TKS 13, TKSY. 3, TKS 13, Lppd 
dan / atau relawan sosial Pemimpin Kesos 13, PSM 135, PSM 135, PSM 135, PSM 135, PSM 135, PSM 135, 
yang disediakan 98, Penyuluh TAGANA 23) TAGANA 23) TAGANA 23) TAGANA 23) TAGANA 23) TAGANA 23) 

Sosial 218) 
Jumlah penyandang 
disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia 
terlantar dan gepeng yang 
mendapatkan bimbin gan 

116 118 60 65 70 70 Lppd 29 fisik, mental dan sosial orang . 
sesuai standar di keluarga, 
masyarakat, Dinas Sosial, 
Rumah Singgah/Shelter 
dan / atau pusat 
keseiahteraan social 

Jumlah bimbingan sosial 
30 yang dilaksanakan kepada kali . 2 2 2 2 2 2 Lppd 

keluarga dan masyarakat 

Jumlah penyandang 
disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia 

Lppd 31 terlantar dan gepeng yang orang - 3 4 5 5 5 5 
difasilitas1 untuk 
mendapatkan dokumen 
keoendudukan 
Jumlah penyandang 
disabilitas terlantar, anak 
terlantar, lanjut usia 

32 terlantar dan gepeng yang orang . 102 105 107 109 111 111 Lppd 

mendapatkan akses layanan 
pendidikan dan kesehatan 
dasar 
Jumlah penyandang 
disabilitas terlantar, anak 

33 
terlantar, lanjut usia orang - 218 
terlantar dan gepeng yang 

220 222 224 226 226 Lppd 

mendapatkan layanan 
oenelusuran keluare:a 
Jumlah penyandang 
disabilitas terlantar, anak 

34 
terlantar, lanjut usia 
terlantar dan gepeng yang 

orang 72 218 220 15 17 20 20 Lppd 

direunifikasi dengan 
keluare:a 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Kond.isl Kinerja 

Reallsasl Kondlsl Kinerja Pada Awai Target Capalan Setlap Tabun 
Nomor Urusan/ lndl.kator Kinerja Saban Periode RPJMD 

Kinerja Pada Akhir Keterangan 
Pembangunan Daera.h Periode RPJMD 

Tabun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jumlah penyandang 
disabilitas terlantar, anak 

35 terlantar, lanjut usia orang - 58 60 62 64 66 66 Lppd 

terlantar dan gepeng yang 
diruiuk 

7479 (Rumah 
Jumlah korban bencana Roboh dan 

0 3.300 3.300 3.300 3.300 Lppd 36 yang mendapat niakanan 
orang - Terdampak covid 

19) 

Jumlah korban bencana 1 (Rumah 
37 yang menerima paket orang - Roboh) 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Lppd 

sandang 

Jumlah tempal 
38 penampungan pengungsi tempat - 0 0 0 0 0 0 Lppd 

yang dimiliki 

Jumlah paket permakanan 7478 
39 khusus bagi kelompok - (Terdampak 0 0 0 0 0 Lppd 

rentan Covid-19) 

Jumlah korban bencana 
40 yang meneriman pelayanan - 1 0 300 300 300 300 Lppd 

dukungan psikososial 

Jumlah Pekerja Sosial 
176 (Peksos 176 (Peksos 176 (Peksos 176 (Peksos 176 (Peksos 176 (Peksos 

Profesional 2, Profesional 2, Profesional 2. Profesional 2, Profesional 2, Profesional 2, 

41 
Profesional/ tenaga - TKSK 3, TKS TKSK 3, TKS 13, TKSK 3, TKS 13, TKSK 3, TKS 13, TKSK 3, TKS 13, TKSK 3, TKS 13, Lppd 
kesejahteraan sosial dan/atau 13, PSM 135, PSM 135, PSM 135, PSM 135, PSM 135, PSM 135, 
relawan sosial yang tersedia TAGANA23l TAGANA23l TACANA 231 TAGANA23l TAGANA 231 TAGANA 231 

Jumlah Warga Negara 

42 
penyandang disabilitas yang 91 93 95 97 100 1 Spm 
memperoleh rehabilitasi 
sosial diluar panti 

Jumlah anak ter lantar yang 
43 memperoleh rehabilitasi 453 457 460 465 470 l Spm 

sosial di luar panti 

Jumlah Warga Negara lanjut 
930 

44 
Usia terlantar yang 133 135 137 139 140 1 Spm 
rnemperoleh rehabilitasi 
sosial di luar panti 

Jumlah warga negara/ 
gelandangan dan pengemis 

88 90 92 94 I $pm 45 yang rnemperoleb rehabilitasi 96 
sosial dasar tuna sosial 
diluar oanti 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Kondlsl Kine rja 

Realisas i Kondisi K.lnerja Pa da Awal Targe t Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ lndlkator Kinerja Sattian Periode RPJMD Kinerja Pada Akhir Kete rangan 

Pembangunan Daerab Pe riode RPJMD 
Tahun 2 019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jumlah Warga Negara 

46 
Korban Bencana Kota yang 0 l 36 36 36 36 36 Spm 
memperoleh perlindungan 
dan jaminan sosial 

47 Persentase Penurunan PMKS % - 1,5 - - - - 1,5 lndikator Lama 

Persentase PMKS yang dapat 
48 memenuhi kebutuhan dasar % - 92,12 91% - - - 91% lndika tor Lama 

minimal 

Persentase Penyandang 
49 Masalah Kesejahteraan % - 100% - - - 100% lndikator Lama 

Sosial yang Tertane:ani 

Urusan Pemerlntahan 

II 
Bidang Pe mberday aan 
Pe re mpuan dan 
Pe rllndungan Anak 

lndeks Pembangunan lndeks 94,05 94,38 94,4 94,44 94,49 94,51 94,5 1 
lndikator 

1 Gender (IPG) tujuan kota 

Lanjutan 

lndeks Pemberdayaan 
indikator 

2 lndeks 77,07 77,18 77,07 77,18 77,20 77,22 77,22 sasaran kota 
Gender (IDG) dan lndikator 

Tuiuan PD 

3 Rasio KDRT % 0 ,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 
lndikator - - Tuiuan PD 

Persentase Partisipasi lndikator 
4 Perempuan di Lembaga % 12,78% 25,21% 12,78% 13% 13% 13,5% 13,5% Sasaran PD 

Pemerintahan 
Persentase Pengaduan lndikator 

5 Tindak Kekerasan yang % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran PD 
Diselesaikan 
persentase anggaran sub Jndikator 

6 kegiatan tahun N+ 1 yang di % - - - 100% 100% 100% 100% Sasaran PD 
ARG melalui PPRG 
persentase keluarga yang % 3% 6% 12% 15% 15% 

lndikator 
7 berkualitas 

- - Sasaran PD 
Persentase pengaduan lndikator 

8 tindak kekerasan yang % - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran PD 
diselesaikan 

9 
Prevalensi kekerasan nilai 0 ,003 nilai 0,002 nilai 0 ,002 nilai 0 ,002 nilai 

Jndikator 
terhadap anak 

- - - Sasaran PD 

JO 
persentase Alokasi Anggaran % 10% 15% 20% 30% 30% 

Jndikator 
APBD yane: di ARG - - Program PD 
persentase RT yang memiliki % 5% 10% 20% 30% 30% 

lndikator 
11 data keluare:a berkualitas 

- - Program PD 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
KoncUsl Kinerja 

Reallsasi Kondisi Kine rja PaclaAwal 
Kinerja 

Target Capaian Setiap Tahun 
Pada Akhir Ketenuigan Nomor Urusan/ lndikator Kinerja Satuan 

Pe riode RPJMD 
P eriode RPJMD Pembangunan Daerah 

Tahun 2019 Tahun2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jumlah dokumen Data Do 
l dokumen 

lndikator - - l dokumen 1 dokumen 1 dokumen Program PD 12 terpilah gender dan anak kumen 

persentase penanganan 
100% 

lndikator 
13 pengaduan tindak kekerasan % - - 100% 100% 100% 100% Program PD 

terhadap perempuan 

Prevalesi kasus kekerasan 0,002 
lndikator 

14 - - - 0,003 0 ,003 0,002 Program PD terhadap anak 

Persentase Lembaga yang 
42,20% 

lndikator 
15 aklif dalam Pemenuhan Hak % - - - 12,50% 22,43% 42,20% Program PD 

Anak 
lndikator 

16 
Persentase kasus kekerasan % - - - 0 ,04% 0,04% 0,04% 0,04% Program PD terhadap anak 

17 
Persentase ARG pada belanja % 3,01 17,53% 10% 15% 20% 30% 30% Lppd 
langsung APBD 

Persentase anak korban 
18 kekerasan yangditangani % 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0 ,00% 0,00% 0,00% Lppd 

instansi terkait kabupaten 

Rasio kekerasan terhadap 

19 
percmpuan, tennasuk TPPO 0 ,01% 0,01% 0,00% 0 ,00% 0 ,00% 0,00% 0,00% Lppd 
(perl00.000 penduduk 
perempuan) 

Jumlah lembaga pemerintah 
36 (OPD dan tingkat daerah - 36 63 65 70 70 Lppd 20 kabupaten/kota yang telah BUMD) 

dilatih PUG 
Jumlah program PUG ada 
perangkat daerah yang 

21 sudah dievaluasi melalui - 34 OPD 68 96 12J 129 129 Lppd 
analisis gender di tingkat 
kabuoaten /kota 
Jumlah media rnassa (cetak, 5 (Madiun 4 (Madiun 4 (Madiun 4 (Madiun 4 (Madiun 4(Madiun 
elektronik) yang bekerja Today, RR!, Today, RRI, Today, RRI, Today, RRI, Today, RRl, Today, RRl, 

22 
sama dengan pemkab/kota - Radar Madiun, Radar Madiun, Radar Madiun, Radar Madiun, Radar Madiun, Radar Madiun, Lppd 
(dinas pppa) untuk JTV, Radio Radio Suara Radio Suara Radio Suara Radio Suara Radio Suara 
rnelakukan KIE pencegahan Suara Madiun) Madiun) Madiun) Madiun) Madiun) Madiun) 
kekerasan terhadao anak 

Jumlah lembaga layanan 11 (?anti 
15 15 15 15 15 Lppd 23 anak yang telah memiliki -

Asuhan Anak) 
standar pelayanan minimal 
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Aspell./ Fokus/ Bi dang 
Kondisl Klnerja Re allsa si Kondlsi Kine rja 

Pada Awal Targe t Ca palan Setla p Tahun 
Nomor Uruaa.n/ Indikator Klnerja Saman P e rlode RPJMD 

Kine rja PadaAkbir Ketera.ngan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2 021 Tahun 2022 Tahun 202 3 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

24 
Persentase korban kekerasan % - 100% 
anak yang terlayani 

100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

Jumlah lembaga layanan 15 (Panti 
25 anak yang mendapat - Asuhan Anak) 

15 15 15 15 15 Lppd 

pelatihan 
Jumlah lembaga layanan 
anak yang mendapatkan 8 (Panti 

26 bantuan keuangan/fasilitas - Asuhan) 
15 15 15 15 15 Lppd 

oleh pemkab/kota (APBD 
kab/kotal 

Jumlah organisasi 
kemasyarakatan yang 

27 
bergerak dim bidang 
perempuan tingkat 

- 1 (PKK) 15 20 25 30 30 Lppd 

kabupaten/kota yang 
mendapatkan pelatihan 

Jumlah kader perempuan 
28 tingkat kabupaten/kota yang - 45 (Kader PKK) 45 45 45 45 45 Lppd 

sudah dilatih 

Jumlah lembaga layanan 
29 pemberdayaan perempuan - l (PKK) 10 10 15 20 20 Lppd 

yang mendapat pelatihan 

Jumlah lembaga layanan 
pemberdayaan perempuan 

30 yang mendapatkan bantuan - 20 20 20 20 20 20 Lppd 

keuangan oleh pemerintah 
kabu oaten/ i<0ta 

Jumlah kebijakan / program 
pencegahan kekerasan 3 (PERDA, 

31 
terhadap perempuan - Leaflet, 2 2 2 2 2 Lppd 
termasuk TPPO pada Sosialisasi) 
perangkat daerah yang 
sudah dievaluasi 

Jumlah lembaga penyediaan 

32 
layanan perlindungan hak 
perempuan yg telah 

- l (PPT) I l l 1 l Lppd 

terstandardisasi 

33 
Persentase korban kekerasan % - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 
perempuan yang terlayani 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kinerja Reallsasi Kondisl Kinerja 

Pada Awal Target Capaian Se tiap Tahun 
Nomor Urusan/ lnclikator Kinerja Sattian Periode RPJMD 

Kinerja Pada Akhir Kete rangan 

Pembangunan Daerah Pe riode RPJTdD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 20 2 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persentase Penanganan 

34 
Pengaduan Tindak % - 100 - - - - 100 Indikator Lama 
Kekerasan terhadap 
Peremouan dan Anak 
Persentase penyelesaian 

35 
pengaduan pertindungan % - 100 - - - - 100 lndikator Lama 
perempuan dan anak dari 
tindak kekerasan 
Persentase Panisipasi 

36 Perempuan di Lembaga % 99,73 25,21 - - - - 25,21 lndikator Lama 

Pemerintahan dan swasta 
Persentase pelaksanaan 

37 kegiatan perlindungan % - - 100% 100% - - 100% Indikator Lama 

khusus anak 
Persentase peningkatan 

38 pelembagaan dan penguatan % - - 100% 100% - - 100% lndikator Lama 

oemenuhan hak anak 
·-

C. 
Fokus Seni Budaya dan 
Olahraea 
Urusan J:>emerintahan 

I Bidang Ke pe mudaan clan 
Olahraea 
Jumlah prestasi pemuda dan 

medali 
lndikator 

1 atilt berprestasi di tingkat 50 95 41 100 100 100 100 Tujuan PD 
rell'ional dan nasional 
Jurnlah prestasi olahraga medali 50 79 33 33 35 36 36 

lndikator 
2 vane: diraJh Sasaran PD 

Jndilcator 

3 Jumlah pemuda berprestasi orang 16 2 orang 16 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang 
Sasaran PD 

dan lndikator 
program PD 

Jumlah medali yang diraih di medali 50 medali 79 medali 33 medali 33 medali 35 medali 36 medali 36 medali 
Indikator 

4 bidan2 olahrae:a Program PD 

Jumlah organisasi pemuda lembaga l lembaga 1 lembaga 1 lembaga 
lndikator 

5 vane: dibina 
- - - - Proe:ram PD 

Tingkat partisipasi pemuda 
% 6 dalam kegiatan ekonomi 40,81% 40,81% 40,81% 40,81% 40,81% 40,81% 40,81% Lppd 

mandiri 
Tingkat partisipasi pemuda 

7 
dalam organisasi % 45,49% 45,49% 45,49% 45,49% 45,49% 45,49% 45,49% Lppd 
kepemudaan dan organisasi 
sosial kemasvarakatan 

8 
Peningkatan prestasi 
otahr,,.,.a 

medali 50 79 33 33 33 35 35 Lppd 

Jumlah pemuda yang 
9 mendapat pelatihan orang 2 2 100 100 100 100 100 Lppd 

kewirausahaan 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Kondisi Kinerja Realisasl Target Capaian Setlap Tahun 

Kondisl Kine rja 
PadaAwal Kinerja Pada Akh.lr Keterangan 

Nomor Urusan/ lndikator Kinerja Satuan Perlode RPJMD Perlode RPJMD Pembangunan Daerah 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahon 2 023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jumlah pemuda yang 
10 mendapat bantuan orang 0 0 100 100 100 100 100 Lppd 

Kewirausahaan 
Jumlah pemuda yang 
mendapat pelalihan 
kaderpengembangan orang 16 8 11 kepemimpinan, kepedulian, 

100 100 100 100 100 Lppd 

kesukaelawanan dan 
kepeloporan pemuda 
Jumlah pengelola organisasi 
kepemudaan yang mendapat 

12 pelatihar, manajemen 
ore:anisasi keoemudaan 

orang 0 0 5 orang 5 orang 5 orang 5 orang 5 orang Lppd 

Jumlah pelatih olah raga 
orang 158 158 158 158 158 158 158 Lppd 

13 yang memiliki kompetensi di 
satuan2 pendidikan 

Jumlah penyelenggaraan 
14 event OR prestasi tingkat event 4 3 3 3 3 4 20 Lppd 

daerah 
lndikator Lama Jumlah Pemuda Berprestasi orang 2 - - - - 2 15 -

yang dikirim komoetisi 
Jumlah Atlit yang lkut 

orang 124 - - - - 124 lndikator Lama 
16 Kejuaraan di Tingkat -

Provinsi dan Nasional 

ll 
Urusan Pemerlntahan 
Bidang Kebudayaan 

lndikator Persentase Kekayaan Budaya % 31,6 35 40 45 - - 45 Tuiull!l PD l yanv dioentaskan 
lodikator 

persentase budaya daerah % 4% 4% 5% 6% 7% 8% 8% Sasaran PD 2 vane dilestarikan 
lndikator persentase seni budaya yang % 4% 4% 5% 6% 7% 8% 8% Proe:ram PD 3 dilestarikan 
lndikator persentase benda./bangunan 

% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% Program PD 4 ca.gar buda.ya. yang 
dilesta.rika.n 

lndikator Jumlah SOM, lembaga dan orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang 500 orang Proirram PD 5 oranata vane dibina 

Terlestarika.nnya Cagar obyek 20 20 20 20 20 20 20 Lppd 
6 Budaya 

Jumlah obyek pemajuan 
kebudayaan yang dilindungi 

obyek 20 20 20 20 20 20 20 Lppd 
7 (inventarisasi, pengamanan 

pemeliharaan, penyelamatan 
dan nublikasil 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Konclisi Kinerja Reallsasi Kondisi Kinerja 

Pada Awal Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ Inclikator Kinerja Satuan Perlode RPJMD 

Kinerja PadaAkhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jumlah obyek pemajuan 
kebudayaan 

8 yangdikembangkan obyek 20 20 20 20 20 20 20 Lppd 
(penyebarluasan, pengkajian, 
penayaan keberagamanl 

Jumlah obyek pemajuan 
kebudayaan yang 
dimanfaatkan (membangun 

obyek 9 karakter bangsa, 20 20 20 20 20 20 20 Lppd 

meningkatkan ketahanan 
budaya, dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat) 

Jumlah SOM, lembaga dan 

10 

pranata yang dil>ina 
(peningkatankompetensi, 
standarisasi dan senifikasi, 

orang 0 0 100 100 100 100 100 Lppd 

serta peningkatan kapasitas 
tata kelolal 
Register cagar budaya 
[pendaftaran, pengjasian, 

obyek 11 penetapan, pencatatan, 148 148 148 148 148 148 148 Lppd 

pemeringkatan, 
oenahaousanl 
Perlinduogan cagar budaya 
kabupaten/kota 

obyek 12 [penyelamatan, zonasi, 20 20 20 20 20 20 20 Lppd 

pemeliharaan dan 
oemue:aranl 
Layanan perijzinan 
membawa cagar budaya 

13 kabupa ten/kota ke luar 0 0 0 0 0 0 0 Lppd 

provinsi dengan dukungan 
data 
Pengembangan cagar budaya 

obyek 14 kabupaten/kota [penelitian, 2 2 2 2 2 2 2 Lppd 

revitalisasi, adaptasil 
Pemanfaatan cagar budaya 
kabupaten/kota (dalam ha! 

obyek 15 agama, sosial, pendidikan, 20 20 20 20 20 20 20 Lppd 

ilmu pengetahuan, teknologi, 
kebudavaan. dan nariwisatal 

Pengelolaan, pengamanan, 

16 
pengembangan dan 0 0 0 0 0 0 0 Lppd 
pemanfaatan koleksi 
museum 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Kondisl Klnerja Reallsasl Kond.lsl Klnerja 

Pada Awal Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ Indikator Klnerja Satuan Periode RPJMD 

Klnerja Pada Akhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Peningkatan akses 

17 
masyarakaL dalam 0 0 
penyelenggaraan dan 
pelaksanaan kegiatan 

0 0 0 0 0 Lppd 

Peningkat.an akses 
masyarakat dalam 

18 pengelolaan sarana dan 0 0 0 0 0 0 0 Lppd 

prasarana museum 
kabuoaten/kota 

19 
Pembentukan tim orang 6 6 
pendaflaran cagar budaya 

6 6 6 6 6 Lppd 

20 
Pembentukan tim ahli cagar 
budaya kabupaten/kota 

0 0 0 0 0 0 0 Lppd 

21 
Fasilitas sertifikasi tim ahli 
cagar budya 

0 0 0 0 0 0 0 Lppd 

22 
Pemetaan sdm cagar 0 0 0 0 0 0 0 Lppd 
budayadan permuseuman 

Peningkatan kompetensi sdm 

23 
cagar budaya dan 0 0 0 0 0 0 0 Lppd 
pemuseuman 
kabupaten/kota 

Penyediaan sarana dan 
24 prasarana pendaftaran cagar 0 0 0 0 0 0 0 Lppd 

budaya dan permuseuman 

Penyelenggaraan kegiatan 
25 museum yang melibatkan 0 0 0 0 0 0 0 Lppd 

masyarakat 

n ASPEK PELAYANAN UMUM 

a 
Fokus Lelayanan Urusan 
Pemerintahan Waiib 

1 Terk.ait Pelayanan Dasar 

I 
Urusan Peme rlntahan 
Bldang Pend.id.lkan 

1 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 11,12 11 , 14 11 , 14 11,15 11,16 11,16 11,16 
lndikator 

sasaran kota 

2 Harapan Lama Sekolah Tahun 14,39 14,39 14,4 14,41 14,42 14,43 14,43 
lndikator 

sasaran kota 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
KoncUsi Kinerja Reallsasi Kondlsi Kinerja 

PadaAwal Target Capaian Setiap Tahu.n 
Nomor Urusan/ lnclikator K.lnerja Satuan Perlode RPJMD 

Klnerja Pada Ak.hir Keterangan 
Pe mbangunan Dae rah Periode RPJMD 

Tahu.n 2019 Tahun 2020 Tahu.n 2021 Tahu.n 2022 Tahu.n 2023 Tahu.n 2 0 24 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persentase Guru dan Tenaga lndikator 
3 Kependidikan yang % - 65% 65% 65% 66% 67% 67% Tujuan PD 

bersertifikat Pendidik 
Anglea Partisipasi PAUD dan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 
4 

Pendidikan Dasar 
. 

Tuiuan PD 

5 APM Paud, SD, dan SMP n/o 100% 100% 100% 100% 100% 100% JOO% 
lndikator 

Sasaran PD 

Persentase Guru, kasek dan % 65% 65% 66% 67% 67% 
Indikator 

6 Pem!'awas berkomoeteosi 
. - Sasaran PD 

Persentase sekolah yang o/o 100% 100% 100% 100% 100% 
Lndikator 

7 . . 
memenuhi SNP Sasaran PD 

Presentase Sekolah yang % 100% 100% 100% 100% 100% 
Jndikator 

8 Berkurikulum SNP 
. . 

Sasaran PD 

9 Wajib belajar 9 tahun % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
lndikator 

Proirram PD 

Presentase Sekolah yang % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
lndikator 

10 Berkurikulum SNP Proe:ram PD 

Persentase Tenaga Pendidik Indikator 
11 Bersenifikasi yang % 78,98% 81.25% 20% 20% 25% 25% 25% Program PD 

Bemrestasi 

Tingkat partisipasi warga 
12 negara usia 5-6 tahun yang 5.768 5.122 4.500 4.210 4.000 3.750 3.750 Lppd 

berpartisipasi dalam ?AUD 

Tingkal partisipasi warga 

13 
negara usia 7 - 12 tahun yang 19.687 18.229 17.000 16.750 16.500 16.000 16.000 Lppd 
berpartisipasi dalam 
pendidikan dasar 

Tingkat partisipasi warga 
negara usia 13-15 tahun 

14 yang berpartisipasi dalam 8.442 8.819 8.000 7.750 7.500 7.250 7.250 Lppd 

pendidikan menengah 
penama 

Tingkat partisipasi warga 
negara usia 7-18 tahun yang 
belum menyelesaikan 

15 peodidikan dasar dan 202 200 195 180 170 170 Lppd 

menengah yang 
berpartisipasi dalam 
pendidikan kesetaraan 

16 
Jumlah Satuan Pendidikan lembaga 99 99 16 16 16 16 16 Lppd 
Anak Usia Dini Terakreditasi 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Klnerja Realisasi Kondlsi Kinerja 

Pada Awal Target Capaian Setiap Tabun 
Nomor Urusan/ lnd.Jkator Klnerja Satlian Pe riode RPJMD 

Klnerja PadaAkhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tabun 2021 Tabun 2022 Tahun 2023 Tahun 202 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jumlah peserta dldik PAUD 
yang menerima 

17 perlengkapan dasar peserta Anak 1 49 50 50 50 50 50 Lppd 

dldik dari Pemerintah 
Daerah 

Jumlah peserta didik PAUD 
18 yang menerima pernbebasan Anak 109 90 90 90 90 90 Lppd 

biaya pendidikan 

19 
Jumlah kebuluhan minimal 
pendidik PAUD 

Rasio 01. 15 01.14 01.14 01.13 01.13 01.13 Lppd 

20 Jumlah pendidik pada PAUD Orang 483 483 475 470 465 460 460 Lppd 

Jumlah pendidik PAUD yang 
memiliki ijazah diploma 
empat (D-lV) atau sarjana 

21 
(Sl) bidang pendidikan anak Orang 473 470 
usia dini, kependidikan lain 

465 460 455 455 Lppd 

atau psikologi dan sertifikat 
profesi guru pendidikan 
anak usia dini 

Jumlah kepala sekolah 
PAUD yang memilik.i ijazah 
O-IV a tau S l, sertifLkat 
pendidik dan surat tanda 
tamat pendidikan dan 

22 
pelatihan calon kepala Orang 15 10 
sekolah untuk PAUD formal 

10 10 12 93 Lppd 

atau sertillkat pendidikan 
dan pelatihan kepala satuan 
PAUD non-formal dari 
lembaga pemerintah yang 
berwenane 

23 
Jurnlah SD dan SMP Negeri 
Terakreditasi 

lembaga 70 70 70 70 70 70 70 Lppd 

Jurnlah peserta didik jenjang 
sekolah dasar yang 

24 menerima perlengkapan anak 2.658 2.658 2.658 2.658 2.658 2.658 Lppd 

dasar peserta didik dari 
Pemerintah Daerah 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kinerja 

Realisasi Kondisi Kinerja Pada Awai Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ Indikator Kinerja Satuan Periode RPJMD 

Kinerja Pada Akhir Keterangan 
Pembangunan Daerah Periode RPJMD 

Tahun 2019 Tahun2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jumlah peserta didik jenjang 
sekolah menengah pertama 

25 
yang menerima anak 3.284 3.284 
perlengkapan dasar peserta 

3 .284 3.284 3.284 3.284 Lppd 

didik dari Pemerintah 
Daerah 

Jumlah peserta didik pada 

26 
jenjang sekolah dasar yang anak 11.482 11.400 11.400 11.000 11.000 11.000 Lppd 
menerima pembebasan biaya 
pendidikan 

Jumlah peserta didik pada 
jenjang sekolah menengah 

27 pertama yang menerima anak 10.957 10.500 10.500 10.000 10.000 10.000 Lppd 

pembebasan biaya 
oendidikan 

Jumlah kebutuhan minimal 
28 pendidik padajenjang rasio 01.24 01.23 01.23 01.22 01.20 01.20 Lppd 

sekolah dasar 

Jumlah kebutuhan minimal 
29 pendidik pad a jenjang rasio 01.29 01.28 01.28 01.27 01.27 01.27 Lppd 

sekolah menengah pertama 

30 
Jumlah pendidik pada orang 831 803 760 715 674 674 Lppd 
jenjang sekolah dasar 

Jumlah pendidik pada 
31 jenjang sekolah menengah orang 649 629 371 538 513 513 Lppd 

pertama 

jumlah kebutuhan minimal 
32 tenaga kependidikan pada rasio 01.04 01.04 01.04 01.04 01.04 01.04 Lppd 

jenjang sekolah dasar 

jumlah kebutuhan minimal 

33 
tenaga kependidikan pada rasio 01.07 01.07 01.05 01.05 01.05 01.05 01.05 Lppd 
jenjang sekolah menengah 
pertama 

34 
jumlah tenaga kependidikan orang 184 176 171 165 161 167 Lppd 
pad a jenjang sekolah dasar 

jumlah tenaga kependidikan 
Lppd 35 padaJenjang sekolah orang 90 86 80 72 68 68 

menengah pertama 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kinerja 

Reallsasi Kondisl Kinerja 
Pad.a Awal Target Capaian Setiap Tahun 

Nomor Urusan/ Ind.ikator Kinerja Satuan Perlode RPJMD 
Kinerja Pada Akhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Perlode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

Jumlah pendidik pada 
jenjang sekolab dasar yang 

36 memiliki ijazah diploma orang 818 833 648 658 668 668 Lppd 

empat (D-IV] atau sarjana 
(Sll dan sertifikat oendidik 
Jumlah pendidik pada 
jenjang sekolah menengah 

.. 37 
pertama yang memiliki ijazab orang 642 656 666 681 696 696 Lppd 
diploma empat (D-IV) atau 
sarjana (Sl) dan sertifikat 
nendidik 
Jurnlah kepala sekolah pada 
jenjang sekolab dasar yang 
memiliki ijazab D-lV atau Sl, 

38 sertiflkat pendidik dan surat orang 65 70 70 73 73 73 Lppd 

tanda tamat pendidikan dan 
pelatihan calon kepala 
sekolah 
Jumlah kepala sekolah pada 
jenjang sekolah menengah 
pertama yang memiliki ijazah 

39 
D-IV atau Sl, sertifikat orang 19 20 20 23 23 23 Lppd 
pendidik dan surat tanda 
tamat pendidikan dan 
pelatihan calon kepala 
sekolah 

Jumlah tenaga penunjang 

40 
lainnya pada jenjang sekolah 
dasar yang memiliki ijazah 

orang 184 180 175 170 165 165 Lppd 

SMA/ sederajat 

Jumlah tenaga penunjang 
lainnya pad a jenjang sekolah 

41 menengah pertama yang orang 90 80 78 75 70 70 Lppd 

memiliki 
iiazahSMA/sederaiat 

42 
Jumlah satuan pendidikan lembaga 3 l l 1 1 l Lppd 
kesetaraan terakreditasi 

Jumlah peserta didik 
pendidikan kesetaraan yang 

43 menerima perlengkapan 0 0 0 0 0 0 Lppd 

dasar peserta didik dari 
Pemerintah Daerah 

Jumlah peserta didik 

44 
pendidikan kesetaraan yang 0 0 0 0 0 0 Lppd 
menerima pembebasan biaya 
pendidikan -
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Kondisi Kinerja Reallsasl Kondisi KJnerja 

Pada Awal Targe t Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ lndikator Kinerja Satuan Periode RPJMD 

Kinerja PadaAkhir Ketc rangan 

Pembangunan Dae rah Pe riode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jumlah kebutuhan minimal 
45 pendidik pada satuan Orang 01.15 01.25 01.27 01.29 01.30 01.30 Lppd 

pendidikan kesetaraan 

Jumlah pendidik pada 
46 satuan pendidikan Orang 61 40 37 35 30 30 Lppd 

kesetaraan 

Jumlah pendidik pada 
satuan pendidikan 

47 kesetaraan yang memiliki Orang 61 40 37 35 30 30 Lppd 

ijazah diploma empat (D-IV) 
atau sarjana (Sl) 

Jumlah kepala sekolah pada 
jenjang sekolah dasar yang 
memiliki ijazah D-IV atau Sl, 

48 sertifikat pendidik dan surat Orang 65 70 70 73 73 73 Lppd 

tanda tamat pendidikan dan 
pelatihan calon kepala 
sekolah 

Jumlah kepala sekolah pada 

49 
satuan pendidikan 
kesetaraan yang memiliki 

Orang 6 6 6 6 6 6 Lppd 

ijazah D-IV atau Sl 

jumlah warga negara usia 7-

50 
15 tahun yang berpa:-tisipasi Orang 31.801 30.204 26.937 26.450 26.311 26.301 26.214 spm 
dalam pendidikan 
dasar(SD/MI, SMP/MTs) 

jumlah warga negara usia 7 -
18 tahun yang belum 

51 
menyelesaikan pendidikan Orang 96 202 200 210 225 230 230 spm 
dasar dan atau menengah 
yang berpartisipasi dalam 
nendidikan kesetaraan 

52 
jumlah warga negara usia 5-
6 tahun yang berpartisipasi Orang 5.768 5.122 4.500 4.250 4.000 3.750 3.750 spm 

dalam pendidikan PAUD 

53 lndeks Pengetahuan lndeks 0,77 0,77 - - - - 0 ,77 lndikator Lama 

54 
Persentase Sekolah Stander 
Nasional Pendidikan 

% - 85 - - - - 85 lndikator Lama 

55 
Persentase Jumlah tenaga 
oendidik vane bersertifikasi 

Guru 76,66 76,66 - - . - 76,66 lndikator Lama 

56 
Angka Partisipasi Murni Skor 152,99 127,04 - - . - 127,04 lndikator Lama 
SDISMP 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kinerja 

Reallsasi Kondlsi Klnerja 
Pada Awal Target Capaian Setiap Tahun 

Nomor Urusan/ lndikator Kinerja Satuan Perlode RPJMD 
Kinerja Pada Akhir Keterangan 

Pembangu.nan Daerah Perlode RPJMD 
Ta.bun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun2023 Tahun2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

57 
Angka Partisipasi Kasar Skar - 95,6l - - - - 95,61 lnclikator Lama 
PAUD 

58 
J umlah Lembaga non formal lembaga - 106 lembaga - - - 106 lembaga lndikator Lama 
van2 Terakreditasi 

II 
Urusan Pemerlntahan 
Bidang Kesehatan 

1 Angka Harapan Hidup Skar 72,75 72,81 72,83 72,83 72,83 72,83 72,83 
Indikator 

sasaran kota 

2 Persentase Keluarga Sehat % - 0% 50% 52% 54% 56% 56% 
lndikator 
tuiuan PD 

lndeks Kepuasan 83,54 8 1,99 82,21 82,66 
lnclikator 

3 lndeks 81,84 - - Sasaran PD Masvarakat 
Persentase lndikator SPM 50,00% 50,00% 58,33% 58,33% 

lndikator 
4 % 66,67% - -

mencaoai tar2et Sasaran PD 

Persentase rumah tangga 68,00% 69,00% 70,00% 71,00% 72,00% 72,00% 
lndikator 

5 % - Sasaran PD sehat 

6 Persentase rumah sehat % - 84,00% 86,00% 88,00% 89,00% 90,00% 90,00% 
lndikator 

Sasaran PD 

Persentase rata-rata upaya Indikator 
7 kesehatan bersumber % - 60,38% 61,50% 62,00% 62,50% 63,00% 63,00% Sasaran PD 

masvarakat berstrata ouri 

8 Indeks Keluarga Sehat % - 0,45 0 ,50 0 ,52 0 ,54 0,56 0 ,56 
Indikator 

Sasaran PD 

Persentase tenaga kesehatan 92,00% 
Indikator 

9 % - 88,00% 89,00% 90,00% 91 ,00% 92,00% Sasaran PD vane: tere2ristrasi 
PersentaSe capaian aplikasi Indikator 

10 sarana prasarana kesehatan % - 84,32% 84,32% 84,60% 84,80% 85,00% 85,00% Sasaran PD 
fASPAKl Puskesmas 
Pasentase peningkatau 

Indikator 
11 

sarana pelayanan % - 70,00% 72,00% 74,00% 76,00% 78,00% 78,00% Sasaran PD kefarmasian yang beroperasi 
sesuai standart 

Persentase masyarakat Kata 
12 Madiun yang memiliki % - 96,00% 97,00% 100,00% 

lndikator 
98,00% 99,00% 100,00% Sasaran PD 

jaminan kesehatan 

Persentase rata-rata IKM 86,00% 86,20% 8(';,40% 86,60% 86,60% 
lndikator 

13 puskesmas se- Kata Madiun 
% - 83,57% Sasaran PD 

Rata - rata nilai PKP 86,63% 86,92% 88,1 1% 
lndikator 

14 % - 92,34% 87,53% 88,11% Sasaran PD Puskesmas 

Persentase indikator SPM lndikator 
15 (Standar Pelayanan Minimal) % - 66,67% 50,00% 66,67% 75,00% 75,00% 75,00% Program PD 

Kesehatan mencaoaJ target 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kinerja Realisasi Kondisl Kinerja 

PadaAwal Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ lndikator Kinerja Satuan Periode RPJMD 

Kinerja Pada Akhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tabun 2020 Tabun 2021 Tahun 2022 Tahun2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Perscntase kualitas Sumber 

16 
Daya Manusia (SOM) % 88% 89% 90% 91% 92% 92% 

lndikator 

Kesehatan yang sesuai 
- Program PD 

standar 
Persentase Fasilitas 
Pelayanan Farmasi, lndustrl 
Rumah Tangga Pangan lndikator 

17 (IRTP), Tempat Pengelolaan o/o - 85% 86% 87% 88% 89% 89% Program PD 
Pangan (TPP) dan Depot Air 
Minum (DAM) sesuai 
Standar 
Persentase Upaya Kesehatan 

18 
Bersumberdaya Masyarakat % 68,63% 60,38% 61,50% 62% 62,50% 63,00% 63,00% 

lnclikator 

(UKBM) yang mengalami Program PD 

kenaikan strata 

19 
Rasio daya tampung RS skor 0.48% 0.48% 
terhadap Jumlah Penduduk 

0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 0.48% Lppd 

Persentase RS Rujukan 
20 Tingkal kabupaten/kota % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

yang terakreditasi 

Persentase ibu hamil 
21 mendapatkan pelayanan % 100% 99.31% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

kesehatan ibu hamil 

Persentase ibu bersalin 
22 mendapatkan pelayanan % 100,04% 100.04% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

persalinan 

Persentase bayi baru lahir 
23 mendapatkan pelayanan % 100% 100.72% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

kesehatan bayi baru lahir 

Cakupan pelayanan 
24 kesehatan balita sesuai % 100,12% 98.82% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

standar 

Persentase anak usia 

25 
pendidikan dasar yang 
mendapatkan pelayanan 

% 97,51% 79.41% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

kesehatan sesuai standar 

Persentase orang usia 15-59 
26 tahun mendapatkan skrining % 107,18% 104.63% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

kesehatan sesuai standar 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kond.lsi Kinerja 

Realisasi Kondisl Kinerja 
Pada Awal Target Capaian Setiap Tahun 

Nomor Urusan/ Ind.l.kator Kinerja Satuan Periode RPJMD 
Kinerja Pada Akhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persentase warga negara 

27 
usia 60 tahun ke atas % 93,20% 76.10% 
mendapatkan sk:rining 

100% 100% 100% 100% 100% l,ppd 

kesehata.1 sesuai standar 

Persentase penderita 

28 
hipertensi yang % 89,21% 55.85% 
mendapatkan pelayanan 

100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

kesehatan sesuai standar 

Persentase penderita DM 

29 
yang mendapatkan % 106,54% 112.74% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 
pelayanan kesehatan sesuai 
standar 

Persentase ODGJ berat yang 

30 
mendapatkan pelayanan % 107,44% 108.90% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 
kesehatan jiwa sesuai 
standar 

Persentase orang terduga 

31 
TBC menda patkan % 83,43% 63,78% 
pelayanan TBC sesuai 

100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

standar 
Persentase orang dengan 
resiko terinfeksi HIV 

32 mendapatkan pelayanan % 103,70% lll.81% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

deteksi dini HIV sesuai 
standar 
Jumlah RS Rujukan 
kabupaten/kota yang 

33 
memenuhi sarana, tempat - 8 
prasarana dan alat 
kesehatan (SPA) sesuai 

8 8 8 8 8 Lppd 

standar 

34 
Jumlah RS dibina dan tempat - 8 
dipersiapkan akrerutasinya 

8 8 8 8 8 Lppd 

35 
Jumlah dukungan logistik Jenis - 5 Jerus 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis Lppd 
kesehatao yang terserua 

36 
Jumlah SOM kesehatan Orang - 330 
untuk pelayanan antenatal 

330 330 330 330 330 Lppd 

37 
Jumlah dukungan logistik Jenis - 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis Lppd 
kesehatan yang tersedia 
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Aspek/ Fokus / Bidang 
Kondisi Kinerja Reallsasi Kondisi Kinerja 

Pada Awal Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ lnd.lkator Kine rja Satuan Pedode RPJMD 

Kinerja Pada Ak.hir Keterangan 

Pe mbangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jumlah SOM kesehatan 
38 untuk pelayanan persalinan Orang - 291 291 291 291 291 291 Lppd 

sesuai standar 

39 
Jumlah dukungan logistik Jenis - 6 Jenis 
kesehatan yang tersedia 

6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis Lppd 

Jumlah SOM kesehatan 
40 untuk pelayanan neonatal Orang - 289 289 289 289 289 289 Lppd 

esensial sesuai standar 

41 
Jumlah dukungan logistik Jenis - 9 Jenis 
kesehatan yang tersedia 

9 Jenis 9 Jenis 9 Jenis 9 Jenis 9 Jenis Lppd 

Jumlah SOM kesehatan 
42 untuk pelayanan kesehatan Orang - 571 571 571 571 571 571 Lppd 

balita sesuai standar 

43 
Jumlah dukungan logistik Jenis - 5 Jenis 
kesehatan yang tersedia 

5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis Lppd 

Jumlah SOM kesehatan 

44 
untuk pelayanan kesehatan Orang 
anak usia pendidikan dasar 

- 371 371 371 371 371 371 Lppd 

sesuai standar 

45 
Jumlah dukungan logistik Jenis - 3 Jenis 
kesehatan yang tersedia 

3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis Lppd 

Jumlah SOM kesehatan 
46 untuk pelayanan kesehatan Orang - 578 578 578 578 578 578 Lppd 

sesuai standar 

47 
Jumlah dukungan logistik Jenis - 3 Jenis 
kesehatan yang tersedia 

3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis Lppd 

Jumlah SOM kesehatan 
48 untuk pelayanan kesehatan Orang - 1286 1286 1286 1286 1286 1286 Lppd 

sesuai standar 

49 
Jumlah dukungan logistik Jenis - 3 Jenis 
kesehatan vang tersedia 

3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis Lppd 
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Aspek/ Fokus/ Biclang 
Kondisi Kinerja Reallsasl Kondisl Kinerja 

PadaAwal Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ lndikator Kinerja Satuan Periode RPJMD 

Kinerja PadaAkhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jumlah SOM kesehatan 
50 untuk pelayanan kesehatan Orang - 156 156 156 156 156 156 Lppd 

sesuai standar 

51 
Jumlah dulcungan logistik Jenis - 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis Lppd 
kesehatan yang tersedia 

Jumlah SOM kesehatan 
52 untuk pelayanan kesehatan orang - 169 169 169 169 169 169 Lppd 

sesuai standar 

53 
Jumlah dukungan logistik Jenis - 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis Lppd 
kesehatan yang tersedia 

Jumlah SOM kesehatan 
54 untuk pelayanan kesehatan Orang - 30 30 30 30 30 30 Lppd 

sesuai standar 

55 
Jumlah dulcungan logistik Jenis - 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis Lppd 
kesehatan y,ing tersedia 

Jumlah SOM kesehatan 
56 untuk pelayanan kesehatan Orang - 748 748 748 748 748 748 Lppd 

sesuai standar 

57 
Jumlah dukungen logistik jenis - 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis Lppd 
kesehatan yang tersedia 

Jumlah SOM kesehatan 
58 untuk pelayanan kesehatan % - 376 376 376 376 376 376 Lppd 

sesuai standar 

Persentase ibu hamil 
59 mendapatkan pelayanan % 100% 99.31% 100% 100% 100% 100% 100% Spm 

Kesehatan ibu hamil 

Persentase ibu bersalin 
60 mendapatkan pelayanan % 100,04% 100.04% 100% 100% 100% 100% 100% Spm 

persalinan 

Persentase bayi baru lahir 
61 mendapatkan pelayanan % 100% 100.72% 100% 100% 100% 100% 100% Spm 

Kesehatan bayi baru lahir 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisl Kinerja Reallsas l Kondlsl Kine rja 

Pacla Awai Target Capalan Setlap Tahun 
Nomor Urusan/ lnd.lkator Klnerja Sahian Perlode RPJMD 

Klnerja Pada A.khlr Ke te rangan 

Pembangunan Daerah Perlode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun2020 Tahun 2021 Tahun2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Calrnpan pelayanan 
62 Kesehatan balita sesuai % 100,12% 98.82% 100% 100% 100% 100% 100% Spm 

stander 

Persentase anak usia 

63 
Pendidikan daser yang 
mendapatkan pelayanaan 

% 97,51% 79.41% 100% 100% 100% 100% 100% Spm 

Kesehatan sesuai standar 

Persentase orang usia 15-59 
64 tahun mendapatkan slcrin.ing % 107,18% 104.63% 100% 100% 100% 100% 100% Spm 

Kesehatan sesuai stander 

Persentase werga negera 

65 
usia 60 Tahun ke atas % 93,20% 76.10% 
mendapatkan slrrining 

100% 100% JOO% 100% 100% Spm 

Kesehatan sesuai standar 

Persentase penderita 

66 
Hipertensi yang % 89,21% 55.85% 
mendapatkan pelayanan 

100% 100% 100% 100% 100% Spm 

Kesehatan sesuai standar 

Persentase Penderita 

67 
diabetes melitus (DM) yang 
mendapatkan pelayanan 

% I 06,54% 112.74% 100% 100% 100% 100% 100% Spm 

Kesehatan sesuai standar 

Persentase orang dengan 
gangguan jiwa (ODGJ) berat 

107,44% 108.90% 100% 100% 100% 100% Spm 
68 yang mendapatkan % 100% 

pelayanan Kesehatan jiwa 
sesuai stander 

Persentase orang terduga 

69 
Tubercolosis (TBC) % 83,43% 63,78% 100% 100% 100% 100% 100% Spm 
mendapatkan pelayanan 
TBC sesuai stander 

Persentase orang dengan 
resi.ko terinfeksi (human 

70 
immunode.fiuiency virus) HIV 
mendapatkan pelayanan 

% 103,70% 111.81% 100% 100% 100% 100% 100% Spm 

deteksi dini HIV sesuai 
stander 

71 Jndeks Kesehatan lndeks 0 ,81 0 ,81 . . - - 0 ,81 lndikator Lama 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Kondlsl Kine rja 

Reallsasl Kondlsl Kine rja Pada Awal Target Capaian Setlap Tahun 
Nomor Urusan/ lndlkator KJne rja Satuan Periode RPJMD Kinerja Pada Akhir Ke te rangan 

Pembangunan Daerab Pe riode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lulus 

Lulus Paripuma Paripuma 
72 Status Akreditasi SNARS - Akreditasi - - - - Akreditasi lndikator Lama 

SNARS SNARS 

lndeks Kepuasan 
73 Masyarakat RSUD Kota lndeks - 79,17 - - - - 79,17 lndikator Lama 

Madiun 

Persentase Pencapaian 
74 Standart Pelayanan Minimal % - 50 - - - - 50 lndikator Lama 

Rumah Sakit 

Persentase Sarana dan 
75 Prasarana Rumah Sakit yang % 100 100 . . - - 100 lndikator Lama 

Sesuai Standar 

Persentase pencapaian 
76 kinerja Sadan Layanan % 100 100 - - - - 100 lndikator Lama 

Umum Daerah 

Persentase Penyecliaan 
Sarana/ Prasarana Fasililas 

77 Kesehatan yang Bekerjasama % - 91,15 - . . - 91,15 lndikator Lama 
dengan Badan Penyelenggara 
Jarninan Sosial Kesehatan 

Persentase Penduduk Kota 
78 Macliun yang menjadi % 100 95,17 . . - - 95,17 lnclikator Lama 

peserta JKN 

Persentase Kesehatan 
79 Masyarakat yang Sesuai % - 25 . - - . 25 lndikator Lama 

Standart 

80 
Persentase Penurunan Kasus % - -1940 - . . - 1940 lndikator Lama 
Kejadian Luar Biase 

. 

Persentase Sarana Pelayanan 
8 1 Kesehatan yang % . 75 . - - - 75 Inclikator Lama 

Terakreditasi 

Urusan Pemerintahan 

m Bldang Ketentraman, 
Ketertiban Umum dan 
Perlindune:an Masvarakat 

Lanjutan 
l lndeks Ketentraman lndeks - 76,87 76,95 77,05 77,15 77,2 77,2 lnclikator 

Tuiuan Kota 
Lanjutan 

2 lndeks Rasa Aman lndeks 73,55 76,05 76,15 76,2 76,27 76,35 76,35 Indikator 
sasaran kota 



- 5 18 -

Aspe k/ Fokus/ Bldang 
Kondlsl Kine rja Realisasl Kondisi K.lne rja 

Pada Awal Target Capalan Setlap Tahun 
Nomor Urusan/ lndlk.ator Kinerja Satuan Pe riode RPJMD 

Kinerja Pada Akhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 202 3 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persentase nilai Kearnanan % 3 dan Ketentraman 
70,2 72,44 72,45 72,48 - - 72,48 

lndikator 
Tujuan PD 

Nilai Kearnanan dan Skor 75 76 4 -
Ketertiban 

76, 1 76,2 76,3 76 ,3 
lndikator 

Tujuan PD 

Persentase masyarakat yang % 99% 97% 96% 97% 97% 98% 98% 
lndilcator 

5 taat Perda dan Perwal Sasa.ran PD 

Persentase Tingkat lndikator 
6 Penanganan Kejadian % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran PD 

Kebakaran 

Persentase Kasus K3 
(Ketertiban, Ketenteraman lndika tor 

7 dan Ketertiban Umum dalarn % 98% 97% 97% 97% 97% 97% 97% Program PD 
1 (satu) Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Pelayanan Penyelamatan dan % 100% 100% 100% 8 Evakuasi Korban Kebakaran 
100% 100% 100% 100% 

lndikator 
Program PD 

Persentase Gangguan 
9 Trantibum yang dapat % 98% 97% 96% 97% 97% 97% 97% Lppd 

diselesaikan 

10 
Persentase Perda dan % 100% 100% 
Perkada yang ditegakkan 

100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

Persentase pelayanan 
Lppd 

11 penyelamatan dan evakuasi % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

korban kebakaran 

12 
Waktu tanggap (response 
time) penanganan kebakaran 

menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit Lppd 

Jumlah pelanggaran dan 
13 pengaduan trantibum dalam 3 ,628 2 ,051 2 .000 2.000 2 .000 2 .000 2 .000 Lppd 

Kab/Kota yang ditangani 

14 
Jumlah Satlinmas yang Orang 1.387 orang l.348 orang 
terlatih dan dikukuhkan 

l.300 orang 1.300 orang 1.300 orang 1.300 orang 1300 orang Lppd 

15 
Jumlah Perda dan Perkada 
yang ditegakkan 

99 76 76 76 76 76 76 Lppd 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisl Kinerja 

Reallsasl Kondisl Kinerja 
Pada Awal Target Capaian Setiap Tahun 

Nomor Urusan/ lnclikator KJ.nerja Satuan Perlode RPJMD 
KJ.nerja Pada Akbir Kete rangan 

Pe mbangunan Oaerah Pe riode RPJMD 
Tahun 2019 Tahu.n 2020 Tahu.n 2021 Tahu.n 2022 Tahun 2023 Tahu.n 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jumlah Palisi Pamong Praja 
16 yang memiliki kualitas Orang 4 orang 4 orang 4 orang 5 orang 5 orang 5 orang 5 orang Lppd 

sebagai PPNS 

Tersedianya SOP dalam 

17 
penegakan Perda dan 35 SOP 35 SOP 35SOP 35 SOP 35 SOP 35SOP 35 SOP Lppd 
Perkada serta penanganan 
gangguan trantibum 

Tersedianya sarana 12 bidang barang 
12 bidang 12 bidang 12 bidang 12 bidang 12 bidang 12 bidang 

18 barang 1685 barang 1685 barang 1685 barang (685 barang 1685 barang (685 Lppd 
prasarana minimal (685 barang) barang) barang) barang) barang) barang) barang) 

Jumlah dan jenis layanan 
penyelamatan dan evakuasi 
pada kondisi membahayakan 

19 
manusia (operasi darurat Jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5jenis 5jenis 5jenis 5 jenis Lppd 
non kebakaran) oleh Dinas 
Pemadam Kebakaran dan 
Penyelam'itan di 
kabu paten/ kota 

Tersedianya pos sektor 
damkar yang dilengkapi 

20 
sarana prasarana damkar, Lokasi 

l pos garasi 1 pos garasi l pos garasi 1 pos garasi I pos garasi 1 pos garasi 1 pos garasi Lppd 
sarana prasarana Damkar Damkar Damkar Damkar Damkar Darnkar Damkar 
penyelamatan di kantor 
kecamatan 

Tersedianya aparatur selama ada 3 shift 
ada 3 shift ada 3 shift ada 3 shift ada 3 shift ada 3 shift ada 3 shift 

21 
24 Uam) yang dilaksanakan selama 24 jam di 

selama 24 jam selama 24 jam selama 24 jam selama 24 jam selama 24 jam selama 24 jam Lppd 
secara bergantian !shift) di garasi Damkar 

di garasi di garasi di garasi di garasi di garasi di garasi 

kantor kecamatan Damkar Damkar Damkar Damkar Darnkar Damkar 

Pos Darnkar yang dilengkapi 
dengan sarana/prasarana ada 1 pos garasi ada 1 pos ada 1 pos garasi ada 1 pos garasi ada 1 pos garasi ada 1 pos garasi ada 1 pos garasi Lppd 22 damkar, sarana prasarana damkar garasi damkar damkar damkar damkar darnkar damkar 
penyelamatan dan evakuasi 
di setiap keluarahan/desa 

Jumlab dan jenis sarana 34 Jenis (187 34 Jenis (187 34 Jenis (187 34 Jenis (187 34 Jenis (187 34 Jenis (187 34 Jenis (187 Lppd 23 prasarana pemadaman, buah) buab) buah) buah) buah) buah) buah) 
penyelamatan dan evakuasi 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Koncllsl Kinerja Reallsasl KondJsi Kinerja 

PadaAwal Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ lndlkator Kinerja Satuan Periode RPJMD 

Kinerja Pada Akhlr Ke te rangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2 0 2 2 Tahun 2 023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jumlah aparatur pemadam 
kebakaran yang memenuhi 
Standar Kualifikasi 
Pemadam sebagaimana 

24 dimaksud Peraturan Menteri orang 9 orang 9 orang 9 orang 9 orang 9 orang 9 orang 9 orang Lppd 

Dalam Negeri Nomor 16 
Tahun 2009 tentang Standar 
Kualifikasi Aparatur 
Pemadam Kebakaran 
Jumlah relawan kebakaran 
di bawah binaan Dinas 
Pemadam Kebakaran dan 

25 Penyelamatan atau orang 16 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang Lppd 

perangkat daerah yang 
menyelenggarakan sub 
urusan kebakaran 

Jumlah peningkatan 
26 kapasitas aparatur pemadam jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis Lppd 

kebakaran 

Pelayanan Warga Negara 

27 
yang memperoleh layanan % - 100% 
akibat dari penegakan 

100% 100% 100% 100% 100% Spm 

hukum perda dan Perkada 

Pelayanan warga negara 

28 
yang memperoleh layanan % - 100% 
penyelamatan dan evakuasi 

100% 100% 100% 100% 100% Spm 

korban kebakaran 

Cakupan penanganan % 100% 100% 100% 100% 100% 
lndikator 

29 oenan111111!anl!an bencana 
- - Tuiuan PD 

30 lndeks Resiko Bencana lndeks 116 indeks 115 indeks 114 indeks 113 indeks 112 indeks 112 indeks 
lndikator 

- Tuiuan PD 

Persentase Tingkat Waktu lndikator 
31 Tanggap (Response Time % 100% 100% 100% 100% - - 100% Sasaran PD 

Ratel 

32 
Persentase Karban Bencana % 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 

vane. tertan11ani Sasaran PD 

Persentase terlatihnya 
33 masyarakat dalam % 0 100% 100% 

lndikator 
100% 100% 100% 100% Sasaran PD 

oenan11anan bencana 
Persentase bantuan bencana % 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 
34 keoada korban bencana Sasaran PD 

Persentase penyampaian lndikator 
35 informasikebencanaan % 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran PD 

secara berkala 
Persentase sarana prasarana lndikator 

36 penanggulangan bencana % 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran PD 
dalam kondisi baik I 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Konclisl Klnerja 

Reallsasi Kondlsl Klnerja 
Pada Awal Target Capalan Setiap Tahun 

Nomor Uruaan/ lndlkator Klnerja Satllan Periode RPJMD 
Klnerja Pada Akhlr Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

37 
Jumlah Destana yang % 0 

2 desa/ 4 desa/ 5 desa/ 6 desa/ 7 desa/ 7 desa/ lndilcator 

terbemuk kelurahan kelurahan kelurahan kelurahan kelurahan kelurahan Sasaran PD 

Persentase Early Warning lndikator 
38 System (EWS) di daerah % . 100 100 - . . 100 Sasaran PD 

rawan Bencana 

39 
Persentase Korban Bencana % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lndilcator 

Yan.,. Ditane:ani Proeram PD 

Persen tase Tingkat 

40 
Pemenuhan atau Kecukupan % 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 

lnclikator 

Sarana Dan Prasarana Program PD 

Penan.,P1.1lane:an Bencana 

Jumlah warga negara yang 
41 memperoleh layanan Orang 845 orang 845 orang 845 orang 845 orang 845 orang 845 orang 845 orang Lppd 

informasi rawan bencana 

Jumlah warga negara yang 
memperoleh layanan 

42 pencegahan dan Orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang Lppd 

kcsiapsiagaan terhadap 
bencana 

Jumlah warga negara yang 

43 
memperoleh layanan orang 310 orang 560 orang 
penyeliunatan dan evakuasi 

400 orang 400 orang 400 orang 400 orang 400 orang Lppd 

korban bencana 

Persentase penyelesaian 
44 dokumen KRB sampai % 0 0 0 100% 100% 100% 100% Lppd 

dengan dinyatakan sah/legal 

Persentase jumlah penduduk 
di kawasan rawan bencana 

45 yang memperoleh informasi 
rawan bencana sesuai jenis 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

ancaman bencana 

Persentase penyelesaian 
46 dokumen RPB sampai % 0 0 0 0 100% 100% 100% Lppd 

dinyatakan sah/legal 

Persentase penyelesaian 
47 dokurnen Renkon sampai % 0 0 0 0 0% 100% 100% Lppd 

dinvatakan sah/legal 

Persentasejumlah aparatur 
48 dan warga negara yang ikut % 4,60% 0,80% 5% 5% 5% 5% 5% Lppd 

pelatihan 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kinerja Realisasi Kondisi Kine rja 

PadaAwal Target Capaian Setiap Tabun 
Nomor Urusan/ Indikator Kinerja Satuan Periode RPJMD 

Kinerja PadaAkhl.r Keterangan 

Pembangunan Daerab Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tabun 2020 Tahun 2021 Tahun2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

49 
Persentase warga negara % 3 ,80% 0,57% 5% 5% 5% 5% 5% Lppd 
yang ikut pelatihan 

Persentase warga negara 
yang mendapat layanan 

50 
pusdalops penanggulangan 
bencana dan sarana 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

prasarana penanggulangan 
bencana 
Persentase warga negara 

51 yang mendapat peralatan 0 0 0 0 0 0 0 Lppd 

oerlindune:an 

Persentase kecepatan respon Lppd 
52 kurang dari 24 jam untuk 0 0 0 0 0 0 0 

setiap status KLB 

Persentase kecepatan respon 

53 
kurang dari 24 jam untuk 
setiap status darurat 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

bencana 

Persentase jumlah petugas 

54 
yang aktif dalam 
penanganan darurat 

% 100% 100% LOO% 100% 100% 100% 100% Lppd 

bencana 

Persentase jumlah korban 

55 
berhasil dicari, ditolong dan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 
dievakuasi terhadap kejadian 
bencana 

Jumlah Warga Negara yang 
100% Spm 

56 memperoleh Layanan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lnformasi Rawan Bencana 

Jumlah Warga Negara yang 
memperolah Layanan 

57 Pencegahan dan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Spm 

Kesiapsiagaan terhadap 
Bencana 

Jumlah Warga Negara yang 

58 
memperoleh Layanan 
Penyelamatan dan Evakuasi 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Spm 

Korban Bencana 

59 
Rasio Petugas Perlindungan - 1.3 orang - - - - 1.3 orang setiap Indikator Lama 
Masyarakat (Llnmas) di Kota setiap RT RT 

60 
Persentase Kasus Penegakan 
Perda van" diselesaikan 

% 100 100 - - - - 100 lndikator Lama 
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Aapek/ Fokua/ Bldang 
KondUll Kinerja Reallaaat KonclJai Kinerja Pada Awal Target Capalan Setlap Tah11n 

Nomor Uruaan/ lndikator Kinerja Satuan Periode RPJMD Klnerja Pada Akhir Keteranpn 
Pemban(UJ1lln Daerab Periode RPJMD 

Tah\1.n 2019 Tah\1.D 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tah\lD 2023 Tabun 2024 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

61 
Pcrsentase Penanggulangan % 100 100 - JOO lnd1kator Lama 
Korban Bencana 

2 
Tidak Terkait Pe layanan 
Daaar 

I 
Ul'UA&D Pemerintaban 
Bidanc Te nap Kerja 

Tingkat Pengangguran 
Lanjutan 

1 skor 3,85 8,32 8,15 5,74 5,12 5,00 5,00 lnctikator 
Terbuka rrPT) sasaran kota 
persentase calon tenaga % 20% 20$ 30% 30% 30% 

lndt.kator 
2 . - Tujuan PD kcrja yang ditempatkan 

persentase perselisihan lndikator 
3 hubungan industrial yang % - - JOO% 100% 100% 100% 100% Tujuan PD 

tersclesa1kan 

Persentase Tingkat 
% 60,29% 68,01 55% 60% 60% 

lndikator 
4 Partisipasi Angkatan Ke!Ja - - Tujuan PD 

persentase penyerapan Jndikator 
5 tenaga kerja sektor formal '1/o . 73,04% 70% 75% - - 75% SasaranPD 

dan informal 

persentase perusahaan yang Inctikator 
6 mencrapkan perhndungan '¼. 100% 100% 70,00% 71,50% - - 71,50% Sasaran PD 

tenaga kerja sesuai standart 

persentase calon tenaga 
kerja yang memiliki serti.fikat % 40% 40% 50'1/o 50% 50% 

Indikator 
7 - - Sasaran PD pelatiban berbasis 

komnetensi 
persentase peningkatan Indikator 

8 pembcrian informasi peluang % - - 10% 15% 20% 25% 25% Sasaran PD 
kena keoada n,,,ncari keria 

persentase perusahaan yang lndikator 
9 menerapkan perlindungan % - - 100% 100% 100% 1000/o 100% Sasaran PD 

tenaga keIJa 

persentase peningkatan 
lndikator 

10 
tenaga kerja sektor informal % - - 10% 10% 10% 10% 10% Sasaran PD yang mendapatkan Janunan 
sosial 

persentase Penurunan lndikator 
11 Kasus-kasus Perselisihan % - - 10% 10% - - 10% Program PD 

Hubunizan Industrial 
pcrsentase Pencari Kerja % 21,75% 0,69% 23% 23% 23% 

lndikator 
12 - - ProlZTillll PD vantz dilatih 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kand.isl Kinerja Reallsasi KondJsl Kinerja 

PadaAwal Target Capaian Setiap Tahu.n 
Nomor Urusan/ lndikator Kinerja Satuan Periode RPJMD 

Kinerja Pada Althir Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahu.n 2020 Tahu.n 2021 Tahun 2022 Tahu.n 2023 Tahu.n 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

persentase Pencari Kerja 56,15% 79% 79% 
lndikator 

13 % 85,52% - - 79% Program PD Yang ditempatkan 

Persentase j umlah peserta 
20% 25% 35% 

lndikator 
14 pelatihan yang berbasis % - - 30% 35% Program PD 

kompetensi 

Persentase Pencari Kerja lndikator 
15 yang ditempatkan melalu i % - - 10% 10% 15% 15% 15% Program PD 

informasi bursa kerja 

persentase perusahaan yang 
16% 16% 16% 16% 16% 

lndikator 
16 mengesahkan peraturan % - - Program PD 

perusahan 

Persentase kegiatan yang 
76,92% 76,92% 76,92% Lppd 

17 dilaksanakan yang mengacu % - 76,92% 76,92% 76,92% 

ke rencana tenaga kerja 

18 
Persentase Tenaga Kerja % - 68% 
Bersertiiikat Kompetensi 

68% 68% 68% 68% 68% Lppd 

1'ingkat Produktivitas Tenaga 15.242.643.96 12.000.000.000 12.500.000.000 12.750.000.000 13.000.000.000 13.000.000.000 Lppd 
19 - 6 Kerja 

Persentase Perusahaan yang 
menerapkan tata kelola kerja 

20 
yang layak(PP/PKB, LKS % - 100% 70,00% 71,50% 72,50% 75,00% 75,00% Lppd 
Bipartil, Struktur Skala 
Upah, dan terdaftar peserta 
BPJS Ketenagakerjaan}. 

Persentase Tenaga kerja 
yang ditempatkan (dalam 

21 
dan luar negeri) melalui % - 56,15% 
mekanisme layanan Antar 

50% 51% 52% 53% 53% Lppd 

Kerja dalam wi.layah 
kabupaten/kota 

Dokumen perencanaan Do Lppd 
22 tenaga kerja kumen - 1 1 1 l 1 1 

kabu paten / kota. 

Persentase akurasi proyeksi 
Lppd 

23 ind ikator dalam rencana 0 0 0 0 0 0 

tenaga kerja. 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondlsi Kinerja Realisasi Kondlsl Kinerja 

Pada Awal Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ Indlkator Kinerja Sablan Periode RPJMD 

Kinerja Pada Akhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jumlah perusahaan yang 
24 menyusun rencana tenaga - 5 8 10 12 15 15 Lppd 

kerja di kabupaten/kota. 

Persentase penerapan 
25 Program PBK dengan % - 0% 0% 30% 30% 30% 30% Lppd 

kualifikasi klaster 

26 
Persentase instruktur % 26% 30% 30% 30% 30% 30% 30% Lppd 
bersertifikat kompetensi 

27 
Rasio jumlah instruktur % 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Lppd 
terhadap peserta pelatihan 

28 
Persentase LPK yang 
terakredi tasi 

% 26% 50% 38% 38% 40% 40% 40% Lppd 

29 
Persentase LPK yang % 100% 100% 
memiliki perizinan 

100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

30 
Jumlah penganggur yang % 850 35 230 230 230 230 230 Lppd 
dilatih 

31 
Persentase lulusan % 100% 100% 
bersertifikat pelatihan 

100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

32 
Persentase penyerapan 
Julusan 

% 66% 66% 20% 20% 20% 20% 20% Lppd 

33 
Lulusan bersertifikat 
kompetensi 

% 66% 66% 20% 20% 20% 20% 20% Lppd 

Jumlah Calon Pekerja 
Migran Indonesia 

0% 0% 25% 25% 25% 25% Lppd 34 (CPMI) / Calon Tenaga Kerja % 
Indonesia (CTK.J) yang 
diberikan oelatihan 

Jumlah pelatihan Calon 

35 
Pekerja Migran Indonesia O/o - 0% 0% 25% 25% 25% 25% Lppd 
(CPMl)/Calon Tenaga Kerja 
Indonesia (CTK.J) 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kinerja Realisasi Kondisi Kinerja 

PadaAwal Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ lnd!kator Kinerja Satuan Periode RPJMD 

Kinerja Pada Akhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persentase perusahaan yang 
36 menerapkan program % - 0% 1% 1% 1,50% 2% 2% Lppd 

peningkatan produktivitas 

37 
Data tingkaL produktivitas % - 64,00% 
total 

62,50% 63% 64% 65,00% 65,00% Lppd 

Persentase perusahaan yang 
38 tel ah memililci Pera tu ran % - 30% 25% 25% 27% 30% 30% Lppd 

Perusahaan (PP) 

Persentase perusahaan yang 
39 telah memiliki Perjanjian % - 48% 30% 30% 30% 30% 30% Lppd 

Kerja Bersama (PKB) 

Rekapitulasi tahunan jumlah 
konfederasi SP/SB yang 
tercatat, federasi SP/ SB yang 

40 
tercataL, SP/SB di - 23 23 23 23 23 23 Lppd 
perusahaan yang tercatat, 
SP /SB di luar perusahaan 
yang tercatat dan anggota 
SP/SB di oerusahaan 

Pcrsentase perusahaan yang 
41 sudah menyusun struktur % - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

skala upah. 

Persentase perusahaan yang 

42 
telah terdaftar sebagai 
peserta BPJS 

% - 100% 70% 70% 73% 75% 75% Lppd 

Ketenagakerjaan 

43 
Persentase jumlah % - 3% 5% 5% 4% 3% 3% Lppd 
perusahaan yang berselisih 

44 Jumlah mogok kerja - 0 5 5 4 4 4 Lppd 

45 
Jumlah penutupan - 0 10 10 9 9 9 Lppd 
perusahaan 

46 
Jumlah perseltsihan - 0 15 15 14 13 13 Lppd 
kepentingan 
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Aspek/ Fokus/ Bida.ng 
Kond.isi Kinerja Re allsas i Kondisi Kinerja 

Pada Awal Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ lnclikator Kinerja Satuan Perlode RPJMD 

Kinerja Pada Akhir Kete rangan 

Pembangunan Daerah Pe riode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jumlah perselisihan antar 

47 
Serikat Pekerja / Serikat 
Buruh (SP/SB) dalam 1 

. 0 l l l l l Lppd 

(satu) perusahaan 

48 Jumlah perselisihan PHK . 0 15 15 14 13 13 Lppd 

49 
Jumlah pekerja/buruh yang . 61 60 60 50 40 40 Lppd 
ter-PHK 

Jumlah perselisihan yang 
50 d iselesaikan melalui . 0 50 50 50 50 50 Lppd 

perundingan bipartite 

Lembaga Kerja Sama (LKS) 
51 Tripartit kabupaten/kota . 1 l l 1 1 1 Lppd 

yang diberdayakan 

Persentase perselisihan 
hubungan industrial yang 

52 
diselesaikan melalui % . 80% 70% 70% 70% 70% 70% Lppd 
Perjanjian Bersama oleh 
Mediator Hubungan 
Industrial 

Jumlah lowongan kerja yang 
53 tersedia di wilayah - 105 110 115 120 125 125 Lppd 

kabu paten/ kota 

54 
Jumlah pencari kerja yang 
terdaftar di kab/kota 

orang . 374 300 325 350 375 375 Lppd 

55 
Jumlah Bursa Kerja Khusus 
(BKK) wilayah kab/kota 

- 19 19 19 19 19 19 Lppd 

Jumlah Tenaga Kerja 
56 Khusus Lerdaftar dalam satu . 0 0 0 0 0 0 Lppd 

kabupaten/kola 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kinerja Reallsas i Konclisi Kinerja 

Pada Awal Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ lnd.ikator Kine rja Satuan Pe rlode RPJMD 

Kinerja Pada Akhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2 019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

57 
Jumlah Pejabat Fungsional 
Pengantar Kerja 

- 0 l 1 I l l Lppd 

Jumlah Lembaga 
. 

Penempatan Tenaga Kerja 
58 Swasta (LPTKS) antar kerja - 0 0 0 0 0 0 Lppd 

Jokal dalam saru wilayah 
kab/kota 

Jumlah perjanjian kerja yang 
59 disahkan oleh dinas bidang - 52 50 50 50 50 50 Lppd 

ketenagakerjaan Kab/Kota. 

Jumlah penempatan tenaga 

60 
kerja melalui lnformasi Pasar - 0 0 0 0 0 0 Lppd 
Kerja (!PK) Online 
(SJSNAKER) 

Jumlah Calon Pekerja 

61 
Migran Indonesia 
(CPMl)/Calon Tenaga Kerja ~lo - 1 l ,50% 10% 10% 10% 10% 10% Lppd 

Indonesia (CTKI) yang 
mendaoatkan sosialisasi 

Jumlah Calon Pekerja 
Migran Indonesia 

62 (CPMl)/ Calon Tenaga Kerja - 52 50 50 50 50 50 Lppd 

Indonesia (CTKI) yang 
terdata 

Jumlah Calon Pekerja 
Migran Indonesia 

63 
(CPMl) / Calon Tenaga Kerja - 0 0 0 0 0 0 Lppd 
Indonesia (CTKII yang 
mendapatkan fasilitasi 
kepulangan 

Jumlah Calon Pekerja 
Migran Indonesia 

64 
(CPMI)/Calon Tenaga Kerja - 0 0 0 0 0 0 Lppd 
Indonesia (CTKl) yang 
mendapatkan pendidikan 
dan pelatihan kerja 

Data pemberdayaan Pekerja 
Migran Indonesia 

65 (PMl)/ Tenaga Kerja - 0 0 0 0 0 0 Lppd 

Indonesia (TKJ) puma dan 
keluarganya 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kinerja Realisasl Kondisi Kinerja 

Pada Awal Target Capa.lan Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ Indikator Kinerja Satuan Periode RPJMD 

KJnerja Pada Akhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tw.hun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jurnlah Layanan Terpadu 
66 Salu Atap (LTSA) yang - 0 0 0 0 0 0 Lppd 

dibentukan 

67 
Persentase Tenaga Kerja 
yang terlindungi 

% - 60 - - - - 60 Indikator Lama 

68 
Persentase lulusan pelatihan Orang - 35 orang - - - - 35 orang lndikator Lama 

.. yang berkompeten 

Urusan Aclministrasi 
1l Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Nilai lndek Kepuasan 
Masyarakat (!KM) Bidang Indeks A-82 A-83,56 A-84 A-85 A-86 A-87 A-87 

lndikator 
1 Administrasi Kependudukan 

Tujuan PD 

dan Pencatatan Sipil 
Persentase Kepemilikan Indikator 

2 Dokumen Kependudukan % 99,99 100% 92% 92,45% 92,72% 92,98% 92,98% Sasaran PD 
dan Pencatatan Sioil 
Persentase Pengaduan lndikator 

3 M asyarakat yang % - 60% 60,50% 70,00% 70,50% 80,00% 80,00% Sasaran PD 
terselesaikan 
Persentase Penerbitan % 99,18 93,33% 84% 84,00% 84,50% 85% 85% 

lnclikator 
4 Dokumen Keoendudukan 

Prol!J"am PD 

Persentase Penerbitan 
5 Dokumen Akta Pencatatan % 100 93,33% 94% 94,25% 94,50% 94,75% 

lndikator 
94,75% Program PD 

Sioil 

6 
Akurasl database % 99% 99,10% 99,15% 99,20% 99,20% 

lndikator 

kenendudukan 
- - Proirram PD 

7 Perekar,1an KTP elektronik % - 99,34% 98,25% 98,50% 98,75% 99,00% 99,00% Lppd 

Persentase anak usia 0l-7 
8 tahun kurang I (satu) hari % - 8 1,76% 81,00% 90,00% 92,00% 94,00% 94,00% Lppd 

yang memiliki KIA 

9 Kepemilikan akta kelahiran % - 98,90% 98,90% 99,00% 99,10% 99,20% 99,20% Lppd 

2 OPD dengan 
Jumlah OPD yang telah Perjanjian 

10 
memanfaatkan data - Kerjasama dan 20 18.18% 39,39% 63,63% 90,90% 90,90% Lppd 
kependudukan berdasarkan ~mbaga pengguna 

perjanjian kerja sama data 
kependudukan 

11 Penerbitan akta perkawinan % - 100% 99,00% 99,10% 99,20% 99,30% 99,30% Lppd 

12 PenerbiLan akta perceraian % - 100% 99.00% 99,10% 9920% 9930% 99,30% Lnnd 

I~ Penerbitan akta kematian % - 100% 98,50% 98,75% 99,00% 99,25% 99,25% Lppd 
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Aspek/ Fokus/ Biclang 
Kondisi Kinerja Reallsasl Kondisi Kinerja 

Pada Awal Target Capaian Set lap Tahun 
Nomor Urusan/ Indikator Kinerja Satuan Periode RPJMD 

Kinerja Pada Akh1r Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14 
Penyajian data 
kependudukan 

% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

15 persentase uptime SIAK % - 100 - - - - 100 Jndikator Lama 

16 
Persentase Kepemilikan 
dokumen KK 

% 100 100 - - - - 100 lndikator Lama 

17 
?ersentase Kepemilikan % 98,35 99,34 - - - - 99,34 lndikator Lama 
Dokumen KTP 

18 
Persentase Kepemilikan 
Dokumen KIA 

% - 80 - - - - 80 Indikator Lama 

19 
Pcrsentase Kepemilikan % 100 98,9 - - - - 98,9 lndikator Lama 
Kutioan Akte Kelahiran 

20 
Persentase Kepemilikan % - 98 - - - - 98 lndikator Lama 
Kutipan Akte Kematian 

21 
Persentase Kepemilikan % 100 100 
Kutipan Akte Perkawinan 

- - - - 100 lndikator Lama 

Persentase Uptime Database 
98% lndikator Lama 22 Kepcndudukan dan % 98% - - - -

Pencatatan Sipil 

Ill 
Urusan Pemerintahan 
Bidang Pangan 

80,84 80,94 81,04 81,04 
lndikator 

l lndeks Ketahanan Pangan lndeks - 80,64 80,74 Tuiu an PD 

95,6 95,7 95,8 95,8 
lndikator 

2 Skor Pola Pangan Harapan skor - 95,4 95,5 Sasaran PD 

persentase Angka 100 100 100 100 100 
lndikator 

3 Kecukupan Ener11:i (%1 
% 0 0 Prowam PD 

Persentase Pangan Segar 80 
Jndikator 

4 % 0 0 80 80 80 80 Prowam PD Aman yang Teruii 1%1 
Persentase Daerah Rentan 25% 22% 22% 

lndikalOr 
5 % - - - - Program PD dan Rawan Pangan 

Persentase ketersediaan 

6 
pangan (Tcrsedianya % - 138,56 
cadangan beras/ jagung 

100 100 100 JOO 100 Lppd 

sesuai kcbutuhan) 

Tersedianya infrastruktur 
pergudangan dan sarana Ada/ tidak tidak tidak tidak tidak tidak Lppd 7 pendukung lainnya untuk tidak -
penyimpanan cadangan 
pan2an 

8 
Tersa1urkannya pangan Ada/ - tidak tidal< tidal< tidak tidal< tidal< Lppd 
pokok dan pangan lainnya tidak 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Kondlsi Kinerja Realisasl Kondisl Kinerja 

Pada Awal Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ Indlkator Klnerja Satuan Perlode RPJMD 

Klnerja PadaAkhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Perlode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tersedianya regulasi harga Ada/ 
9 minimum daerah untuk tidak 

- tidak tidak tidak tidak tidak tidak Lppd 

pangan lokal 

Terlaksananya kegiatan 
pemberdayaan masyarakat 

10 
dalam rangka pemenuhan Ada/ - ada ada ada ada ada ada Lppd 
konumsi pangan yang tidak 
beragaro dan bergizi 
seimbane 

11 
Tersedianya peta ketahanan 
dan kerentanan pangan 

unit - - l 1 1 1 1 Lppd 

12 
Tertanganinya kerawanan Ada/ - ada ada ada ada ada ada Lppd 
pangan tidak 

Tersalurkannya cadangan Ada/ 
13 pangan pada daerah rentan tidak - tidak tidak tidak tidak tidak tidak Lppd 

rawan pangan 

14 
Terlaksananya pengawasan Ada/ - ada ada ada ada ada ada Lppd 
kearnanan pangan segar tidak 

Rasia Ketersecliaan Pangan 
15 Utama dan Konsumsi skor - 1,38 - - - - 1,38 lndikator Lama 

Panean 

16 
Persentase Peningkatan % - 0 ,18 - - - - 0 , 18 lndikator Lama 
Ketersediaan Pangan Utama 

Urusan Pemerlntahan 

IV 
Bidang Pen.gendallan 
Penduduk dan Keluarga 
Berencana 
Contraception Preualency Indikator 

1 Rate diatas rata-rata % 72,76% 62,17% 62,54% 63,00% 64,00% 64,00% Sasaran PD 
nasional 

2 
Perscntase Angka UKP (Usia % s 5 .58% s 4.95% ,;4.8% s4.7% ,; 4.7% 

Indikator 

Kawin Pertama) < 20 tahun 
- - Program PD 

3 Menurunnya Unmet Need % 4.2% 11,60% 16,93% 8,00% 7,50% 7,00% 7,00% 
Indikator 

Proirram PD 

Meningkamya kepesertaan Indikator 
4 anggota Tribina PUS yang % 79,10% 82,25% 80,25% 81,00% 82,00% 83,00% 83,00% Program PD 

ber-KB 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kinerja Reallsasi Kond.isi Kinerja 

Pada Awal Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ Indikator Kinerja Satuan. Perlode RPJMD 

Kinerja PadaAkhlr Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

Meningkatnya Jumlah SSK SSK 4 SSK 4 SSK 7 SSK 8SSK 9 SSK 9 SSK 
lndikator 

5 Program PD 

Meningkatnya Kampung KB Kampung 3 KAMPUNG 3 KAMPUNG KB 4 KAMPUNG KB 5 KAMPUNG KB 6 KAMPUNG KB 6 KAMPUNG KB 
lnclikator 

6 yang berstandar paripuma KB KB Program PD 

Persentase pemakaian 

7 
kontrasepsi Modem (Modem % . 72.76% 72,77% 72,78% 72,79% 72,80% 72,80% Lppd 
Contraceptive Prevalence 
Rate/mCPR) 

Persentase kebutuhan ber-
KB yang tidak terpenuhi % . 11.58% < 8 % <7 .9% <7.8% <7.7% <7.7% Lppd 

8 (unmet need) 

Tersedianya dokumen Grand 
Sudah ada Sudah ada Sudah ada 
dokumen dokumen GDPK dokumen GDPK 

Design Pembangunan - GDPK tetapi tetapi masi . - - tetapi masi Lppd 
9 Kependudukan (GDPK) yang masi belum belum belum 

diPerdakan diperdakan diperdakan diperdakan 

Median Usia Kawin Pertama Wanita >21 Wanita >21 Wanita >21 Wanita >21 Wanita >21 
Perempuan (MUKP) 'leluruh - 27 Tahun 

tahun tahun tahun tahun tahun 
Lppd 

10 wanita umur 25-49 tahun 

Angka Kelahirw Remaja 
umur 15- 19 tahun (Age skor 0 ,45 0 ,46 0 ,54 0,53 0,52 0,51 0 ,51 Lppd 

11 Specific Fertility Rate/ ASFR 
15-19) 

Persentase masyarakat yang Lppd 
terpapar isi pesan Progrwn % - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

12 KKBPK (advokasi dan KIE) 

Jumlah stakeholders/ 
pemangku kepentingan dan 
mitra kerja (termasuk Stake Lppd organisasi kemasyarakatan) holders 

. 17 16 16 16 16 16 
13 yang berperan serta aktif 

dalam pengelolaan program 
KKBPK 

Persentase Fasilitasi 
Kesehatan (Faskes) yang siap % . 98,04% 97,78% 97,78% 97,78% 97,78% 97,78% Lppd 

14 melayani KB MKJP 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kinerja Realisasi Kondisi Kinerja 

Pada Awai Target Capalan Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ Indlkator Kinerja Satuan Periode RPJMD 

Kine rja PadaAkhir Keterangan 

Pembangunan Oaerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PersenLase Peserta KBAktif 
[PA) Metode Kontrasepsi % - 72,76 50,00% 51,00% 52,00% 53,00% 53,00% Lppd 

15 Jangka Panjang (MKJP) 

Pemerintah Daerah Provinsi 
yang memiliki Kelompok . 56 56 56 56 56 56 Lppd 

16 Kerja KKBPK yang efektif 

Persentase pelayanan KB % - 44,90% 45,00% 45,01% 45,02% 45,03% 45,03% Lppd 
17 Pasca Persalinan 

Persentase kesertaan KB di 
18 Kabupaten dan Kola dengan % . 64,96% 64,96% 64,96% 64 ,96% 64,96% 64,96% Lppd 

kesertaan rendah 

Persentase kesertaan KB 
19 keluarga Pene1 ima Bantu an % - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

Juran (PB!) 

20 
Total Fertility Rate / Angka skor 1,91 1,98 <2.1 
Kelahiran Total 

21 
Persentase Peserta KB Aktif % - 42,88 - - - . 42,88 lndikator Lama 
MKJP 

Urusan Pemerintahan 
V Bidang Komun.ikasi dan 

Informatika 

lndeks Sistem Pemerintahan 
Tidak ada t.anjutan 

1 lndeks 2 ,82 penilaian 2,83 (BAIK) 2,85 (BAIK) 2,87 (BAIK) 2 ,90 (BAIK) 2,90 (BAIK) Indikator 
Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2020 Sasaran Kata 

lndcks Domain Layanan indeks 2,80 2,87 2,95 3 , 10 3 ,10 
lndikator 

2 - -
SPBE 

Tuiuan PD 

lndeks Domain Manajemen 1,9 1,93 1,97 2,01 
2,01 lndikator 

3 SPBE Tuiuan PD 

Tingkat Keterbukaan Skor 87,1 87,25 90 91 92 93 93 
lndikator 

4 lnfonnasi Publik Sasaran PD 

PersentaSC Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) 
yang terhubung dengan % 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 
5 - - Sasaran PD akses internet yang 

disediakan oleh Dinas 
Kominfo 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kond.isl K.lnerja Reallsasi Kondlsl Kinerja 

Pada Awal Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ Ind.ikator Klnerja Satuan Perlode RPJMD 

Kinerja Pada AkhJr Kete rangan 

Pembangunan Daera h Pe rlode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Ta hun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

Persentase OPD yang lndikator 
6 mernenuhi Standart Layanan % - 75% 75% 77% 80% 82% 82% Program PD 

lnformasi Publik 

7 
Nilai Domain Layanan SPBE Skor 3,6 3,6 

lndikator 

Administrasi Pemerintahan Program PD 

Persentase Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) 

8 
yang terhubung dengan % 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 

aksesinternetyang 
- - Program PD 

disediakan oleh Dinas 
Kominfo 
Persentase perangkat 
daerah yang saling 
terkoneksi di Jaringan Intra 
Pemerintah atau % 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 

9 menggunakan akses internet 
- - Program PD 

yang diamankan yang 
disediakan oleh Dinas 
Kominfo 

Persentase Layanan Publik 
10 yang diselenggarakan secara % - 70% 72% 73,00% 74% 75% 75% Lppd 

online dan terintegrasi 

Persentase masyarakat yang 
menjadi sasaran penyebaran 
informasi publik, 

11 mengetahui kebijakan dan % - 81,86% 81,88% 81,90% 81,92% 81,95% 81,95% Lppd 

program prioritas 
pemerintah dan pemerintah 
daerah kabupaten/kota 

Infonnasi tentang sumber 
12 daya yang tersedia untuk % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

pelayanan 

13 
Akses publik terhada p % - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 
informasi keuangan daerah 

Persentase perangkat daerah 
yang terkoneksi di Jaringan 
Intra Pemerintah atau 

14 menggunakan akses internet % - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

yang diamankan yang 
disediakan oleh Dinas 
Kominfo 

15 
Persentase perangkat daerah 
yang ruc:nggunakan akses 

% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 
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Aspek/ Fok:us/ Bidang 
Kondlsi Kinerja Reallsasi Kondisi Kinerja 

Pada Awai Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ Indikator Kinerja Satuan Periode RPJMD 

Kinerja Pada Akhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

internet yang berkualitas 
yang disediakan Dinas 
Kominfo 
Tersedianya sistem 
elektronik komunikasi intra 
pemerintah yang disediakan Ada/ 

16 Dinas Kominfo (berbasis tidak 
- Ada Ada Ada Ada Ada Ada Lppd 

suara, video, teks, data dan 
•. sinyal lainnya) dengan 

memanfaatkan 

Persentase kegiatan (event) , 
perangkat daerah dan 
pelayanan pubtik pada 
Pemerintah Daerah yang 

17 
dimanfaatkan secara daring 
dengan memanfaatkan 

% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

domain dan sub domain 
lnstansi Penyelenggara 
Negara sesuaidengan PM 
Kominfo No.5/2015 

Persentase perangkat daerah 

18 
yang memiliki portal dan 
situs web yang sesuai 

% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

standar 

Persentase perangkat daerah 
yang mengimplementasikan 
layanan aplikasi umum dan 

19 aplikasi khusus yang % - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan perundang-
undangan 

Persentase layanan SPBE 
(layanan publik dan layanan 
administrasi pemerintahan) 

20 yang tercantum dalam % - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

dokumen proses bisnis 
yangtelah diimplementasikan 
secara elektronik 

Persentase layanan SPBE 

21 
(layanan publik dan layanan 
administrasi pemerin tahan) % - 0% 10% 15% 20% 25% 25% Lppd 

yang memanfaatkan 
sertifikat elektronik 

22 
Persentase sistem elektronik % - 100% 
yang terdaftar sesuai 

100% 100% 100% 100% 100% Lppd 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Kondlsl Kinerja Reallsasi Kondlsi Kinerja 

Pada Awal Target Capaian Sctiap Tahun 
Nomor Urusan/ lndlkator Kinerja Satuan Periode RPJMD 

Kinerja Pada Akhir Keterangan 

Pembangunan Oaerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 202 3 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

Persentase layanan publik 
dan layanan administrasi 

23 yang terintegrasi dengan % . 86% 80% 82% 84% 86% 86% Lppd 

sistem penghubung layanan 
pemcrintah 

Persentase perangkat daerah 
24 yang menggunakan layanan % . 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

pusat data pemerintah 

Persentase perangkat daerah 
25 yang menyimpan data di % . 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

pusat data pemerintah 

Persentase perangkat daerah 

26 
yruig memperbaharui 
datanya sesuai siklusjenis 

% . 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

data (sesuai renstra kominfo) 

27 
Persentase data yang dapat % - 100% 
berbagi pakai 

100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

Persentase perangkat daerah 

28 
yang mengimplementasi 
inuvasi yang mendukung 

% . 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

smart city 

Persentase ASN pengelola 

29 
TIK yang tersertifikasi % - 100% 
kompetensi dibawah 
pengelolaan Dinas Kominfo 

100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

Tersed.ianya peraturan 

30 
daerah atau peraturan Ada/ . 
kepala daerah terkait tidak 

ada Ada Ada Ada Ada Ada Lppd 

imolementasi e-e.ovemment 
Perscntase komunitas 
masyarakat/ mitra strategis 
pemerintah daerah 

31 kabupaten/ kota yang % - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

menyebarkan informasi dan 
kebijakan pemerintah dan 
oemerintah kabuoaten/kota 

32 
Persentasc konten informasi 
terkait program dan 

% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Kondisl Kinerja 

Realisasl Kondisi Kinerja 
Satu.an 

Pada Awai 
Kinerja 

Targe t Capalan Setlap Tahun 
Pacla Akhir Keterangan Nomor Urusan/ Indikator Kinerja Periode RPJMD 

Pembangunan Daerah Pe.rlode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

kebijakan pemerintah dan 
pemerintah kabupaten/kota 
sesuai dengan strategi 
komunikasi (STRAKOMI 

Persentase diseminasi dan 
layanan informasi publik 

33 
yang dilaksanakan sesua.i 
dengan strategi komunikasi 

% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

(STARKOM) dan SOP yang 
telah ditetankan 

34 
Persentase pelayanan publik % - 33,40 
vanP sudah terinteerasi 

- - - - 33,40 lndikator Lama 

35 
Persentase sasaran % - 75 
nenvebaran informasi nublik 

- - - 75 lndikator Lama 

36 
Persentase Penyebaran % - 89 - - - - 89 lndikator Lama 
lnformasi tentanP Cukai 

VI 
Urusan Peme.rlntahan 
Bldanl' Statlstik 
Persenlase Organisasi 
Perangkat Daerah (OPDI 

lndikator 
L 

yang menggunakan data - - 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran PD statistik dalam menyusun 
perencanaan pembangunan 
daerah 
Jumlah kompilasi statistik 1 l 

lndikator 
2 - - l 1 l Program PD sektoral yang dilakukan 

Persentase OPD yang 
menggunakan data statistik % 100% 100% 100% l00% 100% 100% 100% Lppd 

3 dalam melakukan evaluasi 
pembangunan daerah 

Tersedianya buku prom Ada/ - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Lppd 
4 daerah tidak 

Jumlah survey statistik Kali - L l I 1 l l Lppd 
5 sektoral yang dilakukan 

Jumlah kompilasi statlstik Kali - I 1 l I 1 1 Lppd 
6 sektoral yang dilakukan 

Jumlah survey statistik 
l I 1 1 1 Lppd sektoral yang mendapat Kali - L 

7 rekomendasi dari BPS 
Jumlah kompilasi stastik 

l 1 1 Lppd sektoral yang mendapat kali - l I l 
8 rekomendasi dari BPS 
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Aspek/ Fokus/ Blclang 
Kondisl Klnerja Reallsasl Kondisl Klnerja 

Pada Awal Target Capalan Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ lnclikator Klnerja Satuan Periode RPJMD 

KJnerja Pada Akhlr Keterang1lll 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Ta.bun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun2023 Ta.bun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persentase kelengkapan % - 0% 
9 metadata kegiatan statistik 

0 100% 100% 100% 100% Lppd 

Persentase kelengkapan 
metadata variabel dari % - 0% 0 100% 100% 100% 100% Lppd 

10 kegiatan statistik 

11 
Persentase Data Statistik % 50 60 80 - - - 80 lndikator Lama 
Sektoral van11 Terin tcirrasi 

Vil 
Urusan Pemerintahan 
Bidang Persandian 

Presentase infonnasi Daerah Lndikator 
1 yang wajib diamankan % - - 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran PD 

dene:an nersandian 
Persentase OPD yang 
menggunakan layanan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lndL'<ator 
2 persandian untuk Program PD 

oene:amanan informasi 

Tingkat keamanan infonnasi % - 65% 65% 67% 68% 70% 70% Lppd 
3 pemerintah 

Persentase kegiatan strategis 
yang telah diamankan 
melalui kegiatan Lppd pengamanan sinyal - 0% 0 0 0 0 0 

4 dibanLiing banyaknyajumah 
kegiatan strategis yang 
harus diamankan 
Persentase system elektronik 
yang telah menerapkan 
prinsip sistem manajemen 
yang telah menerapkan 
prinsip2 manajemen % - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

5 keamanan informasi (SMKI) 
dan atau aplikasi persandian 
dibandingjumlah sistem 
elektronik yang ada pada 
oemerintah daerah 

Persentase sistem 
elektronik/ asset informasi % - 100% 70% 75% 80% 85% 85% Lppd 

6 yang telah diaudit dengan 
resiko kategori rendah 

Persentase titik yang 
diamankan dibanding 
dengan jumlah seluruh titik % - 88,23% 88,50% 88,80% 89,00% 89,50% 89,50% Lppd 

7 pada pemerintah daerah 
berdasarkan PolaHubune:an 
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Aapek/ Fokus/ Bidang 
Kondis i Kinerja Re allsasi Kondlsl Kinerja 

Pada Awai Target Capalan Setlap Tahun 
Nomor Urusan/ Indlltator KJnerja S atuan Kinerja Pada Akhir Keterangan 

Pembangunan Oaerah 
Periode RPJMD Periode RPJMD 

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2 022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Komunikasi Sandi (PHKS) 
yang ditetapkan 

8 lndeks Keamanan lnfonnasi level II (dua) Level II (dua) Level lndikator Lama 

Persentase PD yang 
9 mengimplementasikan % - 25 - - - - 25 lndikator Lama 

keamanan informasi 

VIII 
Urusan Pe m e rintahan 
Bidang Perpus takaan 

l 
Nilai tingkat kegemaran skor 2,38 2,38 2,4 
membaca masvarakat 

2,42 2,44 2,46 2,46 
Indikator 

Tuiuan PD 

Indeks Pembangunan 
2 Literasi Masyarakat Kota lndeks 8,6 8,7 8,80 8,90 90 9,lf) 

lndikator 
9,10 Sasaran PD 

Madiun 
Persentase perpustakaan 

3 sesuai standar nasional % 5,35% 5,59% 5,95% 
Indikator 

5,95% 5,95% 5,95% 5,95% Program PD 
oernustakaan 
Persentase koleksi nasional lndikator 

4 dan naskah kuno yang % - - 36% 37% 37% 38% 38% Program PD 
dilestarikan 
Rasio ketercukupan koleksi 1 penduduk : 3 1 penduduk : 3 l penduduk : 3 1 penduduk : 3 1 penduduk : 3 1 penduduk: 3 

5 perpustakaan dengan - Lppd 
Buku Buku Buku Buku Buku Buku 

oenduduk 
Persentase ketermanfaatkan 

6 perpustakaan oleh % - 3,8%. 4% 4,30% 4,60% 4,90% 4,90% Lppd 

masvarakat 
Rasio ketercukupan tenaga l tenaga 2 tenaga 3 tenaga 4 tenaga 5 tenaga 6 tenaga 

7 perpustakaan dengan - erpustakaan : 369 perpustakaan : 36l perpustakaan : 36~ perpustakaan : 36< perpustakaan : 36' perpustakaan : Lppd 

oenduduk oenduduk ocnduduk oenduduk oenduduk oenduduk 369 oenduduk 

Jumlah pemasyarakatan 
8 gemar membaca di % - 55% 56% 57% 58% 59% 59% Lppd 

masvarakat 
Jumlah naskah kuno yang 

9 
diakuisisi/ dialih media eksempla - 56 Eksemplar 10 eksemplar 10 eksemplar 10 eksemplar 10 eksemplar 96 eksemplar Lppd 
(digitalisasi) / terdaftar yang r 
ada di wilayahnva 
Jumlah naskah kuno yang 

10 dialih aksara dan dialih NlHlL N1HlL NlHlL N1HIL NIHIL NIHIL NIHIL Lppd 

bahasa 
Jumlah koleksi budaya etnis 

11 
nusantara yang tersimpan 
dan/ateu terdaftar yang ada 

NIHlL NIHIL N1HlL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL Lppd 

di wilavahnva liteml 

12 
Persentase Peningkatan % - 33,25% - - - - 33,25% Indikator Lama 
Kuniun!lan Pernustakaan 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Kondisl Kinerja Reallsasl Kondisl Klnerja 

Pada Awal Target Capaian Setlap Tahun 
Nomor Urusan/ lndlk.ator Klnerja Satuan Periode RPJMD 

Kinerja PadaAkhlr Keterangan 

Pembanguna.n Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nilai !KM Pemustaka 
13 terhadap layanan lndeks - 87,24 72 - - - 72 lndikator Lama 

oeroustakaan 

IX 
Urusan Pemerintah an 
Bldang Kearslpan 

l 
lndeks Penyelenggaraan lndeks 56 57 58 59 59 

lndikalor 

Kearsioan 
- - Tuiuari PD 

2 
Persentase Perangkat Daerah % 9% 9% 9% 9% 9% 

lndikator 

vane: Tertib Arsio 
- - Sasaran PD 

Tingkat ketersediaan arsip 
sebagai bahan akuntabilitas 
kinerja (alat bukti yang sah 

3 
dan pertanggungjawaban Skor - 82% 84% 86% 88% 90% 90% 

lndikator 

nasional) Pasal 40 dan Pasal 
Program PD 

59 Undang-Undang Nomor 
43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan 
Tingkat keberadaan dan 
keutuhan arsip sebagai 
bahan pertanggungjawaban 
setiap aspek kehidupan lndikator 

4 berbangsa dan bemegara Skor - 8,2 8,2 8,4 8,6 8,8 8,8 Program PD 
untuk kepentingan nrgara, 
pemerintahan, pelayanan 
publik dan kesejahteraan 
rakyat 

5 
persentase arsip aktif yang % - 9% 
telah dibuatkan daftar arsio 

9% 9% 9% 9% 45% Lppd 

persentase arsip in-aktif 
6 yang telalt dibuatkan daftar % - 15% 9% 9% 9% 9% 51% Lppd 

arsio 
Persentase arsip statis yang 

7 telah dibuatkan sarana % - 12% 6% 6% 6% 6% 36% Lppd 

bantu temu balik 

Persentase jumlah arsip yang 0%Aplikasi belum belum belum belum belum 
8 dimasukkan dalam SlKN - RIKANDI belum d dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan 

Lppd 

melalui JIKN lmncing oleh ANRl 

9 
Pemusnahan arsip yang kali 

13elum Dilakukan Belum Dilakukan 1 kali l kali 1 kali 3 Kali Lppd 
sesuai NSPK 

- Pemu snahan Pemusnahan 

Perlindungan dan Daftar 
22 daftar arsip 25 daftar arsip 28 daftar arsip 3 1 daftar arsip 34 daftar arsip 34 daftar arsip 

10 penyelamatan arsip akibat arsip 
- yang yang yang yang yang yang Lppd 

bencana van" sesuai NSPK diselamatkan diselamatkan diselamatkan diselamatkan diselamatkan diselamatkan 
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Aspek/ Fokus/ Blclang 
Kond.isl Kinerja Reallsasl Kondlsl Klnerja 

PadaAwal Target Capalan Setiap Tahun 
Nomor Unaan/ lnd.ikator Kinerja Sa tuan Periode RPJMD 

Kinerja PadaAkhir Keterangan 

Pembangunan Daer-ah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2 0 20 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Penyelarnatan arsip 
perangkat daerah provinsi 2 Perangkat belum belum belum 2 Perangkat yang digabung dan atau Daerah 

belum Lppd 
11 dibubarkan dan pemekaran 

- dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan Daerah Provinsi 

daerah kabupaten/ kota 
Provinsi 

yang sesuai NSPK di provinsi 

Autentifikasi arsip statis dan 
arsip hasil alih media yang 18 arsip hasil 21 arsip hasil 24 arsip hasil 27 arsip hasil 30 arsip hasil 30 arsip hasil Lppd 

12 dikelola oleh lembaga arsip - aJih media alih media alih media alih media alih media alih media 
kearsipan provinsi yang 
sesuai NSPK 

Pencarian arsip statis yang 
pengelolaannya menjadi 
kewenangan daerah provinsi Daftar belum belum belum belum 2 Daftar Arsip Lppd 

13 yang dinyatakan hilang arsip - 2 Daftar Arsip dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan 
dalam b,mtuk daflar 
pencarian arsip yang sesuai 
NSPK 

Penerbitan izin penggunaan 
1 (satu) SOP 

1 (satu I SOP Layanan lzin 
arsip yang bersifat tertutup Layanan Penggunaan belum belum belum belum Lppd 

14 yang disimpan di lembaga - Peminjaman Arsip yang dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan 
kearsipan daerah provinsi Arsip Bersifat 
yang sesuai NSPK Tertutup 

Persentase Unit Kearsipan 

15 
yang menerapkan unit - 5 unit - - - - 5 unit lndikator Lama 
pengelolaan arsip secara 
baku 

16 
Jumlah Berkas Arsip Yang 
Dikelola 

Berkas 57.615 berkas 60,004 berkas 59.500 berkas - - - 59. 500 berkas Inciikator Lama 

3 
Fokus Pelayanan Urusan 
Pilihan 

I 
Urusan Pemerlntahan 
Bidano- Transmivrasi 

Persentase pendaftar lndikator 
l transmigrasi yang % 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% Sasaran PD 

terfasilitasi 

persentase Penduduk yang 
20% 20% 20% 20% 

Indikator 
2 mendapatkan sosialisasi % - - - Program PD 

ketransmil!Tasian 
Jumlah kawasan Lppd 

3 transmigrasi yang difasilitasi - 0 tidak ada kawasan transmigrasi 

oenetaoannva 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kinerja Reallsasi Kondlsl Kinerja 

PadaAwal Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ Indikator Kinerja Satuan Perlode RPJMD 

Kinerja Pada Akhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 I Tahun 2022 I Tahun 2023 I Tahun 2024 

l 2 3 4 5 6 I 7 I 8 I 9 10 11 

Jumlah satuan pemukiman 
4 transmigrasi yang difasilitasi - 0 tidak ada pemukiman transmigrasi yang difasilitas Lppd 

pembangunannya 

5 
Jumlah satuan pemukiman - 0 tidak ada pemukiman transmigrasi yang dibina Lppd 
yang dibina 

4 
Unsur Pendukung Urusan 
Pemerintahan 

I Sekretarlat Daerah 

Nilai lncieks rerormasi 
Lanjutan 

1 lndeks (8) 67,34 (8) 65,55 (B) 67 (B) 68 (B) 69 (BB) 70,01 (BB) 70,01 lndikator 
birokrasi Tuiuan Kota 

Nilai akuntabilitas kinerja 
LanjULaJl 

2 Skor B (63,5) BB (70,01) BB (73) 88(76) 88(79) A (80,01) A (80,01) indikator 
pemcrintah Daerah sasaran kola 

Persenlase Penyediaan data 
dan informasi yang 
mutakhir, valid, lndikator 

3 komperehensif, aman, % - - 100% 100% 100% 100% 100% Tujuan PD 
transparan dan cepat dalam 
rangka fasilitasi pengambilan 
keputusan 

Nilai Laporan Tinggi/ 3,3056 3,385 Lanjutan 

4 Penyelanggaraan Pemerintah Sangat lndikator 

Daerah Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sasaran Kota 

lndeks kepuasan masyarakat Lanjutan 

5 (IKM} Pemerintah Kola lndeks 82,85 (baik] 85,501 (baik) 82,85 (baik) 83 (baik) 85 (baik) 86 (baik) 86 (baik) lndikator 

Madiun Sasaran Kota 

Lndikator 
Sasaran Rutin 

Nilai indeks Reformasi 
6 lndcks - B C B B B B Semua PD dan 

Birokrasi Perangkat Daerah lndikator Tujuan 
Kecamatan 

lndikator 
Nilai evaluasi imp!ementasi 

7 Skor 
SAKlP Perangkat Daerah 

A A A A A A A Program Rulin 
Scmua PD 

Persentase lndeks RB 
Perangkat Dacrah di lndikator 

8 Pemerintah Kota Madiun % - - 70% 72% 74% 76% 78% Tujuan PD 
bcrnilai baik 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondlsl Kinerja Reallsasi Kondlsi Kinerja 

Pada Awal Target Capaian Setiap Tahun 
l'fomor Urusan/ Indikator Kinerja Satlian Perlode RPJMD 

Kinerja Pad.a Akhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persentase Nilai SAKIP 

9 
Perangkat Daerah di % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Jndikator 

Pemerintah Kota Madiun Sasaran PD 

van" beroredikat BB 
Persentase IKM Unit Kerja lndikator 

10 Pelayanan yang berpredikat % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran PD 
baik 

lndeks Kepuasan 
Masyarakat di Bidang lndeks 80,08 80,08 

lndikator 
11 Pemerintahan dan 

Program PD 

Kesejahteraan Rakyat 

Persentase Penyediaan Data 
12 Bidang Pemerintahan dan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 
100% Program PD 

Keseiahteraan R"kvat 
lndeks Kepuasan 
Masyaraka t di Bidang lndeks 80,98 80,98 

lndikator 
13 Perekonomian dan 

Program PD 

Pembanrn•nan 

Persentase Penyediaan Data lndikator 
14 Bidang Perekonomian dan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Program PD 

Pembangunan 

Persen tase jumlah total 
proyek konstruksi yang 

15 
dibawa ke tahun berikutnya. % 0 ,00% 0,00% 0 ,00% 0,00% 0 ,00% 0 ,00% 0,00% Lppd 

Yang ditandatangani pada 
kuartal oertama 

Persentasejumlah 

16 
pengadaan yang dilakukan % 3,93% 21 ,52% 21 ,55% 21,60% 21,65% 21,70% 21 ,70% Lppd 

dengan metode kompetitif 

Rasio nilai belanja yang 
17 dilakukan melalui % 83 ,35% 87,42% 87,50% 87,60% 87,70% 87,80% 87,80% Lppd 

pengadaan 

Persentase Capaian Kinerja 

18 
lndikator Sasaran Kota tLKJ % - 74% - - - - 74% lndikator Lama 
Kota) Sesuai Target yang 
ditetapkan 

19 
persentase jumlah 
pengadaan barang/ jasa yang % - 100 - - - - 100 lndikator Lama 

terealisasi 

persentase OPD yang 

20 
melaporkan progres fisik dan % - 100 - - - - 100 lndikator Lama 
keuangan tepat waktu sesuai 
jadwal pelaksanaan 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Kondlsl Klnerja Reallsasl Kond!si Klnerja 

Pada Awal Target Capalan Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ Indlkator Klnerja Sa tuan Perlode RPJMD 

Klnerja Pada Akhlr Keterangan 

Petnbangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21 
jumlah kegiatan keagamaan kali - 15 - - - - 15 lndikator Lama 
yang difasilitasi 

Persen tase Penyelenggaraan 

22 
Pelayanan Publik yang 
indeks Ki-puasan 

% - 100 - - - - 100 lndikator Lama 

Masyarakatnya Bernllai Baik 

23 Nilai lKM B"Pian Umum lndeks - 81 - - - - 81 lnctikator Lama 

24 
!KM di Bidang Administrasi 
dan Keuangan 

lndeks - 81 - - - - 81 lndikator Lama 

25 
IKM di Bidang 
Kerumahtanggaan 

lndeks - 81 - - - - 81 lndikator Lama 

lndeks Kepuasan 

26 
Masyarakat (IKM) di bidang Indeks - 81 - - - - 81 lndikator Lama 
keprotokolan dan 
kepegawaian 

27 Pelayanan Dibidang Hukum jenis - 3 jenis - - - - 3 jenis lndikator Lama 

Persentase Pencapaian 
28 Kinerja Pemerintahan Tepat % - 100 - - - - 100 lndikator Lama 

waktu 

29 
Persentase Pelayanan % - 105 - - - - 105 lndikator Lama 
Kedinasan Pimpinan 

Jumlah Dokuem Do 
30 Pertanggungjawaban Kepala kumen - 6 dokumen - - - - 6 dokumen lndikator Lama 

Daerah yanl!. teoat svarat 

31 
Jumlah Ferjanjian kali 10 Kerjasama - - - - 10 Kerjasama lndikator Lama 
Keriasama 

32 
Persentase Prociuk Hukum % - 100 - - - - 100 Jndikator Lama 
yang Berkualitas 

33 
Nilai Kinerja Penyelenggara skor - 2,75 - - - - 2,75 Indikator Lama 
Pelayanan Publik 

Persentase Perangkat Daerah 

34 
yang melaksanakan % - 100 - - - - 100 lndikator Lama 
pengadaan barang/jasa 
sesuai regulasi 

Persentase Perangkat Daerah 

35 
yang Capaian Kinerja (LKJ % - 94,12 - - - - 94,12 Jndikator Lama 
Perangkat Daerah) Bernilai 
Sangat Baik 1:e 100) 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondlsl Kinerja RealisasJ KondJsJ Kinerja 

PadaAwal Target Capaian Setiap Tahun 
l'fomor Urusan/ Indikator Kinerja Satuan Pe rlode RPJMD 

Kinerja PadaAkhlr Ketera.ngan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tabun 2021 Tahun2022 Tahun 2023 Tabun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

36 
Persentase Kegiatan % . JOO . . . . JOO lndikator Lama 
Keae.amaan vanll difasilitasi 
Persentase OPD yang 

37 melaksanakan kegiatan % . 0 . . . . 0 lndikator Lama 

sesuai iadwal 

38 
jumlah kegiatan pendukung 
aktivitas ekonomi 

Kali - 4 . - . . 4 lndilcator Lama 

Jumlah kegiatan terkait 
39 penyelesaian peredaran kali . 2 . . . . 2 1ndikator Lama 

rokok ilegal 

40 Tingkat lnflasi skor - 1,8 - . - . 1,8 lndikator Lama 

41 
Persentase Kelompok Sosial % . 100 . - - - 100 lndikator Lama 
Ekonomi yang difasilitasi 

Persentase Jumlah Kegiatan 
42 Sosialisasi Bidang Cukai % . 100 . . . JOO lndikator Lama 

Vane. Dilaksanakan 

II Se kretarlat DPRD 
Persentase Terpenuhinya 
Hak Keuangan dan Indikator 

1 Administratif DPRD sesuai % . . . 100% - - 100% Tujuan PD 
ketcntuan Peratuam 
Perundanll•Undanllanl 

lndcks I<epuasan Pimpinan lndikator 
2 dan Anggota DPRD terhadap lndeks - . 80 80 85 86 86 Tujuan PD 

Pelayanan Sekretariat DPRD 

lndeks Kepuasan lndikator 
3 Masyarakat (IKM) terhadap 1ndeks - . . 84 . . 84 Sasaran PD 

Pelayanan Sekretariat DPRD 

4 
Persentase Tertib % - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 

Administrasi 
Sasaran PD 

5 
Persentase Kompetensi % - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 

Sumber Daya Manusia 
Sasaran PD 

6 
Persentase Sarana dan % - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 

Prasarana yang berkualitas 
Sasaran PD 

Persentase Fasilitasi 

7 
Penyusunan Produk Hukum % - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Indikator 

yang Sesuai dengan Standart 
Sasaran PD 

Pelavanan 
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Aspek/ Fok.us/ Bidang 
Kondisi Kinerja Realisasl Tuget capalan Setiap Tahun 

Kondlsi Kinerja 
Pada Awal Kinerja Pada Akhir Ke terangan 

Nomor Urusan/ Indikator Kinerja Batu.an Perlode RPJMD Periode RPJMD Pembangunan Daerah 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persentase Fasilitasi lndikator 
Penganggaran APBD yang % 100% 100% 100% 100% 100% JOO% Sasaran PD 8 . 
Sesuai Dengan Standart 
Pelayanan 

Persentase Fasllitasi 
100% 

lndikator 
Pengawasan Pelaksanaan % 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran PD 9 . -
APBD yang Sesuai dengan 
Standart Pelayanan 

lndeks Kepuasan lndikator 
Masyarakat (!KM) DPRD lndeks 81,29 90,42 79 80 81 82 82 Program PD 10 terhadap layanan Togas dan 
Fungsi 

lndeks Kepuasan 
Masyarakat (!KM) DPRD 

80 . . - - 80 lndikator Lama 
ll terhadap layanan lndeks . 

Perundang-Undangan, 
Dokumentas1 dan Rapat 

5 
Unsur Penuajang Urusan 
Pe.merlntahan 

m Perencanaan 
lndikator 

Tercapainya Target Sasaran % 86% 70% 80% 85% - - 85% Tujuan PD l - sasaran RPJMD 

2 Jndeks Perencanaan lndeks . 32 33 
lndikator 

34 35 36 36 Tujuan PD 

Sinergitas dokumen 
100% 

lndikator 
perencanaan (RPJPD, % 100% 100% 100% 100% . . 

Sasaran PD 3 RPJMD, RKPD. RENSTRA, 
RENJAI 
Persentase Capaian Kinerja 

lndikator 
Atas Target lndikator % 93% 91 % 100% 100% - . 100% Sasaran PD 4 Program Pemerintah Kota 
Madiun 

lndikator 
lndeks 31 32 33 34 35 35 Sasaran PD 5 lndeks Kualitas RPJMD -

35 
lndikator 

lndeks 31 32 33 34 35 Sasaran PD 6 !ndeks Kualitas RKPD . 

94% 
lndikator 

Persentase capaian kinerja % 90% 91% 92% 93% 94% Sasaran PD 7 . 
program RKPD 

25,5 
lndikator Nilai SAKIP pada komponen Skor . 23,65 24 24,5 25 ,25,5 Sasaran PD 8 perencanaan 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kinerja Realisasi KondJsi Kinerja 

Pad.a Awal Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ Inclikator Kinerja Satlian Periode RPJMD 

Kinerja PadaAkhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

persentase program lndikator 
9 penangan covid-19 yang % - 0 91 0 0 0 0 Sasaran PD 

dilaksanakan 

persentase sasaran lndikator 
10 Perangkal Daerah yang % 90% 91% 92% 93% 94% 94% Sasaran PD 

berbasis outcome 
Persentase Perangkat Daerah 

11 
yang Ookumen Perencanaan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 

Pengendalian dan Evaluasi Program PD 

Sesuai Ketentuan 
Persenlase Pelaksanaan Indikator 

12 Program Pembangunan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Program PD 
Daerah 

13 
Sinergitas dokumen 
perencanaan Kota Madiun, % - 100 - - - 100 lndikator Lama 

Provinsi dan Nasional 

Penerapan Kebijakan 
pembangunan rlaerah yang 

14 menerapkan konsep % - 100 - - - - 100 Indikator Lama 

Tematik, Holistik, lntegratif 
dan Soasial (THIS! 
Persentase Perangkat Daerah 

15 
yang Dokumen 
Perencanaannya sesuai 

% - 100 - - - - 100 Indikalor Lama 

Ketentuan 
Persentase Capaian target 

16 
program pembangunan 
bidang ekonomi, sosil dan 

% - 100 - . - . 100 lndikator Lama 

budava 
Persentase Dokumen 

17 
Perencanaan pembangunan % - 100 . - - - 100 lndikator Lama 
ekonomi, sosial dan budaya 
van2 daoat dimanfaatkan 
Persentase Capaian target 

18 program pembangunan % - 100 - - - - 100 lndikator Lama 

bidan2 orasarana wilavah 
Persentase Dokumen 
Perencanaan pembangunan 
prasarana wilayah yang 

19 
dapat dimanfaalkan / % - 100 . - - . 100 lndikator Lama 
Persentase capaian target 
sasaran pembangunan Kota 
Madiun Bidang Prasarana 
Wilavah 
Persentase Pemerintah Kola 

20 yang capaian kinerjanya % - 100 - - . - 100 lndikator Lama 

lebih dari 80 
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As pek / Fokus/ Biclang 
Kondlsi Kinerja Realisasi Koncllsi Kinerja 

PadaAwal Kinerja 
Target Capa.ian Setiap Tahun Pada .Akhlr Keterangan 

Nomor Urusan/ lndlkator Kinerja Satuan Periode RPJMD Periode RPJMD Pembangunan Daerah 
Tahun 2019 Tahun2020 Ta.hun 2021 Ta.hun 2022 Ta.hun 2023 Tahun 2024 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 

IV Keualll!'an Lanjutan 
Sebelumnya 

Indikator 
Opini BPK terhadap Laporan WTP/ WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Sasaran Kota 

1 Keuangan WDP MenJadi 
lndikator 

Tuiuan PD 

Persentase OPD yang 
100% 

lndika tor 
2 menyampaikan laporan % 100% 100% 100% 100% - - Sasaran PD 

keuangan sesuai WTP 

Persentase pemanfaatan aset 96% 
Indikator 

3 % - - 96% 96% 96% 96% Sasaran PD 
daerah Jndikator 

4 
Persentase aset yang % 70,85% 77% 80% 80% - - 80% Sasaran PD 
dilindungj Indikator 

5 
Persentase tersusunnya % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran PD 
Laooran BTT 
Persentase Pengelolaan kas 100% 

lndikator 
6 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran PD 

daerah yang akuntabel 

Persentase Tcrsusunnya lndikator 
7 

dokumen Perencanaan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran PD 
Pengangggaran yang tepat 
waktu dan bi-rkualitas 

Persentase Laporan 
8 Keuangan OPD yang sesuai % JOO% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Indikator 
Sasaran PD 

SAP 
Persentase bidang tanah 

80% 
Indikator 

9 pem.:rintah kota yang % - 80% 80% 80% 80% 80% Sasaran PD 
bersertifikat 

Realisasi kinerja keuangan 
10 % 

yang memenuhi target 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Indikator 
Program PD 

Pengelolaan Aset yang 100% 
Indikator 

11 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% ProJO"am PD 
bcrkondis1 baik 

12 
Rasio Belanja Pegawai di Iuar % 19,68% 21% 
guru dan lenaga kesehatan 

21,10% 21,20% 21,20% 21,30% 21,30% Lppd 

13 
Rasio PAD terhadap PDRB % 2,52% 2,49% 
Non Migas 

2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% Lppd 

Rasio Belanja Urusan 
14 Pemerintahan Umum % 66,15% 60,63% 60,70% 60,90% 62,20% 63% 63% Lppd 

(expenditures) 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondlsi Kine rja Re allsasi Kondisi Kine rja 

Pada Awai Target Capa.ian Setlap Tahun 
Nomor Urusan/ lndikator Kinerja Satuan Pe riode RPJMD 

Kinerja Pada Akhir Keteran gan 

Pembangunan Daerah Pe riode RPJMD 
Tahun 2 019 Tahun 2 02 0 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Deviasi realisasi belanja 
15 terhadap belanja toLal dalam % 83,36% 79,38% 80% 80% 80% 80% 80% Lppd 

APBD 

Deviasi realisasi PAD 
16 terhadap anggaran PAD % 107 106% 93,15% 95,50% 102% 103% 103% Lppd 

dalam APBD 

17 Manajemen Asel Ya/ tidak Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Lppd 

Rasio anggaran sisa 
18 terhadap total belanja dalam % 19,47% 22, 15% 2 1,50% 20,10% 19% 18% 18% Lppd 

APBD tahun sebelumnya 

Rasio Pajak Daerah 76.350.000.00 lndikator 
19 Terhadap Pendapatan Asli Rp. 82.332.000.000 0 

76. 978.000.000 80.255.000.000 - - 80.255.000.000 Tujuan PD 
Daerah 

20 Capaian Target Pajak Daerah % - - - 100% LOO% LOO% 100% 
lndikator 

Tujuan PD 

21 
Persentase peningkatan % . - . 5% 5% 5% 5% 

lndikator 

tareet pajak daerah Tujuan PD 

22 
persentase Peningkatan % 35% 36% 37% 38% 38% 

lndikator 

Tarl!et Paiak daerah 
- . 

Sasaran PD 

23 
persentase penin;;katan 
objek pajak yang dipantau % . - - 5% 5% 5% 

lndikator 
5% Sasaran PD 

denuan IT 
persentase peningkatan lndikator 

24 pembayaran pajak melalui % - . - 5% 5% 5% 5% Sasaran PD 
transaksi elektronik 
perser.tase Pencapaian 

25 
Target Pajak daerah % . - . LOO% 100% 100% 100% 

lndikator 

berdasarkan Surat Sasaran PD 

Ketetaoan Paiak Daerah 

26 
;>ersentase Peningkatan Data 
Potensi Wajib Pajak Daerah 

% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
lndik&tor 

Program PD 

27 
Peningkatan Capaian % 37% 41% 41% 41% 42% 43% 43% 

lndikator 

Penagihan Pajak Daerah Program PD 

28 
Persentase Peningkatan nilai % . 6 - - - - 6 lndikator Lama 
Aset Pemerintah Daerah 

29 
Persentase Bidang tanah o/o . 77% - - . . 77% lndikator Lama 
bersertifikat 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kinerja 

Re allsas l Kondisl Kinerja Pada Awal Target Capaian Setlap Tabun 
Nomor Urusan/ Indikator Klnerja Satuan Pe riode RPJMD Kinerja Pada AkhJr Keterangan 

Pembangunan Daerab Periode RPJMD 
Tabun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tabun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persentase Kontribusi Pajak 
30 daerah Terhadap % - 100 - - - - 100 Indikator Lama 

Pendapatan Asli Daerah 

Penyampaian Laporan Tidak/ 
31 Pertanggungjawaban APBD tepat Tepat Waktu Tepat Waktu - - - - Tepat Waktu lndikator Lama 

Tepat Waktu waktu 

Tidak/ -
32 

Pengesahan Perda APBD tepat Tepat Waktu Tepat Waktu - - - - Tepat Waktu lndikator Lama 
Tepat Waktu waktu 

33 
Persentase Penerbitan SP2D % - 100 - - - 100 lndikator Lama 
Tepat Waktu -

34 
Kontribusi Pengelolaan Aset Rp. - 8.407 .092 .860 
TerhadaP PAD 

- - - - 8.407.092.860 lndikator Lama 

35 
Persentase Ketersediaan % - 100 - - - - 100 lndikator Lama 
Basis Data Pajak Daerah 

36 
Persentase Pertumbuhan % - 118 - - - 118 lndikator Lama 
Penerimaan Paiak Daerah -

IV Kepegawaian 

lndeks Profesionalisme ASN lndeks 69 65 69,66 69,66 70 69,66 
lnclikator 

1 - - Tuiuan PD 

2 lndeks Sistem Merit lndeks - 130,5 170 190 220 250 250 
lnclikator 

Tuiuan PD 

3 
Persentase Penernpatan % 17,25 34,38 
Jabatan Sesuai Kompetensi 

23,52 25,5 - - 23,52 lndikator Lama 

Prosentase Penempatan lndikator 
4 Pegawai dalam Jabatan % - - 50% 50% 60% 70% 70% Sasaran PD 

sesuai dengan SKJ 

Persentase penilaian kinerja % 95% 5 pegawai dengan hasil baik 
- - 95% 95% 

lndikalor - - Sasaran PD 

Persentase Peningkatan 
% 30 33 33 

lndikator 
6 Kompetensi ASN 

- - - - Sasaran PD 

Persentase kesesuaian 
usulan pengadaan sesuai % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Indikator 
7 dengan jumlah fonnasi yang Sasaran PD 

dibutuhkan 

Persentase perencanaan ASN % 0 0 100% 100% 100% 100% 100% 
lndikator 

8 sesuai dengan kebutuhan Sasaran PD 

Persentase SKP ASN yang % 0 
0 

90% 90% 90% 90% 90% 
lndikator 

9 bemilai bruk (lebih dari 75) Sasaran PD 
~ 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Kondis l Kine rja 

Realisasl Kondlsl Kinerja 
Pada Awal Kinerja 

Target Capalan Setlap Tahun Pada Akhir Keterangan 
Nomor Urusan/ lndlkator Kinerja Satuan Pe rlode RPJMD Perlode RPJMD Pembangunan Daerah 

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persemase Pelanggaran 
10 % 0 ,25% 0 ,25% 0 ,25% 

Disiplin ASN 
0,25% 0 ,25% 0,25% 0,25% 

lndikator 
Sasaran PD 

Persentase terpenurinya 
lndikator 

11 
penggajian, penghargaan % 0 0 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran PD sesuai dengan aturan yang 
berlaku 

Persentase data kepegawaian 
12 % 

yang mutakhir 
0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Jndikator 
Sasaran PD 

Persentase Pemberhentian 100% 
lndikator 

13 % 0 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran PD ASN tepat waktu 

Nilai IKM Pclayanan 
14 lndeks 87,97 87,62 87,52 

Kepegawaian 
87,6 87,7 87,7 87,7 

lndikator 
Program PD 

Rasio Pegawai Pendidikan 

15 
Tinggi dan Menegah/Dasar 
(%) (PNS tidak termasuk 
guru dan tenaga kesehatan) 

% - 167% 184% 222% 268% 339% 339% Lppd 

Rasio pegawai Fungsional 
16 (%} (PNS tidal< termasuk % - 10% 11% 14% 17% 18% 18% Lppd 

guru dan tenaga kesehatan) 

Rasio Jabatan Fungsional 

17 
bersertifikat Kompetensi (%) 
(PNS tidal< termasuk guru 

% - 72% 74% 80% 84% 87% 87% Lppu 

dan tenaga kesehatan) 

Persentase Nilai SKP Pegawai 
18 yang Bernilai Baik 

% - 100% - - - - 100% lndikator Lama 

19 
Persentase Tercukupinya % - 113 - . - - 113 lndikator Lama 
Usulan Diklat Aparatur 

Persentase Penyelesaian 
145 145 lndikator Lama 

20 Administrasi Kepegawaian % - . - - . 

sesuai SOP 

Persentase Penyelesaian SK 
21 Terkait Kesejahteraan PNS % - 100 . - - - 100 lndikator Lama 

yang sesuai SOP 

22 
Persentase Penempatan PNS % . 100 - . - . 100 lndikator Lama 
sesuai SKM 

23 Persentase Kedisplinan ASN % - 100 - - - - 100 lndikator Lama 

Persentase Pengembangan % - 112 . - - . 112 lndikator Lama 24 ASN 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
KondisJ Kinerja Reallsasl Kondlsi K.lnerja 

Pada Awal Target CapaJan Setlap Tahun 
Nomor Urusan/ Jndikator Kinerja Satuan Periode RPJMD 

Kinerja PadaAkhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V Pend.idikan dan Pelat.ihan 

Persentase ASN yang 

1 
mengikuti pengembangan % - 30% 30% 33% 35% 37% 37% 

Indikator 

komptenesi sesuai PP 11 Thn Sasaran PD 

2017 

2 
Persentase Realisasi % 10% 12% 13% 14% 14% 

Indikator 

Pengembangan SOM 
. . Program PD 

VI 
Pen elltlan dan 
Pengembangan 

Indikator 

1 Indeks lnovasi Daerah Indeks . 1892 1892 1900 1925 1950 1950 
Sasaran Kota 
dan lndikator 
Sasaran PD 

2 
Indeks kualitas 
penelitian / kajian 

lndeks 32 33 34 35 36 36 
Indikator 

Sasaran PD 

3 
persentase program SMART % 75% 80% 85% 90% 95% 95% 

Ind.ikator 

CITY yang dilaksanakan Sasaran PD 

persentase peningkatan Indikator 
4 jumlah usu Ian jenis data % 5% 5% 5% 5% 5% 5% Sasaran PD 

untuk diaju!ran rekomendasi 

5 
persentase hasil 
penelitian/kajian yang dapat % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lnd.ikator 
100% Program PD 

dimanfaatkan 

6 
Unsur Pengawasan 0rusan 
Pemerintahan 

VII Inspektorat Daerah 

1 
Level Maturitas SPIP Kota Skor 2 2 3 3 3 

Indikator 

Mactiun 
. . 

Tuiuan PD 

2 Penilaian Mandiri SPIP Skor . 3.0 3.1 :.'1.2 3.3 3.4 3.4 
lndikator 

Tujuan PD 

persentase Temuan Hasil 

3 
pengawasan yang % . 91% 92% 93% 93% 

Indikator 

ctitindaklanjuti sesuai 
. . 

Sasaran PD 

rekomendasi 

4 Level Kapabilitas APIP skor . 2+ 2+ 2+ 2+ 
Indikator . . 

Sasaran PD 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kinerja Realisas i KondJsi Kinerja 

Pada Awal Target Capaian Se tiap Tahun 
Nomor Urusan/ Indikator Kinerja Sat\ian Periode RPJMD Kinerja PadaAkhir Kete rangan 

Pembangunan Daerah Pe riode RPJMD 
Tabun 2019 Tabun 2020 Tabun 2021 Tahun2022 Tahun 2 0 2 3 Tahun 2024 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

5 
Laporan keuangan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikalor 

tersamoaikan tenat waktu 
- Sasaran PD 

6 Nilai IKM lnspektorat lndeks - 87 indeks 88 indeks 89 indeks 90 indeks 91 indeks 91 indeks 
lndikator 

Sasar:J.11 PD 

7 
Nilai Survey Kepuasan atas Nilai - 4.05 4.1 4 .15 4.2 4 .25 4.25 

Lndikator 
Klnerja lnspektorat Sasaran PD 

Persentase Tindak lanjut 

8 
pengaduan masyara.kat yang % - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 

terselesaikan dengan cepal Sasaran PD 

dan tepat 

Persentase tenaga pemeriksa 

9 
dan aparatur pengawasan % - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 

yang bersertifikat dan Sasaran PD 

profesional 

Persentase Laporan BMD lndikator 
10 yang tersampikan secara % - 100% 100% LOO% 100% 100% 100% Sasaran PD 

tertib dan Lepat waktu 

Persentase Rumusan 
Kebijakan Penyelenggaraan lndikator 

11 Pengawasan yang disusun % - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran PD 
sesuai dengan Etika dan 
Profesionalisme 
Persentase l...aporan 
Monitoring dan Evaluasi 

12 
Pemenuhan Administrasi % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 

Pengawasan yang Sasaran PD 

tersampaikan secara tertib 
dan teoat waktu 
Persentase laporan tindak 
lanjut hasil pengawasan lndikator 

13 internal dan ekstemal yang % - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran PD 
tersampaikan secara tertib 
dan teoat waktu 

Persentase Jumlah 
Rekomendasi Hasil 

14 
Pemeriksaan Ketaatan yang % - - - 60% 65% 70% 70% 

lndikator 
Dimanfaatkan untuk Sasaran PD 

perbaikan kinerja perangkat 
daerah 

Persentase jumlah 
rekomendasi hasil 

15 
pemeriksaan kinerja yang % - -
dimanfaatkan untuk 

. 60% 65% 70% 70% 
lndikator 

Sasaran PD 

peningkatan kinerja 
oeran11kAt dAerah 
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Aspek/ Fokl.ts/ Bidang 
Kond.isi Kinerja Reallsasl Target Capaian Setlap Tahun 

Kondlsi Kinerja 
Pada Awal Kinerja PadaAkhir Keterangan Nomor Urusan/ Ind.ikator Kinerja Satuan Perlode RPJMD Periode RPJMD Pembangunan Daerah 

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persentase rekomendasi 
lndikator hasil pengawasan lainnya 

% - - 60% 65% 70% 70% Sasaran PD 16 yang dimanfaatkan untuk -
peningkatan kinerja 
oerane:kat daerah 
Persentase rekomendasi 
hasil reviu rencana 

70% 
lodikator keuangan daerah yang % - - 60% 65% 70% Sasaran PD 17 -

dimanfaatkan untuk 
peningkatan kinerja 
keuane:an daerah 
Penilaian mandiri 

lndikator pelaksanaan reformasi Nilai - - - 71 nilai 75 nilai 81 nilai 81 nilai Sasaran PD 18 blrokrasi Pemerintah Kota 
Madiun 
Nilai rata - rata evaluasi 

Jndikator SAKJP oleh lnspektorat 
- 76,01 7'J,0 1 80,01 80,01 Sasaran PD 19 minimal dalam kategori Baik Nilai - -

pada perangkat daerah Kota 
Madiun 

lndikator Penilaian mandiri maturitas Nilai - - - 2.00 2.50 3 .00 3.00 Sasaran PD 20 SPIP Terintee:rasi 
lndikator Penilaian Mandiri Kapabilitas Jndeks - 2.0 2.0 2.0 2.50 3.00 3 .00 Sasaran PD 21 APIP 

Jumlah perangkat daerah di 
Jndikator lingkungan Pemerintah Kota 

Unit - - 1 unit l unit 1 unit l unit Sasaran PD 22 Madiun yang diusulkan 
untuk mendapatkan 
nredikal menu1u WBK 
Persentase rekomendasi 
rencana aksi hasil koordinasi 

lndikator dan supervisi pencegahan % - - 60% 65% 70% 70% Sasaran PD 23 -
korupsi yang dirnanfaatkan 
untuk peningkatan kioerja 
peran11:kat daerah 
Persentase rekomendasi 
hasil reviu dokumen 

70% 
lndikator perencanaan pembangunan % - - 60% 65% 70% Sasaran PD 24 -

daerah yang dimanfaatkan 
untuk peningkatan kinerja 
oeranekat daerah 
lndeks persepsi pegawai 

4 .00 
lndikator lnspek::orat atas Kepuasan lndeks - - 3.50 3.75 4.00 Sasaran PD 25 -

Kinerja lnspektorat Kota 
Madiun 
Persentase realisasi 

Indikator dukungan layanan % - - 60% 70% 80% 80% Sasaran PD 26 -
manajemen pengawasan 
internal 
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Aspek/ Folrus/ Bidang 
KondlsJ Klnerja Reallsasi Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi Kine rja 
Pada Awal 

Klnerja Pada Akhir Keterangan Nomor Urusan/ lndikator Klnerja Sattian Perlode RPJMD Periode RPJMD Pembangunan Daerah 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persentase realisasi 
Lndikator pelaksanaan Program Kerja % - - - 60% 70% 80% 80% Sasaran PD 27 Pengawasan Tahunan (PKPT) 

lnsoektorat Kata Madiun 
Indikator persentase OPD yang % - 25% 30% 35% 40% 45% 45% Program PD 28 maturitas SP! nya level 3 

persentase Dokumen 
Jndikator Kebijakan dan Sisdur % - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Program PD 29 Pengawasan serta Asistensi 

vanl!: Teroenuhi 

Maturitas Sistem 
2 3 3 3 3 3 Lppd 30 Pengendalian Intern skor -

Pemerintah (SPIP) 

Peningkatan Kapabilitas 
31 Aparat Pengawasan lntern Skar - 2+ 2+ 2+ 3 3 3 Lppd 

Pemerintah (APIP) 

Persentase aparatur 25 Orang - - - - 25 Orang lndikator Lama -32 oengawas yang bersertifikat 
orang 

Persentase Dokumen 
100% - - 100% lndikator Lama 33 Kebijakan dan Sisdur % - -

Penl!:awasan yang Terpenuhi 

7 Unsur Kewilavahan 
vm Kecamatan 

lndikator Persentase penurunan 
% 100% 100% 100% 100% - - 100% Tujuan PD 1 gangguan ketentraman dan 

ketertiban kecamatan 
Persentase peningkatan 

66% 
lndikator kelurahan yang terklasifikasi % 0% 11% 3~% 44% 55% 66% Sasaran PD 2 swasembada di Kecamatan 

Manvuhario 
Persentase peningkatan 

66% 
lndikator kelurahan yang terklasifikasi % 11% 22% 33% 44% 55% 66% Sasaran PD 3 swasembada di KecamatlU1 

Kartohsario 

Persen tase peningkatan 
lndikator kelurahan yang terklasifikasi % 11% 22% 33% 44% 55% 55% Sasaran PD 4 swasembada di Kecamatan 

Taman 

Nilai lndeks Pelayanan 
5 Publik di Kecamatan lndeks 2,77 3,08 3,08 3 ,08 3,08 

lndikator 
3,08 Sasaran PD 

Man,mhsario 

Nilai lndeks Pelayanan lndikator 
2 ,85 2,90 2 ,93 2 ,96 2 ,99 2 ,99 Sasaran PD 6 Publik di Kecamatan lndeks 

Kartoharjo 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Konclisi Kinerja Reallsasi Kond.lsi Kinerja 

Pada Awal Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ lndikator Kinerja S atuan Periode RPJMD 

Kine rja Pada Akhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2 021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Nilai lndeks Pelayunan lndeks 2 ,60 3 ,25 3 ,30 3 ,50 3 ,70 3 ,70 
Indikator 

7 Publik di Kecamatan Taman Sasaran PD 

Persentase terfasilitasi 
pencegahan gangguan lndikator 

8 kearnanan dan ketertiban % 100% 100% 100% l00% 100% 100% Sasaran PD 
masyarakat di Kecamatan 
Maniruhario 
Per sen tase terfasiH tasi 
pencegahan gangguan lndikator 

9 keamanan dan ketertiban % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran PD 
masyarakat di Kecamatan 
Kartohario 
Persentase terfasilitasi 
pencegahan gangguan 

10 keamanan dan ketertiban % 100% 100% 100% 100% 100% 
lndikator 

100% Sasaran PD 
masyarakat di Kecamatan 
Taman 
persentase rekomendasi 
hasil koordinasi bidang 
pemerintahan, 

lndikator pemberdayaan masyarakat, % 100% 100% 100% 100% 11 kesejahteraan sosial, Sasaran PD 

pembangunan dan 
ketentraman dan ketertiban 
masvarakat 
Persentase lembaga 
kemasyarakatan yang 
berpartisipasi dalam % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 
12 pemberdayaan masyarakat Program 

diwilayah Kecamatan 
Man011hario 
Persentase lembaga 
kemasyarakatan yang 
berpartisipasi dalam % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 
13 pemberdayaan masyarakat Program 

diwilayah Kecamatan 
Kartohario 
Persentase lembaga 
kemasyarakatan yang lndikator 

14 berpartisipasi dalam % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Program 
pemberdayaan masyarakat 
diwilavah Kecamatan Taman 
lndeks Kepuasan lndikator 

15 Masyarakat Kecamatan lndeks 93,34 90,54 90,49 90,03 90,03 90,03 90,03 Program 
Mana.1hario 
lndeks Kepuasan lndikator 

16 Masyarakat Kecamatan lndeks 87,56 87,7 87,7 87,75 87,8 87,85 87,85 Program 
Kartohario 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Kondisl Klnerja Reallsasl Target Capaian Setiap Tahun 

Kondlsi Klnerja 
Pada Awal Kine.rja Pada Akhir Keterangan Nomor Urusan/ lndikator Klnerja Satuan Perlode RPJMD Perlode RPJMD Pembangunan Daerah 

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

lndeks Kepuasan lndikator 
88,30 88,29 88,12 88,46 88,78 88,94 88,94 Program 17 Masyarakat Kecamatan lndeks 

Taman 

Persentase kewenangan yang 

100% 
lndikator dijalankan Kecamatan % 100% 100% 100% 100% 100% Program 18 Manguharjo dan tidak 

dilaksana kan OPD lain 

Persentase kewenangan yang 

100% 
lndikator dijalankan Kecamatan % 100% 100% 100% 100% 100% Program 19 Kartoharjo dan tidak 

dilaksanakan OPD lain 

Persentase kewenangan yang 

100% 
lndikator dijalankan Kecamatan % 100% 100% 100% 100% 100% Program 20 Taman dan tidak 

dilaksanakan OPD lain 

Persentase pengkoordinasian 

100% 
lndikator ketentraman dan ketertiban % 100% 100% 100% 100% 100% Program 21 umum di Kecamatan 

Manguharjo 

Persentase pengkoordinasian 

100% 
lndikator ketentraman dan ketertiban % 100% 100% 100% 100% 100% Program 22 umum di Kecamatan 

Kartohario 
lndikator Persen tase pengkoordinasian 

100% 100% 100% 100% 100% 100% Program 23 ketentraman dan ketertiban % 
umum di Kecamatan Taman 
jumlah usulan prioritas 

18 usulan 
lndikator musrenbang kecamatan usulan 18 usulan 18 usulan 18 usulan . . . 

Program PD 24 yang terakomodir dalarn 
RKPD di kecarnatan 

Persentase terselesaikannya 
25 permohonan rekomendasi di % . 100 . . . . 100 lndikator Lama 

kelurahan sesuai ketentuan 

Persentase Hasil Koordinasi 100 . . . - 100 lndikator Lama 26 % . 
van2 ditindak lanjuti 
Persentase Usulan 

lndikator Lama Musrenbang Kecamatan 10 . . . . 10 27 % -
yang terakomodlr dalam 
RKPD 

lndikator Lama lndeks perkembangan 100 . . . - 100 28 skor . 
kelurahan 

8 Unsur Pemerlntahan Umum 

IX 
Kesatuan Bangsa dan 
Polltik 
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Aspek/ Fokus/ Blda.ng 
Kondls l Kinerja Re allsasl Kondisi K.lnerja Pada Awal Targe t Capalan Setlap Tahun 

Nomor Urusan/ Indlkator Kinerja Satuan Pe riode RPJMD 
Kinerja Pada Akhlr Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lanjutan 

B (75,001 
lndikator 

l lndeks Kerukunan lndeks 
B (73,95) (B 74,03) B (74,301 B (74,40) B (74,46) B (75,00) Sasaran Kota 

(Harmonis) (Hannonis) (Hannonis) (Hannonis) (Harmonis) (Harmonis) (Harmonis) dan lndikator 
Tuiuan PD 

persentase konllik yang 96,15% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
lndikator 

2 tertangani 
% Sasaran PD 

Persentase Partai Politik lndikator 
3 pemenang Pemilu yang lolos % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran PD 

verifikasi 

Jumlah Peningkatan organisas lndikator 
4 Orkemas yang Berbadan i - 1 organisasi 1 organisasi 1 organisasi 1 organisasi 1 organisasi l organisasi Sasaran PD 

Hukum 

Jumlah Konllik Keagamaan, Kejadian lndikator 
5 Kehidupan Sosial dan / konllik 

- -10 -10 -10 -10 -10 -10 Sasaran PD 
Budava 
Cakupan pembinaan ldeologi lndikator 

6 Pancasila dan Karakter % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Program PD 
Keban1i.saan 

persentase pendidikan 
100% 100% 

lndikator 
7 politik kepada Partai Politik % 100% 100% 100% 100% 100% Program PD 

Pemenang Pemilu 

persentase Status 81,80% 72,91% 68% 69% 69% 70% 70% 
lndikator 

8 Kelemba1i.aan Orkemas 
% Prol!.ram PD 

persentase koordinasi yg 
100% 100% 100% 100% 

lndikator 
9 dilakukan denga., pemangku % 100% 100% 100% Program PD 

kepentingan 

Konllik horisontal di dalam 0 konllik 0 konllik 0 konllik O konllik 
lndikator 

10 kali - - - Program PD masyarakat 

Persentase masyarakat yang lndikator 
11 memahami nilai-nilai % - - 100% - - - 100% Program PD 

Nasionalisme 
Persentase pemahaman % 100% 100% 

lndikator 
12 masvarakal dibidanl!. oolitik 

- - - - - Program PD 

Persentase konllik yang 100% 100% 100% 100% 100% 
lndikator 

13 % - - Prol!.ram PD terfasilitasi 

14 
Persentase Orkesmas yang % - 40% 
berbadan Hukum 

45% - - - 45% lndikator Lama 

15 Cakupan Hubungan Sosial % - 2,6 - - - - 2,6 lndikator Lama 

16 Persentase Orkemas % - 100 - - - - 100 lndikator Lama 

m ASPEK DAYA SAING 
DAERAH 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Kondlsl Klnerja 

Reallsasi Kondlsi Kinerja 
PadaAwal Target Ca paian Setiap Tahun 

Nomor Urusan/ lnclik.ator Kinerja Satuan Periode RPJMD 
Kinerja PadaAkhir Keterangan 

Pembangunan Daerab Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tabun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A Kemampuan Ekonoml 

Urusan Pemerintahan 
I Bidang Koperasi, Usaha 

KecU dan Menenl"ah 
Persentase koperasi yang % 0 ,70% 1,30% 10,53% 11,76% 11 ,76% 

lndikator 
1 berkualitas 

- . 
Tuiuan PD 

Persentase pertumbuhan lndikator 
2 Usaha Mikro yang beromzet % - - 0,05% 0 ,05% - - 0,05% Tujuan PD 

naik 
persentase Usaha Mikro % 0,047% 0,075% 0,09% 0,12% 0,12% 

lndikator 
3 vane: beromset naik 

- - Tuiuan PD 

persentase koperasi yang % 80% 83% 85% 87% 87% 
lndikator 

4 - - Tuiuan PD bersertifikat NTK 

Persentase koperasi aktif % 99,33% 98,69% 98,69% 98,71% 98,71% 
lndikator 

5 - - Sasaran PD 

Persentase Usaha Milcro % 0 ,05% 0,05% 0,05% 
lndikator 

6 vane. beromzet naik 
- - - - Sasaran PD 

Persentase Peningkatan lndikator 
7 Jumlah Koperasi Yang % - - 3% 3% 3% 3% 3% Sasaran PD 

Bersertilikat Nik 
Persentase jumlah koperasi 

8 yangjenis usahanya % - - 2,5% 
lndikator 

2,5% 2 ,5% 2,5% 2,5% Sasaran PD 
bertambah 

Persentase Peningkatan lndikator 
9 Pelaku Usaha Yang Beromset % . - 15% 15% 15% 15% 15% Sasaran PD 

Naik Setelah Dipromosikan 

Persentase peningkatan 
Pelaku Usaha Mikro Yang % 10% 10% 10% 10% 10% 

lndikator 
10 Beromset Naik Setelah 

- - Sasaran PD 

Pembinaan 
Persentase koperasi % 0 81,29% 80.13% 86,50% 86,50% 

lndikator 
11 bersertfi.kat NIK 

- - Proirram PD 

Persentase koperasi aktif % 30% 30% 30% 
lndikator 

12 dengan omzet meningkat 
- - - - Program PD 

Persentase Usaha Mikro 
13 terfasilitasi yang beromzet % - - 7,00% 

lndikator 
7 ,00% - - 7 ,00% Program PD 

naik 
Persentase Usaha Milcro % 7% 14 dibina yang beromzet naik 

- - 7% 7 ,33% 8% 8% 
lndikator 

Program PD 

Persentase jumlah koperasi lndikator 
15 yang disetujui permohonan % - - 75,0% 75,0% 75 ,0% 75,0% 75,0% Program PD 

bersertfikat NIK 
Persentase koperasi yang lndikator 

16 dibina dan jenis usahanya % - - 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% Program PD 
bertambah 
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Aspelr./ Folrus/ Bld.ang 
Kondlsl Kl.nerja Realisasi Kondlsl Kl.nerja 

PadaAwal Target Capaian Setlap Tahun 
Nomor Urusa.n/ Indilr.ator Kinerja Satuan Perlode RPJMD 

Kinerja Pada A.khlr Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 202 3 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17 
Meningkatnya Koperasi yang % - 80% 80,65% 80,65% 80,65% 80,65% 80,65% Lppd 
berkualitas 

18 
Meningkatnya Usaha Mikro % - 0 ,42% 0 ,42% 0 ,43% 0,44% 0 ,45% 0,45% Lppd 
yang menjadi wirasausaha 

Persentase fasilitasi 
penerbitan ijin usaha simpan 

19 
pinjam yang diterbitkan % - 80% 80% 80% 80% 80% 80% Lppd 
untuk koperasi dengan 
wilayah keanggotaan dalam 
daerah kabupa ten/kota 

Persentase fasilitasi 
penerbitan izin pembukaan 
kantorcabang, cabang 

20 
pembantu dan kantor 
kasusaha simpan pinjam 

- 0 0 0 0 0 0 Lppd 

untuk koperasi dengan 
wilayah keanggotaan dalam 
daerah kabupaten/kota 

Persentase pell"eriksaan dan 
pengawasan yang dilakukan 

21 untuk koperasi dengan % - 16,13% 16, 13% 16,13% 16,13% 16,13% 16,13% Lppd 

wilayah keanggotaan dalam 
daerah kabuoaten/kota 
Persentase u saha simpan 
pinjarn oleh koperasi yang 

22 
dinilai kesehatannya untuk % - 19,35% 19,35% 19,35% 19,35% 19,35% 19,35% Lppd 
koperasi dengan wilayah 
keanggotaan dalam daerah 
kabu oaten/ kota 

Persentase koperasi yang 
mengikuti pelatihan untuk 

23 koperasi dengan wilayah % - 96,77% 96,77% 96,77% 96,77% 96,77% 96,77% Lppd 

keanggotaan dalam daerah 
kabupaten/kota 

Persentase jumlah anggota 
operasi yang telah mengikuti 

24 
pelatihan perkoperasian % - 2,35% 2 ,35% 2,35% 2 ,35% 2 ,35% 2 ,35% Lppd 
untuk koperasi dengan 
wilayah keanggotaan dalam 
daerah kabupaten/ kota 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kinerja Realisasl Kondisi Kinerja 

PadaAwal Target Capaian Seti ap Tahun 
Nomor Urusa.n/ lncllkator Kinerja Satuan Perlode RPJMD 

Kinerja PadaAkhlr Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persen tase koperasi yang 
telah menyelenggarakan 

25 
pendidikan dan pelatihan 
perkoperasianuntuk koperasi % - 22,58% 22,58% 22,58% 22,58% 22,58% 22,58% Lppd 

dengan wilayah keanggotaan 
dalam 
daerahkabuoaten /kota 

Persentase koperasi yang 
26 diberikan duk:ungan fasilitasi % - 1,29% 1,29% 1,29% 1,29% 1,29% 1,29% Lppd 

pembiayaan 

Persentast: fasilitasi 
penerbitan sertifikal Nomor 

27 
lnduk Koperasi (NIK) untuk % - 81,29% 81 ,29% 81,29% 81,29% 81,29% 81,29% Lppd 
koperasi dengan wilayah 
keanggotaan dalam daerah 
kabuoaten/kota ·-
Persentase koperasi yang 
diberikan duk:ungan fasilitasi 

28 
pembiayaanuntuk koperasi - Hasil sama dengan no.17 Lppd 
dengan wi.layah keanggotaan 
dalarn daerah 
kabu oaten/ kota 

Persentase yang diberikan 
duk:ungan fasllitasi 

29 
pernasaran untuk koperasi % - 1,29% 
dengan wilayah keanggotaan 

1,29% 1,29% 1,29% 1,29% 1,29% Lppd 

dalam daerah 
kabu paten/ kota 

Persentase koperasi yang 
diberikan duk:ungan fasilitasi 

30 
pendampingan kelembagaan 
dan usaha untuk koperasi % - 78,71% 78,71% 78,71% 78,71% 78,71% 78,71% Lppd 

dengan wilayah keanggotaan 
dalam daerah 
kabupaten/kota 

Persentase koperasi yang 
diberikan duk:ungan fasilitasi 

31 
kemitraan untuk koperasi % - 1,29% 
denganwilayah keanggotaan 

1,29% 1,29% 1,29% 1,29% 1,29% Lppd 

dalam daerah 
kabuoaten /kota 

Rasio pertumbuhan 
32 wirausaha baru yang % - 0,42% 0,42% 0 ,42% 0,42% 0,42% 0,42% Lppd 

berskala mikro 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondlsi Kinerja Reallsasi Kondisl Kinerja 

Pada Awal Kinerja 
Target Capaian Setiap Tahun 

PadaAkhir Keterangan l'lomor Urusan/ Indlkator Kinerja Satuan Periode RPJMD 
Pembangunan Daerah Periode RPJMD 

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persentase jumlah usaha 

33 
mikro yang diinput ke dalam 
sistem online data system 

% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

(ODS) 

34 
Persentase jumlah usaha % - 0,14% 
milcro yang bermitra 

0 , 14% 0,14% 0,14% 0 , 14% 0,14% Lppd 

Persentase jumlah usaha 
milcro yang diberikan 

35 dukungan fasilitasi % - 0% 0,02% 0 ,04% 0 ,06% 0,07% 0 ,07% Lppd 

standarisasi dan sertifikasi 
produk usaha 

Persentase jumlah 

36 
usahamikro yang diberikan % - 0 ,28% 0 ,28% 0 ,28% 0,28% 0,28% 0 ,28% Lppd 
dukungan fasilitasi 
pemasaran 

Rasio usaha mikroyang 
37 diberikan dukungan fasilitasi % - 0,84% 0 ,84% 0 ,84% 0 ,84% 0,84% 0 ,84% Lppd 

pelatihan 

Persentase jumlah usaha 

38 
milcro yang diberikan % - 0 ,12% 0,12% 0,12% 0 ,12% 0 ,12% 0 , 12% Lppd 
pendampingan melalui 
lembaga pendampingan 

39 
persentase pertumbuhan % - 0 ,005 - - - - 0,005 lndikator Lama 
usaha mikro yang mandiri 

40 
Persentase Pertumbuhan % - 0,42 - - - - 0 ,42 lndikalor Lama 
Usaha Mikro 

II 
Urusan Pe merintahan 
Bidang Penanaman Modal 

1 ICOR Pain 1,70 -0 ,91 5,00 4,79 4,37 
lndikator 

4 ,58 4,37 Tuiuan PD 

Nilai Realisasi Penanaman 195 M 
Indikator 

2 M 968,702 M 377,632 M 191 M 193 M 194 M 195 M Sasaran PD Modal 
Persentase penerbitan ijin Indikator 

3 % - - 78% 80% 82% 85% 85% Sasaran PD sesuai SP 
Jumlah Rekomendasi 

Indikator 
4 

'J'erhadap peraturan rekom - - 2 rekom 2 rekom 2 rekom 2 rekom 2 rekom Sasaran PD daerah/peraturan walikota 
yang terkait dengan investasi 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kinerja Re alisasi Kondlsi Kinerja 

Pada Awal Kinerja 
Target Capaian Setiap Tahun Pada A.khir Keterangan Nomor Urusan/ lndikator Kinerja Satuan Pe rlode RPJMD Periode RPJMD Pembangunan Daerah 

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun2024 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persentase terpenuhinya 
100% 100% 100% 

lndikator 
5 informasi yang dibutuhkan % - - - 80% Sasaran PD 

investor 
Persentase ketersediaan 

100% 
lndikator 

6 dokumen perencanaan % 0 0 100% 100% 100% Program PD 
oenanaman modal 

lndikator 
7 

Persentase investor yang % - 19,23% 13% 26% 32% 39% 39% Proirram PD merealisasikan investasinva 
lndikator 

8 
Persentase Pelayanan % - - 80% 8 5% 90% 95% 95% Proirram PD Perizinan Terselesaikan 

Jumlah Perusahaan yang Pe 100 perusahaan 
lndikator 

9 - - 80 perusahaan 100 perusahaan 100 perusahaan 100 perusahaan Program PD melaporkan LKPM rusahaan 

persentase Jenis lzin Yang 100% 
lndikator 

10 % - - 90% 100% 100% 100% Program PD Diproses Secara Elektronik 

11 
Persentase peningkatan % -66,15% -66, 17% -49,33% 1,05% 0,52% 0,52% 0,52% Lppd 
investasi dikabupaten/ kota 

PERDA mengenai pemberiwi 
fasilitas/ intensif Do RUPM 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dolrumen 1 dokumen Lppd 12 penanaman modal yang kumen -
menjadi kewenangan daerah 
kabu oaten/ kota 

Standar operasional 
prosedur pelaksanaan Do - RUPM 0 0 1 dokumen 0 1 dokumen Lppd 

13 pemberian fasilitas insentif kumcn 
penariaman modal 

Laporan evaluasi 
pelaksanaar, pemberian Do - RUPM 0 0 0 1 dokumen 1 dokumen Lppd 14 rasilitas/insentif penanaman kumen 
modal 

15 
Kegiatan seminar bisnis, 
forum, one on one meeting 

Kali - 0 l kali 1 kali 1 kali l kali 1 kali Lppd 

16 
Kegiatan pameran Kali - 0 
penanaman modal 

0 0 1 kali 1 kali 1 kali Lppd 

17 
Kegiatan penerimaan misi 
oenanaman modal 

Kali - 0 - I kali I kali I kali 1 kali Lppd 

18 
Konsultasi perizinan dan non Orang - 39 
perizinan penanaman modal 

267 275 280 285 285 Lppd 

Penerbitan perizinan dan 
1999 2035 1500 1600 1700 1800 1800 Lppd 19 non perizinan penanaman Buah 

modal 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kinerja Reallsasi Kondisi Kincrja 

Pada Awal Target Capaian Setiap Tahu.n 
Nomor Urusan/ Indikator Kinerja Satuan Pcrlodc RPJMD 

Kinerja Pada Akhl.r Kctcrangan 

Pembangunan Daerah Pcriodc RPJMD 
Tahun 2019 Tahu.n 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahu.n 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20 
Laporan realisasi M 968,702 M 327,632 M 
penanaman modal 

191 M 193 M 194 M 195 M 195 M Lppd 

Pembinaan aparatur 
21 penanaman modal tingkal Orang - 5 orang 15 orang 15 orang 15 orang 15 orang 15 orang Lppd 

kabuoaten /kota 

Pembinaan penanaman Pe 50 perusahaan 80 perusahaan 100 perusahaan I 00 perusahaan 100 perusahaan 100 perusahaan Lppd 
22 modal PMA dan PMDN rusahaan 

-

Tersedianya data dan 
23 informasi perizinan dan non Buah - 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah Lppd 

oeizinan kabunaten /kota 

24 
Jumlah Nilai Realisasi Rp. 

327.632.796.0 327 .632. 796.02 lndikator Lama - 23 
- - - - 3 lnvestasi 

25 
Persentase penyelesaian ijin % - 100% - . - - 100% lndikator Lama 
vane: diterbitkan tenat waktu 
Persentase pengaduan 

26 pelayanan perizinan % - 100% - - . - 100% lndikator Lama 

terselesaikan 

Urusan Pemerintahan 
m Bidang Kelautan dan 

Pcrikanan 

Rasio pendapatan pelaku lndilator 
1 usaha perikanan dengan skor . l , 1 1,2 1,25 1,3 1,35 1,35 Sasaran PD 

Biaya Produksi 

Jumlah total produksi Ton 2 oerikanan budidava ltonl 
274,8 275,3 277 280 285 290 290 

lndikator 
Proe:ram PD 

Tingkat Konsumsi Makan 
kg/ lndikator 

3 kapita/ta 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 15,9 
lkan (kg/kapita/tahun) hun 

Program PD 

Jumlah total produksi 
4 perikanan tangkap (ton) 

ton . - - 89 89 89 89 
lndikator 

Program PD 

Jumlah Total Produksi 

5 
Perikanan (Tangkap dan Ton 357,7 ton 362,9 ton 
Budidaya) kabu paten/ kota 

365 369 375 381 381 Lppd 

(sumber data: one data KKP) 

Jumlah rumah tangga 
6 nelayan yang melakukan RTP - 435 RTP 435 RTP 435 RTP 435 RTP 435 RTP 435 RTP Lppd 

diversifikasi usaha (RTP) 

Persentase Tempat Ada/ 
7 Pelelangan lkan yang tidak - tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada Lppd 

operasional 



- 565 -

Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kinerja Reallsasl Kond!sl Kinerja 

Pada Awal Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ lndlkator Kinerja Saban Perlode RPJMD 

Kinerja PadaAkhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jurnlah lzin Usaha 
Perikanan (llJP) di bidang 

8 
pembudidayaan ikan yang Ada/ - Lidak ada Lidak ada tidak ada Lidak ada Lidak ada tidak ada Lppd 
usahanya dalam 1 (satu) tidak 
Daerah kabupaten/ kota 
vane: diterbitkan 
Jumlah pembudidaya ikan 
yang memperoleh kegiatan 
pemberdayaan (pendidikan 
dan pelalihan/penyuluhan 

9 dan pendampingan/ orang - 90 Orang 0 245 250 260 260 Lppd 

kemitraan usaha/ 
kemudahan akses iptek dan 
infonnasi/dan penguatan 
kelem bae:aan l 

Jumlah benih budidaya air 
10 tawar dan air payau yang ekor - 477.406 ekor 477.406 ekor 497,400 ekor 517.400 ekor 537.406 ekor 537 .406 ekor Lppd 

diproduksi 

Presentase Peningkatan % 5% 5% 
lndikator 

11 Produksi Perikanan - - - - - Program PD 

Persentase peningkatan 
12 Pendapatan pelaku usaha % - l % - - - - 1% lndiktor Lama 

oerikanan 

IV 
Urusan Peme.rlntahan 
Bldane: Parlwlsata 

Lanjutan 
Sebelumnya 

lndikator 
Persentase kon tribusi sektor 

l % 8,6 8,7 8,6 8 ,7 8,8 8,9 8 ,9 Sasaran Kota 
pariwisata terhadap PDRB Menjadi 

lndikator 
Tuiuan PD 

Jumlah Penetapan destinasi Destinasi 0 l destinasi 2 destinasi 3 destinasi 4 deslinasl 5 destinaai 5 destinaai 
lndika tor 

2 wisata Tuiuan PD 

Jumlah Kunjungan Orang 421.753 351.554 375.000 400.000 425.000 450.000 450.000 
Indikator 

3 Wisatawan Sasaran PD 

Jumlab entitas pengelolaan destinasi 2 destinasi 2 destinasi 2 destinasi 2 destinasi 2 destinasi 
Indikator 

4 deslinasi 
- - Proe:ram PD 

Persentase Peningkatan 
5 Destinasi Pariwisata yang % 0 0 0 

lndikator 
10% 20% 30% 30% Program PD 

ditetaokan 
Jumlah promosi event 

6 daerah yang terlaksana di Event 5 event 3 event 
dalam ne.,eri 

4 event 4 event - -
Indika tor 

4 event Program PD 

Persentase Peningkatan lndikator 
7 Pemasaran Pariwisata yang % 0 0 5% 10% 15% 20% 20% Program PD 

diselenuaarakan 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kinerja R eallsasi Kondisi Klnerja 

PadaAwal Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ lndiltator Kinerja Satuan Periode RPJMD 

Kine rja PadaAkhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persentase SOM pariwisata lndikator 
8 pembekalan sektor % - 18,68% 18,68% 19,00% 19,50% 20% 20% Program PD 

kepariwisataan 

Persentase pertumbuhan 

9 
jumlah wisatawan % 2% -93% 1% 2% 2% 3% 3% Lppd 
mancanegara per 
kebangsaan 
Persentase peningkatan 

10 
perjalanan wisatawan % - 10.67% 
nusantara yang datang ke 

5% 7% 9% 10% 10% Lppd 

kabu oaten/ kota 

11 Tingkat hunian akomodasi % - 100% LOO% 100% 100% 100% 100% Lppd 

Kontribusi sektor pariwisata 
12 terhadap PDRB harga % - 4,80% 4,90% 5% 5 ,10% 5,20% 5,20% Lppd 

berlaku 

13 
Kontribusi sektor pariwisata % - 265,70% 
terhadap PAD 

265.80% 265,90% 266% 266,10% 266,10% Lppd 

Jumlah kelengka pan 

14 
infrastruktur dasar, fasilitas 0 0 0 0 0 0 0 Lppd 
umum, dan fasilitas 
oariwisata 

Jumlah tanda daftar usaha 
15 pariwisata per sub jenis - 704 704 704 704 704 704 Lppd 

usaha di kabupaten/kota 

Jumlah wisatawan 
16 mancanegara per orang 12.314 853 875 900 925 950 975 Lppd 

kebane:saan 
Jumlah promosi event 

17 daerah yang terlaksana di kali 3 5 5 5 5 28 28 Lppd 

dalam nee:eri 

18 
Jumlah event luar negen 
vane: diikuti nrovinsi 

0 0 0 0 0 0 0 Lppd 

Jumlah industri pariwisata 

19 
daerah yang berpartisipasi Belum ada Belum ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali Lppd 
pada even promosi 
pariwisata di dalam negeri 

Persentase tenaga kerja di 
20 sektor parwisata yang % 18,68% 18,68% 18,68% 19,00% 19,50% 20% 20% Lppd 

disertifikasi 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Kondisi KiDerja Reallsasl Kond.lsl KiDerja 

PadaAwal KiDe rja 
Target Capaian Setiap Tahun 

Pada Akhir Keterangan 
Nomor Urusan/ Indikator KiDerja Satuan Periode RPJMD Periode RPJMD Pembangunan Daerab 

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jumlah lokasiyang 

21 
memperoleh pemberdayaan tempat 0 0 
masyarakat dan pembinaan 

3 3 3 3 3 Lppd 

kemitraan usaha masyarakat 

22 
Pertumbuhan Sektor % - 8,60% 
Pariwisata 

- - - - 8,60% lndikator Lama 

23 
Persentase Peningkatan % - 2 - - - - 2 lndikator Lama 
Promosi yang dil::ucsanakan 

Urusan Peme rintahan 
V BidanP Pertanian 

Peningkatan produktivitas 7,22 ton/Ha 
lndikator 

l Ton/ ha 7,21 ton/Ha 6,9 ton/ha 7,21 ton/Ha 7,22 ton/Ha - - Sasaran PD pertanian (ton/ha) 

Rasio Pendapatan Pelaku 
2 Usaha Petemakan dengan skor 1,205 1,206 1,21 1,214 l.216 1,221 1,221 

lndikator 
Sasaran PD 

biava nroduksi 
lndikator 

3 
Rasio Pendapatan Petani rasio l, 1 l , 1 1,12 1,14 1,16 1, 16 Sasaran PD deoean Biava Produksi 

lndikator 
4 

Efektifitas Sarana Pertanian % - - 50 55 60 65 65 Proirram PD 1%1 

5 
persentase Pengembangan 
Prasarana yang Berfungsi % - - 50 50 75 100 100 

lndikator 
Program PD 

dengan baik (%) 

Persentase Jumlah Hewan 
75% 

lndikator 
dan Produk asal Hewan yang % - - 75% 75% Program PD 

6 Terawasi (%) 

persentase Penurunan 
lndikator Kejadian dan Jumlah Kasus % - 50,86 10 10 10 10 10 Program PD 

7 Penyakit Jumlah Menular 
(%) 

lndikator 
8 

persentase Lahan Aman % - - 70 72 74 76 76 Prol!Tam PD Bencana Penanian 1%1 
persentase kelompok tani 

15 
lndikator 

9 yang memiliki lzin Usaha % - - 10 12 15 Program PD 
Pertaniao 1%1 

lndikator persentase Jumlah SOM % - - 15 20 20 20 20 PrOl!Tarn PD 
10 Pertanian Terlatih 1%1 

11 
Produktivitas pertanian per Nilai sama dengan indikator oo.1 Lppd 
hektar per tahun 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kinerja Reallsasi Kondisl Kinerja 

Pada Awal Kine.rja 
Target Capaian Setlap Tahun Pada Akhir Keterangan 

Nomor Urusan/ lndlkator Klnerja Satuan Periode RPJMD Periode RPJMD Pembangunan Daerah 
Tabun 2019 Tabun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 
Sarana pertanian yang Jenis - 13 jenis 1 2 2 2 7 Lppd 
diberikan 

13 
Prasarana pertanian yang Jenis - 3 jenis 
digunakan 

3 jenis 3 jenis 3jenis 3 jenis 3 jenis Lppd 

14 
Penerbitan izin usaha Kali - - 0 2 2 2 2 Lppd 
pertanian 

15 
Persentase prasarana yang % - 66.7% 75 75 75 75 75 Lppd 
digunakan 

Persentase jumlah usu Ian 
50 50 50 50 Lppd 

16 izin usaha pertanian % - - -
dikab/kota 

17 
Persentase fasilitasi % - 50,86 
penanggulangan bencana(%l 

50 50 50 50 50 Lppd 

Persentase Peningkatan 
2% - - 2% lndikator Lama 

18 Pendapatan Pelakt• Usaha % - - -
Petemakan 

Nilai Tokar Usaha Pertanian, % - 1,389 - - - - 1,389 Indikator Lama 
19 Petemakan dan Perikanan 

Urusan Pemetintahan 
VI Bidang Pe rdagangan 

Lanjutan 
Persentase Pertumbuhan O/o 5,82 -10,83 2,16 1 PDRB Sektor Perdagangan 

2,44 2,91 3,16 3,16 lndikator 
Sasaran Kota 

Persentase Pertumbuhan 
2 % - -0,93 0,58 

PDRB Sektor Jasa 
0,76 0,84 1,02 1,02 

lndikator 
Sasaran Kota 

Persentase Peningk.atan Nilai 24,05 
lndikator 

3 % 23,56 24,05 24,05 24,05 - - Tujuan PD PDRB Sektor Perdagangan 

Persentase Nilai Kontribusi 
5 Sektor Perdagangan - - - 24,05 24,05 24,05 24,05 

lndikator 
Tujuan PD 

terhadap PDRB 

Persentase Pertumbuhan 0,8 
l:idikator 

6 % 0 1,76 0,5 0,6 0,7 0,8 Sasaran PD Volume Usaha Perda"an"an 
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Aspek / Fokus / Bidang 
Kondisi Kine rja Re allsasi KondisiKinerja 

Pada Awal Tuge t Capaia.n Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ lndikator Kine rja Sabian Pe rio de RPJMD 

Klnerja Pada Akhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Pe riode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tabun 2022 Tahun 2023 Tahun2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persentase Layanan UTIP lndikator 
7 dan pengawasan BDKT yang - - - 100% 100% 100% 100% Sasaran PD 

terealisasi 
Persentase Peningkatan lndlkator 

8 Pendapatan Retribusi Pasar - - - 14,59% 5% 5% 5% Sasaran PD 
R<ilcvat 

9 
persentase perusahaan yang % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 

memoerbarui oeriiinan 
ProJO"am PD 

10 
Persentase Bahan Pokok % 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 

denl!an Harl!a Stabil 
- - ProJO"am PD 

Persentase pelaksanaan 
11 pengawasan bahan pokok % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 
100% Program PD 

dan baranl! oenting 

12 
persentase UTIP dan BDKT 
yg telah melakukan tera dan % 100% 100% 100% 

lndikator 
100% 100% 100% 100% Program PD 

oen.,awasan BDKT 

13 
Jumlah produk perdagangan produk - 15 produk 15 produk 15 produk 15 produk 

lndikator 

vane: dioromosikan 
- - Proirrarn PD 

Persentase produk lndikator 
14 perdagangan yang % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Program PD 

dioromosikan 

15 
persentase pasar yang % - 0 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 

dikelola sarana distribusinva Prol!ram PD 

Persentase pelaku usaha 
yang mem peroleh izin sesuai 
dengan ketentuan 

16 (IUPP/ SIUP Pusat % 62,63 62,63 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

Perbelanjaan dan 
IUTM/IUTS/SIUP Toko 
Swalavan 

17 
Persentase Kinerja Realisasi % 0,00% 98,06% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 
Pupuk 

Persentase alat-alat ukur, 
takar, timbang dan 

18 perlengkapannya (UTIP) % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

bertanda tera sah yang 
berlaku 

Persentase perizinan yang 
19 dite1 bitkan sesuai dengan 

ketentuan untuk izin : 

a . Pusa t perbelanjaan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Kondisi Kinerja Reallsasi Kondisi Kinerja 

Pada Awal Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ Indikator Kinerja Sat\ian Periode RPJMD 

Klnerja PadaAkhir Keterangan 

Pe mbangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

b . Toko swalayan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

20 Persenlase penerbitan TDG % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

21 
Persentase gudang yang % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 
tidak mempunyai TDG 

22 
Persentase penerbitan STPW % 100% 100% 
yang tepat waktu untuk: 

100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

Persentase pemeriksaan 
fasilitas penyimpanan bahan 

23 
berbahaya dan pengawasan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 
distribusi, pengemasan dan 
pelabelan bahan berbaya di 
tingkat daerah Kab / Kota 

24 
Persenlase penerbitan SPKA Ada/ Tidak at.la Tidakada 
yang lepat waktu tidak 

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Lppd 

Persentase pengembangan 

25 
dan pengelolaan sarana 
distribusi perdagangan di 

% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Lppd 

wilayah kerjanya 

26 
Persentase koefisien variasi Ada/ Tidak ada Tidak ada 
harga antar waktu tidak 

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Lppd 

Jumlah pupuk dan pestisida 
27 yang tersalurkan ditera/tera 

ulang dalam tahun berjalan 
% 95% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

Persentase kesesuaian BDKT 
38 yang diawasi terhadap % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

ketentuan yang berlaku 

Persentase Pertumbuhan 
39 Perdagangan Non Pasar % - 1,76 - - - - 1,76 lndikator Lama 

R<>lrvat 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisl Kinerja Reallsasi Koncllsi Kinerja 

Pada Awal Targe t Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ IDdikator Kine rja Satuan Periode RPJMD 

Kinerja Pada Akhir Kete rangan 

Pembangunan Daerah Pe riode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

40 Jumlah Omset Pasar Rakyat Rp. 
3.106.554.387. 3.106.554.387.8 lndikator Lama - 840 

- - - - 40 

41 
Jumlah Barang Kena Cukai - 0 - - - - 0 lndikator Lama 
UegaJ 

VII 
Urusan Pe merintahan 
Bidaru!' Pe rindustrlan 

l 
Persentase Pertumbuhan % - -12,84 7,30% 7,35% 7,35% 

lndikator 

PDRB Sektor lndustri 
- - Tujuan PD 

2 
persentase IKM yang % - - 40% 42% 44% 45% 45% 

lndikator 

berstandarisasi 
Tujuan PD 

3 
persentase pertwnbuhan % 0% 0% 0,03% 0,03% 0,03% 

lndikator 

industri 
- - Sasaran PD 

persentase komoditi lndikator 

4 makanan dan minuman % - - 70% 75% 80% 85% 85% Sasaran PD 
yang memenuhi standarisasi 

5 
persentase pengajuan 
rekomendasi permodalan % - - 90% 90% 90% 90% 

lndikator 
90% Sasaran PD 

yang disetuiui 
persentase pengajuan lndikator 

6 perijinan NIB yang % - - 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran PD 
direkomendasi 

7 
persentase peningkatan LKM % - 9% 10% 10% 10% 10% 

lndikator 

teroublikasikan 
- Sasaran PD 

persentase Tersedianya lndikator 

8 Dokumen lnduk % - - 100% 100% - - 100% Program PD 
Perindustrian 
persentase IKM yang % 12,80% 12,80% 12,80% 

lndikator 

9 mene:ikuti oublikasi nroduk 
- - - - Provram PD 

10 
Persentase !KM yang % 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

Lndikator 

mene:ikuti oublikasi nroduk 
- - Provram PD 

11 
persentase IKM yang mutu 
produk dan kapasitasnya % - - 2,5% 5% 5% 5% 

lndikator 
5% Program PD 

meningkat 

Pertambahan jumlah 
12 industri kecil dan menengah % - 0% 0 ,02% 0,02% 0 ,02% 0,03% 0,03% Lppd 

di Kabuoatcn/Kota 

Persentase pencapaian 
sasaran pembangunan 

13 
industri termasuk turunan % - 0% 
indikator pembangunan 

0,02% 0,02% 0,02% 0 ,02% 0,02% Lppd 

industri dalam RJPIN yang 
ditetapkan dalarn RPIK 
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Aspek / Fokus/ Bldang 
Kondlsl Kinerja Reallsasi Kondlsl Kine rja 

Pa da Awal Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urus an/ lndikator Kinerja Satuan Periode RP.JMD 

Kinerja Pada Akhlr Keterangan 

Pe mbangunan Daerab Pe riode RPJMD 
Tabun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tabun 2022 Tahun 2023 Tahun2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persentase jumlah hasil 

14 

pemantauan dan 
pengawasan dengan jumlah 
lzin ·Usaha lndustri (IUI) % - 0% 25% 25% 25% 25% 25% Lppd 

Kecil dan lndustri Menengah 
yang dikeluarkan oleh 
instansi terkait . 

PersentaSe jumlah hasil 
pemantauan dan 
pengawasan dengan jumlah 

15 lzin Perluasan lndustri (IPUl) % . 0% 0% 0% 0% 0% 0% Lppd 

Kecil dan lndustri Menengah 
yang dikeluarkan cleh 
instansi terkait 

Persentase jumlah hasil 
pemantauan dan 
pengawasan dengan jumlah 

16 
lzin Usaha Kawasan lndustri % - 0% 0% 0% 0% 0% 0% Lppd 
(JUKI) dan lzin Perluasan 
Kawasan lndustri (JPKI) yang 
lokasinya di Daerah 
Kabuoaten/ Kota 
Tersedianya informasi 

17 industri secara lengkap dan % - 45% 45% 45% 45% 45% 45% Lppd 

terkini 
Persentase jumlah 
penetapan izin usaha 

18 
kawasan industri (IUKI) dan % - 0% 0% 0% 0% 0% 0% Lppd 
izin perluasan kawasan 
industri (IPKI) yang lokasinya 
di daerah kabupaten/ kota 

Persentase terselesaikannya 

19 
dokumen RJPIK sampai % - 0% 75% 100% 100% 100% LOO% Lppd 
dengan ditelapkannya 
menjadi PERDA 

Persentase jumlah izin yang 

20 
diterbitkan usaha industri % - 0% 
(IUl} kecil dan [Ul menengah 

50% 50% 50% 50% 50% Lppd 

yang diterbitkan 

Persentase jumlah izin 

2l 
perluasan industri (IPUl} bagi % - 0% 0% 0% 0% 0% 0% Lppd 
industri kecil dan menengah 
vanP diterbitkan 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kincrja Realisa.si Kondisi Kincrja 

Pada Awal Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ lndikator Kincrja Satuan Perlodc RPJMD 

Kincrja PadaAkhir Ketcrangan 

Pcmbangunan Dacrah Perlodc RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persentase data perusahaan 
industri kecil, menengah dan 
perusahaan kawasan 
industri di kab/ kota yang 

22 
masuk dalam SIi Nas % - 1,28% 
terhadap total pqpulasi 

1% 1% 1,20% 1,20% 1,20% Lppd 

perusahaan industri kecil , 
menengah dan perusahaan 
kawasan industri di 
kab/kota 

23 
Pertumbuhan Sektor % - -12,84 - - -12,84 lndikator Lama 
Penl!olahan 

- . 

24 
Persentase !KM yang % - 17,09 . - - - 17,09 lndikator Lama 
Berstandart 

persentase !KM yang 
25 melaksanakan GMP (Good % - 80 . - - - 80 lndikator Lama 

Manufacturing Practice) 

B 
Fasilitas Wilayah 
lnfrastruktur 

1 
Livable City (lndeks lndeks 85,32 86,67 87,78 88, 19 88,60 89,01 89,01 lndikator 

Kenvamanaan Kotal 
Tuiuan Kota 

Urusan Pemerlntahan 
I Bidang Pe kerjaan Umwn 

dan Penataan Ru= 
Lanjutan 
lndikator 

1 lndeks lnfrastruktur lndeks 96,72 96,85 98,06 98,25 98,42 98,59 98,59 Sasaran Kota 
dan lndikator 

Tuiuan PD 

Persentase kawasan bebas % 79,84% 80,89% 81,58% 82,82% 82,82% 
lndikator 

2 - . Sasaran PD 
banjir /genangan 

lndikator 

3 
Persentase bangunan gedung % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Sasaran dan 

sesuai dengan ketentuan 
lndikator 

Pro2:ram PD 

Persentase Ketaatan 
4 Pemanfaatan ruang sesuai % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 
100% Sasaran PD 

RTRW 
Persentase Rumah tangga lndikator 

5 yang terlayani kebutuhan air % - - 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran PD 
minum 

Persentase tingkat kondisi % 93,64% 94,03% 94,50% 95,00% 95,50% 96% 96% 
lndikator 

6 jalan kota yang man tab 
Sasaran PD 
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Aspek/ Fokus/ Bidaog 
Kondlsl Kinerja Realisasi Kondisi Kinerja 

Pada Awai Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ lndikator Kinerja Saban Periode RPJMD 

Kinerja PadaAkhir Keterangan 

Pembangu.nan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persentase jalan dalarn % 94,50% 95,00% 95,50% 96% 96% 
lndikator 

7 kondisi rnantab 
Program PD 

Persentase rawan % 20,05 19,09 18,47 17,34 17,34 
lndikator 

8 baniir I e.enane.an 
Pro1rrarn PD 

Persentase pelaku jasa 
9 kontruksi yang rnemenuhi % - . 47,68% 62,83% 77,98% 94,95% 

lndikator 
94,95% Program PD 

standar kompetensi 

Persentase Rumah Tangga lndikator 
10 yang terlayani kebutuhan air % . - 100% 100% 100% 100% 100% Program PD 

minum 
Presentase panjang drainase % 90,96% 90,40% 80,03% 80,06% 80,09% 80,12% 80,12% 

lndikator 
11 dalam kondisi baik 

Proe.ram PD 

Ketaatan terhadap RTRW % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Jndikator 

12 Pro1rram PD 

Persentase bangunan sesuai % 13 dengan ketentuan 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 
Program PD 

Rasio luas kawasan 
permukiman rawan banjir 

14 
yang terlindungi oleh 
infrastruktur pengendalian 

% . 79.47% 79.47% 79.47% 79.47% 79.47% 79.47% Lppd 

banjir di WS Kewenangan 
Kab/Kota 

Rasio luas kawasan 

15 

permukiman sepanjang 
pantai rawan abrasi, erosi, 
dan akresi yang terlindungi . 0 0 0 0 0 0 Lppd 

oleh infrastruktur pengarnan 
pantai di WS Kewenangan 
Kab/Kota 

Rasio luas daerah irigasi 

16 
kewenangan kabupaten/kota 
yang dilayani oleh jaringan 

. 0 0 0 0 0 0 Lppd 

irigasi 

Persentase jumlah rumah 
tangga yang mendapatkan 
akses terhadap air minum 
melalui SPAM jaringan 

17 perpipaan dan bukan % . 96.58% 100% 100% JOO% 100% 100% Lppd 

jaringan perpipaan 
terlindungi terhadap rumah 
tangga di seluruh 
kabuoalen/ kota 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisl Kinerja Reallsasl Kondisi Kinerja 

Pada Awal Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ lndikator Kine rja S atuan Periode RPJMD 

Kinerja Pada Akhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2 021 Tahun 2022 Tahun 202 3 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persentase jumlah rumah 

18 
tangga yang memperoleh % - 99% 
layanan pengolahan air 

99% 99% 99% 99% 99% Lppd 

limbah domestik 

19 , 
Rasio kepatuhan 1MB % - 72.65% 
kab/kota 

72,67 72,68 72,69 72,7 72,7 Lppd 

20 
Tingkat kemantapan Jalan 
Kabupaten/ Kota 

% - 94.03% 94,04% 94,05% 94,06% 94,08% 94,08% Lppd 

Rasio tenaga 

21 
operator / teknisi/ analisis 
yang memiliki sertifikat 

% - 48% 54.5% 59.4% 67.8% 59% 78% Lppd 

kompetensi 

Luas kawasan permukiman 

22 
rawan banjir di WS Km - 3,8 Km· 
kewenangan kabupaten/kota 

3,7 Km 3,5Km 3,3Km 3 ,2 Km 3,2 Km Lppd 

(ha) 

Panjang sungai di kawasan 

23 
permukiman yang rawan M - 19.334 M 19.334 M 19.334 M 19.334 M 19.334 M 19.334 M Lppd 
banjir di WS kewenangan 
kabupaten/kota (ml 
Luas kawasan permukiman 

24 
sepanjang pantai yang rawan 
abrasi erosi dan akresi di WS - 0 0 0 0 0 0 Lppd 

kewenangan kabupaten/kota 
IHAl 

Panjang pantai di kawasan 

25 
permukiman yg rawan 
abrasi, erosi, akresi di WS 

- 0 0 0 0 0 0 Lppd 

kewenangan kab/kota (ha) 

Rencana Tata Pengaturan air 
dan tata pengairan/(oa Ada/ Lppd 

26 pengelolaan SD Air WS tidak 
- Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 

Kewenangan 
kabuoaten/kota 
Rencana teknis tata 
pcngaturan air dan tata Ada/ TidakAda Tidak Ada Tidak Ada Lppd 

27 pengairan/rencana tidak - Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 

pengelolaan sumber daya air 
kewenanean kabuoaten /kota 

Data prasarana dan sarana 
Lppd 

28 pengaman pantai dan sungai - 0 0 0 0 0 0 

milik pemerintah kab/kota 
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Aspek / Fok:us/ Bld.a.ng 
Kondlsl Kinerja Re allsasl KondJsl Kine rja 

Pada Awai Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ lndikator Kinerja Satuan Periode RPJMD 

Kinerja PadaAkhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun2022 Tahun2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

29 
Persentase panjangjaringan - 0 0 
irigasi primer kondisi baik 

0 0 0 0 Lppd 

Persentase panjang jaringan 
30 irigasi sekunder dalam . 0 0 0 0 0 0 Lppd 

kondisi baik 

Persentase panjang jaringan 
31 irigasi tersier dalam kondisi - 0 0 0 0 0 0 Lppd 

baik 

32 
Penetapan dokumen RISPAM Ada/ - Ada 
kabupaten/kota (Ada /Tidak) tidak 

Ada Ada Ada Ada Ada Lppd 

Tersusun dan ditetapkannya Ada/ 
33 JAKSTRADA Kab/Kota tidak - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Lppd 

(Ada/Tidak) 

Jumlah BUMD dan/atau 

34 
UPTD Kab/Kota 
Penyelenggara SPAM 

. l 1 1 1 l l Lppd 

(Ada/Tidak) 

Jumlah izin yang diberikan 

35 
kepada 13adan Usaha untuk 
melakukan Penyelenggaraan 

. 0 0 0 0 0 0 Lppd 

SPAM 

Jumlah kerjasama 

36 
penyelenggaraan SPAM 
dengan Pemerintah Pusat 

- 0 0 0 0 0 0 Lppd 

dan Pemerintah Daerah lain. 

Jumlah rumah dengan akses 
unit pengolahan setempat 

37 untuk kegiatan pemenuhan - 0 0 0 0 0 0 Lppd 

pelayanan dasar 
menacn nakan SPALD S 
Jumlah rumah dengan akses 
sambungan rumah untuk 

38 kegiatan pemenuhan . 0 0 0 0 0 0 Lppd 

pelayanan dasar 
men<>"'-makan SPALD-T 
Jumlah rumah dengan akses 
unit pengolahan setempat 
dan data jumlah rumah 

39 
dengan akses sambungan 
rumah untu.k kegialan 

. 0 0 0 0 0 0 Lppd 

pemenuhan pelayanan dasar 
menggunakan SPALD S dan 
SPALDT 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Kondlsl KIDerja Re allsasi Kondlsi Kinerja 

PadaAwal Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ lndlkator Kinerja Satuan Periode RPJM.D 

Kinerja PadaAkhir Keterangan 

Pemha.ngunan Daerah Perlode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jumlah rumah yang sudah 
40 menerima pelayanan jasa - 0 0 0 0 0 0 Lppd 

penyedotan lumpur tinja 

Jumlah rumah yang sudah 
41 mener!ma pelayanan jasa - 0 0 0 0 0 0 Lppd 

pengolahan lumpur tinja 

Jumlah rumah yang sudah 

42 
menerima pelayanan jasa 
pengolahan air limbah 

- 0 0 0 0 0 0 Lppd 

domestik 

Kinerja penyediaan 
43 pelayanan SPALD S akses % - JOO 100 100 100 100 100 Lppd 

dasar 
Kinerja penyediaan 

44 pelayanan SPALD S akses - 0 0 0 0 0 0 Lppd 

aman 
Kinerja penyediaan 

45 pelayanan SPALD T akses - 0 0 0 0 0 0 Lppd 

aman 

46 
Kinerja penyediaan unit - 0 0 0 0 0 0 Lppd 
pengolahan setempat 

47 
Kinerja penyediaan sarana 
pengangkutan lumpur tinja 

- 0 0 0 0 0 0 Lppd 

Kinerja penyediaan 
48 prasarana pengolahan - 0 0 0 0 0 0 Lppd 

lumpur tinja 

Kinerja penyediaan 
49 sambungana rumah yang - 0 0 0 0 0 0 Lppd 

tersambung ke LPALD 

50 
Kinerja penyediaan jasa 
penyedotan lumpur tinja 

- 0 0 0 0 0 0 Lppd 

Rasio bangunan gedung 

51 
(kecuali rumah tinggal % - 98% 98% 98% 98% 98% 98% Lppd 
tunggal dan rumah deret 
sederhana) yang laik fungsi 

Jumlah 1MB yang diberikan 
52 oleh Pemerintab Kab/Kota Buah - 400 410 415 420 425 425 Lppd 

dalam tahun eksisting 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Kondisl Klnerja Reallsasl Kondlsl Klnerja 

PadaAwal Target Capalan Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ lndlkator Klnerja Satuan Periode RPJMD 

Kinerja PadaAkhlr Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Penetapan Peraturan Oaerah Ada/ Lppd 
53 tentang Bangunan/ Gedung tidal< 

- Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

(ada/tidak) 

Penetapan Keputusan 

54 
Bupati/ Walikota tentang Ada/ - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Lppd 
Tim Ahli Bangunan/ Gedung tidal< 
(Ada/tidakl 
Jumlah bangunan gedung 

55 
yang ditetapkan oleh 
Bupati/Walikota untuk 

unit - 20 Unit 20 Unit 20 Unit 20 Unit 20 Unit 20 Unit Lppd 

dilinduniri dan dilestarikan 
Jumlah bangunan gedung 

56 
yang ditetapkan oleh 
Bupati/Walikota untuk 
keoentinean stratelris daerah 

unit - 20 Unit 20 Unit 20 Unit 20 Unit 20 Unit 20 Unit Lppd 

Jumlah bangunan gedung Lppd 
57 negara milik Pemerintah unit - 230 230 230 230 230 230 

Kab/Kota 

Jumlah bangunan gedung 

58 
negara milik peerintah unit - 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit Lppd 
kabupaten/kota yang 
dioelihara/ dirawat 

59 

Panjangjalan berdasarkan 
yang ditetapkan Kepala 
Daerah dalam SK Jalan 

km - 433,095 Km 433,095 Km 433,095 Km 433,095 Km 433,095 Km 433,095 Km Lppd 

Kewenanean Kab/Kota 

60 Panjangjalan yang dibangun km - 0,654 Km 0 ,5km 0 ,45 km 0 ,45 km 0,4 km 0 ,4 km Lppd 

61 
Panjangjembatan yang m - 0 18 m 20 m 20 m 10 m 10 m Lppd 
dibangun 

Panjang jalan yang 
3 ,5km 3 ,5 km Lppd 

62 ditingkatkan km - 5,32 Km 3 ,5km 3 ,5 km 3 ,5km 

(struktur / fungsi) 

63 
Panjangjembatan yang 
diganti/dilebarkan 

- 0 0 0 0 0 0 Lppd 

Panjangjalan yang Lppd 
64 direkonstruksi/ km - 14,422 Km 9 ,4 km 5 km 5km 5 kn, 5km 

direhabilitasi 

65 
Panjangjembatan yang - 0 0 0 0 0 0 Lppd 
direhabilitasi 
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Aspek./ Fok.us/ Bidang 
Kondisi Kinerja Reallsasl Kondlsl Kinerja 

PadaAwal Target Capaian Setlap Tahun 
Nomor Urusan/ Indlltator Kinerja Satuan Periode RPJMD 

Kinerja Pada Akhlr Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

66 
Panjangjalan yang 
dipelihara 

km - 46 Km 40km 40 km 40km 40km 40km Lppd 

67 
Panjangjembatan yang Km - 3,9 Km 3,9Km 3,8km 3,8 km 3 ,8km 3,8km Lppd 
dipelihara 

Jumlah Pelatihan Tenaga 
68 Ahli Konstruksi di wilayah Kali - 2 3 3 3 3 3 Lppd 

kabupaten/kota 

Jumlah tenaga kerja 
69 konstruksi yang terlatih di Orang - 80 125 125 125 130 130 Lppd 

wilayah kabupaten/kota 

Jumlah tenaga kerja 

70 
konstruksi terlatih yang Orang - 30 30 30 30 30 30 Lppd 
tersertifikasi ahli di wilayah 
kabu oaten/ kota 
Ters~lenggaranya Sistem 
lnfonnasi Pembina Jasa Ada/ 

71 KonstruksiCakupan - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Lppd 

kabupaten/kola yang aktif 
tidak 

dene:an data termulakhir 

Tersedianya data dan 
informasi potensi pasar jasa 
konstruksidiwilayah Ada/ Lppd 72 kabupaten/kota unluk tidak - Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

tahun berjalan yang 
bersumber dari APBD 
Kab/kota 

Tersedianya data dan 
infonnasi potensi pasar jasa 

73 
konstruk~diwilayah Ada/ - Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Lppd 
kabupaten/kota untuk tidak 
tahun berjalan yang 
bersumber dari APBD 

Tersedianya data dan 
informasi potensi pasar jasa 
konstruksi di wilayah Ada/ Lppd 74 kabupaten/kota untuk tidak 

- Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

tahun berjalan yang 
bersumber dari pendanaan 
lainnya 

75 
Tersedianya data dan Ada/ - Ada 
inionnasipaketpekerjaan tidak 

Ada Ada Ada Ada Ada Lppd 
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Aspek/ Fokus/ Blda.ng 
Kond.isl Klnerja Realisasi KondJslKlnerja 

PadaAwal Target Capaian Setlap Tahun 
Nomor Urusan/ lndlkator K.lnerja Satuan Perlode RPJMD 

K.lne.rja Pada Akhl.r Keteranga.n 

Pemba.ngunan Daerah Perlode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

jasa konstruksi sesuai 
kewenangannyayangsudah 
dan sedang dilaskanakan 
oleh badan usahajasa 
konstruksi yang termutakhir 
secara berkala 
Tersedianya data dan profil 

76 OPD sub-urusan jasa data - 1 1 1 I 1 1 Lppd 

konstruksi kabupaten/kota 
Tersedianya data dan 
informasi pelatihan tenaga 
operator dan telmisi/analis 
konstruksi di wilayah 
kabuapten/kota yang 
dilaksanakan sendiri atau 

77 
melalui kerjasama dengan 
Lembaga Pendidikan dan 

Ada/ . Tidak Ada 
tidak 

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Lppd 

Pelatinan Kerja (LPPK) yang 
diregistrasi oleh menteri 
yang membidangi jasa 
konstruksi, asosiasi profesi, 
perguruan tinggi dan 
instansi oemerintah lainnva 
Tersedianya data dan 
informasi tenaga kerja 
konstruksi yang terlatih di Ada/ 

78 wilayah kabupaten/kota tidak 
. Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada TidakAda Tidak Ada Tidak Ada Lppd 

yang dibuktikan dengan 
sertifikat pelatihan operator 
dan teknisi/ analis 
Tersedianya data dan 
informasi tenaga kerja 

79 
konstruksi terlatih yang Ada/ . TidakAda Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Lppd 
tersertifikasi tidak 
operator/teknisi/analis di 
wilavah kab/kota 

Tersedianya data dan 

80 
informasi badan usaha yang Ada/ . 
mendapatkan pembinaan di tidak 

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Lppd 

wilayah kabupaten/ kota 

Tersedianya data dan 
informasi pemenuhan Ada/ 

81 komitmen permohonan IUJK tidak 
. Ada Ada Ada Ada Ada Ada Lppd 

badan usaha dan TDUP yang 
disetuiui 

82 
Tersedianya data dan Ada/ . Ada Ada Ada Ada Ada Ada Lp pd 
informasi hasil pengawasan tidak 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kinerja Realisasi Kondisi Kinerja 

Pad.a Awal Targe t Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ lndikator Kinerja Sa tuan Perlode RPJMD 

Kinerja P ada Akhlr Keterangan 

Pembangunan Daerah Perlode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ketidaksesuaian jenis, sifat, 
k.lasifikasi, layanan usaha, 
bentuk dan/atau kualifikasi 
usaha dengan kegiatan 
usaha jasa konstruksi yang 
menjadi kewenangan 
pengawasannya 

Tersedianya data dan 
informasi kecelakaan Ada/ 

83 konstruksi pada proyek yang tidak 
- Ada Ada Ada Ada Ada Ada Lppd 

menjadi kewenangan 
oene.awasannva 

Tersedianya data dan 
informasi hasil pengawasan 
ketidaksesuaian jenis, sifat, 
klasifikasi, layanan usaha, Ada/ 

84 bentuk dan/atau kualifikasi tidak 
- Ada Ada Ada Ada Ada Ada Lppd 

usaha dengan segmen tasi 
pasar jasa konstruksi yang 
menjadi kewenangan 
pengawasannya 

Jumlah badan usaha yang 
85 memiliki IUJKN di wilayah - 100 125 122 100 115 115 Lppd 

kab/kota 

Jumlah usaha perseorangan 
86 yang merniliki TDUP - 0 0 0 0 0 0 Lppd 

diwilayah kabupaten/kota 

Jumlah badan usaha yang 

87 
memiliki IUJKN yang terlibat 
dalam proyek di wilayah 

- 50 50 50 50 50 50 Lppd 

Kab/Kota 

Jumlah badan usaha yang 
88 mendapatkan pembinaan di - 100 100 100 100 100 100 Lppd 

wilayah Kab/Kota 

Jumlah pemenuhan 

89 
komitmen permohonan JUJK 
badan usaha dan TDUP yang 

- 30 30 30 30 30 30 Lppd 

disetujui 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kinerja ReallsasJ Kondisl Kinerja 

Pada Awal KJnerja 
Target CapaJan Setiap Tahun Pada Akhlr Keterangan 

Nomor Urusan/ lnclikator Kinerja Satuan Periode RPJMD 
Pembangunan Daerab Periode RPJMD 

Tabun 2019 Tabun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

l 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

Jumlah pengawasan terkait 
ketidaksesuaian jenis, sifal, 
klasifikasi, layanan usaha, 

90 
bentuk dan/atau kualifikasi - 50 50 50 50 50 50 Lppd 
usaha dengan kegiatan 
usaha jasa konstruksi yang 
menjadi kewenangan . 
pengawasannya 

Jumlah kecelakaan 

91 
konstruksi pada proyek yang 
menjadi kewenangan 

- 0 0 0 0 0 0 Lppd 

pengawasannya 

Jumlah pengawasan terkait 
kelidaksesuaian jenis, sifat, 
klasifikasi, layanan usaha, 

92 
bentuk dan/atau kualifikasi % - 100 
usaha dengan segmentasi 

100 100 100 100 100 Lppd 

pasar jasa konstruksi yang 
menjadi kewenangan 
penJ!;awasannva 
Jumlah Warga Negara yang 

100 100 100 100 100 100 SPM 
93 memperoleh kebutuhan % 100 

pokok air minum sehari-hari 

Persentase Warga Negara 

94 
yang memperoleh layanan 
pengolahan air limbah 

% - 90 90 90 90 90 90 SPM 

domestik 

95 
Persentase Ruang yang 
dimanfaatkan RTRW 

% 100 100 - - - - 100 Indikator Lama 

Persentase Panjang Jalan % 92,41 94.03% - - - - 94.03% Indikator Lama 
96 Kota dalam Kondisi Baik 

97 
Jumlah Titik/ Lokasi Banjir/ 
Terl!;enane: 

titik - 12 titik - - - - 12 titik lndikator Lama 

Urusan Pe.merintaban 
n Bidang Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman 
Sebelumnya 

lndikator 

lndeks Sarans Prasarana 92,19 92,19 
Sasaran Kota 

1 lndeks 85,69 87,12 89,13 90,14 91,17 Menjadi 
Permukiman 

Indikator 
Tuiuan PD 
Lanjutan 

2 
lndeks Perumahan lndeks 99,65 99,65 99,60 
Pennukiman 

99,68 99,80 99,90 99,90 lndikator 
Sasaran PD 
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Aspek/ Fokus/ Blda.ng 
Kondisl Kinerja Realisasl Kondisl Kinerja 

Pada Awal Target Capalan Setlap Tabun 
Nomor Urusan/ Indikator Kinerja Sabian Perlode RPJMD 

Kine rja PadaAkhir Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tabun 2020 Tahun 202 1 Tabun 2022 Tahun 2023 Tahun2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Lanjutan 

lndeks Pengelolaan PSU, 
3 lndeks 71,74 74,59 76,34 

RTH, PJU dan Permakarnan 
78,48 80,62 82,76 82,76 lndikator 

Sasaran PD 

persentase Pengembangan 
4 Perumahan 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
lndikator 

Program PD 

persentase kawasan 
100% 98,10% 98,50% 5 permukiman yang tidak % 99,00% 99,50% 100% 100% 

lndikator 
Program PD 

kumuh 

6 
persentase Peningkatan 
Prasarana, Sarana dan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 
Program PD 

Utilitas Umum fPSUI 
Penyediaan dan rehabilitasi 

7 
rumah layak huni bagi 0 0 0 0 0 0 0 lppd 
korban bencana 
kabu oaten/ kota 
Fasilitasi penyediaan rumah 

8 
layak huni bagi masyarakat Kk - 65 KK 65 KK 105 KK 105 KK 105 KK 105 KK lppd 
terdampak relokasi program 
oe merintah kabuoaten/kota 
Persentase kawasan 

9 
permukiman kumuh 
dibawah 10 ha di % 0% 18,73% 37,34% 55,95% 74,55% 100% 100% lppd 

kabupaten/kota yang 
ditanl!:ani 
Berkurangnya jumlah unit 

10 RTLH (Rumah Tidak Layak Unit 129 unit 115 unit 133 unit 60 unit 100 unit 100 unit 637 unit lppd 

Hunil 
Jumlah perumahan yang 

11 
sudah dilengkapi PSU 
(Prasarana, Sarana dan 

Unit 37 38 38 40 45 50 50 lppd 

Utilitas Umuml 
Jumlah rumah yang berada 

12 
pada kawasan rawan 
bencana dan rencana 

0 0 0 0 0 0 0 lppd 

oenani,anannva 

13 
J11mlah rumah yang terkena 0 0 0 0 0 0 0 lppo 
bencana alam 
Jumlah RT, KK dan Jiwa lppd 

14 korban yang rumahnya 0 0 0 0 0 0 0 

terkena bencana alam 
Jumlah unit rumah korban 

15 bencana yang direhabilitasi 
sesuai den11an rencana aksi 

0 0 0 0 0 0 0 lppd 

Jumlah unit rumah korban 

16 
bencana yang dibangun 
kemball sesuai dengan 

0 0 0 0 0 0 0 lppd 

rencana aksi 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisi Kinerja Reallsasl Target Capaian Setiap Tahun 

Kondlsi KJnerja 
PadaAwal Kinerja PadaAkhir Kete.rangan 

Nomor Urusan/ Indikator KJnerja Satuan Periode RPJMD Periode RPJMD Pembangunan Daerah 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jumlah unit rumah korban 
bencana yang dibangun 0 0 0 0 0 0 0 lppd 

17 baru/relokasi sesuai dengan 
rencana aksi 
Jumlah unit dan lokasi 
rumah sewa yang akan 0 0 0 0 0 0 0 lppd 

18 lllenjadi tempat tinggal 
sementara korban bencana 
Jumlah RT, KK dan Jiwa 

0 0 0 0 0 0 0 lppd 
19 korban bencana yang 

terfasilitasi 
Jumlah rumah tangga 
penerima layanan yang telah 
mendapatkan fasilitasi ganti 0 0 20 kerugian aset properti 

0 0 0 0 0 lppd 

berdasarkan rencana 
oemenuhan SPM 
Jumlah rumah tangga 

21 

penerima kegiatan layanan 
yang belum mendapatkan 
fasilitasi penggantian hale 0 0 0 0 0 0 0 lppd 

alas tanah dan/atau 
bangunan berdasarkan 
rencana oemenuhan SPM 
Jumlah rumah tangga 
penerima kegiatan layanan 

0 0 0 0 0 0 0 lppd 
22 subsidi uang sewa 

berdasarkan rencana 
oemenuhan SPM 
Jumlah rumah tangga 
penerima kegiatan layanan 

23 
yang telah mendapatkan 
penyediaan rumah layak 

KK 0 65 KK 65 KK 105 KK 105 KK 105 KK 105 KK lppd 

huni berdasarkan rencana 
oemenuhan SPM 
Jumlah rumah tangga 
penerima layanan yang 
belum mendapatkan 

24 penyediaan rumah layak 
0 0 0 0 0 0 0 lppd 

huni berdasarkan rcncana 
nemenuhan SPM 
Jumlah total luasan (Ha) 0 0 0 0 0 0 0 lppd 

25 oene:adaan tanah 

Jumlah luasan (Ha) kawasan Ha 0 ha 52,41 ha 40,41 ha 28,41 ha 16,41 ha 0 ha 0 ha lppd 
26 permukiman kumuh < 10 Ha 

Jumlah unit peningkatan 
27 kualitas RTLH 

Unit 129 unit 115 unit 133 unit 60 unit 100 unit 100 unit 637 unit lppd 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Kondisi Kinerja Reallsasl Kondisl Kinerja 

PadaAwal Target Capalan Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ Indlkator Kinerja Satuan Periode RPJMD 

Kinerja Pada Ak.hlr Keterangan 

Pembangunan Daerah Pe riode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jumlah luasan (ha) 
28 penanganan infrastruktur ha 0 ha 12,08 ha 10,08 ha 12,08 ha 12,08 ha 0 ha 0ha lppd 

kawasan kumuh 

29 Jumlah rumah di kab/kota unil 42329 42329 42329 42329 42329 42329 42329 lppd 

30 Jumlah unit PK RTLH unit 129 unit 115 unit 133 unit 60 unit 100 unit 100 unit 637 unit lppd 

31 
Jumlah rumah tidak layak 
huni 

unit 20 unit 21 unit 133 unit 60 unit 60 unit 60 unit 60 unit lppd 

32 
Jumlah rumah yang lidak unit 0 1438 unit 1438 unit 1438 unit 1438 unit 1438 unit 1438 unit lppd 
dihuni 

33 Rasio rumah dan KK % - 171,87% 171,87% 171,87% 171,87% 171,87% 171 ,87% lppd 

34 
Jumlah rumah 
oemban°11 nan bani 

unit - 133 50 50 50 50 333 lppd 

35 
Jumlah perumahan yang unit 37 38 38 38 38 38 38 lppd 
terfasibtasi PSU 

36 
Jumlah unit rumah yang unit - 5948 unit 
sudah difasilitasi air minum 

5948 unit 5948 unit 5948 unit 5948 unit 5948 unit lppd 

37 
Jumlah unit rumah yang unit - 5948 unit 
terfasilitasi ialan linekune:an 

5948 unit 5948 unit 5948 unit 5948 unit 5948 unit lppd 

Jumlah unit rumah yang 
lppd 

38 lerfasiltasi akses sanitasi (on unit - 5948 unit S948 unit 5948 unit 5948 unit 5948 unit 5948 unit 

site / off sitel 

39 
Jumlah perumahan yang unit - 5948 unit 5948 unit 5948 unit 5948 unit 5948 unit 5948 unit lppd 
terfasilitasi RTNH 

40 
Jumlah unit rumah yang Unit - 5948 unit 
terfasilitasi akses PJU 

5948 unit 5948 unit 5948 unit 5948 unit 5948 unil lppd 

41 
Jumlah pengembang yang 
tersertifikasi 

orang 37 38 38 38 38 38 38 lppd 

42 
Jumlah pengembang yang 
lerreeistrasi 

Orang 37 38 38 38 38 38 38 lppd 

Jumlah pengembang yang lppd 
43 mendapat penyuluhan atau orang 37 38 38 38 38 38 38 

nelatihan 
Jumlah Warga Negara 

44 
korban bencana yang % 100% 100% 
memperoleh rumah layak 

100% 100% 100% 100% 100% Spm 

huni 
Jumlah Warga Negara yang 
terkena relokasi akibat 
program Pemerintah Daerah 

100% 100% 100% 100% 45 kabupaten / kota yang % 100% 100% 100% spm 

memperoleh rasilitasi 
penyediaan rumah yang 
layak huni 

46 
Persentase Rumah tinggal % 99,95 99,95 
Layak Huni dan Bersanitasi 

- - - - 99,95 lndikator Lama 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Kondlsl Kinerja Re allsasl Kondlsl Klnerja 

PadaAwal Target Capalan Setup Tahun 
Nomor Urusan/ Indikator Klnerja Satuan Perlode RPJMD 

Kinerja Pada Akhir Keterangan 

Pe mbangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persentase RTH, Penerangan 
47 Jalan dan Pemakaman yang % - 74,59 - - - - 74,59 lnd.ikator Lama 

d.ikelola 

m Urusan Pe merintahan 
Bldana Pertanahan 
persentase Pengelolaan lzi.n % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

lndikator 
l Lokasi 

Program PD 

Persentase penyelesaian % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
lndikator 

2 sene.keta tanah 11:araoan 
Pro11:ram PD 

persentase Penatagunaan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
lndikator 

3 Tanah 
Pro11.ram PD 

Persentase pemanfaatan 
tanah yang sesuai dengan 

4 
peruntukkan tanahnya 
diatas izin lokasi 

% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% Lppd 

dibandingkan dengan luas 
izin !okasi vane: diterbitkan 
Persentase penetapan tanah 

5 untuk pembangunan ha 0 4,17 ha 4,17 ha 4,17 ha 4,17ha 4,17ha 4,17 ha Lppd 

fasilitas umum 

Tersedianya lokasi 
6 pembangunan dalam rangka 0 0 0 0 0 0 0 Lppd 

penanaman modal. 
Tersedianya Tanah Obyek 
Landreform (TOL) yang siap 

7 
diredistribusikan yang 
berasal dari Tanah Kelebihan 

0 0 0 0 0 0 0 Lppd 

Maksimum dan Tanah 
Absentee 

8 
Tersedianya tanah u,,tuk 
masyarakat. 

0 0 0 0 0 0 0 Lppd 

Penangan sengketa tanah Lppd 
9 garapan yang dilakukan kali 0 0 0 1 1 2 4 

melalui mediasi 

SK lzin Lokasi Yang Do 
10 Diterbitkan Oleh kumen 

2 0 0 1 1 1 5 Lppd 

Bupati/Wali kota 

SK Bupati/Walikota tentang 
Penetapan Tanah Obyek 

11 
Landreform yang bersumber 0 0 0 0 0 0 0 Lppd 
dari Tanah Kelebihan 
Maksimum/ Absentee dan 
Daftar Subyek 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Kondisl Kinerja Realisasl Kondisl Kinerja 

PadaAwal Target CapaJan Setlap Tahun 
Nomor Urusan/ Indi.kator Kinerja Satuan Periode RPJMD 

Kinerja Pada Akhlr Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun2022 Tahun2023 Tahun2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

SK Bupati/Walikota tentang 
Penetapan Besamya Ganti 

0 0 0 0 0 0 Lppd 
12 Rugi Kepada Bekas Pemilik 0 

Tanah Kelebihan 
Maksimum / Absentee. 

13 
Dokumen lzin membuka 0 0 0 0 0 0 0 Lppd 
tanah 

Dokumen Perencanaan 
14 Penggunaan Tanah 0 0 0 0 0 0 0 Lppd 

Kabupaten/ Kota 

15 
Persentase Rekomendasi ljin 
Pertanahan vane: diterbitkan 

% . 100 - . . . 100 lndikator Lama 

IV 
Urusan Pemerintahan 
Bld .. no- Llnstkune:an Hldun 

Lanjutan 
indikator 

1 
lndeks Kualitas Lingkungan 
Hidup 

lndeks . 60,15 57,69 57,77 57,85 57,93 57,93 Sasaran Kota 
dan lndikator 

Tujuan PD 

2 lndeks Kualitas Air (IKA) lndeks . 51,28 51,29 51,3 51,31 51 ,32 51,32 
lndikator 

sasaran PD 

3 lndeks Kualitas Udara (IKUI lndeks . 83,26 82,73 82,90 83,09 83,26 83,26 
lndikator 

sasaran PD 

persentase pengelolaan lndikator 
4 

sarnpah rumah tangga dan % 94,00% 97,01% 98,00% 98,50% 99,00% 99,00% 99% sasaran PD 
sampah sejenis sarnpah 
rumah tan<>ua 
persentase data Perencanaan 64,10% 69,23% 71,79% 79,49% 79,50% 79,50% 

lndikator 
5 LH vane: tersedia 

% 61,54% Proe:ram PD 

persentase titik sampel 
53,19% 48% 49% 50% 50,10% 50,10% 

lndikator 

6 kualitas air dan udara yang % 44,89% Program PD 
memenuhi bairn mutu 

7 
persentase jumlah spesies 
KEHATI Lokal Daerah 

% . . . 94,32% 97,20% 100% 100% 
lndikator 

Program PD 

persentase pengendalian 
bahan berbahaya dan 

78% 
lndikator 

8 beracun (83) dan limbah % . 70,96 71 71,5 75% 78% Program PD 
bahan berbahaya dan 
beracunflimbah 831 

persentase pelaku usaha / 
kegiatan yang taat terhadap lndikator 

9 
lzin Lingkungan dan lzin % 40% 44,59% 52,90% 64,70% 76,47% 88,20% 88,20% Program PD 
Perlindungan dan 
? engelolaan Lingkungan 
Hidup (PPLH) 
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Aspek/ Fokus/ Bidang 
Kondisl KJnerja Reallsasl Kondisl Kine rja 

PadaAwal Targe t Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ lncUkator KJnerja Satuan Periode RPJMD 

Kinerja Pacla Akhlr Keterangan 

Pe mbangunan Daerah Periode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

persentase Peningka tan lndikator 
Pendidikan, Pelatihan dan % 100% 90% 100% 100% 100% 100% 10 Penyuluhan Lingkungan 

- Program PD 

Hiduo Untuk Masvarakat 
persentase penanganan 

100% 90% 11 pengaduan lingkungan % - 100% 100% 100% 100% 
lndikator 

Program PD 
hiduo 
persentase penanganan lndikator 
sampah rumah tangga dan 74,97% 74% 73% 72% 71% 71% 

12 sampah sejenis sampah 
% - Program PD 

rumah tangga 

13 
Terlaksananya pengelolaan % - 97,01% 98,00% 98,50% 99,00% 99,00% 99% Lppd 
sampah di wilayah Kab/Kota 

Ketaatan penanggungjawab 
usaha dan/atau kegiatan 

14 
terhadap izin lingkungan, 
izin PPLH dan PUU LH yang 

% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

diterbitkan oleh Pemerintah 
Daerah Kab / Kota 
Tersedianya data dan 

15 
informasi penanganan Data mencakup no. 19,20,21 Lppd 
sampah di wilayah 
kabupaten / kota 

Tersedianya informasi terkait 

16 
rasio angkutan pengelolaan % - 0,0043 
sampah terhadap volum,.. 

1,604 1,6035 1,603 1,602 1,602 Lppd 

timbulan sampah 

Tersedianya informasi terkait Lppd 
17 kapasitas TPA terhadap % - 5,99 5 ,985 5,983 5 ,982 5 ,98 5 ,98 

volume timbulan sampah 
Tersedianya informasi terkait 

18 
jumlah TPST dibagi jumlah - belum memiliki TPST Lppd 
sampah pada masing -
masine: line:kune:an 

Data izin PPLH dan PUU LH 

19 
yang diterbitkan oleh % - 44,59% 
pemerintah daerah 

52,90% 64,70% 76,47% 88,20% 88,20% Lppd 

kabu paten/ kota 
Rasio pejabat penga was LH 
di daerah (PPLHD) di provinsi 
terhadap usaha yang izin belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada belum ada Lppd 

20 lingkungan, izin PPLH dan 
- PPLHD PPLHD PPLHD PPLHD PPLHD PPLHD 

PUULH yang diterbitkan oleh 
oemerintah kabuoaten /kola 
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Aspek/ Fokus/ Bldang 
Kond.lsi Kinerja Realisasi Kondlsi Kinetja 

Pada Awai Target Capalan Setlap Tahun 
Nomor Urusan/ lndi.kator Kinerja S atuan Periode RPJMD 

Kinerja Pada Akhlr Keterangan 

Pembangunan Daerah Periode RPJMD 
Tabun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tabu.n 2023 Tahu.n 2024 

l 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

Penetapan hale MHA terkait 
21 dengan PPLH yang berada di - tidak ada MHA tidak ada MHA tidak ada M HA tidak ada MHA tidak ada MHA tidak ada MHA Lppd 

Daerah kabupaten/ kota 

Terfasilitasinya kegiatan 

22 
peningkatan pengetahuan 
dan ketrampilan masyarakat 

. tidak ada MHA tidak ada MHA tidak ada MHA tidak ada MHA tidak ada MHA tidak ada MHA Lppd 

hukum adat terkait PPLH 

Jumlah lembaga 
23 kemasyarakatan yang % - 0 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

diberikan diklat 
Penanganan Pengaduan 
masyarakat terkait izin 
lingkungan, izin PPLH dan 
PUU LH yang diterbitkan 

24 oleh pemerintah daerah 
kabu paten/ kota, lokasi 

% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

usaha dan dampaknya di 
daerah kabupaten/kota yang 
ditaneani. 

25 
persentase Pengelolaan 
Keanekara11aman Havati 

% - . 96,83% 96,83% - - 96,83% lndikator Lama 

Persentase data dan 

26 
informasi Sumber Daya Alam % - 64,l - . . - 64,1 lndikator Lama 
dan lingkungan hidup yang 
tersedia 
Persentase pelaku 

27 
usaha/kegiatan yang taat % - 44.59 - - - - 44,59 Indikator Lama 
terhadap peraturan 
linalrune:an hiduo 

V 
Urusan Pemerintahan 
Bldano Perhubu.nea:i 

% 0,45 0,38 0,43 0 ,42 0,41 0,4 0,4 
Indikator 

l Kinerja ruas jalan Tuiuan PD 

2 Kecepatan Ialu lintas Km/jam - 37 km/jam 38 km/jam 39 km/jam 40 km/jam 41 km/jam 4 1 km/jam 
lndikator 

Sasaran PD 

3 Kinerja Angkutan Umum % 39% 42% 40% 41% 42% 43% 43% 
lndikator 

Sasaran PD 

Persentase Peningkatan 
Sarana dan Prasarana, serta % 84% 88% 92% 96% 96% 

Indikator 
4 fasilitas perlengkapan lalu 

- - Program PD 

lintas 

5 
Rasio konektivitas - . . - - - - Lppd 
kabu paten/ kota 

6 
Kinerja lalu lintas % 0,45 0 ,38 0 ,43 0,42 0,41 0,4 0 ,4 Lppd 
kabupaten/kota 
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Aspek/ Fokus / Bidang 
Kondisi Kinerja Reallsasl Kondisi Kinerja 

Pada Awai Target Capaian Setiap Tahun 
Nomor Urusan/ lndikator Kinerja S atuan Pe rlode RPJMD 

Kinerja Pada Akbir Ket eran gan 

Pembangunan Daerah Pe riode RPJMD 
Tahun 2019 Tahun 2 020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Persentase tersedianya 

7 
fasilitas penyelenggaraan 
terminal penurnpang 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

angkutan jalan 7ipe C 

8 
Terlaksananya pelayanan uji 
berkala 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

Penetapan tarif fangkutan 
orang antar kota dalam Lppd 

9 kabupaten, serta angkutan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

perkotaan dan pedesaan 
kelas ekonomi 

Persentase pelaksanaan 

10 
manajemen dan rekayasa % 
lalu lintas untukjaringan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lppd 

jalan Kabupaten atau Kota 

11 Kepadatan Lalu Lintas % 36,93% 33% - - - - 33% lndikator Lama 

12 
Persentase Perlengkapan % 64% 67% - - - - 67% lndikaLor Lama 
jalan 
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BAB IX 

PENUTUP 

Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menenagah 

Daerah (P-RPJMD) Kota Madiun 2019-2024 berpedoman pada ketentuan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 20 J. 7. RPJMD Kota Madiun 

Periode 2019-2024 merupakan Tahap rv (em pat) dari Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025. Kedudukan 

RPJMD dalam RPJPD sangat penting untuk menjaga kesinambungan dari 

suatu periode 5 (lima) tahun pemerintahan ke periode 5 (lima) tahun 

berikutnya . RPJPD tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan 

RPJMD, yang masing-masing tahapan telah pula memua t rumusan indikatif 

arahan prioritas kebijakan. Kedudukan RPJMD 2019-2024 Kota Madiun juga 

merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kota Madiun setiap tahunnya. P-RPJMD juga merupakan pedoman 

bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Peru bahan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah (P-Renstra-PD) dalam rangka pencapaian sasaran 

pem bangunan daerah. 

Masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih Tahun 2019-

2024 akan berakhir pada tanggal 29 April 2024. Sementara itu, dokumen 

RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 akan berakhir pada akhir bulan 

Desember 2024. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kesinambungan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan 

memastikan, bahwa pada akhir periodesasi dari dokumen RPJMD ini tidak 

akan terjadi kekosongan regulasi, maka ditetapkan antara lain sebagai berikut 

1. Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih Tahun 2019-2024 dapat terus 

melaksanakan p enyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 

sesuai program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen Rencana 

Kerja Pem bangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021; 

2. Sambil menunggu peneta pan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2021 

tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024, maka penyusunan dokumen 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2022 

berpedoman pada rancangan awal P-RPJMD 2019 - 2024 dan 

memperhatikan RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 

2022; 
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3. Tahun pertama dari P-RPJMD Kata Madiun Tahun 2019-2024, yaitu Tahun 

2021 dan seterusnya untuk selama 5 (lima) tahun. 

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalin 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, 

RPJMD dan RKPD. 

9.2 Kaidah Pelaksanaan 

Perubahan RPJMD Kata Madiun Tahun 2019-2024 dijadikan sebagai 

landasan oleh Pemerintah Kata Madiun dan seluruh pemangku kepentingan 

dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan kedalam dokumen 

rencana pembangunan tahunan kota Madiun untuk selama 5 (lima) tahun 

mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024, termasuk dalam penyusunan 

perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (P-Renstra PD) Tahun 2019-

2024 dan Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) untuk selama 

5 (lima) tahun kedepan. 

Berkaitan dengan itu, maka dalam dokumen RPJMD Kata Madiun 

Tahun 2019-2024 perlu dirumuskan beberapa kebijakan ten tang kaidah 

pelaksanaan sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kata Madiundan seluruh pemangku kepentingan seperti 

masyarakat umum, dunia usaha, para akademis dan seluruh Perangkat 

Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kata Madiun, berkewajiban untuk 

melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan 

dalam dokumen P-RPJMD Kata Madiun Tahun 2019-2024 dengan penuh 

tanggung jawab; 

2 . Walikota dan Wakil Walikota Madiun, dalam menyelenggarakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan daerah wajib melakukan pembinaan dan 

pengawasan agar dalam implementasinya selaras dan bersinergi dengan 

dokumen P-RPJMD Kata Madiun Tahun 2019-2024; 

3. Untuk menjamin agar target capaian setiap program dapat dicapai secara 

optimal, maka sesuai kewenangannya Sek:t etaris Daerah Kota Madiun 

berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan P-RPJMD Kata Madiun 

Tahun 2019-2024; 
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5. Dalam upaya menJarrun efi.siensi dan efektivitas dalam pelaksanaan P

RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024, maka Bappeda Kota Madiun 

berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

seluruh PD dalam perumusan rencana pembangunan daerah; 

6. Sesuai Pasal 43 dan 46 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Walikota wajib melakukan 

pengendalian dan evaluasi terhadap setiap dokumen rencana (Renstra dan 

Renja PD) yang disusun oleh seluruh PD; 

7. Dalam hal dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2022 ditetapkan lebih awal 

dari dokumen P-RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, maka apabila 

terdapat ketidakselarasan dan keserasian dengan RPJMD, dokumen RKPD 

dimaksud perlu disempurnakan sesuai dokumen RPJMD ini. 

Salinan aeauai dengan aalinya 
a.n. WALIKOTA MADWN 

Daerah 

WALIKOTA MADIU1', 

ttd 
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